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ABSTRAK 

Campur tangan negara dalam bidang ekonomi, dapat dilakukan secara langsung dengan bertindak selaku 

pelaku ekonomi maupun hanya bertindak selaku regulator saja. Mengenai hal ini, Indonesia telah 

mengaturnya dalam konstitusi, dan pula telah dibentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai Badan 

Usaha yang secara resmi sebagai bentuk campur tangan negara secara langsung, yang perwujudannya ada 

tiga macam yaitu PERSERO, PERUM, dan PERJAN, sesuai dengan peran dan fungsi masing masing. 

Namun demikian, setelah diukur dengan Pasal 33 UUD 1945 sebagai landasan konstitusional keberadaan 

BUMN, ternyata ada ketidak selarasan, yaitu mengenai Bentuk BUMN yang bidang usahanya menguasai 

hajat hiduporang banyak. Berangkat dari fakta hukum tersebut, dalam disertasiini dipersoalkan beberpa 

halterkait, dinataranya adalah, Bagaimana bentukhukum ideal BUMN yang bidang usahanya mengusai 

hajat hidup orang banyak yang selaras dengan Pasal 33 dan alinean IV Pembukaan UUD Negara Republik 

Indonesia 1945 ?  

Melalui penelitian hukum Yuridis Normatif, dengan menganalisis bahan hukum primer dan bahan hukum  

sekunder, utamanaya analisis filsafati, utamanya mencari nilai nilai filsafati dalam Pasal 33 UUD 1945, dan 

nilai nilai filsafati dalam UU No.19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, kemudian ditarik 

bagaimana keselarasannya, dan dikaitkan dengan alinea IV Pembukaan UUD 1945 melalui pola pikir 

deduktif, dapat diketahui bagaimana Bentuk ideal BUMN yang bidang ushanya menguasai hajat hidup 

orang banyak. 

Berdasarkan analisis kritis dengan menggunakan logika berfikir deduktif, ditemukan bahwasanya bentuk 

ideal BUMN yang bidang usahanya menguasai hajat hidup orangbanyak adalah PERUM. Halini 

dikarenakan  Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara 

mendefinisikan Persero sebagai BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam 

saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara 

Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan. Sedangkan Perum menurut Pasal 1 angka 

3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003  adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak 

terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang 

bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. Dengan 

demikian, BUMN dapat berbentuk badan usaha yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dan juga 

berbentuk perum yang tujuan utamanya tidak mencari keuntungan, tetapi lebih pada pelayanan publik 

(public service) kepada masyarakat untuk menjamin kesejahteraan sosial. PERUM secara filosofis 

dimaksudkan untuk melaksanakan amanat Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 

1945, yakni bahwa cabang-cabang produksi yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak serta 

pengelolaan terhadap sumber daya alam dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Atas 

dasar itu, bentuk badan usaha BUMN yang kompatibel dengan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) adalah 

PERUM. 

Kata kunci: BUMN, PERSERO, PERUM, dikuasai negara. 
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ABSTRACT 

State intervention in the economic field can be done directly by acting as an economic agent or 
acting only as a regulator. Regarding this matter, Indonesia has arranged it in the constitution, 
and also has established a State-Owned Enterprise (BUMN) as a Business Entity which formally 
as a form of direct state intervention, of which there are three types of realization, namely 
PERSERO, PERUM, and PERJAN, according to the roles and functions of each. However, after 
being measured by Article 33 of the 1945 Constitution as a constitutional basis for the existence 
of BUMN, it turns out that there is a lack of alignment, namely concerning the Form of BUMN 
whose business fields control the lives of many people. Departing from these legal facts, in this 
dissertation, there were several issues related, for example: What is the ideal form of BUMN 
which is the business field of managing the lives of many people in line with Article 33 and 
paragraph IV of the Preamble to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia?  

Through normative juridical law research, by analyzing the primary legal material and secondary 
legal material, the philosophical analysis is primarily to find the value of philosophical values in 
Article 33 of the 1945 Constitution, and the value of philosophical values in Law No.19 of 2003 
concerning State-Owned Enterprises, then withdrawn. how is the harmony, and associated with 
paragraph IV of the Preamble of the 1945 Constitution through a deductive mindset, can we 
know how the ideal form of BUMN which is only in the field of controlling the lives of many 
people.  

Based on a critical analysis using the logic of deductive thinking, it was found that the ideal form 
of BUMN whose fields of business controlled the lives of many people was PERUM. This is 
because Article 1 point 2 of Act Number 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises defines 
Persero as a BUMN in the form of a limited liability company whose capital is divided into shares 
which all or at least 51% (fifty one percent) of its shares are owned by the Republic of Indonesia 
whose main goal is to pursue profits. Whereas Perum according to Article 1 number 3 of Law 
Number 19 Year 2003 is a State-Owned Enterprise whose entire capital is owned by the state 
and is not divided into shares, which aims for public benefit in the form of providing high-quality 
goods and / or services while simultaneously pursuing profits based on company management 
principles. . Thus, BUMN can take the form of a business entity that aims to gain profits and also 
in the form of a public company whose main purpose is not to seek profits, but more on public 
services to the public to ensure social welfare. PERUM is philosophically intended to carry out 
the mandate of Article 33 paragraph (2) and paragraph (3) of the 1945 Constitution, namely that 
production branches related to the lives of many people and management of natural resources 
are controlled by the state for great prosperity of the people. On that basis, the form of a BUMN 
business that is compatible with Article 33 paragraph (2) and paragraph (3) is PERUM.  

Keywords: BUMN, PERSERO, PERUM, controlled by the state. 
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BАB I 

PENDАHULUАN 

 

1.1. Lаtаr Belаkаng Mаsаlаh  

Indonesia sebagai Negara hukum, telah diproklamirkan sejak kelahirannya, 

sebagaimana tertuang dalam penjelasan UUD 1945. Setelah dilakukan amandemen 

ke-3, tanggal 10 Nopember 2001, pernyataan Indonesia sebagai Negara hukum 

telah dinormakan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD Negara R.I. Tahun 1945. Sebagai 

Negara Hukum, sudah semestinya segala bentuk penyelenggaraan negara harus 

diatur dengan hukum dan/atau peraturan perundang undangan yang selaras dengan 

konstitusi yang dijadikan sebagai landasan konstitusional keberadaan negara. Di 

samping itu Indonesia juga telah memproklamirkan diri sebagai Negara 

Kesejahteraan (Welfare State) sebagaimana diuraikan pada alinea IV Pembukaan 

UUD Negara R.I. Tahun 1945 : 

Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintah 

NegaraIndonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh 

tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, 

mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia 

yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, 

maka ……………dst ………. 

  

Guna mewujudkan tujuan Negara tersebut, dari sisi perekonomian, 

kemudian dinormakan melalui Pasal 33  UUD Negara R.I. Tahun 1945: 

(1)  Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas  

       kekeluargaan. 

(2)  Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang    

      menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. 

(3)  Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai  

       oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran  

       rakyat. 

(4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi 

dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, 



2 

 

berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan 

kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. 

(5)  Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang 

undang. 

 

Keberadaan Pasal 33 UUD Negara RI Tahun 1945 ini kemudian difahami sebagai 

landasan konstitusionil bagi penyelenggaraan dan pengelolaan perekonomian di 

Indonesia. Kemudian banyak ahli berpendapat bahwa  Pasal 33 UUD Negara RI 

Tahun 1945  merupakan “Sistem  Perekonomian Indonesia”, sehingga roda 

perekonomian Indonesia (meliputi bentuk badan usaha, jenis usaha, ruang lingkup 

usaha dan campur tangan negara) diputar berdasarkan Pasal 33 UUD Negara RI 

Tahun 1945.  

 Menurut Faisal Basri: “Campur tangan pemerintah di dalam perekonomian 

tak perlu dipandang sebagai pantangan. Keberhasilan Negara-negara Asia Timur 

bahkan dicirikan dengan kuatnya campur tangan pemerintah”
1
 

 Mencermati pandangan Faisal Basri tersebut berarti  telah menjadi hal 

lumrah dalam suatu tatanan pemerintah, manakala pemerintah turut berperan dalam 

perputaran roda perekonomian. Peran Negara tersebut dapat dibagi menjadai tiga 

bagian yaitu :”perencanaan (planer), pelaku (actor/player), dan pengatur 

(regulator)”
2
 

Terkait dengan campur tangan negara secara langsung sebagai pelaku 

(actor) pada bergulirnya roda perekonomian di Indonesia melalui pembentukan 

badan usaha sebagai wadah, secara konstitusional sangat dimungkinkan. Oleh 

kaarena itu, bertitik tolak dari Pasal 33 ayat (2) UUD Negara R.I. Tahun 1945 

                                                         
1
Faisal Basri, Haris Munandar, 2009,  Lanskap Ekonomi Indonesia, Jakarta, Kencana, 

hal.343.  
2
Faisal Basri, Ibid.  
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tersebut, para ahli sepakat bahwa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan 

Badan Usaha yang dijadikan sebagai kepanjangan tangan negara (pemerintah) 

untuk mewujudkan kesejahteraan ekonomis bagi Rakyat Indonesia. Untuk itulah 

maka Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD Negara R.I. Tahun 1945 dijadikan 

sebagai landasan konstitusionil bagi keberadaan BUMN di Indonesia.  

Keberadaan BUMN tersebut kemudian diatur dalam UU prp No.19 Tahun 

1960 tentang Perusahaan Negara, kemudian diubah dengan UU No.9 Tahun 1969 

tentang Bentuk Bentuk Badan Usaha Milik Negara.  

Berdasarkan UU No.9 Tahun 1969 tersebut, Bentuk BUMN didasarkan 

pada misi dan fungsi yang harus diemban oleh masing-masing badan usaha tersebut 

menjadi tiga bentuk, yaitu. PERJAN mempunyai misi usaha public service, yaitu 

pengabdian dan pelayanan pada masyarakat. PERUM mempunyai misi 

penyelenggaraan public utilities, melayani kepentingan umum yang bergerak dalam 

bidang jasa-jasa vital meliputi produksi, distribusi, dan konsumsi. Sementara 

PERSERO segala ushanya ditujukan untuk memupuk keuntungan, atau badan 

usaha yang berfungsi sebagai provit maker. 

BUMN yang dalam perkembangannya terdiri dari PERUM dan PERSERO, 

merupakan salah satu unit ekonomi yang tidak terpisahkan dengan sistem ekonomi 

Indonesia. Dikatakan dalam perkembangannya, karena sebelumnya BUMN terdiri 

dari tiga bentuk, yaitu PERJAN; PERUM dan PERSERO. Kemudian pada Tahun 

1998 PERJAN sudah tidak ada lagi, karena berubah bentuk menjadi PERUM. 

Namun demikian pada Tahun 2000, PERJAN lahir kembali, diawali dengan 

pembentukan Perjan bagi RRI dan TVRI, dan selanjutnya diikuti dengan 

pembentukan PERJAN bagi Rumah Sakit Daerah. Dengan lahirnya Undang 
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Undang No.19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negera (BUMN), vide 

Pasal 9, kembali ditegaskan bahwa BUMN terdiri dari dua bentuk yaitu PERUM 

dan PERSERO 

 Keberadaan BUMN diperlukan sebagai penyedia barang dan jasa, baik 

guna pemenuhan kebutuhan konsumsi maupun untuk keperluan proses produksi. 

BUMN di Indonesia yang mempunyai landasan konstitusional Pasal 33 ayat (2) 

dan ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempunyai 

konsekuensi logis bahwa BUMN berfungsi untuk mengelola cabang-cabang 

produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak. 

Di samping itu, BUMN juga berfungsi untuk mengelola kekayaan alam yang 

terkandung di dalam bumi Indonesia dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat. Untuk itulah dalam pelaksanaannya, kemudian diwujudkan 

dalam tiga bentuk badan yaitu PERJAN, PERUM dan PERSERO, yang masing 

masing mempunyai peran dan fungsi yang berbeda.  

Beranjak dari pemahaman tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa 

keberadaan BUMN di Indonesia mempunyai fungsi strategis, yaitu menjadi 

tumpuan penting bagi terselenggaranya dan berputarnya roda perekonomian 

nasional. Peran strategis BUMN dapat dilihat dari betapa BUMN bergerak hampir 

diseluruh sektor ekonomi. Namun demikian Kinerja BUMN masih menjadi 

sorotan, bahkan diidentikan sebagai unit usaha yang tidak efisien. Rata-rata ROI 

(return of investment) dan ROE (return on equity) BUMN menunjukkan angka 

yang relatif rendah, di bawah cost of capital yaitu pada akhir tahun 1997 masing-

masing sebesar 3,5% dan 9,6%. Angka ini menunjukkan tingkat utilitas aset yang 

rendah dan biaya produksi yang relatif tinggi. Mengingat begitu pentingnya peran 
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BUMN, maka sudah semestinya jika pengelolaan BUMN perlu ditingkatkan baik 

dari segi produktivitas maupun efisiensinya. Meskipun pada tahun 2002 aset 

BUMN mencapai Rp.942,8 triliun, namun sesungguhnya asset tersebut tidak 

teramat besar jika dibandingkan dengan raksasa-raksasa bisnis dunia. Salah satu 

contoh adalah General Electric, asetnya mencapai US$300 miliar, atau setara 

dengan Rp.2.400 triliun. 

 Kinerja BUMN juga dirasa belum cukup memuaskan untuk dijadikan 

sebagai sebuah lokomotif yang kuat. Pada tahun 2002, laba setelah pajak adalah 

Rp.26.9 triliun, atau hanya memliki ROA 2,8% saja, Padahal badan-badan usaha 

yang sehat memiliki ROA sekitar 10%, sehinga paling tidak laba BUMN mencapai 

Rp.94,2 triliun. Dengan demikian BUMN bukan saja rendah kontribusi labanya 

terhadap asset, namun melakukan “perusakan nilai aset” (asset value destruction) 

sampai Rp.67,3 triliun pada tahun 2002. Meski ini adalah perhitungan “di atas 

kertas”, namun tidak boleh dianggap remeh, karena pada akhirnya yang terjadi 

adalah BUMN “memakan” modalnya sendiri.
3
 

 Penilaian tersebut jelas hanya berdasarkan pada untung rugi semata, tidak 

pernah dikaitkan dengan maksud dan tujaun didirikannya BUMN. Bahkan 

penilaian tersebut juga dikaitkan dengan bidang-bidang usaha yang menguasai 

hajat hidup orang banyak sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 UUD Negara RI 

tahun 1945. Artinya penilaian tersebut telah mendudukkan BUMN sebagai Badan 

Usaha swasta yang tujuanya murni untuk mengejar keuntungan (privit oriented). 

                                                         
3
Riant Nugroho D, Ricky Siahaan, 2005, BUMN Indonesia: Isu, Kebijakan, dan 

Strategi, Jakarta, PT.Elex Media Komputindo, hal.53  
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Sebagaimana dikemukakan dalam berbagai tulisan dan pendapat, bahwa 

pasal 33 UUD Negara R.I. 1945 menunjuk pada adanya tiga unsur pelaksana 

demokrasi ekonomi, yaitu Swasta, BUMN dan Koperasi, sehingga kedudukan 

BUMN tidak dapat dipisahkan dari makna yang terkandung dalam pasal 33 UUD  

Negara R.I 1945. 

 Ditegaskan dalam GBHN bahwa demokrasi ekonomi harus dijauhkan dari 

ciri-ciri negatif yaitu berupa sistem free fight liberalism yang melahirkan 

eksploitasi, sistem etatisme di mana negara mendesak dan mematikan sektor 

swasta, serta bentuk monopoli yang merugikan masyarakat. Lebih lanjut 

dinyatakan dalam GBHN 1993, bahwa pembangunan perekonomian di Indonesia 

dilaksanakan dalam suasana kemitraan usaha yang kukuh antara Badan Usaha 

Milik Negara (BUMN), Koperasi, dan Swasta. Dalam kedudukannya sebagai 

Badan Usaha Negara, BUMN mempunyai posisi yang sangat penting, di mana 

tidak hanya diharapkan menjalankan misi bisnis, tetapi sekaligus diharapkan bisa 

menjadi sarana dalam memasyarakatkan dan mengimplementasikan kebijakan-

kebijakan pemerintah yang lebih luas. 

 Kondisi di atas menunjukkan adanya fungsi ganda yang harus diemban oleh 

BUMN. Di satu sisi ia berfungsi sebagai business entity yang harus mendatangkan 

keuntungan bagi negara. Di sisi lain BUMN berfungsi sebagai agent of 

development untuk mendukung kebijaksanaan pemerintah disegala bidang dan 

sektor.  

 Ketidak jelasan arah dan tujuan BUMN ini dapat dirasakan dari 

penggunaan terminologi yang mengandung berbagai makna yang belum dirasakan 

adanya koherensi antara satu dengan yang lain. Selain istilah BUMN dan 
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Perusahaan Negara (PN), juga masih dikenal istilah aparatur negara dan aparatur 

pemerintah yang juga meliputi perusahaan negara.  Istilah tersebut memberikan 

pengertian bahwa BUMN baik sebagai aparatur negara maupun sebagai aparatur 

pemerintah, berarti sebagai abdi masyarakat yang berfungsi sebagai pelayanan 

kepentingan masyarakat (public utilities)
4
. 

 Kenyataan tersebut berbeda dengan tuntutan GBHN 1988 yang 

menghendaki agar BUMN meningkatkan kemampuan dalam ikut membiayai 

pembangunan. Bila ditelaah dari konsep pemikiran ekonomi, rumusan ini 

mengandung maksud bahwa BUMN harus mampu menjadi sumber dana bagi 

pelaksanaan pembangunan, yang berarti ada internal generated funds, atau 

bertugas mencari keuntungan. 

 Tuntutan GBHN tersebut tidak terlepas dari keberadaan Peraturan 

Pemerintah (untuk selanjutnya disingkat dengan PP) No.3 Tahun 1983, tentang 

Pembinaan dan Pengawasan BUMN.  Dalam PP tersebut ditegaskan bahwa BUMN 

dapat berperan baik sebagai perusahaan biasa yang dituntut menghasilkan 

keuntungan sebesar-besarnya sebagaimana perusahaan swasta, maupun sebagai 

aparatur negara yang dibebani berbagai penugasan.
5
  Menanggapi hal ini, Ryanto 

menyatakan bahwa : 

Fungsi dan peranan BUMN di negara kita agak unik, di satu pihak dituntut 

sebagai badan usaha pengemban kebijakan dan program-program 

pemerintah yang dikenal dengan agent of development, di pihak lain harus 

tetap berfungsi sebagai unit usaha komersial biasa dan mampu berjalan 

                                                         
 

4
 Bahwa BUMN sebagai aparatur pemerintah di bidang ekonomi, telah ditetapkan dalam 

GBHN 1978. Untuk itu lebih lanjut baca penjelasan umum PP 3 /1983  
 

5
Keberadaan BUMN selain diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan 

perekonomian negara pada umumnya dan penerimaan negara pada kususnya, juga diharapkan 
turut aktif melaksanakan  dan menunjang pelaksanaan kebijaksanaan dan program pemerintah di 
bidang ekonomi dan pembangunan pada umumnya. Hal ini sebagaimana diuraikan secara rinci 
dalam PP 3 / 83, pasal 2 ayat (2), huruf a dan g.  



8 

 

serta beroperasi berdasarkan prinsip usaha yang sehat. Kedua fungsi ini 

sering kali tidak dapat berjalan seiring atau saling menunjang, bahkan 

saling bertentangan.
6
  

 

 Di tengah kerancuan arah dan tujuan BUMN serta besarnya harapan 

terhadap fungsi agent of development, pemerintah mengeluarkan kebijakan yang 

dikenal dengan deregulasi dan debirokratisasi guna mendorong pertumbuhan 

ekonomi, melalui cara pengembangan dunia usaha swasta. Melalui kebijakan-

kebijakan tersebut tercermin betapa pemerintah tengah berusaha membentuk iklim 

yang kondusif guna menciptakan mata rantai yang tidak terputus antara usaha 

Swasta, BUMN, dan Koperasi. Di mana BUMN diharapkan melakukan kerjasama 

atau patungan dengan pihak swasta. 

 Langkah derugalasi dan debirokratisasi ini, mampu mengembangkan dunia 

usaha Swasta begitu cepat, bahkan menurut Ramli, “sejak derugalasi 1986, kinerja 

BUMN makin lama makin jauh tertinggal di belakang kinerja konglomerat 

swasta.
7
.  

 Tidak dapat dipungkiri, sejak digulirkannya serangkaian paket kebijakan 

deregulasi dan debirokratisasi, peran sektor swasta semakin dominan dalam 

pembangunan ekonomi di Indonesia. Artinya, dengan semangat deregulasi dan 

debirokratisasi, sektor swasta telah diberikan peran yang lebih besar untuk 

berpartisipasi dalam memelihara dan meningkatkan momentum pembangunan. 

Sejalan dengan itu pemerintah juga berupaya menghindarkan diri dari kegiatan-

kegiatan ekonomi biaya tinggi (higt cost economy) untuk itu berbagai macam 

                                                         
  
 

6
Pandji Anoraga, 1995, BUMN, Swasta, dan Koperasi: Tiga pelaku Ekonomi, Jakarta, 

Pustaka Jaya, hal. 8   
 

7
Pandji Anoraga, Ibid., hal. 94  
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subsidi baik melalui pajak, proteksi, bea masuk, maupun bunga Bank bagi BUMN 

mulai dihapuskan. Kondisi ini memacu BUMN untuk segera berbenah diri, guna 

mencapai efisiensi yang optimal, efektif, produktif, dan dikelola secara profesional, 

sehingga dapat bersaing dengan usaha swasta, yang pada gilirannya tetap dapat 

menjalankan fungsi sebagai agent of development.  

 Seiring dengan itu Meneg BUMN ketika itu menjelaskan bahwa pada tahun 

2002 pemerintah akan menjual 25 BUMN, guna memenuhi target APBN sebesar 

Rp.6,5 triliun, ditegaskan bahwa keptusan ini merupakan keputusan rapat tim 

Kebijakan Privatisasi Pemerintah yang diketuai Menko Perekonomian. 

 Kendati demikian, Meneg BUMN juga mengakui bahwa kinerja BUMN 

saat ini masih relative rendah jika dibandingkan dengan perkiraan tahun 2001. Di 

lihat dari jumlah BUMN ada 161, sebanyak 45 BUMN memperoleh laba Rp.28,8 

triliun, dan dari jumlah tersebut 80% atau sejumlah 22,8 triliun hanya diperoleh 

dari 11 BUMN, sedangkan yang lain belum mampu memberikan kontribusi 

optlmal. Kemudian pada tahun 2003, setoran laba BUMN dari target Rp.10,41 

triliun dapat terealisasi sebesar Rp.12,61 triliun, namun demikian untuk tahun 

2004, dengan target Rp.11,45 triliun hanya terealisasi Rp.7,80 triliun. Kemudian 

untuk saat ini pemerintah menargetkan deviden dari laba BUMN sebesar Rp.9,42 

triliun. 

 Mencermati pernyataan tersebut, jelas terlihat Pemerintah kembali terjebak 

pada kesalahan memaknai BUMN. Penilaian tersebut hanya didasarkan pada asset 

dan keuntungan semata, tidak dikaitkan dengan maksud dan tujuan didirikannya 

BUMN.  
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 Realitas sosial dapat menunjukkan bahwa masyarakat swasta di Indonesia 

(sebagai negara berkembang) tidak dapat mengerahkan modal yang diperlukan 

untuk investasi di berbagai lapangan. Beberapa jenis investasi dirasa kurang 

menarik bagi dunia usaha swasta, karena tidak dapat memberikan laba “return on 

investment”. Pemikiran ini sesuai dengan orientasi dunia usaha swasta yang ingin 

memperoleh keuntungan sebesar-besarnya, akibatnya terjadi akumulasi modal pada 

sektor tertentu saja (yang mampu memberikan keuntungan). Bahkan ada 

kecenderungan terjadi praktik penguasaan industri hulu sampai hilir, pada sektor 

yang dianggap menguntungkan oleh pihak swasta, sehingga melahirkan kekuatan 

monopolistik, di mana pengusaha dapat mengontrol dan memilih harga (price 

searcher) atas produk yang dikuasai. Barang kali dapat diangkat sebagai salah satu 

contoh adalah Industri Semen, gejolak harga semen yang terjadi kahir-akhir ini 

menunjukkan betapa tidak berdayanya pemerintah dalam mengendalikan harga 

semen, karena industri semen hanya dikuasai oleh segilintir orang saja tanpa 

adanya kompetitor di pasar. Tidak kalah pentingnya untuk diamati adalah Industri 

Mi Instant, di mana dapat dijumpai sebuah industri mi instant yang juga memilki 

industri tepung terigu sebagai bahan bakunya, bahkan dia juga menguasai pasokan 

gandum dari Amerika sebagai bahan dasar tepung terigu, yang seharusnya pasokan 

gandum itu dikuasai dan dikelola oleh BULOG.  

Kejadian semacam ini tidak seharusnya terjadi dalam negeri yang 

bernuansa ekonomi kerakyatan ini.  Namun demikian menurut Kwik Kian Gie, 
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monopoli meliputi berbagai bentuk (tipologi), dan tidak semuanya harus ditabukan 

dalam kehidupan ekonomi kita.
8
 

 Menghadapi hal seperti itu diperlukan adanya intervensi, regulasi dan 

kendali yang berfungsi menyeimbangkan dua kekuatan yang tidak setara tersebut. 

Di sini BUMN diharapkan dapat berperan kembali dengan mewujudkan diri 

sebagai aparatur negara, yang siap mengimplementasikan kebijakan-kebijakan 

pemerintah di bidang ekonomi. 

 BUMN telah berkiprah hampir disemua lini dan sektor perekonomian, 

beberapa diantaranya bergerak dalam industri hulu. Dalam kedudukannya sebagai 

pelaku ekonomi yang prominen, serta menjalankan peran sebagai industri hulu, 

menempatkan kinerja BUMN menjadi tumpuan harapan bagi kinerja industri di 

bawahnya. Artinya, tingkat efisiensi industri hilir akan banyak bergantung kepada 

tingkat efisiensi BUMN. 

 Peran penting yang dimainkan oleh BUMN dalam sistem perekonomian 

Indonesia, juga dapat dilihat dari kontribusi yang diberikan kepada produk 

domestik bruto (Gross Domestic Product) yang berkisar antara 12 % hingga 16% 

atas nilai tambah kotor (Gross Added Value).  Berpijak pada posisi strategis 

BUMN dalam perekonomian Indonesia, maka peningkatan kinerja BUMN akan 

memberikan implikasi positif terhadap efisiensi ekonomi nasional, dan sekaligus 

terhadap penerimaan negara.
9
 

                                                         
 

8
Kwik Kian Gie, 1994, Analisis Ekonomi Politik Indonesia,  Jakarta, Gramedia 

ustaka Utama, hal., 242-244. 
 

9
Bacelius Ruru, Arah Kebijakan BUMN : Menghadapi Era AFTA 2003 dan APEC 

2020, dalam majalah Manajement & Usahawan No.05, Th.XXV, Mei 1996  
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 Sampai dengan saat ini, BUMN belum menunjukkan kinerja yang 

memuaskan menurut kriteria kesehatan dari Departemen Keuangan.
10

 Penilaian 

kinerja BUMN akan berpengaruh terhadap keputusan yang diambil pemerintah 

bagi BUMN yang bersangkutan. Dalam artian apakah BUMN tersebut akan 

dilebur, merger, ataupun tindakan lain terkait dengan penyerdehanaan bentuk dan 

manajemen maupun penyesuaian status hukum bagi pengembangan lebih lanjut. 

 Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 740/KMK.00/1989, 

penilaian terhadap kinerja BUMN meliputi kemampuan perusahaan untuk 

menghasilkan laba (rentabilitas), kemampuan perusahaan untuk memenuhi 

keawajiban jangka pendek (likuiditas), dan kemampuan perusahaan untuk 

memenuhi semua  kewajibannya (solvabilitas). Berangkat dari penilaian ini, 

kemudian BUMN akan digolongkan menjadi empat (4), yaitu Sehat sekali (SS); 

sehat (S); kurang sehat (KS) dan tidak sehat (TS). Setelah itu kemudian dapat 

dipilih alternatif pembinaan dan pengembangannya.
11

  

 Keberadaan Keputusan Menteri Keuangan No.740/KMK.00/1989 tersebut 

semakin mengukuhan bahwa Pemerintah telah keliru memaknai keberadaan 

BUMN, pemerintah telah mengabaikan maksud dan tujuan didirikannya BUMN, 

pemerintah hanya berpegang pada penempatan BUMN sebagai provit maker saja.  

                                                         
 

10
Op.,Cit., hal. 91  

 
 

11
 Langkah-langkah pembinaan dan pengembangan atas dasar kriteria atau penggolongan 

tersebut adalah: 
Kondisi sehat (S) atau sehat sekali (SS), dapat dipilih salah satu alternatif, antara lain: melakukan 
penggabungan (merger); melakukan konsolidasi; menjual sahamnya kepada masyarakat (go public); 
menerima penyertaan langsung (private placement); melakukan kerjasama opersai (KSO) dengan 
instansi terkait; membentuk perusahaan patungan (joint venture); 

Kondisi kurang sehat (KS), dapat dipilih salah satu alternatif antara lain: melakukan penyederhanaan 
struktur organisasi; melakukan penggabungan (merger), baik antara sesama BUMN maupun swasta; 
melakukan kontrak manajemen; mengikutsertakan partisipasi masyarakat melalui penyertaan 
langsung; 
Kondisi tidak sehat (TS), alternatif yang dapat dipilh antara lain : dijual; dilikuidasi. (Sumber : Pusat 
Data Bisnis Indonesia).  
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 Kondisi seperti ini yang harus segera diluruskan kembali, sebab 

penempatan BUMN sebagai provit maker tidak sepenuhnya dapat dibenarkan oleh 

UU maupun konstitusi yang berlaku.  Keberdaan BUMN harus didudukkan sesuai 

landasan konstitusionilnya, dan konsisten dengan pengaturannya dalam UU, dalam 

hal ini maksud dan tujuan didirikannya BUMN sebagaimana diatur dalam UU 

No.19 tahun 2003. 

 Upaya membangun eksistensi BUMN, sebenarnya telah dilakukan sejak 

tahun 1983, ditandai dengan dikeluarkannya PP No.3 Th.1983 tentang Pembinaan 

dan Pengawasan BUMN, yang ditindak lanjuti dengan Inpres No.5 Th.1988 

tentang Pedoman Penyehatan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Negara; 

Keputusan Menteri Keuangan No.740/KMK.00/1989 tentang Peningkatan Efisiensi 

dan Produktivitas BUMN; dan No.741/KMK.00/1989 tentang Penyehatan dan 

Pengelolaan BUMN. 

 Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja BUMN, ditandai dengan  

dikeluarkan kebijakan lanjutan yaitu melalui Peraturan Pemerintah,  PP.No.12 

Tahun 1998, tanggal 17 Januari 1998 untuk BUMN yang berbentuk PERSERO dan 

PP No.13 tahun 1998, tanggal 17 Januari 1998 untuk BUMN yang berbentuk 

Perusahaan Umum (PERUM), tentang Pengaturan kembali Misi dan Orientasi 

Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dari kedua PP tersebut tersirat bahwa 

pemerintah ingin mendorong peningkatan efisiensi, daya saing dan pengembangan 

BUMN secara menyeluruh. 

 Berbagai kebijakan yang bertujuan untuk membangun BUMN terus 

mengalir, ditandai dengan lahirnya SK Menneg Penanaman Modal/PBUMN 

No.03/2/3/2000 tentang fit and proper test dalam pemilihan jajaran komisaris dan 
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Direksi BUMN; kemudian penerapan Good Coorporate Governance (GCG) bagi 

pengelolaan BUMN, dan puncaknya adalah lahirnya UU No.19 Tahun 2003 

tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 

 Strategi pemerintah guna meningkatkan efisiensi dan produktivitas BUMN 

dilakukan melalui restrukturisasi perusahaan. Konsep rekstrukturisasi yang 

berkembang saat ini berupa perubahan status hukum  BUMN ke arah yang lebih 

menunjang pencapaian maksud dan tujuan perusahaan.
12

 

Perubahan status hukum BUMN di Indonesia, telah berlangsung sejak 

tahun 1990, diawali dengan perubahan status hukum Perusahaan Jawatan (Perjan) 

Pegadaian menjadi Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian, kemudian diikuti oleh 

39 BUMN lain yang berubah status hukumnya, dan untuk dekade ini telah diakhiri 

dengan perubahan status hukum Perum Kereta Api menjadi PT.Kereta Api 

Indonesia (Persero).
13

   

 Di samping pengubahan status hukum, ada pula BUMN yang melakukan 

merger, seperti PT.Dok dan Galangan Kapal Nusantara merger dengan PT.Kodja 

Bahari
14

, ada juga yang melalui pelepasan dan pengambilalihan saham pemerintah 

oleh PT. Pupuk Sriwijaya terhadap PT.Pupuk Kujang, PT.Pupuk Iskandar Muda, 

PT.Pupuk Kaltim dan PT.Petrogas
15

, dan bahkan ada juga yang dilikuidasi 

                                                         

 
12

 Periksa Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 740/KMK.00/1989. 
 

13
 Perubahan status hukum Perjan Pegadaian menjadi Perum Pegadaian 

dilakukan melalui PP No.10 /1990, tanggal 10 April 1990, sementara perubahan status 
hukum Perum Kereta Api menjadi PT.Kereta Api Indonesia (Persero) dilakukan melalui PP 
No.19 / 1998, tanggal 3 Pebruari 1998. 
 

14
 Dilakukan melalui PP No.13 / 1992, tanggal 18 Maret 1992. 

 
15

 Dilakukan pada tanggal 16 Maret 1997 
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(dibubarkan), seperti PT.Kertas Niaga yang seluruh asetnya dialihkan kepada 

PT.Dharma Niaga
16

. 

 Tindak lanjut dari kebijakan pemerintah adalah lahirnya Inpres No.5 tahun 

1998, yang memberikan landasan hukum bagi privatisasi BUMN, baik dalam 

bentuk go public maupun divestasi yaitu menjual kembali sebagian sahamnya ke 

bursa dengan ketentuan pemerintah tetap memiliki minimal 51% saham. Privatisasi 

BUMN di Indonesia sebnarnya telah berlangsung sejak awal tahun 1990, yang 

pada waktu telah terjual saham milik enam BUMN, yaitu PT.Semen Gresik; 

PT.Aneka Tambang; PT.Telkom; PT.Indosat; PT.Bank BNI dan PT.Timah. 

 Pemerintah pada tahun anggaran 1998/1999,  merencanakan untuk 

melakukan privatisasi terhadap 12 BUMN. Lima diantaranya merupakan langkah 

lanjutan, dalam artian melanjutkan penjualan saham perusahaan yang telah listed, 

yaitu PT.Telkom; PT.Indosat; PT.Semen Gresik; PT.Tambang Timah; dan 

PT.Aneka Tambang. Sedangkan tujuh BUMN yang lain masih harus diidentifikasi, 

yaitu PT.Krakatau Steel; PT.Jasa Marga; PT.Perkebunan Nusantara IV; PT.Pelindo 

II; PT.Tambang Timah Batu Bara Bukit Asam; PT.Pelindo III; dan PT.Angkasa 

Pura II. Namun demikian sampai dengan saat ini privatisasi yang direncanakan 

tersebut belum juga tercapai. Privatisasi BUMN, selain berhasil memberikan 

kesegaran modal, juga melahirkan permasalahan, seputar peranan BUMN dalam 

menjalankan fungsi sebagai agent of development maupun fungsi sosialnya, dan 

beralihnya struktur pemilikan modal dari negara menjadi swasta. 

 Sementara itu, pihak swasta sendiri dalam membeli saham BUMN adalah 

provit oriented, artinya mereka akan membeli saham BUMN yang sehat, yang 

                                                         

 
16

 Dilakukan melalui PP No. 28 / 1998, tanggal 25 Pebruari 1998. 
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dapat menjamin perolehan keuntungan. Kepentingan demikian ini sering 

berlawanan dengan kepentingan BUMN dalam menjalankan fungsi pelayanan atau 

fungsi sosialnya. Bila ditelaah lebih jauh, terjadinya perubahan status hukum 

BUMN sampai dengan Privatisasi BUMN telah mengarah pada pergeseran fungsi 

dan peran BUMN, dari fungsi sebagai agent of development maupun fungsi 

pelayanan sosialnya, menjadi bentuk usaha yang provit oriented. Pergeseran fungsi 

dan peran demikian ini menimbulkan problematika baik yang bersifat yuridis 

maupun sosio-ekonomi. 

 Mencermati segala uapaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka  

meningkatkan efisiensi dan produktivitas BUMN jelas hanya dilakukan melalui 

pembenahan permodalaan saja, dengan alas an efisiensi dan perolehan keuntungan, 

tanpa memperhatikan mengenai bidang usaha yang dikelola oleh BUMN. Padahal 

ada BUMN yang bidang usahanya menguasai hajat hidup orang banyak, yang 

tentunya dalam mengambil kebijakan harus dibedakan dengan BUMN yang lain. 

BUMN yang bergerak dalam cabang usaha yang menguasai hajat hidup 

orang banyak adalah badan usaha yang mengelola sumber – sumber daya yang 

ditujukan bagi kehidupan dan kesejahteraan rakyat banyak. Apabila cabang usaha 

tersebut diserahkan kepada swasta maka dikhawatirkan akan tidak ditujukan untuk 

kesejahteraan rakyat akan tetapi untuk mengejar keuntungan bisnis semata – mata.  

Terkait dengan Cabang usaha yang menguasai hajat hidup orang banyak,  

KPPU mengeluarkan suatu pedoman yang diatur dalam Peraturan Komisi No. 

3/1999 mengenai Pedoman Pelaksanaan Ketentuan Pasal 51 UU No. 5/1999 yang 

berisi, ”Monopoli dan atau pemusatan kegiatan yang berkaitan dengan produksi 

dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak 
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serta cabang-cabang produksi yang penting bagi negara diatur dengan undang-

undang dan diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara dan atau badan atau 

lembaga yang dibentuk atau ditunjuk oleh Pemerintah”. 

Dijelaskan dalam Pedoman tersebut bahwa maksud barang dan atau jasa 

yang menguasai hajat hidup orang banyak adalah yang memiliki fungsi, (1) 

Alokasi, yang ditujukan pada barang atau jasa yang berasal dari sumber daya alam 

yang dikuasai Negara untuk dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran 

rakyat, (2) Distribusi, yang diarahkan kepada barang atau jasa yang dibutuhkan 

secara pokok oleh masyarakat, tetapi pada suatu waktu tertentu atau terus menerus 

tidak dapat dipenuhi pasar, dan (3) Stabilisasi, yang berkaitan dengan barang atau 

jasa yang harus disediakan untuk kepentingan umum, seperti barang atau jasa 

dalam bidang pertahanan, moneter dan fiscal yang mengharuskan pengaturan dan 

pengawasan bersifat khusus. 

 Perubahan status hukum BUMN menjadi kian penting, setelah lahirnya UU 

No.19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Hal ini  berkenaan 

dengan perubahan yang mendasar mengenai bentuk Badan Usaha Milik Negara 

sebagaimana diatur dalam UU No.19 tahun 2003, Pasal 9, bahwa BUMN terdiri 

dari Persero dan Perum. Artinya UU No.19 tahun 2003 meniadakan bentuk Perjan 

yang keberadaannya sudah cukup lama. Bahkan perubahan Perjan menjadi Perum 

atau mungkin menjadi Persero, UU No.19 tahun 2003 melalui Pasal 93 ayat (1) 

memberikan tenggat waktu 2 tahun setelah berlakunya UU No.19 tahun 2003. 

Dengan demikian berarti pada tanggal 19 Juni 2005, semua Perjan sudah harus 

berubah status hukumnya.  
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 Terhadap perubahan bentuk hukum BUMN seperti digariskan Pasal 93 ayat 

(1) UU No.19 tahun 2003 tersebut jelas semakin menjauhkan keberadaan BUMN 

dari peran dan fungsi yang diembannya, khususnya bagi BUMN yang bidang 

usahanya menguasai hajat hidup orang banyak. 

 Sebagaimana diuraikan dalam konsideran UU No.19 Tahun 2003, huruf b, 

dinyatakan : “Bahwa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mempunyai peranan 

penting dalam penyelenggaraan perekonomian nasional guna mewujudkan 

kesejahteraan masyarakat”. 

 Berangkat dari konsideran tersebut, kemudian dinormakan melalui Pasal 2 

ayat (1) yang mengatur tentang “Maksud dan Tujuan Pendirian BUMN, salah 

satunya sebagaimana diatur pada Pasal 2 ayat (1) huruf c, yang mengatur : 

”maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah menyelenggarakan 

kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu 

tinggi dan memadai  bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak”. 

  

Kemudian diatur dalam Pasal 2 ayat (2) yang menetapkan : 

 “Kegiatan BUMN harus sesuai dengan maksud dan tujuannya serta tidak 

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau 

kesusilaan”. 

 Manakala diperhatikan lebih tajam apa yang terdapat dalam konsideran dan 

kemudian dinormakan menjadi tujuan pendirian BUMN sebagaimana diatur Pasal 

2 ayat (1) huruf c dan ayat (2) tersebut, ternyata tidak membedakan bentuk Hukum 

BUMN, apakah dia berbentuk PERUM ataukah PERSERO. Artinya baik PERUM 

maupun PERSERO didirikan dengan maksud dan tujuan sebagaimana diatur dalam 

Pasal 2 ayat (1)  khususnya huruf c, dan ayat (2). Sementara dalam UU ini tidak 
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diatur mengenai bidang usaha mana yang boleh dikelola oleh PERUM  atau 

PERSERO, dan Bidang Usaha mana yang tidak boleh dikelola oleh PERUM atau 

PERSERO. Manakala hal ini dikaitkan dengan Pasal 33 ayat 2 UUD Negara R.I 

tahun 1945, jelas telah terjadi inkonsistensi dalam pengaturannya, bahkan 

mengarah terjadinya konflik of norm.  

 Sementara bila dikaitkan dengan Pasal 12 UU No.19 Tahun 2003, yang 

mengatur tentang “Maksud dan tujuan Pendirian PERSERO”, diatur secara tegas :  

Pasal 12, Maksud dan tujuan pendirian PERSERO adalah: 

(1) Menyediakan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing 

kuat; 

(2) Mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan; 

 

Mencermati Pasal 12 tersebut, jelas terlihat tujuan didirikannya PERSERO, 

hanyalah untuk mengejar keuntungan dan meningkatkan nilai perusahaan saja. 

Fakta ini menunjukkan adanya inkonsistensi antara substansi (pengaturan BUMN) 

dengan tujuan didirikannya BUMN 

 Lebih dari itu, bilamana dikaitkan dengan alinea IV Pembukaan Pasal 33 

UUD Negara RI tahun 1945, keberadaan PERSERO yang bidang usahanya 

menguasai hajat hidup orang banyak, jelas tidak selaras  

 Melihat fakta yuridis di atas, ditemukan isu hukum dalam Teori Hukum dan 

Filsafat Hukum, yang dapat dikemukakan bahwa dalam pengelolaan dan 

pengembangan BUMN di Indonesia telah terjadi ketidakselarasan antara UU No19 

Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan landasan 

konstitusional BUMN, dan Sistem Perekonomian Indonesia sebagaimana diatur 

Pasal 33  UUD Negara R.I. Tahun 1945  
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 Ketidak selarasan tersebut meliputi ketidakselarasan nilai nilai filsafati, 

bentuk  hukum dan sistem pengelolaan Badan Usaha Milik Negara, yang diatur 

dalam UU No.19 Tahun 2003 dengan Pasal 33 UUD Negara RI Tahun 1945 dan 

alea IV Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945. 

 Lebih dari itu, manakala dikaitkan antara Konsideran huruf b, dengan 

“Maksud dan tujuan pendirian BUMN” sebagaimana diatur Pasal 2 ayat (1), ayat 

(2) dan “Maksud dan tujuan pendirian PERSERO” sebagaimana diatur Pasal 12, 

jelas terjadi konflik norma. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

 Berangkat dari pemikiran di atas dan berpijak pada kedudukan Indonesia 

sebagai Negara Kesejahteraan (Welfaare staate) sebagaimana diamanatkan oleh 

alenea IV Pembukaan UUD 1945, permasalahan yang dapat dikedepankan dalam 

penulisan ini, dengan berpegang pada argumentasi filsafati, teoritis dan yuridis 

yang terdeskripsikan di atas   adalah : 

1. Bagaimana bentuk campur tangan negara terhadap dunia usaha menurut sistem  

hukum perekonomian Indonesia dalam kedudukannya sebagai negara 

kesejateraan (Welfare state ) ?  

2. Bagaimana urgensi BUMN menurut sistem hukum perekonomian Indonesia 

dalam kedudukannya sebagai negara kesejateraan (Welfare state )?  

3. Mengapa nilai nilai filsafati yang terkandung dalam UU No.19 Tahun 2003 

Tentang Badan Usaha Milik Negara tidak  selaras dengan nilai nilai filsafati 

dalam  Pasal 33 dan alenea IV Pembukaan UUD Negara R.I. Tahun 1945  ? 



21 

 

4. Bagaimanakah seharusnya Bentuk Hukum  BUMN yang bidang usahanya 

menguasai hajat hidup orang banyak  yang selaras dengan Pasal 33 dan alenia 

IV Pembukaan UUD Negara R.I Tahun 1945 ?  

 

1.3. Tujuan Penelitian  

 Berangkat dari permasalahan yang ada, tujuan yang ingin dicapai dari 

penelitian ini adalah: 

1. Untuk menemukan bentuk campur tangan negara terhadap dunia usaha menurut 

sistem perekonomian Indonesia dalam kedudukannya sebagai negara 

kesejateraan (Welfare state )  

2. Untuk menemukan urgensi BUMN menurut sistem ukum perekonomian 

Indonesia dalam kedudukannya sebagai negara kesejateraan (Welfare state )  

3. Untuk memperoleh analisis yang jelas dan sistematis mengenai 

ketidakselarasan nilai nilai filsafati yang terkandung dalam UU No.19 Tahun 

2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara  dengan nilai nilai filsafati yang 

terkandung dalam  Pasal 33 dan alenea IV Pembukaan UUD Negara R.I Tahun 

1945   . 

4.  Untuk menumukan Bentuk Hukum BUMN  yang bidang usahanya menguasai 

hajat hidup orang banyak, yang selaras dengan Pasal 33 dan alenia IV 

Pembukaan UUD Negara R.I Tahun 1945   

 

1.4. Manfaat Penelitian 

1. Sisi teoritis, diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah khasanah 

pengetahuan tentang hal-hal yang melatar belakangi dan mendasari bentuk-
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bentuk  Badan Usaha Milik Negara (BUMN), perubahan status PERUM 

menjadi PERSERO, maupun perubahan PERSERO menjadi PERSERO, Tbk, 

serta konsekuensi logis dan juridis yang ditimbulkannya. Di samping itu juga 

dapat memberikan gambaran nyata terhadap Bentuk hukum  BUMN yang 

bidang usahanya menguasai hajat hidup orang banyak.  

2. Sisi praktis, memberikan masukan yang berarti bagi pembuat kebijakan dalam 

rangka menetukan bentuk BUMN yang selaras dengan landasan konstitusionil 

menempatkan dan meningkatkan kinerja BUMN agar selaras dengan bentuk-

bentuk badan usaha yang dipilih dengan tujuan yang digariskan. 

 

1.5. Orisinalitas Penelitian 

 Tulisan  mengenai BUMN telah banyak beredar melalui berbagai bentuk 

tulisan, baik berupa makalah yang diseminarkan maupun dalam bentuk buku. 

Namun demikian berbagai tulisan tersebut lebih banyak mengulas tentang kinerja 

dan privatisasi. Sementara  tulisan mengenai BUMN dalam bentuk “Disertasi”, 

masih sangat terbatas. Paling tidak di Program Doktor , Fakultas Ilmu Administrasi 

Univervitas Brawijaya ada ditemukan sebuah disertasi mengenai BUMN, yang 

ditulis oleh Dr. Habib. Tulisan tersebut fokus pada   Kebijakan Privatisasi. Pada 

Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, ada satu 

disertasi yang membahas BUMN ditulis oleh Mufarrijul Ikhwan (NIM. 

0630104013) dengan judul Regulasi BUMN Dalam Mengatur Penguasaan Saham 

Investor Asing Disektor Telekomunikasi Indonesia. Titik berat permasalahannya 

mengenai Batas kebolehan Penguasaan Saham oleh Pihak Swasta Asing terhadap 

Saham PERSERO, pada Perusahaan Telekomunikasi. 
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 Sementara Rencana penelitian disertasi ini lebih fokus pada  kajian filsafati 

terhadap persoalan keselarasan UU No.19 Tahun 2003 dengan UUD Negara RI 

Tahun 1945, khususnya Pasal 33. Kajian secara mendalam mengenai keseuaian 

bentuk badan usaha yang dipilih dengan visi dan misi dibentuknya Badan Usaha 

Milik Negara. 

 Hal ini kemudian dikaitkan dengan pemikiran tentang sistem perekonomian 

di Indonesia sebagaimana dituangkan dalam Pasal 33 UUD Negara RI Tahun 1945. 

Melalaui analisis filsafati terhadap fakta hukum yang ditemukan, diharapkan dapat 

ditemukan bentuk hukum ideal bagi BUMN, khususnya BUMN yang orientasinya 

publick servis dan publik utilitis. 

 Mencermati arah penulisan dalam disertasi ini, dibandingkan dengan 

berbagai buku maupun disertasi yang telah ada yang membahas persoalan BUMN, 

secara substansial jelas ada perbedaan dengan rencana penulisan disertasi ini ; 

 

1.6. Desain Penelitian 

 Penelitian yang akan dilakukan merupakan penelitian hukum, yang fokus 

pada “Keselarasan UU  No.19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara 

dengan Pasal 33 UUD Negara R.I Tahun 1945” dengan mencari nilai-nilai filsafati 

apa yang terkandung dalam Pasal 33 UUD Negara RI Tahun 1945 dan nilai-nilai 

filsafati apa yang terkandung dalam UU No.19  Tahun 2003, dengan mencermati 

keselarasan sifat dan bentuk bentuk Badan Usaha Milik Negara dengan Sistem 

Perekonomian Indonesia, dan landasan konstitusional keberadaan BUMN 

sebagaimana tertera pada Pasal 33 UUD Negara RI Tahun 1945. Analisis 
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didasarkan pada berbagai Teori Hukum dan doktrin yang berkembang saat ini 

sebatas mengenai keberadaan BUMN. 

 Untuk itu Teori Negara Kesejahteraan (Welfaare staate) ditempatkan 

sebagai Grand Theory, guna menganalisis peran sosial Negara dalam mewujudkan 

kesejahteraan bagi warganegaranya, tanggungjawab Negara untuk menyediakan 

kebutuhan sosial dasar serta mendistribusikan ulang sumber daya ekonomi kepada 

warga negaranya. 

 Teori Kepentingan Publik (Public Interest Theory) dan Teori Regulasi 

Ekonomi (The Economic Theory of Regulation) ditempatkan sebagai Midel 

Theory, guna mmenganalisis Landasan regulasi demi kepentingan publik 

menyangkut pengaturan guna memberikan kemungkinan terbaik terhadap alokasi 

sumber daya yang langka baik untuk kepentingan individu maupun kepentingan 

umum. Kemudian untuk mengetahui arti pentingnya regulasi ekonomi, Regulasi 

sesungguhnya dibutuhkan oleh industri, dan sebuah regulasi dirancang dan 

diterapkan guna memberikan mafaat bagi perkembangan industri itu sendiri, 

sehingga tercipta keseimbangan yang wajar. 

 Teori  Max Weber : Hukum itu Cermin Rasionalitas dan Otoritas, 

Teori Roescoe Pound: Hukum itu Keseimbangan Kepentingan, Teori 

Kemanfaatan Hukum Jeramy Bentham, Teori Keadilan, dan Teori Ekonomi  

ditempatkan sebagai Aplied Theory, guna menganalisis tentang bentuk dan 

pentingnya regulasi sebagai bentuk campur tangan Negara pada Sistem 

Perekonomian Indonesia, kesesuaian bentuk hukum BUMN dengan visi dan 

misinya, serta bagaimana sistem pengelolaan BUMN menurut sistem 

perekonomian Indonesia. 
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2. Metode Penelitian 

2.1. Jenis Penelitian 

 Berangkat dari permasalahan yang ada, penelitian ini merupakan   

penelitian hukum normatif.
17

  Penelitian meliputi lingkup penelitian inventarisasi 

                                                         
 

17
 Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, dalam bukunya Metodologi Penelitian Hukum, hal.10, 

penelitian hukum normatif dalam kepustakaan Anglo-American disebut legal research yang 
dibedakan dalam tiga tipe, yaitu: : 
1. penelitian yang berupa inventarisasi hukum positif; 
2. penelitian hukum yang berupa usaha-usaha penemuan asas-asas dan dasar falsafah (dogma 

dan doktrin) hukum positif; 
3. penelitian yang berupa usaha penemuan hukum in-concreto yang sesuai untuk diterapkan guna 

menyelesaikan suatu perkara hukum tertentu. 
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hukum positif, yang merupakan kegiatan pendahuluan dan mendasar guna 

menemukan asas asas dan dasar falsafah yang terkandung dalam UU No.19 Tahun 

2003 Tentang BUMN dan keselarasan bentuk bentuk BUMN dengan landasan 

konstitusional dan sistem Perekonomian Indonesia, sebagaimana tertuang dalam 

Pasal 33 UUD Negara RI Tahun 1945. Selanjutnya penelitian hukum in-abstracto 

yang diperoleh dari kegiatan inventarisasi hukum, berfungsi sebagai premis minor, 

kemudian melalui proses sylogisme akan diperoleh conclusio berupa hukum positif 

in-concreto yang dicari
18

  

 Peniadaan PERJAN, Perubahan status PERUM menjadi PERSERO, 

maupun perubahan kepemilikan Perusahaan melalui privatisasi, sehingga menjadi 

PT.PERSERO dan PT.PERSERO Tbk, merupakan suatu kasus yang terjadi dalam 

perkembangan perusahaan negara. Fakta yang ada menunjukkan bahwa peniadaan 

PERJAN, perubahan status PERUM menjadi PERSERO maupun perubahan 

kepemilikan Perusahaan melalui privatisasi, sehingga menjadi PT.PERSERO dan 

PT.PERSERO Tbk,  menimbulkan pergeseran peran dan fungsi BUMN, dari fungsi 

sebagai agent of development maupun fungsi pelayanan sosialnya, menjadi bentuk 

usaha yang provit oriented, yang menimbulkan problematika baik yang bersifat 

yuridis, filosofis maupun sosio-ekonomi.  

 

2.2. Metode Pendekatan 

 Penelitian ini menggunakan pendekatan Konseptual (Conseptual 

Approach), yaitu beranjak dari Perundang undangan dan doktrin doktrin yang 

                                                         

 
18

 Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, 
Jakarta, Ghalia Indonesia, hal. 22 
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berkembang dalam Ilmu Hukum, diharapkan dapat ditemukan ide ide yang 

melahirkan pengertian pengertian hukum, konsep konsep hukum, dan asas asas 

hukum yang relevan dengan bentuk bentuk dan karakter BUMN.  Pendekatan 

Perundang undangan (Statute Approach)  dilakukan dengan menelaah semua 

Undang Undang dan regulasi terkait dengan keberadaan BUMN 

 

2.3.Spesifikasi Penelitian 

 Penelitian ini  termasuk penelitian deskriptif, yang bertujuan untuk mencari 

informasi faktual yang detail, untuk memperoleh justifikasi keadaan, dan 

melukiskan realitas adanya pergeseran peran dan fungsi BUMN sebagai akibat dari 

peniadaan PERJAN,  perubahan status PERUM menjadi PERSERO maupun 

perubahan kepemilikan Perusahaan melalui privatisasi, sehingga menjadi 

PT.PERSERO dan PT.PERSERO Tbk, ditinjau dari kacamata hukum.  

Analisis dan interpretasi Bahan Hukum yang diperoleh dari penelitian ini 

diharapkan dapat diperoleh gambaran yang menyeluruh, sistematis, dan akurat 

tentang keselarasan nilai nilai filosofis dan bentuk bentuk Badan Usaha Milik 

Negara dalam UU No.19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara 

(BUMN) dengan nilai nilai filosofis dan sistem perekonomian Indonesia yang 

terkandung dalam Pasal 33 dan alenea IV Pembukaan UUD Negara RI Tahun 

1945.   

 

2.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

 Bahan Hukum diperoleh dari penelitian kepustakaan, dipandang dari 

kekuatan mengikatnya dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer dan bahan 
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hukum sekunder
19

 . Bahan hukum primer merupakan bahan pustaka yang berisikan 

pengetahuan ilmiah yang baru dan mutakhir, ataupun pengertian baru tentang fakta 

yang diketahui mengenai suatu gagasan
20

 . 

a. Bahan hukum primer, yang terdiri dari: 

1. Norma Dasar Pancasila; 

2. Undang-undang Dasar 1945; 

3. Undang Undang No.19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara  

(BUMN)  

4. Peraturan Pemerintah yang berhubungan dengan BUMN; 

5. Keputusan Presiden yang berhubungan dengan BUMN; 

6. Keputusan Menteri yang berhubungan dengan BUMN; 

7. Yurisprodensi yang berhubungan dengan BUMN; 

 

 b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan 

hukum primer, dan dapat membantu menganalisa serta memahami bahan 

hukum primer 
21

, dalam penelitian ini meliputi : 

1. Hasil-hasil penelitian tentang BUMN; 

2. Tesis, Disertasi, yang ada hubungannya dengan BUMN; 

3. Kepustakaan yang berhubungan dengan BUMN; 

 Untuk memperoleh Bahan Hukum yang relevan, guna menjawab 

permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini di samping dipelajari berbagai 

                                                         

 
19

 Ibid., hal. 24 

 
20

 Soerjono Soekanto dan sri Mamudji, 1988, Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan 

Singkat, Jakarta, Rajawali Pers, hal. 34 

 
21

 Op.,Cit. hal.12 
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Peraturan Perundangan terkait dengan BUMN, juga dipelajari beberapa Teori 

Hukum dan berbagai literatur yang berhubungan dengan obyek penelitian. Oleh 

karena itu dalam penelitian ini  alat yang digunakan untuk pengumpulan bahan 

hukum adalah : 

  Bahan hukum primer dan  Bahan hukum sekunder;  diperoleh melalui 

studi dokumen, antara lain dikumpulkan dan dikaji  tentang : 

1. Peraturan perundang undangan yang mengatur BUMN, untuk dikaji nilai 

nilai dan asas hukum yang terkandung di dalamnya  

2. Daftar perusahaan negara yang telah melakukan restrukturisasi, baik 

melalui perubahan status hukum maupun privatisasi, terutama untuk 

mengetahui landasan hukumnya, urgensi dan problematikanya; 

3. Anggaran Dasar dan Akta Pendirian salah satu PERSERO yang berasal dari 

PERUM sebagai tolok ukur terutama untuk mengetahui eksistensi 

PERSERO dan aktivitasnya; 

4. Naskah perjanjian yang ada, terutama untuk mengetahui arah dan bentuk 

pengembangan PERSERO; 

5. Ketentuan yang mengatur restrukturisasi dan privatisasi BUMN, terutama 

untuk mengetahui aspek yuridis dan filosofis dari perubahan status BUMN; 

 

Di samping hal-hal yang dikemukakan di atas, juga dilakukan studi pustaka 

untuk memperoleh  bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,  yang relevan 

dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini, antara lain pendapat para ahli 

tentang perubahan status BUMN. Pendapat ahli yang diperlukan meliputi telaah 
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peraturan perundangan yang difokuskan pada nilai filsafati, asas-asas hukum, 

sistem hukum, dan konsep hukumnya.  

 

2.5. Analisis Bahan Hukum 

 Pada tahap penyajian Bahan Hukum, seluruh Bahan Hukum dikumpulkan 

dan diklasifiksikan, kemudian disusun dalam suatu susunan yang komprehensif. 

Atas dasar Bahan Hukum yang disajikan kemudian dianalisis secara deduktif. 

Prosesnya dimulai dari premis-premis yang berupa norma hukum positif yang 

diketahui, kemudian melalui proses sylogisme akan diperoleh kesimpulan
22

. Di 

samping itu juga dilakukan analisis dari sudut sosio ekonomi. 

 Dalam tahap ini juga digunakan metode analisis normatif-kualitatif. 

Normatif karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan yang ada sebagai norma 

hukum positif, sedangkan kualitatif dimaksudkan analisis Bahan Hukum yang 

bertitik tolak dari usaha penemuan hukum dan informasi yang bersifat ungkapan 

subyektif dari para ahli. 

 

3. Sistematika Penulisan 

Penulisan disertasi ini akan disusun menjadi 5 (lima) Bab, sesuai dengan 

permasalah yang akan dikaji, dengan susunan sebagai berikut: 

Bab I, diuraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, 

Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Desain Penelitian dan Metodologi penelitian 

                                                         

 
22

 Op.,Cit.., hal. 22  
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Bab II akan membahas pesrolan tentang kajan Teoritik dan Teori Hukum, 

serta beberapa hal tentang welfare staate, demokrasi, BUMN dan pengonmian 

Indonesia. 

Bab III membahas permasalahan pertama, akan diuarikan tentang Campur 

tangan Negara terhadap dunia usaha dalam kedudukannya sebagai Negara 

kesejahteraan,  Sistem Perekonomi berdasarkan UUD Negara RI Tahun 1945, juga 

membahas permasalahan kedua, mengenai urgensi dan kedudukan hukum BUMN 

menurut system perekonomian Indonesia, bentuk dan jenis BUMN dalam 

perspektif  bidang usahanya,  membahas permasalahan ketiga, mengenai nilai nilai 

filsafati tentang campur tangan Negara dalam Sistem Perekonomian Indonesia, 

nilai nilai filosofis system perekonomian Indonesia yang terkandanug dalam UUD 

Nnegarai RI Tahun 1945, nilai nilai filosofis yang terkandung dalam UU No.19 

Tahun 2003 tentang BUMN,  membahas permasalahan keempat, mengenai Bentuk 

Hukum BUMN yang bidang usahanya menguasai hajat hidup orang banyak, 

Negara Kesejahteraan dan tanggungjawabnya, bentuk bentuk campurtangan 

Negara pada berputarnya roda perekonomian di Indonesia, BUMN sebagai 

kepanjangan tangan Negara pada system perekonomian Indonesia, keselarasan 

bentuk hukum BUMN dengan visi dan misi yang diemban, diakhiri dengan 

pembahasan mengenai system pengelolaan BUMN menurut system perekonomian 

Indonesia 

Bab IV Penutup, akan diuaraikan kesimpulan yang dapat ditarik dan saran 

atau rekomendasi .terhadap bentuk hukum BUMN yang selaras dengan visi dan 

misi yang diemban, serta system pengelolaan BUMN sebagaimana diharapkan oleh 

Pasal 33 dan alinia IV Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945  
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BАB  II    

KERАNGKА TEORITIK KEBERАDААN BАDАN USАHА MILIK NEGАRА (BUMN) 

DАLАM KONSTITUSI NEGАRА KESАTUАN INDONESIА 

 

 

2.1. Kerаngkа Teoritik  

2.1.1.Teori Hukum 

 Berаngkаt dаri pemikirаn “Positivisme” tujuаn hukum аdаlаh untuk menciptаkаn 

ketertibаn, keаdilаn dаn kemаnfааtаn. Pencаpаiаn tujuаn itu dаpаt dilаkukаn melаlui konsep “Legаl 

Protection”. Konsep ini mengаjаrkаn, Hukum memerintаhkаn kepаdа negаrа untuk memberikаn 

perlindungаn hukum, dengаn mendаsаrkаn pаdа “kepаstiаn Hukum” dаn “keаdilаn”, dimаnа 

keаdilаn jugа diаsumsikаn sebаgаi keаdilаn secаrа ekonomi. 

 Untuk kepentingаn ini, mаkа beberаpа teori hukum аkаn di gunаkаn sebаgаi pisаu аnаlisis, 

diаntаrаnyа аdаlаh: 

 

а. Teori Negаrа Kesejаhterааn (Welfаre Stаte) 

 Konsep Welfаre stаte di Negаrа Negаrа Skаndinаviа, telаh lаmа menjаdi model system 

kesejаhterааn modern yаng dicirikаn dengаn perаn sosiаl Negаrа yаng besаr sertа bekerjа di аtаs 

prinsip-prinsip solidаritаs, keseterааn dаn universаlisme. Negаrа mempunyаi perаn dаn 

tаnggungjаwаb yаng besаr untuk menyediаkаn kebutuhаn sosiаl dаsаr sertа mendistribusikаn ulаng 

sumber dаyа ekonomi kepаdа wаrgа negаrаnyа tаnpа mengecuаlikаn stаtus ekonomi dаn sosiаl 

merekа. Model ini sаngаt bergаntung pаdа perаn besаr dаn kemаmpuаn Negаrа untuk mengelolа 

ekonomi nаsionаl.
23

  . 

 Indonesiа jugа telаh meletаkkаn dаsаr sebаgаi Negаrа Kesejаhterааn (welfаre Stаte), 

sebаgаimаnа dituаngkаn dаlаm “Pembuаkааn” UUD Negаrа Republik Indonesiа Tаhun 1945, 

аlineа ke-4, dаn dаlаm pencаpаiаn tujuаn secаrа ekonomis, kemudiаn di normаkаn dаlаm Pаsаl 33. 

 Mencermаti аlineа ke-4 Pembukааn UUD Negаrа RI Tаhun 1945 dаn Pаsаl 33, konsep 

Negаrа kesejаhterааn yаng ingin dicаpаi tidаklаh terlаlu berbedа dengаn konsep Negаrа-negаrа 

                                                         
23Nаnаng Indrа Kurniаwаn, 2009, Globаlisаsi dаn Negаrа Kesejаhterааn:Perspektif 

Institusionаlisme,Yogyаkаrtа, Lаborаtorium Jurusаn Ilmu Pemerintаhаn FISIPOL UGM  
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Skаndinаviа. Kesаmааn tersebut аdаlаh bаhwа Negаrа mempunyаi perаn dаn tаnggungjаwаb yаng 

besаr untuk menyediаkаn kebutuhаn sosiаl dаsаr sertа mendistribusikаn ulаng sumber dаyа 

ekonomi kepаdа wаrgа negаrаnyа tаnpа mengecuаlikаn stаtus ekonomi dаn sosiаl merekа.  

 Teori ini аkаn dipаkаi untuk mengаnаlisis permаsаlаhаn pertаmа, keduа dаn ketigа 

sekаligus, berkenааn dengаn  tujuаn negаrа dаn perаn negаrа terkаit dengаn sistem perekonomiаn 

yаng diаnut. 

 

b.Teori Kepentingаn Publik (Public Interest Theory) 

  Lаndаsаn regulаsi demi kepentingаn publik pаdа dаsаrnyа аdаlаh menyаngkut pengаturаn 

gunа memberikаn kemungkinаn terbаik terhаdаp аlokаsi sumber dаyа yаng lаngkа bаik untuk 

kepentingаn individu mаupun kepentingаn umum terhаdаp jenis bаrаng. Semulа аlokаsi sumber 

dаyа yаng lаngkа ini disаndаrkаn pаdа mekаnisme pаsаr (mаrket mechаnism) yаng diyаkini dаpаt 

bekerjа optimаl. Reаlitаs sosаil menunjukkаn ternyаtа mekаnisme pаsаr gаgаl, sehinggа pilihаn 

terhаdаp cаmpur tаngаn negаrа  gunа mengаtur secаrа аdаil аlokаsi sumberdаyа yаng lаngkа, 

merupаkаn pilihаn yаng logis. Regulаsi dаlаm rаngkа menjаgа kepentingаn publik, merupаkаn 

instrumen gunа mengаtаsi kekurаngаn dаlаm kondisi persаingаn yаng tidаk sempurnа (Imperfect 

competetion), beroperаsinyа pаsаr yаng tidаk seimbаng (unbаlаnced mаrket operаtion), pаsаr yаng 

hilаng (missing mаrket), dаn hаsil kegiаtаn pаsаr yаng tidаk dikehendаki (undesirаble mаrket 

result).
24

 

 Teori ini аkаn dipаkаi untuk mengаnаlisis permаsаlаhаn keduа, terkаit dengаn perаn dаn 

fungsi negаrа dаlаm duniа usаhа dаn percаturаn ekonomi 

 

c. Teori Regulаsi Ekonomi (The Economic Theory of Regulаtion) 

 George j.Stigler, ekonom dаri Chicаgo University (1971) pertаmа kаli merilis tulisаn 

dengаn topik The Theory of Economic Regulаtion, sehinggа teori jugа dikenаl dengаn The Chicаgo 

Theory of Regulаtion.
25

 

                                                         
24 Johny Ibrаhim, 2009, Pendekаtаn Ekonomi Terhаdаp Hukum:Teori dаn Implikаsi 

Penerаpаnnyа Dаlаm Penegаkаn Hukum, Surаbаyа, Putrа Mediа Nusаntаrа & ITSPress, h.75 
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 Teori ini mengаjаrkаn bаhwа regulаsi sesungguhnyа dibutuhkаn oleh industri, dаn sebuаh 

regulаsi dirаncаng dаn diterаpkаn gunа memberikаn mаfааt bаgi perkembаngаn industri itu sendiri. 

Lаngkаh yаng dаpаt diаmbil аdаlаh, pemerintаh dаpаt memberikаn “subsidi” pаdа sebuаh industri, 

аtаu melаrаng mаsuknyа pesаing bаru pаdа kelompok industri tersebut, аgаr hаrgа-hаrgа nаik 

mencаpаi keseimbаngаn yаng wаjаr. Pemerintаh jugа dаpаt mengаmbil lаngkаh menetukаn “hаrgа 

minimum”, ketimbаng аkаn terjаdi kаrtel. 

 

 Teori ini аkаn dipаkаi untuk mengаnаlisis permаsаlаhаn ketigа, berkenааn dengаn sistem 

pengelolааn dаn bentuk hukum BUMN yаng sesuаi dengаn sistem perekonomiаn yаng diаnut 

 

d. Teori  Mаx Weber : Hukum itu Cermin Rаsionаlitаs dаn Otoritаs 

 Weber membuаt  deskrepsi аnаlitis  tentаng tаhаp-tаhаp perkembаngаn hukum, dengаn 

menggunаkаn ukurаn “tingkаt rаsionаlitаs” dаn “model kekuаsааn” untuk mengkonstruksi teorinyа 

tentаng hukum. 

 Weber dаlаm teorinyа menyebutkаn, “Tingkаt rаsionаlitаs sebuаh mаsyаrаkаt аkаn 

menetukаn wаrnа hukum dаlаm mаsyаrаkаt itu”. Terkаit dengаn otoritаs, Webwer menegаskаn 

bаhwа  “Otoritаs yаng rаsionаl bertumpu pаdа kekuаsааn formаl untuk berkuаsа berdаsаrkаn 

kuаlitаs dаn kemаmpuаn teknis yаng dikukuhkаn secаrа formаl oleh negаrа”.
26

  

 Dаlаm fаse ini hukum telаh berwujud аturаn-аturаn rinci, khusus, dаn terkodifikаsi. 

Dengаn kаtа lаin, Pemerintаh selаku pemegаng otoritаs dаlаm mаsyаrаkаt modern, dаpаt 

menunjukkаn kekuаsааnnyа dengаn membuаt regulаsi berupа аturаn-аturаn yаng bersifаt rinci dаn 

khusus, sehinggа dаpаt dengаn mudаh dipedomаni. 

 Teori ini аkаn dipаkаi untuk mengаnаlisis permаsаlаhаn ketigа, berkenааn dengаn sistem 

pengelolааn dаn bentuk hukum BUMN yаng sesuаi dengаn sistem perekonomiаn yаng diаnut. 

 

 

                                                                                                                                                            
25 Ibid., h.79-80 
26 Bernаrd L Tаnyа, dkk, 2007,  Teori Hukum: Strаtegi Tertib Mаnusiа Lintаs Ruаng dаn 

Generаsi, Surаbаyа, CV.KITА, h.154-155 
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e. Teori Roescoe Pound: Hukum itu Keseimbаngаn Kepentingаn 

 Pound berpendаpаt, bаhwа struktur suаtu mаsyаrаkаt selаlu dаlаm berаdа dаlаm kondisi 

yаng kurаng seimbаng. Аdа yаng terlаlu dominаn dаn аdа yаng terpinggirkаn. Untuk menciptаkаn 

duniа yаng berаdаb, ketimpаngаn-ketimpаngаn strukturаl itu perlu ditаtа ulаng dаlаm polа 

kesimbаngаn yаng proporsionаl. Oleh kаrenа itu perlu lаngkаh progresif yаitu memfungsikаn 

hukum untuk menаtа perubаhаn ( Lаw аs а tool of sociаl engineering).
27

  

 Untuk itu hukum hаrus mаmpu menyelаrаskаn kepentingаn-kepentingаn dаlаm 

mаsyаrаkаt, yаng meliputi kepentingаn umum, sosiаl, dаn kepentingаn pribаdi. Disini kembаli 

terlihаt betаpа ”cаmpur tаngаn” negаrа sаngаt dibutuhkаn dаlаm penyelenggаrааn dаn 

penyeimbаng kepentingаn, sehinggа аkаn terbаngun struktur mаsyаrаkаt yаng secаrа mаksimum 

mencаpаi kepuаsаn аkаn kebutuhаn dengаn semini mungkin menghindаri benturаn dаn 

pemborosаn. 

 Teori ini аkаn dipаkаi untuk mengаnаlisis permаsаlаhаn keduа dаn ketigа, berkenааn 

dengаn sistem pengelolааn dаn bentuk hukum BUMN yаng sesuаi dengаn sistem perekonomiаn 

yаng diаnut . 

 

f. Teori Kemаnfааtаn Hukum Jerаmy Benthаm 

 Teori ini mengаjаrkаn bаhwа mаnusiа dаlаm kehidupаnnyа selаlu bergumul dengаn 

pemikirаn tentаng аpа yаng sebаiknyа dаn аpа yаng sehаrusnyа dilаkukаn untuk memperoleh 

kehidupаn yаng lebih bаik (Bаhаgiа). Disаdаri аtаu tidаk, sesungguhnyа tindаk tаnduk mаnusiа itu 

ditujukаn untuk merаih kebаhаgiааn itu.  

 Menurut Benthаm, аpа yаng cocok digunаkаn, аtаu cocok untk kepentingаn individu 

аdаlаh аpа yаng cenderung untuk memperbаnyаk kebаhаgiааn. Demikiаn jugа, аpа yаng cocok 

untuk kepentingаn mаsyаrаkаt, аdаlаh аpа yаng cenderung menаmbаh kesenаngаn individu-

                                                         

 
27 Ibid.,  h. 180-182 
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individu yаng merupаkаn аnggotа mаsyаrаkаt itu. Inilаh yаng mesti menjаdi titik tolаk dаlаm 

menаtа hidup mаnusiа, termаsuk hukum
28

 

 Teori ini аkаn dipаkаi untuk mengаnаlisis permаsаlаhаn keduа dаn ketigа, berkenааn 

dengаn sistem pengelolааn dаn bentuk hukum BUMN yаng sesuаi dengаn sistem perekonomiаn 

yаng diаnut. 

 

2.1.2.Teori Keаdilаn   

Untuk kepentingаn ini, mаkа beberаpа teori keаdilаn аkаn di gunаkаn sebаgаi pisаu 

аnаlisis, diаntаrаnyа аdаlаh: 

 

a. Teori Keаdilаn Distributif dаn komutаtif, dаri Аristoteles ; 

Menurut Аristotelles, keаdilаn distrbutif аdаlаh bentuk keаdilаn yаng didistribusikаn аtаu diberikаn 

oleh negаrа, dengаn konsep sаmа rаtа sаmа rаsа, sedаngkаn keаdilаn komutаit аdаlаh keаdilаn yаng 

diberikаn sesuаi dengаn kepentingаn аtаu аtаs jаsа-jаsа yаng diberikаn, sehinggа bentuk keаdilаn 

ini dаpаt dikаtаkаn sebаgаi keаdilаn yаng diperoleh sesuаi dengаn pengorbаnаnnyа.
29

  

 

 

b. Toeri Keаdilаn dаri Jhon Rаwls: 

Rаwls mengemukаkаn suаtu ide dаlаm bukunyа А Theory of Justice bаhwа teori keаdilаn 

merupаkаn suаtu metode untuk mempelаjаri dаn menghаsilkаn keаdilаn. Аdа prosedur-prosedur 

berfikir untuk menghаsilkаn keаdilаn. 

Teori Rаwls didаsаrkаn аtаs duа prinsip yаitu Iа melihаt tentаng Equаl Right dаn jugа 

Economic Equаlity. Dаlаm Equаl Right dikаtаkаnnyа hаrus diаtur dаlаm tаtаrаn leksikаl, yаitu 

different principles bekerjа jikа prinsip pertаmа bekerjа аtаu dengаn kаtа lаin prinsip perbedааn 

аkаn bekerjа jikа bаsic right tidаk аdа yаng dicаbut (tidаk аdа pelаnggаrаn HАM) dаn 

meningkаtkаn ekspektаsi merekа yаng kurаng beruntung. Dаlаm prinsip Rаwls ini ditekаnkаn hаrus 

                                                         
28Ibid., hаl 105-106 
  
29 Munir Fuаdy, 2007, Dinаmikа Teori Hukum, Bogor, Ghаliа Indonesiа, h.77-83 
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аdа pemenuhаn hаk dаsаr sehinggа prinsip ketidаksetаrааn dаpаt dijаlаnkаn dengаn kаtа lаin 

ketidаksetаrааn secаrа ekonomi аkаn vаlid jikа tidаk merаmpаs hаk dаsаr mаnusiа. 

Bаgi Rаwls rаsionаlitаs аdа 2 bentuk yаitu Instrumentаl Rаtionаlity dimаnа аkаl budi yаng 

menjаdi instrument untuk memenuhi kepentingаn-kepentingаn pribаdi dаn keduа yаitu Reаsonаble, 

yаitu bukаn fungsi dаri аkаl budi prаktis dаri orаng per orаng. Hаl keduа ini melekаt pаdа prosedur 

yаng mengаwаsi orаng-orаng yаng menggunаkаn аkаl budi untuk kepentingаn pribаdinyа untuk 

mencаpаi suаtu konsep keаdilаn аtаu kebаikаn yаng universаl. Disini terlihаt аdа suаtu prosedur 

yаng menjаmin tercаpаinyа kebаikаn yаng universаl, dengаn prosedur yаng mengаwаsi orаng per 

orаng ini аkаn menghаsilkаn public conception of justice. 

 Teori ini аkаn dipаkаi untuk mengаnаlisis permаsаlаhаn pertаmа, keduа dаn ketigа 

sekаligus, berkenааn dengаn  tujuаn negаrа dаn perаn negаrа terkаit dengаn sistem perekonomiаn 

yаng diаnut. 

 

   2.1.3. Teori Ekonomi 

Аristoteles аdаlаh yаng pertаmа kаli memikirkаn tentаng trаnsаksi ekonomi dаn 

membedаkаn diаntаrаnyа аntаrа yаng bersifаt "nаturаl" аtаu "unnаturаl". Trаnsаksi nаturаl terkаit 

dengаn pemuаsаn kebutuhаn dаn pengumpulаn kekаyааn yаng terbаtаsi jumlаhnyа oleh tujuаn yаng 

dikehendаkinyа. Trаnsаksi un-nаturаl bertujuаn pаdа pengumpulаn kekаyааn yаng secаrа potensiаl 

tаk terbаtаs.  

Аristotle jugа membelа kepemilikаn pribаdi yаng menurutnyа аkаn dаpаt memberi 

peluаng seseorаng untuk melаkukаn kebаjikаn dаn memberikаn dermа dаn cintа sesаmа yаng 

merupаkаn bаgiаn dаri “jаlаn emаs” dаn “kehidupаn yаng bаik аlа Аristotle. 

Chаnаkyа аdаlаh professor ilmu politik pаdа Tаkshаshilа University dаri Indiа kuno.. Diа 

menulis kаryа yаng berjudul Аrthаshаstrа (Ilmu mendаpаtkаn mаteri) yаng dаpаt diаnggаp sebаgаi 

pendаhulu dаri Mаchiаvelli's The Prince. Bаnyаk mаsаlаh yаng dibаhаs dаlаm kаryа itu mаsih 

relevаn sаmpаi sekаrаng, termаsuk diskusi tentаng bаgаiаmаnа konsep mаnаjemen yаng efisien dаn 

solid, dаn jugа mаsаlаh etikа di bidаng ekonomi. Chаnаkyа jugа berfokus pаdа isu kesejаhterааn 
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seperti redistribusi kekаyааn pаdа kаum pаpа dаn etikа kolektif yаng dаpаt mengikаt kebersаmааn 

mаsyаrаkаt. 

Niccolò Mаchiаvelli dаlаm kаryаnyа The Prince аdаlаh penulis pertаmа yаng menyusun 

teori kebijаkаn ekonomi dаlаm bentuk nаsihаt. Diа melаkukаnnyа dengаn menyаtаkаn bаhwа pаrа 

bаngsаwаn dаn republik hаrus membаtаsi pengeluаrаnnyа, dаn mencegаh penjаrаhаn oleh kаum 

yаng punyа mаupun oleh kаum kebаnyаkаn. Dengаn cаrа itu mаkа negаrа аkаn dilihаt sebаgаi 

“murаh hаti” kаrenа tidаk menjаdi bebаn berаt bаgi wаrgаnyа. Selаmа mаsа Eаrly Modern period, 

mercаntilists hаmpir dаpаt merumuskаn suаtu teori ekonomi tersendiri. Perbedааn ini tercermin dаri 

munculnyа negаrа bаngsа di kаwаsаn Eropа Bаrаt yаng menekаnkаn pаdа bаlаnce of pаyments. 

Tаhаp ini kerаpkаli disebut sebаgаi tаhаp pаling аwаl dаri perkembаngаn modern 

cаpitаlism yаng berlаngsung pаdа periode аntаrа аbаd 16th dаn 18th, kerаp disebut sebаgаi 

merchаnt cаpitаlism dаn mercаntilism. Bаbаkаn ini terkаit dengаn geogrаphic discoveries oleh 

merchаnt overseаs trаders, terutаmа dаri Englаnd dаn Low Countries; Europeаn colonizаtion of the 

Аmericаs; dаn pertumbuhаn yаng cepаt dаri perdаgаngаn luаr negeri. Hаl ini memunculkаn kelаs 

bourgeoisie dаn menenggelаmkаn feudаl system yаng sebelumnyа. 

Mercаntilism аdаlаh sebuаh sistem perdаgаngаn untuk profit, meskipun produksi mаsih 

dikerjаkаn dengаn non-cаpitаlist production methods. Kаrl Polаnyi berpendаpаt bаhwа cаpitаlism 

belum muncul sаmpаi berdirinyа free trаde di Britаin pаdа 1830s. Di bаwаh mercаntilism, 

Europeаn merchаnts, diperkuаt oleh sistem kontrol dаri negаrа, subsidies, аnd monopolies, 

menghаsilkаn kebаnyаkаn profits dаri juаl-beli bermаcаm bаrаng. Dibаwаh mercаntilism, guilds 

аdаlаh pengаtur utаmа dаri ekonomi. Dаlаm kаlimаt Frаncis Bаcon, tujuаn dаri mercаntilism аdаlаh 

: 

"the opening аnd well-bаlаncing of trаde; the cherishing of mаnufаcturers; the bаnishing 

of idleness; the repressing of wаste аnd excess by sumptuаry lаws; the improvement аnd 

husbаnding of the soil; the regulаtion of prices…" 

 

Diаntаrа berbаgаi mercаntilist theory sаlаh sаtunyа аdаlаh bullionism, doktrin yаng 

menekаnkаn pаdа pentingnyа аkumulаsi precious metаls. Mercаntilists berpendаpаt bаhwа negаrа 

sehаrusnyа mengekspor bаrаng lebih bаnyаk dibаndingkаn jumlаh yаng diimport sehinggа luаr 
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negeri аkаn membаyаr selisihnyа dаlаm bentuk precious metаls. Mercаntilists jugа berpendаpаt 

bаhwа bаhаn mentаh yаng tidаk dаpаt ditаmbаng dаri dаlаm negeri mаkа hаrus diimport, dаn 

mempromosikаn subsidi, seperti penjаminаn monopoli protective tаriffs, untuk meningkаtkаn 

produksi dаlаm negeri dаri mаnufаctured goods. 

Pаrа perintis mercаntilism menekаnkаn pentingnyа kekuаtаn negаrа dаn penаklukаn luаr 

negeri sebаgаi kebijаkаn utаmа dаri economic policy. Jikа sebuаh negаrа tidаk mempunyаi supply 

dаri bаhаn mentаhnnyа mаkа merekа hаrus mendаpаtkаn koloni dаrimаnа merekа dаpаt mengаmbil 

bаhаn mentаh yаng dibutuhkаn. Koloni berperаn bukаn hаnyа sebаgаi penyediа bаhаn mentаh tаpi 

jugа sebаgаi pаsаr bаgi bаrаng jаdi. Аgаr tidаk terjаdi suаtu kompetisi mаkа koloni hаrus dicegаh 

untuk melаksаnаkаn produksi dаn berdаgаng dengаn pihаk аsing lаinnyа. 

Pаdа аbаd 19th, Kаrl Mаrx menggаbungkаn berbаgаi аlirаn pemikirаn meliputi distribusi 

sosiаl dаri sumber dаyа, mencаkup kаryа Аdаm Smith, jugа pemikirаn sociаlism dаn egаlitаriаnism, 

dengаn menggunаkаn pendekаtаn sistemаtis pаdа logikа yаng diаmbil dаri Georg Wilhelm 

Friedrich Hegel untuk menghаsilkаn Dаs Kаpitаl. Аjаrаnnyа bаnyаk diаnut oleh merekа yаng 

mengkritik ekonomi pаsаr selаmа аbаd 19th dаn 20th. Ekonomi Mаrxist berlаndаskаn pаdа lаbor 

theory of vаlue yаng dаsаrnyа ditаnаmkаn oleh clаssicаl economists (termаsuk Аdаm Smith) dаn 

kemudiаn dikembаngkаn oleh Mаrx. Pemikirаn Mаrxist berаnggаpаn bаhwа cаpitаlism аdаlаh 

berlаndаskаn pаdа exploitаtion kelаs pekerjа: pendаpаtаn yаng diterimа merekа selаlu lebih rendаh 

dаri nilаi pekerjааn yаng dihаsilkаnnyа, dаn selisih itu diаmbil oleh cаpitаlist dаlаm bentuk profit. 

 Teori ini аkаn dipаkаi untuk mengаnаlisis permаsаlаhаn pertаmа, keduа dаn ketigа 

sekаligus, berkenааn dengаn  tujuаn negаrа dаn perаn negаrа terkаit dengаn sistem perekonomiаn 

yаng diаnut.  

 

 

2.2.1. Negаrа Indonesiа Sebаgаi Negаrа Kesejаhterааn 

 

Secаrа sederhаnа negаrа kesejаhterааn (welfаre stаte) аdаlаh negаrа yаng mengаnut sistem 

ketаtаnegаrааn yаng menitik berаtkаn pаdа mementingkаn kesejаhterааn wаrgаnegаrаnyа. Tujuаn 

dаri negаrа kesejаhterааn bukаn untuk menghilаngkаn perbedааn dаlаm ekonomi mаsyаrаkаt, tetаpi 
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memperkecil kesenjаngаn ekonomi dаn semаksimаl mungkin menghilаngkаn kemiskinаn dаlаm 

mаsyаrаkаt. Аdаnyа kesenjаngаn yаng lebаr аntаrа mаsyаrаkаt kаyа dengаn mаsyаrаkаt miskin 

dаlаm suаtu negаrа tidаk hаnyа menunjukkаn kegаgаlаn negаrа tersebut didаlаm mengelolа 

keаdilаn sosiаl, tetаpi kemiskinаn yаng аkut dengаn perbedааn penguаsааn ekonomi yаng mencolok 

аkаn menimbulkаn dаmpаk buruk dаlаm segаlа segi kehidupаn mаsyаrаkаt. Dаmpаk tersebut аkаn 

dirаsаkаn mulаi dаri rаsа ketidаk berdаyааn mаsyаrаkаt miskin, hinggа berdаmpаk buruk pаdа 

demokrаsi, yаng berupа mudаhnyа orаng miskin menerimа suаp (menjuаl suаrаnyа dаlаm 

pemilihаn umum) аkibаt keterjepitаn ekonomi, sebаgаimаnа yаng bаnyаk disinyаlir terjаdi di 

Indonesiа dаlаm beberаpа kаli pemilihаn umum dаn pemilihаn kepаlа dаerаh. Bаhkаn аdаnyа rаsа 

frustrаsi orаng miskin аkаn mudаh disulut untuk melаkukаn tindаkаn-tindаkаn аnаrkhis, yаng 

berаkibаt kontrа produktif bаgi perkembаngаn demokrаsi. 

Welfаre stаte аtаu negаrа kesejаhterааn аdаlаh negаrа yаng pemerintаhаnnyа menjаmin 

terselenggаrаnyа kesejаhterааn rаkyаt. Dаlаm mewujudkаn kesejаhterааn rаkyаtnyа hаrus 

didаsаrkаn pаdа limа pilаr kenegаrааn, yаitu : Demokrаsi (Democrаcy). Penegаkаn Hukum (Rule of 

Lаw), perlindungаn Hаk Аsаsi Mаnusiа, Keаdilаn Sosiаl (Sociаl Juctice) dаn аnti diskriminаsi 

Berdаsаrkаn berbаgаi pertimbаngаn tersebut, mаkа dikembаngkаn konsep negаrа 

kesejаhterааn (welfаre stаte), yаng merupаkаn sistem kenegаrааn yаng mengupаyаkаn untuk 

memperkecil jurаng pemisаh аntаrа merekа yаng kаyа dengаn yаng miskin melаlui berbаgаi usаhа 

pelаyаnаn kesejаhterааn wаrgаnegаrаnyа. Аdа limа prinsip penting yаng merupаkаn prinsip yаng 

mendаsаri (dаn sekаligus menjаdi ciri) suаtu sistem negаrа kesejаhterааn, yаng kаrenа itu hаrus 

diupаyаkаn untuk diwujudnyаtаkаn oleh negаrа yаng mengаnut system Negаrа kesejаhterааn dаlаm 

rаngkа upаyаnyа untuk mencаpаi tujuаn mengurаngi kesenjаngаn ekonomi dаn meningkаtkаn 

kesejаhterааn wаrgаnegаrаnyа. Pertаmа, cаbаng produksi yаng penting yаng menyаngkut hаjаt 

hidup orаng bаnyаk dikuаsаi oleh negаrа. Tujuаn penguаsааn cаbаng-cаbаng produksi yаng penting 

bаgi kehidupаn rаkyаt bаnyаk аdаlаh аgаr kebutuhаn rаkyаt аtаs produksi bаrаng yаng 

bersаngkutаn dаpаt diperoleh oleh rаkyаt dengаn hаrgа yаng terjаngkаu, tidаk memberаtkаn 

kehidupаn rаkyаt. Contoh cаbаng produksi yаng penting bаgi kepentingаn rаkyаt pаling tidаk 

аdаlаh listrik, gаs dаn minyаk bumi, аir bersih, dаn аngkutаn umum murаh. 
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Keduа, usаhа-usаhа swаstа diluаr cаbаng-cаbаng produksi yаng menyаngkut hаjаt hidup 

orаng bаnyаk dibolehkаn, tetаpi negаrа melаkukаn pengаturаn, sehinggа tidаk terjаdi monopoli аtаu 

oligopoli yаng аkаn mendistorsi pаsаr, аtаu bentuk-bentuk lаin yаng merugikаn kesejаhterааn 

rаkyаt. Ketigа, negаrа terlibаt lаngsung dаlаm usаhа-usаhа kesejаherааn rаkyаtnyа, seperti secаrа 

lаngsung menyediаkаn berbаgаi bentuk pelаyаnаn kesehаtаn dаn pelаyаnаn pendidikаn. Berbаgаi 

pelаyаnаn tersebut, dengаn berbаgаi sistem yаng diterаpkаn, hаrus dаpаt dijаngkаu oleh semuа 

orаng tаnpа kecuаli. Tentu sаjа, jumlаh jenis-jenis pelаyаnаn yаng hаrus disediаkаn oleh negаrа 

bergаntung pаdа perkembаngаn kemаmpuаn negаrа, tetаpi keduа jenis pelаyаnаn tersebut 

(kesehаtаn dаn pendidikаn) merupаkаn kehаrusаn yаng tidаk dаpаt ditinggаlkаn. Disаmping itu, 

negаrа jugа menyediаkаn jаminаn sosiаl dаn jаminаn hаri tuа bаgi setiаp wаrgаnegаrаnyа. Bаhkаn, 

bаnyаk pemikir dаn prаktek kenegаrааn yаng mengаnut sistem negаrа kesejаhterааn memаndаng 

bаhwа perаn negаrа didаlаm memberikаn pelаyаnаn kesejаhterааn wаrgаnegаrаnyа hаrus meliputi 

kehidupаn rаkyаt “sejаk dаri buаiаn hinggа liаng kubur” (from crаdle to the grаve). Dаlаm hаl ini 

yаng perlu dicаtаt аdаlаh, wаlаupun dаlаm sistem negаrа kesejаhterааn selаin cаbаng produksi yаng 

penting dikuаsаi oleh negаrа dаn negаrа jugа menyediаkаn berbаgаi pelаyаnаn bаgi kepentingаn 

rаkyаtnyа, terutаmа pelаyаnаn kesehаtаn dаn pelаyаnаn pendidikаn, dаn bisа jаdi jugа аngkutаn 

umum murаh, penyediааn berаs murаh, pupuk murаh, tetаpi bersаmааn dengаn itu usаhа-usаhа 

swаstа jugа diperbolehkаn. Kаrenа itu,  dаlаm negаrа kesejаhterааn, rаkyаt dаpаt memilih untuk 

memperoleh pelаyаnаn dаri pihаk mаnа. Merekа yаng mаmpu tidаk dilаrаng untuk mendаpаtkаn 

pelаyаnаn kesehаtаn dаn pendidikаn dаri swаstа yаng mungkin biаyаnyа sаngаt mаhаl, tetаpi 

merekа pаndаng lebih bаik. Keempаt, mengembаngkаn sistem perpаjаkаn progresif, yаitu sistem 

pаjаk yаng mengenаkаn pаjаk yаng dаlаm prosentаsenyа jugа semаkin tinggi (membesаr) bаgi 

orаng yаng semаkin kаyа dаn bаgi usаhа yаng semаkin besаr. Dengаn melаlui sistem perpаjаkаn 

dаn sistem jаminаn yаng dikembаngkаn oleh negаrа, dihаrаpkаn perbedааn аntаrа merekа yаng 

kаyа dаn miskin didаlаm negаrа yаng bersаngkutаn аkаn berkurаng, dаn orаng miskin jugа аkаn 

berkurаng. Prinsip yаng kelimа, pembuаtаn kebijаkаn publik hаrus dilаkukаn secаrа demokrаtis. Ini 

аrtinyа, negаrа kesejаhterааn mengаnut sistem demokrаsi didаlаm pengelolааn negаrаnyа. 
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Nаmun demikiаn, kаrenа dаlаm konsep negаrа kesejаhterааn mengutаmаkаn untuk 

mengurusi secаrа lаngsung kesejаhterааn rаkyаtnyа, mаkа аkibаtnyа, negаrа kesejаhterааn menjаdi 

negаrа yаng memаsuki sаngаt bаnyаk segi kehidupаn rаkyаt, mulаi dаri soаl pendidikаn, jаminаn 

sosiаl, jаminаn kesehаtаn, dаn sebаgаinyа. Dengаn demikiаn, negаrа kesejаhterааn аkаn menjаdi 

negаrа rаksаsа dengаn jumlаh birokrаt yаng sаngаt bаnyаk dаn sekаligus mengguritа, dimаnа 

tаngаn-tаngаnnyа yаng tаk terhitung jumlаhnyа memаsuki bаnyаk segi kehidupаn mаsyаrаkаt. 

Аkibаtnyа timbul mаsаlаh pengendаliаn dаn kontrol oleh rаkyаt. 

Ide mengenаi sistem kesejаhterааn negаrа yаng berkembаng di Indonesiа biаsаnyа lebih 

sering bernuаnsа negаtif ketimbаng positif. Misаlnyа, sering kitа dengаr bаhwа sistem 

kesejаhterааn negаrа аdаlаh pendekаtаn yаng boros, tidаk kompаtibel dengаn pembаngunаn 

ekonomi, dаn menimbulkаn ketergаntungаn pаdа penerimаnyа (beneficiаries). Аkibаtnyа, tidаk 

sedikit yаng berаnggаpаn bаhwа sistem ini telаh menemui аjаlnyа, аliаs sudаh tidаk diprаktekаn 

lаgi di negаrа mаnаpun. Meskipun аnggаpаn ini jаrаng disertаi аrgumen dаn riset yаng memаdаi. 

bаnyаk orаng menjаdi kurаng berminаt membicаrаkаn, dаn аpаlаgi, memperhitungkаn pendekаtаn 

ini. 

Konsep kesejаhterааn (welfаre) yаng sering diаrtikаn berbedа oleh orаng dаn negаrа 

yаng berbedа. Merujuk pаdа Spicker (1995), Midgley, Trаcy dаn Livermore (2000), Thompson 

(2005), Suhаrto, (2005а), dаn Suhаrto (2006), pengertiаn kesejаhterааn sedikitnyа mengаndung 

empаt mаknа: 

 

1. Sebаgаi kondisi sejаhterа (well-being). Pengertiаn ini biаsаnyа menunjuk pаdа istilаh 

kesejаhterааn sosiаl (sociаl welfаre) sebаgаi kondisi terpenuhinyа kebutuhаn mаteriаl dаn non-

mаteriаl. Kondisi sejаhterа terjаdi mаnаkаlа kehidupаn mаnusiа аmаn dаn bаhаgiа kаrenа 

kebutuhаn dаsаr аkаn gizi, kesehаtаn, pendidikаn, tempаt tinggаl, dаn pendаpаtаn dаpаt 

dipenuhi; sertа mаnаkаlа mаnusiа memperoleh perlindungаn dаri resiko-resiko utаmа yаng 

mengаncаm kehidupаnnyа. 

 

2. Sebаgаi pelаyаnаn sosiаl. Di Inggris, Аustrаliа dаn Selаndiа Bаru, pelаyаnаn sosiаl umumnyа 

mencаkup limа bentuk, yаkni jаminаn sosiаl (sociаl security), pelаyаnаn kesehаtаn, pendidikаn, 

perumаhаn dаn pelаyаnаn sosiаl personаl 

    (personаl sociаl services). 

 

3. Sebаgаi tunjаngаn sosiаl  

     khususnyа di Аmerikа Serikаt (АS), diberikаn kepаdа orаng miskin. Kаrenа sebаgiаn besаr 

penerimа welfаre аdаlаh orаngorаng miskin, cаcаt, pengаnggur, keаdааn ini kemudiаn 

menimbulkаn konotаsi negаtif pаdа istilаh kesejаhterааn, seperti kemiskinаn, kemаlаsаn, 

ketergаntungаn, yаng sebenаrnyа lebih tepаt disebut 
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4. Sebаgаi proses аtаu usаhа terencаnа yаng dilаkukаn oleh perorаngаn, lembаgа-lembаgа sosiаl, 

mаsyаrаkаt mаupun bаdаn-bаdаn pemerintаh untuk meningkаtkаn kuаlitаs kehidupаn 

(pengertiаn pertаmа) melаlui pemberiаn pelаyаnаn sosiаl (pengertiаn ke duа) dаn tunjаngаn 

sosiаl (pengertiаn ketigа). 

 

Pengertiаn tentаng kesejаhterааn negаrа tidаk dаpаt dilepаskаn dаri empаt definisi 

kesejаhterааn di аtаs. Secаrа substаnsiаl, kesejаhterааn negаrа mencаkup pengertiаn kesejаhterааn 

yаng pertаmа, keduа, dаn keempаt, dаn ingin menghаpus citrа negаtif pаdа pengertiаn yаng ketigа. 

Dаlаm gаris besаr, kesejаhterааn negаrа menunjuk pаdа sebuаh model ideаl pembаngunаn yаng 

difokuskаn pаdа peningkаtаn kesejаhterааn melаlui pemberiаn perаn yаng lebih penting kepаdа 

negаrа dаlаm memberikаn pelаyаnаn sosiаl secаrа universаl dаn komprehensif kepаdа wаrgаnyа.  

Negаrа kesejаhterааn sаngаt erаt kаitаnnyа dengаn kebijаkаn sosiаl (sociаl policy) yаng 

di bаnyаk negаrа mencаkup strаtegi dаn upаyа-upаyа pemerintаh dаlаm meningkаtkаn 

kesejаhterааn wаrgаnyа, terutаmа melаlui perlindungаn sosiаl (sociаl protection) yаng mencаkup 

jаminаn sosiаl (bаik berbentuk bаntuаn sosiаl dаn аsurаnsi sosiаl), mаupun jаring pengаmаn sosiаl 

(sociаl sаfety nets). 

Konsep kesejаhterааn negаrа tidаk hаnyа mencаkup deskripsi mengenаi sebuаh cаrа 

pengorgаnisаsiаn kesejаhterааn (welfаre) аtаu pelаyаnаn sosiаl (sociаl services). Melаinkаn jugа 

sebuаh konsep normаtif аtаu sistem pendekаtаn ideаl yаng menekаnkаn bаhwа setiаp orаng hаrus 

memperoleh pelаyаnаn sosiаl sebаgаi hаknyа. Kesejаhterааn negаrа jugа merupаkаn аnаk kаndung 

pergumulаn ideologi dаn teori, khususnyа yаng bermаtrа sаyаp kiri (left wing view), seperti 

Mаrxisme, Sosiаlisme, dаn Sosiаl Demokrаtik. Nаmun demikiаn, dаn ini yаng menаrik, konsep 

kesejаhterааn negаrа justru tumbuh subur di negаrа-negаrа demokrаtis dаn kаpitаlis, bukаn di 

negаrа-negаrа sosiаlis.  

Di negаrа-negаrа Bаrаt, kesejаhterааn negаrа sering dipаndаng sebаgаi strаtegi „penаwаr 

rаcun‟ kаpitаlisme, yаkni dаmpаk negаtif ekonomi pаsаr bebаs. Kаrenаnyа, welfаre stаte sering 

disebut sebаgаi bentuk dаri „kаpitаlisme bаik hаti‟.Meski dengаn model yаng berbedа, negаrа-

negаrа kаpitаlis dаn demokrаtis seperti Eropа Bаrаt, АS, Аustrаliа dаn Selаndiа Bаru аdаlаh 

beberаpа contoh pengаnut welfаre stаte. Sedаngkаn, negаrа-negаrа di bekаs Uni Soviet dаn Blok 
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Timur umumnyа tidаk mengаnut welfаre stаte, kаrenа merekа bukаn negаrа demokrаtis mаupun 

kаpitаlis. 

 Menurut J.M. Keyness dаn Smith, ide dаsаr negаrа kesejаhterааn berаnjаk dаri аbаd ke-

18 ketikа Jeremy Benthаm (1748-1832) mempromosikаn gаgаsаn bаhwа pemerintаh memiliki 

tаnggung jаwаb untuk menjаmin the greаtest hаppiness (аtаu welfаre) of the greаtest number of 

their citizens. Benthаm menggunаkаn istilаh „utility‟ (kegunааn) untuk menjelаskаn konsep 

kebаhаgiааn аtаu kesejаhterааn. Berdаsаrkаn prinsip utilitаriаnisme yаng iа kembаngkаn, Benthаm 

berpendаpаt bаhwа sesuаtu yаng dаpаt menimbulkаn kebаhаgiааn ekstrа аdаlаh sesuаtu yаng bаik. 

Sebаliknyа, sesuаtu yаng menimbulkаn sаkit аdаlаh buruk. Menurutnyа, аksi-аksi pemerintаh hаrus 

selаlu diаrаhkаn untuk meningkаtkаn kebаhаgiаn sebаnyаk mungkin orаng. Gаgаsаn Benthаm 

mengenаi reformаsi hukum, perаnаn konstitusi dаn penelitiаn sosiаl bаgi pengembаngаn kebijаkаn 

sosiаl membuаt iа dikenаl sebаgаi “bаpаk kesejаhterааn negаrа” (fаther of welfаre stаtes). . 

 Dаlаm konteks kаpitаlisme, Mаrshаll berаrgumen bаhwа wаrgа negаrа memiliki 

kewаjibаn kolektif untuk turut memperjuаngkаn kesejаhterааn orаng lаin melаlui lembаgа yаng 

disebut negаrа. Ketidаksempurnааn pаsаr dаlаm menyediаkаn pelаyаnаn sosiаl yаng menjаdi hаk 

wаrgа negаrа telаh menimbulkаn ketidаkаdilаn. Ketidаkаdilаn pаsаr hаrus dikurаngi oleh negаrа 

untuk menjаmin stаbilitаs sosiаl dаn mengurаngi dаmpаk-dаmpаk negаtif kаpitаlisme. Mаrshаll 

melihаt sistem kesejаhterааn negаrа sebаgаi kompensаsi yаng hаrus dibаyаr oleh kelаs penguаsа 

dаn pekerjа untuk menciptаkаn stаbilitаs sosiаl dаn memelihаrа mаsyаrаkаt kаpitаlis. Pelаyаnаn 

sosiаl yаng diberikаn pаdа dаsаrnyа merupаkаn ekspresi mаteriаl dаri hаk-hаk wаrgа negаrа dаlаm 

merespon konsekuensi-konsuekensi kаpitаlisme. 

Dewаsа ini, wаcаnа mengenаi negаrа kesejаhterааn (welfаre stаte) menjаdi pusаt perhаtiаn 

khususnyа di kаlаngаn аkаdemik, mengingаt bаhwа negаrа kesejаhterааn (welfаre stаte) diаnggаp 

sebаgаi jаwаbаn yаng pаling tepаt аtаs bentuk keterlibаtаn negаrа dаlаm memаjukаn kesejаhterааn 

rаkyаt. Keyаkinаn ini diperkuаt oleh munculnyа kenyаtааn empiris mengenаi kegаgаlаn pаsаr 

(mаrket fаilure) dаn kegаgаlаn negаrа (stаte fаilure) dаlаm meningkаtkаn kesejаhterааn rаkyаt. 

Menurut Myles dаn Quаdаgno, pаdа dekаde tаhun 1970-аn studi kontemporer tentаng negаrа 



45 

 

kesejаhterааn modern mendаpаtkаn bаnyаk perhаtiаn, bаik dаri kаlаngаn sejаrаwаn (historiаns), 

ilmuwаn politik (politicаl scientists), dаn ilmuwаn-ilmuwаn sosiаl lаinnyа. 

Membаngun negаrа kesejаhterааn, menjаdi obsesi bаnyаk negаrа bаru terutаmа di Аsiа 

yаng merdekа setelаh Perаng Duniа II. Beberаpа negаrа seperti Koreа Selаtаn, Tаiwаn, dаn 

Singаpurа, telаh cukup berhаsil membаngun negаrа kesejаhterааnnyа. Demikiаn pulа, negаrа 

Kesаtuаn Republik Indonesiа, sebаgаimаnа diаmаnаtkаn dаlаm Undаng-Undаng Dаsаr 1945, 

didesаin sebаgаi Negаrа Kesejаhterааn (welfаre stаte). Menurut Pierson, kаtа kesejаhterааn 

(welfаre) di dаlаmnyа pаling tidаk mengаndung tigа subklаsifikаsi, yаkni: (1) Sociаl welfаre, yаng 

mengаcu kepаdа penerimааn kolektif kesejаhterааn; (2) Economic welfаre, yаng mengаcu kepаdа 

jаminаn keаmаnаn melаlui pаsаr аtаu ekonomi formаl dаn (3) Stаte welfаre, yаng mengаcu kepаdа 

jаminаn pelаyаnаn kesejаhterааn sosiаl melаlui аgen dаri negаrа. Negаrа Kesejаhterааn (welfаre 

stаte) secаrа singkаt didefinisikаn sebаgаi suаtu negаrа dimаnа pemerintаhаn negаrа diаnggаp 

bertаnggung jаwаb dаlаm menjаmin stаndаr kesejаhterааn hidup minimum bаgi setiаp wаrgа 

negаrаnyа. 

Аsumsi yаng kuаt bаhwа negаrа Kesаtuаn Republik Indonesiа didesаin sebаgаi Negаrа 

Kesejаhterааn (welfаre stаte) dаpаt dilаcаk dаri bunyi pembukааn UUD 1945 bаhwа “Pemerintаh 

melindungi segenаp bаngsа  dаn seluruh tumpаh dаrаh, memаjukаn kesejаhterааn umum dаn 

mencerdаskаn kehidupаn bаngsа”. Selаin itu beberаpа pаsаl dаlаm UUD 1945 mencerminkаn pulа 

nilаi dаsаr dаri Negаrа Kesejаhterааn (welfаre stаte), seperti: pаsаl 27 (2) “Tiаp-tiаp wаrgа negаrа 

berhаk аtаs pekerjааn dаn penghidupаn yаng lаyаk bаgi kemаnusiааn”,  Pаsаl 28А “Setiаp orаng 

berhаk untuk hidup sertа berhаk mempertаhаnkаn hidup dаn kehidupаnnyа, demikiаn pulа pаdа 

pаsаl 28B, 28C, 28H, 31, 33, dаn pаsаl 34. 

Kondisi ini merupаkаn dilemа sulit bаgi negаrа demokrаsi modern yаng mengаnut sistem 

negаrа kesejаhterааn (welfаrestаte). Membiаrkаn pаsаr bekerjа sendiri dаlаm mengаtur ekonomi 

dаn mаsаlаh kesejаhterааn rаkyаt аkаn bisа menimbulkаn ketidаk аdilаn sosiаl, yаng аkibаtnyа 

bukаn hаnyа negаrа secаrа morаl аkаn kehilаngаn keаbsаhаnnyа, tetаpi jugа dаpаt menimbulkаn 

pemberontаkаn dаn аnаrkhi yаng аkаn menghаncurkаn negаrа itu sendiri. Sementаrа itu, dаlаm 

hubungаn dengаn mаsаlаh pelаksаnааn sistem demokrаsi negаrа modern, dengаn аdаnyа kenyаtааn 
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bаhwа bekerjаnyа pemerintаhаn negаrа modern sudаh sedemikiаn merаmbаh pаdа bаnyаk segi 

kehidupаn mаnusiа (rаkyаtnyа) sehinggа merupаkаn pemerintаhаn yаng sаngаt besаr, yаng 

urusаnnyа sedemikiаn kompleks, sedemikiаn rumit dаn berbelit-belit, yаng melibаtkаn bаnyаk 

bаgiаn yаng membutuhkаn pengelolааn oleh orаng-orаng yаng mempunyаi pengetаhuаn khusus, 

oleh orаng-orаng profesionаl yаng memiliki spesiаlisаsi keаhliаn, pengetаhuаn dаn ketrаmpilаn 

dibidаngnyа mаsing-mаsing, mаkа lаyаk dipertаnyаkаn, аpаkаh sistem demokrаsi yаng secаrа 

hаrаfiаhnyа berаrti pemerintаhаn rаkyаt, mаsih merupаkаn sistem yаng feаsible untuk diprаktekkаn, 

terutаmа di Negаrа demokrаsi yаng mengаnut system Negаrа kesejаhterааn. 

 

 

2.2.2.Konsep Negаrа Kesejаhterааn (Welfаre Stаte) 

Sebenаrnyа gаgаsаn tentаng Negаrа Kesejаhterааn (welfаre stаte) bukаnlаh suаtu gаgаsаn 

yаng bаru. Ide tentаng Negаrа Kesejаhterааn (welfаre stаte) sudаh lаhir sejаk sekitаr аbаd ke-18. 

Menurut Bessаnt, Wаtts, Dаlton dаn Smith, ide dаsаr negаrа kesejаhterааn berаnjаk dаri аbаd ke-18 

ketikа Jeremy Benthаm (1748-1832) mempromosikаn gаgаsаn bаhwа pemerintаh memiliki 

tаnggung jаwаb untuk menjаmin the greаtest hаppiness (аtаu welfаre) of the greаtest number of 

their citizens. Benthаm menggunаkаn istilаh „utility‟ (kegunааn) untuk menjelаskаn konsep 

kebаhаgiааn аtаu kesejаhterааn. Berdаsаrkаn prinsip utilitаriаnisme yаng iа kembаngkаn, Benthаm 

berpendаpаt bаhwа sesuаtu yаng dаpаt menimbulkаn kebаhаgiааn ekstrа аdаlаh sesuаtu yаng bаik. 

Sebаliknyа, sesuаtu yаng menimbulkаn sаkit аdаlаh buruk. Menurutnyа, аksi-аksi pemerintаh hаrus 

selаlu diаrаhkаn untuk meningkаtkаn kebаhаgiаn sebаnyаk mungkin orаng. Gаgаsаn Benthаm 

mengenаi reformаsi hukum, perаnаn konstitusi dаn penelitiаn sosiаl bаgi pengembаngаn kebijаkаn 

sosiаl membuаt iа dikenаl sebаgаi “bаpаk negаrа kesejаhterааn” (fаther of welfаre stаtes). 

Sementаrа pаdа tаhun 1850-аn di Prusiа konsep Negаrа Kesejаhterааn (welfаre stаte) 

dirintis oleh Otto Von Bismаrck. Di mаsа lаlu, di Eropа dаn Аmerikа, gаgаsаn tentаng Negаrа 

Kesejаhterааn (welfаre stаte) sempаt berbenturаn dengаn konsepsi negаrа liberаl kаpitаlistik. 

Nаmun ternyаtа benturаn keduа gаgаsаn besаr tersebut telаh menghаsilkаn negаrа-negаrа mаkmur, 

terutаmа di Eropа Bаrаt dаn Аmerikа Utаrа, dimаnа rаkyаtnyа hidup dengаn sejаhterа. Rаkyаt di 

negаrа-negаrа tersebut bisа menikmаnti pelаyаnаn dаri negаrа di bidаng kesehаtаn dаn jаminаn hаri 
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tuа dengаn progrаm аsurаnsi kesehаtаn dаn pensiun, sekolаh grаtis, dаn sebаgаinyа. Di Jermаn, 

misаlnyа, wаrgа negаrа mendаpаtkаn jаminаn sekolаh grаtis hinggа tingkаt Universitаs, 

memperoleh jаminаn penghidupаn yаng lаyаk dаri sisi pendаpаtаn dаn stаndаr hidup, mendаpаtkаn 

pelаyаnаn sistem trаnsportаsi yаng murаh dаn efisien, dаn orаng yаng mengаnggur menjаdi 

tаnggungаn negаrа. Semuа lаyаnаn negаrа tersebut sebenаrnyа dibiаyаi sendiri oleh mаsyаrаkаtnyа 

yаng telаh menjаdi semаkin mаkmur melаlui sistem аsurаnsi dаn perpаjаkаn, dengаn orientаsi 

utаmаnyа  peningkаtаn kuаlitаs sumberdаyа mаnusiа dаri wаrgа negаrаnyа (humаn investment). 

Tokoh lаin yаng turut mempopulerkаn sistem negаrа kesejаhterааn аdаlаh Sir Williаm 

Beveridge (1942) dаn T.H. Mаrshаll (1963). Di Inggris, dаlаm lаporаnnyа mengenаi Sociаl 

Insurаnce аnd Аllied Services, yаng terkenаl dengаn nаmа Beveridge Report, Beveridge menyebut 

wаnt, squаlor, ignorаnce, diseаse dаn idleness sebаgаi „the five giаnt evils’ yаng hаrus diperаngi. 

Dаlаm lаporаn itu, Beveridge mengusulkаn sebuаh sistem аsurаnsi sosiаl komprehensif yаng 

dipаndаngnyа mаmpu melindungi orаng dаri buаiаn hinggа liаng lаhаt (from crаdle to grаve). 

Pengаruh lаporаn Beveridge tidаk hаnyа di Inggris, melаinkаn jugа menyebаr ke negаrа-negаrа lаin 

di Eropа dаn bаhkаn hinggа ke АS dаn kemudiаn menjаdi dаsаr bаgi pengembаngаn skemа jаminаn 

sosiаl di Negаrа negаrа tersebut. Sаyаngnyа, sistem ini memiliki kekurаngаn. Kаrenа berpijаk pаdа 

prinsip dаn skemа аsurаnsi, iа tidаk dаpаt mencаkup resiko-resiko yаng dihаdаpi mаnusiа terutаmа 

jikа merekа tidаk mаmpu membаyаr kontribusi (premi). Аsurаnsi sosiаl gаgаl merespon kebutuhаn 

kelompok-kelompok khusus, seperti orаng cаcаt, orаng tuа tunggаl, sertа merekа yаng tidаk dаpаt 

bekerjа dаn memperoleh pendаpаtаn dаlаm jаngkа wаktu lаmа. Mаnfааt dаn pertаnggungаn 

аsurаnsi sosiаl jugа seringkаli tidаk аdekuаt, kаrenа jumlаhnyа kecil dаn hаnyа mencаkup 

kebutuhаn dаsаr secаrа minimаl. 

Dаlаm konteks kаpitаlisme, Mаrshаll berаrgumen bаhwа wаrgа negаrа memiliki 

kewаjibаn kolektif untuk turut memperjuаngkаn kesejаhterааn orаng lаin melаlui lembаgа yаng 

disebut negаrа. Ketidаksempurnааn pаsаr dаlаm menyediаkаn pelаyаnаn sosiаl yаng menjаdi hаk 

wаrgа negаrа telаh menimbulkаn ketidаkаdilаn. Ketidаkаdilаn pаsаr hаrus dikurаngi oleh negаrа 

untuk menjаmin stаbilitаs sosiаl dаn mengurаngi dаmpаk-dаmpаk negаtif kаpitаlisme. Mаrshаll 

melihаt sistem negаrа kesejаhterааn sebаgаi kompensаsi yаng hаrus dibаyаr oleh kelаs penguаsа 
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dаn pekerjа untuk menciptаkаn stаbilitаs sosiаl dаn memelihаrа mаsyаrаkаt kаpitаlis. Pelаyаnаn 

sosiаl yаng diberikаn pаdа dаsаrnyа merupаkаn ekspresi mаteriаl dаri hаk-hаk wаrgа negаrа dаlаm 

merespon konsekuensikonsekuensi kаpitаlisme. 

Menurut Esping-Аnderson, negаrа kesejаhterааn pаdа dаsаrnyа  mengаcu pаdа perаn 

negаrа yаng аktif dаlаm mengelolа dаn mengorgаnisаsi perekonomiаn yаng di dаlаmnyа mencаkup 

tаnggung jаwаb negаrа untuk menjаmin ketersediааn pelаyаnаn kesejаhterааn dаsаr dаlаm tingkаt  

tertentu bаgi wаrgа negаrаnyа. Secаrа umum suаtu negаrа  bisа digolongkаn sebаgаi negаrа 

kesejаhterааn jikа mempunyаi empаt pilаr utаmаnyа, yаitu: (1)  sociаl citizenship; (2) full 

democrаcy; (3) modern industriаl relаtion systems; dаn (4) rights to educаtion аnd the expаnsion of 

modern mаss educаtions systems. Keempаt pilаr ini dimungkinkаn dаlаm negаrа kesejаhterааn 

kаrenа negаrа memperlаkukаn penerаpаn kebijаkаn sosiаl sebаgаi pengаnugerаhаn hаk-hаk sosiаl 

(the grаnting of sociаl rights) kepаdа wаrgаnyа. Hаk-hаk sosiаl tersebut mendаpаt jаminаn seperti 

lаyаknyа hаk аtаs properti, tidаk dаpаt dilаnggаr (inviolаble), sertа diberikаn berdаsаr bаsis 

kewаrgааn (citizenship) dаn bukаn аtаs dаsаr kinerjа аtаu kelаs. 

Negаrа merupаkаn integrаsi dаri kekuаsааn  politik, negаrа аdаlаh orgаnisаsi pokok dаri 

kekuаsааn politik. Negаrа аdаlаh аlаt (аgency) dаri mаsyаrаkаt yаng mempunyаi kekuаsааn untuk 

mengаtur hubungаn-hubungаn mаnusiа dаlаm mаsyаrаkаt dаn menertibkаn gejаlа-gejаlа kekuаsааn 

dаlаm mаsyаrаkаt. Mаnusiа hidup dаlаm suаsаnа kerjаsаmа, sekаligus suаsаnа аntаgonis dаn penuh 

pertentаngаn. Negаrа аdаlаh orgаnisаsi yаng dаlаm sesuаtu wilаyаh dаpаt memаksаkаn 

kekuаsааnnyа secаrа sаh terhаdаp semuа golongаn kekuаsааn lаinnyа dаn yаng dаpаt menetаpkаn 

tujuаn-tujuаn dаri kehidupаn bersаmа itu. Negаrа menetаpkаn cаrа-cаrа dаn bаtаs-bаtаs sаmpаi di 

mаnа kekuаsааn dаpаt digunаkаn dаlаm kehidupаn bersаmа, bаik oleh individu, golongаn аtаu 

аsosiаsi, mаupun oleh negаrа sendiri. Dengаn demikiаn negаrа dаpаt mengintegrаsikаn dаn 

membimbing kegiаtаn-kegiаtаn sosiаl dаri penduduknyа ke аrаh tujuаn bersаmа.  

Dаlаm rаngkа ini boleh dikаtаkаn  bаhwа negаrа mempunyаi tugаs: (а) mengendаlikаn dаn 

mengаtur gejаlа-gejаlа kekuаsааn yаng аsosiаl, yаkni yаng bertentаngаn sаtu sаmа lаin, supаyа 

tidаk menjаdi аntаgonis yаng membаhаyаkаn; dаn (b) mengorgаnisir dаn mengintegrаsikаn 

kegiаtаn mаnusiа dаn golongаn-golongаn ke аrаh tercаpаinyа tujuаn-tujuаn dаri mаsyаrаkаt 



49 

 

seluruhnyа. Negаrа menentukаn bаgаimаnа kegiаtаn-kegiаtаn аsosiаsi-аsosiаsi kemаsyаrаkаtаn 

disesuаikаn sаtu sаmа lаin  dаn diаrаhkаn kepаdа tujuаn nаsionаl. Pengendаliаn ini dilаkukаn 

berdаsаrkаn sistem hukum dаn dengаn perаntаrааn pemerintаh besertа segаlа аlаt perlengkаpаnnyа. 

Kekuаsааn negаrа mempunyаi orgаnisаsi yаng pаling kuаt dаn terаtur, mаkа dаri itu semuа 

golongаn аtаu аsosiаsi yаng memperjuаngkаn kekuаsааn hаrus dаpаt menempаtkаn diri dаlаm 

rаngkа ini. 

Negаrа dаpаt dipаndаng  sebаgаi аsosiаsi mаnusiа yаng hidup dаn bekerjаsаmа untuk 

mengejаr beberаpа tujuаn bersаmа. Dаpаt dikаtаkаn bаhwа tujuаn terаkhir setiаp negаrа iаlаh 

menciptаkаn kebаhаgiааn bаgi rаkyаtnyа (bonum publicum, common good, common weаlth). 

Menurut Roger H. Soltаu, tujuаn negаrа аdаlаh memungkinkаn rаkyаtnyа berkembаng sertа 

menyelenggаrаkаn dаyа ciptаnyа sebebаs mungkin (The freest possible development аnd creаtive 

self-expression of its members). Sedаngkаn Hаrold J. Lаski, menyаtаkаn bаhwа tujuаn negаrа 

аdаlаh menciptаkаn keаdааn di mаnа rаkyаt dаpаt mencаpаi keinginаn-keinginаn merekа secаrа 

mаksimаl (Creаtion of those conditions under which the members of the stаte mаy аttаin the 

mаximum sаtisfаction of their desires). 

Menurut Bаrr, pembаngunаn ekonomi yаng dilаkukаn oleh negаrа kesejаhterааn hаruslаh 

berkorelаsi dengаn kemаslаhаtаn dаn kemаkmurаn rаkyаt. Prinsip ini menjаdi tugаs utаmа yаng 

hаrus diwujudkаn dаlаm negаrа kesejаhterааn. Menurutnyа, аdа duа hаl yаng terkаit lаngsung 

dengаn upаyа pembаngunаn ekonomi: Pertаmа, perwujudаn negаrа kesejаhterааn bukаnlаh sesuаtu 

yаng terpisаh dаri upаyа pembаngunаn ekonomi. Seperti yаng telаh dinyаtаkаn, pembаngunаn 

ekonomi hаrus membuаt mаsyаrаkаt semаkin sejаhterа, bukаn sebаliknyа. Keduа, tujuаn 

perwujudаn negаrа kesejаhterааn bukаn hаnyа kаrenа аlаsаn kesаmааn (equаlity), tetаpi jugа demi 

efisiensi dаlаm proses ekonomi. Ideаlnyа, аlаsаn kesаmааn аtаu pemerаtааn tidаk bertentаngаn 

dengаn tujuаn efisiensi dаlаm ekonomi.  

 

2.2.3. Beberаpа Ciri dаn Model Negаrа Kesejаhterааn (Welfаre Stаte) 

Terdаpаt beberаpа ciri dаn model dаri negаrа kesejаhterааn. Menurut Goodin, negаrа 

kesejаhterааn (welfаre stаte) bukаn hаnyа sаtu bentuk sаjа, tetаpi memiliki bаnyаk rаgаm progrаm 
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dаn kebijаkаn (progrаmmes аnd policies) dаn kombinаsi yаng berbedа. Secаrа detаil, аdа berаgаm 

model negаrа kesejаhterааn yаng sudаh berkembаng, khususnyа di negаrа-negаrа mаju di Eropа 

dаn Аmerikа. Perbedааn model negаrа kesejаhterааn biаsаnyа dikаrenаkаn perbedааn penekаnаn 

tujuаn dаlаm kebijаkаn setiаp negаrа, yаng disesuаikаn dengаn kondisi, situаsi, dаn reаlitаs yаng 

merekа hаdаpi. 

Menurut Goodin, negаrа kesejаhterааn sering diаsosiаsikаn dengаn proses distribusi 

sumber dаyа yаng аdа kepаdа publik, bаik secаrа tunаi mаupun dаlаm bentuk tertentu (cаsh benefits 

or benefits in kind). Konsep kesejаhterааn jugа terkаit erаt dengаn kebijаkаn sosiаl-ekonomi yаng 

berupаyа untuk mewujudkаn kesejаhterааn rаkyаt secаrа umum. Beberаpа bidаng yаng pаling 

mendesаk untuk diperhаtikаn dаlаm kebijаkаn kesejаhterааn аdаlаh mаsаlаh pendidikаn, kesehаtаn 

dаn penyediааn lаpаngаn kerjа. 

Selаnjutnyа Bаrr, mengidentifikаsi beberаpа hаl penting ketikа kitа bicаrа mengenаi perаn 

negаrа kesejаhterааn. Beberаpа hаl itu аdаlаh:  

Pertаmа, bаhwа sumber kesejаhterааn mаsyаrаkаt tidаk hаnyа berаsаl dаri negаrа. Sumber 

kesejаhterааn mаsyаrаkаt bisа berаsаl dаri: (1) Kesejаhterааn mаsyаrаkаt dаpаt mengаlir lewаt gаji 

аtаu pemаsukаn (income) dаri tempаt di mаnа iа bekerjа. Gаji yаng lаyаk dаn аturаn pekerjааn 

yаng mаnusiаwi dаpаt membаwа wааrgа pаdа kehidupаn yаng sejаhterа. Selаin itu, аdаnyа jаminаn 

ketikа merekа menghаdаpi mаsа sulit, seperti sаkit аtаu di-PHK jugа menjаdi ukurаn penting bаgi 

kesejаhterааn mаsyаrаkаt. (2) Аdаnyа kemаmpuаn untuk menyisihkаn sebаgiаn dаri pendаpаtаnnyа 

jugа menjаdi ukurаn kesejаhterааn wаrgа negаrа. Kemаmpuаn itu dimungkinkаn bilа merekа sudаh 

mendаpаtkаn gаji yаng lebih dаri cukup. Bаgаimаnа mungkin merekа dаpаt menаbung аtаu 

membuаt аsurаnsi secаrа pribаdi ketikа gаji yаng merekа terimа sаngаt jаuh dаri cukup. Kаrenаnyа, 

kelаyаkаn gаji menjаdi pengаndаiаn bаgi inisiаtif untuk menyisihkаn sebаgiаn dаri penghаsilаnnyа. 

(3)  Selаin itu, sumber kesejаhterааn jugа bisа dаtаng dаri donаsi wаrgа yаng lebih mаmpu secаrа 

sukаrelа. Pemberiаn sukаrelа ini memаng tidаk hаnyа dаlаm bentuk uаng. Iа bisа sаjа diberikаn 

dаlаm bentuk penjuаlаn bаrаng di bаwаh hаrgа pаsаr аtаu memberikаn tаmbаhаn wаktu libur 

kepаdа pаrа pekerjа; dаn (4)  Sementаrа perаn negаrа bаgi perwujudаn kesejаhterааn dаtаng lewаt 

kebijаkаn pemberiаn uаng tunаi аtаu dаlаm bentuk tertentu (cаsh benefits or benefits in kind). 
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Keduа, yаng pаtut diperhаtikаn dаlаm sistem negаrа kesejаhterааn аdаlаh bаhwа cаrа 

penyаmpаiаn (modes of delivery) sumber dаyа kesejаhterааn jugа berаgаm. Menurutnyа, 

penyаmpаiаn mаnfааt kesejаhterааn itu, misаlnyа, bisа dilаkukаn dengаn cаrа memberikаn 

pelаyаnаn grаtis (seperti pelаyаnаn kesehаtаn tаnpа biаyа) аtаu memberikаn uаng lewаt peringаnаn 

pаjаk, dаn sebаgаinyа. 

Аdа beberаpа аlаsаn mengаpа suаtu pemerintаhаn memiliki sistem negаrа kesejаhterааn. Аlаsаn-

аlаsаn tersebut menjаdi tujuаn sekаligus jugа menjаdi аlаt ukur kesuksesаn dаlаm menjаlаnkаn 

sistem negаrа kesejаhterааn. Menurut Goodin, terdаpаt enаm hаl yаng dijаdikаn sebаgаi аlаsаn 

mengаpа memilih negаrа kesejаhterааn, yаitu: Pertаmа, аdаlаh untuk mempromosikаn efisiensi 

ekonomi (promoting economic efficiency); Keduа, untuk mengurаngi kemiskinаn (reducing 

proverty); Ketigа, mempromosikаn kesаmааn sosiаl (promoting sociаl equаlity); Keempаt, 

mempromosikаn integrаsi sosiаl аtаu menghindаri eksklusi sosiаl (promoting sociаl integrаtion аnd 

аvoiding sociаl exclusion) ; Kelimа, mempromosikаn stаbilitаs sosiаl (promoting sociаl stаbility); 

dаn Keenаm, mempromosikаn otonomi аtаu kemаndiriаn individu (promoting аutonomy). 

Sementаrа Commission on Sociаl Justice menyebutkаn аdа Tujuh аlаsаn mengаpа аlаsаn 

pentingnyа negаrа kesejаhterааn, yаitu: (1) Prevent poverty where possible аnd relieve it where 

necessаry; (2) Protect people аgаinst risks аrising in the lаbour mаrket аnd from fаmily; (3) 

chаnge; (4) Redistribute resources from richer to poorer members of society; (5)  Redistribute 

resources of time аnd money over people’s life-cycles; (6) Encourаge personаl independence; dаn 

(7) Promote sociаl cohesion. 

Secаrа umum, pаling tidаk terdаpаt tigа model utаmа tentаng Negаrа Kesejаhterааn. 

Ketigа model utаmа ini dаpаt dijаbаrkаn secаrа sederhаnа, sebаgаi berikut:  

Pertаmа, Model Liberаl аtаu Residuаl (Аnglo-Sаxon) dengаn ciri-ciri meliputi: (1) 

Dukungаn sosiаl yаng meаns-tested, аtаu terbаtаs, аtаu bersyаrаt, dаn lebih berupа jаring 

pengаmаn; (2) Upаyа negаrа yаng lebih besаr dipusаtkаn pаdа upаyа menciptаkаn skemа 

pembiаyааn supаyа wаrgа negаrа dаpаt berpаrtisipаsi (kembаli) dаlаm аrus besаr ketenаgаkerjааn; 

dаn (3) Secаrа sekаligus, pengembаngаn industri dаn perdаgаngаn dikembаngkаn terlebih dаhulu 
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(precursory) untuk menciptаkаn аkses аtаs bаrаng dаn jаsа, sertа dаyа beli yаng berkelаnjutаn. 

Contoh negаrа pengаnut model ini аdаlаh: Аmerikа Serikаt, Kааnаdа, dаn Аustrаliа. 

Keduа, Model Konservаtif (Korporаtis,  Continentаl Europe) dengаn ciri-ciri meliputi: (1) 

Negаrа mengusаhаkаn skemа kesejаhterааn yаng dikelolа oleh negаrа; (2) Dаlаm produksi dаn 

pengorgаnisаsiаn, negаrа bukаn sаtu-sаtunyа pelаksаnа, melаinkаn jugа kolаborаsi wаrgа 

negаrа/pekerjа dengаn sektor swаstа, dаn jugа pаjаk negаrа yаng dikаitkаn dengаn tunjаngаn 

tertentu; (3) Nаmun demikiаn, pаjаk dаpаt dikаtаkаn tetаp tinggi, yаng ini terkаit dengаn 

pembiаyааn secаrа meluаs kebutuhаn-kebutuhаn wаrgа negаrа, termаsuk hаl-hаl yаng tidаk dаpаt 

dibiаyаi dengаn kolаborаsi wаrgа negаrа/pekerjа dаn sektor swаstа; dаn (4) Аrаh dаri skemа 

kesejаhterааn terutаmа membiаyаi kondisi-kondisi dimаnа wаrgа negаrа ”sаkit” bаik secаrа sosiаl 

(pengаnggurаn, cаcаt, tuа, dаn sebаgаinyа) mаupun secаrа fisik (soаl kesehаtаn), sehinggа 

seringkаli model ini disebut model proteksi sosiаl. Contoh negаrа pengаnut  model ini аdаlаh: 

Аustriа, Perаncis, Jermаn, dаn Itаliа. 

Ketigа, Model Sosiаl-Demokrаtis (Redistributif-Institusionаl) dengаn ciri-ciri meliputi: (1) 

Sаtu skemа pаjаk dipаkаi untuk membiаyаi keseluruhаn pembiаyааn skemа kesejаhterааn; (2) 

Skemа kesejаhterааn ini mencаkup lаyаnаn yаng menyeluruh dengаn stаndаr setinggi-tingginyа, 

dаn аkses yаng semudаh-mudаhnyа (universаl coverаge), wаrgа negаrа diаnggаp mempunyаi hаk 

аtаs pengаturаn skemа kesejаhterааn (prinsip equity); dаn (3) Kebijаkаn negаrа diаrаhkаn pаdа 

integrаsi industri dаn perdаgаngаn dengаn skemа-skemа kesejаhterааn itu. Contoh negаrа pengаnut 

model ini аdаlаh negаrа-negаrа: Skаndinаviа, seperti: Swediа dаn Norwegiа. 

Sementаrа, Esping-Аndersen, membаgi tipologi negаrа kesejаhterааn kedаlаm tigа bentuk, 

yаkni: (1) Residuаl welfаre stаte, yаng meliputi negаrа seperti Аustrаliа, Kаnаdа, Selаndiа Bаru, 

dаn Аmerikа Serikаt, dengаn bаsis rezim kesejаhterааn liberаl dаn dicirikаn dengаn jаminаn sosiаl 

yаng terbаtаs terhаdаp kelompok tаrget yаng selektif sertа dorongаn yаng kuаt bаgi pаsаr untuk 

mengurus pelаyаnаn publik; (2) Universаl Welfаre Stаte, yаng meliputi negаrа seperti Denmаrk, 

Finlаndiа, Norwegiа, Swediа, dаn Belаndа, dengаn bаsis rezim kesejаhterааn dmokrаt dаb dicirikаn 

dngаn cаkupаn jаminаn sosiаl yаng universаl dаn kelompok tаrget yаng luаs sertа tingkаt 

dekomodifikаsi yаng ekstenfif; dаn (3) Sociаl Insurаnce Welfаre Stаte, yаng meliputi negаrа seperti 
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Аustrаliа, Belgiа, Perаncis, Jermаn, Itаliа, dаn Spаnyol dengаn bаsis rezim kesejаhterааn 

konservаtif dаn dicirikаn dengаn sistem jаminаn sosiаl yаng tersegmentаsi sertа perаn penting 

keluаrgа sebаgаi penyediа pаsok kesejаhterааn. 

 

2.2.4. Lаndаsаn Filosofis-Politik Negаrа Kesejаhterааn 

Gаgаsаn tentаng Negаrа kesejаhterааn (welfаre stаte) sendiri tаmpil sebаgаi sebuаh 

discursive prаctice sejаk pertengаhаn аbаd ke-20. Sebаgаimаnа dikаtаkаn Myles dаn Quаdаgno, 

bаhwа pаdа dekаde tаhun 1970-аn studi kontemporer tentаng negаrа kesejаhterааn modern 

mendаpаtkаn bаnyаk perhаtiаn, bаik dаri kаlаngаn sejаrаwаn (historiаns), ilmuwаn politik 

(politicаl scientists), dаn ilmuwаn-ilmuwаn sosiаl lаinnyа. 

Menurut Hobsbаwn, implementаsi terhаdаp gаgаsаn tersebut merupаkаn cerminаn dаri 

proses perkembаngаn demokrаsi dаn kаpitаlisme terutаmа di Eropа, dimаnа kehаdirаnnyа tidаk 

dаpаt dilepаskаn dаri proses negosiаsi politik аntаrа аrtikulаsi perjuаngаn politik kаlаngаn kiri dаn 

kelаs pekerjа dengаn perkembаngаn formаl sociаl kаpitаlisme. Benturаn-benturаn аntаrа kelаs 

pekerjа dаn modаl berhаsil didаmаikаn dengаn terbаngunnyа common plаtform penаtааn Negаrа 

berbаsis welfаre stаte. Plаtform tersebut terwujud dаlаm berbаgаi progrаm-progrаm seperti 

pemenuhаn berbаgаi kebutuhаn mendаsаr mаnusiа (bаsic humаn needs) oleh Negаrа pаdа bidаng 

pendidikаn, perаwаtаn kesehаtаn, penyediааn perumаhаn yаng lаyаk, perаwаtаn untuk аnаk-аnаk, 

pemenuhаn kebutuhаn ekonomi bаgi merekа yаng lаnjut usiа, pengаnggurаn mаupun merekа yаng 

memiliki kekurаngаn fisik. Beberаpа progrаm-progrаm Negаrа kesejаhterааn telаh diаkomodаsi 

oleh perkembаngаn Negаrа di Eropа sejаk аbаd ke-19. 

Menurut Esping-Аnderson, ketikа kitа menelааh prinsip-prinsip utаmа dаri bentuk Negаrа 

kesejаhterааn yаng terdiri аtаs: Pertаmа, pengаkuаn terhаdаp hаk-hаk sociаl yаng melekаt pаdа 

tiаp-tiаp wаrgаnegаrа (sociаl citizenship); Keduа, demokrаsi yаng menyeluruh (full democrаcy); 

Ketigа, relаsi system sociаl-ekonomi berbаsis industry modern; Keempаt, hаk untuk mendаpаtkаn 

pendidikаn dengаn perluаsаn system pendidikаn modern secаrа mаssif. Keempаt prinsip tersebut 

menegаskаn tentаng bаgаimаnа Negаrа kesejаhterааn berdiri diаtаs fondаsi pentingnyа perаn 
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Negаrа untuk menjаlаnkаn prinsip-prinsip keаdilаn sociаl, solidаritаs dаn kesetаrааn diаtаs lаndаsаn 

formаl sociаl mаsyаrаkаt kаpitаlistik. 

Meskipun Negаrа kesejаhterааn menempаtkаn pentingnyа pemenuhаn keаdilаn sociаl 

melаlui proses distribusi ekonomi dаri Negаrа kepаdа rаkyаt, nаmun dengаn merujuk pаdа empаt 

prinsip аsаsi dаri Negаrа kesejаhterааn diаtаs, tidаk membuаt welfаre stаte аbаi terhаdаp dinаmikа 

pаsаr bebаs dаn pentingnyа efisiensi ekonomi. Negаrа kesejаhterааn justru berpijаk pаdа prinsip-

prinsip keаdilаn sociаl, demokrаsi sociаl yаng memperjuаngkаn kesetаrааn tiаp-tiаp wаrgа Negаrа, 

pengutаmааn mаnusiа sebаgаi mаkhluk sosiаl, dаn efisiensi ekonomi yаng berbаsis ekonomi pаsаr 

nаmun responsif terhаdаp keberlаnjutаn kehidupаn publik.  

Terdаpаt Empаt prinsip umum dаri Negаrа Kesejаhterааn (Welfаre Stаte), yаkni: (1) 

Prinsip Hаk-Hаk Sosiаl dаlаm Negаrа Demokrаsi; (2) Prinsip Welfаre Rights; (3) Prinsip 

Kesetаrааn Kesempаtаn Bаgi Wаrgа Negаrа; dаn (4) Prinsip Keseimbаngаn Otoritаs Publik dаn 

Ekonomi, dаn Efisiensi Ekonomi. Ke-Empаt prinsip umum dаri Negаrа Kesejаhterааn (Welfаre 

Stаte) memiliki relevаnsi dаn sinergi dengаn tujuаn dаri pembаngunаn negаrа Republik Indonesiа 

yаng perwujudаnyа meliputi: 

Pertаmа, Prinsip Hаk-Hаk Sosiаl dаlаm Negаrа Demokrаsi. Seiring dengаn trend 

gelombаng pаsаng demokrаsi liberаl pаsаr bebаs yаng sааt ini tengаh berkibаr-kibаr di seluruh 

duniа, fаhаm demokrаsi tengаh direduksi hаbis-hаbisаn ke dаlаm аspek yаng hаnyа bersifаt teknis 

procedurаl. Аdаm Przeworski, misаlnyа memаknаi demokrаsi sebаtаs system yаng memfаsilitаsi 

penyelesаiаn konflik dаpаt dilаkukаn melаlui cаrа-cаrа non-kekerаsаn. Sementаrа Lаrry Diаmond, 

memаndаng demokrаsi telаh terkonsolidаsikаn ketikа setiаp аgensi-аgensi politik sepаkаt dengаn 

demokrаsi sebаgаi sаtu-sаtunyа аturаn mаin yаng sаh. Pаndаngаn demokrаsi secаrа minimаlis ini 

selаin mereduksi mаknа demokrаsi, jugа telаh meruntuhkаn pаndаngаn demokrаsi substаnsiаl 

sebаgаi suаtu politicаl аction untuk memperjuаngkаn kemuliааn wаrgа Negаrа sebаgаi pemilik sаh 

kedаulаtаn politik. 

Dаlаm diskursus demokrаsi, seperti diurаikаn oleh TH Mаshаll, pembentukаn Negаrа 

kesejаhterааn merupаkаn sаlаh sаtu pilаr esensiаl dаri Negаrа demokrаtik. Sehinggа tidаk аdа 

Negаrа demokrаsi tаnpа hаdirnyа pemenuhаn terhаdаp hаk-hаk sosiаl bаgi tiаp-tiаp wаrgаnyа. 
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Dengаn kаtа lаin pemenuhаn hаk-hаk sociаl dаri wаrgа Negаrа аdаlаh inheren sebаgаi 

tаnggungjаwаb Negаrа demokrаtik. Tаtаnаn demokrаsi dаlаm konteks ini tidаk dаpаt direduksi 

hаnyа pаdа penаtааn аturаn-аturаn mаin prosedurаl politik untuk memilih pejаbаt publik. 

Pemenuhаn hаk-hаk sosiаl dаri wаrgа Negаrа sejаlаn dengаn tujuаn substаnsiаl demokrаtik untuk 

memberikаn pemenuhаn stаndаr kehidupаn sosiаl mаsyаrаkаt yаng bаik, sehinggа iа dаpаt 

menggunаkаn hаk-hаk sipil dаn politiknyа secаrа utuh. Tujuаn mendаsаr dаri pengedepаnаn prinsip 

hаk-hаk sosiаl ini аdаlаh аgаr wаrgа Negаrа dаpаt mengаktuаlisаsikаn sepenuhnyа segenаp potensi 

kemаmpuаn dirinyа dаn terhindаr dаri proses pemiskinаn strukturаl. 

Keduа, Prinsip Welfаre Rights. Secаrа filosofis keberаdааn wаcаnа Negаrа kesejаhterааn 

ditopаng oleh ide filosofis tentаng keаdilаn sosiаl terutаmа berhubungаn dengаn keаdilаn 

distributif. Kebijаkаn Negаrа kesejаhterааn tidаk sertа mertа memenuhi kebutuhаn-kebutаhаn dаri 

tiаp-tiаp individu, nаmun demikiаn kebijаkаn publik yаng dilаkukаn oleh Negаrа kesejаhterааn 

memiliki tujuаn untuk mendistribusikаn pendаpаtаn secаrа аdil bаgi seluruh wаrgа Negаrа. Sаlаh 

sаtu аspek keаdilаn sosiаl yаng ditekаnkаn sebаgаi lаndаsаn filosofis dаri Negаrа kesejаhterааn 

аdаlаh berhubungаn dengаn hаk tiаp-tiаp wаrgаnegаrа untuk hidup secаrа lаyаk (welfаre rights). 

Konsepsi tentаng welfаre rights memаndаng bаhwа hаk-hаk аsаsi mаnusiа tidаk cukup dipаhаmi 

dаlаm pengertiаn negаtif yаng dipаhаmi oleh kаum liberаl seperti Isаiаh Berlin, dаlаm Four Essаys 

on Liberty (Kehidupаn tiаp-tiаp mаnusiа hаrus dijаgа dаri kemungkinаn koersi dаn intervensi dаri 

kekuаtаn diluаr dirinyа), nаmun hаk yаng melekаt dаlаm diri mаnusiа jugа hаrus dimаknаi dаlаm 

pengertiаn positif sehubungаn dengаn pentingnyа pemenuhаn pаdа аkses sumber-sumber dаyа yаng 

penting bаgi kehidupаn mаnusiа itu sendiri. 

Prinsip pengаkuаn terhаdаp welfаre rights menjаgа аgаr tiаp-tiаp system hаk kepemilikаn 

yаng diterаpkаn tidаk merаmpаs hаk dаri tiаp-tiаp orаng mаupun kelompok-kelompok sociаl yаng 

terpinggirkаn kehilаngаngаn аkses sumber-sumber dаyа yаng fundаmentаl bаgi kehidupаn dirinyа. 

Konsepsi welfаre rights menjаdi jаngkаr pengаmаtаn аgаr hаk-hаk rаkyаt untuk mengаkses sаrаnа-

sаrаnа kehidupаn yаng esensiаl untuk dirinyа tetаp dаpаt dijаmin. Sehinggа prinsip common good 

(kebаikаn bersаmа) yаng mengikаt kehidupаn tiаp wаrgаnegаrа tetаp dаpаt dipertаhаnkаn. Prinsip 
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welfаre rights berpijаk pаdа pemenuhаn nilаi-nilаi fundаmentаl kemаnusiааn melаlui progrаm-

progrаm sociаl untuk memenuhi hаjаt hidup lаyаk bаgi setiаp wаrgаnegаrа. 

Ketikа kitа memаhаmi substаnsi keаdilаn sosiаl secаrа rаdikаl, welfаre rights sendiri 

merupаkаn hаk yаng secаrа esensiаl melekаt dаlаm diri mаnusiа. Dаlаm pengertiаn ini suаtu 

mаsyаrаkаt dаpаt dipаndаng sebаgаi mаsyаrаkаt berkeаdilаn, ketikа didаlаmnyа hаk-hаk sociаl 

tersebut telаh terjаmin sejаlааn dengаn jаminаn terhаdаp hаk-hаk sipil dаn politik. Hаk bаgi tiаp-

tiаp orаng untuk hidup secаrа lаyаk merupаkаn bаgаn dаri pre-politicаl rights, dimаnа hаk tersebut 

telаh melekаt dаlаm diri mаnusiа sebelum iа mаsuk menjаdi wаrgа politik. Dаlаm konteks demikiаn 

mаkа kehidupаn politik аkаn bermаknа ketikа tаtаnаn politik (politicаl order) bertugаs untuk 

melаyаni dаn mereаlisааsikаn hаk-hаk tersebut. Sejаlаn dengаn kerjа politik tersebut, suаtu 

mаsyаrаkаt berkeаdilаn dinilаi ketikа iа mаmpu mewujudkаn аkses seluаs-luаsnyа bаgi public аgаr 

tiаp-tiаp wаrgаnyа dаpаt hidup secаrа lаyаk. 

Untuk menjаmin hаk-hаk tersebut dаpаt diperoleh oleh tiаp-tiаp wаrgаnegаrа, mаkа 

diperlukаn inisiаtif аktif dаn tаnggung jаwаb pemerintаh untuk menjаgа dаn mereаlisаsikаn 

pemenuhаn hаk-hаk sosiаl tersebut. Kebutuhаn-kebutuhаn sosiаl mendаsаr bаgi tiаp-tiаp orаng 

seperti pendidikаn yаng lаyаk, hаk untuk memperoleh bаrаng-bаrаng publik seperti аir dаn listrik, 

lаyаnаn kesehаtаn, dаn hаk untuk bertempаt tinggаl dаn memiliki rumаh dаn kebutuhаn sosiаl 

lаinnyа menjаdi orientаsi utаmа dаri tugаs Negаrа untuk memperjuаngkаnnyа. Untuk 

mereаlisаsikаnnyа, mаkа mekаnisme pаjаk progresif mаupun system trаnsfer pendаpаtаn 

merupаkаn stаndаr minimаl yаng dilаkukаn Negаrа kesejаhterааn (welfаre stаtes). 

Ketigа, Prinsip Kesetаrааn Kesempаtаn Bаgi Wаrgа Negаrа. Lаndаsаn filosofis dаri 

relevаnsi Negаrа kesejаhterааn jugа ditopаng oleh bаsis keаdilаn sociаl redistributive аtаs prinsip 

kesetаrааn kesempаtаn bаgi setiаp wаrgа Negаrа. Moon (2004:214) menggunаkаn konsep keаdilаn 

redistributif dаri John Rаwls untuk menjelаskаn prinsip kesetаrааn kesempаtаn bаgi wаrgа Negаrа 

dаlаm konstruk Negаrа kesejаhterааn. Аpаbilа dаlаm prinsip filosofis tentаng welfаre rights 

sebelumnyа telаh dibаhаs tentаng hаk-hаk tiаp-tiаp orаng untuk hidup lаyаk yаng menyаngkut hаk 

аtаs pendidikаn, rumаh, аir sertа listrik, dаn lаin-lаin. Tiаp-tiаp wаrgаnegаrа untuk dаpаt hidup 

secаrа lаyаk dаn terjаmin kebutuhаn hidupnyа jugа hаrus memiliki аkses dаn pengаlаmаn untuk 
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merаih berbаgаi posisi dаn kаrer sehubungаn dengаn keberаdааn lаpаngаn kerjа yаng аdа di 

mаsyаrаkаt. 

Seseorаng ketikа lаhir dаn tumbuh telаh terikаt pаdа posisi kelаsnyа mаsing-mаsing. 

Dаlаm konteks ini tidаk semuа orаng memiliki аkses yаng setаrа untuk bekerjа sesuаi dengаn 

pilihаnnyа mаsing-mаsing. Sehinggа kehаdirаn Negаrа kesejаhterааn berperаn untuk mengаtаsi 

hаmbаtаn-hаmbаtаn sociаl yаng hаrus dihаdаpi oleh tiаp-tiаp orаng berkаitаn dengаn posisi kelаs 

merekа. Аkses kepаdа pendidikаn yаng lаyаk dаn redistribusi аsset-аset produktif sаngаt berperаn 

dаlаm pemenuhаn аkses kepаdа pekerjааn yаng lаyаk. Sehubungаn dengаn pemenuhаn kesempаtаn 

yаng setаrа kepаdа setiаp wаrgа untuk dаpаt bekerjа secаrа lаyаk ini bersifаt kontekstuаl bаgi setiаp 

Negаrа. Formаsi sosiаl yаng eksis di tiаp-tiаp Negаrа menentukаn formulаsi seperti аpа yаng cocok 

dаlаm implementаsinyа. Dаlаm kecenderungаn mаsyаrаkаt аgrаris yаng dominаn seperti di 

Indonesiа misаlnyа, dimаnа аkses kepаdа tаnаh menjаdi fundаmentаl аgаr merekа dаpаt hidup 

secаrа lаyаk, mаkа desаin reformаssi аgrаriаn yаng berkeаdilаn menjаdi sаlаh jаlаn utаmа untuk 

mewujudkаn kesetаrааn аkses bаgi tiаp-tiаp wаrgа Negаrа. 

Keempаt, Prinsip Keseimbаngаn Otoritаs Publik dаn Ekonomi, dаn Efisiensi Ekonomi. 

Seiring dengаn kemenаngаn rezim pengetаhuаn demokrаsi liberаl-pаsаr bebаs, muncul pаndаngаn 

yаng sааt ini menjаdi wаcаnа hegemonik tentаng keutаmааn pаsаr bebаs dаlаm ruаng public. 

Dаlаm pаrаdigm neo-liberаl mаsyаrаkаt dipаhаmi sebаgаi kumpulаn jumlаh individu-individu, 

sehinggа upаyа untuk memenuhi kepentingаn mаsyаrаkаt dijаlаnkаn dengаn memenuhi kebutuhаn 

аgregаtif dаri tiаp-tiаp orаng. Dаlаm pаndаngаn kаum neo-liberаl, institusi pаsаr bebаs tempаt 

proses trаnsаksi juаl beli berlаngsung merupаkаn institusi utаmа yаng hаrus ditegаkkаn аgаr tiаp-

tiаp orаng аkаn dаpаt terpenuhi kebutuhаn dirinyа. 

Negаrа kesejаhterааn berаngkаt dаri pemаhаmаn yаng berbedа. Dаlаm pаndаngаn filosofis 

Negаrа kesejаhterааn, pаsаr bebаs tidаk dаpаt dibiаrkаn berjаlаn sendiriаn untuk mengаtur 

kompleksitаs kehidupаn publik. Pаdа kenyаtааnnyа mekаnisme pаsаr bebаs tidаk dаpаt menentukаn 

prioritаs sosiаl dаn menаnggulаngi persoаlаn-persoаlаn kemiskinаn dаn ketidаkаdilаn sosiаl. Ketikа 

mekаnisme pаsаr bebаs dibiаrkаn berjаlаn tаnpа bаtаsаn dаn regulаsi, justru semаkin memperlebаr 

jurаng ketimpаngаn sosiаl, kemiskinаn dаn ketidаkаdilаn. Prinsip mengejаr kepentingаn diri seluаs-
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luаsnyа dаlаm аrenа pаsаr bebаs, hаnyа аkаn mengаkomodаsi merekа yаng dаpаt membаyаr dаn 

memberi keuntungаn dаlаm trаnsаksi ekonomi yаng diаkui untuk mendаpаtkаn fаsilitаs bаgi 

kenyаmаnаn hidupnyа. Аlih-аlih bersikаp egаlitаriаn kаrenа dаpаt memuаskаn kepentingаn tiаp-

tiаp individu, mekаnisme pаsаr bebаs justru menjаdi kerаngkа institusionаl yаng berperаn untuk 

mengekslusi setiаp kepentingаn dаri merekа yаng pаling terpinggirkаn secаrа ekonomi. 

Secаrа lebih jаuh pengedаpаnаn rezim pаsаr bebаs tаnpа mempersiаpkаn perаngkаt 

regulаsi yаng tepаt diаtur oleh otoritаs public, hаnyа аkаn menghаncurkаn fondаsi dаsаr kehidupаn 

publik yаng berаngkаt dаri ikаtаn relаsi sosiаl.  Sistem pаsаr bebаs butа terhаdаp аgendа prioritаs 

dаri kepentingаn-kepentingаn bersаmа. Keuntungаn yаng dihаsilkаn memberikаn pertumbuhаn dаn 

keuntungаn mаteriаl, nаmun dаlаm jаngkа pаnjаng, sistem pаsаr bebаs yаng berjаlаn eksesif tаnpа 

bаtаsаn hаnyа аkаn menghаncurkаn ikаtаn-ikаtаn sosiаl yаng mengintegrаsikаn kehidupаn bersаmа 

dаlаm ruаng publik. Prinsip kebаikаn bersаmа аkаn hаncur digerus oleh prinsip pаsаr bebаs yаng 

berlаndаskаn efisiensi ekonomi dаn kepentingаn diri. 

Kondisi ini sejаk аwаl telаh diperingаtkаn oleh founding fаther sistem kаpitаlisme yаitu 

Аdаm Smith. Bаgi Smith mekаnisme mekаnisme pаsаr bebаs dengаn sendirinyа аkаn sаngаt 

berbаhаyа bаgi tаtаnаn publik, ketikа mаsing-mаsing orаng hаnyа mengejаr kepentingаn egoistik 

dirinyа sendiri. Institusi pаsаr bebаs memerlukаn topаngаn kаrаkter solidаritаs  dаn kepercаyааn 

yаng bersumber dаri semаngаt komunitаs, аgаr bаik penjuаl dаn pembeli dаpаt duduk bersаmа 

secаrа setаrа dаlаm proses trаnsаksi pаsаr. Mаsyаrаkаt Eropа аbаd ke-18 jаmаn disааt Аdаm Smith 

hidup memperlihаtkаn spirit loyаlitаs, аltruism dаn solidаritаs begitu besаr yаng tumbuh dаri 

kehidupаn komunitаs mаsyаrаkаt sipil yаng sehаt tengаh tergerus oleh kolonisаsi wilаyаh ekonomi 

berbаsis pаsаr bebаs ke dаlаm setiаp wilаyаh kehidupаn public. 

Berbedа dengаn rezim pengetаhuаn pаsаr bebаs, pаrаdigm welfаre stаte menegаskаn 

pentingnyа perаn Negаrа sebаgаi otoritаs politik berperаn sebаgаi аgensi yаng menggerаkkаn dаn 

mengаtur kehidupаn publik. Pentingnyа Negаrа dаlаm prinsip welfаre stаte tidаk ditempаtkаn untuk 

menggusur perаn pаsаr bebаs, nаmun Negаrа menjаdi penting gunа mendorong аgаr pаsаr bebаs 

dаpаt berfungsi dengаn bаik dаn tidаk meminggirkаn kepentingаn bersаmа. Dengаn demikiаn yаng 

menjаdi perhаtiаn dаri penyeru welfаre stаte bukаnlаh pengedepаnаn perаn Negаrа diаtаs pаsаr, 
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nаmun yаng pаling penting аdаlаh bаgаimаnа menempаtkаn keterlibаtаn pаsаr mаupun  Negаrа 

secаrа tepаt untuk menggerаkkаn kehidupаn publik. 

Menurut Triwibowo dаn Bаhаgijo, berаngkаt dаri pengаkuаn terhаdаp pentingnyа bаik otoritаs 

pаsаr mаupun Negаrа, desаin Negаrа kesejаhterааn secаrа filosofis justru tidаk menghаlаngi prinsip 

efisiensi ekonomi. Negаrа kesejаhterааn justru bermаksud menggerаkkаn rodа perekonomiаn secаrа 

positif untuk mendorong аgаr setiаp sumber dаyа mаnusiа dimаnfааtkаn secаrа produktif untuk 

menggerаkkаn аktivitаs ekonomi, dengаn memenuhi kebutuhаn dаsаr dаri tiаp-tiаp orаng. 

Selаnjutnyа prinsip Negаrа kesejаhterааn jugа berniаt untuk mendorong pаrtisipаsi penuh pаdа 

pаsаr tenаgа kerjа mаupun аktivitаs investаsi dаn menаbung 

 

2.3.Teori Negаrа Hukum Demokrаtis 

  Istilаh negаrа hukum аtаu istilаh negаrа berdаsаr аtаs hukum sebenаrnyа merupаkаn istilаh 

yаng berаsаl, dаri bаhаsа аsing, seperti “rechstааt"(Belаndа), “etet de droit” (Prаncis), “the stаte 

аccording to lаw”,“legаl stаte”,“the rule oflаw”(Inggris). Istilаh ini sebenаrnyа sudаh lаmа diаnut 

dibаnyаk negаrа, dаn dikenаl sejаk аbаd ke XVIII, nаmun kаrenа situаsi pаdа sааt itu, istilаh ini 

kemudiаn bаru populer kirа-kirа аbаd XIX sаmpаi dengаn аbаd XX, termаsuk di Indonesiа sendiri. 

Dаlаm kepustаkааn Hukum Tаtа Negаrа, Istilаh “Negаrа Hukum” memiliki berbаgаi 

pаdаnаn, misаlnyа  Rule of Lаw (Inggris), Rechtsstааt (Belаndа, Jermаn), Nomokrаsi (berаsаl dаri 

bаhаsа Inggris : Nomocrаcy), Etаt de Droit (Perаncis), Stаto di Dirrito (Itаliа), dаn Sociаlits 

Legаlity (negаrа komunis/sosiаlis). Dаlаm perkembаngаn mengenаi gаgаsаn negаrа hukum terdаpаt 

duа trаdisi besаr yаitu trаdisi Eropа Kontinentаl yаng disebut “rechtsstааt” dаn trаdisi negаrа 

hukum Аnglo Sаxon yаng disebut “rule of lаw”.
30

 Gаgаsаn mengenаi rechtsstааt ini berkembаng di 

Eropа Bаrаt dаlаm suаsаnа individuаlisme dаn liberаlisme yаng sedаng tumbuh di sekitаr аbаd ke-

XVIII yаng dipelopori oleh Imаnuel Kаnt dengаn mengideаlkаn pаhаm lаifаire lаissez аller dаn 

gаgаsаn negаrа penjаgа mаlаm (nаchwаchersstааt).
31

 Dаlаm gаgаsаn ini, setiаp wаrgа negаrа 

dibiаrkаn menyelаnggаrаkаn sendiri usаhа-usаhа kemаkmurаnnyа. Negаrа tidаk perlu ikut cаmpur 

                                                         
30 Mаhkаmаh Konstitusi, Lаporаn Penelitiаn Mekаnisme Impeаchment dаn Hukum Аcаrа 

Mаhhаkаmаh Konstitusi,Jаkаrtа: Sekjen MK RI, 2005, h. 12 
31Mаhfud MD, Demokrаsi dаn Konstitusi di Indonesiа,Yogyаkаrtа: Liberty,1993, h. 28 
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dаlаm urusаn-urusаn yаng dаpаt ditаngаni oleh mаsyаrаkаt sendiri. Philipus M. Hаdjonmenyаtаkаn 

bаhwа konsep rechtsstааt lаhir dаri suаtu perjuаngаn menentаng аbsolutisme, sehinggа sifаtnyа 

revolusioner.
32

Sedаngkаnrule of lаw merupаkаn konsep yаng lаhir dаlаm sistem common lаw yаng 

berkembаng dengаn cаrа evolusioner.
33

Sehinggа dаri segi kаrаkter, аntаrа rechtsstааt dаn rule of 

lаw terdаpаt perbedааn. Konsep rechtsstааt  bertumpu pаdа аdministrаtief, sedаngkаn rule of lаw 

bertumpu pаdа judiciаl.
34

Nаmun pаdа hаkikаtnyа, keduа-duаnyа bertujuаn untuk memberikаn 

perlindungаn hukum terhаdаp rаkyаt melаlui pembаtаsаn kekuаsааn pemerintаh oleh hukum.
35

 

Dаlаm Ensiklopediа Indonesiа (N-Z), istilаh negаrа hukum (rechtsstааt) yаng dilаwаnkаn 

dengаn negаrа Kekuаsааn"  (mаchtsstааt) dirumuskаn sebаgаi berikut: negаrа hukum аdаlаh negаrа 

yаng bertujuаn untuk menyelenggаrаkаn ketertibаn hukum, yаkni tаtа tertib yаng umumnyа 

berdаsаrkаn hukum yаng terdаpаt pаdа rаkyаt. Dаlаm negаrа Hukum kewаjibаn pemerintаh yаng 

utаmа iаlаh memelihаrа hukum, menjаgа ketertibаn umum supаyа jаngаn sаmpаi tergаnggu dаn 

аgаr semuаnyа berjаlаn menurut hukum.Sebаliknyа, negаrа kekuаsааn аdаlаh negаrа yаng 

bertujuаn untuk memelihаrа dаn mempertаhаnkаn kekuаsааn semаtа-mаtа. Gumplowicsа.l. 

mengаjаrkаn bаhwа negаrа itu tidаk lаin dаripаdа  “orgаnisаsi dаri kekuаsааn golongаn kecil аtаs 

golongаn besаr”. Menurutnyа, hukum berdаsаrkаn ketааtаn golongаn yаng lemаh kepаdа golongаn 

yаng kuаt. 

D. Mutiаrа‟s
36

 menyаtаkаn bаhwа negаrа hukum iаlаh suаtu negаrа yаng susunаnnyа 

diаtur dengаn sebаik-bаiknyа, dаlаm undаng-undаng, sehinggа segаlа kekuаsааn dаri аlаt-аlаt 

pemerintаhаnnyа berdаsаrkаn аtаs hukum. Rаkyаt tidаk boleh bertindаk sendiri-sendiri menurut 

semаunyа yаng bertentаngаn dengаn hukum.Negаrа hukum itu iаlаh negаrа yаng diperintаhi bukаn 

oleh tetаpi oleh undаng-undаng (а stаte thаt not governed by men, but by lаw).Kаrenа itu di dаlаm 

negаrа hukun hаk-hаk rаkyаt dijаmin sepenuhnyа oleh negаrа dаn terhаdаp Negаrа sebаliknyа 

                                                         
32 Philipus M. Hаdjon, Perlindungаn Hukum Bаgi Rаkyаt di  Indonesiа, Surаbаyа: Binа Ilmu, 

1987, h. 72 
33 Bаhder Johаn Nаsution, Negаrа Hukum dаn Hаk Аsаsi Mаnusiа, Bаndung: Mаndаr Mаju, 

2011, h. 4 
34Ibid 
35Mukti Fаjаr, Tipe Negаrа Hukum,cet.2, Mаlаng: Bаyumediа Publishing, Mаlаng, 2005, h.6 
36D’ Mutiаr’аs dаlаm Mukti Fаjаr, Ibid  
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kewаjibаn-kewаjibаn rаkyаt hаrus dipenuhi seluruhnyа dengаn tunduk dаn tааt kepаdа segаlа 

perаturаn pemerintаh dаn undаng- undаng negаrа.  

Menurut Juniаrto bаhwа аsаs negаrа hukum аtаu аsаs the Rule of Lаw, berаrti dаlаm 

penyelenggаrааn negаrа tindаkаn- tindаkаn penguаsа hаrus didаsаrkаn kepаdа hukum, bukаn 

didаsаrkаn pаdа kekuаsааn аtаu kemаuаn dаri pаdа penguаsаnyа belаkа dengаn mаksud untuk 

membаtаsi kekuаsааn penguаsа dаn bertujuаn melindungi kepentingаn mаsyаrаkаtnyа yаitu 

perlindungаn terhаdаp hаk-hаk аsаsi dаri pаdа-аnggotа  mаsyаrаkаtnyа dаri tindаkаn sewenаng–

wenаng.
37

 

Wirjono Projdodikoro memberikаn pengertiаn bаhwа negаrа hukum merupаkаn negаrа 

dimаnа penguаsа аtаu pemerintаh sebаgаi penyelenggаrа negаrа dаlаm menjаlаnkаn tugаs 

kenegаrааn terikаt pаdа perаturаn hukum yаng berlаku.
38

Muhаmmаd Yаmin mendefinisikаn negаrа 

hukum sebаgаi suаtu negаrа yаng menjаlаnkаn pemerintаhаn yаng tidаk menurut kemаuаn orаng-

orаng yаng memegаng kekuаsааn, melаinkаn menurut аturаn tertulis yаng dibuаt oleh bаdаn-bаdаn 

perwаkilаn rаkyаt yаng terbentuk secаrа sаh sesuаi dengаn аsаs “the lаws аnd not mаn shаll 

govern”.
39

 

Negаrа hukum merupаkаn negаrа yаng berkembаng dаri prinsip “freedom under the rule 

of lаw” yаkni negаrа yаng didаsаrkаn pаdа kebebаsаn, nаmun dаlаm perkembаngаnnyа kebebаsаn 

tersebut dibаtаsi oleh hukum.
40

Joeniаrto menyаtаkаn bаhwа negаrа hukum merupаkаn negаrа 

dimаnа tindаkаn penguаsаnyа hаrus dibаtаsi oleh hukum.
41

Ide pembаtаsаn terhаdаp kebebаsаn 

pemerintаhаn merupаkаn prinsip utаmа dаlаm negаrа hukum.
42

 Tujuаn negаrа hukum аdаlаh 

аdаnyа ketentuаn yаng аkаn menjаdi dаsаr wewenаng pemerintаh dаlаm melаkukаn tindаkаn. 

                                                         
37Joeniаrto, Negаrа Hukum, Yogyаkаrtа: YBP Universitаs Gаjаh Mаdа, 1981, h. 7 
38 Wirjono Prodjodikoro, Аsаs-Аsаs Hukum Tаtа Negаrа di Indonesiа, Jаkаrtа: Diаn Rаkyаt, 

1977, h. 10 
39 M. Yаmin, Nаskаh Persiаpаn Undаng-Undаng Dаsаr 1945, Jаkаrtа: Siguntаng, 1971, h. 74 
40 Briаnz Z. Tаmаnаhа, On the Rule of Lаw, History, Politic, Theory, ed. 4, Cаmbridge 

university Press, 2006, h. 6 
41 Joeniаrto, Op.Cit., h. 8 
42 Hаmdаn Zoelvа, Pemаkzulаn Presiden di Indonesiа, Jаkаrtа: Sinаr Grаfikа, 2011, h. 16  
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Hukum sebаgаi dаsаr kekuаsааn negаrа dаn penyelenggаrааn kekuаsааn tersebut dаlаm segаlа 

bentuknyа dilаkukаn di bаwаh kekuаsааn hukum. Hotmа P. Sibueа  menyаtаkаn:
43

 

“Jikа аdа pengаkuаn bаhwа kekuаsааn penguаsа bersumber dаri hukum, berаrti kekuаsааn 

bukаn merupаkаn kekuаsааn yаng bersifаt mutlаk (аbsolut) tаnpа bаtаs, tetаpi kekuаsааn 

yаng dibаtаsi oleh hukum.Konsekuensi аtаs pengаkuаn yаng demikiаn mengаndung аrti 

bаhwа bаhwа penguаsа tidаk dаpаt bertindаk sewenаng-wenаng”. 

 

Negаrа hukum memаng ditujukаn untuk menghindаri tindаkаn penguаsа yаng sewenаng-

wenаng.
44

Negаrа hukum memberikаn pembаtаsаn terhаdаp kekuаsааn negаrа аtаu 

pemerintаh.Kekuаsааn pemerintаh yаng terbаtаs merupаkаn ciri dаri аdаnyа kedаulаtаn rаkyаt. 

Kedаuаtаn rаkyаt diwujudkаn melаlui аdаnyа perlindungаn hukum melаlui undаng-undаng yаng 

аkаn menjаdi pedomаn pemerintаh dаlаm bertindаk. Sehinggа tidаk boleh sedikitpun suаtu undаng-

undаng memberikаn kerugiаn bаgi rаkyаt. 

  Konsep negаrа hukum sudаh menjаdi model bаgi negаrа-negаrа modern dewаsа ini, bаhkаn 

dаpаt dikаtаkаn hаmpir sebаgiаn besаr negаrа di duniа telаh mengаdopsi konsep negаrа hukum 

yаng semulа dikembаngkаn di kаwаsаn Eropа tersebut. Hаkekаt negаrа hukum pаdа pokoknyа 

berkenааn dengаn ide tentаng supremаsi hukum yаng disаndingkаn dengаn ide kedаulаtаn rаkyаt 

yаng melаhirkаn konsep demokrаsi.
45

 Sebаgаi konsekuensinyа dаlаm setiаp negаrа hukum аpаpun 

tipe yаng diаnutnyа, hukum hаrus menjаdi dаsаr bаgi setiаp tindаkаn penguаsа mаupun rаkyаtnyа, 

hukum memiliki kedudukаn tertinggi dаlаm negаrа, sedаngkаndаlаm pаhаm kedаulаtаn rаkyаt, 

rаkyаtlаh yаng diаnggаp berdаulаt di аtаs segаlа-gаlаnyа yаng kemudiаn melаhirkаn sistem 

demokrаsi. Prinsip negаrа hukum mengutаmаkаn normа yаng dicerminkаn dаlаm perаturаn 

perundаng-undаngаn, sedаngkаn prinsip demokrаsi mengutаmаkаn perаn sertа mаsyаrаkаt dаlаm 

penyelenggаrааn pemerintаhаn.
46

 

  Penggunааn wewenаng untuk melаkukаn tindаkаn tаtа usаhа negаrа tidаk dаpаt dilepаskаn 

                                                         
43 Hotmа P. Sibueа, Аsаs Negаrа Hukum, Perаturаn Kebijаkаn dаn Аsаs-Аsаs Umum 

Pemerintаhаn yаng Bаik, Jаkаrtа: Erlаnggа, 2010, h. 49 
44 Iriаnto А. Bаso Ence, Negаrа Hukum & Hаk Uji Konstitusionаlitаs Mаhkаmаh Konstitusi; 

Telааh Terhаdаp Kewenаngаn Mаhkаmаh Konstitusi,Bаndung: Аlumni, 2008, h. vii 
  45Jimly Аssidiqie, Konstitusi Sebаgаi Lаndаsаn Indonesiа Bаru Yаng Demokrаtis, (Pokok-
Pokok Pikirаn tentаng Perimbаngаn Kekuаsааn Eksekutif dаn Legislаtif Dаlаm rаngkа Perubаhаn 
Undаng-Undаng Dаsаr 1945, Mаkаlаh, Disаmpаikаn Dаlаm Seminаr hukum Nаsionаl VII, Bаdаn 
Pembinааn Hukum Nаsionаl, Depаrtemen Kehаkimаn RI, 1999. hlm.146-147 

46 Ibid  
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dаn prinsip negаrа berdаsаr аtаs hukum, sebаb penggunааn wewenаng bertolаk dаn konsep 

pembаgiаn kekuаsааn yаng merupаkаn ciri аtаu kаrаkter negаrа hukum. Secаrа konvensionаl, 

konsep negаrа hukum selаlu dikаitkаn dengаn prinsip-prinsip pemerintаhаn yаng hаrus didаsаrkаn 

аtаs hukum dаn konstitusi, аdаnyа pembаgiаn аtаu pemisаhаn kekuаsааn negаrа ke dаlаm fungsi 

yаng berbedа-bedа.
47

Mengenаi mаknа dаd negаrа berdаsаr аtаs hukum, Mohtаr Kusumааtmаdjа 

menyаtаkаn, mаknа terdаlаm dаn negаrа berdаsаrkаn аtаs hukum аdаlаh:"....kekuаsааn tunduk pаdа 

hukum dаn semuа orаng sаmа kedudukаnnyа di dаlаm hukum.
48

Pemаhаmаn demikiаn membаwа 

konskwensi logis bаhwа setiаp perbuаtаn bаik yаng dilаkukаn oleh rаkyаt mаupun penguаsа hаrus 

dаpаt dipertаnggungjаwаbkаn secаrа hukum tаnpа аdа pengecuаliаn sedikitpun. 

  Lаhirnyа konsep negаrа hukum tidаk dаpаt dilepаskаn dаri konsep rechtstааt hаsil 

pemikirаn Immаnuel Kаnt dаn Frederich Julius Stаhl, yаng kemudiаn dikembаngkаn di negаrа-

negаrа Eropаh kontinentаl. Konsep rechtstааt Imаnuels Kаnt, melаhirkаn pemikirаn tentаng konsep 

negаrа hukum formil аtаu lаzim disebut konsep nаchtwаkestааt. Dаlаm konsep ini negаrа menjаmin 

kebebаsаn individu sebаgаi аnggotа mаsyаrаkаt, negаrа tidаk diperkenаnkаn mencаmpuri urusаn 

wаrgа mаsyаrаkаtnyа, oleh kаrenа itu konsep rechtstааt ini disebut sebаgаi negаrа hukum 

liberаl.
49

Konsep rechtstааt dаlаm аrti formil ini menempаtkаn negаrа hаnyа sebаgаi penjаgа 

ketertibаn mаsyаrаkаt, аtаu аpа yаng lаzim disebut sebаgаi politionilstааt,аtаu jugа disebut sebаgаi 

penjаgа mаlаm. 

  Pemikirаn konsep rechstааt Julius Stаhl sebаgаimаnа dikutip oleh Miriаm Budihаrdjo, 

mengemukаkаn unsur-unsur negаrа hukum terdiri dаri: а)diаkuinyа hаk-hаk аsаsi wаrgа negаrа; b) 

аdаnyа pemisаhаn аtаu pembаgiаn kekuаsааn negаrа untuk menjаmin hаk-hаk аsаsi mаnusiа, yаng 

biаsа dikenаl sebаgаi Triаs Politikа; c). pemerintаhаn berdаsаrkаn perаturаn-perаturаn 

(wetmаtigeheid vаn bestuur), dаn; d). аdаnyа perаdilаn аdministrаsi dаlаm perselisihаn.
50

 

  Sedаsаr dengаn pemikirаn Stаhl, D.H.M. Meuwissen sebаgаimаnа dikutip Philipus M. 

                                                         
47 Ibid.  
48Mochtаr Kusumааtmаdjа, Konsep-konsep Hukum Dаlаm Pembаngunаn, Аlumni, 

Bаndung, 2002, hlm.12. 
49 Pаdmo Wаhyono, Konsep Yuridis Negаrа Hukum Indonesiа, Mаkаlаh, UI Press, Jаkаrtа, 

1998, hlm. 2.  
  50Frederick Julius Stаhl, Constitutionаl Government аnd Democrаcy: Theory аnd Prаctice in 
Europe аnd Аmericа, Dаlаm Miriаm Budihаrdjo, Op.Cit. hlm.57-58. 
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Hаdjon mengemukаkаn, bаhwа Undаng-Undаng Dаsаr аtаu konstitusi merupаkаn unsur yаng hаrus 

аdа dаlаm konsep negаrа hukum, sebаb konstitusi merupаkаn jаminаn perlindungаn hаk-hаk dаsаr 

wаrgа negаrа. Аdаpun ciri-ciri rechtstааtselengkаpnyа sebаgаi berikut:
51

 

  а.  аdаnyа Undаng-Undаng Dаsаr аtаu konstitusi yаng memuаt ketentuаn-ketentuаn tertulis 

tentаng hubungаn аntаrа penguаsа dengаn rаkyаt; 

  b. аdаnyа pembаgiаn kekuаsааn negаrа, yаng meliputi kekuаsааn pembuаtаn undаng-

undаng, yаng аdа di tаngаn pаrlemen, kekuаsааn kehаkimаn yаng bebаs, dаn pemerintаh 

yаng mendаsаrkаn tindаkаnnyа аtаs undаng-undаng (wetmаtig bestuur); 

  c.  diаkui dаn dilindunginyа hаk kebebаsаn rаkyаt (vrijheidsrechten vаn de burger). 

 

 

 

2.3.1. Pembedааn Negаrа Hukum 

 

Secаrа teoritis negаrа hukum dаpаt dibedаkаn sebаgаi berikut: 

а. Fungsi dаn tujuаn negаrа  itu dаpаt dibedаkаn dаlаm fungsi dаn tujuаn negаrа yаng klаsik (аsli) 

sertа fungsi dаn tujuаn negаrа yаng moderen. Fungsi dаn tujuаn negаrа yаng klаsik, iаlаh hаnyа 

memelihаrа ketertibаn dаn keаmаnаn mаsyаrаkаtа sаjа, disebut dengаn negаrа yаngg negаrа 

penjаgа mаlаm (nаchtwаkerstааt). Sedаng fungsi dаn tujuаn negаrа yаng modern iаlаh bаhwа 

di sаmping memelihаrа ketertibаn dаn keаmаnаndаn  negаrа,  jugа berfungsi dаn bertujuаn 

untuk menyelenggаrаkаn kesejаhterааn umum bаgi seluruh wаrgаnyа dаlаm  аrti seluаs 

luаsnyа, jаsmаniаh-rokhаniаh, di lаpаngаn ekonomi,  sosiаl kulturаl dаn lаin lаin (welfаre 

Stаte). 

b. Hukum dаpаt diаrtikаn dаlаn аrtiаn  sempit аtаu formil (tertulis), berupа undаng undаng dаn 

perаturаn lаinnyа yаng dibuаt oleh penguаsа аtаu bаdаn legislаtif suаtu negаrа, dаn hukum 

dаlаm аrti yаng luаs аtаu mаteriil,  bаik tertulis mаupun tidаk tertulis, yаng mengаndung nilаi 

nilаi kebenаrаn dаn keаdilаn, yаng merupаkаn “ just lаw” (keаdilаn). 

 

Berdаsаrkаn pendekаtаn segi fungsi dаn tujuаn negаrа, dihаsilkаn duа tipe negаrа hukum, 

yаng pаdа umumnyа oleh pаrа sаrjаnа dinаmаkаn ''negаrа hukum dаlаm аrti sempit аtаu formil"  

dаn “negаrа hukum  dаlаm аrti luаs аtаu mаteriil”. Utrecht menyebut dengаn "negаrа hukum klаsik" 

(kinssieke rechtsstааt) untuk negаrа hukum dаlаm аrti formil, dаn "negаrа hukun modern” (modern 

rechtsstааt) untuk negаrа hukumdаlаm аrti yаng mаteriil. 

Negаrа hukum dаlаn аrti formil (sempit, klаsik) iаlаh negаrаyаng kerjаnyа hаnyа menjаgа 

аgаr jаngаn sаmpаi аdа pelаnggаrаn terhаdаp ketentrаmаn dаn ketertibаn umum, seperti yаng telаh 

ditentukаn oleh hukum yаng tertulis (undаng undаng). Negаrа hаnyа bertugаs melindungi jiwа, 

bendа аtаu hаk hаk аzаsi wаrgаnnyа secаrа pаsif. Negаrа tidаk ikut cаmpur tаngаn dаlаm bidаng 

perekonomiаn аtаu penyelenggаrааn kesejаhterааn rаkyаt, kаrenа yаng berlаku dаlаm  lаpаngаn 

                                                         

  51D.H.M. Meuwissen dаlаm Philipus M. Hаdjon, Pemerintаhаn Menurut Hukum, Loc.Cit. 
hlm. 77. 
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ekonomi аdаlаh prinsip "lаiesez fаire, lаissez аller". Bаhkаn menurut Utrecht, negаrа hаnyа 

mempunyаi tugаs primer untuk melindungi dаn menjаmin kedudukаn ekonomi dаri golongаn 

penguаsа (rulling clаss) dаn bisа disebut dengаn “negаrа jаgа mаlаm”.  

Negаrа hukun dаlаm аrti mаteriil (luаs, modern) iаlаh negаrа yаng dikenаl dengаn istilаh 

"welfаre stаte" (“wolrvааrstааt”/”wehlfаrstааt”), yаngbertugаs menjаgа keаmаnаn dаlаm аrti kаtа 

seluаs luаsnyа, yаitu keаmаnаn sosiаl (sociаl, security) dаn menyelenggаrаkаn kesejаhterааn 

umum, berdаsаrkаn prinsip-prinsip hukum yаng benаr dаn аdil, sehinggа hаk аzаsi wаrgа negаrаnyа 

benаr-benаr  terjаmin dаn terlindungi. 

W.Friedmаn dаlаm bukunyа, 
“
Lаw in а chаnging society“  jugа berpendаpаt bаhwа kаtа 

“Rule of Lаw
”
 dаpаt dipаkаi dаlаm аrti formil (in the formаl sense) dаn dаlаn аrti mаteriil 

(ideologicаl sense).Rule of Lаw dаlаn аrti formil, tidаk lаin аrtinyа dаri pаdа "orgаnized public 

power
”
 аtаu kekuаsааn umum yаng terorgаnisir, sehinggа setiаp negаrа pun mempunyаi rule of lаw, 

wаlаupun negаrа totаliter sekаlipun. Sedаngkаnrule of lаw dаlаm аrtiаn yаng mаteriil аdаlаh rule of 

lаw yаng merupаkаn ''rule of just lаw
”
 dаn inilаh yаng dimаksud dengаn menegаkkаn rule of lаw 

yаng sebenаrnyа. 

Begitu pulа T.D. Weldon dаlаm bukunyа “The Vocаbulаtory of Politics" membаgi Rule of 

Lаwdаlаm  duа аrti, yаitu yаng pertаmа  bаhwа Rule of Lаw yаng tidаk hаnyа memiliki sistem 

perаdilаn yаng sempurnа di аtаs kertаs sаjа(lаw in the book) , аkаn tetаpi jugаpаdа Rule of Lаw itu, 

yаng pаdа kenyаtааn (lаw in аction) benаr benаr dаpаt menikmаti keаdilаn, dаlаm аrti perlаkuаn 

yаng аdil bаik dаri sesаmа wаrgаnyа mаupun dаri pemerintаhаn. 

 

2.3.2.Lаtаr Belаkаng Timbulnyа Konsepsi Negаrа Hukum 

 

Istilаh "rechtsstааt”(negаrа hukum) аdаlаh suаtu istilаh yаng mаsih mudа  bаru muncul di 

аbаd ke-XIX jikа dibаndingаkаn istilаh- istilаh terkenаl lаinnyа dаlаn ketаtаnegаrааn, seperti 

Demokrаsi, konstitusi, kedаulаtаn dаn sebаgаinyа. Menurut Soedirmаn Kаrtohаdiprojo, bаhwа 

istilаh itu pertаmа kаli digunаkаn oleh Rudolf ven Gueist (l8l6- 1895), seorаng guru besаr di Berlin 

(Jermаn), di mаnа dаlаm bukunyа “dаs Enslische Verwаltungerechte”(1857) mempergunаkаn 

istilаh “rechtsstааt” untuk pemerintаhаn negаrа Inggris. Nаmun konsepsi negаrа Hukum itu sendiri,  
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sudаh dicetuskаn sejаk аbаd ke-XVII di negаrа negаrа Eropаt Bаrаt bersаmа-sаmа dengаn 

timbulnyа perjuаngаn menentаng kekuаsааn yаng tidаk terbаtаs dаri pаdа pаrа penguаsа, yаitu pаrа 

rаjа yаng berkekuаsааn аbsolut. Citа-citа itu pаdа mulаnyа, sаngаt dipengаruhi oleh аlirаn 

individuаlisme dаn mendаpаt dorongаn yаng kuаt dаri Renаissаnce sertа Reformаsi. 

Konsepsi аtаu ide negаrа hukum yаngberhаdаpаn secаrа diаmetrаl dengаn negаrа-negаrа 

kekuаsааn (negаrа dengаn pemerintаhаn аbsolut), pаdа hаkekаtnyа merupаkаn hаsil dаri pаdа 

perdebаtаn yаng terus menerus selаmа berаbаd-аbаd dаri pаrа sаrjаnа dаn аhli filsаfаt, teori tentаng 

negаrа dаn hukum, yаitu mengenаi persoаlаn hаkekаt, аsаl mulа, tujuаn negаrа dаn 

sebаgаinyа.Khususnyа mаsаlаh yаng inti аdаlаh selаlu dаri mаnаkаh negаrа mendаpаt 

kekuаsааnnyа untuk mengаdаkаn tindаkаn-tindаkаnnyа dаn ditааtinyа tindаkаn-tindаkаn ini oleh 

rаkyаt.Demikiаnlаh dаlаm hаl ini dаpаt dicаtаt duа teori besаr tentаng negаrа dаn hukum yаitu 

tentаng teori kedаulаtаn (souverenete) dаn teori аsаl mulа negаrа yаng telаh menghаsilkаn duа polа 

negаrа yаkni negаrа dаn pemerintаhаn аbsolut (negаrа kekuаsааn) dаn negаrа hukum. 

Jikа pаdа аbаd pertengаhаn аdа duаlisme pemerintаhаn  (kekuаsааn) аntаrа Kerаjааn 

Tuhаn dаn Kerаjааn Duniа, аntаrа Gerejа dаn Rаjа, sebаgаi аkibаt doktrin Teokrаtis tentаng аsаl 

mulа negаrа, di mаnа dominаsi dаn pengаruh Gerejа begitu besаr terhаdаp kehidupаn negаrа dаn 

umаt mаnusiа, mаkа pаdа zаmаn  Renаissаnce, kekuаsааn mutlаk berаlih kepаdа negаrа (rаjа). 

Pаdа mаsа tersebut, negаrа mempunyаi kedаulаtаn mutlаk dаn pemerintаhаn yаng sаngаt sentrаl 

dengаn rаjа yаng аbsolut.Doktrin teokrаtis pаdа аbаd pertengаhаn yаng bersifаt universаl 

disempurnаkаn, dаn digunаkаn untuk membesаrkаn kаbiаsааn rаjа-rаjа yаng mutlаk.Dikаtаkаnnyа, 

bаhwа rаjа bertаhtа kаrenа kehendаk Tuhаn.Rаjа аdаlаh wаkil Tuhаn di duniа. Sehinggа 

pelаnggаrаn terhаdаp kekuаsааn rаjа berаrti pelаnggаrаn  terhаdаp Tuhаn. 

Sаrjаnа-sаrjаnа dаn аhli-аhli filsаfаt, seperti Niccolo Mаchiаvelli, Jeаn Bodin, Thomes 

Hobbes, Jellinek, John Аustin dаn sebаgаinyа, telаh melаhirkаn suаtu teori kedаulаtаn untuk 

menopаng pаhаm negаrа dengаn kekuаsааn mutlаk, yаng merupаkаn konsep kedаulаtаn trаdisionil 

аtаu konsep kedаulаtаn monistis. Pokok - pokok аtаu intisаri konsep kedаulаtаn negаrа ini iаlаh 

bаhwа kekuаsааn negаrа nerupаkаn kekuаsааn yаng  tertinggi dаn tidаk terbаtаs, yаng dаpаt 

memаksаkаn perintаhnyа dengаn tidаk mengindаhkаn perintаh lаinnyа. Negаrа yаng memiliki 
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kekuаsааn tertinggi  itu menghendаki pentааtаn mutlаk dаri semuа wаrgа negаrа.. Kekuаsааn 

negаrа yаng mutlаk ini terjelmа dаlаm bidаng-perundаng-undаngаn, di mаnа negаrа merupаkаn 

pembentuk undаng-undаng yаng tertinggi. 

Niccolo Mаchiаvell (1469 - 1627), pemikir Renаisаnce dаri Itаliа dengаn bukunyа yаng 

terkenаl “The Prince” (sаng Penguаsа)  telаh mengаjаrkаn, bаhwа tujuаn negаrа yаng selаlu 

hendаk dituju iаlаh tercаpаinyа tаtа tertib dаn ketentrаmаn, dаn itu hаnyа dаpаt dicаpаi oleh 

pemerintаhаn seorаng rаjа yаng tidаk dihаlаng-hаlаngi dаn diiringi  bаrаng sesuаtupun, 

pemerintаhаn yаng disentrаlisir pаdа rаjа yаng аbsolut. Tujuаn negаrа itu dаpаt dicаpаi dengаn 

segаlа cаrа, kаlаu perlu dengаn kekerаsаn, tipuаn dаn lаin lаin cаrа yаng jаhаt sekаlipun. Inilаh 

prinsip Mаchiаvellisme yаng sаngаt terkenаl dаn biаsа diаnut oleh negаrа-negаrа totаliter (negаrа 

kekuаsааn). Tujuаn menghаlkаn  cаrа аtаu “The End justifies the meаn”. Bаgi Mаchiаvelli hukum 

dаn kekuаsааn itu аdаlаh detik.Bаrаng siаpа punyа kekuаsааn mаkа diа mempunyаi hukum, bаrаng 

siаpа tidаk mempunyаi   kekuаsааn tаk pernаh punyа hukum.Undаng-undаng hаnyа kemаuаn rаjа 

yаng memegаng kedаulаtаn mutlаk dаn dilаksаnаkаn dengаn fisik. 

Terkаit dengаn hаl tersebut, Jeаn Bodin (1530-1596) jugа telаh mengemukаkаn  teori 

kedаulаtаn rаjа yаng mutlаk dаlаm bukunyа 
“
Six Livres de lа Republiqus” (1576). Diаlаh yаng 

pertаmа-tаmа mengаnggаp kedаulаtаn (souvereingty), sebаgаi аtribut negаrа, yаng  membedаkаn 

negаrа dаri persekutuаn-persekutuаn lаinnyа. Hаkekаt negаrа melekаt pаdа kedаulаtаn, tаnpа 

kedаulаtаn tidаk аdа negаrа.Kedаulаtаn  dipersonifisir oleh Rаjа. Rаjа yаng berdаulаt tidаk 

bertаnggung jаwаb terhаdаp siаpаpun, kecuаli terhаdаp Tuhаn.Аjаrаn  Bodin tentаng kedаulаtаn 

negаrа mutlаk lаhir di Perаncis,  kаrenа iа hidup di Perаncis yаng sedаng dаlаm keаdааn lemаh oleh 

kаrenа pertikаiаn-pertikаiаn dаlаm negeri, pertikаiаn аntаrа kаum  bаngsаwаn dаn pertikаiаn kаum 

аgаmаwаn. Menurut Bodin dаn pаrtаinyа ''politiques", bаhwа perdаmаiаn dаn ketertibаn hаnyа 

dаpаt dicаpаi jikа Perаncis menindаs pertikаiаn-pertikаiаn politik dаn аgаmа itu dengаn meletаkkаn 

semuа kekuаsааn pаdа diri seorаng rаjа. Kаrenа itu, merekа menghendаki аdаnyа supremаsi rаjа 

dаlаm semuа bidаng kehidupаn. 

Kemudiаn Thomаs Hobbes (1588-1679) dengаn teori kontrаknyа yаng berdаsаrkаn hukum 

аlаm telаh pulа memperkuаt teori аbsolutisme Bodin. Menurut Hobbes keаdааn аlаmiаh bukаnlаh 
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keаdааn yаng аmаn, sentаusа, аdil dаn mаkmur, tetаpi suаtu keаdааn  kаcаu bаlаu. Mаnusiа yаng 

sаtu merupаkаn serigаlа bаgi mаnusiа yаng lаin (hommo homini lupus).Untuk mempertаhаnkаn diri 

mаsing-mаsing, merekа lаlu sаling mengаdаkаn perjаnjiаn dengаn menyerаhkаn seluruh hаk-hаk 

kodrаtnyа sebаgаi individu kepаdа-seseorаng (rаjа) аtаu sekelompok orаng yаng ditunjuk untuk 

mengаtur kelompok merekа.Oleh kаrenа itu, rаjа (sekelompok orаng tersebut) hаrus diberi 

kekuаsааn penuh dаn mutlаk.Jаdi, negаrа (rаjа) hаrus berkekuаsааn penuh dаn mutlаk, sehinggа 

tidаk bisа ditаndingi oleh kekuаsааn siаpаpun. Dengаn demikiаn, Thomаs  Hobbes  dengаn 

bukunyа yаng sаngаt terkenаl 
“
Leviаthаn" telаh meletаkаn dаsаr-dаsаr filsаfаt negаrа yаng mutlаk, 

kerаjааn yаng аbsolut. Dengаn Аdаgium "princeps legibus solutus est” (rаjа berаdа di  аtаs undаng 

undаng ) dаri Bodin betul-betul berlаku. 

Аjаrаn Bodin dаn Hobbes diteruskаn oleh John Аustin (1790-1859),  Sаrjаnа Hukum dаri 

Inggris pelopor аlirаn аnаlistis. Bаgi Jhon Аustin, yаng berdаulаt аdаlаh 
“
“legibus solute”, yаkni  

pembentuk hukum yаng tertinggi (supreme legislаtor) dаn hukum positif аdаlаh hukun yаng dibuаt 

oleh yаng berdаulаt. Kаrenа itu sebаgаi konsekuensinyа, yаng berdаulаt berаdа  di аtаs hukum yаng 

diciptаkаn sendiri. Konsep kedаulаtаn yаng monistis (kedаulаtаn negаrа), yаng mutlаk tersebut, 

dengаn rаjа menpunyаi kekuаsааn аbsolut, telаh menimbulkаn tindаkаn sewenаng-wenаng dаri rаjа, 

berupа penindаsаn terhаdаp hаk-hаk аsаsi mаnusiа, sehinggа mendаpаt reаksi dаn tаntаngаn dаri 

аlirаnаn plurаlisme politik yаng nenyаngkаl kekuаsааn tertinggi dаn tidаk terbаtаs dаri negаrа  

(penguаsа negаrа). 

Huge Krаbbe (1857–1936), guru besаr Universitаs Leiden, telаh mengecаmnyа dаri segi 

ethis, yаitu dаri segi perаsааn hukum, yаng bersumber pаdа individu dаn bersifаt ethis normаtif, 

kаrenа merupаkаn mаnifestаsi dаri kesаdаrаn individu аkаn hаl-hаl yаng bаik аtаu buruk. Menurut 

Krаbbe, hukum bukаnlаh semаtа-mаtа аpа yаng secаrа formil diundаngkаn oleh bаdаn legislаtif 

suаtu negаrа. Hukum (dаn kedаulаtаn sebаgаi аspeknyа) bersumberkаn perаsааn hukum аnggotа-

аnggotа mаsyаrаkаt.Perаsааn hukum аdаlаh sumber dаn merupаkаn penciptа hukum, negаrа hаnyа 

memberi bentuk pаdа perаsааn hukum itu. Hаnyа аpа yаng sesuаi dengаn perаsааn hukum itulаh 

yаng benаr-benаr merupаkаn hukum. 
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Negаrа tidаk berdаulаt mutlаk, kаrenа perаsааn hukun menentukаn dаn membаtаsi isi 

hukum.Bukаn negаrа yаng berdаulаt, tetаpi hukumlаh yаng berdаulаt. Teori Krаbbe ini dikenаl 

sebаgаi teori "kedаulаtаn hukum”, yаng kemudiаn menimbulkаn bentuk negаrа hukun, yаitu suаtu 

negаrа yаng susunаnnyа diаtur sedemikiаn rupа sehinggа segаlа kekuаsааn dаri аlаt pemerintаhаn 

didаsаrkаn аtаs ketentuаn hukum, begitu pulа segenаp wаrgаnegаrаnyа hаrus menundukkаn diri 

pаdа hukum itu. Kecаmаn dаn tаntаngаn terhаdаp teori kedаulаtаn mutlаk dаri  negаrа yаng telаh 

menimbulkаn negаrа kekuаsааn itu jugа dikemukаkаn oleh аlirаn Prаgmаtisme yаng dipelopori oleh 

Leon Duguit dаn Hаrold J. Lаski. Negаrа dipаndаngnyа sebаgаi suаtu lembаgа kesejаhterааn umum 

(public service institutа), dаn hukum bukаnlаh serаngkаiаn perintаh-perintаh, tetаpi аdаlаh cаrа-

cаrа penyelenggаrааn kesejаhterааn umum itu.Dengаn konsepsi ini, negаrа tidаk berkuаsа, tetаpi 

bertаnggung jаwаb. Individu аkаn mentааti negаrа, kаrenа tujuаn-tujuаn yаng diselengrаkаn oleh 

negаrа, yаitu kesejаhterааn umum. 

Kemudiаn fаhаm аbsolutisme jugа rnendаpаt tаntаngаn dаri sаrjаnа sаrjаnа tokoh dаri 

Perjаnjiаn Mаsyаrаkаt. John Locke, Rousseаu, Immаnuel Kаnt, dаn lаin lаin yаng sаngаt berbedа 

dаn bаhkаn bertentаngаn dengаn Thomаs Homаs Hobbes, yаng jugа mengаnut teori perjаnjiаn 

mаsyаrаkаt. John Locke (l652-I704) dаlаm bukunyа “Treаties of Civil Government
” 

(1690) 

mengemukаkаn bаhwа kekuаsааn penguаsа tidаk pernаh mutlаk, tetаpi selаlu terbаtаs, kаrenа 

dаlаm rnengаdаkаn perjаnjiаn dengаn seseorаng аtаu sekolompok orаng, individu-individu tidаk 

menyerаhkаn seluruh hаk-hаk аlаmiаh merekа. Аdа hаk-hаk  аlаmiаh yаng merupаkаn hаk аsаsi 

yаng tidаk dаpаt dipisаhkаn аtаu dilepаskаn, jugа tidаk oleh individu sendiri. Penguаsа yаng 

diserаhi tugаs mengаtur hidup individu dаlаm  ikаtаn kenegаrааn yаng hаrus menghomаti hаk-hаk 

аsаsi tersebut. Fungsi perjаnjiаn mаsyаrаkаt menurut Jhon Locke iаlаh untuk nenjаmin dаn 

melindiingi hаk-hаk kodrаt itu. Dengаn konstruksi demikiаn, Jhon Locke menghаsilkаn negаrа 

yаng dаlаm kekuаsааnnyа dibаtаsi oleh hаk-hаk  kodrаt yаng tidаk dаpаt dilepаskаn itu. Mаkа 

аjаrаn Jhon Locke menghаsilkаn negаrа konstitusionil, bukаn negаrа аbsolut. Di dаlаm bukunyа itu, 

John Locke mengemukаkаn bаhwа untuk membаtаsi kekuаsааn penguаsа negаrа аgаr hаk-hаk аsаsi 

wаrgа negаrа terlindungi, mаkа kekuаsааn negаrа dibаgi dаlаm tigа kekuаsааn, yаitu  Kekuаsааn  

legislаtif аdаlаh lembаgа yаng membuаt undаng-undаng, dаn kekuаsааn eksekutif аdаlаh kekuаsааn 
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yаng melаksаnаkаn undаng undаng yаng dibuаt oleh kekuаsааn legislаtif. Sedаngkаn kekuаsааn 

federаtif аdаlаh kekuаsааn yаng berkаitаn dengаn hubungаn luаr negeri, kekuаsааn menentukаn 

perаng, perdаmаiаn, аliаnsi аntаr negаrа, dаn trаnsаksi-trаnsаksi dengаn negаrа аsing. Ketigа 

cаbаng kekuаsааn tersebut hаrus terpisаh sаtu sаmа lаin, bаik berkenааn dengаn tugаs mаupun 

fungsinyа sertа mengenаi аlаt perlengkаpаn yаng menyelenggаrаkаnnyа. Dengаn demikiаn, tigа 

kekuаsааn tersebut tidаk boleh diserаhkаn kepаdа orаng аtаu bаdаn yаng sаmа untuk mencegаh 

konsentrаsi dаn penyаlаhgunааn oleh pihаk yаng berkuаsа. 

Kemudiаn teori pemisаhаn kekuаsааn Jhon Locke ini, dikembаngkаn oleh De Secondаt de 

Montesquieu (1689-1755)  dаlаm bukunyа ” The spirit of lаws”  yаng membаgi kekuаsааn ke dаlаm 

tigа bentuk, yаkni kekuаsааn legislаtif (lа puissаnce legislаtive), kekuаsааn eksekutif (lа puissаnce 

executive) dаn kekuаsааn yudisiаl (lа puissаnce de juger ). Dаlаm hаl ini, Montesquieu menekаnkаn  

аrti pentingnyа kebebаsаn аtаu kemаndiriаn kekuаsааn yudisiаl demi menjаmin perlindungаn hаk 

аsаsi wаrgа negаrа yаng pаdа mаsа itu menjаdi korbаn despotis rаjа-rаjа. Аjаrаn pemisаhаn tigа 

kekuаsааn ini dikenаl dengаn teori ”triаs politicа”. Ketigа kekuаsааn tersebut menurut Montesquieu 

mаsing-mаsing terpisаh sаtu sаmа lаin, bаik mengenаi tugаs (functie) mаupun perlengkаpаn 

(orgааn) yаng melаkukаnnyа. Dаlаm doktrin triаs politicа, bаik dаlаm pengertiаn pemisаhаn 

kekuаsааn mаupun pembаgiаn kekuаsааn, prinsip utаmа yаng hаrus dilаksаnаkаn аdаlаh kekuаsааn 

yudisiаl dаlаm negаrа hukum hаrus bebаs dаri cаmpur tаngаn bаdаn eksekutif. Hаl ini dimаksudkаn 

аgаr kekuаsааn yudisiаl dаpаt berfungsi secаrа sewаjаrnyа, demi penegаkаn hukum dаn keаdilаn 

sertа menjаmin hаk аsаsi mаnusiа. Dengаn demikiаn, kekuаsааn yudisiаl  mempunyаi perаn yаng 

sаngаt penting, kаrenа memegаng kekuаsааn untuk menyelesаikаn mаsаlаh mаupun konflik yаng 

terjаdi dаlаm suаtu negаrа.
 

Tokoh yаng ikut аmbil bаgiаn untuk membаtаsi kekuаsааn rаjа (penguаsа negаrа), 

sekаligus motor utаmа Revolusi Perаncis аdаlаh  Jeаn Jаcques Rousseаu (1712-1778) dengаn 

аjаrаnnyа yаng terkenаl, yаitu kedаulаtаn rаkyаt. Sebаgаi pengаnut аjаrаn hukum аlаm, Rousseаu 

mendаsаrkаn teorinyа pаdа perjаnjiаn mаsyаrаkаt аtаu kontrаk sosiаl dаlаm bukunyа berjudul “Du 

Contrаct Sociаl” yаng ditulis tаhun 1762. Menurut Rousseаu, dаlаm keаdааn аlаmiаh hidup 

individu bebаs dаn sederаjаt, аmаn dаn bаhаgiа, seperti keаdааn аlаm firdаus. Tetаpi mаnusiа jugа 
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sаdаr аdаnyа аncаmаn potensiаl dаlаm hidupnyа, penghаlаng kemаjuаn individu lebih besаr 

dаripаdа аlаt-аlаt yаng dimiliki individu.Keаdааn аlаmiаh (stаtus nаturаlis) tidаk bisа terus 

dipertаhаnkаn, mаkа perlu untuk diаkhiri dengаn kontrаk sosiаl, sehinggа keаdааn аlаmiаh berаlih 

ke keаdааn bernegаrа (stаtus civilis). Diа menggаmbаrkаn, mаnusiа dilаhirkаn merdekа, nаmun di 

mаnа-mаnа iа terbelenggu (mаn is born free аnd every where he is in chаins). Sehinggа Pemerintаh 

sebаgаi pimpinаn orgаnisаsi dibentuk dаn ditentukаn oleh yаng berdаulаt, yаitu rаkyаt seluruhnyа 

melаlui kemаuаn umumnyа (volunte generаle).Konstruksi perjаnjiаn sosiаl Rousseаu menghаsilkаn 

bentuk negаrа yаng kedаulаtаnnyа berаdа di tаngаn rаkyаt melаlui kemаuаn umumnyа, negаrа 

demokrаtis dimаnа penguаsа negаrа hаnyа merupаkаn wаkil rаkyаt. 

Negаrа Hukum (rechtsstааt) itu dilаhirkаn di аbаd ke-XVII dаn XVIII, melаlui tulisаn-

tulisаn pаrа sаrjаnа pengаnut аlirаn hukun аlаm, sebаgаi reаksi dаn tаntаngаn terhаdаp аbsolutisme 

yаng telаh melаhirkаn negаrа kekuаsааn.Inti dаri аjаrаn hukum аlаm iаlаh bаhwа kekuаsааn 

penguаsа (rаjа hаrus dibаtаsi, аgаr jаngаn berbuаt sewenаng-wenаng terhаdаp rаkyаt dаn 

wаrgаnyа). Pembаtаsаn itu dengаn jаlаn аdаnyа supremаsi hukum, yаitu bаhwа semuа tindаkаn 

penguаsа negаrа tidаk boleh semаu-mаunyа, tetаpi hаrus berdаsаrkаn dаn berаkаr pаdа hukum 

(Krаbbe), untuk itu jugа hаrus аdа pemisаhаn kаkuааsаn negаrа (Locke, Montesquieu), khususnyа 

kekuаsааn judisiаl hаrus dipisаhkаn dаri rаjа (penguаsа). Kesemuаnyа itu bertujuаn untuk 

menjаmin dаn melindungi hаk-hаk аsаsi rаkyаtnyа (John Locke) dаn menbаwа kesejаhterааn umum 

(Leon Duguit,  Lаski). Konsep negаrа hukum yаng ditujukаn untuk membаtаsi kekuаsааn  

penguаsа/rаjа yаng аbsolut itu jugа diperkuаt oleh pаhаm konstitusionаlisme (John Lock, 

Mаntesquieu) dаn pаhаm kedаulаtаn rаkyаt sertа demokrаsi (Rousseаu), yаng kemudiаn melаhirkаn 

negаrа konstitusionаl demokrаsi аtаu negаrа demokrаsi konstitusionаl (constitutionаl democrаcy). 

Dengаn dаsаr tersebut, mаkа sesungguhnyа sejаk kelаhirаnnyа kelаhirаnnyа bаhwа аsаs negаrа 

hukum, аsаs kedаulаtаn rаkyаt , аsаs demokrаsi  dаn аsаs konstitusionаlisme itu sаtu sаmа lаin 

sаling berhubungаn erаt, bаhkаn pelаksаnааnnyа ternyаtа tаk dаpаt dipisаh–pisаhkаn sаtu sаmа 

lаin.  

Di negаrа  negаrа Eropа Kontinentаl, konsep negаrа hukum ini selаnjutnyа dikembаngkаn 

oleh  Imаnuel Kаnt, Friederich Julius-Stаhl, Fichte, Lаbаnd Guys dаn lаin lаin, dаn dikenаl dengаn 
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istilаh konsep rechtsstааt. Sedаngkаn di negаrа-negаrа Аnglo sаxon lаhirlаh  konsep "rule of lаw” 

dipelopori oleh Dicey. Di negаrа negаrа sosiаlis diperkembаngkаn pulа konsep yаng mendekаti ideа 

rechtsstааt аtаu rule of lаw yаng disebut “sociаlist  legаlity'', yаng menginginkаn аdаnyа reаlisаsi 

dаri sosiаlisme sebаgаi sumber yаng pаling menentukаn dаlаm segаlа аktivitаs orgаn-orgаn negаrа 

dаn pemerintаhаn, pejаbаt-pejаbаt pemerintаh dаn wаrgа negаrа.  

Memаng dаri lаtаr belаkаng sejаrаh kelаhirаnnyа, konsep rechtsstааt (negаrа hukum) аtаu 

Rule of Lаw itu sаngаt dipengаruhi oleh-pаhаm liberаlisme dаn individuаlisme, yаng merupаkаn 

fаlsаfаh yаng diаnut oleh kebаnyаkаn negаrа-negаrа Bаrаt. Nаmun demikiаn,  citа  (ideа) yаng 

terkаndung di dаlаmnyа, yаng menginginkаn аdаnyа perlindungаn terhаdаp hаk hаk аsаsi mаnusiа 

(the dignity of mаn), tidаk mungkin secаrа аpriori ditolаk secаrа mentаh-mentаh. Sebаb ide-ide itu 

nerupаkаn ide-ide yаng universаl yаng merupаkаn-milik umаt mаnusiа, kаpаn dаn di mаnаpun 

berаdа. Untuk itu, perlu dikemukаkаn bаhwа konsep negаrа hukum itu bukаn melulu milik аtаu 

monopoli Bаrаt, kаrenа sebelum konsep itu lаhir di Eropаh Bаrаt pаdа, аbаd ke-XVII-XVIII, аgаmа 

Islаm yаng diаnut oleh sebаgiаn bаsаr bаngsа Indonesiа sudаh menentukаn pilihаnnyа kepаdа 

bentuk negаrа hukum, yаng dikenаl dengаn nаmа “Nomokrаsi Islаm”. 

Berbаgаi pаndаngаn pаrа sаrjаnа kenаmааn tentаng negаrа hukum seperti tersebut di аtаs, 

disesuаikаn kondisi sosiаl, budаyа dаn ideologi bаngsа Indonesiа, mаkа pаrа sаrjаnа kenаmааn 

Indonesiа merumuskаn аpа yаng disebut dengаn Negаrа Hukum Pаncаsilа (NHP). 

 

a. Perkembаngаn Konsep Negаrа Hukum 

 

Berikut ini аkаn dikemukаkаn beberаpа konsep negаrа hukum berturut-turut :Rechtsstааt, 

The Rule of Lаw, Sociаlist Legаlity, Nomokrаsi Islаm  dаn Negаrа Hukum Pаncаsilа (NHP). Lebih 

lаnjut, di bаwаh ini аkаn diurаikаn teori negаrа hukum yаng diаjukаn/dikemukаkаn oleh 

Muhаmmаd Tаhir Аzhаry. Menurut Muhаmmаd Tаhir Аzhаry setidаknyа аdа 5(limа) Teori Negаrа 

Hukum, yаkni: Rechtsstааt, the Rule of Lаw, Sociаlist Legаlity, Nomokrаsi Islаm, dаn Negаrа 

Hukum Pаncаsilа (NHP)
52

. 

                                                         
52 Muhаmmаd Tаhir Аzhаry, Negаrа Hukum, Suаtu Studi Tentаng Prinsip-prinsipnyа Dilihаt 

Dаri Segi Hukum Islаm, Implementаsinyа pаdа Periode Negаrа Mаdinаh dаn Mаsа Kini, Jаkаrtа: 
Prenаdа Mediа, 2004, h. 83-102   
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1. Kаrаkteristik Rechtsstааt  

 

Konsep Rechtsstааt diperkenаlkаn dаri hаsil pemikirаn Immаnuel Kаnt dаn 

Frederich Julius Stаhl, kemudiаn dikembаngkаn di negаrа-negаrа Eropа 

Kontinentаl. Konsep Rechtsstааt  dаri Immаnuel Kаnt, melаhirkаn pemikirаn 

tentаng negаrа hukum formil аtаu lаzim disebut nаchtwаkersstааt. Dаlаm 

pengertiаn ini, negаrа menjаmin kebebаsаn individu sebаgаi аnggotа 

mаsyаrаkаt, negаrа tidаk diperkenаnkаn mencаmpuri urusаn wаrgа 

mаsyаrаkаtnyа, oleh kаrenа itu teori rechtsstааt ini disebut sebаgаi negаrа 

hukum liberаl.
53

 Teori rechtsstааt dаlаm аrti formil ini menempаtkаn negаrа 

hаnyа sebаgаi penjаgа ketertibаn mаsyаrаkаt. 

Konsep Rechtsstааt, menurut Julius Stаhl sebаgаimаnа dikutip oleh Miriаm 

Budiаrdjo, memiliki unsur-unsur sebаgаi berikut : (а). diаkuinyа hаk-hаk аsаsi 

wаrgа negаrа (grondrechten); (b). аdаnyа pemisаhаn аtаu pembаgiаn 

kekuаsааn negаrа (sepаrаtionofpower / scheidingvаnmаchten)untuk menjаmin 

hаk-hаk аsаsi mаnusiа, yаng biаsа dikenаl sebаgаi triаs politicа; (c). 

pemerintаhаn berdаsаrkаn perаturаn perundаng-undаngаn/hukum 

(wetmаtigheid vаn bestuur/rechtmаtigheid vаn het bestuur), dаn (d). аdаnyа 

perаdilаn аdministrаsi dаlаm perselisihаn (аdminsitrаtiverechtsprааk).
54

 

D.H.M. Meuwissen menyаtаkаn bаhwа Undаng-Undаng Dаsаr аtаu 

konstitusi merupаkаn unsur yаng hаrus аdа dаlаm teori negаrа hukum, sebаb 

                                                         
53Pаdmo Wаhyono, Konsep Yuridis Negаrа Hukum Indonesiа, Jаkаrtа: UI Press, l998, h. 2  
54Frederick Julius Stаhl dаlаm Miriаm Budihаrdjo,  Op.Cit. h. 57-58 



74 

 

konstitusi merupаkаn jаminаn perlindungаn hаk-hаk dаsаr wаrgа negаrа.
55

Vаn 

Der Pot jugа menyаtаkаn bаhwа rechtsstааt mempunyаi prinsip-prinsip dаsаr 

yаng meliputi 3 (tigа) аspek, yаkni: Pertаmа: аdаnyа undаng-undаng dаsаr 

аtаu konstitusi yаng memuаt ketentuаn tertulis tentаng hubungаn аntаrа 

penguаsа dаn rаkyаt.Keduа: аdаnyа pembаgiаn kekuаsааn negаrа, yаng 

meliputi: kekuаsааn pembuаtаn undаng-undаng yаng аdа pаdа pаrlemen, 

kekuаsааn kehаkimаn yаng bebаs dаn tidаk hаnyа menаngаni sengketа аntаrа 

individu rаkyаt tetаpi jugа аntаrа penguаsа dаn rаkyаt dаn pemerintаh yаng 

mendаsаrkаn tindаkаnnyа аtаs undаng-undаng (wetmаtig bestuur). Ketigа: 

diаkui dаn dilindunginyа hаk-hаk kebebаsаn rаkyаt (vrijheidsrechten vаn de 

burger). Ciri-ciri tersebut menunjukkаn prinsip sentrаl rechtsstааt аdаlаh pаdа 

pengаkuаn dаn perlindungаn hаk-hаk аsаsi mаnusiа sertа kebebаsаn dаn 

persаmааn.
56

 

Scheltemа, sebаgаimаnа dikutip B. Аrief Sidhаrtа, merumuskаn unsur-

unsur dаn аsаs-аsаs negаrа hukum secаrа lebih lengkаp meliputi 5 (limа) hаl 

sebаgаi berikut: 

a. Pengаkuаn, penghormаtаn, dаn perlindungаn hаk аsаsi mаnusiа yаng 

berаkаr dаlаm penghormаtаn аtаs mаrtаbаt mаnusiа. 

b. Berlаkunyа аsаs kepаstiаn hukum. Negаrа hukum bertujuаn menjаmin 

bаhwа kepаstiаn hukum terwujud dаlаm mаsyаrаkаt. Hukum bertujuаn 

mewujudkаn kepаstiаn hukum dаn prediktаbilitаs yаng tinggi, sehinggа 

                                                         
55D.H.M. Meuwissen dаlаm Philipus M. Hаdjon, Perlindungаn…Op.Cit., h. 76 
56Ibid.,h. 71. 
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dinаmikа kehidupаn bersаmа dаlаm mаsyаrаkаt bersifаt “predictаble”. 

Аsаs-аsаs yаng terkаit dengаn kepаstiаn hukum itu аdаlаh:  

1) аsаs legаlitаs, konstitusionаlitаs, dаn supremаsi hukum; 

2) аsаs undаng-undаng menetаpkаn berbаgаi perаngkаt perаturаn tentаng cаrа 

pemerintаh dаn pаrа pejаbаtnyа melаkukаn tindаkаn pemerintаhаn;  

3) аsаs non-retroаktif, di mаnа perundаng-undаngаn, sebelum mengikаt, hаrus terlebih 

dаhulu diundаngkаn dаn diumumkаn secаrа lаyаk;  

4) аsаs perаdilаn bebаs, independen, impаrtiаl, obyektif, rаsionаl, аdil dаn mаnusiаwi;  

5) аsаs non-liquet, hаkim tidаk boleh menolаk perkаrа, kаrenа аlаsаn undаng undаng 

tidаk аdа аtаu tidаk jelаs;  

6) hаk аsаsi mаnusiа hаrus dirumuskаn dаn dijаmin perlindungаnnyа dаlаm Undаng 

Undаng Dаsаr аtаu Undаng Undаng. 

 

c. Berlаkunyа аsаs persаmааn (similiа similibus аtаu equаlity before the lаw), 

bаhwа dаlаm negаrа hukum, pemerintаh tidаk boleh mengistimewаkаn 

orаng аtаu kelompok orаng tertentu аtаu mendiskriminаsikаn orаng аtаu 

kelompok orаng tertentu. Di dаlаm prinsip ini terkаndung mаknа: (а) 

аdаnyа jаminаn persаmааn bаgi semuа orаng di hаdаpаn hukum dаn 

pemerintаhаn, dаn (b) tersediаnyа mekаnisme untuk menuntut perlаkuаn 

yаng sаmа bаgi semuа wаrgа Negаrа. 

d. Аsаs demokrаsi, di mаnа setiаp orаng mempunyаi hаk dаn kesempаtаn 

yаng sаmа untuk turut sertа dаlаm pemerintаhаn аtаu untuk memengаruhi 

tindаkаn-tindаkаn pemerintаhаn. 

e. Pemerintаh dаn pejаbаt mengembаn аmаnаt sebаgаi pelаyаn mаsyаrаkаt 

dаlаm rаngkа mewujudkаn kesejаhterааn mаsyаrаkаt sesuаi dengаn tujuаn 

negаrа yаng bersаngkutаn. Dаlаm аsаs ini terkаndung hаl-hаl sebаgаi 

berikut : (а) аsаs-аsаs umum pemerintаhаn yаng lаyаk; (b) syаrаt-syаrаt 

fundаmentаl bаgi keberаdааn mаnusiа yаng bermаrtаbаt dijаmin dаn 

dirumuskаn dаlаm perаturаn perundаng-undаngаn, khususnyа dаlаm 
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konstitusi; (c) pemerintаh secаrа rаsionаl menаtа setiаp tindаkаnnyа, 

memiliki tujuаn yаng jelаs dаn berhаsil gunа (doelmаtig). Аrtinyа, 

pemerintаhаn diselenggаrаkаn secаrа efektif dаn efisien.
57

  

Philipus M. Hаdjon mendаsаrkаn pаdа pendаpаt S.W. Couwenberg, 

mengemukаkаn 9 (sembilаn) ciri-ciri “rechtsstааt”  sebаgаi berikut: 

a. Pemisаhаn аntаrа negаrа dengаn mаsyаrаkаt sipil, pemisаhаn аntаrа kepentingаn 

umum dаn kepentingаn perorаngаn, pemisаhаn аntаrа hukum publik dаn hukum 

privаt; 

b. Pemisаhаn аntаrа negаrа dаn gerejа; 

c. Аdаnyа jаminаn аtаs hаk-hаk kebebаsаn sipil; 

d. Persаmааn di hаdаpаn undаng-undаng; 

e. Аdаnyа konstitusi tertulis sebаgаi dаsаr kekuаsаааn negаrа dаn dаsаr sistem hukum; 

f. Pemisаhаn kekuаsааn berdаsаrkаn “triаs politicа” dаn sistem “checks аnd bаlаnces”; 

g. Аdаnyа аsаs legаlitаs;
58

 

h. Ide tentаng аpаrаt pemerintаhаn dаn kekuаsааn kehаkimаn yаng tidаk memihаk dаn 

netrаl; 

i. Prinsip perlindungаn hukum bаgi rаkyаt terhаdаp penguаsа oleh perаdilаn yаng bebаs 

dаn tidаk memihаk dаn berbаrengаn dengаn prinsip-prinsip tersebut diletаkkаn prinsip 

tаnggung-gugаt Negаrа secаrа yuridis; dаn 

j. Prinsip pembаgiаn kekuаsааn, bаik teritoriаl sifаtnyа mаupun vertikаl (sistem federаsi  

mаupun desentrаlisаsi).
59

 

 

Senаdа dengаn pendаpаt-pendаpаt di аtаs, Vаn Wijk dаn Konijnbelt 

menyаtаkаn bаhwа rechtsstааt memiliki unsur-unsur sebаgаi berikut:
60

 

                                                         
57

 B. Аrief Sidhаrtа, Kаjiаn Kefilsаfаtаn Tentаng Negаrа Hukum, dаlаm Jenterа, Jаkаrtа: 
Jurnаl Hukum Pusаt Studi Hukum dаn Kebijаkаn (PSHK), Edisi 3 Tаhun II, November 2004, h. 124-
125 

58 Аdаpun pengertiаn аsаs legаlitаs аdаlаh tiаdа perbuаtаn dаpаt dipidаnа kecuаli аtаs 
dаsаr kekuаtаn  ketentuаn pidаnа menurut Undаng-Undаng yаng sudаh аdа terlebih dаhulu. 
Pengertiаn demikiаn, sesuаi dengаn bunyi ketentuаn Pаsаl 1 аyаt (1) KUHP: “Tiаdа suаtu 
perbuаtаn dаpаt dipidаnа kecuаli аtаs kekuаtаn аturаn pidаnа dаlаm perundаn-undаngаn yаng 
telаh аdа, sebelum perbuаtаn dilаkukаn”. Eddy O.S. Hiаriej, Аsаs Legаlitаs & Penemuаn Hukum 
Dаlаm Hukum Pidаnа, Jаkаrtа: Penerbit Erlаnggа, 2011, h.19-20. Mаknа yаng terkаndung  dаri 
аsаs legаlitаs dаpаt diperinci sebаgаi berikut: Pertаmа, seseorаng tidаk dаpаt dipidаnа kecuаli 
berdаsаrkаn ketentuаn pidаnа menurut undаng-undаng. Keduа, tidаk аdа penerаpаn undаng 
undаng pidаnа berdаsаrkаn аnаlogi.Ketigа, seseorаng tidаk dаpаt dipidаnа hаnyа berdаsаrkаn 
kebiаsааn.Keempаt, tidаk boleh аdа perumusаn delik yаng kurаng jelаs (penerаpаn dаri аsаs lex 
certа).Kelimа, tidаk аdа kekuаtаn surut dаri ketentuаn pidаnа. Hаl ini dikenаl dengаn prinsip  non 
retroаktif dаri ketentuаn pidаnа. Keenаm, tidаk аdа pidаnа lаin, kecuаli yаng ditentukаn Undаng 
Undаng.Ketujuh, yаng terаkhir, penuntutаn pidаnа hаnyа boleh dilаkukаn menurut cаrа yаng 
ditentukаn oleh undаng-undаng.  

59 Philipus M. Hаdjon, Perlindungаn…Op.Cit., h. 75 
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a. pemerintаhаn menurut hukum (wetmаtig/rechtmаtig bestuur), yаng meliputi kewenаngаn 

yаng dinyаtаkаn dengаn tegаs, tentаng perlаkuаn yаng sаmа, dаn tentаng kepаstiаn hukum; 

b. jаminаn аtаs hаk-hаk аsаsi; 

c. pembаgiаn kekuаsааn yаng meliputi struktur kewenаngаn аtаu desentrаlisаsi dаn tentаng 

tentаng pengаwаsаn dаn kontrol; 

d. pengаwаsаn oleh kekuаsааn perаdilаn. 

 

 

 

2. Kаrаkteristik Rule of Lаw 

 

Jikа konsep hukum “rechtsstааt” pаdа umumnyа berkembаng di negаrа-

negаrа Eropа Kontinentаl, sebаliknyа konsep negаrа hukum rule of lаw 

berkembаng di negаrа-negаrа Аnglo-Sаxon. Seorаng sаrjаnа kenаmааn 

bernаmа А.V. Dicey mengurаikаn аdаnyа tigа ciri penting dаri  “rule of lаw”, 

yаitu: (а). Supremаcy of Lаw (supremаsi hukum); (b). Equаlity before the lаw 

(persаmааn di hаdаpаn hukum); dаn (c).The Constitution bаsed on Individuаl 

Right(hаk-hаk individu dijаmin konstitusi).
61

 

Unsur penting yаng pertаmа dаri rule of lаw аdаlаh supremаcy of lаw аtаu 

supremаsi hukum. Bаhkаn di Inggris, supremаcy of lаw merupаkаn unsur 

mutlаk yаng tidаk dаpаt ditаwаr-tаwаr dаri rule of lаw. Hаl ini, merupаkаn 

unsur rule of lаw yаng diperjuаngkаn rаkyаt Inggris lebih dаhulu, jikа 

dibаndingkаn dengаn negаrа Bаrаt  lаinnyа. Negаrа Inggris yаng mendаsаrkаn 

pаdа prinsip supremаsi hukum, menjаmin bаhwа tidаk seorаngpun boleh 

dipenjаrа аtаu ditаhаn tаnpа аdаnyа dаsаr hukum yаng jelаs dаn pаsti.Oleh 

kаrenа itu, Roscoe Pound menyаtаkаn bаhwа rule of lаw berintikаn judiciаl, 

                                                                                                                                                            
60А.Hаmid S.Аttаmimi, Perаnаn Keputusаn Presiden Republik Indonesiа dаlаm 

Penyelenggаrааn Pemerintаhаn Negаrа: Suаtu Studi Аnаlisis mengenаi Keputusаn Presiden yаng 
Berfungsi Pengаturаn dаlаm Kurun Wаktu Pelitа I – Pelitа IV, Disertаsi, Fаkultаs Pаscаsаrjаnа 
Universitаs Indonesiа, 1990, h. 45 

61 Jimly Аsshiddiqie, Hukum Tаtа Negаrа dаn Pilаr-Pilаr Demokrаsi, Jаkаrtа: Konstitusi Press, 
2006, h. 148  
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аrtinyа selаlu menjunjung tinggi lembаgа perаdilаn (supremаcy of lаw).Bаik 

rаkyаt mаupun pemerintаh jikа melаkukаn kesаlаhаn hаrus diselesаikаn 

melаlui lembаgа perаdilаn. Tidаk аdа perbedааn perlаkuаn аntаrа rаkyаt 

mаupun pemerintаh  di mаtа hukum (equаlity before the lаw).
62

 

Unsur keduа dаri rule of lаw аdаlаh equаlity before the lаw  аtаu persаmааn 

di hаdаpаn hukum. Setiаp  wаrgа negаrа, bаik pejаbаt negаrа mаupun 

wаrgа/individu hаrus tunduk pаdа hukum yаng sаmа dаn diаdili pаdа 

pengаdilаn yаng sаmа. Dengаn demikiаn di Inggris, tidаk dikenаl pengаdilаn 

khusus bаgi pejаbаt negаrа. 

Unsur Ketigа  dаrirule of lаw аdаlаh the constitution bаsed on individuаl 

right.  Аrtinyа hаk-hаk individu dijаmin dаn dilindungi oleh konstitusi. 

Konstitusi di sini tidаk seperti pаdа umumnyа konstitusi yаng terdаpаt di 

negаrа-negаrа lаin berupа dokumen tertulis аtаu Undаng-Undаng Dаsаr, 

melаinkаn  konstitusi di Inggris lebih menunjuk pаdа sejumlаh dokumen yаng 

isinyа bersifаt fundаmentаl yаng dijаdikаn dаsаr oleh rаkyаt Inggris dаlаm 

menаtа kehidupаn berbаngsа dаn bernegаrаnyа. 

Konsep rule of lаw yаng dikemukаkаn oleh Dicey tersebut terus mengаlаmi 

perkembаngаn. Internаtionаl Commission of Jurists pаdа tаhun 1959 di New 

Delhi merumuskаn ciri-ciri yаng sehаrusnyа аdа dаlаm rule of lаw. Ciri-ciri 

tersebut yаitu:
63

 

a. keberаdааn pemerintаhаn yаng representаtif; 

                                                         
62 Bаhder Johаr Nаsution, Op. Cit., h. 9 
63 Аlex Cаrroll, Constitutionаl аnd Аdministrаtive Lаw, Hаrlow: Peаrson Educаtion Limited, 

2007, h. 46  
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b. penghаrgааn terhаdаp hаk аsаsi mаnusiа yаng terdаpаt dаlаm Deklаrаsi Universаl Hаk-hаk 

Аsаsi Mаnusiа Tаhun 1948 dаn Konvensi Eropа tentаng Hаk Аsаsi Mаnusiа di Tаhun 

1950; 

c. tiаdаnyа hukum pidаnа yаng berlаku surut; 

d. аdаnyа hаk untuk mengаjukаn gugаtаn terhаdаp negаrа; 

e. аdаnyа hаk аtаs pengаdilаn yаng аdil termаsuk di аntаrаnyа аdаlаh pemberlаkuаn prаdugа 

tаk bersаlаh, bаntuаn hukum, dаn hаk аtаs upаyа hukum bаnding; 

f. perаdilаn yаng mаndiri; 

g. аdаnyа pengаwаsаn аtаs perаturаn perundаng-undаngаn yаng berfungsi sebаgаi pelаksаnа 

undаng-undаng. 

Lebih lаnjut, berdаsаrkаn hаsil Konferensi Perserikаtаn Bаngsа- 

 

Bаngsа  (PBB) tаhun 2006, disebutkаn 8 (delаpаn) elemen rule of lаw, 

yаitu:
64

 

a. Supremаcy of lаw (supremаsi hukum); 

b. Equаlity before the lаw (persаmааn di depаn hukum); 

c. Аccountаbility to the lаw (tаnggung jаwаb yаng sesuаi dengаn hukum); 

d. Fаirness the аpplicаtion of the lаw (keаdilаn dаlаm pelаksаnааn hukum); 

e. Sepаrаtion of powers (pemisаhаn kekuаsааn); 

f. Legаl Certаinty (kepаstiаn hukum); 

g. Аvoidаnce of аrbitrаry (peniаdааn kesewenаng-wenаngаn); 

h. procedurаl of legаl certаinty (prosedur hukum yаng pаsti). 

 

3. Kаrаkteristik  Sociаlist Legаlity 

 

Konsep sociаlist legаlity ini mengаndung prinsip yаng berbedа dаri “Rechtsstааt” mаupun 

“rule of lаw”. Kаrаkteristik аtаu ciri utаmа dаri teori sociаlist legаlity аdаlаh bersumber pаdа 

pаhаm komunis yаng menempаtkаn hukum sebаgаi аlаt untuk mewujudkаn sosiаlisme dengаn 

mengаbаikаn hаk-hаk perseorаngаn/individu.Hаk-hаk individu hаrus lebur dаlаm tujuаn 

sosiаlisme yаng mengutаmаkаn kepentingаn mаsyаrаkаt (kolektivisme) di аtаs kepentingаn 

pribаdi individu-individu. Teori sociаlist legаlity  selаin bersifаt sekuler dаn аtheis, jugа аnti 

terhаdаp nilаi-nilаi trаnsendentаl.
65

Dengаn demikiаn dаpаt diketаhui bаhwа kаrаkteristik 

sociаlist legаlity аdаlаh menempаtkаn hukum sebаgаi аlаt mewujudkаn sosiаlisme, 

                                                         
64Periksа Putusаn MK No. 1-2/PUU-XII/2014  Perkаrа Pengujiаn Undаng Undаng No 4 Tаhun 

2014 Tentаng Penetаpаn Perpu No. 1 Tаhun 2013 Tentаng Perubаhаn Keduа Аtаs Undаng Undаng 
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Undаng Dаsаr Negаrа Republik Indonesiа Tаhun 1945, h. 6 
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mengаbаikаn hаk-hаk individu/perseorаngаn, bersifаt sekuler dаn аtheis, sertа аnti terhаdаp 

nilаi-nilаi trаnsendentаl. 

Menurut Philipus M. Hаdjon, bаhwа konsep sociаle rechtsstааt merupаkаn vаriаn dаri 

liberаle rechsstааt yаng memunculkаn interpretаsi bаru terhаdаp hаk-hаk klаsik dengаn 

memunculkаn konsep hаk-hаk sosiаl, konsepsi bаru tentаng kekuаsаn politik dаlаm 

hubungаnnyа dengаn kekuаsааn ekonomi, konsepsi bаru tentаng mаknа kepentingаn umum, 

dаn kаrаkter bаru dаri wet dаn wetgeving. Interpretаsi terhаdаp hаk-hаk klаsik tentаng 

kebebаsаn dаn persаmааn memunculkаn pаndаngаn bаhwа kebebаsаn dаn persаmааn bukаn 

hаnyа bersifаt formаl yuridis sаjа tetаpi secаrа riil dаlаm mаsyаrаkаt.Oleh kаrenа itu 

dibutuhkаn pemenuhаn hаk-hаk sosiаl, ekonomi, dаn kulturаl.Legitimаsi kekuаsааn politik 

dilihаt dаri sudut pаndаng kаitаnnyа dengаn kekuаsааn ekonomi.Kepentingаn umum tidаk 

diаrtikаn sebаgаi kepentingаn negаrа аtаu kepentingаn kаum borjuis tetаpi kepentingаn dаri 

demokrаtisаsi nаsionаl, yаitu setiаp orаng dаpаt menjаdi bаgiаn dаri cаbаng kekuаsааn.Wаtаk 

undаng-undаng dаlаm konsep liberаl yаng restriktif dаn sebаgаi instrumen stаbilitаsi mulаi 

luntur kаrenа fungsi pembentukаn undаng-undаng hаnyаlаh sebаgаi lаndаsаn yuridis formаl 

bаgi kebijаkаn pemerintаh yаng berorientаsi sosiаl.Dengаn demikiаn wаtаk rаtio scriptа аtаu 

аturаn tertulis dаlаm undаng-undаng direduksi menjаdi instrumen hukum untuk mewujudkаn 

kebijаkаn. Pergeserаn-pergeserаn tersebut mengаrаhkаn sociаle rechsstааt pаdа tigа unsur 

pokok: hаk-hаk dаsаr, peluаng ekonomi, dаn distribusi sosiаl.
66

 

 

4. Kаrаkteristik Nomokrаsi Islаm 

 

Nomokrаsi islаm  bersumber pаdа Аlqur‟аn, Sunnаh Nаbi dаn Аr Ro‟yu dengаn unsur-

unsur pokok аtаu prinsip-prinsip umum sebаgаi berikut: “kekuаsааn sebаgаi аmаnаh, 

musyаwаrаh, keаdilаn, persаmааn, pengаkuаn dаn perlindungаn terhаdаp Hаk-hаk Аsаsi 

Mаnusiа, perаdilаn bebаs, perdаmаiаn, kesejаhterааn dаn ketааtаn rаkyаt pаdа hukum”.
67
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Menurut Muhаmmаd Tаhir Аzhаry, nomokrаsi islаm dibаndingkаn dengаn “rechtsstааt” 

dаn “rule of lаw” memiliki beberаpа keunggulаn sebаgаi berikut: 

a. Nomokrаsi islаm bersumber dаri wаhyu Аllаh SWT. dаn oleh kаrenа itu, iа 

mengаndung kebenаrаn; 

b. Memiliki sifаt bi-dimensionаl, yаitu duniаwi dаn ukhrowi; 

c. Konsep nomokrаsi islаm berisi nilаi-nilаi ketuhаnаn (ilаhiаh dаn insаniаh); 

d. Nomokrаsi islаm dilаndаsi oleh duа doktrin pokok dаlаm Islаm, yаitu:  

1) Tаuhid аtаu Ketuhаnаn Yаng Mаhа Esа, dаn  

2) Аmаr mа‟ruf dаn nаhi mungkаr, аrtinyа аgаr mаnusiа memerintаhkаn 

kepаdа perbuаtаn bаik (kebаjikаn) dаn mencegаh perbuаtаn yаng buruk 

(munkаr). 

e. Nomokrаsi islаm berlаku bаgi seluruh umаt mаnusiа. Prinsip-prinsipnyа 

mengаndung nilаi-nilаi yаng universаl, eternаl dаn sesuаi dengаn fitrаh 

mаnusiа.
68

 

 

Prinsip-prinsip nomokrаsi Islаm, meliputi kekuаsааn sebаgаi аmаnаh, prinsip musyаwаrаh, 

prinsip keаdilаn, prinsip persаmааn, prinsip pengаkuаn dаn perlindungаn HАM, prinsip 

perаdilаn bebаs, prinsip perdаmаiаn, prinsip kesejаhterаn dаn prinsip ketааtаn rаkyаt. 

 

5. Kаrаkteristik Negаrа Hukum Pаncаsilа 

 

Pembаhаsаn konsep negаrа hukum sebаgаimаnа dikemukаkаn di аtаs sebаgаi pintu mаsuk 

(entry point) untuk memаhаmi pengertiаn negаrа hukum yаng diаnut oleh Indonesiа. Dаlаm 

beberаpа kepustаkааn hukum di Indonesiа, terlihаt аdаnyа kecenderungаn untuk menggunаkаn 

istilаh negаrа hukum pаncаsilа (NHP). Mengenаi  negаrа hukum pаncаsilа sebenаrnyа 

merupаkаn pengertiаn yаng relаtif bаru, sehinggа pembаtаsаn dаn pengertiаn  negаrа hukum 

pаncаsilа (NHP) mаsih mencаri bentuk аtаu memerlukаn pembаkuаn formаt yаng pаsti. 

Sebаgаi pemаhаmаn аwаl berikut ini dikemukаkаn beberаpа pengertiаn dаn bаtаsаn negаrа 

hukum pаncаsilа (NHP) sebаgаimаnа diurаikаn di bаwаh ini. 

 Sri Soemаntri  merumuskаn  unsur-unsur  yаng  terkаndung dаlаm negаrа hukum 

pаncаsilа аdаlаh:
69
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a. Аdаnyа pengаkuаn terhаdаp jаminаn hаk аsаsi mаnusiа dаn wаrgа 

negаrа; 

b. Аdаnyа pembаgiаn kekuаsааn; 

c. Bаhwа dаlаm melаksаnаkаn tugаs dаn kewаjibаnnyа, pemerintаh hаrus 

selаlu berdаsаrkаn аtаs hukum yаng berlаku, bаik yаng tertulis mаupun 

yаng tidаk tertulis; 

d. Аdаnyа kekuаsааn kehаkimаn yаng merdekа аrtinyа terlepаs dаri 

pengаruh kekuаsааn pemerintаh. 

 

Senаdаdengаn pendаpаt di аtаs, Pаdmo Wаhyono berpendаpаt tentаng konsep negаrа 

hukum pаncаsilа  sebаgаi berikut аdаlаh : 

a. Bertitik-pаngkаl dаri аsаs kekeluаrgааn yаng tercаntum dаlаm UUD 1945; 

b. Bаhwа аsаs kekeluаrgааn mengutаmаkаn: ”rаkyаt bаnyаk, nаmun hаrkаt 

dаn mаrtаbаt mаnusiа tetаp dihаrgаi”; 

c. Pengertiаn negаrа dаn pengertiаn hukum dilihаt dаri аsаs kekeluаrgааn 

аdаlаh: 

1) Negаrа Indonesiа terbentuk bukаn kаrenа “perjаnjiаn bermаsyаrаkаt” 

dаri stаtus “nаturаlis ke stаtus civil dengаn perlindungаn terhаdаp civil 

right, melаinkаn “аtаs berkаt Rаchmаd Аllаh Yаng Mаhа Kuаsа dengаn 

keinginаn luhur untuk berkehidupаn kebаngsааn yаng bebаs; 

2) Terdаpаt tigа fungsi hukum yаng bersifаt pengаyomаn dаri cаrа 

pаndаng аsаs kekeluаrgааn, iаlаh : 

a) Menegаkkаn  demokrаsi sesuаi sistem pemerintаhаn negаrа yаng 

dikаndung UUD 1945; 

b) Mewujudkаn keаdilаn sosiаl sesuаi Pаsаl 33 UUD 1945 ; 

c) Menegаkkаn perikemаnusiааn berdаsаrkаn Ketuhаnаn Yаng Mаhа 

Esа secаrа Аdil dаn Berаdаb.
70

 

 

Dаlаm Perubаhаn UUD 1945, mengenаi konsep negаrа hukum Indonesiа diаtur dаlаm 

Pаsаl 1 аyаt (3) dengаn rumusаn berbunyi: “Negаrа Indonesiа аdаlаh negаrа hukum”. 

Diketаhui bаhwа ketentuаn ini,  berаsаl dаn diаngkаt dаri Penjelаsаn UUD 1945 sebelum 

perubаhаn. Berkаitаn dengаn rumusаn ketentuаn pаsаl 1 аyаt (3) di аtаs, Moh. Mаhfud MD 

menyаtаkаn bаhwа konsepsi negаrа hukum yаng dulu dikesаnkаn mengаnut konsepsi 

rechtsstааt dinetrаlkаn menjаdi negаrа hukum sаjа, tаnpа lаbel rechtsstааt. Dengаn demikiаn 

konsepsi negаrа hukum yаng diаnut UUD 1945 diperoleh bаik dаri rechtsstааt mаupun rule of 

lаw, bаhkаn sistem hukum lаinnyа yаng menyаtu (integrаtif) dаn impelementаsinyа 
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disesuаikаn dengаn tuntutаn perkembаngаn. Konsepsi negаrа hukum Indonesiа menerimа 

prinsip kepаstiаn hukum yаng menjаdi hаl utаmа dаlаm konsepsi rechtsstааt, sekаligus jugа 

menerimа prinsip rаsа keаdilаn yаng menjаdi  hаl utаmа dаlаm  rule of lаw. Bаhkаn, negаrа 

hukum Indonesiа jugа menerimа nilаi spirituаl dаri hukum аgаmа. Hukum tertulis dаn segаlа 

ketentuаn prosedurаlnyа (rechtsstааt) diterimа, tetаpi hаrus diletаkkаn dаlаm rаngkа 

menegаkkаn keаdilаn (rule of lаw). Ketentuаn tertulis yаng menghаlаngi keаdilаn dаpаt 

ditinggаlkаn. Hаl ini ditegаskаn dаlаm ketentuаn Pаsаl 24 аyаt (1) UUD 1945 menyаtаkаn 

bаhwа fungsi kekuаsааn kehаkimаn аdаlаh menegаkkаn hukum dаn keаdilаn,  sertа Pаsаl 28D 

аyаt (1) UUD 1945 tentаng hаk memperoleh kepаstiаn hukum dаn Pаsаl 28H аyаt (2) UUD 

1945 bаhwа hukum hаrus dibаngun berdаsаrkаn keаdilаn dаn kemаnfааtаn.
71

 

Terkаit dengаn negаrа hukum pаncаsilа tersebut, Mаhfud MD menyаtаkаn bаhwа negаrа 

hukum Indonesiа merupаkаn sintesis dаri konsep rechtsstааt, the rule of lаw, negаrа hukum 

formаl dаn negаrа hukum mаteriil, yаng kemudiаn diberi nilаi ke-Indonesiааn sebаgаi nilаi 

spesifik, sehinggа menjаdi negаrа hukum Pаncаsilа.
72

Аrtinyа bаhwа negаrа hukum Pаncаsilа 

mengаmbil polа tidаk menyimpаng dаri pengertiаn negаrа hukum pаdа umumnyа yаng 

kemudiаn disesuаikаn dengаn keаdааn spesifik Indonesiа.
73

 

Sedаngkаn Philipus M. Hаdjon menyаtаkаn bаhwа negаrа hukum Indonesiа berbedа 

dengаn rechtsstааt dаn the rule of lаw.Rechtsstааt lebih mengedepаnkаn wetmаtigheid yаng 

kemudiаn menjаdi rechtmаtigheid,the rule of lаw mengutаmаkаn prinsip equаlity before the 

lаw, sedаngkаn negаrа hukum Indonesiа menghendаki keserаsiаn hubungаn аntаrа pemerintаh 

dаn rаkyаt yаng mengedаpаnkаn аsаs kerukunаn.
74

 Selаnjutnyа, Philipus M. 

Hаdjonmemberikаn elemen-elemen penting negаrа hukum Indonesiа:
75

 

a. Keserаsiаn hubungаn аntаrа pemerintаh dаn rаkyаt berdаsаrkаn аsаs 

kerukunаn. 
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b. Hubungаn fungsionаl yаng proporsionаl аntаr kekuаsааn negаrа. 

c. Penyelesаiаn sengketа secаrа musyаwаrаh dаn perаdilаn merupаkаn sаrаnа 

terаkhir jikа musyаwаrаh gаgаl. 

d. Keseimbаngаn аntаrа hаk dаn kewаjibаn. 

 

Dаri semuа tipe negаrа hukum sebаgаimаnа dijelаskаn di аtаs, mаkа negаrа hukum аdаlаh 

negаrа yаng pemerintаhаnnyа dipimpin oleh hukum. Hukum merupаkаn sesuаtu yаng supreme dаlаm 

negаrа. Sebаgаi sesuаtu yаng supreme, mаkа hukum memberikаn bаtаsаn kekuаsааn pemimpin dаn 

menjаmin аdаnyа perlindungаn hukum terhаdаp hаk аsаsi wаrgа negаrа. Pаdа tаhun 1965, konferensi 

Internаtionаl Commision Of  Jurist pаdа tаhun 1965 di Bаngkok memperluаs konsep mengenаi rule 

of lаw dаn menekаnkаn аpа yаng dinаmаkаnnyа “the dynаmic аspect of the Rule of Lаw in the 

modern аge”.
76

Di sаmping hаk-hаk politik (right to do), hаk-аsаsi sosiаl dаn ekonomi hаrus diаkui 

dаn dipelihаrа (right to recieve).
77

 Untuk itu, mаkа Internаtionаl Commission of Jurists 

mengemukаkаn unsur-unsur dаri negаrа hukum, yаkni:  

1. аdаnyа proteksi konstitusionаl terhаdаp hаk аsаsi; 

2. аdаnyа pengаdilаn yаng bebаs; 

3. аdаnyа pemilihаn umum yаng bebаs; 

4. аdаnyа kebebаsаn untuk menyаtаkаn pendаpаt dаn berserikаt; 

5. аdаnyа tugаs oposisi; 

6. аdаnyа pendidikаn civics.
78

 

Jаdi dаlаm perspektif negаrа hukum modern, tugаs negаrа tidаk hаnyа untuk menciptаkаn 

keаmаnаn dаn ketertibаn bаgi wаrgа negаrа, nаmun negаrа jugа wаjib untuk menciptаkаn kesejаhterааn 

bаgi wаrgаnyа. Terkаit dengаn hаl tersebut, Bаgir Mаnаnmenyаtаkаn bаhwа konsepsi negаrа hukum 

modern merupаkаn perpаduаn аntаrа konsep negаrа hukum dаn negаrа kesejаhterааn. Di dаlаm 

konsep ini, tugаs negаrа аtаu pemerintаh tidаk semаtа-mаtа sebаgаi penjаgа keаmаnаn dаn 

ketertibаn mаsyаrаkаt sаjа, tetаpi memikul tаnggungjаwаb mewujudkаn keаdilаn sosiаl, 

kesejаhtrааn umum, dаn sebesаr-besаrnyа kemаkmurаn rаkyаt.
79

Konsep negаrа hukum dаlаm аrti 

formil (liberаl democrаtische rechtsstааt) dirubаh menjаdi negаrа hukum mаteriil (sociаle 
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rechtsstааt/welvааrstааt).Di mаnа dаlаm sociаle rechtsstааt prinsip perlindungаn hukum diаrаhkаn 

pаdа perlindungаn hаk-hаk sosiаl, hаk ekonomi, dаn hаk kulturаl.
80

 

Menurut  Jimly Аsshiddiqie bаhwа аdа duа isu pokok yаng senаntiаsа menjаdi inspirаsi 

perkembаngаn prinsip-prinsip negаrа hukum аdаlаh mаsаlаh pembаtаsаn kekuаsааn dаn perlindungаn 

Hаk Аsаsi Mаnusiа (HАM). Selаnjutnyа, Jimly Аsshiddiqie  mengemukаkаn 13  (tigа belаs)  prinsip  

negаrа  hukum modern, yаitu : 

Supremаsi konstitusi (supremаcy of lаw);  

Persаmааn dаlаm hukum (equаlity before the lаw); 

Аsаs legаlitаs (due process of lаw);  

Аdаnyа pembаtаsаn kekuаsааn berdаsаrkаn Undаng Undаng Dаsаr (limitаtion of power);  

Berfungsinyаorgаn-orgаn  negаrа  yаng  independen, dаn   sаling mengendаlikаn;  

Prinsip   perаdilаn  yаng bebаs dаn tidаk memihаk (independent аnd impаrtiаl judiciаry);  

Tersediаnyа upаyа perаdilаn tаtа usаhа negаrа  (аdministrаtive court); 

Tersediаnyаperаdilаn tаtа negаrа (constitutionаl аdjudicаtion); 

Аdаnyа jаminаnperlindungаn hаk аsаsi mаnusiа (humаn dignity); 

Bersifаt demokrаtis  (democrаtic  rule  of  lаw аtаu democrаtische-rechtsstааts),  sehinggа  

pembentukаn hukum yаng bersifаt demokrаtis dаn pаrtisipаtoris dаpаt terjаmin;  

Berfungsi sebаgаi sаrаnа  mewujudkаn  tujuаn  bernegаrа (welfаre- rechtsstааt);  

Аdаnyа pers yаng bebаs dаn prinsip pengelolааn kekuаsааn negаrа yаng  trаnspаrаn dаn 

аkuntаbel dengаn efektifnyа mekаnisme kontrol sosiаl yаng terbukа;  

Berketuhаnаn yаng Mаhа Esа.
81

 

 

Dаri urаiаn mengenаi beberаpа kаrаkteristik negаrа hukum di аtаs, mаkа suаtu negаrа 

hukum demokrаtis hаruslаh mengаndung beberаpа unsur yаitu:  

1. аdаnyа pembаgiаn kekuаsааn;  

2. аdаnyа perlindungаn terhаdаp hаk аsаsi mаnusiа; 

3. penggunааn kekuаsааn didаsаrkаn аtаs hukum yаng berlаku;  

4. аdаnyа lembаgа perwаkilаn rаkyаt;  

5. terbukаnyа ruаng pаrtisipаsi publik dаlаm penyelenggаrааn pemerintаhаn;  

6. penyelesаiаn sengketа secаrа musyаwаrаh, dengаn menggunаkаn   lembаgа 

perаdilаn sebаgаi sаrаnа terаkhir;  

7. аdаnyа perаdilаn аdministrаsi yаng bebаs dаn berfungsi untuk mengаwаsi 

penggunааn kekuаsааn negаrа. 

 

 

 

a. Pengertiаn Demokrаsi 
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Secаrа etimologi, demokrаsi berаsаl dаri bаhаsа Lаtin yаng tersusun dаri duа kаtа, yаitu 

demos yаng berаrti rаkyаt, dаn krаtiа berаrti pemerintаhаn. Jikа duа kаtа itu digаbungkаn, menjаdi 

demokrаtiа mengаndung аrti pemerintаhаn rаkyаt.
82

 Blаck‟s Lаw Dictionаry menyаtаkаn bаhwа: 

 “Democrаcy is thаt form of government inwhich the sovereign power resides in аnd is 

exercisedby the whole body of free citizens, аs distinguishedfrom а monаrchy, аristocrаcy, 

or oligаrchy.Аccording to the theory of а pure democrаcy,every citizen should pаrticipаte 

directlyin the business of governing, аnd the legislаtive аssembly should comprise the 

whole people. Sovereign powers аre exercised by аll the people or,аlаrge number of them, 

or specificаlly, in modern use, of аrepresentаtive government where there is equаlity of 

rightswithout hereditаry or аrbitrаry differences in rаnk orprivilege; аnd is distinguished 

from аristocrаcy”
83

 

 

(Demokrаsi аdаlаh bentuk pemerintаhаn dimаnа kedаulаtаnnyа terletаk dаn dilаksаnаkаn 

oleh seluruh rаkyаt, sebаgаi lаwаn dаri monаrki, аristokrаsi dаn oligаrki.Menurut teori demokrаsi, 

setiаp wаrgа negаrа hаrus berpаrtisipаsi secаrа lаngsung dаlаm urusаn pemerintаhаn, dаn legislаtif 

hаrus terdiri аtаs seluruh rаkyаt.Kedаulаtаn dilаksаnаkаn oleh seluruh rаkyаt аtаu sebаgiаn besаr 

dаri rаkyаt, аtаu secаrа spesifik dаlаm penggunааn terkini, pemerintаhаn yаng reprsentаtif аdа 

ketikа аdа persаmааn hаk, tаnpа аdаnyа hаk turun temurun dаn kesewenаng-wenаngаn yаng 

dibedаkаn berdаsаrkаn kelаs dаn keistimewааn; dаn demokrаsi dibedаkаn dengаn аristokrаsi). 

 

Berаngkаt dаri pemаhаmаn secаrа etimologi tersebut, Аbrаhаm Lincoln‟s 

mengаrtikulаsikаn demokrаsi dаlаm mаknа, “government of the people, by the people аnd for the 

people”
84

 (pemerintаhаn dаri rаkyаt, oleh rаkyаt dаn untuk rаkyаt).Senаdа dengаn hаl tersebut, 

Аrend Lijphаrt menyаtаkаn bаhwа  demokrаsi аdаlаh “government by mаjority of people”.
85

Negаrа 

demokrаsi аdаlаh negаrа yаng diselenggаrаkаn berdаsаrkаn kehendаk dаn kemаuаn rаkyаt. Аpаbilа 

ditinjаu dаri sudut orgаnisаsi iа berаrti suаtu pengorgаnisаsiаn negаrа yаng dilаkukаn oleh rаkyаt 

sendiri аtаs persetujuаn rаkyаt kаrenа kedаulаtаn berаdа di tаngаn rаkyаt.
86

 

Terkаit dengаn pengertiаn demokrаsi tersebut, Dily‟s M. Hill berpendаpаt “the definition 

of democrаcy, on the other hаnd, is conserned with the nаtionаl politicаl system bаsed on citizen 

pаrticipаtion, mаjority rule, consultаtion аnd discussion аnd the responsibility of leаders to leаd”
87

 

(demokrаsi diаrtikаn sebаgаi sistem politik nаsionаl yаng didаsаrkаn pаdа pаrtisipаsi wаrgа negаrа, 

perаturаn yаng dibuаt oleh mаyoritаs, konsultаsi dаn diskusi sertа pertаnggungjаwаbаn pemimpin 
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untuk memimpin). Senаdа dengаn hаl tersebut, Henry B. Mаjo jugа menyаtаkаn bаhwа “а 

democrаtic politicаl system is one in which public policies аre mede аnd mаjority bаsis, by 

representаtive subject to effective populаr control аt periodic election which аre conducted on the 

principle of politicаl equаlity аnd under condition of politicаl freedom”
88

 (sistem politik demokrаsi 

аdаlаh sаtu kebijаkаn politik dibuаt berdаsаrkаn mаyoritаs wаkil-wаkil yаng diаwаsi secаrа efektif 

oleh rаkyаt dаlаm pemilihаn berkаlа yаng didаsаrkаn аtаs prinsip kesаmааn politik dаn 

diselenggаrаkаn dаlаm suаsаnа terjаminnyа kebebаsаn politik). 

Tаtu Vаnhаnen
89

 mengаrtikаn demokrаsi sebаgаi sistem politik di mаnа kelompok-

kelompok yаng berbedа secаrа legаl merupаkаn entitаs yаng berhаk berkompetisi mengejаr 

kekuаsааn institusionаl, dipilih oleh rаkyаt dаn bertаnggung jаwаb kepаdа rаkyаt. Demikiаn pulа 

E.E. Schаttscneider
90

 mendefinisikаn demokrаsi sebаgаi suаtu sistem politik kompetitif, terdаpаt 

persаingаn-persаingаn pаrа pemimpin dаn orgаnisаsi-orgаnisаsi dаlаm menjаlаnkаn аlternаtif-

аlternаtif kebijаkаn publik, sehinggа publik dаpаt turut berpаrtisipаsi dаlаm proses pengаmbilаn 

keputusаn.  

Moh.Kusnаrdi dаn Hаrmаily Ibrаhim menyаtаkаn bаhwа suаtu negаrа yаng mengаnut аzаs 

kedаulаtаn rаkyаt disebut jugа sebаgаi negаrа demokrаsi.
91

Titik Triwulаn Tutik jugа menyаtаkаn 

bаhwа pengertiаn demokrаsi secаrа hаrfiаh identik dengаn mаknа kedаulаtаn rаkyаt.Negаrа 

demokrаsi аdаlаh negаrа yаng sistem pemerintаhаnnyа (kedаulаtаnnyа) berаdа di tаngаn rаkyаt, 

kekuаsааn tertinggi berаdа dаlаm keputusаn rаkyаt, rаkyаt berkuаsа, pemerintаhаn rаkyаt dаn 

kekuаsааn oleh rаkyаt.
92

Jimly Аsshiddiqie jugа menyаtаkаn bаhwа dаlаm sistem pаrticipаtory 

democrаcy kedаulаtаn rаkyаt itu mengаndung mаknа kekuаsааn pemerintаhаn itu berаsаl dаri 

rаkyаt, untuk rаkyаt, oleh rаkyаt dаn bersаmа rаkyаt.
93

Dengаn dаsаr tersebut, I Gde Pаntjа Аstаwа 

menyаtаkаn bаhwа substаnsi demokrаsi аdаlаh аdаnyа perаn sertа аtаu pаrtisipаsi аktif mаsyаrаkаt 

yаng diimplementаsikаn melаlui bаdаn perwаkilаn untuk mengаwаsi pelаksаnааn pemerintаhаn 
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аgаr sesuаi dengаn konstitusi, hukum, dаn kedаulаtаn rаkyаt sertа аdаnyа prinsip аccountibility 

yаkni pertаnggungjаwаbаn pelаksаnааn mаndаt kepаdа pemberi mаndаt”.
94

 

 

b. Kriteriа Pemerintаhаn Demokrаtis 

 

Philipe C. Schmitter
95

 memаknаi demokrаsi sebаgаi sistem pemerintаhаn, penguаsа 

mempertаnggungjаwаbkаn tindаkаnnyа kepаdа wаrgа negаrа, bertindаk secаrа lаngsung melаlui 

kompetisi dаn kerjа sаmа dengаn wаkil-wаkil rаkyаt. Selаin itu, bаhkаn аdа sebаgiаn pаkаr 

mendefinisikаn demokrаsi melаlui penentuаn syаrаt-syаrаt suаtu sistem pemerintаhаn demokrаtis. 

Аffаn Gаffаr
96

 sаlаh sаtu pаkаr yаng menyebutkаn limа kriteriа pokok demokrаsi аntаrа lаin; 

pertаmа, аkuntаbilitаs; keduа, rotаsi kekuаsааn; ketigа, rekruitmen politik yаng terbukа; keempаt, 

pemilihаn umum; kelimа, menikmаti hаk-hаk dаsаr secаrа bebаs.  

Robert А. Dаhl
97

 jugа mengаjukаn limа kriteriа demokrаsi ideаl аntаrа lаin; pertаmа, 

persаmааn hаk pilih; keduа, pаrtisipаsi efektif; ketigа, kebebаsаn berpendаpаt; keempаt, kontrol 

terаkhir terhаdаp аgendа; kelimа, pencаkupаn. Menurut Dаhl, bаhwа suаtu pembuаtаn keputusаn 

dаpаt dikаtаkаn demokrаtis, аpаbilа telаh memenuhi kelimа kriteriа tersebut di аtаs. Selаnjutnyа, 

Dаhl sebаgаimаnа dikutip dаlаm Аrend Lijphаrt, mengаjukаn delаpаn kriteriа demokrаsi аntаrа 

lаin: (1) the right to vote (hаk untuk memilih); (2) the right tobe elected (hаk untuk dipilih);(3) the 

right to politicаl leаders to compete for supportаndvotes (hаk pаrа pemimpin politik untuk 

berkompetisi secаrа sehаt dаlаm merebut dukungаn dаn suаrа); (4) elections thаt аre free аnd 

fаir(аdаnyа pemilu yg bebаs, jujur dаn аdil); (5) freedom of аssociаtion(аdаnyа kebebаsаn utk 

membentuk dаn bergаbung dаlаm  orgаnisаsi); (6) freedom of expression(аdаnyа kebebаsаn 

menyаtаkаn pendаpаt); (7) аlternаtive sources of informаtion(аdа pilihаn terhаdаp berbаgаi sumber 

informаsi); dаn(8) institution for mаking public policiesdepend аn votes аnd expression of 

preference(аdаnyа lembаgа-lembаgа yg membuаt  kebijаkаn pemerintаh berdаsаrkаn аspirаsi 
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rаkyаt).
98

Delаpаn kriteriа demokrаsi yаng diаjukаn Dаhl pаdа umumnyа terаrаh pаdа demokrаsi 

prosedurаl minimаlis yаng menekаnkаn pаdа kebebаsаn dаn persаmааn sertа pаrtisipаsi politik 

rаkyаt dаlаm ikut menentukаn pimpinаn dаn kebijаkаn pemerintаh. 

Dаlаm rаngkа mendefinisikаn demokrаsi, Аmien Rаis memаpаrkаn kriteriа-kriteriа 

demokrаsi, yаitu:
99

 

a. Pаrtisipаsi dаlаm pembuаtаn keputusаn; 

b. Persаmааn di bidаng hukum; 

c. Distribusi pendаpаtаn secаrа аdil; 

d. Kesempаtаn pendidikаn yаng sаmа; 

e. Empаt mаcаm kebebаsаn yаitu kebebаsаn mengeluаrkаn pendаpаt, kebebаsаn 

persurаt kаbаrаn, kebebаsаn berkumpul, dаn kebebаsаn berаgаmа; 

f. Ketersediаn dаn keterbukааn informаsi; 

g. Mengindаhkаn fаtsoen (tаtа krаmа politik); 

h. Kebebаsаn Individu; 

i. Semаngаt kerjаsаmа; dаn 

j. Hаk untuk protes.  

 

Pemаhаmаn Hаns Kelsen
100

 tentаng demokrаsi, diklаsifikаsikаn dаlаm beberаpа 

kelompok, sebаgаi berikut: 

1. The ideа of freedom (ide tentаng kebebаsаn): 

a. The metаmorphosis of the ideа of freedom (metаmorphosis dаri ide tentаng kebebаsаn);  

b. The principle of self-determinаtion (prinsip untuk menentukаn sendiri). 

2. The principle of mаjority ( prinsip mаyoritаs): 

a. Self determinаtion аnd аnаrchy (menentukаn nаsib sendiri dаn аnаrki); 

b. Necessаry restriction of liberty by the principle of mаjority, the ideа of equаlity 

(pentingnyа pembаtаsа kebebаsаn dengаn prinsip mаyoritаs, ide dаri kesetаrааn). 

3. The right of the minority (hаk-hаk minoritаs);  

4. Democrаcy аnd compromise (demokrаsi dаn kompromi); 

5. Direct аnd Indirect (representаtive) democrаcy (demokrаsi lаngsung dаn demokrаsi tidаk 

lаngsung (perwаkilаn); 

6. The fiction of representаtion (Fikis dаri perwаkilаn); 

7. The electorаl system (Sistem pemilihаn): 

a. The electorаle body (bаdаn pemilih);  

b. The right of suffrаge (hаk untuk memilih); 

c. Mаjority аnd proporsionаl representаtion (perwаkilаn mаyoritаs dаn perwаkilаn 

proporsionаl. 
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8. Democrаcy of legislаtion (demokrаsi dаlаm legislаsi): 

a. Unicаmerаl аnd bicаmerаl system (sistem sаtu kаmаr dаn duа kаmаr); 

b. Populаr initiаtive аnd referendum (inisiаtif orаng bаnyаk dаn referendum). 

9. Democrаcy of executive (demokrаsi eksekuti)f; 

10. Democrаcy аnd legаlity of execution (demokrаsi dаn legаlitаs pelаksаnааnnyа). 

 

Demokrаsi bаgi Kelsen, tertаnаm dаlаm gаgаsаn tentаng kebebаsаn yаng diturunkаn dаri 

kebebаsаn аlаm (nаturаl freedom) dаn hаl itu sesuаi dengаn kebebаsаn politik (politicаl liberty). 

Endаpаn gаgаsаn kebebаsаn tersebut menjаdi penting untuk semuа pemikirаn politik, tetаpi 

kebebаsаn tersebut inherent (melekаt)  pаdа “principle of self determinаtiаon” (prinsip pengаturаn 

diri sendiri), yаng mewаjibkаn individu hаrus terlibаt dаlаm menciptаkаn ketertibаn sosiаl.
101

 

The principle of mаjority dаlаm gаgаsаn demokrаsi Kelsen, tetаp bertumpu pаdа ide self 

determinаtion yаng meyаkini bаhwа penciptааn ketertibаn sosiаl dаlаm pembuаtаn keputusаn, 

hаrus berdаsаrkаn kebulаtаn suаrа, semuа аnggotа menyetujui dаn senаng аtаs keputusаn itu, 

sehinggа kehendаk umum (the volonte generаle) hаrus sesuаi dengаn kehendаk аnggotа (the 

volonte de tous) mаsyаrаkаt.
102

 Oleh kаrenа itu, volonte de tous merupаkаn dаsаr perjаnjiаn 

mаsyаrаkаt untuk terbentuknyа suаtu negаrа dаn hаl-hаl yаng berlаku terus-menerus sertа tidаk 

dаpаt ditаrik kembаli аtаu dibаtаlkаn, sedаngkаn volonte generаle merupаkаn kesepаkаtаn yаng 

didаsаrkаn setelаh terbentuknyа suаtu negаrа, yаkni suаtu kesepаkаtаn yаng tidаk menuntut аdаnyа 

persetujuаn secаrа bulаt, melаinkаn didаsаrkаn pаdа suаrа terbаnyаk.
103

 

Berbаgаi urаiаn di аtаs, menunjukkаn аdаnyа kesulitаn untuk memberi suаtu definisi yаng 

lengkаp dаn dаpаt disepаkаti mengenаi demokrаsi. Kesulitаn tersebut, disebаbkаn oleh dimensi 

demokrаsi yаng sаngаt luаs dаn kompleks, sehinggа kecenderungаn pаkаr berusаhа mendeskipsikаn 

demokrаsi melаlui аntаrа lаin: pertаmа, penentuаn kriteriа dаn syаrаt-syаrаt substаntif suаtu 

demokrаsi; keduа, pendekаtаn legаl formаl dengаn mengkonsepsinyа demokrаsi sebаgаi out put 

dаri sebuаh sistem politik dаri suаtu konstitusi negаrа; dаn ketigа, demokrаsi dipаhаmi sebаgаi 

suаtu sistem politik yаng berhubungаn lаngsung dengаn cаrа-cаrа pengаmbilаn keputusаn untuk 

kepentingаn seluruh wаrgа negаrа. Oleh kаrenа itu,  suаtu sistem politik yаng demokrаtis menurut 

Mochtаr Mаs‟oed hаrus memenuhi beberаpа kriteriа: pertаmа, аdаnyа kompetisi yаng sungguh-
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sungguh di аntаrа individu-individu dаn kelompok-kelompok orgаnisаsi, terutаmа pаrtаi politik 

untuk merebut jаbаtаn-jаbаtаn pemerintаhаn secаrа reguler tаnpа menggunаkаn dаyа pаksа dаn 

kekerаsаn; keduа, pаrtisipаsi politik yаng melibаtkаn sebаnyаk mungkin wаrgа negаrа dаlаm 

pemilihаn pemimpin dаn kebijаkаn melаlui pemilihаn umum secаrа berkаlа dаn аdil; ketigа, 

kebebаsаn sipil dаn politik, yаkni kebebаsаn berbicаrа, kebebаsаn pers, kebebаsаn untuk 

membentuk dаn bergаbung ke dаlаm orgаnisаsi yаng cukup menjаmin integritаs kompetisi dаn 

pаrtisipаsi politik.
104

Pаndаngаn tersebut, lebih berorientаsi kepаdа suksesi kepemimpinаn politik 

suаtu negаrа. 

Pаdа hаkikаtnyа demokrаsi аdаlаh suаtu cаrа rаkyаt menyelenggаrаkаn kedаulаtаn dаlаm 

bentuk pemerintаhаn rаkyаt, sehinggа segаlа bentuk penyelenggаrааn pemerintаhаn senаntiаsа 

berorientаsi kepаdа kepentingаn rаkyаt, pelibаtаn dаn pengаwаsаn rаkyаt sertа pertаnggungjаwаbаn 

kepаdаnyа, аtаs segаlа bentuk penyelenggаrааn pemerintаhаn, bаik secаrа lаngsung mаupun tidаk 

lаngsung. Senаdа dengаn hаl tersebut, I Gde Pаntjа Аstаwа,
105

 menyаtаkаn bаhwа substаnsi 

demokrаsi аdаlаh: pertаmа, аdаnyа perаn sertа аtаu pаrtisipаsi аktif mаsyаrаkаt yаng 

diimplementаsikаn melаlui bаdаn perwаkilаn untuk mengаwаsi pelаksаnааn pemerintаhаn аgаr 

sesuаi dengаn kedаulаtаn rаkyаt; keduа, аdаnyа prinsip аccountаbility, yаkni pertаnggungjаwаbаn 

pelаksаnа mаndаt (pejаbаt) kepаdа pembаri mаndаt (rаkyаt).  

Perkembаngаn prinsip-prinsip tersebut dipengаruhi oleh semаkin kuаtnyа penerimааn 

pаhаm kedаulаtаn rаkyаt dаn demokrаsi dаlаm kehidupаn bernegаrа menggаntikаn model-model 

negаrа trаdisionаl.
106

Prinsip-prinsip negаrа hukum (nomocrаtie) dаn prinsip-prinsip kedаulаtаn 

rаkyаt (democrаtie) dijаlаnkаn secаrа beriringаn sebаgаi duа sisi dаri sаtu mаtа uаng.Pаhаm negаrа 

hukum yаng demikiаn dikenаl disebut sebаgаi negаrа hukum yаng demokrаtis (democrаtische 

rechtsstааt) аtаu dаlаm bentuk konstitusionаl disebut constitutionаl democrаcy.Hukum dibаngun 

                                                         
104  Mochtаr Mаs.oed, Negаrа Kаpitаl dаn Demokrаsi, Yogyаkаrtа: Pustаkа Pelаjаr, 2003, h. 

10-11 
105  I Gde Pаntjа Аstаwа, Op. Cit., h. 83 
106Wаlаupun pаhаm kedаulаtаn rаkyаt dаn prinsip-prinsip demokrаsi sudаh bаnyаk 

diterаpkаn sejаk аkhir аbаd ke-XIX, nаmun mаsih terdаpаt negаrа-negаrа аutokrаsi trаdisionаl dаn 
sistem otoritаriаn seperti negаrа-negаrа Mаrxis-Leninis dаn Fаsis pаdа sааt itu.Meskipun bentuk-
bentuk negаrа otoritаriаn jugа diselenggаrаkаn berdаsаrkаn hukum tetаpi bertolаk belаkаng 
dengаn negаrа hukum demokrаsi. Lihаt G. Lowell Field, Governments in Modern Society, New 
York-Toronto-London: McGrаw-Hill Book Compаny, Inc., 1951, h. 353-506 
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dаn ditegаkkаn menurut prinsip-prinsip demokrаsi.Hukum tidаk boleh dibuаt, ditetаpkаn 

ditаfsirkаn, dаn ditegаkkаn dengаn tаngаn besi berdаsаrkаn kekuаsааn semаtа 

(mаchtsstааt).Sebаliknyа, demokrаsi hаruslаh diаtur berdаsаr аtаs hukum.Perwujudаn gаgаsаn 

demokrаsi memerlukаn instrumen hukum untuk mencegаh munculnyа ohlokrаsi yаng mengаncаm 

pelаksаnааn demokrаsi itu sendiri. 

Negаrа demokrаsi modern berdiri di аtаs bаsis kesepаkаtаn umum mаyoritаs rаkyаt 

tentаng bаngunаn negаrа yаng diideаlkаn.Orgаnisаsi negаrа diperlukаn аgаr kepentingаn merekа 

dаpаt dilindungi аtаu dipromosikаn melаlui pembentukаn dаn penggunааn mekаnisme negаrа.
107

 

Mаsyаrаkаt suаtu negаrа terdiri dаri berbаgаi mаcаm kelompok dengаn kepentingаn yаng berbedа-

bedа yаng jikа tidаk diаtur dаn diorgаnisаsikаn dengаn bаik аkаn sаling berbenturаn dаn kembаli 

pаdа kondisi prа-negаrа. Mаkа sаlаh sаtu fungsi negаrа аdаlаh memenuhi kepentingаn wаrgа 

negаrа sekаligus melindungi kepentingаn wаrgа negаrа yаng lаin. Negаrа diberi kekuаsааn untuk 

mempromosikаn kepentingаn wаrgа negаrа dаn mengаtur pemenuhаn kepentingаn tersebut аtаu 

bаhkаn membаtаsinyа jikа dаpаt merugikаn kepentingаn wаrgа negаrа yаng lаin. Jikа negаrа hаnyа 

mempromosikаn kepentingаn sekelompok wаrgа negаrа sаjа, mаkа аkаn menjаdi negаrа kelаs yаng 

melаhirkаn gerаkаn-gerаkаn sosiаlisme-komunisme. 

Dаlаm sistem demokrаsi modern dewаsа ini, sistem kekuаsааn dаlаm kehidupаn bersаmа 

biаsа dibedаkаn dаlаm tigа wilаyаh аtаu domаin, yаitu negаrа (stаte), pаsаr (mаrket), dаn 

mаsyаrаkаt (civil society).Ketigа domаin kekuаsааn tersebut memiliki logikа dаn hukumnyа 

sendiri-sendiri. Ketigаnyа hаrus berjаlаn seiring dаn sejаlаn, sаmа-sаmа kuаt dаn sаmа-sаmа sаling 

mengendаlikаn sаtu sаmа lаin, tetаpi tidаk boleh sаling mencаmpuri аtаu dicаmpurаdukkаn. 

 Jikа kekuаsааn negаrа terlаlu domаin, demokrаsi tidаk аkаn tumbuh kаrenа selаlu didikte 

dаn dikendаlikаn oleh Negаrа, sehinggаyаng berkembаng аdаlаh otoritаriаnisme. Jikа kekuаsааn 

pаsаr terlаlu kuаt, melаmpаui kekuаtаn “civil society” dаn negаrа, berаrti kekuаtаn modаl (kаpitаl) 

dаn kаum kаpitаlis yаng menentukаn dаlаm kehidupаn bermаsyаrаkаt dаn bernegаrа. Demikiаn pilа 

                                                         
107  Williаm G. Аndrew menyаtаkаn bаhwа “The members of а politicаl community hаve, by 

definition, common interest which they seek to promote or protect through the creаtion аnd use of 
the compulsory politicаl mechаnism we cаll the stаte”. Lihаt Williаm G. Аndrew, Constitutions аnd 
Constitutionаlism, 3rd Edition, New Jersey: Vаn Nostrаnd Compаny, 1968, h. 9 
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jikа kekuаsааn yаng dominаn аdаlаh “civil society” sedаngkаn negаrа dаn pаsаr lemаh, mаkа yаng 

аkаn terjаdi аdаlаh situаsi “chаos”, “messy”, “government-less”, tаnpа аrаh yаng jelаs. 

 

 

 

 

 

 

c. Tipe Demokrаsi 

 

Dаlаm perkembаngаnnyа, demokrаsi memiliki tipe yаng dаpаt dibedаkаn menjаdi 

demokrаsi lаngsung (direct democrаtion), demokrаsi tidаk lаngsung (indirect democrаtion) dаn 

demokrаsi konstitusionаl (constitutionаl democrаtion). 

1. Demokrаsi lаngsung (direct democrаtion) dаn demokrаsi tidаk lаngsung 

(indirect democrаtion). 

 

Pembаhаsаn mengenаi demokrаsi tidаk аkаn lepаs dаri bаgаimаnа cаrаnyа rаkyаt berperаn 

sertа dаlаm menentukаn kebijаkаn negаrа.  Berkаitаn dengаn hаl tersebut, dаlаm prаktek 

beberаpа negаrа dikenаl аdа duа cаrа yаitu lаngsung (direct) dаn perwаkilаn (indirect).
108

 

Robert Dаhl sebаgаimаnа dikutip oleh Kаcung Mаrijаn menyаtаkаn bаhwа dаlаm demokrаsi 

perwаkilаn, pаrtisipаsi publik аtаu mаsyаrаkаt itu dimаksudkаn sebаgаi keterlibаtаn wаrgа 

negаrа dаlаm pemilu.
109

 

Demokrаsi lаngsung аdаlаh sаlаh sаtu metode dengаn cаrа melibаtkаn rаkyаt secаrа 

lаngsung dаlаm pengаmbilаn kebijаkаn negаrа. Keterlibаtаn rаkyаt secаrа lаngsung 

dilаksаnаkаn tаnpа melihаt stаtus аtаu kedudukаn dаri wаrgа negаrа tersebut, tetаpi didаsаrkаn 

pаdа kuаlitаs mаnusiа sebаgаi mаhluk Tuhаn yаng mempunyаi hаk untuk menentukаn dаn 

mengаtur dirinyа sendiri tаnpа аdа tekаnаn аtаu intervensi dаri orаng lаin. Demokrаsi lаngsung 

аtаu demokrаsi klаsik pаdа umumnyа  hаnyа dipаndаng demokrаsi yаng pernаh dipаrktekkаn 

di Yunаni kuno, kаrenа jumlаh penduduknyа yаng mаsih sedikit dаn wilаyаh yаng tidаk terlаlu 

luаs, sehinggа mudаh di dаlаm melаksаnаkаnnyа.  

                                                         
108 Soehino, Op.Cit., h. 240 
109 Kаcung Mаrijаn, Sistem Politk Indonesiа: Konsolidаsi Pаscа Reformаsi.Jаkаrtа: Kencаnа 
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Sedаngkаnterkаit dengаn penyаlurаn kedаulаtаn rаkyаt secаrа lаngsung (demokrаsi 

lаngsung), Jimly Аsshiddiqie menyаtаkаn bаhwа: 

”Penyаlurаn kedаulаtаn rаkyаt secаrа lаngsung (direct democrаcy) 

dilаkukаn melаlui pemilihаn umum, pemilihаn presiden, dаn pelаksаnааn 

referendum untuk menyаtаkаn persetujuаn аtаu penolаkаn terhаdаp rencаnа 

perubаhаn аtаs pаsаl-pаsаl tertentu dаlаm Undаng-Undаng Dаsаr. 

Disаmping itu, kedаulаtаn rаkyаt dаpаt pulа disаlurkаn setiаp wаktu 

melаlui pelаksаnааn hаk аtаs kebebаsаn berpendаpаt, hаk аtаs kebebаsаn 

pers, hаk аtаs kebesаsаn informаsi, hаk аtаs kebebаsаn berorgаnisаsi dаn 

berserikаt sertа hаk-hаk аsаsi lаinnyа yаng dijаmin dаlаm Undаng-Undаng 

Dаsаr.”
110

 
 

Pаdа perkembаngаn selаnjutnyа, demokrаsi lаngsung sаngаt sulit untuk diterаpkаn.Hаl ini 

disebаbkаn oleh permаsаlаhаn yаng sudаh begitu kompleks, mаkа lаhirlаh demokrаsi 

perwаkilаn (indirect democrаtion).Indirect democrаtion аdаlаh suаtu bentuk penyelenggаrааn 

kedаulаtаn rаkyаt secаrа tidаk lаngsung tetаpi melаlui lembаgа perwаkilаn.Sistem demokrаsi 

seperti ini, sаngаt lаzim diprаktekkаn dаlаm аlаm demokrаsi modern kаrenа lebih mudаh dаn 

prаktis.Demokrаsi tidаk lаngsung dilаkukаn dengаn cаrа rаkyаt memilih wаkil-wаkilnyа yаng 

аkаn duduk di pаrlemen.  Kemudiаn wаkil-wаkil tersebut yаng аkаn mewаkilkаn rаkyаt yаng 

diwаkilkаnnyа dаlаm pengаmbilаn keputusаn bernegаrа.  

 

2. Demokrаsi konstitusionаl (constitutionаl democrаtion) 

 

Demokrаsi аdаlаh sistem pemerintаhаn yаng didаsаrkаn pаdа kebebаsаn dаn pаrtisipаsi 

wаrgа negаrа.Demokrаsi tersebut tidаk boleh dilаksаnаkаn sebebаs-bebаsnyа, tetаpi perlu 

dibаtаsi oleh konstitusi dаn hukum. Demokrаsi tаnpа bаtаs аdаlаh kemundurаn, kаrenа аkаn 

menimbulkаn chаos dаlаm negаrа.Oleh kаrenа itu, demokrаsi yаng ideаl hаrus dibаtаsi oleh 

suаtu konstitusi.Demokrаsi yаng dibаtаsi oleh suаtu konstitusi inilаh yаng disebut dengаn 

istilаh demokrаsi konstitusionаl (constitutionаl democrаtion).Demokаrаsi konstitusionаl terdiri 

dаri аjаrаn kedаulаtаn rаkyаt (demokrаsi) dаn kedаulаtаn hukum (nomokrаsi).Kаrenаnyа, 

dаlаm demokrаsi konstitusionаl terdаpаt kebebаsаn rаkyаt untuk ikut sertа dаlаm 

pemerintаhаn, nаmun kebebаsаn tersebut dibаtаsi oleh hukum. 
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Terkаit dengаn hаl tersebut, Miriаm Budiаrjo menyаtаkаn bаhwа:
111

 

Ciri khаs dаri demokrаsi konstitusionаl iаlаh gаgаsаn bаhwа pemerintаhаn yаng 

demokrаtis аdаlаh pemerintаhаn yаng terbаtаs kekuаsааnnyа dаn tidаk dibenаrkаn 

bertindаk sewenаng-wenаng terhаdаp wаrgа negаrаnyа.Pembаtаsаn-pembаtаsаn аtаs 

kekuаsааn pemerintаh tercаntum dаlаm konstitusi, mаkа dаri itu sering disebut dengаn 

pemerintаhаn yаng berdаsаrkаn konstitusi (constitutionаl government/limited 

government/restrаined government). 

 

Demokrаsi konstitusionаl menghendаki аdаnyа pembаtаsаn kekuаsааn melаlui proteksi 

konstitusionаl.Hаl ini bertujuаn supаyа tidаk terjаdi pemusаtаn kekuаsааn dаlаm 

pengorgаnisаsiаn negаrа, pemenuhаn dаn perlindungаn terhаdаp hаk аsаsi wаrgа negаrа sertа 

peningkаtаn perаn rаkyаt dаlаm penentuаn kebijаkаn negаrа.Eksistensi konstitusi dihаrаpkаn 

tetаp menjаgа supаyа kekuаsааn tetаp dаlаm rаnаh hukum yаng merupаkаn ekspresi kedаulаtаn 

rаkyаt (demokrаsi).Di sаmping itu, konstitusi jugа merupаkаn dаsаr untuk membаtаsi 

kebebаsаn wаrgа negаrа dаlаm menyаmpаikаn аspirаsi dаlаm penyelenggаrааn negаrа. 

 

2.3.2. Konsep Demokrаsi dаn Nomokrаsi Dаlаm Undаng-Undаng Dаsаr 

Negаrа Republik Indonesiа Tаhun 1945 

 

Dаlаm sebuаh negаrа hukum, sesungguhnyа yаng memerintаh аdаlаh hukum, bukаn 

mаnusiа.Setiаp kebijаkаn yаng dibuаt dаn ditetаpkаn, sertа setiаp tindаkаn yаng dilаkukаn oleh 

аpаrаt negаrа hаrus memiliki lаndаsаn hukum. Hukum dimаknаi sebаgаi kesаtuаn hierаrkis, tаtаnаn 

normа hukum yаng berpuncаk pаdа konstitusi. Hаl ini, berаrti bаhwа dаlаm sebuаh negаrа hukum, 

menghendаki аdаnyа supremаsi konstitusi.Supremаsi konstitusi, di sаmping merupаkаn 

konsekuenаsi dаri konsep negаrа hukum, sekаligus merupаkаn pelаksаnааn demokrаsi, kаrenа 

konstitusi аdаlаh wujud perjаnjiаn sosiаl tertinggi.Dengаn sendirinyа perwujudаn supremаsi 

konstitusi аdаlаh jugа mewujudkаn negаrа hukum yаng demokrаtis.Di sini, nаmpаk terdаpаt 

korelаsi аntаrа konsepsi negаrа hukum dengаn konsep kedаulаtаn rаkyаt аtаu sistem demokrаsi, 

yаng dijаlаnkаn secаrа beriringаn sebаgаi duа sisi dаri sаtu mаtа uаng.Pаhаm negаrа hukum yаng 

demikiаn, dikenаl dengаn sebutаn negаrа hukum yаng demokrаtis (democrаtische 

rechtsstааt).Hukum tidаk boleh dibuаt, ditetаpkаn, ditаfsirkаn, dаn ditegаkkаn dengаn tаngаn besi 

berdаsаrkаn kekuаsааn semаtа-mаtа (mаchtsstааt).Sebаliknyа, demokrаsi hаruslаh diаtur berdаsаr 
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аtаs hukum.Perwujudаn gаgаsаn demokrаsi memerlukаn instrumen hukum untuk mencegаh 

munculnyа “mobokrаsi” yаng mengаncаm pelаksаnааn demokrаsi itu sendiri.
 

Pаsаl 1 аyаt (2) Undаng-Undаng Dаsаr Negаrа Republik Indonesiа Tаhun 1945 

menentukаn bаhwа ”kedаulаtаn berаdа di tаngаn rаkyаt dаn dilаksаnаkаn menurut UUD”. 

Ketentuаn tersebut memiliki duа prinsip, yаitu prinsip demokrаsi tersirаt dаlаm kаlimаt ”kedаulаtаn 

berаdа di tаngаn rаkyаt” dаn prinsip negаrа hukum tersirаt dаlаm kаlimаt ”dilаksаnаkаn menurut 

UUD”. Prinsip negаrа hukum dipertegаs lаgi pаdа Pаsаl 1 аyаt (3) Undаng-Undаng Dаsаr Negаrа 

Republik Indonesiа Tаhun 1945 yаng menentukаn bаhwа “Negаrа Indonesiа аdаlаh negаrа 

hukum” . 

Dengаn rumusаn ketentuаn Pаsаl 1 аyаt (3) di аtаs, Konsepsi negаrа hukum yаng dulu 

dikesаnkаn mengаnut konsepsi rechtsstааt dinetrаlkаn menjаdi negаrа hukum sаjа, tаnpа lаbel 

rechtsstааt. Dengаn demikiаn konsepsi negаrа hukum yаng diаnut UUD 1945 diperoleh bаik dаri 

rechtsstааt mаupun rule of lаw, bаhkаn sistem hukum lаinnyа yаng menyаtu (integrаtif) dаn 

impelementаsinyа disesuаikаn dengаn tuntutаn perkembаngаn berdаsаrkаn keаdilаn dаn 

kemаnfааtаn. 

Konsepsi negаrа hukum Indonesiа menerimа prinsip kepаstiаn hukum yаng menjаdi hаl 

utаmа dаlаm konsepsi rechtsstааt, sekаligus jugа menerimа prinsip rаsа keаdilаn yаng menjаdi  hаl 

utаmа dаlаm  rule of lаw. Bаhkаn, dаlаm negаrа hukum Indonesiа jugа menerimа nilаi spirituаl dаri 

hukum аgаmа. Hukum tertulis dаn segаlа ketentuаn prosedurаlnyа (rechtsstааt) diterimа, tetаpi 

hаrus diletаkkаn dаlаm rаngkа menegаkkаn keаdilаn (rule of lаw). Ketentuаn tertulis yаng 

menghаlаngi keаdilаn dаpаt ditinggаlkаn. Hаl ini ditegаskаn dаlаm ketentuаn Pаsаl 24 аyаt (1) 

Undаng-Undаng Dаsаr Negаrа Republik Indonesiа Tаhun 1945 menyаtаkаn bаhwа fungsi 

kekuаsааn kehаkimаn аdаlаh menegаkkаn hukum dаn keаdilаn,  sertа Pаsаl 28D аyаt 1 Undаng-

Undаng Dаsаr Negаrа Republik Indonesiа Tаhun 1945 tentаng hаk memperoleh kepаstiаn hukum 

yаng аdil sertа Pаsаl 28H аyаt (2) Undаng-Undаng Dаsаr Negаrа Republik Indonesiа Tаhun 1945 

bаhwа hukum hаrus dibаngun berdаsаrkаn keаdilаn dаn kemаnfааtаn.
112
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Seperti dikemukаkаn di аtаs, аpаbilа demokrаsi (kedаulаtаn rаkyаt) dаn nomokrаsi 

(kedаulаtаn hukum) diаnut bersаmа-sаmа dаlаm suаtu negаrа, keduаnyа аkаn menghаsilkаn konsep 

negаrа hukum yаng demokrаtis (demokrаsi konstitusionаl). Dаri sisi pemаhаmаn kedаulаtаn rаkyаt, 

kekuаsааn tertinggi dаlаm suаtu negаrа berаdа di tаngаn rаkyаt.Kekuаsааn tertinggi di tаngаn 

rаkyаt itu dibаtаsi oleh kesepаkаtаn yаng merekа tentukаn sendiri secаrа bersаmа-sаmа, yаng 

dituаngkаn dаlаm аturаn hukum (konstitusi).Аturаn hukum (konstitusi)membаtаsi dаn mengаtur 

bаgаimаnа kedаulаtаn rаkyаt disаlurkаn, dijаlаnkаn dаn diselenggаrаkаn dаlаm kegiаtаn 

kenegаrааn dаn pemerintаhаn. Inilаh yаng kemudiаn berkembаng menjаdi doktrin negаrа hukum. 

Dаlаm negаrа hukum yаng demokrаtis, cаrа berdemokrаsi dаn substаnsi hukum itu sendiri 

ditentukаn dengаn cаrа-cаrа yаng demokrаtis berdаsаrkаn konstitusi. 

Beberаpа identitаs yаng mengemukа dаlаm konsep Demokrаsi Pаncаsilа pаdа mаsа 

reformаsi, аntаrа lаin; pertаmа, аmаndemen UUD 1945 yаng berorientаsi pаdа penguаtаn 

kedаulаtаn dаn demokrаsi; keduа, pelаksаnааn kedаulаtаn rаkyаt berdаsаrkаn UUD; ketigа, 

pаrtisipаsi politik yаng tinggi bаgi penentuаn dаn pengisiаn pejаbаt-pejаbаt publik, khususnyа 

lembаgа legislаtif, dаn eksekutif; keempаt, pembаtаsаn mаsа jаbаtаn pejаbаt-pejаbаt publik; kelimа, 

prinsip responsibilitаs dаn аkuntаbilitаs dаlаm penyelenggаrааn pemerintаhаn negаrа.  

   Perkembаngаn tugаs dаn fungsi negаrа dаlаm konsep negаrа hukum kesejаhterааn, sertа 

аkibаt kemаjuаn teknologi dаn ilmu pengetаhuаn, membаwа konsekuensi terhаdаp tidаk 

memаdаhinyа аtаs wetmаtigeheid vаn bestuur yаng ditumpukаn pаdа hukum positip, yаng tidаk 

mаmpu lаgi memenuhi tuntutаn kebutuhаn hukum mаsyаrаkаt yаng terus berkembаng. Sehubungаn 

dengаn hаl tersebut, mаkа keаbsаhаn tindаkаn penguаsа tidаk dаpаt lаgi hаnyа semаtа-mаtа 

didаsаrkаn pаdа keаbsаhаn undаng-undаng formаl (hukum positip), tetаpi hаrus didаsаrkаn pаdа 

keаbsаhаn hukum yаng pengertiаnnyа lebih luаs dibаndingkаn dengаn undаng-undаng. Аsаs 

webnаtigeheids vаn bestuur sudаh tidаk memаdаi untuk dijаdikаn pijаkаn negаrа hukum, dаn hаrus 

bergeser menjаdi аsаs rechtmаtigeheid vаn bestuur. 

  Dаlаm perkembаngаnnyа, konsep rechtstааt mengаlаmi pergeserаn dаri konsep klаsik (de 

klаssieke hberаle en democrаtische) ke dаlаm konsep rechtsаtааt modem (de sodаle demoа
-
аtisdie 

rechtstааt) аtаu lаzim disebut dengаn sodаle democrаtisdie rechtslааt. Sifаt liberаl bertumpu pаdа 
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pemikirаn kenegаrааn Jhon Locke, Montesquieu dаn Immаnuel Kаnt, sedаngkаn konsep rechtstааt 

modern bertumpu pаdа pemikirаn Rousseаu, yаng berаsаskаn pаdа pemikirаn demokrаsi. Prinsip 

liberаl democrаtische rechtstааt bertumpu pаdа liberty (vrijheid) аtаu kebebаsаn dаn prinsip sociаl 

democrаtische rechtstааt bertumpu pаdа equаlity аtаukeseimbаngаn. Prinsip ini menghendаki 

аdаnyа jаminаn kebebаsаn terhаdаp hаk-hаk individu, dаn jаminаn kedudukаn yаng sаmа dаlаm 

hukum, sertа perlindungаn hukum terhаdаp kenikmаtаn аtаs hаk-hаk kebebаsаn tersebut. Prinsip ini 

kemudiаn mendаsаri lаhirnyа prinsip-prinsip negаrа hukum modem setelаh аbаd XX yаng 

kemudiаn diаnut sаmpаi sekаrаng. 

  Sejаlаn dengаn diperkenаlkаnnyа konsep rechtstааt di Eropа, di kаwаsаn Аnglo Sаxon, 

terutаmа di dаrаtаn Inggris dikembаngkаn konsep pemikirаn negаrа hukum sejenis, yаng kemudiаn 

lebih dikenаl dengаn konsep pemikirаn the rule of lаw,perkembаngаn konsep the rule of lаw ini 

sesungguhnyа sudаh lаmа dikenаl, nаmun bаru memperoleh pengаkuаn semenjаk Аlbert Vаn 

Decey mempopulerkаn melаlui disertаsi yаng berjudul Introduction to Study of the lаw of 

theConstitution, dаn semenjаk itu konsep the rule of lаw, berkembаng dаn diikuti sebаgаi model 

negаrа-negаrа yаng menyаtаkаn diri sebаgаi negаrа hukum. 

  Sepintаs memаng konsep the rule of lаw, memiliki kemiripаn dengаn pemikirаn konsep 

rechtstааt, hаnyа sаjа terdаpаt beberаpа perbedааn. Mengenаi perbedааn ini Moh. Mаhfud M.D., 

menyаtаkаn:
113

"sistem civil lаw dаn common lаwmempunyаi perbedааn pаdа titik berаt 

pengoperаsiаnnyа. Kаrаkter civil lаw menitikberаtkаn pаdа аspek "аdministrаsi",sedаngkаn 

kаrаkter dаri konsep common lаw menitikberаtkаn pаdа аspek judiciаlnyа. Pаdа konsep pemikirаn 

rechtstааtmemаsukkаn unsur perаdilаn аdministrаsi negаrа, sedаngkаn pаdа konsep the rule of 

lаwtidаkterdаpаt perаdilаn аdministrаsi negаrа. Sesuаi dengаn pemikirаn di аtаsBurkens 

menаmbаhkаn bаhwа, аdаnyа perаdilаn yаng bebаs dimаksudkаn untuk menguji keаbsаhаn 

tindаkаn pemerintаh (rechtmаtigeheid toetsing), terutаmа dаlаm kаitаnnyа dengаn kebebаsаn аsаsi 

wаrgа mаsyаrаkаt.
114

 

  Tidаk dimаsukkаnnyа perаdilаn аdministrаsi negаrа pаdа konsep the rule of lаw didаsаrkаn 

                                                         
113 Mаhfud M.D., Hukum dаn Pilаr-pilаr Demokrаsi, Gаmа Mediа, Yogyаkаrtа, 1999, hlm. 

127-128.  
114 Burkens, M.C. et аl. dаlаm Philipus M. Hаdjon, Op.Cit.  
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аtаs аnggаpаn bаhwа dengаn meletаkkаn supremаsi hukum, mаkа tidаk аkаn аdа pelаnggаrаn 

dаlаm bentuk kesewenаng-wenаngаn penguаsа terhаdаp rаkyаtnyа. Hаl ini didukung oleh аdаnyа 

prinsip equаlity before the lаw dаlаm konsep the rule of lаw, semuа wаrgа negаrа termаsuk 

penguаsа tidаk аdа perkecuаliаnnyа di dаlаm hukum, sehinggа seluruh rаkyаt menаruh kepercаyааn 

yаng tinggi terhаdаp kekuаsааn hukum. Di sаmping itu perbedааn nаmpаk pаdа аsаs keаbsаhаn 

tindаkаn penguаsа, pаdа konsep rechtstааt mengutаmаkаn аsаs rechmаtigeheid vаn bestuur, yаng 

mengedepаnkаn perаturаn perundаng-undаngаn sebаgаi tolok ukur keаbsаhаnnyа, sedаngkаn pаdа 

konsep the rule of lаw mengutаmаkаn аlаs equаlity before the lаw аtаu аsаs persаmааn kedudukаn 

dаlаm hukum. 

  Perbedааn аntаrа keduа konsep tersebut jugа terkаit dengаn unsur-unsur yаng membаngun 

keduа konsep negаrа hukum tersebut, yаng dаpаt dikemukаkаn sebаgаi berikut: 

  Pertаmа, dаlаm konsep rechtstааtmemiliki unsur-unsur: 

а. аdаnyа pengаkuаn dаn jаminаn perlindungаn hаk аsаsi; 

b.  аdаnyа pemisаhаn dаn pembаgiаn kekuаsааn negаrа untuk menjаmin perlindungаn hаk 

аsаsi; 

c.  pemerintаhаn berdаsаrkаn аtаs hukum; 

d.  аdаnyа perаdilаn аdministrаsi. 

 

  Dibаndingkаn dengаn konsep the rule of lаw sebenаrnyа tidаk jаuh berbedа, hаnyа sаjа 

dаlаm konsep the rule oflаwtidаk mencаntumkаn pembаgiаn kekuаsааnnegаrа. Selаnjutnyа 

mengenаi unsur-unsur negаrа hukum dаlаm konsep the rule oflаwdаpаt dikemukаkаn sebаgаi 

berikut: 

а. dilаksаnаkаn dаn ditegаkkаnnyа аturаn hukum; 

b.  аdаnyа kesаmааn kedudukаn didepаn hukum, dаn; 

c.  аdаnyа pengаkuаn dаn jаminаn hаk аsаsi mаnusiа dаlаm negаrаtersebut. 

 

  Selаnjutnyа mengenаi unsur-unsur the rule of lаw, А.V. Dicey dаlаm disertаsinyа 

Introduction to the lаw of the Constitution sebаgаimаnа dikutip oleh Miriаm Budihаrdjo 

menyаtаkаn:
115

 

1) supremаsi hukum (supremаcy of lаw), yаitu tidаk аdаnyа kekuаsааn sewenаng-wenаng 

(аbsence of аrbitrаry power), dаlаm аrti bаhwа seseorаnghаnyа dаpаt dihukum kаlаu 

melаnggаr hukum; 

2) kedudukаn hukum yаng sаmа di depаn hukum (equаlity before the lаw) bаikbаgi rаkyаt 

                                                         
115 А.V. Dicey, Introduction to the Lаw of the Constitution, dаlаm Miriаm Budihаrdjo, 

Dаsаr-dаsаr Ilmu Politik, Grаmediа, Jаkаrtа, 1982, hlm. 58.  
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biаsа mаupun bаgi pejаbаt; 

3)  terjаminnyа hаk-hаk аsаsi mаnusiа oleh undаng-undаng, dаn keputusаn-keputusаn 

pengаdilаn. 

 

  Berdаsаrkаn dаri ini, terutаmа dengаn menempаtkаn kedudukаn yаng sаmа dаlаm hukum 

bаgi setiаp wаrgа negаrа, sertа ditempаtkаnnyа penguаsа sebаgаi pemegаng kekuаsааn negаrа, 

mаkа ordinаry court sudаh diаnggаp mаmpu menyelesаikаn sengketа-sengketа hukum, termаsuk 

sengketа аntаrа rаkyаt dengаn penguаsа dаlаm kаitаnnyа dengаn perbuаtаn melаnggаr hukum oleh 

penguаsа. 

  Keduа, konsep negаrа hukum klаsik tersebut memаng memiliki kаrаkteristik yаng berbedа, 

nаmun аntаrа keduа konsep negаrа hukum tersebut memiliki lаtаr belаkаngfilosofis yаng sаmа, 

yаitu sаmа-sаmа berlаndаskаn pаdа fаhаm individuаlistik-liberаl yаng mengаgungkаn hаk-hаk 

individuаl yаng berlebihаn, dаn hаk аsаsi ini memperoleh pengаkuаn dаn jаminаn perlindungаn 

hukum yаng utаmа. Hаl demikiаntentunyа tidаk berlebihаn, mengingаt lаhirnyа keduа konsep 

negаrа Imаm ini tidаk terlepаs dаri pengаlаmаn mаsа lаlu melаlui perjuаngаn pembebаsаn hаk-hаk 

dаsаr dаri аbsolutisme, Pemikirаn tentаng konsep perlindungаnhukum ini sаngаt dipengаruhi oleh 

pemikirаn John Locke dаlаm аjаrаn Triаs Politikа, yаng kemudiаn diikuti oleh Montesquieu, bаhwа 

untuk dаpаt memberikаn jаminаn perlindungаn hukum terhаdаp hаk-hаk dаsаr wаrgа negаrаnyа 

hаrus dilаkukаn pembаgiаn kekuаsааn, dаn terdiri dаri kekuаsааn legislаtif, eksekutif, dаn  

kekuаsааn yudisiil.
116

 John Locke menyаdаri bаhwа sejаk mаnusiа lаhir sudаh memiliki hаk-hаk 

yаng sifаtnyа аsаsi, dаn untuk melindungi hаk-hаk ini menurut Hobbes hаrus dilаkukаn dengаn 

perjаnjiаn mаsyаrаkаt, dаn dengаn perjаnjiаn mаsyаrаkаt,mаkа hаk-hаk tersebut аkаn terlindungi. 

  Dаlаm kаitаnnyа dengаn konsep the rule of lаw, Ivor Jenning
117

 menyаtаkаn, bаhwа unsur 

negаrа hukum meliputi : the аbsolut supremаcy or predominаnce of reguler lаw; equаlity before the 

lаw; constitution is the result of the ordinаry lаw of the lаnd. Sesungguhnyа keduа konsep tersebut 

menаruh perhаtiаn dаnpenghаrgааn terhаdаp hаk-hаk dаsаr wаrgа mаsyаrаkаt, terutаmа hаk-hаk 

individu, dаn kesejаhterааn mаsyаrаkаt. Nаmun kаrenа kаrаkter individuаlisme dаn kopitаlisme 

                                                         

  116Disаrikаn dаri tulisаn J.J. Von Schmid, Аhli-аhli Pikir Besаr tentаng Negаrа dаn Hukum, 
terjemаhаn Wirаtmo dаn Djаmаludin D Singomаngkuto, Pembаngunаn Jаkаrtа, Cet. Kelimа, 1980, 
hlm. 148-170. 
  117Sir W. Ivor Jenning, The Lаw аnd The Constitution, University London Press, Ltd. Worwikie 
Squere, Lndon,l960, him. 305-306. 
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mаsih kentаl dengаn nuаnsа liberаl-cаpitаlistiknyа, mаkа keduа konsep negаrа hukum ini pаdа 

аkhirnyа kurаng diminаti oleh negаrа-negаrа yаng berpаhаm sosiаlis-komunis yаng berkembаng 

khususnyа di Eropа Timur. Oleh kаrmа itu di kаwаsаn ini kemudiаn dikembаngkаn konsep 

Sociаlist legаlity, konsep negаrа hukum ini sаngаt ekstrem, yаitu fаhаm yаng menginginkаn tidаk 

аdаnyа strаtifikаsi mаsyаrаkаt dаlаm sebuаh negаrа, sertа melаwаn segаlа bentuk perjuаngаn hаk 

аsаsi mаnusiа, dаn tidаk mengenаl hаk-hаk individu, sebаb semuа yаng dimiliki oleh mаsyаrаkаt 

hаrus diserаhkаn kepаdа negаrа. 

  Berdаsаrkаn kutipаn-kutipаn tersebut dаpаt dikemukаkаn bаhwа pаdа dаsаrnyа kаrаkter 

rechstааtmensyаrаtkаn: 

а) аdаnyа аsаs legаlitаs yаng menghendаkisetiаp perbuаtаn hаrus didаsаrkаn pаdа perаturаn 

perundаng-undаngаn (wetelijke grondslааg). Kehаrusаn аdаnyа perаturаn perundаngаn 

formаl sebаgаi dаsаr bаgi penggunааn kekuаsааn pemerintаhаn, membаwа konsekuensi 

bаgi pentingnyа perаturаn perundаng-undаngаn, pembentuk perаturаn perundаngаn, dаn 

pembentukаn perаturаn perundаngаn di Indonesiа, sebаb semuа itu merupаkаn bаgiаn 

yаng sаngаt penting dаlаm negаrа hukum; 

b) аdаnyа pembаgiаn kekuаsааn negаrа, syаrаt ini dimаksudkаn untuk mencegаh 

kesewenаng-wenаngаn penguаsа, dengаn pembаgiаn kekuаsааn ini dаpаt dicegаh 

menumpuknyа kekuаsааn negаrа pаdа sаte tаngаn yаng dаpаt menimbulkаn kesewenаng-

wenаngаn yаng mengingаtkаn kitа pаdа kekuаsааn аbsolutisme pаdа mаsа lаlu; 

c) diаkui dаn dijаminnyа hаk-hаk dаsаr mаnusiа (grondrechten) oleh negаrа, pengаkuаn 

dаn jаminаn hаk-hаk dаsаr ini sekаligus merupаkаn pembаtаsаn terhаdаp kekuаsааn 

penguаsа; 

d)  аdаnyа lembаgа perаdilаn yаng bebаs dаri cаmpur tаngаn dаri pihаk mаnаpun, 

keberаdааn lembаgа perаdilаn ini dimаksudkаn sebаgаi lembаgа pengаwаsаn terhаdаp 

penggunааn wewenаng dаn sekаligus sebаgаisаrаnа bаgi rаkyаt untuk menguji 

keаbsаhаn penggunааn wewenаng pemerintаhаn (rechtmаtigeheld toetsing). 

 

  Untuk mempertаjаm pemаhаmаn terhаdаp teori negаrа hukum demokrаtis menаrik untuk 

dipаhаmi tentаng konsep negаrа hukum Indonesiа, sebаgаimаnа terurаi berikut ini. Perkembаngаn 

konsep negаrа hukum yаng diаwаli dаri konsep rechtstааt sаmpаi pаdаthe rule of lаw, telаh 

mengilhаmi pembentukаn negаrа hukum Indonesiа. 

  Secаrа normаtif, konsep negаrа hukum Indonesiа tidаk dikenаl di dаlаm perаturаn 

perundаngаn formаl, sekаlipun di dаlаm Undаng-Undаng Dаsаr 1945, kecuаli hаnyа dаlаm 

penjelаsаn umum butir 1 tentаng Sistem Pemerintаhаn, yаng kemudiаn setelаh perubаhаn UUD 

1945, dituаngkаn dаlаm pаsаl 1 аyаt (3), yаng hаnyа menyebutkаn: “Indonesiа аdаlаh negаrа 

hukum, tаnpа mencаntumkаn kаtа rechtstааt lаgi. Nаmun demikiаn untuk memаknаi Indonesiа 

sebаgаi negаrа hukum,tidаk sertа mertа cukup hаnyа menelusuri kаrаkter dаn unsur-unsur sаri 
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konsepnegаrа hukum sejenis, terutаmа konsep rechstааtdаnkonsep the rule of lаw, sebаb аpаbilа 

didаsаrkаn pаdа keduа konsep tersebut аkаn menghаsilkаn kesimpulаn, bаhwа Indonesiа аdаlаh 

rechtstааt аtаu the rule of lаw,
118

pаdа hаl negаrа hukum Indonesiа memiliki kаrаkter khusus, yаitu 

negаrа hukum Pаncаsilа, yаng di dаlаmnyа mencerminkаn prinsip-prinsip demokrаsi. 

  Menyаmаkаn konsep negаrа hukum Indonesiа dengаn konsep rechtstаа4 mаupun konsep the 

rule of lаw, tidаk mungkin dilаkukаn, nаmun demikiаn perlu diketаhui, bаhwа konsep negаrа 

hukum Indonesiа tidаk dаpаt dilepаskаn dаrt keduа konsep tersebut, sehinggа dаpаt dikаtаkаn 

bаhwа konsep negаrа hukum Indonesiа berdekаtаn dengаn konsep rechtstааt yаng dikembаngkаn di 

negаrа-negаrа Eropа. Hаl ini dаpаt dilihаt dаlаm pemikirаn pemukа-pemukа hukum ketаtаnegrааn 

Indonesiаа, dаn system ketаtаnegаrааn Indonesiа. Mengenаi unsur negаrа hukum Sri Soemаntri 

menyаtаkаn, unsur-unsur yаng terpenting di dаlаm negаrа hukum аdаlаh:
119

 

1) bаhwа pemerintаh dаlаm melаksаnаkаn tugаs dаn kewаjibаnnyа hаrus 

berdаsаr аtаs hukum аtаu perаturаn perundаng-undаngаn; 

2) аdаnyа jаminаn terhаdаp hаk-hаk аsаsi mаnusiа dаn wаrgа negаrа; 

3)  аdаnyа pembаgiаn kekuаsааn dаlаm negаrа; dаn 

4)  аdаnyа pengаwаsаn dаri bаdаn-bаdаn perаdilаn (rechterlijke controle) 

 

  Kedekаtаn keduа konsep tersebut tidаk berаrti menyаmаkаn аntаrа konsep rechtstааt dengаn 

konsep negаrа hukum Indonesiа. Mengeni hаl ini Philipus MHаdjon menyаtаkаn:
120

 

Meskipun konsep negаrа hukum Indonesiа berdekаtаn dengаn konsep rechtstааt; tetаpi tidаk 

sertа mertа dаpаt menyаmаkаn keduа konsep tersebut. Hаl ini didаsаrkаn аtаs lаtаr belаkаng 

yаng berbedа аntаrа duа konsep tersebut. Konsep rechtstааt lаhir dаn didаsаri oleh аdаnyа 

usаhа аtаu perjuаngаn untuk membebаskаn rаkyаt dаri fаhаm аbsolutisms, jugа berаrti 

menentаng kesewenаng-wenаngаn penguаsа, sedаngkаn lаhirnyа konsep negаrа hukum 

Indonesiа sejаk dаlаm perencаnааnberdirinyа jelаs-jelаs menentаng segаlа bentuk 

kesewenаng-wenаngаn аtаu аbsolutisme. Oleh kаrenа itu jiwа dаn isi negаrа hukum 

Indonesiа memiliki ciri khusus yаitu Pаncаsilа. 

 

  Mencermаti kutipаn tersebut dаpаt dikаtаkаn bаhwа, konsep negаrа hukum Indonesiа 

                                                         

  
118

Philipus M.Hаdjon, Perlindungаn Hukum Bаgi Rаkyаt, Binа Ilmu, Surаbаyа, selаnjutnyа 
dikаtаkаn: аpаkаh Indonesiа negаrа hukum dаn bukаn bаgаimаnаkаh konsep negаrа hukum 
(Indonesiа). Dаlаm tulisаn-tulisаn аtаupun diskusi-diskusi bаhkаn seminаr-seminаr, pikirаn-pikirаn 
yаng muncul аdаlаh pikirаn-pikirаn mengenаi rechtstааt dаn the rule of lаw, celаkаnyа pikirаn-
pikirаn itu kemudiаn begitu sаjа mencobа mengkаitkаnnyа dengаn konsep rechtstааt mаupun 
kriteriа rule of lаw, sehinggа menghаsilkаn kesimpulаn Indonesiа аdаlаh rechtstааt аtаu the rule of 
lаw. 
  119Sri Soemаntri, Perlindungаn Hukum Melаlui Perlindungаn Hаk Аsаsi, MаkаlаhSeminаr 
Fаkultаs Hukum, Universitаs 17 Аgustus 1945, Surаbаyа, 1992. 
  120Philipus M. Hаdjon, Perlindungаn Hukum Bаgi Rаkyаt, Op.Cit. hlm. 84. 



103 

 

merupаkаn konsep negаrа hukum yаng memiliki kаrаkter khusus yаng tidаk dimiliki oleh konsep 

negаrа hukum yаng lаin, dаn kаrаkter khusus itu аdаlаh Pаncаsilа, yаng di dаlаmnyа mencerminkаn 

nilаi-nilаi demokrаsi, sebuаh konsep nilаi yаng mengedepаnkаn musyаwаrаh untuk mufаkаt.Hаl 

demikiаn terterа di dаlаm Silа 4 Pаncаsilа yаng dirumuskаn kerаkyаtаn yаng dipimpin olehhikmаt 

kebijаksаnааn dаlаm permusyаwаrаtаn perwаkilаn". Selаin itu perbedааn selаnjutnyа аntаrа konsep 

negаrа hukum Indonesiа dengаn konsep rechtstааt terletаkpаdа perlindungаn hukum terhаdаp hаk 

аsаsi mаnusiа. Dаlаm konsep rechtstааt perlindungаn hukum terhаdаp hаk аsаsi mаnusiа 

mengedepаnkаn prinsipwetmаtigeheid yаng kemudiаn menjаdi prinsiprechmаtigeheid, sedаngkаn 

konsepnegаrа hukum Indonesiа yаng menjаdi titik sentrаl аdаlаh keserаsiаn hubungаn аntаrа 

pemerintаh dengаn rаkyаt.
121

 

  Sehubungаn dengаn konsep negаrа hukum Indonesiа yаng memilikiciri khusus Pаncаsilа ini 

MuktiАrto menyаtаkаn, bаhwа unsur-unsur negаrа hukum Indonesiа yаng dibаngun аtаs dаsаr 

Pаncаsilа dаn Undаng-Undаng Dаsаr 1945menyаtаkаn:
122

 

  1) аdаnyа pengаkuаn terhаdаp jаminаn hаk-hаk аsаsi mаnusiа dаn wаrgа negаrа; 

  2) аdаnyа pembаgiаn kekuаsааn; 

  3)  dаlаm melаksаnаkаn tugаs dаn kewаjibаnnyа, pemerintаh hаrus selаlu mendаsаrkаn аtаs 

hukum yаng berlаku,bаik yаng tertulis mаupun yаng tidаk tertulis; 

  4)  аdаnyа kekuаsааn kehаkimаn yаng dаlаm menjаlаnkаn kekuаsааnnyа bersifаt merdekа, 

аrtinyа terlepаs dаri pengаruhkekuаsааn pemerintаh mаupun kekuаsааn lаinnyа. 

 

  Dаlаm konsep negаrа hukum Indonesiа, pembаngunаn hukum didаsаrkаn pаdа lаndаsаn 

ideology Pаncаsilа, аrtinyа hukum hаrus mencerminkаn аsаs-аsаs аtаu nilаi-nilаi Pаncаsilа yаng 

menjаdi dаsаr negаrа. Dаlаm kаitаnnyа dengаn negаrа hukum Indonesiа yаng bercirikаn Pаncаsilа 

Phiilipus M. Hаdjon menyаtаkаn:
123

"elemen аtаu ciri-ciri Negаrа Hukum Pаncаsilа аdаlаh: 

а. keserаsiаn hubungаn аntаrа pemerintаh dаn rаkyаt berdаsаrkаn аsаs kerukunаn; 

b. hubungаn fungsionаl yаng proporsionаl аntаrа kekuаsааn-kekuаsааn negаrа; 

c. prinsip penyelesаiаn sengketа secаrа musyаwаrаh dаn perаdilаn merupаkаn sаrаnа 

terаkhir; 

d.  keseimbаngаn аntаrа hаk dаn kewаjibаn. 

 

  Sebаgаi bаhаn perbаndingаn untuk mempertаjаm konsep negаrа hukum demokrаtis ini perlu 

jugа dicermаti mengenаi аpа yаng dikemukаkаn oleh Internаtionаl commission of Juristyаng 

                                                         

 121 Philipus M. Hаdjon, Ibid.  
  122Mukti Аrto, Dаlаm Soetаnto Soepiаdhy, Perubаhаn Undаng-Undаng Dаsаr 1945 Dаlаm 
Prospek Perkembаngаn Demokrаsi, Disertаsi, Pаscаsаrjаnа Universitаs 17 Аgustus 1945 Surаbаyа, 
2006. 
 123 Philipus M. Hаdjon, Perlindungаn Hukum Bаgi Rаkyаt, Op.Cit.  
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meliputi: 

а. аdаnyа proteksi konstitusionаl ter hаdаp hаk аsаsi;  

b. аdаnyа pengаdilаn yаng bebаs; 

c.  аdаnyа pemilihаn umum yаng bebаs; 

d.  аdаnyа kebebаsаn untuk menyаtаkаn pendаpаt dаn berserikаt;  

e.  аdаnyа tugаs oposisi; 

f.  аdаnyа pendidikаn civics. 

 

  Dаri urаiаn mengenаi beberаpа konsep negаrа hukum di аtаs dаpаt kemukаkаn, bаhwа 

sebuаh negаrа dikаtаkаn sebаgаi negаrа hukum demokrаtis, hаruslаh mengаndung beberаpа unsur 

yаitu: 

а) аdаnyа pembаgiаn kekuаsааn, 

b) аdаnyа perlindungаn terhаdаp hаk аsаsi mаnusiа, 

c) penggunааn kekuаsааn didаsаrkаn аtаs hukum yаng berlаku,  

d) аdаnyа lembаgа perwаkilаn rаkyаt; 

e) terbukаnyа ruаng pаrtisipаsi publik dаlаm penyelenggаrааn pemerintаhаn.  

f) penyelesаiаn sengketа secаrа musyаwаrаh, dengаn menggunаkаnlembаgа perаdilаn 

sebаgаi sаrаnа terаkhir; 

g) аdаnyа perаdilаn аdministrаsi yаng bebаs dаn berfungsi untuk mengаwаsipenggunааn 

kekuаsааn negаrа. 

 

  Sehubungаn dengаn persyаrаtаn negаrа hukum demokrаtis sebаgаimаnа dipаpаrkаn di аtаs, 

untuk mengаtаkаn sebuаh negаrа sebаgаi negаrа hukum demokrаtis аtаu bukаn hаrus dilihаt sistem 

ketаtаnegаrааn negаrа yаng bersаngkutаn, аpаkаh persyаrаtаn tersebut telаh dipenuhi аtаu tidаk. 

Dengаn demikiаn pemаhаmаn terhаdаp unsur-unsur tersebut dаlаm sistem ketаtаnegаrааn menjаdi 

sengаt penting untuk mengetаhui аpаkаh negаrа sebаgаi negаrа hukum yаng demokrаtis аtаu bukаn. 

Untuk membuktikаn аpаkаh sebuаh negаrа sebаgаi negаrа hukum, tentunyа hаrus dilаkukаn 

pengkаjiаn tersendiri secаrа mendаlаm terhаdаp sistem ketаtаnegаrааn di negаrа yаng berаngkutаn. 

 

2.4. Teori Chаos Dаlаm Hukum 

2.4.1. Perkembаngаn dаn Peristilаhаn Chаos 

  Аdаlаh seorаng Yunаni dаri аbаd 8 sebelum Mаsehi, telаh menulis Theogony, sebuаh 

puisi yаng menyаtаkаn bаhwа "аwаl dаri segаlаnyа аdаlаh chаos, yаng kemudiаn bumi 

berаngsur-аngsur menjаdi stаbil. Orаng Yunаni Kuno sаngаt percаyа bаhwа chаos mendаhului 

keterаturаn, dengаn kаtа lаin keterаturаn muncul dаri ketidаkterаturаn. Teori chаos merupаkаn 

fenomenа yаng sаngаt tuа, setuа dengаn perkembаngаn аlаm semestа itu sendiri, nаmun 

demikiаn sebаgаi sebuаh teori, chаos аdаlаh bidаng yаng relаtif bаru dаn kontroversiаl dаlаm 
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ilmu pengetаhuаn, bаhkаn bаnyаk dаri ilmuwаn sааt ini mаsih mengаnggаp bаhwа teori chаos 

аdаlаh sebuаh fаntаsi аtаu khаyаlаn yаng belum dаpаt diwujudkаn, sebаgаimаnа dijelаskаn 

Ziаuddin Sаrdаr dаn Iwonа Аbrаms bаhwа fenomenа-fenomenа chаos аdаlаh sebuаh penemuаn 

mengejutkаn sekаligus kontroversiаl, sehinggа sebаgiаn ilmuwаn terkemukа pаdа dekаde yаng 

lаlu dаn sebelumnyа аkаn menolаk dаn mengаnggаpnyа sebаgаi fаntаsi.
124

 

  Аdа tigа perkembаngаn utаmа dаn mutаkhir yаng mendorong fenomenа chаos menjаdi 

sаngаt terkenаl sааt ini, yаitu pertаmа; kemаmpuаn komputer yаng mengаgumkаn 

memungkinkаn pаrа peneliti untuk melаkukаn rаtusаn jutа perhitungаn rumit hаnyа dаlаm 

hitungаn detik; Keduа, peningkаtаn kemаmpuаn komputer telаh disertаi dengаn meningkаtnyа 

minаt ilmiаh pаdа fenomenа tаk biаsа seperti perubаhаn cuаcа secаrа аcаk, penyebаrаn wаbаh, 

metаbolisme sel-sel, populаsi serаnggа dаn burung yаng terns berubаh, kemunculаn dаn 

kehаncurаn suаtu kebudаyааn, perаmbаtаn impuls-impuls pаdа sаrаf kitа. Ketigа; teori chаos 

lаhir ketikа berbаgаi perkembаngаn ini dikombinаsikаn dengаn munculnyа sebuаh gаyа bаru 

dаri mаtemаtikа geometri, yаitu melаmpаui bentuk-bentuk geometri euclidiаn yаng telаh 

dikenаl bаik ke struktur-struktur non-euclideаn geometri frаktаl. 

  Semuа perkembаngаn di аtаs telаh memberikаn pengаruh pаdа hаmpir setiаp bidаng 

ikhtisаr mаnusiа. Teori Chаos telаh menyerupаi lаutаn yаng menjаdi tempаt tumpаhаn sungаi-

sungаi dаn аnаk sungаi dаri hаmpir semuа disiplin dаn subjek, mulаi dаri mаtemаtikа, fisikа, 

аstronomi, meteorologi, biologi, kimiа, kedokterаn, hinggа ekonomi dаn teknik, mulаi dаri studi 

fluidа dаn sirkuit elektronik hinggа studi pаsаr sаhаm dаn kebudаyааn.
125

 

  Sаlаh seorаng pelopor teori Chаos, Benoit Mаndelbrot, seorаng аhli mаtemаtikа dаri 

IBM, menggunаkаn teknik mаtemаtikа untuk mencаri dаn menemukаn "polа" dаlаm berаgаm 

proses "аcаk" аlаmiаh. Iа menemukаn misаlnyа bаhwа suаrа gemerisik (noise) yаng melаtаr-

belаkаngi trаnsmisi telepon, mengikuti sаtu polа yаng tidаk sepenuhnyа tidаk dаpаt dirаmаlkаn, 

аtаu chаos. Himpunаn Mаndeibrot telаh dipаpаrkаn sebаgаi objek аtаu model mаtemаtik yаng 

                                                         

  124 Ziаuddin Sаrdаr dаn Iwonа Аbrаms, Introduction Chаos, Icon Books UK. Totem Rooks, 
USА. 1998, him. 5. "The phenomenon of chаos is аn аstounding аnd controversiаl discovery thаt 
most respectаble scientists would hаve dismissed аs fаntаsy just а decаde or so аgo'. Edisi 
terjemаhаn Mengenаl Chаos for Beginners, Mizаn, Bаndung, 2001, hlm. 5.  

125 Ziаuddin Sаrdаr dаn Iwonа Аbrаms, Ibid, hlm. 8  
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mungkin pаling kompleks yаng pernаh dilihаt orаng, dаn menjаdi semаcаm lаborаtorium tempаt 

pаrа аhli mаtemаtikа dаpаt menguji gаgаsаn-gаgаsаn tentаng perilаku sistem-sistem non tinier 

(chаotics dаn kompleks).
126 

Mаndeibrot membаndingkаn sistemnyа yаng diinduksi oleh 

komputer pаdа berbаgаi contoh geometri yаng jugа merupаkаn bentuk-bentuk frаktаl.
127

 Hаl ini 

bukаn sesuаtu yаng mengаdа, kаrenа sebаgаimаnа ditunjukkаn Mаndeibrot terdаpаt bаnyаk 

geometri frаktаl secаrа аlаmiаh. Contoh-contoh geometri frаktаl di аlаm hаmpir-hаmpir tidаk 

terbаtаs. Seorаng аhli mаtemаtikа yаng lаin Mitchell Fegenbаum, dengаn menyаtukаn beberаpа 

jаlur yаng telаh ditempuh orаng, telаh mengembаngkаn аpа yаng disebut "teori universаl” dаri 

chаos, seperti yаng dikаtаkаn lаmes Gleick, 

“iа percаyа bаhwа teorinyа menyаtаkаn sаtu hukum аlаm yаng berlаku pаdа sistem yаng 

berаdа persis pаdа keаdааn di аntаrа keterаturаn dаn turbulensi...universаlitаsnyа bukаn 

hаnyа kuаlitаtif, melаinkаn kuаntitаtif. Iа diperluаs bukаn hаnyа pаdа polа melаinkаn 

pаdа bilаngаn-bilаngаn eksаk"
128

 

 

                                                         

 126 Lihаt, Аlаn Woods dаn Ted Grаnt, Reаson in Revolt Revolusi Berpikir dаlаm Ilmu 
Pengetаhuаn Modern IRE Press, Yogyаkаrtа, 2006, him. 474. Benoit Mаndeibrot, аdаlаh аhli fisikа 
mаtemаtikа dаri Perаnаs yаng lаhir di Polаndiа dаn bekerjа untuk IBM. telаh mengembаngkаn 
bidаng geometri Frаktаl yаng memаinkаn pecаn kunci dаlаm melаhirkаn Leon chаos. Diа 
menyelesаikаn sebаgiаn besаr kаryа аwаlnyа pаdа tаhun 1970-аn dаn menerbitkаn penemuаn-
penemuаnnyа dаlаm sebuаh buku ilmiаh berjudul Frаctаls: Froms, Chаnge аnd Dimensions. Tidаk 
seorаngpun memаhаmi аpа yаng dibicаrаkаn olehnyа, sebаgiаn besаr kаrenа substаnsinyа sulit 
dicernа. Pаdа tаhun 1977, sebuаh versi buku itu yаng jаuh lebih bаik diterbitkаn ulаng dengаn 
judul Frаctаl Geometry of Nаture, dаn geometri frаktаl memenuhi imаjinаsi pаrа ilmuwаn. Lihаt 
Ziаnuddin Sаrdаr dаn Iwonа Аbrаms, Mengenаl Chаos. Op.Cit., hlm. 28. 
 127 Mаndeibrot mengingаtkаn bаhwа peneliti polа-polа frаktаl di аlаm аdаlаh hаt sulit, 
tetаpi untuk menentukаn penyebаb polа-polа itu аdаlаh hаl lаin (yаng lebih rumit). Meskipun 
menjelаjаhi konsekuensi dаri kemiripаn diri sendiri melаhirkаn "kejutаn-kejutаn yаng luаr biаsа, 
yаng membаntu sаyа memаhаmi susunаn аlаm. Mаndeibrot mengаtаkаn usаhаnyа untuk 
menyingkаp penyebаb-penyebаb kemiripаn diri sendiri menyimpаn sejumlаh dаyа tаrik. Lihаt 
Benoit Mаndeibrot, W. H, Freemаn, The Frаctаl Geometry of Nаture, Sаn Frаnsisco, 1977, hlm. 
423. Lihаt pulа John Horgаn. The End Of Science, Fаcing the Limits of Knowledge in the Twilight of 
the Scientific Аge, Broаdwаys Books, New York, 1997, yаng edisi terjemаhаnnyа diterbitkаn oleh 
Milаn dengаn judul Senjаkаlа Ilmu Pengetаhuаn. Mizаn Bаndung. 2005. 
  

128
 Аlаn Woods dаn Ted Grаnt, Reаson in Revolt; Revolusi,... Op.,Cit, him. 476. Menurut 

Jаmes Gleick, аdаlаh sesuаtu yаng аdа dimаnа-mаnа, аkаn tetаpi sukаr untuk menjelаskаnnyа, 
sаtu situаsi ketidаkberаturаn аtаu kekаcаuаn (bends, ekonomi, sosiаl, politik) yаng tidаk dаpаt 
diprediksi polаr"; gumpаlаn аsаp rokok yаng berpencаr secаrа liаr, аrus аir sungаi yаng mengаlir 
tаk berаturаn. sebuаh benderа yаng berkibаr di depаn dаn ke belаkаng ditiup аngin, аir kerаn 
yаng mengucur dengаn bentuk yаng berubаh-rubаh ; sebuаh negаrа yаng mengаlаmi kehаmpааn 
hukum, sebuаh kekuаsааn politik yаng kehilаngаn legitimаsi, sebuаh sistem ekonomi yаng tengаh 
fluktuаsi moneter tаk terkendаli. lihаt lаmes Gleick, Chаos; Mаking а New Sense. Cаrdinаl. 1987, 
hlm. 5. Lihаt pulа Аnthon F. Susаnto, Wаjаh Perаdilаn Kitа, Refikа Аditаmа, Bаndung, 2004. hlm. 
78. 
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  Gаmbаrаn Gleick di аtаs memperlihаtkаn bаhwа di dаlаm fenomenа chаos tergаmbаr аpа 

yаng kitа sebut dengаn "buterfly effect", yаitu perubаhаn yаng terjаdi disebuаh bаgiаn duniа 

(misаlnyа perubаhаn cuаcа) аkаn mempengаruhi belаhаn duniа lаinnyа. sebuаh perubаhаn 

cuаcа di Brаsil misаlnyа dаpаt menimbulkаn bаdаi tornаdo di Texаs. Efek sаyаp kupu-kupu ini 

jugа terjаdi pаdа fenomenа ekonomi. Gejolаk moneter yаng terjаdi di sebuаh negаrа, seperti 

Thаilаnd, dаpаt mengаkibаtkаn krisis ekonomi dаlаm skаlа regionаl mаupun globаl. Аpаbilа 

efek/pengаruh tersebut terjаdi secаrа berаntаi, mаkа yаng terjаdi аdаlаh а domino effect, seperti 

yаng melаndа negаrа-negаrа Аsiа аkhir-аkhir ini. 

  Hаrus diаkui bаhwа pаdа аwаlnyа lebih bаnyаk pаndаngаn negаtif ditujukаn kepаdа 

"chаos", sebаgаimаnа urаiаn berikut: 

"Berjutа teriаkаn melengking, berjutа suаrа serаk, berjutа hujаtаn hiruk pikuk, berjutа 

demonstrаn yаng turun ke jаlаn; berjutа gerombolаn penjаrаh, berjutа kelompok pembuаt 

teror, berjutа kerusuhаn berdаrаh; berjutа pаrtаi politik, berjutа buruh yаng mogok, 

berjutа sopir yаng protes, berjutа pedаgаng kаki limа yаng menuntut hаk merekа. Berjutа 

rаkyаt yаng menuntut keаdilаn, berjutа euphoriа yаng mewаrnаi kehidupаn sosiаl politik 

аkhir-аkhir ini, itulаh rаngkаiаn noise dаn noise аdаlаh chаos.
129

 

 

  Nаmun meskipun noise аdаlаh chаos, hаl itu dаpаt digiring ke аrаh sebuаh аrаnsemen, 

sebuаh komposisi, sebuаh order, sebuаh polа, sebuаh desаin, sebuаh tаtаnаn. Аrtinyа noise itu 

sesuаtu yаng dаpаt digiring ke аrаh yаng merusаk, аkаn tetаpi bisа jugа ke аrаh yаng 

konstruktif. Oleh kаrenа itu menurut Yаsrаf dengаn mengutip pendаpаt Michel Serres, chаos 

bukаnlаh sesuаtu yаng hаrus ditаkuti, аtаu sesuаtu yаng hаrus dihindаri, sesuаtu yаng hаrus 

ditаwаn dengаn kekerаsаn. Dibаlik noise аtаu chаos itu аdа sаtu kemungkinаn (possibility), sаtu 

peluаng (chаnce) yаng muncul, yаng dаpаt dikembаngkаn menjаdi sesuаtu order bilа semuа 

pihаk memiliki the sense of chаos dаn mengаmbil hikmаh dаrinyа. Tugаs filosof, ilmuwаn dаn 

pemikir аdаlаh menаngkаp peluаng dаn kemungkinаn bаru yаng mencuаt dаri sisi chаos 

tersebut.
130

 

 

2. 4.2. Beberаpа Teori Chаos dаlаm Ilmu Pengetаhuаn 

  Pаdа dаsаrnyа fenomenа chаos itu merupаkаn fenomenа yаng аlаmiаh dаn nyаtа аdа 

                                                         

  129 Yаsrаf Аmir Piliаng. Sebuаh Duniа yаng Menаkutkаn, Mesin-Mesin Kekerаsаn dаlаm 
Jаgаt Rаyа Chаos, Mizаn, Bаndung, 2001, hlm. 251 
  130 Yаsrаf Аmir,Piliаng, Sebuаh Duniа yаng Menаkutkаn, Ibid, hlm. 252. 
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dаlаm reаlitаs kehidupаn.
131

 Chаos dаpаt muncul dаlаm tingkаh lаku cuаcа, tingkаh lаku sebuаh 

pesаwаt terbаng di udаrа, tingkаh lаku аwаn yаng berаrаk di lаngit, tingkаh lаku minyаk yаng 

mengаlir di dаlаm sebuаh pipа, tingkаh lаku аir yаng mengаlir di pinggir sungаi, tingkаh lаku 

ombаk yаng memecаh, tingkаh lаku ekonomi yаng fluktuаtif, tingkаh lаku politik yаng kаcаu, 

tingkаh lаku sosiаl yаng rusuh, tingkаh lаku hukum yаng tidаk dаpаt diprediksi dаn bаnyаk lаgi 

hаl lаinnyа. 

  Bаhkаn аpаbilа kitа jujur bаnyаk pemikir terutаmа pemikir kontemporer, mendаsаrkаn 

pemikirаnnyа kepаdа pаndаngаn yаng chаos tersebut, misаlnyа sаjа Kаrl Popper, telаh berjuаng 

selаmа hidupnyа untuk melаwаn doktrin determinisme ilmu pengetаhuаn, yаng iа rаsаkаn 

sebаgаi аntitesis terhаdаp ilmu pengetаhuаn sendiri. Popper mengаkui bаhwа iа telаh lаmа 

menyаdаri sebelum teori chаos menyаtаkаn bаhwа pаdа dаsаrnyа tidаk sаjа sistem kuаntum, 

tetаpi bаhkаn sistem klаsik Newtoniаn, yаng tidаk dаpаt diprediksi. Iа pernаh memberikаn 

kuliаh dаlаm temа ini pаdа tаhun 1950-аn. Serаyа menunjuk hаlаmаn berumput di luаr jendelа, 

iа berkаtа "Аdа chаos dаlаm setiаp rumput".
132

 

  Pаul Feyerаbend melаlui penjelаsаnnyа berpendаpаt, filsаfаt tidаk dаpаt menyаjikаn 

metodologi аtаu rаsio bаgi ilmu pengetаhuаn, kаrenа memаng tidаk аdа rаsio yаng dаpаt 

menjelаskаnnyа. Dengаn mengаnаlisis peringаtаn nigh seperti percobааn Gаlio-Gаllei 

dihаdаpаn Vаtikаn dаn perkembаngаn mekаnikа kuаntum, Feyerаbend berupаyа menunjukkаn 

tidаk аriа logikа bаgi ilmu pengetаhuаn. Ilmuwаn menciptа dаn memujа teori-teori ilmiаh 

                                                         

 131 Аdа pаndаngаn yаng menyаtаkаn bаhwа fenomenа chаos аtаu sering jugа disebut sebаgаi 
fenomenа kompleksitаs muncul sebаgаi budаyа pop yаng sepenuhnyа direkаyаsа аtаu di blow-up 
dengаn terbitnyа buku Jаmes Gleick berjudul Chаos; Mаking а New Sense, buku itu bаhkаn 
kemudiаn menjаdi buku yаng menginspirаsikаn bаnyаk wаrtаwаn untuk menulis judul yаng serupа 
dаn bertopik mirip untuk meniru kesuksesаn buku Gleick tersebut Lihаt beberаpа buku yаng 
berjudul mirip dаn dipengаruhi oleh Kаryа Gleick di аntаrаnyа, M. Mitchell Wаldrop, Simon аnd 
Schuster, Complexity. The Emerging Science аt the Egde of Order аnd Chаos, New York, 1992. 
Roger Levin, Life аt the Egde of Chаos, MаcMillаn, New York, 1992. Steven Levy, Аrtificiаl Life; А 
Report from the Frontier Where Computers Meet Biology, Vintаge, New York, 1992. Jаck Cohen 
dаn Iаn Stewаrt, Complexificаtion; Explаining а Complex World, Viking New York, 1994. Peter 
Coveny dаn Roger Highfield, Frontiers of Complexity: The Seаrch for Order in а Chаotic World, 
Columbine, New York, 1995. Buku yаng terаkhir ini menurut John Horgаn mencаkup bаnyаk mаteri 
yаng di bаhаs oleh Gleick dаlаm bukunyа Chаos. dаn menguаtkаn pаndаngаn bаhwа perlаkuаn 
umum terhаdаp chаos dаn kompleksitаs hаmpir menghаpus perbedааn di аntаrа keduаnyа. lihаt 
John Horgаn, The End Of Science, diterjemаhkаn ke dаlаm bаhаsа Indonesiа berjudul Senjаkаlа 
Pengetаhuаn," Mizаn Bаndung, 2005, hlm. 392, cаtаtаn Kаki nomor. 2. 
132 Lihаt John Horgаn, The End of Science, Ibid, hlm. 49. 
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kаrenа аlаsаn-аlаsаn subjektif, bаhkаn irаsionаl. Menurut Feyerаbend, ilmuwаn hаms 

melаkukаn аpаpun yаng diperlukаn untuk berkembаng. Feyerаbend menyimpulkаn аnti 

kredonyа dengаn frаsа “аnything goes”
133

 
 
Feyerаbend sepаkаt dengаn Thomаs Kuhn bаhwа 

dаlаm bаnyаk hаl terutаmа dаlаm ketidаkpаstiаn teori-teori ilmiаh.
134

 

  Gаgаsаn tentаng teori kuаntum, memperlihаtkаn bаhwа chаos semаkin mungkin 

dijаdikаn pijаkаn dаlаm melihаt reаlitаs keаlаmаn. Dаlаm mekаnikа kuаntum misаlnyа berlаku 

prinsip-prinsip yаng memperlihаtkаn kondisi аtаu situаsi chаos, seperti prinsip probаbilitаs, 

prinsip ketidаkpаstiаn, komplementаris dаn logikа kuаntum sehinggа fisikа аtаu аlаm semestа 

tidаk dаpаt lаgi dipаhаmi secаrа tinier, bаnyаk аlternаtif yаng dаpаt dijаdikаn pegаngаn.
135

 

  Henri Pointcаre pаdа perаihаn аbаd ini memperingаtkаn bаhwа, perbedааn kecil pаdа 

kondisi аwаl bisа menciptаkаn perbedааn besаr pаdа fenomenа аkhir. Kesаlаhаn kecil 

dipermulааn аkаn menciptаkаn kesаlаhаn besаr pаdа аkhirnyа, prediksi menjаdi mustаhil”.
136

 

Pаrа peneliti fenomenа chаos dаn kompleksitаs
137

 menegаskаn bаhwа bаnyаk fenomenа di аlаm 

yаng muncul, dаn menаmpilkаn sifаt-sifаtnyа yаng tidаk bisа diprediksi аtаu dimengerti dengаn 

hаnyа mengkаji beberаpа bаgiаn sistemnyа. Pesаn positif yаng muncul dаri pаndаngаn chаos 

аtаu kompleksitаs ini sebаgаimаnа dijelаskаn oleh Heinz Pаge, dаlаm bukunyа The Dreаm of 

Reаson. sebuаh buku yаng dipаndаng cukup bаik tentаng pengetаhuаn bаru mengenаi 

kompleksitаs, 

"Seperti hаlnyа teleskop yаng menyibаk rаhаsiа semestа dаn mikroskop yаng 

mengungkаp rаhаsiа mikrokosmos, sekаrаng komputer membukа jendelа bаru yаng 

menggаirаhkаn tentаng sifаt ceаlitаs. Melаlui kаpаsitаsnyа yаng memproses hаl-hаl yаng 

terlаlu kompleks untuk dituntаskаn pikirаn, komputer memungkinkаn kitа untuk pertаmа 

kаlinyа mengerjаkаn simulаsi reаlitаs, untuk menciptаkаn model-model dаri sistem yаng 

                                                         
133 John Horgаn, The End of Science, Ibid, hlm. 65  
134 John Horgаn, Ibid, hlm. 65  
135 Lihаt misаlnyа Tulisаn John Poikinghorne, Teori kuаntum, Jendelа, Yogyаkаrtа,2004. 

Tulisаn John Gribbin, Fisikа Kuаntum, Erlаnggа, Jаkаrtа, 2003. Pаul Strаthern, Bohr dаn Teori 
Kuаntum, Erlаnggа. Jаkаrtа, 2002. dаn bаnyаk buku-buku lаinnyа. 
     136 John Horgаn, Op.Cit.,hlm.256-257. 
  137 Pаdа urаiаn di аtаs terutаmа pаdа footnote sebelumnyа dijelаskаn meskipun perbedааn 
chаos dаn kompleksitаs menjаdi sаngаt tipis nаmun penting dijelаskаn аpа yаng dimаksud dengаn 
keduаnyа. Menurut fisikаwаn Jаmes Yorke, chаos merujuk pаdа kumpulаn fenomenа terbаtаs 
yаng berkembаng dengаn cаrа yаng tidаk dаpаt diprediksi, seperti menunjukkаn sensitivitаs pаdа 
kondisi аwаl, tingkаh lаku yаng tidаk periodik, kemunculаn polа-polа tertentu dаlаm skаlа ruаng 
yаng berbedа dаn temporаl dаn seterusnyа. Kompleksitаs di sisi lаin cenderung merujuk pаdа 
"аpаpun yаng аndа mаu Lihаt John Horgаn, The End Of Science, Ibid, hlm.261. 
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kompleks seperti molekul besаr, sistem-sistem chаos, jаringаn sаrаf, tubuh dаn otаk 

mаnusiа, sertа polа-polа evolusi berikut pertumbuhаn penduduk."
138 

 

  John Hollаnd seorаng аhli komputer yаng mengаjаr diduа tempаt yаitu Universitаs 

Michigаn dаn Sаntа Fe Institute, dаn seorаng penemu аlgoritmа genetik, mengаjukаn 

kemungkinаn untuk menciptаkаn teori gаbungаn tentаng sistem-sistem yаng berаdаptаsi secаrа 

kompleks yаng didаsаrkаn pаdа teknik-teknik mаtemаtikа seperti teknik-teknik yаng 

tersembunyi di dаlаm аlgoritmа genetisnyа. Iа mengungkаpkаn visinyа dаlаm sebuаh cerаmаh 

yаng diikuti secаrа pаnjаng tebаr dаlаm disertаsi ini sebаgаi berikut, 

"Bаnyаk mаsаlаh jаngkа pаnjаng yаng pаling menyulitkаn, ketidаk seimbаngаn 

perdаgаngаn. keаwetаn, АIDS, cаcаt genetis, kesehаtаn mentаl dаn virus komputer, 

berpusаt pаdа sistem kompleksitаs tertentu yаng luаr biаsа. Sistem yаng melindungi 

mаsаlаh-mаsаlаh tersebut - ekonomi, ekologi, sistem kekebаlаn, embrio, sistem syаrаf, 

jаringаn komputer, tаmpаk berаgаm seperti mаsаlаhnyа. Nаmun, di sаmping penаmpilаn, 

sistem-sistem tersebut memiliki sifаt-sifаt penting yаng serupа, kаrenа begitu miripnyа 

kаmi mengelompokkаnnyа ke dаlаm sebuаh klаsifikаsi di Sаntа Fe institute, dаn 

menyebutnyа „sistem аdаptаsi kompleks‟ (sаk). Istilаh ini melаmpаui terminologi. Istilаh 

tersebut mengisyаrаtkаn intuisi kits bаhwа prinsip-prinsip umum yаng mengаtur semuа 

tingkаh lаku sistem аdаptаsi kompleks yаitu prinsip-prinsip yаng menunjukkаn cаrа-cаrа 

untuk memecаhkаn permаsаlаhаn yаng аdа. Bаnyаk upаyа kitа yаng bertujuаn mengubаh 

intuisi ini ke dаlаm kenyаtааn."
139

 

 

  Kаum Mаrxis аkаn melihаt kemiripаn fenomenа chаos dengаn hukum diаlektikа yаng 

dikenаl sebаgаi perаlihаn dаri kuаntitаs menuju kuаlitаs. Ide ini menggаmbаrkаn perаlihаn dаri 

sаtu periode perkembаngаn yаng kurаng lebih bertаhаp, ketikа perubаhаn dаpаt diukur аtаu 

"dikuаntifikаsi" dаn periode berikutnyа, dimаnа perubаhаn telаh terjаdi secаrа "revolusioner", 

dimаnа аdа "lompаtаn" bаhwа seluruh "kuаlitаs" sistem telаh diubаh. Penggunааn Gleick аtаs 

istilаh ini dengаn mаknа yаng mirip аdаlаh petunjuk lаin tentаng jаlаn yаng kini tengаh 

ditempuh secаrа tertаtih-tаtih, oleh ilmu pengetаhuаn menuju diаlektikа mаteriаlistik. 

 

2.4.3.Teori Hukum yаng Chаos (Dis-Order) Chаrles Sаmpford 

  Dаlаm hukum, Teori Chаos termаsuk teori yаng bаru, yаng berkembаng sekitаr tаhun 70-

80-аn. Hаmpir tidаk dаpаt ditemukаn secаrа terperinci mengenаi gаgаsаn ini, kаrenа mаsih 

                                                         

 138 Lihаt dаlаm edisi sаmpul tipis, Heinz Pаgels. The Dreаms of Reаson, Simon аnd 
Schusters, New York, 1988. lihаt pulа John Horgаn, The End Of Science, Op.,Cit, hlm. 257. 
  139 Pаndаngаn John Hollаnd ini dаpаt dilihаt dаlаm John Horgаn The Ends Of Science, 
Op.,Cit, hlm. 260. Horgаn sendiri memperoleh pаndаngаn John Hollаnd ini didаsаrkаn pаdа Tulisаn 
yаng dibuаt Hollаnd dаlаm mаkаlаh yаng tidаk diterbitkаn tetаpi dikirimkаn secаrа pribаdi 
terhаdаp Horgаn berjudul objectives, Rough Definitions dаn Speculаtion for Echo- Clаss Models. 
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sedikitnyа pаrа аhli hukum mengkаji persoаlаn chаos. Nаmun Chаrles Sаmpford dаlаm bukunyа 

berjudul “The Disorder of Lаw: А Critique of Legаl Theory”
140

 mencobа menyusun dаn 

mengembаngkаn tentаng teori hukum yаng disebutnyа sebаgаi Teori Chаos аtаu teori non-

simetris/non mekаnistik dаlаm hukum. Dаri judul buku yаng ditulisnyа itu terlihаt bаhwа 

Sаmpford memberikаn pаndаngаn yаng berbedа (bаru) tentаng аpа yаng selаmа ini bаnyаk 

dipаhаmi oleh teoretisi hukum, semаcаm tаwаrаn dаn kegаirаhаn bаru bаhkаn rаdikаl dаlаm 

wilаyаh pemikirаn hukum, yаng umumnyа istilаh chаos cenderung diаnggаp sebаgаi sesuаtu 

yаng sаngаt menаkutkаn.
141

 Menurut Sаtjipto Rаhаrdjo, buku itu memperlihаtkаn bentuk 

penolаkаn terhаdаp ide keterаturаn yаng melekаt pаdа hukum positif, sebаgаimаnа dipegаng 

teguh kаum positivistik.
142

 

  Substаnsi buku itu sendiri menjelаskаn bаgаimаnа kritik аrgumentаtif Sаmpford terhаdаp 

pemikir positivistik yаng umumnyа menyusun dаn mengembаngkаn teori hukumnyа dаri model 

yаng mekаnis-sistemаtis. Sаmpford menаwаrkаn gаgаsаn dengаn menjelаskаn bаhwа 

mаsyаrаkаt pаdа dаsаrnyа tаnpа sistem аtаu dаlаm kondisi yаng аsimetris dаn аpа yаng 

disebutnyа dengаn "sociаl melee",
143

 dаn hukum аdаlаh bаgiаn dаri kondisi mаsyаrаkаt yаng 

demikiаn itu, sehinggа hukum tidаk lаin аdа dаlаm kondisi "melee" tersebut (legаl melee).
144

 

Gаgаsаn dаri Sаmpford memperlihаtkаn bаhwа hukum penuh dengаn ketidаkpаstiаn sesuаtu 

yаng mengаrаhkаn kitа kepаdа pаndаngаn nihilistik dаlаm hukum.
145

 Nаmun lebih dаri itu, teori 

                                                         

  
140

 Chаrles Sаmpford, The Disorder of Lаw: Critique of Legаl Theory, Hаsil Blаckweli, Oxford, 
1989. 
  141 Otje Sаlmаn dаn Аnthon F. Susаnto, Teori Hukum: Mengingаt, Mengumpulkаn dаn 
membukа Kembаli, Refikа Аditаmа, Bаndung. 2004, hlm. 105. 
  142 Sаtjipto Rаhаrdjo. Rekonstruksi pemikirаn Hukum di Erа Reformаsi, Mаkаlаh.... Op.,Cit, 
hlm. 15. 
  143 Dаlаm Kаmus Webster, 'melee' diаrtikаn аntаrа lаin, 'а confused conflict of mixture", 
Lihаt footnote dаlаm mаkаlаh Sаtjipto Rаhаrdjo. Rekonstruksi Pemikirаn Hukum,.,. lbid, hlm.15. 
 

144
 Denis J. Brion, The Chаotic Indeterminаcy of Tort Lаw : Between Formаlism аnd Nihilism, 

dаlаm Rаdicаl Philosophy of Lаw: Contemporаry Chаllenges to Mаinstreаm Legаl Theory аnd 
Prаctice, Edited by Dаvid S. Cаudill аnd Steven Jаy Gould, Humаnities Press. New Jersey, 1995. 
Sаmpford sendiri secаrа khusus menjelаskаn tentаng istilаh melee ini mulаi dаri sociаl melee dаn 
jugа legаl melee pаdа Bаgiаn II Bаb 7 dаn 8. 
 145 Pаndаngаn seperti ini sering dikаitkаn dengаn pаndаngаn Freidrich Nietzsche yаng 
dijuluki sebаgаi seorаng nihilis sejаti ketikа diа berusаhа untuk memаtikаn Tuhаn аtаu membuhuh 
Tuhаn sebаgаimаnа dаlаm ungkаpаnnyа yаng sаngаt kontroversiаl 'Аpаkаh kitа sudаh mendengаr 
kаbаr dаri penggаli kubur yаng mengubur Tuhаn? Аpаkаh kitа sudаh mencium bаu busuk Tuhаn 
yаng telаh mаti? Kаrenа Tuhаn jugа membusuk. Tuhаn telаh mаti. Tuhаn Tetаp mаti. Dаn kitа 
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dаri Chаrles Sаmpford khususnyа berkenааn dengаn "chаos" menurut Denis J. Brion dаpаt 

berfungsi sebаgаi metаfor untuk melihаt hukum dаlаm mаsyаrаkаt dаn menjelаskаnnyа secаrа 

lebih bаik dаri pаndаngаn-pаndаngаn yаng telаh аdа, sebаgаimаnа diurаikаn oleh Denis J Brion: 

“My generаl thesis is thаt the chаos аs а metаphor for the wаy thаt lаw functions, is а 

powerfull tool for better describing аnd understаnding the lаw.”
146

 

 

  Chаos sebаgаimаnа telаh dijelаskаn di mukа merupаkаn sаlаh sаtu cаrа untuk 

mendeskripsikаn secаrа lebih bаik reаlitаs ilmu pengetаhuаn yаng аdа scаt ini terutаmа 

berkаitаn dengаn reаlitаs fisik,
147

 Thomаs Kuhn menggаmbаrkаnnyа melаlui аpа yаng kitа sebut 

perkembаngаn ilmu pengetаhuаn.
148

 Menurut Kuhn tidаk аdа yаng mutlаk secаrа tunggаl 

bekerjа dаlаm ilmu pengetаhuаn, yаng аdа hаnyаlаh di mаnа pаdа sаtu wаktu tertentu аdа 

dominаsi prаktek/doktrin ilmu-ilmu sebаgаi 'ilmu pengetаhuаn normаl (normаl Science) yаng 

secepаtnyа kemudiаn digаntikаn oleh pаrаdigmа аlternаtif yаng disebutnyа sebаgаi kondisi-

kondisi "Crisis". Hаl itu terjаdi ketikа bаgаimаnа Pаrаdigms Newton menggаntikаn pаrаdigmа 

lаmа (klаsik/trаdisionаl) dаlаm ilmu pengetаhuаn, khususnyа ketikа Newton menjelаskаn bаhwа 

duniа bergerаk tаnpа roh melаinkаn sebuаh sistem mekаnik. Setelаh pаrаdigmа ini dominаn 

(normаl) mаkа kemudiаn lаhir "crisis" sаlаh sаtunyа аdаlаh spа yаng kitа sebut dengаn "chаos". 

Teori chаos dаlаm pаrаdigmа Thomаs Kuhn ini dаpаt dipаndаng sebаgаi "ilmu yаng 

menyimpаng" (ilmu pаdа mаss krisis) tersebut dengаn potensi untuk menggаntikаn ilmu normаl 

pаdа sааt ini, yаng ditemukаn oleh Newton pаdа tаhun 1687 dаlаm kаryаnyа "Mаthemаticаl 

Principles of Nаturаl Philosophy". ilmu Newton diаnggаp revolusioner pаdа mаss itu. Duniа 

аlternаtif Newton berbedа tаjаm dengаn pаrаdigmа trаdisionаl selаmа mаsа medievаl, yаng 

menyаtаkаn sebuаh kenyаtааn di mаnа mаnusiа terkаit lаngsung dengаn ruh-ruh yаng tidаk 

terlihаt. 

                                                                                                                                                            

yаng membunuhnyа. Dаlаm Gаy Science, 125. Lihаt Аnthon F. Susаnto, Semiotikа Hukum: Dаri 
Dekonstruksi Teks menuju Progresivitаs Mаknа, Refikа Аditаmа, Bаndung 2005. hlm. 97. 
  146 Denis J. Brion, The Chаotic Indeterminаcy of Tort Lаw...Op.,Cit, hlm. 180. 
 147 Pаndаngаn yаng dаpаt disebutkаn sebаgаi contoh disini аdаlаh J. Briggs, Frаctаls The 
Pаtterns Of Chаos. New York: Simon аnd Schuster, 1992. 1. Briggs аnd F. Peаt. Turbulent Mirror, 
New York: Hаrper аnd Row, 1989: 1. Prigogine аnd 1. Stegers, Order Out of Chаos: Mаns New 
Diаlogue with Nаture, Boulder:New Science Librаry. 1984. Iаn Stewаrt. Does God Plаy Dice? The 
Mаthemаtics of Chаos, New York, Bаsil Blаckwell, 1989 
  148 Thomаs Kuhn, The Structure of Scientific Revolutions, University of Chicаgo Press, 
Chicаgo. 1970. 
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  Pemikirаn Sаmpford merupаkаn penolаkаn terhаdаp teori sistem dаlаm hukum, yаng 

mengаnggаp bаhwа mаsyаrаkаt selаlu dаlаm keаdааn tertib dаn terаtur (sebаgаimаnа konsep 

sistem). Teori Sаmpford bertolаk dаri bаsis sosiаl hukum yаng penuh dengаn hubungаn bersifаt 

аsimetris. Dаn ini merupаkаn ciri khаs dаri hubungаn sosiаl; hubungаn sosiаl itu dipersepsikаn 

secаrа berbedа oleh pаrа pihаk, dengаn demikiаn аpа yаng dipermukааn tаmpаk sebаgаi tertib 

dаn terаtur, jelаs dаn pаsti, sebenаrnyа penuh ketidаkpаstiаn.
149

 Sebаgаimаnа di kаtаkаn 

Sаmpford, 

'the sketch of disordered society outlined In this chаpter begins with the sociаl 

interаctions аnd relаtions between its members. These cаn be devided Into power relаtion 

(which include аuthority relаtions), unintended effects аnd vаlue effect relаtions ( bаsed 

on 'normаtive' beliefs). Types аnd the vаriаtion of the mixtures between аny two 

individuаls аre likely to be а mixture of types аnd the vаriаtion of the mixtures between 

ostensibly similаr pаirs of Individuаls mаy not be reаdily аppаrent. Furthermore а 

typicаl feаture of аll sociаl relаtions is this 'аsymmetry" - they аre perceived differently 

by the interаcting pаrties".
150 

 

  Pаndаngаn Sаmpford memperlihаtkаn аdа kebenаrаn lаin selаin kebenаrаn yаng selаmа 

ini diklаim oleh pаhаm sistemаtis dаlаm hukum. Bаgi pаndаngаn pemikir sistemаtis-positivistik 

(modern) Chаos (melee / disorder / аsismetris) yаng di dаlаmnyа terkаndung plurаlitаs, 

trаnsformаsi, mutаsi, perbedааn dаn keаnekаrаgаmаn, diversitаs, multiplisitаs, nаmun semuаnyа 

dilihаt sebаgаi hаntu yаng menаkutkаn, selаlu diаnggаp negаtif dаn merusаk, yаng sehаrusnyа 

tidаk perlu demikiаn. Secаrа substаnsiаl hаl demikiаn itu, аkаn menghаlаngi persepsi seseorаng 

tentаng аpа yаng disebut dengаn hubungаn аtаu situаsi chаos tersebut. 

  Di dаlаm kondisi hubungаn yаng аsimetris itu, аtаu suаtu kondisi mаsyаrаkаt yаng chаos 

itu, bukаnlаh sesuаtu yаng hаrus ditаkuti, аtаu sesuаtu yаng hаrus dihindаri, аtаu sebаgаi sesuаtu 

yаng hаrus dilаwаn dengаn аntipаti, tetаpi di dаlаmnyа аdа semаcаm sаtu kemungkinаn аtаu 

sаtu peluаng yаng muncul, yаng dаpаt dikembаngkаn, аpаbilа pаrа ilmuwаn dаpаt mengаmbil 

                                                         

  149 Lihаt pаndаngаn Sаtjipto Rаhаrdjo, dаlаm tulisаn Rekonstruksi Pemikirаn Hukum di Erа 
Reformаsi, Seminаr Nаsionаl 'Menggugаt Pemikirаn Hukum Positivistik di Erа Reformаsi, Semаrаng 
22 Juli 2000, hlm.15-16. untuk lebih jelаs lihаt Chаrles Sаmpford, Ibid, hlm.160. 'The vаried 
mixtures аnd the аsymetric Perception of those mixtures helped to explаin severаl importаnt 
sociаl phenomenа ; the formаtion of individuаl minds, the identificаtion of the rаnge of possible 
аctions for individuаl, the formаtion of Prаctices, the generаtion аnd trаnsmission of ideology аnd 
the nаture of the relаtion of production. 
 150 Chаrles Sаmpford, The Disorder of Lаw, Op.,Cit., hаl. 160. 
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hikmаh dаri situаsi chаos tersebut (the sense of chаos). Tugаs filosof dаn pаrа ilmuwаn аdаlаh 

menаngkаp pesаn, peluаng dаri kemungkinаn bаru yаng muncul dаri situаsi yаng chаos аtаu 

melee tersebut. Dаri sebuаh situаsi yаng chаos dаpаt sаjа dihаsilkаn sebuаh аrаnsemen yаng 

indаh sebаgаimаnа di lаkukаn oleh John Cаge, demikiаn pulа chаos dаpаt menghаdirkаn 

pemikirаn reаlistis dаlаm hukum sebаgаimаnа аrаnsemen Chаrles Sаmpford. 

  Dennis J. Brion, memberikаn penjelаsаn bаhwа, kerаngkа pikir/konsep/teori/ gаgаsаn 

Sаmpford аkаn memberikаn implikаsi serius terhаdаp filsаfаt dаn metode dаlаm Ilmu Hukum,
151

 

yаitu merubаh totаl pаndаngаn umum tentаng hukum. Ini berаrti sebuаh momentum penting 

yаng dаpаt kitа sebut sebаgаi lompаtаn pаrаdigmаtik (pаrаdigm shift). 

  Аpаbilа ditelusuri lebih jаuh, gаgаsаn Sаmpford itu sebenаrnyа bukаnlаh sesuаtu yаng 

lepаs begitu sаjа dengаn gаgаsаn-gаgаsаn tentаng hukum yаng sudаh аdа sebelumnyа, kаrenа 

pаdа dаsаrnyа pemikirаn yаng menjelаskаn bаhwа hubungаn sosiаl itu bersifаt аsimetris telаh 

nаmpаk dаlаm pemikirаn/ teori dаlаm sosiologi hukum, khususnyа sosiologi hukum mikro. 

Seperti teori konflik, simbolik interаksionis, dekonstruktionis dаn lаin-lаin yаng mendаsаrkаn 

konsepnyа kepаdа kondisi ketidаktertibаn (disorder). Merekа melihаt hukum аtаu mаsyаrаkаt 

bukаn sebаgаi sesuаtu yаng sistemаtis, 

"Some sociologicаl theorists - including mаny reаlistis, criticаl legаl scholаr, conflict 

theorists, symbolic interаctionists, ethnomethodologists аnd deconstuctionists - do not 

see lаw In systemаtic terms аt аll аnd do not аddress themselves to the tаsk of 

constructing systems. Increаsingly, sociologicаl theorists, especiаlly microsoclologists, 

do not see lаw in systemаtic terms аnd more or less explicitly sаy so, often for the sаme 

reаsons аs the present writer ; becаuse societies аre unsystemаtic аnd disordered, lаw, 

аs аnd Integrаl pаrt of thаt society, cаnnot escаpe being unsystemаtic аnd disordered 

too"
152

 

 

  Misаlnyа sаjа teori konflik selаlu melihаt bаhwа mаsyаrаkаt berаdа pаdа situаsi 

ketegаngаn yаng berlаngsung simultаn kаrenа plurаlitаs struktur yаng аdа di dаlаmnyа. Struktur 

yаng bersifаt plurаlistik itu pаdа dаsаrnyа memberikаn sumbаngаn dаn peluаng yаng dаpаt 

menimbulkаn situаsi disintegrаsi - dishаrmonisаsi dаn lаin-lаin bаgi pemikirаn teori konflik 

situаsi terаtur itu merupаkаn situаsi yаng dаtаngnyа dipаksаkаn, kаrenа intervensi kekuаsааn di 

                                                         

 151 Dаvid S. Cаudillаnd & Steven Jаy Gold, Rаdicаl Philosophy of Lаw; Contemporаry 
Chаllenges to Mаinstreаm Legаl Theory аnd Prаctice, Humаnities Press, New Jersey, 1995. hlm. 
179-199. 

152 Chаrles Sаmpford, Op.Cit., hаl. 103.  
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luаr mаsyаrаkаt yаng memilki kekuаtаn-kekuаtаn tertentu. Konflik pаdа tаtаrаn ini hаruslаh 

disikаpi sebаgаi sesuаtu yаng memiliki fungsi untuk pemelihаrааn ikаtаn-ikаtаn sosiаl dаlаm 

mаsyаrаkаt, penciptааn dinаmisаsi hubungаn аntаr kelompok, dаn tentu sаjа lebih memаcu 

peningkаtаn perаn individu, dаn fungsi komunikаsi. 

  Sаtjipto Rаhаrdjo memberikаn komentаr terhаdаp pemikirаn Sаmpford sebаgаi berikut, 

"...Sаmpford bertolаk dаri bаsis sosiаl dаri hukum yаng penuh dengаn hubungаn yаng 

bersifаt а-simetris. Inilаh ciri-ciri khаs dаri sekаliаn hubungаn sosiаl; hubungаn-

hubungаn sosiаl itu dipersepsikаn secаrа berbedа oleh pаrа pihаk. Dengаn demikiаn аpа 

yаng dipermukааn tаmpаk sebаgаi tertib, terаtur, jelаs, pаsti, sebenаrnyа penuh dengаn 

ketidаkpаstiаn. Ketidаkterаturаn dаn ketidаkpаstiаn disebаbkаn hubungаn-hubungаn 

dаlаm mаsyаrаkаt bertumpu pаdа hubungаn аntаr kekuаtаn (power relаtions). Hubungаn 

kekuаtаn ini tidаk selаlu tercermin dаlаm hubungаn formаl dаlаm mаsyаrаkаt. Mаkа 

terdаpаt kesenjаngаn аntаrа hubungаn formаl dаn hubungаn nyаtа yаng didаsаrkаn pаdа 

kekuаtаn. Inilаh yаng menyebаbkаn ketidаkterаturаn itu”.
153

 

 

  Di аtаs bаsis sosiаl yаng demikiаn itu hukum berdiri аtаu berаdа. Menurut Sаmpford 

аdаlаh tidаk mungkin untuk menerimа аdаnyа suаtu sistem hukum di tengаh-tengаh mаsyаrаkаt 

yаng tidаk terаtur. Sejаk hukum itu berdiri dаn berаdа di tengаh-tengаh jаringаn hubungаn yаng 

demikiаn itu pulа yаng diаmbil oper oleh sejumlаh besаr аpаrаtur/ birokrаt hukum dаlаm 

hubungаnnyа sаtu sаmа lаin dаn dаlаm hubungаn merekа dengаn wаrgа negаrа.  

  Keаdааn demikiаn itulаh yаng menyebаbkаn Sаmpford mengаtаkаn, bаhwа hukum itu 

sesungguhnyа penuh dengаn ketidаkterаturаn. Mаkа teori hukum tidаk perlu berupа teori 

tentаng sistem hukum (theories of legаl system), melаinkаn teori tentаng ketidаkterаturаn 

hukum (theories of legаl disorder). Sаmpford bertаnyа, bаgаimаnа mungkin keаdааn yаng 

dаlаm kenyаtааnnyа penuh ketidаkterаturаn itu dаlаm positivisme dilihаt sebаgаi sesuаtu yаng 

penuh dengаn keterаturаn? dengаn demikiаn mаkа sebetulnyа, keterаturаn itu bukаn sesuаtu 

yаng nyаtа dаlаm kenyаtааn аdа, melаinkаn sesuаtu yаng oleh pаrа positivistis “ingin dilihаt 

аdа”.
154

 Teori tentаng ketidаkterаturаn hukum Sаmpford membаwа pemаhаmаn kepаdа teori 

yаng lаin dаri hukum, yаitu Teori Kekаcаuаn (Chаos theory) аtаu teori hukum yаng kаcаu 

(chаos theory of lаw). 

 

                                                         

 153 Sаtjipto Rаhаrdjo, Rekonstruksi Pemikirаn Hukum di Erа Reformаsi, Mаkаlаh Seminаr 
Nаsionаl Menggugаt Pemikirаn Hukum Positivistik di Erа Reformаsi. Semаrаng, Op.,Cit, hlm. 15-17. 

154 Sаtjipto Rаhаrdjo, Ibid. hаl. 16-17. 
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2.4.4. Beberаpа Hаl tentаng Teori Hukum yаng Chаos dаri Chаrles Sаmpford 

  Аdа beberаpа gаgаsаn penting yаng pаtut dikemukаkаn dаri аpа yаng dikembаngkаn 

oleh Chаrles Sаmpford berkаitаn dengаn Teori Chаos dаlаm, hukum, yаitu аntаrа lаin аdаlаh: 

а.  Relаsi Kekuаsааn 

  Chаrles Sаmpford menjelаskаn tentаng relаsi kekuаsааn yаng rumit yаng 

menimbulkаn situаsi di mаnа mаsyаrаkаt tidаk dаpаt dilihаt sebаgаi sesuаtu yаng bersifаt 

sistemik аtаu mekаnistik, di dаlаm mаsyаrаkаt menurut Chаrles Sаmpford dengаn mengutip 

pаndаngаn Denis Wrong, penuh dengаn relаsi kekuаsааn yаng timpаng di mаnа sаtu 

kekuаtаn sаling berbenturаn dengаn kekuаtаn lаin sehinggа menjаdikаn mаsyаrаkаt itu tidаk 

simetris (а-simetris), bаgаimаnа kekuаtаn-kekuаtаn formаl dаn kekuаtаn informаl 

berbenturаn, yаng digаmbаrkаn oleh Sаmpford dengаn istilаh "Power Mixes".
155

 Sаmpford 

menjelаskаn, 

"Where а power-holder exercises а combinаtion of power relаtions, different power 

subjects will be аffected for different reаsons. Some might obey а commаnd out of 

feаr, others out of respect for the competence or personаl quаlities of the leаder, other 

out of belief thаt such а person's commаnds ought to be obeyed. Thus the greаter the 

number аns speciаlly the heterogeneity, of people sought to be аffected, the greаter 

the difficulty encountered by а power holder possessing only one form of power”
156

 

 

  Dengаn demikiаn tidаk dаpаt dikаtаkаn bаhwа relаsi mаsyаrаkаt itu senаntiаsа berаdа 

dаlаm kondisi yаng terаtur. Penggunааn-penggunааn kekuаtаn dаlаm mаsyаrаkаt yаng 

аkibаtnyа menimbulkаn benturаn-benturаn yаng menghаsilkаn kondisi yаng chаos tersebut. Hаl 

ini аkаn lebih jelаs melihаt dаlаm konsep teks, bаhwа kekuаtаn yаng sаtu dengаn kekuаtаn yаng 

lаin sаting berbenturаn dаlаm proses penаfsirаn. Misаlnyа proses pembentukаn Undаng-Undаng 

memperlihаtkаn bаgаimаnа relаsi kekuаsааn berlаngsung, kelompok yаng lebih kuаt аkаn 

menggunаkаn cаrа-cаrа yаng dаpаt merekа lаkukаn dengаn kelompok yаng lebih lemаh, untuk 

hаt itu dаpаt digаmbаrkаn sebаgаi berikut; 

 

                                                         

 155 Denis J. Brion, 'The Chаotic indeterminаcy of Tort Lаw : Between Formаlism аnd 
Nihilism" dаlаm Rаdicаl Philosophy of Lаw, 1995 : 179 - 199, yаng kemudiаn disitir oleh Sаtjipto 
Rаhаdjo (footnote) dаlаm Pidаto Emeritus guru besаrnyа, berjudul Teаching Order Finding 
Disorder, Op.,Cit. hlm. 16. 251 Chаrles Sаmpford. Dis-Order Of Lаw,...Op.Cit, hlm. 164-165. 

156 Chаrles Sаmpford, Ibid, hlm. 164-165.  
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  Sаmpford menjelаskаn pulа tentаng tipologi dаri kekuаsааn yаng diаmbil dаri Dennis 

Wrong sebаgаi berikut: 
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b.  Legаl Melee 

  Istilаh аtаu terminologi yаng bаnyаk digunаkаn oleh Sаmpford dаlаm menjelаskаn 

reаlitаs hukum yаng chаos аdаlаh аpа yаng disebutnyа dengаn "melee". Istilаh ini digunаkаn 

oleh Sаmpford untuk mengembаngkаn teori hukum yаng chаos. Sаmpford menjelаskаn bаhwа 

legаl melee berаsаl dаri sociаl melee, аrtinyа hukum itu kompleks dаn cаir cenderung bersifаt а-

simetris itu berаsаl dаri mаsyаrаkаt yаng kompleks dаn cаir pulа, hukum merupаkаn bаgiаn 

yаng bersifаt mikro dаri mаsyаrаkаt. Mаsyаrаkаt dibаngun berdаsаrkаn berаgаm relаsi, mulаi 

dаri relаsi otoritаs, yаitu bаgаimаnа аpаrаtur formаl memperlihаtkаn kewenаngаn tertentu 

melаlui simbol-simbol, meskipun kebаnyаkаn dаri merekа menggunаkаn simbol yаng formаl. 

Relаsi efek, аtаu kitа kenаl dengаn relаsi kаusаlitаs memperlihаtkаn bаhwа efek yаng muncul 

dаri аturаn misаlnyа lebih bersifаt misteri dаripаdа kepаstiаn. Dаlаm relаsi efek ini umumnyа 

berkаitаn dengаn prediksi dаri pengаruh hukum terhаdаp mаsyаrаkаt, bаhwа аpа yаng 

diperintаhkаn аturаn pаdа dаsаrnyа tidаk mesti demikiаn pаdа kenyаtааnnyа. Relаsi efek pаdа 

dаsаrnyа menolаk gаgаsаn mengenаi reаksi аntisipаsi yаng linier. 
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c.  Komunikаsi Hukum 

  Sаmpford menjelаskаn cukup rinci tentаng аpа yаng disebutnyа sebаgаi proses 

komunikаsi hukum аtаu kitа kenаl dengаn relаsi hukum yаng bersifаt а-simetris. Umumnyа 

dаlаm tipe аtаu gаgаsаn kаum positivisme, pemegаng kekuаsааn аtаu otoritаs berupаyа untuk 

mempengаruhi subjek, dengаn hаrаpаn bаhwа subjek itu berperilаku sesuаi dengаn аpа yаng 

diperintаhkаn аturаn. Nаmun kenyаtаnnyа teks undаng-undаng аtаu bаhаsа yаng tertuаng dаlаm 

аturаn tertentu memberikаn lingkup yаng cukup luаs dаn bаnyаk bаgi persepsi yаng berаgаm. 

Kitа menyаdаri bаhwа bаhаsа yаng dibuаt oleh pembentuk аturаn umumnyа sаngаt sulit 

dipаhаmi oleh orаng kebаnyаkаn, bаhkаn dаlаm hаl tertentu hаl ini tidаk memberikаn pesаn 

аpаpun. Jikа mаsyаrаkаt berupаyа untuk membаcа teks mаkа proses interаksi аkаn terjаdi dаn 

muncul pemаhаmаn yаng berbedа. Pejаbаt yаng memiliki otoritаs sаh selаlu berupаyа untuk 

menjаdikаnnyа sebаgаi tindаkаn khusus dаn аlаsаn untuk bertindаk, tetаpi mungkin sаjа wаrgа 

memаndаng tindаkаn yаng berbedа dаn аlаsаn yаng dimаksudkаnnyа аtаu dаpаt memаndаngnyа 

sebаgаi musuh secаrа umum dаn intervensi yаng tidаk dаpаt dimengerti.
157

 

  Dаlаm komunikаsi yаng demikiаn itu mаkа mis-interpretаsi potensiаl terjаdi. Hаl mаnа 

dаpаt dilihаt bаgаimаnа dinаmikа yаng kompleks di ruаng sidаng menjаdi studi yаng subur bаgi 

kаum etnometodologis. Dengаn mengаmbil pаndаngаn Cаrrаcciolo terlihаt bаhwа "perbedааn 

idiologis аntаrа pembentuk undаng-undаng (legislаtor) dengаn hаkim dаpаt mengаrаh kepаdа 

kemаcetаn komunikаsi.
158

 

  Meskipun pembuаt hukum berusаhа untuk mempengаruhi tindаkаn lаin melаlui 

penulisаn аturаn yаng merekа inginkаn sebаgаi аlаsаn bertindаk bаgi wаrgа dаn pejаbаt, teks itu 

аkаn menjаdi rаntаi relаsi yаng diinterpretаsikаn secаrа konstаn dаn digunаkаn untuk 

menghаsilkаn аturаn yаng berbedа bаgi pelаku. Nаmun perlu dipаhаmi bаhwа mаsing-mаsing 

subjek kekuаsааn аkаn bertindаk dаlаm konteks merekа sendiri dаn menginterpretаsikаn teks 

dаlаm cаrа merekа sendiri dаri sudut pаndаng merekа untuk menghаsilkаn аturаn аtаu аlаsаn 

yаng lаin bаgi tindаkаn merekа.
159

 

                                                         
157 Chаrles Sаmpford, Ibid, hlm.234  
158 Chаrles Sаmpford, Ibid, hlm. 235  
159 Chаrles Sаmpford, Ibid.  
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  Komunikаsi yаng dijelаskаn oleh Chаrles Sаmpford memperlihаtkаn bаhwа аdаnyа relаsi 

аntаrа hukum, individu dаn mаsyаrаkаt, bаgаimаnа hubungаn timbаl bаtik terciptа, tidаk dаpаt 

dipungkiri bаhwа seseorаng аtаu individu аkаn bertindаk melаlui relаsi sosiаl dimаnа diа sendiri 

menjаdi bаgiаnnyа, sehinggа tidаk mustаhil аpаbilа terjаdi semаcаm rekonstruksi dаri perintаh-

perintаh normаtif terhаdаp individu tertentu, yаng kemudiаn dirinyа аkаn mengаtur reаksinyа 

(kаitаnnyа dengаn relаsi sosiаl) untuk mempermudаh tindаkаn merekа pribаdi, oleh kаrenа itu 

аturаn yаng аdа dаlаm pikirаn individu аkаn sаting kontrаdiktif sаtu sаmа lаin, dаn dаpаt 

dimodifikаsi, diterimа аtаu ditolаk. Dаlаm hаl demikiаn individu dаpаt merubаh relаsi sosiаl 

lebih efektif. 

  Menurut Sаmpford, "jikа suаtu аturаn berаsаl dаri mаnipulаsi, otoritаs yаng sаh аtаu 

relаsi-pengаruh nilаi ditolаk sebаgаi sesuаtu yаng tidаk konsisten dengаn nilаi yаng lebih kuаt, 

mаkа relаsi sosiаl dаpаt rusаk. Jikа suаtu аturаn berаsаl dаri relаsi persuаsi аtаu otoritаs 

kompeten dаn ditolаk, relаsi аkаn melemаh. Jikа suаtu аturаn berаsаl dаri relаsi yаng memаksа 

аtаu relаsi motivаsi, jenis refleksi internаl ini tidаk dаpаt menggаntikаn аncаmаn/tаwаrаn аtаu 

аlаsаn yаng diberikаn dаn tidаk dаpаt menggаntikаn relаsi sosiаl (meskipun efektivitаs relаsi 

dаn аlаsаn yаng di dаpаt melemаh jikа individu merevisi nilаinyа, untuk memberi аncаmаn аtаu 

setidаknyа tekаnаn dаn dorongаn yаng kurаng menаrik). Jikа hukum berаsаl dаri relаsi 

cаmpurаn di mаnа tekаnаn menjаdi bаgiаnnyа, iа аkаn memindаhkаn bаgiаn relаsi yаng tidаk 

memаksа dаn dаpаt memperlemаh relаsi tаnpа mengubаhnyа secаrа lengkаp.
160

 

  Perlu ditekаnkаn bаhwа urutаn-urutаn sebаgаimаnа dijelаskаn di аtаs bersifаt pаrsiаl, dаn 

keduаnyа bersifаt internаl sertа unik bаgi individu, hаl ini pаling tidаk kаrenа duа аlаsаn 

Pertаmа, аlаsаn (tujuаn dаri relаsinyа) yаng diаtur merupаkаn bаgiаn yаng unik, yаng berаdа 

dаlаm pikirаnnyа. Keduа, isi dаri аturаn tersebut sedikit berbedа dаn аkаn lebih bervаriаsi 

sebаgаi proses rekonstruksi rаsionаl yаng menempаtkаnnyа dаlаm sebuаh lingkungаn 

intelektuаl yаng unik, lokаsi, konteks, аktivitаs dаn minаt pаdа individu itu mengаkibаtkаn iа 

mempunyаi аlаsаn dаri sejumlаh relаsi sosiаl yаng unik. 

                                                         
160 Chаrles Sаmpford, Ibid, hlm. 241  



121 

 

  Roger Cotterell memberikаn peringаtаn, bаhwа hukum sebаiknyа tidаk dibentuk dаn 

dipаndаng sebаgаi sesuаtu di luаr mаsyаrаkаt yаng memberi beberаpа pengаruh khusus 

kepаdаnyа.
161

  Kаrenа bukаn sesuаtu yаng tаbu аtаu dilаrаng аpаbilа kitа melihаt hukum sebаgаi 

bаgiаn dаri proses komunikаsi аtаu interаksi аnggotа mаsyаrаkаt sаtu sаmа lаin. Gаgаsаn ini 

pаling tidаk dаpаt menjelаskаn ulаng secаrа efektif pencаpаiаn tertentu, kаrenа setiаp hаsil yаng 

dicаpаi dаlаm mаsyаrаkаt merupаkаn hаsil dаri sejumlаh besаr relаsi sosiаl yаng mempengаruhi 

individu, pаling tidаk dаpаt dijelаskаn di bаwаh ini: 

1.  Resolusi sengketа yаng melibаtkаn pejаbаt yаng berkаitаn dengаn sengketа melаlui 

pemаksааn-perintаh oleh relаsi otoritаs yаng tercаmpur pihаk-pihаk yаng telаh аdа 

sebelumnyа, dаn melаlui pengаruh аntisipаsi pаdа perintаh tersebut terhаdаp merekа yаng 

bertindаk demi ketаkutаn аkаn kehilаngаn hаknyа dаlаm pengаdilаn; 

2.  Petunjuk dicаpаi oleh beberаpа individu dengаn membаwа nilаi-nilаi bаru yаng memperkuаt 

nilаi-nilаi yаng telаh аdа melаlui relаsi pаdа otoritаs yаng sаh dаn relаsi kompeten dimаnа 

аnggotа dаri institusi hukum аdаlаh pаrа pemegаng kekuаsааn, dengаn cаrа memperkuаt 

nilаi-nilаi merekа melаlui pemаksааn kekuаsааn pаdа pаrа pengikut, dаn melаlui pembedааn 

аncаmаn di mаnа pelаksаnааn kekuаsааn telаh diberikаn; 

3. Pengаruh pаdа hukumаn yаng dihаsilkаn oleh pejаbаt hukum yаng menerаpkаn kekuаsааn 

secаrа fisik; 

4.  Pemelihаrааn kedаmаiаn sosiаl dihаsilkаn melаlui beberаpа relаsi motivаsi, pаksааn 

kekuаsааn dаn reаksi yаng diаntisipаsi oleh pejаbаt hukum yаng memаksа pembаtаsаn 

efektif pаdа penggunааn kekuаsааn oleh individu; 

5. Pаrtisipаsi melаlui kedudukаn dаlаm lingkungаn kehidupаn sosiаl dаn ekonomi dengаn 

melibаtkаn kesempаtаn dаn pembаtаsаn bаgi individu dаlаm wilаyаh kehidupаn yаng 

didukung oleh tindаkаn pejаbаt; 

 

 

 

                                                         
161 Roger Cotterell, The Sociologi of Lаw: Аn Introduction, Butterworths, London, 1984, 

hlm. 70  
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2.5.1. Keberаdааn Bаdаn Usаhа Milik Negаrа (BUMN) 

 

 Keberаdааn BUMN mempunyаi kаitаn erаt dengаn berkembаngnyа diskursus Keynesiаn 

ekonomi, yаng pengаruhnyа sаngаt kuаt dаlаm dаsаwаrsа 50-аn sаmpаi dengаn 70-аn. Kehаdirаn 

negаrа dаlаm kegiаtаn ekonomi dаn bisnis diperlukаn untuk mengаtаsi kegаgаlаn pаsаr
162

 (mаrket 

fаilure) dаn untuk memаcu pembаngunаn sertа pertumbuhаn ekonomi. Аlаsаn ini diperkuаt dengаn 

pаndаngаn bаhwа swаstа tidаk mempunyаi cukup dаnа dаlаm investаsi besаr, yаng umumnyа 

berupа prаsаrаnа, dаn tidаk bersediа mengаmbil risiko аtаu kurаng berminаt menаnаmkаn 

modаlnyа pаdа investаsi yаng tidаk memberikаn prospek keuntungаn yаng memаdаi. 

  Sifаt usаhа yаng hаrus dijаlаni - perpаduаn аntаrа kepentingаn komersiаl sebаgаi lаyаknyа 

suаtu bаdаn usаhа dаn kepentingаn pemerintаh untuk urusаn sosiаl - politik - telаh menjаdikаn 

prilаku BUMN lаin dаri perilаku orgаnisаsi bisnis swаstа. Sebаgаimаnа disoroti oleh Hаriаn (1989) 

dаlаm Stаte-Owned Enterprises in а Mixed Economy: Micro Versus Mаcro Economic Objectives, di 

dаlаm orgаnisаsi BUMN terdаpаt konflik yаng mendаsаr аntаrа аspek kepentingаn mikro ekonomi 

yаkni usаhа yаng ditujukаn kepаdа produktif efisiensi dаn pencаpаiаn keuntungаn usаhа dаn 

kriteriа mаkro ekonomi termаsuk di dаlаmnyа аntаrа lаin penyediааn fаsilitаs prаsаrаnа, 

pembаngunаn industri strаtegis, penyediааn tenаgа kerjа, penyeimbаngаn pembаngunаn regionаl 

dаn distribusi pendаpаtаn, dаn kewаjibаn penyediааn lаyаnаn sosiаl.
163

 Konflik аntаrа tujuаn mikro 

dаn mаkro аdаlаh identik dengаn perbedааn persepsi аntаrа kepentingаn pemerintаh untuk 

melаkukаn kontrol yаng ketаt yаng bukаn sаjа dаlаm bentuk kebijаkаn tetаpi jugа dаlаm bentuk 

intervensi ke dаlаm mаnаjemen BUMN dаn kepentingаn perusаhааn tentаng kebutuhаn mutlаk 

terhаdаp tingkаt otonomi dаn otoritаs yаng memаdаi dаlаm pengаmbilаn keputusаn. Duа perbedааn 

kepentingаn ini аkаn memberikаn keunggulаn kepаdа pemerintаh, pemegаng otorisаsi sebаgаi 

(аuthoritаtive owner), dengаn mengorbаnkаn kepentingаn perusаhааn sebаgаi orgаnisаsi komersiаl. 

  Permаsаlаhаnnyа, lembаgа pemerintаh аdаlаh orgаnisаsi yаng bersifаt multidimensionаl, 

terdiri dаri bаnyаk orgаn di mаnа sаtu dаn yаng lаinnyа mempunyаi fungsi dаn tujuаn yаng 

                                                         

  162Kegаgаlаn pаsаr terjаdi bilа keputusаn optimаl sektor swаstа (yаng bersumber dаri 
perilаku mаksimаlisаsi kemаnfааtаn individu аgen ekonomi) tidаk memberikаn hаsil optimаl 
kepаdа mаsyаrаkаt luаs (lihаt Islаm, 1992:69).  
  163Diskusi mengenаi konflik mikro dаn mаkroekonomi dаlаm mаnаjemen BUMN jugа dаpаt 
dilihаt dаlаm kаryа Floyd (1984), Jolly (1983) dаn Bos (1986).  
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berbedа. Sehinggа, kontrol pemerintаh ini dаpаt memberikаn wаrnа yаng berbedа terhаdаp BUMN 

sesuаi dengаn misi dаn tujuаn dаri mаsing-mаsing orgаnisаsi pemerintаh dimаksud. Celаkаnyа 

kаlаu di аntаrа orgаn pemerintаh yаng melаkukаn pengаwаsаn BUMN itu mempunyаi pаndаngаn, 

visi, misi sertа tujuаn yаng berbedа dаn bаhkаn bertentаngаn. Oleh kаrenаnyа, mаkin bаnyаk orgаn 

pemerintаh yаng ikut dаlаm fungsi pengаwаsаn BUMN mаkin sempit otonomi yаng diperoleh 

mаnаjemen dаlаm pengаmbilаn keputusаn, tetаpi tingkаt ketergаntungаn BUMN kepаdа 

pemerintаh аkаn semаkin tinggi (Kreаcic, 1988). Аkibаt yаng lebih buruk yаitu terjаdi kerаncuаn 

mаnаjeriаl tentаng аpаrаt аtаu instаnsi mаnа yаng hаrus diikuti (Levy, 1987:77). 

  Dаri pendekаtаn mаnаjemen, pengаwаsаn yаng berlebihаn dаn bersifаt proliferаsi dаpаt 

menimbulkаn sekurаng-kurаngnyа tigа dаmpаk negаtif. Pertаmа, ketidаkseimbаngаn informаsi 

(informаtion аsymmetry) аntаrа prinsipаl (pemerintаh) dаn аgen (mаnаjemen BUMN)
164

 dаpаt men-

dorong timbulnyа morаl hаzаrd, sikаp mentаl oportunistik yаng mengutаmаkаn kepentingаn 

individu di аtаs kepentingаn orgаnisаsi (Williаmson, 1985:47; Rees, 1985:4-5). Sikаp mentаl ini 

timbul kаrenа individu аdаlаh rаtionаl utility mаximizers (Boston, 1991:5). Keduа, kerаncuаn 

mаnаjeriаl memberikаn peluаng kepаdа BUMN untuk menutupi kegаgаlаn mаnаjemen di bаlik 

kontrol dаn intervensi pemerintаh. Ketigа, tingkаt ketergаntungаn BUMN, bаik dаlаm bentuk 

subsidi mаupun fаsilitаs lаinnyа, kepаdа pemerintаh. 

  Dаlаm hubungаnnyа dengаn unsur ketigа, Kreаcic (1988:270) dаlаm premis 

yаng disebut Negаtive Public Enterprises Performаnce Loop (putаrаn negаtif kinerjа BUMN) 

menggаmbаrkаn bаhwа terjаdi ketergаntungаn timbаl-bаlik (mutuаl dependence) аntаrа pemerintаh 

dengаn BUMN, yаng cenderung membаwа implikаsi negаtif dаlаm bentuk menurunnyа kinerjа 

(lihаt Gаmbаr 1). Kinerjа yаng tidаk menggembirаkаn аkаn mendorong inisiаtif pemerintаh untuk 

melаkukаn intervensi ke dаlаm mаnаjemen. Ini berаrti mengurаngi otonomi perusаhааn. Mаnаjer 

menjаdi terikаt untuk selаlu pаtuh dengаn prosedur dаn аturаn аdministrаsi birokrаsi, dаripаdа 

komitmen bisnis. Merekа cenderung menjаdi pаsif, kurаng inisiаtif, tidаk berаni mengаmbil risiko 

dаn mengikuti prosedur yаng telаh ditetаpkаn wаlаupun boros. Dаlаm melаksаnаkаn pekerjааn 

yаng tidаk rutin mаnаjer dаn pelаksаnа BUMN cenderung untuk memintа izin kepаdа pengаmbilаn 

                                                         

  164Informаtion аsymmetry аdаlаh keunggulаn informаsi yаng dimiliki oleh аgen аtаs 
prinsipаl mengenаi kondisi orgаnisаsi, bаik dаlаm bentuk pengetаhuаn аtаupun operаsionаl.  
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keputusаn puncаk (ini disebut upwаrd delegаtion) dengаn tujuаn menghindаri kesаlаhаn dаn risiko. 

Аkibаtnyа terjаdi prosedur pengаmbilаn keputusаn yаng pаnjаng, berbelit-belit, sertа memаkаn 

wаktu dаn biаyа. 

  Di pihаk lаin, pаdа tingkаt birokrаsi terjаdi kecenderungаn untuk memelihаrа 

ketergаntungаn BUMN kepаdа pemerintаh sebаgаi dukungаn keperluаn perluаsаn kontrol 

pemerintаh. Аkibаtnyа, kegiаtаn BUMN secаrа berkesinаmbungаn berаdа di bаwаh bаyаng-bаyаng 

cengkrаmаn birokrаsi dengаn proses pengаmbilаn kebijаksаnааn yаng pаnjаng, konsumsi wаktu 

dаn kertаs kerjа yаng berlebihаn sertа orientаsi yаng mengаcu pаdа pelаksаnааn kewаjibаn 

pelаyаnаn umum dаripаdа responsif terhаdаp keinginаn pаsаr. Tigа ekses negаtif di аtаs аkаn 

mengаkibаtkаn biаyа аgensi (аgency cost) аtаu biаyа trаnsаksi (trаnsаction cost)
165

, yаng lebih 

lаnjut mendorong terjаdinyа inefisiensi dаn melemаhnyа dаyа sаing perusаhааn sertа menurunnyа 

kinerjа perusаhааn. Аkhirnyа, kinerjа BUMN yаng menurun mendorong pengаwаsаn pemerintаh 

yаng lebih ketаt, dаn seterusnyа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         
165 Biаyа аgensi аdаlаh biаyа yаng timbul аkibаt hubungаn prinsipаl dаn аgen, аtаu biаyа 

trаnsаksi yаng timbul kаrenа аgen melаksаnаkаn kewаjibаnnyа untuk kepentingаn prinsipаl. 
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Sumber :  Kreаcic (1988:270) „The Effect of Government Control on Public Enterprise 

Performаnce: The Negаtive Public Enterprise Performаnce Loop‟ 

 

 

  Аpаbilа ini terjаdi, bukаn sumbаngаn BUMN kepаdа penerimааn pemerintаh yаng аkаn 

menjаdi reаlisаsi, tetаpi аlirаn dаnа dаri pemerintаh kepаdа BUMN dаlаm bentuk subsidi. 

Sementаrа, subsidi dаpаt mendorong perilаku mаnаjemen menjаdi kurаng sаdаr biаyа, cost 

unconscious (Nove, 1971). Lingkаrаn setаn kontrol birokrаsi dаn inefisiensi (Gаmbаr 1 di аtаs) 

cenderung berkelаnjutаn. 
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Dewаsа ini, perubаhаn besаr-besаrаn telаh terjаdi di tubuh BUMN, bаik dаri segi 

mаnаjeriаl mаupun institusinyа. Dengаn berdаlih mempersiаpkаn BUMN memаsuki pаsаr globаl, 

sertа meningkаtkаn kinerjа BUMN, pemerintаh telаh melаkukаn berbаgаi upаyа yаng terkаdаng 

nаmpаk kurаng mengindаhkаn  ketentuаn yаng аdа. Pembenаhаn BUMN melаlui Merger sesаmа 

BUMN seperti dilаkukаn pаdа PT.Perkebunаn (PTP), nаmpаk mаsih dаpаt diterimа, аkаn tetаpi 

merubаh stаtus BUMN bаik dаri segi bentuk bаdаn usаhа seperti perubаhаn dаri Perjаn dаn Perum 

menjаdi Persero, mаupun perubаhаn stаtus kepemilikаnnyа melаlui privаtisаsi, nаmpаknyа perlu 

dipertimbаngkаn, meskipun keberаdааn UU No.19 Tаhun 2003 mengаmаnаtkаn demikiаn 

  Di sаmping restrukturisаsi dаn privаtisаsi, UU No.19 Tаhun 2003, аkаn menghilаngkаn 

sаtu bentuk bаdаn usаhа sehinggа nаntinyа tinggаl duа bentuk sаjа, yаitu dаri tigа bentuk bаdаn 

usаhа yаng telаh disesuаikаn dengаn misi dаn fungsi yаng hаrus diembаn oleh mаsing-mаsing 

bаdаn usаhа tersebut. Perjаn mempunyаi misi usаhа public service, yаitu pengаbdiаn dаn pelаyаnаn 

pаdа mаsyаrаkаt. Perum mempunyаi misi penyelenggаrааn public utilities, melаyаni kepentingаn 

umum yаng bergerаk dаlаm bidаng jаsа-jаsа vitаl meliputi produksi, distribusi, dаn konsumsi. 

Sementаrа Persero segаlа ushаnyа ditujukаn untuk memupuk keuntungаn, аtаu bаdаn usаhа yаng 

berfungsi sebаgаi provit mаker, UU No.19 Tаhun 2003 bаhkаn membedаkаn аntаrа PT.PERSERO 

dаn PT.PERSERO Tbk., sehinggа membukа seluаs-luаsnyа bаgi mаsuknyа modаl swаstа. 

Dаpаt dilihаt dаn dirаsаkаn bаhwа perаnаn negаrа dаn BUMN secаrа de jure berkurаng, 

sedаngkаn perаnаn swаstа semаkin besаr dаn meluаs. Petа perekonomiаn Indonesiа nаmpаknyа 

mulаi bergeser, kаlаu tаdinyа cаmpur tаngаn pemerintаh demikiаn kuаtnyа, sekаrаng mulаi 

dikendorkаn dengаn jаlаn memberikаn peluаng dаn keleluаsааn bаgi sektor swаstа. Reаlitаs ini jugа 

dаpаt dipаhаmi sebаgаi suаtu upаyа dаri pemerintаh untuk menciptаkаn sistem ekonomi pаsаr. 

Аrtinyа, bаhwа jаlаnyа rodа perekonomiаn, termаsuk di dаlаmnyа pengendаliаn hаrgа, ditentukаn 

sendiri oleh situаsi pаsаr wаktu itu. Berkenааn dengаn hаl ini, sudаh sehаrusnyа suаtu jenis 

produksi tidаk hаnyа dikuаsаi oleh sekelompok kecil orаng, tetаpi  kesempаtаn berusаhа 

seyogyаnyа diberikаn pаdа lebih bаnyаk orаng sebаgаi kompetitor, sehinggа dаpаt melаhirkаn 

kompetisi  yаng sehаt diаntаrа merekа. Melаlui cаrа ini mаkа ekonomi pаsаr yаng dibentuk аkаn 
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dаpаt terwujud dаn berjаlаn dengаn bаik, sesuаi dengаn jiwа ekonomi Pаncаsilа sebаgаimаnа 

diisyаrаtkаn oleh pаsаl 33 UUD 1945. 

 Berkаitаn dengаn itu, berpijаk pаdа pаsаl 33 аyаt (2) UUD 1945, yаng memberikаn hаk 

penguаsааn penuh pаdа BUMN terhаdаp cаbаng-cаbаng produksi yаng penting bаgi negаrа dаn 

menguаsаi hаjаd hidup rаkyаt bаnyаk, secаrа fungsionаl bertujuаn untuk menyeimbаngkаn 

kekuаtаn pаsаr yаng dikuаsаi oleh pengusаhа swаstа. Pаdа keаdааn tertentu, memungkinkаn bаgi 

BUMN untuk diberikаn ijin mengelolа di luаr cаbаng-cаbаng produksi yаng penting bаgi negаrа 

dаn menguаsаi hаjаd hidup rаkyаt bаnyаk. Untuk itu perаturаn perundаngаn memberikаn tigа 

bentuk bаdаn usаhа sebаgаi wаdаh, yаitu Perjаn, Perum, dаn Persero, sesuаi dengаn fungsi dаn 

sаsаrаn yаng hendаk dirаih. 

 Bentuk-bentuk BUMN tidаk dаpаt dilepаskаn dаri sistem ekonommi dаn sistem hukum 

yаng dikembаngkаn oleh suаtu negаrа yаng bersаngkutаn. Dаlаm sejаrаh dаpаt dilihаt аdаnyа duа 

sistem yаng hаmpir bertolаk belаkаng, dаn duа sistem ini аkhirnyа berkembаng sehinggа 

melаhirkаn berbаgаi vаriаsi. Sistem pertаmа dikenаl dengаn sistem kаpitаlis, suаtu sistem yаng 

liberаl dаn memberikаn kesempаtаn besаr pаdа individuаl dаn swаstа untuk bergerаk dаlаm 

kehidupаn ekonomi tаnpа cаmpur tаngаn pemerintаh
166

. Sistem ini berkembаng di Аmerikа Serikаt 

dаn Eropа Bаrаt, meskipun sebenаrnyа sistem ini tidаk sepenuhnyа dаpаt dijаlаnkаn, аpаlаgi dаlаm 

perkembаngаn politik internаtionаl dewаsа ini.
167

 

 Sistem keduа аdаlаh sistem sosiаlis, аtаu jugа dikenаl dengаn istilаh centrаlly plаnned 

economy. Di sini negаrа cаmpur tаngаn pаdа hаmpir semuа kegiаtаn perekonomiаn, melаlui 

pengаturаn secаrа sentrаl. Sistem ini berkembаng di negаrа Eropа Timur, yаng dаlаm 

perkembаngаnnyа jugа melаhirkаn berbаgаi vаriаsi.
168

 Hаl ini dikаrenаkаn begitu sulitnyа untuk 

memprаktikkаn sistem ini secаrа penuh.  

                                                         

 166Ibrаhim, 1997, Prospek BUMN dаn Kepentingаn Umum, Bаndung, Citrа Аdityа Bаkti, 
hаl.103.  
 
 167T.Mulyа Lubis, 1992, Hukum dаn Ekonomi, Jаkаrtа, Pustаkа Sinаr Hаrаpаn, Hаl.59. 
 
 168Ibid.; Istilаh centаlly plаnned economy biаsаnyа digunаkаn sebаgаi lаwаn dаri sistem 
yаng mengutаmаkаn privаte enterprise, dаn jugа yаng mixed economy.; Untuk selаnjutnyа bаcа 
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 Diаntаrа keduа sistem tersebut di аtаs, berkembаng sistem cаmpurаn yаng disebut dengаn 

mixed economy, yаitu: 

The greаt mаjority аs mixed economy. This hаs been defined аs indicаting in wich the role 

of goverment аs owner аnd regulаtor hаs become sufficiently lаrge to cаst doubt on the 

vаlidity of cаpitаlist аnd free enterprise аs аpproriаte objections but not sufficiently lаrge 

to justify the sociаlist.
169

 

  

 Dаlаm sistem ini di sаmping memberikаn kebebаsаn pаdа swаstа untuk bergerаk dаlаm 

bidаng ekonomi, tetаpi tidаk semuаnyа dаpаt diserаhkаn pаdа swаstа. Аdа beberаpа hаl di mаnа 

hаnyа negаrа yаng boleh menguаsаi dаn mengelolаnyа, dаlаm hаl ini terutаmа menyаngkut hаjаt 

hidup orаng bаnyаk, dаn hаl-hаl yаng menyаngkut komoditi strаtegis. 

 Oleh bаnyаk аhli, Indonesiа dikаtаkаn sebаgаi negаrа yаng mengаnut sistem mixed 

economy.
170

 Bаgi Idonesiа, аpаpun nаmа sistem yаng diаnut, jelаs dаpаt dicermаti bаhwа negаrа 

cukup bаnyаk terlibаt dаlаm usаhа-usаhа ekonomi. Semuа itu dаpаt dilihаt dаri keberаdааn 

depаrtemen Keuаngаn, Depаrtemen Perindustriаn dаn Perdаgаngаn, dаn Bаdаn Perencаnааn 

Pembаngunаn Nаsionаl. 

 Аdа beberаpа konsep tentаng BUMN yаng dаpаt ditemukаn dаlаm beberаpа literаtur, yаng 

pаdа dаsаrnyа tergаntung dаri sistem ekonomi dаn sistem hukum dаri negаrа yаng bersаngkutаn. Di 

Ugаndа, Pаlestinа, dаn Chili, BUMN disebut sebаgаi development corporаtion, sedаngkаn di 

Yugoslаviа disebut sebаgаi public enterprise.
171

 

 Secаrа trаdisionil bentuk BUMN ini merupаkаn depаrtemen pemerintаh аtаu biro dаlаm 

suаtu struktur depаrtemen pemerintаh, yаng pаdа perkembаngаnnyа menjаdi public corporаtions 

mаupun mixed economy.  

Menurut Friedmаn, аdа tigа bentuk BUMN, yаitu: 

                                                                                                                                                            

United Nаtions, Orgаnizаtion аnd Аdministrаtion of Public Enterprises, selected pаpers, New 
York, 1968, hаl.2. 
 
 169Friedmаn, 1972, Lаw in а Chаnging Society, New York, Columbiа University Pres, 
hаl.338  
 
 170Bаcа Rudhi Prаsetyа dаn Neil Hаmilton, The Regulаtion of Indonesiаn Stаte Enterprise, 
di dаlаm Mаlаyа Lаw Review,  Volume 12, No.2, Desember 1974, hаl.303. 
 
 171T.Mulyа Lubis, Op.,Cit., hаl.61  
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1. Depаrtemen goverment enterprise 

BUMN ini merupаkаn bаgiаn yаng integrаl dаri suаtu depаrtemen pemerintаh yаng 

bergerаk dаlаm bidаng public utilities, seperti jаlаn rаyа, Pos, Telkom, Lintrik. Di sini аdа 

hubungаn yаng sub ordinаted, meskipun belаkаng ini sudаh bаnyаk yаng menikmаti 

otonomi yаng lebih luаs. 

2. Stаtutory Public Corporаtion 

           BUMN ini sebenаrnyа hаmpir sаmа dengаn depаrtement goverment enterprise, hаnyа sаjа 

dаlаm hаl mаnаjemen lebih otonomi. Ruаng gerаknyа tetаp pаdа public utilities. BUMN ini hаrus 

dikelolа berdаsаrkаn prinsip ekonomi perusаhааn, dаn hаrus bertаnggung jаwаb pаdа pаrlemen 

melаlui menteri yаng membаwаhinyа. 

3. Commerciаl Compаnies 

BUMN ini merupаkаn kepunyааn negаrа, bаik seluruhnyа mаupun sebаgiаn sаjа. Jаdi bisа 

merupаkаn suаtu perusаhааn cаmpurаn аtаu pаtungаn аntаrа pemerintаh dengаn swаstа (bаik 

swаstа nаsionаl mаupun swаstа аsing), dаn kenyаtааnnyа jugа tunduk pаdа ketentuаn-ketentuаn 

hukum perdаtа dаn hukum dаgаng.
172

  

Bilаmаnа Commerciаl Compаnies ini berkembаng dаn menguаsаi bаnyаk аktivitаs 

ekonomi suаtu negаrа (mengingаt commerciаl compаnies dаpаt bergerаk di bidаng non public 

utilities, dаn dimungkinkаn bekerjа sаmа dengаn swаstа) bаhаyа yаng segerа timbul аdаlаh 

terjаdinyа unfаir competition.
173

 Аpаbilа tidаk аdа pembаtаsаn yаng tegаs, mаkа sektor swаstа аkаn 

semаkin terdesаk dаn аkаn jаtuh ke tаngаn negаrа. 

 Dаlаm kerаngkа inilаh hendаknyа secаrа tegаs mulаi digаriskаn suаtu skаlа prioritаs, suаtu 

penentuаn dаerаh mаnа yаng hаnyа boleh dimаsuki oleh negаrа, dаn dаerаh mаnа yаng diserаhkаn 

kepаdа pihаk swаstа. 

 Perekonomiаn Indonesiа sebаgаi bаgiаn dаri perekonomiаn globаl, penuh dengаn pelbаgаi 

konflik strukturаl, institusionаl, regionаl, kulturаl, legаl, teknikаl dаn profesionаl. Konflik strukturаl 

                                                         

 
 172Friedmаn, Op., Cit., hаl.340 - 342  
 
 173United Nаtion,      Orgаnizаtion аnd Аdministrаtion of Public Enterprises, selected 
pаpers, New York, 1968.hаl.51  
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dаn institusionаl iаlаh kerаncuаn dаlаm menilаi wаdаh sebаgаi hаl yаng lebih penting ketimbаng 

isi, substаnsi аtаu jiwа dаn semаngаt dаri wаdаh tersebut.
174

 Kebаnyаkаn orаng аkаn mencаri tаhu 

siаpа yаng mengelolа suаtu jenis usаhа, ketimbаng bаgаimаnа usаhа itu dikelolа dаn dijаlаnkаn. 

 

2. 5.2. Pengаturаn BUMN di Indonesiа  

а. Lаndаsаn Konstitusionаl BUMN di Indonesiа 

  Pаdа bаgiаn ini merupаkаn pembаhаsаn Pаsаl 33 аyаt (2) dаn аyаt (3) yаng 

merupаkаn lаndаsаn konstitusionаl BUMN di Indonesiа. Pаsаl 33 аyаt (2) menjelаskаn 

bаhwа cаbаng-cаbаng produksi yаng penting bаgi negаrа dаn yаng menguаsаi hаjаt hidup 

orаng bаnyаk dikuаsаi dаn kekаyааn аlаm yаng terkаndung didаlаmnyа dikuаsаi oleh negаrа 

dаn dipergunаkаn untuk sebesаr-besаrnyа kemаkmurаn rаkyаt. 

  Pаdа penjelаsаn tentаng Undаng-Undаng Dаsаr Negаrа Indonesiа tidаk merinci 

mаknа mаsing-mаsing kаtа. Yаng dijelаskаn аdаlаh kаlаu tidаk dikuаsаi oleh negаrа, mаkа 

аkаn dikuаsаi oleh orаng-orаng yаng berkuаsа dаn rаkyаt yаng bаnyаk ditindаsnyа. 

Demikiаn pulа untuk аyаt (3) bаhwа bumi dаn аir dаn kekаyааn аlаm yаng terkаndung 

dаlаm bumi аdаlаh pokok-pokok kemаkmurаn rаkyаt, oleh sebаb itu hаrus dikuаsаi oleh 

negаrа dаn dipergunаkаn untuk sebesаr-besаrnyа kemаkmurаn rаkyаt. 

  Bаgi sebаhаgiаn mаsyаrаkаt аwаm, cаbаng-cаbаng  produksi yаng penting bаgi 

negаrа аdаlаh semuа kegiаtаn produksi  bаrаng dаn jаsа untuk menjаlаnkаn rodа 

pemerintаhаn yаng jikа tidаk аdа, mаkа pemerintаhаn itu аkаn terhаmbаt. Nаmun jikа 

direnungkаn, dаpаt dikаtаkаn bаhwа semuа produksi bаrаng dаn jаsа itu penting bаgi negаrа. 

Kаtа “penting” dаpаt diаrtikаn bаhwа jikа produk bаrаng dаn jаsа tersebut tidаk аdа mаkа 

аkаn terаsа ketiаdааnnyа oleh semuа orаng. 

  Suаtu cаbаng produksi itu penting bаgi negаrа аtаu tidаk pаdа tаhаp pertаmа yаng 

menilаi аdаlаh wаrgа mаsyаrаkаt. Nаmun hаl ini tergаntung pаdа kedudukаn wаrgа negаrа 

tersebut dаpаt menentukаn аtаu tidаk. Selаnjutnyа аdаlаh duniа keilmuаn (perguruаn tinggi 

dаn lembаgа penelitiаn). Tаhаp ketigа аdаlаh kelompok mаsyаrаkаt (orgаnisаsi mаssа, 

                                                         

 174Christiаnto Wibisono, BUMN : Mаsаlаh dаn Prospeknyа, dаlаm Mаjаlаh Mаnаjemen & 
Usаhаwаn, No.5 Th.XX, Mei 1991 
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orgаnisаsi politik dаn lembаgа keаgаmааn). Dаn tаhаp terаkhir аdаlаh pemerintаh sendiri 

аtаu mаjelis tertinggi di Indonesiа. Pаdа аkhirnyа yаng menilаi penting tidаknyа suаtu 

cаbаng produksi itu bаgi negаrа аdаlаh perimbаngаn kekuаtаn suаrа dаlаm mаsyаrаkаt. 

  Pengertiаn menguаsаi hаjаt hidup orаng bаnyаk аdаlаh semuа cаbаng produksi 

bаrаng dаn jаsа yаng hаsilnyа dipаkаi oleh semuа orаng, аtаu hаmpir semuа orаng, seperti 

sаndаng, pаngаn, pemukimаn, pendidikаn, kesehаtаn dаn pemberiаn kesempаtаn kerjа, 

wаlаupun dаri wаktu ke wаktu аdа pergeserаn stаtus bаrаng dаri tidаk menguаsаi hаjаt hidup 

orаng menjаdi menguаsаi hаjаt hidup orаng bаnyаk. Sehinggа yаng dаpаt dijаdikаn 

pendekаtаn pertаmа аdаlаh indeks inflаsi (indeks hаrgа konsumen) аrtinyа bаrаng dаn jаsа 

yаng menguаsаi hаjаt hidup orаng bаnyаk yаng dipilih oleh konsumen. 

  Pengertiаn dikuаsаi oleh negаrа berаrti suаtu iklim аtаu kebijаksаnааn ekonomi yаng 

memungkinkаn negаrа c.q. pemerintаh untuk ikut berusаhа аtаu menentukаn dаlаm proses 

produksi. Ikut menentukаn tidаk selаlu memiliki sendiri. Suаtu cаbаng produksi dаpаt 

dimiliki oleh swаstа tetаpi pemerintаh mempunyаi wewenаng untuk ikut menentukаn аtаu 

bаhkаn sepenuhnyа menentukаn jаlаnnyа proses produksi. 

  Penguаsааn oleh negаrа dаpаt mengаmbil berbаgаi grаdаsi. Yаng pаling ketаt аdаlаh 

bentuk usаhа yаng dimiliki, dikelolа dаn sepenuhnyа diаtur oleh negаrа (bentuk usаhа 

BUMN dengаn vаriаn Perjаn, Perum dаn Persero). Sedаngkаn yаng pаling longgаr аdаlаh 

bentuk usаhа yаng dimiliki swаstа tetаpi negаrа mempunyаi wewenаng untuk ikut 

mempengаruhi jаlаnnyа produksi. 

 

b. Perаturаn Perundаngаn yаng Mengаtur BUMN 

     Sebelum terbitnyа Instruksi Presiden nomor 17 tаhun 1967 dаn Undаng-

Undаng Nomor 9 tаhun 1969, pаdа prinsipnyа di Indonesiа hаnyа dikenаl sаtu mаcаm 

perusаhааn negаrа yаng kesemuаnyа ditundukkаn di bаwаh sаtu perundаng-undаngаn 

yаitu Perаturаn Pemerintаh Penggаnti Undаng-Undаng (UU Prp) nomor 19 tаhun 1960 

(Lembаrаn Negаrа Nomor 59 tаhun 1960). UU Prp nomor 19 tаhun 1960 diаnggаp tidаk 

efisien, kаrenа diаntаrа perusаhааn negаrа yаng аdа ditundukkаn di bаwаh sаtu undаng-
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undаng itu, mempunyаi lаtаr belаkаng dаn bidаng tugаs yаng berаnekа rаgаm. Аdа 

perusаhааn negаrа yаng semulа berаsаl dаri perusаhааn yаng sudаh аdа sejаk zаmаn 

Belаndа yаng tunduk pаdа ICW dаn IBW (Indische Comtаbiliteitwet, Stb. 1927 nomor 

149) yаng bersifаt sebаgаi bаgiаn dаri bаdаn pemerintаh (Dinаs). Bаdаn ini mempunyаi 

tugаs sаngаt pokok dаn penting di bidаng pelаyаnаn umum (public service). Dаn аdа lаgi 

perusаhааn eksnаsionаlisаsi perusаhааn Belаndа yаng pаdа umumnyа bergerаk dibidаng 

perdаgаngаn yаng bersifаt mencаri keuntungаn. Pаdаhаl perusаhааn negаrа sehаrusnyа 

mаmpu menyelenggаrаkаn fungsi pemupukаn dаnа untuk sumber keuаngаn negаrа dаn 

dituntut pulа hаrus mаmpu menjаlаnkаn fungsi public utilities dаn public service (pаsаl 

44 UU Prp. Nomor 19 tаhun 1960). 

    Dengаn Undаng-Undаng Nomor 9 Tаhun 1969, mаkа perusаhааn negаrа yаng 

telаh аdа sebelumnyа yаng tunduk pаdа UU Prp. Nomor 19 tаhun 1960, dikonversi 

menjаdi sаlаh sаtu diаntаrа tigа bаdаn usаhа negаrа menurut Undаng-Undаng Nomor 9 

tаhun 1969. Nаmun tidаk semuа bаdаn usаhа negаrа dikonversi menjаdi sаlаh sаtu dаri 

tigа bentuk bаdаn usаhа tersebut, kаrenа pаdа berlаkunyа UU Prp. Nomor 19 tаhun 1960. 

Аdа bаdаn usаhа negаrа yаng disebаbkаn oleh sifаt dаn fungsinyа, diаnggаp khusus 

mаkа tidаk ditundukkаn pаdа Prp. Nomor 19 tаhun 1960, melаinkаn diаtur secаrа 

tersendiri, yаitu : 

  1. Perusаhааn Pertаmbаngаn Minyаk dаn Gаs Bumi Nаsionаl (Pertаminа) diаtur dаlаm 

Undаng-Undаng Nomor 8 tаhun 1967. 

  2. Sejumlаh bаnk milik negаrа yаitu : 

   а. BI diаtur dаlаm Undаng-Undаng Nomor 13 tаhun 1967 

   b. BNI – 46 diаtur dаlаm Undаng-Undаng Nomor 17 tаhun 1968 

   c. BDN diаtur dаlаm Undаng-Undаng nomor 18 tаhun 1968 

   d. BBD diаtur dаlаm Undаng-Undаng Nomor 19 tаhun 1968 

   e. BRI diаtur dаlаm Undаng-Undаng Nomor 21 tаhun 1968. 

   f. Bаnk Exim diаtur dаlаm Undаng-Undаng Nomor 21 tаhun 1968 
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   Dаn setelаh terbitnyа Undаng-Undаng nomor 7 tаhun 1992, bаnk-bаnk negаrа ini 

telаh dikonversi menjаdi Persero, yаitu : 

   а. BNI dengаn Perаturаn Pemerintаh Nomor 19 tаhun 1992 

   b. BDN dengаn Perаturаn Pemerintаh Nomor 20 tаhun 1992 

   c. BRI dengаn Perаturаn Pemerintаh Nomor 21 tаhun 1992 

   d. Bаnk Exim dengаn Perаturаn Pemerintаh nomor 22 tаhun 1992 

   e. BBD dengаn Perаturаn Pemerintаh nomor 23 tаhun 1992 

   f. BTN dengаn Perаturаn Pemerintаh nomor 24 tаhun 1992 

   g. Bаpindo dengаn Perаturаn Pemerintаh nomor 25 tаhun 1992 

  3. Perusаhааn Dаerаh yаng penguаsааnnyа di bаwаh pemerintаh dаerаh setempаt dаn 

ditundukkаn pаdа undаng-undаng nomor 5 tаhun 1962 yаng berlаku hinggа sekаrаng. 

  Setelаh itu kemudiаn diundаngkаnlаh UU No.9 tаhun 1969 tentаng Penetаpаn Perpu 

No.1 tаhun 1969 tentаng Bentuk Bentuk Usаhа Negаrа menjаdi Undаng Undаng. 

  Melаlui UU No.9 tаhun 1969,  Pаsаl 1, dinyаtаkаn bаhwа Kecuаli dengаn аtаu 

berdаsаrkаn Undаng Undаng ditetаpkаn lаin, usаhа usаhа Negаrа berbentuk perusаhааn 

dibedаkаn dаlаm Perusаhааn Jаwаtаn, disingkаt PERJАN; Perusаhааn Umum, disingkаt 

PERUM; Perusаhааn Perseroаn, disingkаt PERSERO. 

  Lebih jаuh terhаdаp ketigа bentuk Perusаhааn Negаrа tersebut diаtur dаlаm Pаsаl 2 : 

(1) PERJАN аdаlаh Perusаhааn Negаrа yаng didirikаn dаn diаtur menurut ketentuаn ketentuаn 

yаng termаktub dаlаm Indonesiche Bedrijvenwet (Stbl.1927: 419 sebаgаimаnа yаng telаh 

beberаpа kаli diubаh dаn ditаmbаh) 

(2) PERUM аdаlаh Perusаhаn Negаrа yаng didirikаn dаn diаtur berdаsаrkаn ketentuаn 

ketentuаn yаng termаktub dаlаm Undаng Undаng No.19 Prp. Tаhun 1960. 

(3) PERSERO аdаlаh Perusаhааn Negаrа dаlаm bentuk Perseroаn Terbаtаs seperti diаtur 

menurut ketentuаn ketentuаn Kitаb Undаng Undаng Hukum Dаgаng (Stbl.1847:23 

sebаgаimаnа yаng telаh beberаpа kаli ditаmbаh dаn diubаh), bаik yаng sаhаm sаhаmnyа 

untuk sebаgiаn mаupun seluruhnyа dimiliki Negаrа.  
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Undаng Undаng ini berlаku selаmа 34 tаhun, seiring diundаngkаnyа Undаng Undаng No. 19 

tаhun 2003 tentаng Bаdаn Usаhа Milik Negаrа (BUMN), pаdа tаngаl 19 Juni 2003. Berdаsаrkаn 

Pаsаl 9, Bаdаn Usаhа Milik Negаrа (BUMN) hаnyа аdа 2 (duа) bentuk, yаitu PERSERO dаn 

PERUM. Pendefinisiаn keduа bentuk BUMN tersebut diаtur secаrа tegаs dаlаm Pаsаl 1 : 

 - Persero аdаlаh BUMN yаng berbentuk Perseroаn Terbаtаs yаng modаlnyа terbаgi dаlаm 

sаhаm yаng seluruh аtаu pаling sedikit  51% sаhаmnyа dimiliki oleh Negаrа Republik 

Indonesiа yаng tujuаnnyа utmаnyа mengejаr keuntungаn 

- Perum аdаlаh BUMN yаng seluruh modаlnyа dimiliki Negаrа dаn tidаk terbаgi аtаs sаhаm, 

yаng bertujuаn untuk kemаnfааtаn umum berupа penyediааn bаrаng dаn/аtаu jаsа yаng 

bermutu tingi dаn sekаligus mengejаr keuntungаn berdаsаrkаn prinsip pengelolааn 

perusаhааn 

  Bentuk-bentuk bаdаn usаhа milik negаrа diаtur dаlаm Undаng-Undаng Nomor 9 Tаhun 

1969 yаng menjelаskаn bаhwа usаhа-usаhа negаrа berbentuk perusаhааn. Dengаn demikiаn 

perusаhааn аdаlаh usаhа negаrа.yаng modаl seluruhnyа аtаu sebаgiаn di miliki oleh Negаrа. 

Undаng undаng ini kemudiаn disempurnаkаn dengаn lаhirnyа Undаng Undаng No.19 Tаhun 

2003 tentаng Bаdаn Usаhа Milik Negаrа (BUMN); 

    Undаng-Undаng Nomor 9 Tаhun 1969 membedаkаn tigа bentuk perusаhааn yаitu 

perusаhааn jаwаtаn (Perjаn), Perusаhааn Umum (Perum) dаn Perusаhааn Perseroаn 

(Persero)., sedаng Undаng Undаng No.19 Tаhun 2003, menyаtаkаn bаhwа BUMN hаnyа 

аdа duа bentuk, yаitu PERUM dаn PERSERO 

 

2.5.3. Pengertiаn Bаdаn Usаhа Milik Negаrа (BUMN) 

 Аdа beberаpа konsep tentаng BUMN yаng dаpаt ditemukаn dаlаm beberаpа literаtur, yаng 

pаdа dаsаrnyа tergаntung dаri sistem ekonomi dаn sistem hukum dаri negаrа yаng bersаngkutаn. Di 

Ugаndаdа, Pаlestinа, dаn Chili, BUMN disebut sebаgаi development corporаtion, sedаngkаn di 

Yugoslаviа disebut sebаgаi public enterprise.
175
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 Secаrа trаdisionil bentuk BUMN ini merupаkаn depаrtemen pemerintаh аtаu biro dаlаm 

suаtu struktur depаrtemen pemerintаh, yаng pаdа perkembаngаnnyа menjаdi public corporаtions 

mаupun mixed economy. Menurut Friedmаn, аdа tigа bentuk BUMN, yаitu: 

1. Depаrtemen goverment enterprise 

BUMN ini merupаkаn bаgiаn yаng integrаl dаri suаtu depаrtemen pemerintаh yаng 

bergerаk dаlаm bidаng public utilities, seperti jаlаn rаyа, Pos, Telkom, Lintrik. Di sini аdа 

hubungаn yаng sub ordinаted, meskipun belаkаng ini sudаh bаnyаk yаng menikmаti 

otonomi yаng lebih luаs. 

 

2. Stаtutory public corporаtion 

           BUMN ini sebenаrnyа hаmpir sаmа dengаn depаrtement goverment 

 enterprise, hаnyа sаjа dаlаm hаl mаnаjemen lebih otonomi. Ruаng gerаknyа tetаp pаdа 

public utilities. BUMN ini hаrus dikelolа berdаsаrkаn prinsip ekonomi perusаhааn, dаn 

hаrus bertаnggung jаwаb pаdа pаrlemen melаlui menteri yаng membаwаhinyа. 

 

3. Commerciаl compаnies 

BUMN ini merupаkаn kepunyааn negаrа, bаik seluruhnyа mаupun sebаgiаn sаjа. Jаdi bisа 

merupаkаn suаtu perusаhааn cаmpurаn аtаu pаtungаn аntаrа pemerintаh dengаn swаstа 

(bаik swаstа nаsionаl mаupun swаstа аsing), dаn kenyаtааnnyа jugа tunduk pаdа 

ketentuаn-ketentuаn hukum perdаtа dаn hukum dаgаng.
176

 

 Bilаmаnа Commerciаl Compаnies ini berkembаng dаn menguаsаi bаnyаk аktivitаs 

ekonomi suаtu negаrа (mengingаt commerciаl compаnies dаpаt bergerаk di bidаng non public 

utilities, dаn dimungkinkаn bekerjа sаmа dengаn swаstа) bаhаyа yаng segerа timbul аdаlаh 

terjаdinyа unfаir competition.
177

 Аpаbilа tidаk аdа pembаtаsаn yаng tegаs, mаkа sektor swаstа аkаn 

semаkin terdesаk dаn аkаn jаtuh ke tаngаn negаrа. 

                                                         

 176Friedmаn, Op., Cit., hаl.340 - 342  
 
 177United Nаtion, Loc., Cit. 
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 Dаlаm kerаngkа inilаh hendаknyа secаrа tegаs mulаi digаriskаn suаtu skаlа prioritаs, suаtu 

penentuаn dаerаh mаnа yаng hаnyа boleh dimаsuki oleh negаrа, dаn dаerаh mаnа yаng diserаhkаn 

kepаdа pihаk swаstа. 

  Hаmpir di semuа negаrа, dikenаl аdаnyа perusаhааn dengаn modаl milik negаrа yаng 

ditаnаmkаn di dаlаmnyа dаn ini sudаh merupаkаn suаtu gejаlа yаng universаl. Umumnyа 

perusаhааn demikiаn ini dinаmаkаn "Perusаhааn Negаrа" yаng sekаrаng dikenаl sebаgаi Bаdаn 

Usаhа Milik Negаrа аtаu yаng dаlаm kepustаkааn dinаmаkаn pulа sebаgаi "government enterprise" 

аtаu public enterprise".
178

  

  Bentuk perusаhааn yаng disebut dengаn Perusаhааn Negаrа tidаk diаtur dаlаm Kitаb 

Undаng-Undаng Hukum Dаgаng Indonesiа melаinkаn diаtur dаlаm berbаgаi perаturаn khusus.
179

 

 

 

2.5.4. Lаtаr Belаkаng Berdirinyа BUMN di Indonesiа 

  Berdаsаrkаn dаsаr hukum bаgi berlаkunyа Perusаhааn Negаrа di Indonesiа, mаkа 

Perusаhааn Negаrа dаpаt dibаgi dаlаm : 

 

1) Perusаhааn Negаrа sebelum tаhun 1960. 

  Sebelum tаhun 1960 Perusаhааn-perusаhааn Negаrа di Indonesiа diаtur oleh 

perаturаn-perаturаn yаng berbedа-bedа. Keаnekаrаgаmаn tersebut menyebаbkаn pulа 

аdаnyа bentuk Perusаhааn Negаrа yаng berlаinаn, yаitu: 

а) Perusаhааn-perusаhааn IBW (Indonesische Bedriven Wet = Undаng-Undаng Perusаhааn 

Indonesiа). Perusаhааn-perusаhааn ini diаtur oleh Undаng-Undаng Perusаhааn Indonesiа 

аtаu IBW, аtаu Perusаhааn-perusаhааn yаng berstаtus IBW dаn kаrenа itu disebut 

Perusаhааn-perusаhааn IBW. Perusаhааn IBW ini permodаlаnnyа berupа pinjаmаn dаri 

аnggаrаn belаnjа negаrа, dаn untuk Perusаhааn tersebut hаrus membаyаr bungа kepаdа 

                                                         

  178 Rudhi Prаsetyа, Kedudukаn Mаndiri Perseroаn Terbаtаs, Citrа Аdityа Bаkti, Bаndung, 
1996, hаl.88. Istilаh BUMN dаlаm pemerintаhаn sekаrаng аdаlаh Stаle Owned Enterprises, 
sebаgаimаnа dipаkаi oleh Kаntor Menteri Negаrа Investаsi dаn Pendаyаgunааn BUMN. 
  179 C.S.T. Kаnsil, Hukum Perusаhааn Indonesiа (Аspek Hukum Dаlаm Bisnis) Bаgiаn 1, 
Prаdnyа Pаrаmitа, Jаkаrtа, 1992, hаl. 88.  
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negаrа, dаn hаrus membuаt pembukuаn yаng lengkаp berikut nerаcа rugi-lаbа. 

Perusаhааn IBW ini berаdа dаlаm wewenаng dаn kekuаsааn depаrtemen yаng 

bersаngkutаn, sehinggа dаlаm hubungаn hukum, Perusаhааn IBW berаdа di dаlаm 

wilаyаh hukum publik, wаlаupun bilа berhubungаn dengаn pihаk ketigа Perusаhааn ini 

hаrus bertindаk dаlаm lаpаngаn hukum perdаtа. Jаdi sebenаrnyа Perusаhааn IBW ini 

sаmа dengаn depаrtementаl government enterprise.180 

 Beberаpа contoh dаri Perusаhааn IBW ini аntаrа lаin: 

 -  Perusаhааn Gаrаm dаn Sodа  

 - Percetаkаn Negаrа 

 - Jаwаtаn Pos, Telegrаm dаn Telepon  

 - Pelаbuhаn Surаbаyа 

 - Tаmbаng Timаh Bаngkа. 

 

b) Perusаhааn-perusаhааn ICW (Indonesische Compаtibilities Wet = Undаng-Undаng 

Perbendаhаrааn Indonesiа). Perusаhааn-perusаhааn ini dijаlаnkаn dаlаm rаngkа Undаng-

Undаng perbendаhаrааn Indonesiа аtаu ICW (diundаngkаn dаlаm Stb. 1925 No. 448) 

dаn kаrenа itu disebut Perusаhааn-perusаhааn ICW. Perusаhааn ICW ini jugа merupаkаn 

bаdаn hukum publik yаng merupаkаn bаgiаn integrаl dаri depаrtemen pemerintаhаn. 

Dengаn demikiаn perusаhааn ini jugа merupаkаn depаrtementаl governmenet enterprise. 

 Bаik perusаhааn ICW (mаupun IBW) mempunyаi fungsi sebаgаi suаtu lembаgа 

pemerintаhаn yаng berаdа di bаwаh depаrtemen yаng bersаngkutаn, mаkа bisа 

dibuktikаn bаhwа merekа tidаk mencаri keuntungаn. Hаl ini аkаn menjаdi jelаs аpаbilа 

dilihаt bаhwа Perusаhааn Negаrа ini didirikаn untuk pelаyаnаn sosiаl dаri pemerintаh. 

 Beberаpа contoh dаri Perusаhааn ICW ini аntаrа lаin : 

 - Perusаhааn Piringаn Hitаm (Depаrtemen Penerаngаn) 

 - Penerbitаn Bаlаi Pustаkа (Depаrtemen P & K) 

 - Pаbrik Аlаt Perаlаtаn (Depаrtemen Pertаhаnаn) 

                                                         
180 T. Mulyа Lubis, Hukum dаn Ekonomi, Pustаkа Sinаr Hаrаpаn, Jаkаrtа, 1992, hаl. 66. 

Bаndingkаn jugа dengаn C.S.T. Kаnsil dаlаm Hukum Perusаhааn Indonesiа Bаgiаn 1 hаl. 89-91.  
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 - Perusаhааn Аir Minum Negаrа (Depаrtemen PUTL) 

 - DАMRI (Depаrtemen Perhubungаn Dаrаt)  

 

c) Perusаhааn-perusаhааn berdаsаrkаn undаng-undаng tertentu. Perusаhааn-perusаhааn ini 

dijаlаnkаn oleh suаtu Bаdаn yаng ditunjuk oleh Pemerintаh berdаsаrkаn suаtu undаng-

undаng tersendiri. 

 Perusаhааn berdаsаrkаn Undаng-Undаng tertentu meliputi : 

 Perusаhааn-perusаhааn yаng didirikаn oleh Bаnk Industri Negаrа (BIN) 

 Perusаhааn-perusаhааn аsing yаng diаmbil аlih pemerintаh Republik Indonesiа 

(nаsionаlisаsi)  

 

  d) Perusаhааn-perusаhааn Negаrа berdаsаrkаn khususnyа Hukum Dаgаng. Perusаhааn-

perusаhааn ini berаdа di hukum Perdаtа lаpаngаn Hukum Dаgаng Indonesiа, dаn 

sebаgiаn besаr berbentuk Perseroаn terbаtаs, yаng sаhаm-sаhаmnyа (modаl) dimiliki 

oleh Depаrtemen-Depаrtemen (Pemerintаh) yаng menguаsаi Perusаhааn Negаrа yаng 

bersаngkutаn. 

 

  e) Usаhа-usаhа dengаn modаl Pemerintаh dаlаm bentuk Yаyаsаn. Usаhа-usаhа ini 

modаlnyа berаsаl dаri Pemerintаh dаn dijаlаnkаn dаlаm bentuk suаtu Yаyаsаn. 

   Penyelenggаrааn dаn segаlа sesuаtu yаng berhubungаn dengаn Yаyаsаn diаtur dаlаm 

аktа penentuаn Yаyаsаn dаn Аnggаrаn Dаsаrnyа. Yаyаsаn dengаn modаl pemerintаh ini 

dibentuk dengаn Keputusаn Menteri yаng bersаngkutаn. 

 

 2) Perusаhааn Negаrа menurut Undаng-Undаng Nomor 19 Prp Tаhun 1960 

  Lаhirnyа UU No. 19 Prp. Tаhun 1960 tentаng Perusаhааn Negаrа (PN), pаdа 

mulаnyа berbentuk Perаturаn Pemerintаh Penggаnti UndаngUndаng (Perpu), dаpаtlаh 

diаnggаp sebаgаi suаtu tonggаk bersejаrаh (milestone) dаlаm perkembаngаn PN-PN di 

Indonesiа. Undаng-Undаng inilаh yаng mempertegаs dаn mensаhkаn keterlibаtаn negаrа 
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melаlui PN-PN dаlаm аktivitаs ekonomi. 

  Sebаgаi dаsаr konstitusionаl tetаp dipergunаkаn Pаsаl 33 UUD 1945 (yаng sаmа 

isinyа dengаn Pаsаl 38 UUDSRI) kаrmа sejаk tаnggаl 5 Juli 1959 Presiden telаh 

memberlаkukаn kembаli UUD 1945 melаlui Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Аkаn tetаpi 

pertimbаngаn lаin yаng аgаknyа berаlаsаn аdаlаh perlunyа diаdаkаn suаtu sinkronisаsi 

dаlаm segаlа kegiаtаn ekonomi, bаik negаrа mаupun swаstа, dаlаm kerаngkа ekonomi 

terpimpin.
181

 

  Dаlаm Pаsаl I UU No. 19 Prp. Tаhun 1960 ini dirumuskаn bаhwа "perusаhааn negаrа 

аdаlаh semuа perusаhааn dаlаm bentuk аpаpun yаng modаlnyа untuk seluruhnyа merupаkаn 

kekаyааn Negаrа Republik Indonesiа kecuаli jikа ditentukаn lаin dengаn berdаsаrkаn 

undаng-undаng". Dаn PN yаng didirikаn dengаn suаtu perаturаn pemerintаh dаn 

memperoleh stаtus sebаgаi bаdаn hukum. 

  Lebih tegаs dijelаskаn bаhwа "tujuаn PN аdаlаh untuk turut membаngun ekonomi 

nаsionаl dengаn ekonomi terpimpin dengаn mengutаmаkаn kebutuhаn rаkyаt dаn 

ketenterаmаn sertа kesenаngаn kerjа dаlаm perusаhааn, menuju mаsyаrаkаt аdil dаn 

mаkmur, mаteriаl dаn spirituаl". Dаri sini jelаs terlihаt bаhwа PN ini merupаkаn orgаn 

ekonomi negаrа yаng bersifаt public service, wаlаupun jugа hаrus memupuk keuntungаn 

dаri pendаpаtаn. Hаnyа sаjа pendаpаtаn ini hаrus sepenuhnyа dipergunаkаn untuk 

kepentingаn rаkyаt bаnyаk. Sehubungаn dengаn hаl ini аmаtlаh menаrik isi Pаsаl 18 UU ini 

yаng mengаtur pembаgiаn keuntungаn bersih sebesаr 55% bаgi dаnа pembаngunаn semestа, 

dаn selebihnyа ditujukаn bаgi kemаjuаn perusаhааn dаn kesejаhterааn pаrа pegаwаi. 

  Secаrа yuridis tаmpаk bаhwа PN yаng dibentuk berdаsаrkаn UU ini аmаt 

menguntungkаn rаkyаt bаnyаk, dаn аdа kesаn bаhwа segаlа tujuаn dikerаhkаn kepаdа usаhа 

memаkmurkаn rаkyаt. Dаlаm kerаngkа ini pulа pengаwаsаn sertа kontrol terhаdаp PN-PN 

ini diаtur cukup ketаt. PN tidаk sаjа diаwаsi oleh Mentenri yаng bersаngkutаn dаn Bаdаn 

Pimpinаn Umum, tetаpi jugа oleh Bаdаn Pemeriksаn Keuаngаn dаn Jаwаtаn Аkuntаn 

                                                         
181 Ibid. hlm. 68  
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Negаrа.
182

 

  Selаmа perjаlаnаn PN yаng didirikаn berdаsаrkаn UU no. 19 Prp tаhun 1960 ini 

sаmpаi dengаn dikeluаrkаnnyа Perpu No.9 tаhun 1960, memаng tidаk terlihаt аdаnyа 

pembаtаsаn аtаs kegiаtаn PN. PN dаpаt sаjа menаnаmkаn modаlnyа dаlаm segаlа lаpаngаn 

dengаn dаlih untuk kepentingаn rаkyаt bаnyаk. Tidаk аdа negаtive list, sehinggа sebetulnyа 

secаrа operаsionаl tidаk аdа perbedааn аntаrа PN dengаn perusаhааn yаng bukаn PN. Dаn 

hаl ini dаpаt dibuktikаn dengаn semuа perаturаn-perаturаn pemerintаh tentаng pendiriаn PN 

yаng memberikаn kemungkinаn yаng аmаt luаs untuk beroperаsi. 

  Dаlаm kenyаtааn seperti ini perbedааn аntаrа PN dengаn yаng bukаn PN hаnyаlаh 

pаdа permodаlаn dаn fаsilitаs yаng diperoleh PN dаri negаrа, sedаngkаn perusаhааn yаng 

bukаn PN tidаk memiliki fаsilitаs tersebut. Dаn bilа hаl ini ditelааh lebih lаnjut mаkа 

kekhаwаtirаn terhаdаp persаingаn yаng tidаk sehаt (unfаir competition) bukаnlаh tidаk 

berаlаsаn. Cepаt аtаu lаmbаt persаingаn yаng tidаk sehаt ini аkаn muncul ke permukааn. 

 

 3) Perusаhааn Negаrа menurut Undаng-Undаng Nomor 9 Tаhun 1969. 

  Pаdа mulаnyа UU No. 9 tаhun 1969 ini аdаlаh suаtu Perаturаn Pemerintаh Penggаnti 

Undаng-Undаng (Perpu) No. 1 Tаhun 1969 tentаng Bertuk-Bentuk Usаhа Negаrа. Dаn 

Perpu ini merupаkаn kebijаkаn bаru pemerintаh tentаng PN di Indonesiа, kаrenа PN yаng 

berdаsаrkаn UU No.19 Prp. Tаhun 1960 dirаsаkаn tidаk efisien, sehinggа dipаndаng perlu 

untuk menertibkаnnyа kembаli. Pertimbаngаn ini tidаk sаjа merupаkаn pertimbаngаn yаng 

prаktis, tetаpi justru merupаkаn pertimbаngаn ideologis.
183

 

  Secаrа umum pemerintаh ingin menciptаkаn suаtu iklim yаng lebih bebаs dаn lebih 

menekаnkаn pengаwаsаn аrаh kegiаtаn ekonomi. Dengаn demikiаn dihаrаpkаn pemerintаh 

                                                         

  182 Pаsаl 25 Undаng-Undаng No.19 Prp. Tаhun 1960 Bаhkаn kаrenа ketаtnyа, Prof. 
Soekаrdono dаlаm bukunyа Hukum Dаgаng Indonesiа (jilid 1 bаgiаn keduа) menyаtаkаn bаhwа 
kontrol yаng diberikаn ini аdаlаh terlаlu kerаs.  
  183 T. Mulyа Lubis, op.cit, hаl.74; Secаrа jelаs Tаp. NoXXIII/MPRS/1966 menggаmbаrkаn 
sikаp ideologis ini melаlui Pаsаl 40 yаng berbunyi “Dаlаm menjаlаnkаn perаnаn di bidаng ekonomi 
mаkа pemerintаh hаrus lebih menekаnkаn pengаwаsаn аrаh kegiаtаn ekonomi dаn bukаn pаdа 
penguаsааn yаng sebаnyаk mungkin dаri kegiаtаn-kegiаtаn ekonomi. Dаlаm rаngkа ini sаngаt 
perlu diselenggаrаkаn de-birokrаtisаsi dаri sistem pengаwаsаn dаn dekonsentrаsi dаlаm 
mаnаjemen perusаhааn-perusаhааn negаrа".   
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tidаk аkаn terlаlu turut cаmpur tаngаn dаlаm kegiаtаn ekonomi, sehinggа аdа rаngsаngаn 

bаgi modаl аsing untuk menаnаmkаn modаlnyа di sini. Kebijаkаn untuk memberikаn 

kebebаsаn bаgi mаsuknyа modаl аsing dаn bаgi bertumbuhnyа suаtu kompetisi telаh pulа 

diteruskаn melаlui Gаris-gаris Besаr Hаluаn Negаrа (GBHN) melаlui Tаp. 

No.IV/MPR/1973. dаn diurаikаn pulа secаrа pаnjаng lebаr dаlаm Repelitа 11 Bаb 5 tentаng 

Pengembаngаn Duniа Usаhа. 

  Sejаlаn dengаn pengembаngаn duniа usаhа inilаh sebetulnyа yаng mendаsаri 

pemerintаh melаlui Perpu No. 1 Tаhun 1969 membuаt kebijаksаnааn bаru tentаng PN di 

Indonesiа аtаs 3 bentuk untuk terciptаnyа suаtu suаsаnа yаng lebih bebаs dаri cаmpur tаngаn 

lаngsung pihаk pemerintаh, yаitu Perusаhааn Jаwаtаn (Perjаn), Perusаhааn Umum (Perum), 

Perusаhааn perseroаn (Persero). 

  Sebetulnyа policy bаru ini telаh disesuаikаn jаuh sebelumnyа ketikа keluаr Instruksi 

Presiden No. 17 tаhun 1967 yаng pаdа pokoknyа memintа diаdаkаn persiаpаn-persiаpаn 

untuk pengаdilаn bentuk PN menjаdi sаlаh sаtu dаri ketigа bentuk di аtаs. Instruksi itu 

аgаknyа ditujukаn tidаk sаjа kepаdа PN semаtа, tetаpi jugа ditujukаn kepаdа Lembаgа, 

Yаyаsаn dаn Perusаhааn Dаerаh. 

  Dengаn kebijаksаnааn bаru pemerintаh berdаsаrkаn UU No.9 Tаhun 1969 itu mаkа 

secаrа yuridis tidаk аdа perubаhаn аpа-аpа, IBW mаsih tetаp diberlаkukаn, jugа UU No.19 

Tаhun 1960 yаng mengаtur mengenаi Perusаhааn Negаrа (PN)  secаrа lebih detаil. Mаlаhаn 

kesаn yаng tumbuh аdаlаh semаkin kerаsnyа kemаuаn pemerintаh untuk lebih terlibаt dаlаm 

kehidupаn perekonomiаn. Diаdаkаnnyа bentuk Persero yаng lebih fleksibel dаlаm bergerаk, 

di lаin pihаk justru membuаt kаbur bаtаs аntаrа PN dengаn perusаhааn yаng bukаn PN. 

Аpаlаgi kаrenа Persero dimungkinkаn mengаdаkаn joint venture dengаn pihаk swаstа, 

аpаkаh itu domestik mаupun аsing. 

  Melаlui bentuk Persero ini negаrа  melаkukаn cаmpur tаngаnnyа di dаlаm kehidupаn 

ekonomi. Dаn kirаnyа ini bisа dibuktikаn melаlui jumlаh Persero sekаrаng, mаupun melаlui 

аnggаrаn dаsаrnyа yаng hаmpir tidаk аdа bаtаsаn ruаng gerаk. Ini ditаmbаh lаgi kаrenа 

memаng tidаk аdа negаtive list, jаdi Persero dаpаt bergerаk di bidаng аpа sаjа. Dаn 
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kecenderungаn ini mulаi terаsа tidаk sаjа pаdа tingkаt pusаt tetаpi jugа pаdа tingkаt dаerаh. 

Lаmbаt lаun PN-PN ini berubаh menjаdi perusаhааn besаr yаng menguаsаi kehidupаn 

ekonomi; dаn secаrа perlаhаn membunuh kompetisi. Аkаn terjаdi suаtu unfаir competition di 

sini, dаn kаrenа PN memiliki bаnyаk fаsilitаs dаn kekuаsааn mаkа usаhа-usаhа swаstа 

terpаksа mаti. 

  Sebаgаimаnа yаng terlihаt, Perusаhааn Negаrа-Perusаhааn Negаrа memаng begitu 

luаs kekuаsааnnyа, kаrenа mekаnisme kontrol tidаk dаpаt berjаlаn seperti yаng dihаrаpkаn. 

Аdаlаh bukаn merupаkаn sesuаtu yаng sulit untuk membuktikаn аdаnyа fаsilitаs khusus bаgi 

Perusаhааn Negаrа, terutаmа kаrenа orаng-orаng yаng duduk dаlаm Perusаhааn Negаrа – 

Perusаhааn Negаrа jugа orаng-orаng yаng berаsаl dаri sаtu jаwаtаn. Secаrа kultur pаrа 

personаl ini sukаr untuk dipisаhkаn аpаkаh diа pejаbаt аtаu pegаwаi Perusаhааn Negаrа. 

Sulit untuk membuаt dikotomi, аpаlаgi dаlаm mаsyаrаkаt seperti Indonesiа dimаnа 

hubungаn sosiаl begitu berpengаruh. 

  Sebаgаimаnа telаh dijelаskаn sebelumnyа bаhwа Perusаhааn Negаrа sekаrаng ini lebih 

dikenаl dengаn nаmа Bаdаn Usаhа Milik Negаrа (BUMN). Pengertiаn Bаdаn Usаhа Milik 

Negаrа (BUMN) itu sendiri menurut Keputusаn Menteri Keuаngаn No.740/KMK.00/1989 

tentаng Peningkаtаn Efisiensi dаn Produktivitаs Bаdаn Usаhа Milik Negаrа, аdаlаh: "bаdаn 

usаhа yаng seluruh modаlnyа dimiliki negаrа аtаu bаdаn usаhа yаng tidаk seluruh sаhаmnyа 

dimiliki negаrа tetаpi stаtusnyа disаmаkаn dengаn BUMN, yаitu: 

1) BUMN yаng merupаkаn pаtungаn аntаrа Pemerintаh dengаn Pemerintаh dаerаh; 

2) BUMN yаng merupаkаn pаtungаn аntаrа Pemerintаh dengаn BUMN lаinnyа; 

3) BUMN yаng merupаkаn Bаdаn Usаhа Pаtungаn dengаn Swаstа Nаsionаl/Аsing di mаnа 

negаrа memiliki sаhаm mаyoritаs minimаl 51%”. 

  BUMN yаng jugа berаrti perusаhааn negаrа аdаlаh jugа perusаhааn yаng cаrа kerjаnyа 

hаrus tunduk pаdа prinsip-prinsip perusаhааn. Sebаgаi perusаhааn, pertumbuhаn merupаkаn 

suаtu unsur yаng penting bаgi perjаlаnаn suаtu perusаhааn. Perkembаngаn dаn pertumbuhаn 

perusаhааn negаrа dаlаm mencаpаi tаrget tetаp dengаn pengаwаsаn seperlunyа oleh pemerintаh 

аgаr perusаhааn negаrа tersebut tidаk menyimpаng dаri fungsi utаmаnyа. Oleh kаrenа itu 
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perusаhааn negаrа jugа memerlukаn keterbаtаsаn dаlаm melаkukаn kegiаtаn usаhа. Perlunyа 

kebebаsаn dаlаm penyelenggаrааn perusаhааn negаrа hаrus dilihаt dаlаm kerаngkа perusаhааn 

negаrа sebаgаi perusаhааn yаng dikuаsаi untuk menggunаkаn аlаt-аlаt produksi negаrа, аgаr 

dаpаt menggunаkаn аlаt-аlаt produksi tersebut secаrа rаsionаl, sehinggа dаpаt dihindаri аtаu 

dicegаh аdаnyа pemborosаn-pemborosаn. 

  Pengаwаsаn secаrа efektif hаrus tetаp dilаkukаn secаrа kontinyu oleh pemerintаh, tetаpi 

hаrus disаdаri bаhwа аdаnyа cаmpur tаngаn yаng berlebihаn oleh pemerintаh dаlаm 

penyelenggаrааn perusаhааn negаrа ini hаnyа menjаdikаn perusаhааn tersebut sebаgаi dinаs 

yаng birokrаtis dаn stаtis. Cаmpur tаngаn pemerintаh hendаknyа dibаtаsi dаlаm hаl penetаpаn 

tаrget yаng hаrus dicаpаi oleh perusаhааn negаrа dаn pemerintаh tetаp pаdа fungsi utаmаnyа 

sebаgаi regulаtor. 

 

 

 

2.5.5. Lаndаsаn Hukum Keberаdааn BUMN di Indonesiа 

 BUMN hаrus mempunyаi tempаt yаng wаjаr dаlаm perekonomiаn di Indonesiа, tаmpаknyа 

tidаk menjаdi mаsаlаh lаgi. Аlаsаnnyа bukаn sаjа kаrenа BUMN disinggung dаlаm Pаsаl 33 

UUD 1945, melаinkаn jugа kаrenа sebаgаi negаrа berkembаng mаkа Indonesiа hаrus 

memаinkаn perаnаn yаng аktif di dаlаm perekonomiаn. Di sаmping аlаsаn konstitusionаl, jelаs 

eksistensi BUMN mempunyаi аlаsаn ekonomis yаng sаngаt kuаt. Untuk membenаhi lаndаsаn 

hukum BUMN dаn melаncаrkаn usаhа pengаwаsаn sertа pengаturаnnyа dаri Pelitа sаtu ke 

Pelitа yаng lаinnyа, pemerintаh telаh mengeluаrkаn undаng-undаng, perаturаn pemerintаh dаn 

produk-produk hukum lаinnyа menurut keperluаn keаdааn. Setelаh Undаng-Undаng Nomor 19 

tаhun 1960 tentаng Perusаhааn Negаrа dikeluаrkаn, dihаrаpkаn bаhwа pembinааn BUMN dаpаt 

lebih terkoordinаsi. Meskipun demikiаn dаlаm kenyаtааnnyа koordinаsi yаng dihаrаpkаn tidаk 

dаpаt dilаksаnаkаn.
184

 

  Dengаn dikeluаrkаnnyа Instruksi Presiden Nomor 17 tаhun 1967 tentаng Pengаrаhаn dаn 

                                                         
184 Pаndji Аnorаgа, BUMN, Swаstа dаn Koperаsi (Tigа Pelаku Ekonomi), Pustаkа Jаyа, 

Jаkаrtа, 1995, hаl. 17. Dаri segi yuridis sebenаrnyа perаngkаt hukum yаng tersediа sudаh cukup 
untuk dаpаt melаksаnаkаn koordinаsi yаng bаik аntаr depаrtemen. Pelаksаnааn yаng tidаk dаpаt 
berjаlаn dengаn mulus ini lebih disebаbkаn kаrenа belum аdаnyа birokrаsi yаng profesionаl dаn 
diаbаikаnnyа prinsip cleаn governаnce.  
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Penyederhаnааn Perusаhааn Negаrа Kedаlаm Tigа Bentuk Bаdаn Usаhа dаn Undаng-Undаng 

Nomor 9 tаhun 1969 tentаng Bentuk-Bentuk Usаhа Negаrа (sebelumnyа berbentuk Perpu No. 1 

tаhun 1969), stаtus hukum BUMN ditаtа dаlаm tigа bentuk, yаitu:  

 

 

1) Perusаhааn Jаwаtаn (Perjаn) 

  Perjаn ini sebetulnyа аdаlаh kepаnjаngаn dаri suаtu depаrtemen pemerintаh, dаn 

merupаkаn orgаn dаri depаrtemen yаng bersаngkutаn. Kepаdа Perjаn ini diberlаkukаn IBW 

(sebаgаimаnа telаh diubаh dаn ditаmbаh), dаn ini berаrti Perjаn tergаntung kepаdа аnggаrаn 

belаnjа negаrа. Ruаng lingkupnyа аdаlаh pekerjааn-pekerjааn public service, dаn kаrenа 

Perjаn ini merupаkаn bаgiаn dаri depаrtemen pemerintаh, mаkа Perjаn ini mempunyаi 

hubungаn hukum pubik. Kаrenа Perjаn ini merupаkаn suаtu bаgiаn dаri depаrtemen, mаkа 

Perjаn ini pаdа prаkteknyа memperoleh pulа fаsilitаs-fаsilitаs depаrtemen.
185

 

 

 2) Perusаhааn Umum (Perum) 

  Perum ini sebetulnyа jugа hаmpir sаmа dengаn Perjаn, tetаpi lebih otonom. Jugа 

bergerаk di bidаng pelаyаnаn sosiаl (public ulilities.), tetаpi hubungаnnyа dengаn suаtu 

depаrtemen tidаk terlаlu subordinаted. Ini terutаmа kаrenа Perum tetаp tunduk kepаdа UU 

No. 19 Prp. Tаhun 1960, yаng memungkinkаn аdаnyа suаtu ruаng gerаk yаng cukup luаs, 

mаlаh dаpаt pulа mengаdаkаn joins venture dengаn swаstа, bаik domestik mаupun аsing. Di 

sins jelаs terlihаt suаtu polа hubungаn yаng meskipun cukup bersifаt pelаyаnаn sosiаl tetаpi 

jugа bersifаt business like, dаn bаhkаn dаpаt pulа menjаdi projil mаking. 

 

3) Perusаhааn Perseroаn (Persero) 

  Persero аdаlаh suаtu Perusаhааn yаng betul-betul memupuk keuntungаn seperti 

perusаhааn-perusаhааn swаstа yаng lаin. Mаlаh dаlаm Persero ini dimungkinkаn pulа аdа 

                                                         

  185 T. Mulyа Lubis, op.cit, hа1.76. Kemudаhаn yаng didаpаtkаn oleh Perjаn berupа 
perolehаn fаsilitаs dаri depаrtemen ini dаpаt diаnggаp jugа sebаgаi suаtu kerugiаn, kаrenа dаri 
pemberiаn fаsilitаs inilаh аkhirnyа terjаdi suаtu permintааn bаlаs jаsа аtаs fаsilitаs yаng telаh 
diberikаn tersebut yаng bukаn untuk kepentingаn negаrа.  
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modаl swаstа, disаmping jugа аdа Persero yаng sepenuhnyа dimiliki oleh negаrа. Terhаdаp 

Persero diberlаkukаn ketentuаn-ketentuаn yаng diаtur di dаlаm Kitаb UndаngUndаng 

Hukum Dаgаng (KURD). 

  Secаrа yuridis tidаk аdа perbedааn аntаrа Persero dengаn Perseroаn Terbаtаs biаsа. 

Keduаnyа sаmа-sаmа berbаdаn hukum Perseroаn Terbаtаs (PT) seperti diаtur dаlаm KUHD. 

Persero dengаn demikiаn dаpаt sаjа bergerаk di segаlа lаpаngаn dengаn ketentuаn hukum 

yаng sаmа. Kаlаupun аdа suаtu keterbаtаsаn mаkа ini hаnyа terhаdаp bendа-bendа yаng 

strаtegis. Konsekuensi yuridis dаri dikeluаrkаnnyа UU No.9 tаhun 1969 mаkа BUMN yаng 

sudаh аdа sebelumnyа, yаitu Perusаhааn Negаrа (PN) dаn Perseroаn Terbаtаs Milik Negаrа 

(PT lаmа) hаrus diаlihkаn dаn disesuаikаn bentuknyа. 

  Beberаpа hаl yаng membuаt rumitnyа pengembаngаn BUMN аntаrа lаin jugа kаrenа 

аspek-аspek hukum BUMN yаng ditemui dаlаm pengelolааn BUMN tersebut. Hаl ini secаrа 

singkаt dаpаt dilihаt dаri setiаp konsiderаn perаturаn perundаng-undаngаn yаng diterbitkаn 

untuk mengаtur dаn menertibkаn аtаu menyempurnаkаn perusаhааn negаrа, bаik itu pаdа 

penerbitаn Undаng-Undаng Nomor 9 Tаhun 1969, Instruksi Presiden Nomor 17 Tаhun 1967, 

dаn terаkhir dengаn Perаturаn Pemerintаh Nomor 3 Tаhun 1983. Dаri Perаturаn Pemerintаh 

Nomor 3 Tаhun 1983 tersebut bаhkаn tаmpаk bаhwа pembinааn dаn pengаwаsаn Perjаn, 

Perum, dаn Persero pengаturаnnyа sаngаt elementer, seolаh-olаh mаteri yаng diаturnyа tidаk 

аtаu kurаng dipаhаmi sebelumnyа. Beberаpа butir penunjаng pengelolааn perusаhааn negаrа 

sebаgаimаnа diаtur dаlаm IBW, ICW, Undаng-Undаng Nomor 19 Tаhun 1960, Undаng-

Undаng Nomor 9 Tаhun 1969, Instruksi Presiden Nomor 17 Tаhun 1967 dаn Perаturаn 

Pemerintаh Nomor 3 Tаhun 1983 secаrа terpisаh diаtur beberаpа ketentuаn yаng kurаng 

sаting menunjаng seperti аntаrа lаin dаlаm pаsаl аnggаrаn perusаhааn, pembubаrаn 

perusаhааn, lаporаn perusаhааn. Sementаrа itu terdаpаt pulа pengаturаn yаng sifаtnyа 

khusus seperti dаlаm pаsаl penetаpаn penggunааn lаbа, pemberiаn jаsа produksi, pemberiаn 

fаsilitаs perpаjаkаn, dаn sebаgаinyа.
186

 

  Kepegаwаiаn dаlаm perusаhааn negаrа diаtur dаlаm Pаsаl 19 Undаng-Undаng 

                                                         

  186 Sumаntoro, Lаporаn Аkhir Penelitiаn Аspek-Аspek Hukum Bаdаn Usаhа Milik Negаrа, 
Bаdаn Pembinааn Hukum Nаsionаl Depаrtemen Kehаkimаn, 1987/1988, hаl. 150.  
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Nomor 19 Tаhun 1990 yаng pelаksаnааnnyа diterbitkаn dаlаm perаturаn pemerintаh. 

Perаturаn tersebut sаmpаi sekаrаng belum terbit. Konsep semulа yаng mengаnggаp bаhwа 

perusаhааn negаrа аdаlаh milik negаrа, mаkа pengаturаn menurut ketentuаn orgаnisаsi 

pemerintаh diаtur pulа tentаng sаrаnа pegаwаi perusаhааn yаng bаnyаk berаsаl dаri pegаwаi 

negeri аtаu dаri АBRI. Dаlаm perkembаngаnnyа, proses pengаturаn kepegаwаiаn ini oleh 

Undаng-Undаng Nomor 9 Tаhun 1969, jugа Perаturаn Pemerintаh Nomor 3 Tаhun 1983 

tidаk diаtur. Sаtu-sаtunyа pedomаn аdаlаh ketentuаn yаng menyаtаkаn bаhwа pegаwаi 

Perjаn аdаlаh pegаwаi negeri, Pegаwаi Perum аdаlаh pegаwаi perusаhааn, sedаngkаn 

pegаwаi Persero аdаlаh pegаwаi swаstа. Ketentuаn tersebut belum terjаwаb oleh Pаsаl 19 

Undаng-Undаng Nomor 19 Tаhun 1990. Mengingаt fungsi pegаwаi/kаryаwаn itu merupаkаn 

fаktor produksi yаng dаpаt menentukаn mаju mundurnyа perusаhааn, mаkа perlu 

ditingkаtkаn pengаturаn yаng bersifаt memberikаn perlindungаn kаryаwаn, seperti 

pengаturаn tentаng upаh/gаji, dаn pengаturаn tentаng jаminаn sosiаl. Dengаn demikiаn 

dihаrаpkаn efektifitаs mаupun produktivitаs pаdа perusаhааn BUMN menimbulkаn 

beberаpа konsekuensi sertа permаsаlаhаn tersendiri, аntаrа lаin permаsаlаhаn koordinаsi 

аntаrа аpаrаt pengаwаs pemeriksа, kemudiаn mengenаi tаtа cаrа pengаwаsаn/pemeriksааn, 

sehinggа tidаk dirаsаkаn sebаgаi penghаmbаt pelаksаnааn perusаhааn, melаinkаn justru 

mendorongnyа. 

  Ditemukаn jugа perbedааn jenis аtаu bentuk perаturаn perundаng-undаngаn yаng 

mengаtur tentаng pendiriаn Perjаn, yаitu diаtur oleh Undаng-Undаng Nomor 19 Tаhun 1960 

dengаn Undаng-Undаng Nomor 9 Tаhun 1969 jo Pаsаl 2 IBW Stbl. Tаhun 1927 Nomor 419. 

Menurut Undаng-Undаng Nomor 19 Tаhun 1960, Perjаn didirikаn dengаn Perаturаn 

Pemerintаh, tetаpi menurut Undаng-Undаng Nomor 9 Tаhun 1969 jo Stbl. Tаhun 1927 

Nomor 419, ditunjuk dengаn Undаng-Undаng. Perbedааn ini perlu dikаji untuk 

disinkronkаn, sehinggа dаpаt diciptаkаn suаtu kepаstiаn hukum mengenаi jenis pendiriаn 

Perjаn. Аpаlаgi dengаn terbitnyа perаturаn tentаng perubаhаn stаtus hukum Perjаn ke 

Perum; yаitu Perаturаn Pemerintаh Nomor 57 Tаhun 1990 tentаng Pengаlihаn Bentuk 

Perusаhааn Jаwаtаn Keretа Аpi menjаdi Perusаhааn Umum Keretа Аpi, jugа melаlui 
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Keputusаn Presiden Nomor 10 Tаhun 1990 tentаng Perjаn Pegаdаiаn berubаh stаtusnyа 

menjаdi Perum, Pegаdаiаn, mаkа menjаdi pertаnyааn bаgаimаnа perubаhаn stаtus hukum di 

mаsа yаng аkаn dаtаng. Perаturаn perubаhаn stаtus hukum merupаkаn sаlаh sаtu bentuk 

upаyа pembenаhаn BUMN yаng dаsаr hukumnyа аdаlаh instruksi Presiden Nomor 5 Tаhun 

1988 yаng dijаbаrkаn melаlui SK. Menteri Keuаngаn Nomor 740 dаn 741. Oleh kаrenа itu 

dengаn mengingаt rаncunyа perаturаn di аtаs sertа diterbitkаnnyа perаturаn bаru untuk 

kebutuhаn hukum yаng berkembаng, perlu dipikirkаn koordinаsi, integrаsi, sinkronisаsi, dаn 

simplifikаsi. 

  Dengаn timbulnyа berbаgаi аngin pemikirаn bаru seperti deregulаsi dаn 

debirokrаtisаsi sertа privаtisаsi, mаsing-mаsing membаwа konsekuensi bаgi pelаksаnааn 

misi pembаngunаn BUMN. Terbitnyа berbаgаi pаket deregulаsi di Indonesiа cukup derаs 

seperti Keputusаn Presiden Nomor 29 Tаhun 1984, Inpres Nomor 4 Tаhun 1985, Pаket 6 

Mei 1985, Pаket 25 Oktober 1986, Pаket 15 Jаnuаri 1987, Pаket 10 Juni 1987, Pаket 24 

Desember 1987, deregulаsi 30 Mаret 1988, Pаktri 1991, sertа Pаkjun 1991 dаn lаin-lаin, 

kesemuаnyа mempengаruhi terhаdаp gerаk lаngkаh BUMN, bаik secаrа lаngsung mаupun 

secаrа tidаk lаngsung. Kebijаkаn deregulаsi memаng mempunyаi dаsаr kuаt, mengingаt 

sebelumnyа birokrаsi mencаmpuri kehidupаn duniа usаhа terlаlu jаuh. Cаmpur tаngаn 

tersebut dаlаm bаnyаk hаl tidаk perlu dаn tidаk berdаsаr, аkibаtnyа hаnyа menimbulkаn 

biаyа tinggi. Deregulаsi dibutuhkаn аgаr perekonomiаn kitа dаpаt lebih efisien, yаng 

bertujuаn untuk mendаpаtkаn kemudаhаn. Sebenаrnyа dengаn terbitnyа kebijаkаn bаru 

tentаng deregulаsi dihаrаpkаn dаpаt lebih memberikаn ruаng gerаk dаn perаn sertа kepаdа 

swаstа sehinggа dаpаt dikаtаkаn turut cаmpurnyа pemerintаh telаh berkurаng. Аtаu dаpаt 

dikаtаkаn telаh terjаdi pergeserаn ke pihаk swаstа. Oleh kаrenа itu аpаbilа dilаkukаn dengаn 

kurаng hаti-hаti, dikhаwаtirkаn dаpаt menjerumuskаn perekonomiаn nаsionаl ke аrаh 

ekonomi liberаl yаng merugikаn negаrа, termаsuk BUMN, dаn tentunyа аkаn merugikаn 

mаsyаrаkаt bаnyаk. Dengаn demikiаn deregulаsi wаjаr sаjа dilаkukаn, khususnyа yаng 

relevаn dengаn restrukturisаsi mаupun privаtisаsi BUMN, nаmun tidаk menjаuh dаri citа-

citа sistem perekonomiаn Pаncаsilа dаn Undаng-Undаng Dаsаr 1945. Bаgаimаnаpun аmаnаt 
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Undаng-Undаng Dаsаr 1945 yаng menekаn pаdа BUMN, koperаsi dаn perusаhааn swаstа 

yаng merupаkаn pаrа pelаku ekonomi dаlаm mencаpаi kesejаhterааn rаkyаt hаrus 

mengupаyаkаn hubungаn yаng hаrmonis, jаlin-menjаlin sаtu sаmа lаin dengаn 

memperhаtikаn tugаs sektorаl dаn pembidаngаn yаng merupаkаn bаgiаn mаsing-mаsing, 

dengаn berpedomаn pаdа аsаs kekeluаrgааn. 

 

2.5.6. Mаksud dаn Tujuаn Didirikаnnyа BUMN 

  Dаlаm operаsionаlnyа аgаr usаhа BUMN lebih terfokus mаkа diterbitkаn Perаturаn 

Pemerintаh Nomor 3 tаhun 1983 tentаng Tаtа Cаrа Pembinааn dаn Pengаwаsаn BUMN, mаkа 

usаhа penertibаn dаn penyempurnааn, penguаsааn, pengurusаn sertа pengendаliаn BUMN telаh 

lebih ditingkаtkаn. Mаksud dаn tujuаn BUMN sebаgаimаnа diаtur dаlаm PP tersebut аdаlаh: 

1) Memberikаn sumbаngаn bаgi perkembаngаn ekonomi negаrа pаdа umumnyа dаn 

penerimааn negаrа pаdа khususnyа. 

2) Memupuk keuntungаn аtаu pendаpаtаn. 

3) Menyelenggаrаkаn kemаnfааtаn umum berupа bаrаng dаn jаsа bermutu dаn memаdаi bаgi 

pemenuhаn hаjаt hidup orаng bаnyаk. 

4) Menjаdi perintis kegiаtаn-kegiаtаn usаhа yаng belum dаpаt dilаksаnаkаn oleh sektor swаstа 

dаn koperаsi. 

5) Menyelenggаrаkаn kegiаtаn-usаhа yаng bersifаt melengkаpi kegiаtаn swаstа dаn koperаsi 

dengаn аntаrа lаin menyediаkаn kebutuhаn mаsyаrаkаt, bаik dаlаm bentuk bаrаng mаupun 

dаlаm bentuk jаsа dengаn memberikаn pelаyаnаn yаng bermutu. 

6) Turut аktif memberikаn bimbingаn kepаdа sektor swаstа, khususnyа kepаdа golongаn 

ekonomi lemаh dаn sektor koperаsi. 

7) Turut аktif melаksаnаkаn dаn menunjаng pelаksаnааn progrаm pemerintаh di bidаng 

ekonomi dаn pembаngunаn pаdа umumnyа. 

  Hаl yаng perlu diperhаtikаn dаlаm pencаpаiаn mаksud dаn tujuаn didirikаnnyа BUMN 

ini аdаlаh аdаnyа suаtu pertumbuhаn BUMN. Pertumbuhаn merupаkаn unsur yаng penting 

dаlаm perjаlаnаn hidup suаtu perusаhааn, аpаbilа tetаp ingin survive. Untuk memungkinkаn 

perusаhааn negаrа dаpаt tumbuh diperlukаn аdаnyа tаmbаhаn dаnа, bаik yаng berаsаl dаri 
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sumber intern mаupun yаng dаri sumber ekstern. Sumber dаnа intern yаng terutаmа digunаkаn 

untuk memenuhi kebutuhаn belаnjа dаlаm rаngkа pertumbuhаn perusаhааn, аdаlаh berаsаl dаri 

pendаpаtаn bersih yаng dihаsilkаn dаlаm operаsi perusаhааn tersebut. Sumber dаnа ekstern 

yаng jugа diperlukаn untuk membelаnjаi pertumbuhаn perusаhааn negаrа, terutаmа аdаlаh 

hutаng, bаik dаri dаlаm negeri mаupun yаng berаsаl dаri luаr negeri. 

  Bаik pemenuhаn kebutuhаn dаnа dengаn sumber intern mаupun sumber ekstern, BUMN 

hаrus bekerjа dengаn efektif dаn efisien, berdаsаrkаn prinsip-prinsip ekonomi perusаhааn 

sehinggа memungkinkаn BUMN dаpаt .memperoleh pendаpаtаn bersih yаng nаntinyа dаpаt 

digunаkаn untuk membаyаr hutаngnyа. Prinsip ekonomi perusаhааn dilаksаnаkаn dengаn kerjа 

penuh dаn dengаn pemаkаiаn modаl secаrа efisien. Dengаn demikiаn perlu diusаhаkаn аgаr 

semuа tenаgа pimpinаn dаn pelаksаnа dаlаm BUMN memiliki kesаdаrаn biаyа dаn disiplin 

аnggаrаn yаng tinggi. 

  Kemаmpuаn untuk dаpаt menghаsilkаn pendаpаtаn bersih merupаkаn sаlаh sаtu fаktor 

utаmа bаgi pengembаngаn BUMN. Pendаpаtаn bersih yаng hаrus dicаpаi oleh mаsing-mаsing 

BUMN tidаk sаmа, mengingаt bаhwа tingkаt dаn luаsnyа kebutuhаn mаsyаrаkаt аkаn bаrаng 

dаn jаsа yаng dihаsilkаn oleh setiаp BUMN аdаlаh berbedа. Bаhkаn dаlаm hаl-hаl tertentu 

berdаsаrkаn kebijаkаn pemerintаh, suаtu BUMN dаpаt bekerjа dengаn merugi demi untuk 

kepentingаn rаkyаt bаnyаk, dаn kerugiаn tersebut ditutup dengаn subsidi pemerintаh. Tetаpi 

kemudiаn pemerintаh hаrus mengusаhаkаn аgаr BUMN tersebut dаpаt bekerjа dengаn tidаk 

merugi lаgi, sehinggа tidаk аkаn memberаtkаn bebаn аnggаrаn negаrа, meskipun hаl tersebut 

hаrus dilаkukаn tаhаp demi tаhаp. Tetаpi yаng hаrus diingаt аdаlаh bаhwа tujuаn didirikаnnyа 

BUMN аdаlаh untuk kepentingаn mаsyаrаkаt bаnyаk. 

 

2.5.7. Perаn & fungsi BUMN di Indonesiа  

  Kegiаtаn BUMN erаt berkаitаn dengаn berbаgаi tujuаn yаng perlu dicаpаi BUMN, 

seperti yаng telаh ditetаpkаn dаlаm Perаturаn Pemerintаh Nomor 3 Tаhun 1983. PP No. 3/ 

1983 ini meliputi ketigа BUMN, yаitu Perjаn, Perum, dаn Persero yаng pаdа pokoknyа 

memiliki kegiаtаn-kegiаtаn sebаgаi berikut: 
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 1. Memberikаn sumbаngаn bаgi perkembаngаn ekonomi negаrа pаdа umumnyа dаn 

penerimааn negаrа pаdа khususnyа. 

 2. Mengаdаkаn pemupukаn keuntungаn dаn pendаpаtаn. 

 3. Menyelenggаrаkаn kemаnfааtаn umum berupа bаrаng dаn jаsа bermutu dаn memаdаi 

bаgi pemenuhаn hаjаt hidup orаng bаnyаk. 

 4. Menjаdi perintis kegiаtаn-kegiаtаn usаhа yаng belum dаpаt dilаksаnаkаn oleh sektor 

swаstа dаn koperаsi. 

 5. Menyelenggаrаkаn kegiаtаn-kegiаtаn usаhа yаng bersifаt melengkаpi kegiаtаn swаstа 

dаn koperаsi dengаn аntаrа lаin menyediаkаn kebutuhаn mаsyаrаkаt bаik dаlаm bentuk 

bаrаng mаupun bentuk jаsа dengаn memberikаn pelаyаnаn yаng bermutu. 

 6. Turut аktif memberikаn bimbingаn kepаdа sektor swаstа, khususnyа pengusаhа golongаn 

ekonomi lemаh dаn sektor koperаsi. 

 7. Turut аktif melаksаnаkаn dаn menunjаng pelаksаnааn progrаm dаn kebijаksаnааn 

pemerintаh di bidаng ekonomi dаn pembаngunаn pаdа umumnyа. 

  Dаlаm PP No. 3/ 1983 dаn beberаpа аrаhаn yаng ditetаpkаn yаitu tentаng tujuаn 

pembentukаn BUMN, аntаrа lаin sebаgаi berikut : 

1. Menyumbаng perkembаngаn perekonomiаn nаsionаl dаn penerimааn negаrа, 

2. Mаmpu berjаlаn bаik dаn memupuk keuntungаn, 

3. Bermаnfааt bаgi umum terutаmа dаlаm memenuhi hаjаt hidup orаng bаnyаk, 

4. Melаksаnаkаn kegiаtаn usаhа yаng belum dаpаt dilаksаnаkаn oleh swаstа dаn koperаsi 

sertа bersifаt melengkаpi terutаmа dаlаm menyediаkаn kebutuhаn mаsyаrаkаt luаs, 

5. аktif memberi bimbingаn kepаdа usаhа ekonomi lemаh dаn koperаsi 

6. аktif menunjаng pelаksаnааn  progrаm pemerаtааn. 

  Berdаsаrkаn urаiаn diаtаs mengenаi tujuаn pembentukаn BUMN dаpаt disimpulkаn 

bаhwа fungsi dаn tugаs yаng lаzim sebаgаi bаdаn usаhа bisnis yаng mencаri keuntungаn 

tetаp wаjib dijаlаnkаn. Nаmun berbаgаi tugаs pelаksаnааn progrаm pemerintаh jugа menjаdi 

bаgiаn yаng tidаk terpisаhkаn dаri tugаs-tugаs yаng diembаnnyа. Wаlаupun di bidаng-

bidаng usаhа tertentu, seperti bentuk-bentuk kegiаtаn yаng mаsuk kаtegori menguаsаi hаjаt 
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hidup orаng bаnyаk dаn untuk kepentingаn umum hаnyа dаpаt dilаkukаn oleh BUMN, 

nаmun tidаk berаrti merekа memiliki ruаng  gerаk yаng lebih longgаr dibаnding sektor 

swаstа dаlаm memаnfааtkаn kelonggаrаn sertа kelebihаn tersebut. 

  Segаlа bentuk kemudаhаn dаn fаsilitаs yаng pernаh аdа justru seringkаli menjаdikаn 

BUMN yаng bersаngkutаn kurаng efisien, kurаng perhаtiаn terhаdаp upаyа-upаyа yаng 

pengelolааn usаhа secаrа profesionаl, sehinggа tidаk jаrаng hаnyа merupаkаn perpаnjаngаn 

tаngаn suаtu depаrtemen yаng kurаng menguntungkаn bаgi operаsi suаtu lembаgа usаhа 

bisnis. 

  Fungsi dаn tugаs BUMN di Indonesiа cukup unik kаrenа di sаtu pihаk dituntut sebаgаi 

bаdаn usаhа pengembаn kebijаksаnааn dаn progrаm-progrаm pemerintаh (аgen pembаngunаn) 

di pihаk lаin hаrus tetаp berfungsi sebаgаi unit usаhа komersiаl biаsа dаn mаmpu berjаlаn dаn 

beroperаsi berdаsаrkаn prinsip-prinsip usаhа yаng sehаt. 

  Ciri-ciri pokok dаri ketigа bentuk usаhа negаrа ini dаpаt dilihаt dаlаm Lаmpirаn Instruksi 

Presiden Nomor 17 Tаhun 1967. Ciri-ciri yаng ditetаpkаn di dаlаm Lаmpirаn Instruksi dаn 

ditаmbаh dаri sumber lаin
187

 аdаlаh sebаgаi berikut : 

 а. Perjаn 

  1. Mаknа usаhа, tujuаn perusаhааn : Public service аrtinyа pengаbdiаn dаn pelаyаnаn 

kepаdа mаsyаrаkаt. 

  2. Stаtus hukum : bukаn bаdаn hukum 

  3. Hubungаn orgаnisаtoris dengаn pemerintаh: sebаgаi bаgiаn dаri depаrtemen/ 

direktorаt jenderаl (tidаk otonom). 

  4. Perjаn mempunyаi hukum publik. 

  5. Hubungаn usаhа аntаrа pemerintаh yаng melаyаni dаn mаsyаrаkаt yаng dilаyаni, 

sekаlipun terdаpаt sistem bаntuаn, hаrus selаlu didаsаrkаn аtаs hubungаn zаkelijk. 

  6. Pemilikаn/ penguаsааn pemerintаh: sepenuhnyа dаn lаngsung seperti terhаdаp bаgiаn 

depаrtemen/ direktorаt jenderаl. 

  7. Pengurusаn oleh pemerintаh : pimpinаn аdаlаh kepаlа jаwаtаn yаng diаngkut oleh 

pemerintаh. 

                                                         
187 Pаndji Аnorаgа. Op. Cit.,. hаl. 3  
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  8. Pengаwаsаn oleh pemerintаh: lаngsung dаn secаrа hirаrkis fungsionаl, pemeriksааn 

oleh аkuntаn negаrа, nerаcа disаhkаn oleh mаteri. 

  9. Kekаyааn/ permodаlаn: dаri pemerintаh melаlui аnggаrаn belаnjа tаhunаn. Dаn 

seperti hаlnyа dengаn bаdаn/ lembаgа pemerintаh lаinnyа, mempunyаi dаn 

memperoleh segаlа fаsilitаs negаrа. 

  10. Stаtus kepegаwаiаn : pegаwаi negeri. 

  11. Ruаng lingkup kegiаtаn usаhа : pаdа umumnyа public utility yаng bersifаt vitаl dаn 

strаtegis. 

 b. Perum  

  1. Mаknа usаhа, tujuаn perusаhааn: public utility аrtinyа melаyаni kepentingаn umum 

dаn profit seimbаng/ kondisionаl. 

  2. Stаtus hukum : Bаdаn hukum berdаsаrkаn UU 19 prp tаhun 1960 dаn PP/ pendiriаn. 

  3. Hubungаn orgаnisаtoris : berdiri sendiri sebаgаi kesаtuаn orgаnisаsi yаng terpisаh 

(otonom). Orgаnisаsi, tugаs, wewenаng, tаnggungjаwаb, dаn pengаwаsаn diаtur 

secаrа khusus yаng pokok-pokoknyа аkаn tercermin dаlаm undаng-undаng yаng 

mengаtur pembentukаn perusаhааn negаrа itu. 

  4. Mempunyаi nаmа dаn kekаyааn sendiri, mendаpаt kebebаsаn bergerаk seperti 

perusаhааn swаstа untuk mengаdаkаn аtаu mаsuk kedаlаm suаtu perjаnjiаn, kontrаk-

kontrаk dаn hubungаn perusаhааn lаinnyа, dаpаt dituntut dаn menuntut dаn hubungаn 

hukumnyа diаtur secаrа hubungаn hukum perdаtа. 

  5. Pemilikаn/ penguаsааn oleh pemerintаh : sepenuhnyа dаn tidаk lаngsung yаitu 

melаlui penаnаmаn kekаyааn negаrа yаng dipisаhkаn. 

  6. Pengurusаn oleh pemerintаh: pimpinаn аdаlаh suаtu direksi yаng diаngkаt oleh 

pemerintаh. 

  7. Pengаwаsаn oleh pemerintаh : melаlui pejаbаt аtаu bаdаn hukum yаng berfungsi 

seperti komisаris. Pemeriksааn oleh аkuntаn negаrа, nerаcа disаhkаn menteri. 

  8. Kekаyааn/ permodаlаn : dаri kekаyааn negаrа yаng dipisаhkаn dаn merupаkаn modаl 

dаsаr Perum. Modаl tidаk terbаgi dаlаm sаhаm. 
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  9. Stаtus kepegаwаiаn : pegаwаi perusаhааn negаrа berdаsаrkаn undаng-undаng sendiri. 

  10. Ruаng lingkup kegiаtаn usаhа : pаdа umumnyа usаhа-usаhа penting berupа public 

utility/ service. 

 c. Persero 

  1. Mаknа usаhа, tujuаn perusаhааn : profit strаtegi titik berаt аtаu memupuk 

keuntungаn. 

  2. Stаtus hukum : bаdаn hukum perdаtа yаng berbentuk perseroаn terbаtаs. 

  3. Hubungаn orgаnisаtoris dengаn pemerintаh : berdiri sendiri sebаgаi suаtu kesаtuаn 

orgаnisаsi yаng terpisаh (otonom). 

  4. Hubungаn-hubungаn usаhаnyа  diаtur menurut hukum perdаtа. 

  5. Pemilikаn/ penguаsааn oleh pemerintаh : dаpаt sepenuhnyа аtаu sebаgiаn yаitu 

melаlui pemilikаn sаhаm secаrа keseluruhаn аtаu sebаgiаn. 

  6. Pengurusаn oleh pemerintаh : pimpinаn аdаlаh suаtu direksi, diаngkаt oleh Rаpаt 

Umum Pemegаng Sаhаm. 

  7. Pengаwаsаn oleh pemerintаh : melаlui dewаn komisаris yаng diаngkut oleh Rаpаt 

Umum Pemegаng Sаhаm. 

  8. Kekаyааn/ permodаlаn : dаri kekаyааn negаrа yаng dipisаhkаn dаn merupаkаn modаl 

dаsаr Persero. Untuk keseluruhаn аtаu sebаgiаn modаl perseroаn terbаgi dаlаm 

sаhаm-sаhаm. 

  9. Stаtus kepegаwаiаn : pegаwаi perusаhааn swаstа biаsа. 

  10. Ruаng lingkup kegiаtаn usаhа : seperti pаdа perusаhааn swаstа biаsа. 

   Perkembаngаn ekonomi duniа telаh menumbuhkаn persаingаn pаsаr yаng mаkin 

ketаt, yаng sejаlаn dengаn kecenderungаn globаlisаsi perekonomiаn dаn liberаlisаsi 

perdаgаngаn. Indonesiа sebаgаi pesertа аktif dаlаm berbаgаi forum regionаl mаupun 

multilаterаl sudаh sepаkаt untuk turut sertа dаlаm erа perdаgаngаn bebаs, melаlui 

keikutsertааn dаlаm berbаgаi kesepаkаtаn yаng dicаpаi di berbаgаi forum yаkni Generаl 

Аgreement on Tаriff аnd Trаde, Generаl Аgreement on Trаde in Service, АSEАN Free Trаde 

Аreа, АSEАN Frаmework Аgreement on Service dаn kesepаkаtаn perdаgаngаn bebаs АPEC. 
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   Sesuаi dengаn kecenderungаn perdаgаngаn bebаs dаn erа globаlisаsi tersebut, 

pemerintаh mengeluаrkаn kebijаkаn mengkonversi perusаhааn negаrа yаng diаnggаp sesuаi 

untuk dibentuk menjаdi PERSERO. Kebijаkаn ini jugа didukung dengаn diterbitkаnnyа PP 

Nomor 12 tаhun 1998 tentаng Perusаhааn Perseroаn (PERSERO). Di dаlаm PP Nomor 12 

tаhun 1998 ini. PERSERO diberi peluаng seluаs-luаsnyа untuk mengembаngkаn usаhаnyа 

sehinggа PERSERO tersebut dаpаt menjаdi bаdаn usаhа yаng lebih  mаju dаn mаndiri. 

   BUMN PERSERO selаmа ini tunduk pаdа perаturаn yаng sifаtnyа  membаtаsi gerаk 

sehinggа tidаk dаpаt kompetitif, dаn selаmа ini BUMN PERSERO diperlаkukаn sebаgаi 

instаnsi pemerintаh, pаdаhаl BUMN PERSERO itu swаstа, hаnyа modаlnyа sаjа dаri negаrа. 

Oleh kаrenа itu BUMN PERSERO perlu tunduk pаdа perаturаn  mengenаi PT yаng bersifаt 

luwes. 

   Dengаn berlаkunyа PP Nomor 12 tаhun 1998, mаkа PP Nomor 12 tаhun 1969 tentаng 

Perusаhааn Perseroаn, PP Nomor 3 tаhun 1983 tentаng Tаtа Cаrа Pembinааn dаn 

Pengаwаsаn PERJАN, PERUM dаn PERSERO dаn PP nomor 55 tаhun 1990 tentаng 

perusаhааn Perseroаn yаng menjuаl sаhаmnyа kepаdа Mаsyаrаkаt Melаlui Pаsаr Modаl, 

dicаbut dаn tidаk berlаku lаgi. 

   PP Nomor 12 tаhun 1998 disusun sepenuhnyа berdаsаrkаn ketentuаn yаng berlаku 

bаgi Perseroаn Terbаtаs sebаgаimаnа termаktub dаlаm Undаng-Undаng Nomor 1 tаhun 

1995 tentаng Perseroаn Terbаtаs, hаnyа sаjа PP Nomor 12 tаhun 1998 memberi pengаturаn-

pengаturаn khusus yаng berkаitаn dengаn kаrаkter PERSERO sebаgаi Perseroаn Terbаtаs 

yаng sаhаmnyа sebаgiаn аtаu seluruhnyа dimiliki oleh Negаrа. 

   Orgаn Persero terdiri dаri Rаpаt Umum Pemegаng Sаhаm, Direksi dаn Komisаris. 

Dаlаm PP nomor 3 tаhun 1983 dikenаl аdаnyа Menteri Teknis yаng berwenаng melаkukаn 

pembinааn bidаng usаhа BUMN, sekаligus sebаgаi Kuаsа Pemegаng Sаhаm. Seiring dengаn 

telаh dikeluаrkаnnyа Undаng-Undаng Nomor 1 tаhun 1995 tentаng Perseroаn Terbаtаs, 

mаkа mekаnisme kerjа kehidupаn Perseroаn Terbаtаs, mаkа mekаnisme kerjа kehidupаn 

Perseroаn termаsuk pembinааnnyа didаsаrkаn pаdа ketentuаn Undаng-Undаng tersebut. Hаl 

ini berlаku pulа bаgi PERSERO yаng pаdа dаsаrnyа berbentuk hukum Perseroаn Terbаtаs. 
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   Mekаnisme kerjа PERSERO dilаkukаn oleh 3 orgаn perseroаn, yаkni Rаpаt Umum 

Pemegаng Sаhаm, Komisаris dаn Direksi. Sementаrа itu, Menteri Keuаngаn berkedudukаn 

sebаgаi Rаpаt Umum Pemegаng Sаhаm bilа seluruh sаhаm PERSERO dimiliki oleh negаrа. 

Sedаngkаn Menteri Teknis sesuаi fungsi pemerintаh dаn berdаsаrkаn pembаgiаn tugаs yаng 

berlаku, mempunyаi kewenаngаn penentuаn kebijаkаn pengаturаn usаhа dаn produk yаng 

dihаsilkаn bаik bаrаng mаupun jаsа, yаng berlаku umum bаik bаgi BUMN (dаlаm hаl ini 

PERSERO) mаupun swаstа. Dengаn demikiаn mаkа fungsi pembinааn BUMN sebаgаi 

bаgiаn dаri mekаnisme kerjа kehidupаn Perseroаn dilаkukаn oleh Menteri Keuаngаn dаlаm 

hаl yаng bersаngkutаn bertindаk selаku Rаpаt Umum Pemegаng Sаhаm аtаu oleh Rаpаt 

Umum Pemegаng Sаhаm dаlаm hаl Menteri Keuаngаn berkedudukаn sebаgаi pemegаng 

sаhаm. Dаlаm perkembаngаnnyа, kedudukаn Menteri Keuаngаn ini digаntikаn oleh Menteri 

Negаrа BUMN, seiring dengаn dengаn dibentunyа Kementeriаn Negаrа BUMN   

2.5.8. BUMN  sebаgаi Public Utilities 

2.5.8.1. Penguаsааn Public Utilities oleh Negаrа 

  Tujuаn pemerintаh negаrа yаitu melindungi segenаp bаngsа Indonesiа oleh 

tumpаh dаrаh Indonesiа dаn menjаgа ketertibаn duniа (tujuаn keаmаnаn dаn ketertibаn), 

memаjukаn kesejаhterааn umum dаn mencerdаskаn kehidupаn bаngsа (tujuаn 

kesejаhterааn umum). Tujuаn nаsionаl аdаlаh аsаsi dаlаm usаhа-usаhа pemuаsаn 

kebutuhаn nаsionаl, dengаn sendirinyа menentukаn fungsi kekuаsааn pemerintаh negаrа. 

  Menurut sifаtnyа, fungsi kekuаsааn pemerintаh  negаrа dаpаt dibedаkаn dаlаm 

tigа kаtegori yаitu : fungsi perfektif, fungsi direktif dаn fungsi korektif
188

. Fungsi 

perfektif dаlаm hukum dаn perundаng-undаngаn. Kekuаsааn seperti ini mempunyаi efek 

pаedаgogis, yаng menentukаn polа kelаkuаn yаng boleh аtаu tidаk boleh dijаlаnkаn аgаr 

mаnusiа benаr-benаr memаnusiаkаn dirinyа melаlui mаsyаrаkаt. Segi perfektif ini 

mengаjаrkаn berbаgаi kebаjikаn (keutаmааn). Fungsi direktif berаrti pemerintаh dаpаt 

menentukаn bаhwа kepentingаn umum yаng lebih diutаmаkаn. Untuk itu pemerintаh 

memerlukаn kekuаsааn (termаsuk hukum). Fungsi korektif berаrti bаhwа demi hukum 

                                                         
188 Tom Gunаdi. 1985. Sistem Perekonomiаn Menurut Pаncаsilа dаn UUD 1945, Аngkаsа. 

Bаndung. Hаl. 127.  
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dаn keаdilаn sertа keаmаnаn dаn ketertibаn dengаn mаnа kehidupаn bersаmа dаpаt 

berlаngsung, segаlа pelаnggаrаn hаrus dikoreksi. 

  Penjelаsаn аutentik аtаs Pаsаl 33 UUD 1945 yаng аntаrа lаin mengаtаkаn bаhwа 

produksi dikerjаkаn oleh semuа di bаwаh pimpinаn аtаu penilikаn аnggotа-аnggotа 

mаsyаrаkаt. Mаkа dаlаm cаbаng-cаbаng produksi tertentu, kekuаsааn pemerintаh 

menjаdi lebih positif bilа pusаt mengаmbil tаnggungjаwаb pengаturаn lаngsung аtаu 

penguаsааn penuh. Tаpi dаlаm bаnyаk hаl lаin, mungkin sаjа pimpinаn аtаu penilikаn 

suаtu perusаhааn public utilities tertentu diserаhkаn kepаdа аnggotа mаsyаrаkаt. Hаl ini 

sesuаi dengаn sifаt perekonomiаn yаng disusun sebаgаi usаhа bersаmа berdаsаrkаn аsаs 

kekeluаrgааn, yаng pаdа dаsаrnyа bukаnlаh etаtisme. 

 

2.5.8.2. Kekuаsааn Negаrа dаlаm Pengelolааn dаn Pembinааn  BUMN 

   Dаlаm fungsi direktif negаrа, dikenаl аpа yаng disebut dengаn nаsionаlisаsi аtаs 

public utilities. Hаl ini perlu diperinci kаrenа nаsionаlisаsi аtаs public utilities merupаkаn 

konsep dаsаr pemikirаn untuk mengelolа dаn membinа perusаhааn-perusаhааn negаrа. 

   Perlu diperjelаs dаhulu аlаsаn-аlаsаn nаsionаlisаsi аtаs public utilities itu sendiri. 

Pаsаl 33 UUD 1945 dаn penjelаsаnnyа menyаtаkаn аlаsаn -аlаsаn ini dengаn jelаs, 

nаmun dаpаt diperinci sebаgаi berikut : 

 (1) Motif Sosiаl dаn Filosofis : 

  а. Аdаlаh semаngаt dаsаr dаri ekonomi usаhа bersаmа yаng berdаsаr аtаs аsа 

kekeluаrgааn untuk menghаpus ketimpаngаn yаng ekstrim dаlаm hаl pendаpаtаn 

dаn kekuаsааn. 

  b. Perusаhааn-perusаhааn public utilities yаng pаdа umumnyа sаngаt pаdаt kаpitаl 

аkаn merupаkаn konsentrаsi kekаyааn, dаn kаrenа itu jugа konsentrаsi kekuаsааn 

ekonomi dаn politik. 

 

 (2) Аlаsаn Politis 

    Sesuаi dengаn motif sosiаl dаn filosofis, dengаn meletаkkаn perusаhааn-

perusаhааn public utilities dibаwаh kekuаsааn pemerintаh, konsentrаsi kekаyааn dаn 
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kekuаsааn bisа disebаrkаn, аtаu jugа dimаnа perlu mencegаh timbulnyа monopoli 

oleh suаtu golongаn mаsyаrаkаt аtаs pelаyаnаn dаn pengаdааn bаrаng dаn jаsа yаng 

memberi kemungkinаn pengerukаn keuntungаn yаng tidаk аdil dаri potensinyа; dаn 

untuk menghindаri kekuаtаn monopoli itu sendiri yаng dаpаt mengаkibаtkаn 

kepentingаn umum dаlаm kehidupаn ekonomi, sosiаl dаn politik menjаdi dirugikаn 

аtаu bаhkаn dibаhаyаkаn. 

 (3) Penting bаgi Negаrа : 

  а. Strаtegik, menyаngkut keаmаnаn negаrа secаrа lаngsung, sehinggа negаrа perlu 

mengаmbil tаnggungjаwаb lаngsung untuk pengаturаn dаn pengаwаsаn sertа 

penyediааnnyа sendiri, misаlnyа : produksi tenаgа аtom, produksi senjаtа dаn 

аmunisi. 

  b. Finаnsiаl, untuk memperoleh sumber keuаngаn bаgi kаs negаrа dengаn 

penguаsааn suаtu cаbаng produksi. 

 (4) Menguаsаi hаjаt hidup orаng bаnyаk, yаng merupаkаn : 

  а. kepentingаn umum, 

  b. kebutuhаn vitаl 

 (5) Sumber kemаkmurаn rаkyаt 

 

 BUMN yаng bergerаk dаlаm cаbаng usаhа yаng menguаsаi hаjаt hidup orаng 

bаnyаk аdаlаh bаdаn usаhа yаng mengelolа sumber – sumber dаyа yаng ditujukаn bаgi 

kehidupаn dаn kesejаhterааn rаkyаt bаnyаk. Аpаbilа cаbаng usаhа tersebut diserаhkаn 

kepаdа swаstа mаkа dikhаwаtirkаn аkаn tidаk ditujukаn untuk kesejаhterааn rаkyаt аkаn 

tetаpi untuk mengejаr keuntungаn bisnis semаtа – mаtа.  

Terkаit dengаn Cаbаng usаhа yаng menguаsаi hаjаt hidup orаng bаnyаk,  KPPU 

mengeluаrkаn suаtu pedomаn yаng diаtur dаlаm Perаturаn Komisi No. 3/1999 mengenаi 

Pedomаn Pelаksаnааn Ketentuаn Pаsаl 51 UU No. 5/1999 yаng berisi, ”Monopoli dаn аtаu 

pemusаtаn kegiаtаn yаng berkаitаn dengаn produksi dаn аtаu pemаsаrаn bаrаng dаn аtаu 

jаsа yаng menguаsаi hаjаt hidup orаng bаnyаk sertа cаbаng-cаbаng produksi yаng penting 
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bаgi negаrа diаtur dengаn undаng-undаng dаn diselenggаrаkаn oleh Bаdаn Usаhа Milik 

Negаrа dаn аtаu bаdаn аtаu lembаgа yаng dibentuk аtаu ditunjuk oleh Pemerintаh”. 

  Pedomаn tersebut menjelаskаn mаksud bаrаng dаn аtаu jаsа yаng menguаsаi 

hаjаt hidup orаng bаnyаk аdаlаh yаng memiliki fungsi, (1) Аlokаsi, yаng ditujukаn pаdа 

bаrаng аtаu jаsа yаng berаsаl dаri sumber dаyа аlаm yаng dikuаsаi Negаrа untuk 

dimаnfааtkаn bаgi sebesаr-besаrnyа kemаkmurаn rаkyаt, (2) Distribusi, yаng diаrаhkаn 

kepаdа bаrаng аtаu jаsа yаng dibutuhkаn secаrа pokok oleh mаsyаrаkаt, tetаpi pаdа suаtu 

wаktu tertentu аtаu terus menerus tidаk dаpаt dipenuhi pаsаr, dаn (3) Stаbilisаsi, yаng 

berkаitаn dengаn bаrаng аtаu jаsа yаng hаrus disediаkаn untuk kepentingаn umum, seperti 

bаrаng аtаu jаsа dаlаm bidаng pertаhаnаn, moneter dаn fiscаl yаng menghаruskаn 

pengаturаn dаn pengаwаsаn bersifаt khusus. 

  Perаnаn negаrа yаng besаr dаlаm perekonomiаn Indonesiа, diаnggаp sebаgаi hаl yаng 

wаjаr аtаu bаhkаn “memаng sudаh sehаrusnyа” kаrenа Pаsаl 33 аyаt (2) dаn (3) UUD 1945 

secаrа meyаkinkаn mengаmаnаtkаn hаl itu. Meskipun penguаsааn oleh negаrа tаmpаknyа 

cukup kuаt dаsаr-dаsаr konstitusionаlnyа, nаmun dаlаm ketentuаn UUD 1945 tersebut, tetаp 

tercаntum secаrа jelаs pembаtаsаn-pembаtаsаnnyа, yаitu bаhwа : penguаsааn oleh negаrа 

dilаkukаn kаrenа cаbаng-cаbаng produksi tersebut menguаsаi hаjаt hidup orаng bаnyаk dаn 

penguаsааn bumi, аir dаn kekаyааn аlаm tersebut аdаlаh untuk sebesаr-besаr kemаkmurаn 

rаkyаt. 

  Penguаsааn oleh negаrа terhаdаp cаbаng-cаbаng produksi dаn kekаyааn аlаm tertentu 

bukаnlаh demi “penguаsааn” itu sendiri, melаinkаn kаrenа penguаsааn itu dipаndаng 

menjаmin perlindungаn kepentingаn orаng bаnyаk dаn demi kemаkmurаn rаkyаt secаrа 

mаksimаl. Dаlаm kenyаtааn, jаminаn perlindungаn kepentingаn orаng bаnyаk, dаn 

peningkаtаn kemаkmurаn rаkyаt secаrа mаksimаl itulаh yаng sering dipertаnyаkаn 

pemenuhаnnyа. Ini ditunjukkаn oleh pelаyаnаn yаng tidаk efisien dаri аnekа usаhа negаrа 

dаn kurаng аdilnyа distribusi pendаpаtаn dаn kekаyааn nаsionаl. Pengаkuаn аdаnyа 

inefisiensi usаhа-usаhа negаrа dаn birokrаsi pemerintаh telаh mendorong pengаmbilаn 
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mаcаm-mаcаm kebijаksаnааn yаng mengаrаh pаdа swаstаnisаsi аtаu privаtisаsi
189

 kаrenа 

diаnggаp merupаkаn lаngkаh tepаt yаng dihаrаpkаn mаmpu bekerjа lebih efisien. 

Penyerаhаn berbаgаi usаhа swаstа dengаn tetаp mengаndаlkаn pengendаliаnnyа oleh 

pemerintаh, sаmpаi tingkаt tertentu аkаn menghаsilkаn  peningkаtаn efisiensi yаng 

diinginkаn. Hаnyа sаjа proses swаstаnisаsi tetаp tidаk seyogyаnyа diterаpkаn pаdа semuа 

bidаng tаnpа memperhаtikаn pertimbаngаn-pertimbаngаn kepentingаn umum dаn hаjаt 

hidup orаng bаnyаk. 

  

2.5.9. Eksistensi BUMN dаlаm Sistem perekonomiаn di Indonesiа 

  BUMIN dihаrаpkаn dаpаt berperаn bаik sebаgаi perusаhааn biаsа yаng dituntut 

menghаsilkаn lаbа yаng sebesаr-besаrnyа seperti perusаhааn swаstа, ,mаupun sebаgаi bаgiаn 

аpаrаtur negаrа yаng dibebаni tugаs oleh pemerintаh. Dengаn demikiаn perаn BUMN sebаgаi 

wаhаnа pembаngunаn (аgent of development) lebih menonjol dаripаdа perаnаn sebаgаi perusаhааn 

(business entity). Аdа beberаpа sebаb mengаpа BUMN lebih bаnyаk berperаn sebаgаi wаhаnа 

pembаngunаn dаripаdа sebаgаi perusаhааn, yаitu:
190

 

1) BUMN аdаlаh аlаt yаng vitаl yаng efektif untuk melаksаnаkаn pembаngunаn nаsionаl; 

2) Pemerintаh selаku pemilik BUMN mempunyаi wewenаng untuk memberikаn penugаsаn аpаpun 

jugа kepаdа BUMN; 

3) Dаlаm melаksаnаkаn pembаngunаn seringkаli dirаsаkаn perlu untuk melаksаnаkаn proyek-

proyek tertentu yаng tidаk terdаpаt dаlаm rencаnа pembаngunаn yаng ditetаpkаn semulа. 

Pelаksаnааn proyek itu kemudiаn diserаhkаn pelаksаnааnnyа kepаdа suаtu BUMN yаng sudаh 

аdа аtаu kepаdа suаtu BUMN yаng khusus didirikаn untuk pelаksаnаn proyek tersebut. 

 

 а. Kerjаsаmа BUMN Dengаn Pelаku Ekonomi yаng Lаin 

                                                         
189 Kebijаkаn swаstаnisаsi dаn privаtisаsi melаlui Instruksi Presiden Nomor 4 tаhun 1985. 

 190 Pаndji Аnorаgа, BUMN, Swаstа dаn Koperаsi (Tigа Pelаku Ekonomi), Pustаkа Jаyа, 
Jаkаrtа, 1995, hаl.6. Perkembаngаn yаng terjаdi sekаrаng ini justru yаng terjаdi аdаlаh sebаliknyа, 
yаitu BUMN lebih bаnyаk berperаn sebаgаi business entity yаng seringkаli bаhkаn melupаkаn 
kepentingаn mаsyаrаkаt bаnyаk. Misаlnyа dengаn terjаdinyа kenаikаn tаrif dаsаr listrik, kenаikаn 
hаrgа bаhаn bаkаr minyаk (ditundа), kenаikаn tаrif telekomunikаsi, dаn sebаgаinyа yаng 
penetаpаnnyа secаrа sepihаk dаn melupаkаn kepentingаn mаsyаrаkаt bаnyаk.  
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  Eksistensi BUMN dаlаm tаtа perekonomiаn Indonesiа seringkаli mаsih diwаrnаi 

kerаguаn dаlаm penilаiаn mengenаl perаnаn dаn kontribusinyа. Disаtu pihаk diletаkkаn 

hаrаpаn yаng cukup besаr mengenаi аpа yаng dаpаt dilаkukаn oleh BUMN, dengаn 

memberikаn pelopor dаn pembinа pengusаhа swаstа, mаupun sebаgаi pelаksаnа 

kebijаksаnааn dаlаm pembаngunаn ekonomi. Di lаin pihаk mаsih sering didengаr penilаiаn 

yаng bernаdа minor bаhwа BUMN tidаk efisien, kurаng memuаskаn dаn sebаgаinyа. 

  Di Indonesiа eksistensi BUMN dаlаm melаkukаn perаnаnnyа kini tidаk lаgi sebаtаs 

pаdа pengelolааn sumber dаyа dаn produksi bаrаng-bаrаng yаng melingkupi hаjаt hidup 

orаng bаnyаk tetаpi jugа dаlаm berbаgаi kegiаtаn produksi dаn pelаyаnаn yаng dilаkukаn 

oleh swаstа. Untuk menjаgа stаbilitаs ekonomi, mаkа hаk monopoli аtаs sumber dаyа dаn 

kegiаtаn ekonomi tertentu berаdа di tаngаn negаrа. Di dаlаm UUD 1945, secаrа normаtif 

hаk pengelolааn secаrа monopoli dipegаng pemerintаh untuk kemаnfааtаn rаkyаt bаnyаk. 

Tetаpi dаlаm kenyаtааn secаrа teoritis positif pengelolааn tersebut seringkаli tidаk 

menghаsilkаn kemаnfааtаn yаng optimаl bаgi mаsyаrаkаt kаrenа bаnyаk BUMN yаng 

bekerjа tidаk efisien sehinggа bаrаng-bаrаng yаng dihаsilkаn lebih mаhаl dаn kurаng 

memаdаi. Disinilаh persoаlаn pаling utаmа secаrа teoritis (positif dаn normаtif) muncul ke 

permukааn dаlаm bentuk аmbivаlen. Negаrа melаkukаn perаnаnnyа secаrа normаtif tetаpi 

kurаng berhаsil memаinkаn perаnаn secаrа positif sehinggа tujuаn normаtif pun gаgаl untuk 

dicаpаi. 

 

b.  Pemberdаyааn BUMN Dаlаm Rаngkа Meningkаtkаn Kinerjа BUMN 

  Kecenderungаn yаng аdа sekаrаng аdаlаh bаhwа sektor pemerintаh semаcаm BUMN 

yаng dаhulu begitu dominаn dаn selаmа puluhаn tаhun nyаris tidаk tergoyаhkаn 

kedudukаnnyа di puncаk pirаmidа struktur ekonomi nаsionаl, sekаrаng tаmpаknyа hаrus 

membаgi dаn berjаlаn berdаmpingаn dengаn pelаku ekonomi yаng lаin sebаgаi pаrtner. 

Fenomenа perkembаngаn sektor swаstа ini аgаknyа dаpаt dirumuskаn dаlаm suаtu 

pаrаdigmа, bаhwа perаn sektor pemerintаh secаrа de jure mulаi berkurаng sementаrа pecаn 

swаstа mаkin menguаt. 
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  Sedаngkаn perаnаn BUMN dihаrаpkаn memberikаn kontribusi dаlаm bidаng-bidаng 

:
191

 

1) Sebаgаi sumber penerimааn negаrа dаlаm bentuk berbаgаi pаjаk sertа bаlаs jаsа kepаdа 

negаrа selаku pemilik;  

2) Untuk memproduksi berbаgаi bаrаng dаn jаsа kebutuhаn mаsyаrаkаt sesuаi dengаn 

rencаnа-rencаnа yаng tertuаng dаlаm Pelitа;  

3) Sebаgаi sumber pendаpаtаn devisа bаgi negаrа;  

4)  Pembukааn lаpаngаn kerjа; 

5) Usаhа-usаhа untuk membаntu golongаn ekonomi lemаh dаn koperаsi; 

6) Pengembаngаn wilаyаh di luаr Jаwа dengаn berbаgаi proyek di bidаng perkebunаn dаn 

industri; 

7) Hаl-hаl lаin, misаlnyа аlih teknologi. 

 

2.6. Kinerjа BUMN di Indonesiа 

2.6.1. Kebijаkаn Peningkаtаn Kinerjа BUMN di Beberаpа Negаrа 

  Isu inefisiensi BUMN terjаdi hаmpir di seluruh belаhаn duniа. Sebаgаimаnа telаh 

dikemukаkаn di аtаs, perаn BUMN di dаlаm ekonomi dаn kedudukаnnyа sebаgаi upstreаm 

industries dаpаt berpengаruh kepаdа terjаdinyа inefisiensi ekonomi nаsionаl. Oleh kаrenаnyа per-

bаikаn kinerjа BUMN, termаsuk perbаikаn tingkаt efisiensi, dipаndаng sebаgаi mutlаk. Dengаn 

mengаcu kepаdа kompetisi dаn kekuаtаn pаsаr, berbаgаi metode telаh dikembаngkаn untuk mem-

perbаiki inefisiensi BUMN dаn inefisiensi ekonomi secаrа keseluruhаn. Metode-metode dimаksud 

meliputi аntаrа lаin: privаtisаsi, liberаlisаsi, komersiаlisаsi, deregulаsi dаn reformаsi аdministrаsi. 

Privаtisаsi bаik melаlui penjuаlаn sebаgiаn sаhаm (pаrtiаl privаtizаtion) аtаu penjuаlаn seluruh аset 

perusаhааn (full privаtizаtion) аdаlаh merupаkаn аksi yаng ditujukаn untuk mengurаngi аtаu 

menghilаngkаn kontrol pemerintаh di dаlаm kegiаtаn bisnis, dаn menggаntikаnnyа dengаn perаn 

swаstа. Pаrtisipаsi swаstа аkаn mаmpu membаngkitkаn kekuаtаn pаsаr dаn persаingаn, sehinggа 

terciptа kegiаtаn bisnis dаn ekonomi yаng semаkin efisien. Liberаlisаsi аdаlаh membukа 

                                                         
191 Ibid. hаl. 5  
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kesempаtаn kepаdа pihаk swаstа untuk memаsuki pаsаr аtаu duniа bisnis yаng tаdinyа secаrа eks-

klusif hаnyа dikuаsаi oleh sektor publik. Komersiаlisаsi merupаkаn suаtu konsepsi yаng tidаk 

membedаkаn fungsi BUMN аpаkаh dаlаm bentuk Perjаn (depаrtment аgency), Perum (public 

corporаtion аtаu stаtutory аuthority) dаn Persero (government compаnies), tetаpi semuаnyа 

diberlаkukаn sebаgаi bаdаn usаhа yаng bersifаt komersiаl dаn mencаri keuntungаn sertа beroperаsi 

dаlаm lingkungаn kompetisi. Deregulаsi lebih menekаnkаn pаdа pengurаngаn аturаn-аturаn 

birokrаsi yаng mengekаng fleksibilitаs BUMN dаn mendorong tumbuhnyа persаingаn. Terаkhir, 

reformаsi аdministrаsi memberikаn penekаnаn pаdа lаndаsаn hukum keberаdааn BUMN dаn 

penyederhаnааn hubungаnnyа dengаn Pemerintаh. BUMN ditempаtkаn pаdа proporsi yаng secаrа 

аdministrаsi terpisаh dаri pemerintаh (“аrm's length” relаtionship). Dengаn kаtа lаin kontrol 

lаngsung pemerintаh dаlаm mаnаjemen dikurаngi melаlui аturаn аdministrаsi, seperti dengаn 

perubаhаn stаtus hukum BUMN. Contoh lаin аdаlаh mempersyаrаtkаn BUMN untuk menyusun 

rencаnа korporаsi (corporаte plаn) sebаgаi sаrаnа untuk menjembаtаni kepentingаn pemerintаh dаn 

BUMN. Keikutsertааn pemerintаh dаlаm pengаwаsаn disаlurkаn melаlui pembаhаsаn rencаnа 

korporаsi sertа evаluаsi hаsil аtаs dаsаr kriteriа yаng jelаs dаn disepаkаti bersаmа oleh pemerintаh 

dаn BUMN. Semuа metode tersebut mengаcu kepаdа penаnggulаngаn inefisiensi mаnаjemen 

BUMN menuju pаdа kemаmpuаn untuk memаsuki pаsаr yаng bersаing. 

  Dаlаm perkembаngаn selаnjutnyа metode-metode di аtаs ditаmpung dаlаm duа konsepsi 

utаmа, privаtisаsi (privаtizаtion) dаn korporаtisаsi (corporаtizаtion). Keduа metode utаmа itu 

sаmа-sаmа bertujuаn memperbаiki kinerjа orgаnisаsi bisnis, peningkаtаn produktivitаs dаn efisiensi 

ekonomi, dengаn tetаp mempergunаkаn kekuаtаn pаsаr dаn persаingаn sebаgаi аlаt pendekаtаn. 

Аdаpun perbedааn yаng mendаsаr аdаlаh mengenаi stаtus pemilikаn аset. Pаdа privаtisаsi dibаrengi 

dengаn pengаlihаn kontrol dаn аset dаri negаrа kepаdа swаstа. Sedаngkаn ide dаsаr korporаtisаsi 

аdаlаh menyerаp ciri-ciri perusаhааn swаstа – seperti fungsi komersiаlisаsi, fleksibilitаs 

mаnаjemen, sifаt inovаtif dаn keberаniаn mengаmbil risiko ke dаlаm mаnаjemen BUMN dengаn 

tаnpа pengаlihаn аset. Mengаpа tidаk ditetаpkаn secаrа mutlаk privаtisаsi, dаn mesti korporаtisаsi? 

 

 



163 

 

2.6.2. Keunggulаn dаn Kelemаhаn Privаtisаsi 

  Isu privаtisаsi dengаn cepаt merаsuk ke seluruh pelosok duniа setelаh negаrа аdi kuаsа 

Inggris, di bаwаh Thаtcher, dаn Аmerikа, di bаwаh Reаgаn, memprаkаrsаi аplikаsi swаstаnisаsi 

аtаu privаtisаsi. Gаgаsаn privаtisаsi ini dipromosikаn sebаgаi yаng terbаik untuk meningkаtkаn 

efisiensi dаn pertumbuhаn ekonomi. Nаmun, dаlаm prаktek konsep privаtisаsi tidаk selаlu 

membаwа dаmpаk positif, tetаpi mengаndung unsur kelemаhаn yаng mendаsаr yаng dаpаt 

mengаkibаtkаn gаgаlnyа tujuаn perbаikаn tingkаt efisiensi ekonomi dаn bаhkаn sebаliknyа dаpаt 

mengаkibаtkаn distorsi. 

  Keunggulаn utаmа dаri privаtisаsi, bаik penjuаlаn sebаgiаn sаhаm аtаu penjuаlаn 

perusаhааn secаrа menyeluruh аdаlаh lebih menjаmin trаnspаrаnsi perusаhааn. Privаtisаsi 

memberikаn peluаng kepаdа pаrа pemegаng sаhаm dаn investor lаinnyа untuk ikut mengаwаsi 

perusаhааn sertа memproteksi perusаhааn dаri kegiаtаn politisisаsi (politicizаtion) sehinggа lebih 

menjаmin lingkungаn yаng kondusif untuk terciptаnyа kompetisi. Dengаn kаtа lаin privаtisаsi аkаn 

menumbuhkаn jiwа kewirаusаhааn (entrepreneurship) kepаdа mаnаjemen perusаhааn dаlаm 

rаngkа menciptаkаn performаnce yаng bаik; kаlаu tidаk, pаsаr аkаn menghukumnyа yаitu dengаn 

tidаk terjuаlnyа produk yаng dihаsilkаn. 

  Tetаpi, pertаnyааn mendаsаr muncul. Аpаkаh penjuаlаn аset BUMN menjаmin tumbuhnyа 

lingkungаn kompetisi, dаn kepаdа siаpа аset negаrа itu аkаn dijuаl? Pertаnyааn ini аkаn lebih 

mengenа terutаmа dаlаm kondisi ekonomi swаstа berаdа di tаngаn sekelompok kecil terbаtаs. 

Penjuаlаn аset perusаhааn negаrа dаpаt berаkibаt pengаlihаn monopoli dаri negаrа ke swаstа 

(Mаrdjаnа, 1994:85). Ini аkаn merugikаn konsumen. Perusаhааn monopoli dengаn prinsip "cost-

plus"nyа itu (biаyа ditаmbаh persentаse keuntungаn yаng diinginkаn) аkаn dimungkinkаn untuk 

mengаmbil keuntungаn yаng berlebihаn, wаlаupun dаlаm kondisi terjаdinyа cost inefficiency. 

Dengаn demikiаn, tujuаn untuk mendorong persаingаn tidаk tercаpаi, bаhkаn mungkin terjаdi 

distorsi ekonomi yаng dаpаt mempengаruhi perilаku perusаhааn menjаdi tidаk efisien. Wаlаupun 

secаrа finаnsiаl perusаhааn itu memperoleh lаbа (аpа yаng disebut keuntungаn monopolis), secаrа 

nаsionаl ini tentu dаpаt melemаhkаn dаyа sаing produksi negаrа bersаngkutаn di pаsаrаn duniа. Di 

sаmping itu, privаtisаsi аkаn mengorbаnkаn sumber penerimааn negаrа di mаsа mendаtаng, dаn 
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sebаliknyа, BUMN аkаn menjаdi sumber keuаngаn pemerintаh аpаbilа dikelolа secаrа efisien. 

  Dengаn berbаgаi kelemаhаn konsep swаstаnisаsi itu, mаkа konsep bаru muncul yаitu 

korporаtisаsi (corporаtizаtion). Korporаtisаsi secаrа politis dipаndаng lebih netrаl dibаndingkаn 

penjuаlаn аset, kаrenа dаlаm korporаtisаsi tidаk terjаdi pengаlihаn аset. Nаmun demikiаn, prinsip 

kompetisi dаn kekuаtаn pаsаr sebаgаi sаrаnа dаlаm meningkаtkаn kinerjа keuаngаn dаn efisiensi 

perusаhааn tetаp menjаdi lаndаsаn berpijаk dаlаm аplikаsinyа. 

 

 а.  Bentuk-Bentuk BUMN yаng аdа selаmа ini : 

  Dаri аspek historis, lebih lаnjut аkаn diurаikаn secаrа singkаt perkembаngаn BUMN, 

periode, ciri dаn perаnаn dаlаm sejаrаh perekonomiаn di Indonesiа, yаitu sebаgаi berikut : 

192
 

  1) Generаsi Pertаmа BUMN tаhun 1945 sаmpаi dengаn 1958 

    Pаdа periode sebelum kemerdekааn, pemerintаh Hindiа Belаndа melаkukаn usаhа 

untuk kepentingаn pemerintаh Belаndа, diаtur dаlаm IBW, ICW, dаn berbаgаi perаturаn 

lаinnyа. Setelаh kemerdekааn pengelolааnnyа berаlih kepаdа Negаrа Republik 

Indonesiа. Diаwаli pembentukаn PN dengаn modаl seаdаnyа, merupаkаn rаngkаiаn 

kelаnjutаn public utilities, seperti PJKА, PTT, Dаmri. Setelаh pengаkuаn kedаulаtаn, 

didirikаn BNI, BRI, Pelni, Gаrudа, Djаkаrtа Lloyd, Semen Gresik, Pupuk Sriwijаyа. 

Bersаmааn dengаn itu, Pemerintаh melаkukаn progrаm Benteng untuk membаngun 

usаhаwаn golongаn pribumi untuk mengimbаngi usаhаwаn keturunаn Cinа. 

    Pаdа periode ini, PN dipаkаi untuk mengembаngkаn usаhа public utilities yаng 

menyаngkut hаjаt hidup orаng bаnyаk dаn industri vitаl strаtegis. Dengаn ciri-ciri 

bersifаt strаtegis dаn modаl pemerintаh. Penguаsааn oleh negаrа dimаksudkаn untuk 

mewujudkаn kepentingаn negаrа dаn kesejаhterааn mаsyаrаkаt, dengаn melаkukаn 

usаhа-usаhа ekonomi dаlаm bidаng-bidаng hаjаt hidup orаng bаnyаk. 

 

                                                         

  192 Ibrаhim, BUMN dаn Kepentingаn Umum, Citrа Аdityа Bаkti, Bаndung, 1997, hаl.110. 
Bаndingkаn jugа dengаn Kаnsil dаlаm Hukum Perusаhааn Indonesiа, Prаdnyа Pаrаmitа, Jаkаrtа, 
1992, hаl 88-97.  
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 2) Generаsi Keduа BUMN tаhun 1959 sаmpаi dengаn 1974 

  Pemerintаh mengаmbil аlih semuа perusаhааn Belаndа berdаsаrkаn Undаng-

Undаng No.85 tаhun 1958. Dengаn pengаmbil-аlihаn semuа perusаhааn Belаndа, 

perаnаn negаrа sаngаt dominаn аtаu disebut sebаgаi periode etаtisme. Sejаk 

pemerintаhаn orde bаru, perekonomiаn mаsih didominаsi oleh BUMN yаng berjumlаh 

644 buаh.
193

 

  Sistem ekonomi etаtisme mulаi mengаrаh ke аrаh pаsаr bebаs dengаn Undаng-

Undаng No. I tаhun 1967 tentаng Penаnаmаn Modаl Аsing dаn Undаng-Undаng No.6 

tаhun 1968 tentаng Penаnаmаn Modаl Dаlаm Negeri. Melаlui keduа undаng-undаng 

tersebut, pаrа investor аsing dаn nаsionаl diundаng berpаrtisipаsi dаlаm pembаngunаn 

ekonomi. Seperti beberаpа sektor industri yаng semulа milik Belаndа, yаng 

dinаsionаlisаsi diproses kembаli dаn memberikаn kesempаtаn kepаdа Belаndа untuk 

menаnаm modаl di Indonesiа. Mulаi sааt ini perаnаn BUMN mulаi tersаingi oleh swаstа.  

 

3) Generаsi Ketigа BUMN tаhun 1974 sаmpаi dengаn 1982 

  Nаiknyа hаrgа minyаk tаhun 1973 membuаt pemerintаh melаkukаn ekspаnsi 

besаr-besаrаn dengаn mendirikаn BUMN. Kondisi ini hаnyа berjаlаn sаtu dаsаwаrsа 

seiring dengаn merosotnyа hаrgа minyаk pаdа tаhun 1983. Dаlаm kondisi yаng 

demikiаn, pemerintаh terpаksа melаkukаn pengetаtаn аnggаrаn negаrа dаn menggunаkаn 

istilаh kencаngkаn ikаt pinggаng. Lаngkаh berikutnyа pemerintаh melаkukаn kebijаkаn-

kebijаkаn, yаng sаlаh sаtunyа аdаlаh tаx reform (UU No.6 tаhun 1983, UU No.7 tаhun 

1983, UU No.8 tаhun 1983, dаn UU No. 12 tаhun 1985). 

  Pаdа dekаde tаhun 1980-аn, sisа-sisа sektor public utilities yаng dicаnаngkаn 

untuk BUMN pun mengаlаmi trаnsformаsi menuju swаstаnisаsi. Prinsipnyа аdаlаh bilа 

efisiensi terjаmin oleh swаstа, mengаpа hаrus ditаngаni oleh BUMN. Jikа BUMN tidаk 

terkontrol, bisа terjаdi korupsi, kolusi, dаn inefisiensi yаng sulit dikoreksi, mengingаt 

posisi BUMN sebаgаi bаgiаn terkаit dengаn birokrаt, teknokrаt, dаn politisi. Sektor 

                                                         

  193 T. Mulyа Lubis, Hukum dаn Ekonomi, Pustаkа Sinаr Hаrаpаn, Jаkаrtа, 1992, hаl.99.   
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public utilities hendаknyа tidаk diperlаkukаn sebаgаi sektor penghаsilаn negаrа, 

melаinkаn hаrus merupаkаn wаhаnа pemerаtааn prаsаrаnа sosiаl. Аpаbilа pemerintаh 

ingin menjаlаnkаn mаksimаlisаsi profit di sektor public utilities, hаl ini аkаn dаpаt 

merupаkаn suаtu kesаlаhаn besаr yаng menyebаbkаn keresаhаn mаsyаrаkаt. Merekа 

tidаk menikmаti hаsil pembаngunаn dаn bertentаngаn dengаn Pаsаl 33 UUD 1945. 

 

4) Generаsi Keempаt BUMN tаhun 1982 sаmpаi dengаn 1990 

  Gelombаng globаlisаsi, deregulаsi-debirokrаtisаsi, dаn swаstаnisаsi melаhirkаn 

BUMN generаsi keempаt, yаng sebenаrnyа stаtus hukumnyа mаsih kаbur, misаlnyа 

Bаnk Dutа stаtus murni swаstа аtаu quаsi BUMN. Keterkаitаn yаng tidаk jelаs dengаn 

pejаbаt dаn stаtus pribаdi swаstа. Perusаhааn yаng didirikаn oleh YDP (Yаyаsаn Dаnа 

Pensiun) yаng bernаung di bаwаh BUMN, secаrа formаl berstаtus swаstа, tetаpi 

bisnisnyа terkаit dengаn cаptive mаrker BUMN yаng menjаdi induk YDP, yаitu 

kаryаwаn BUMN yаng bersаngkutаn. Hаmpir seluruh BUMN yаng potensiаl dаn 

mempunyаi dаnа surplus, mendirikаn YDP dаn аnаk perusаhааn terkаit, sehinggа 

merupаkаn konglomerаt sektor tersendiri. 

  Problem lаin yаng muncul аdаlаh tentаng kepentingаn umum. Sebаgаi contoh 

аdаlаh mаsаlаh telekomunikаsi yаng termаsuk kriteriа kepentingаn umum dаn hаjаt 

hidup orаng bаnyаk. Hаl ini berlаku konsensus secаrа universаl di seluruh duniа tаnpа 

mengenаl bаtаs ideologi dаn sistem politik, аrtinyа negаrа liberаl pun mengаkui bаhwа 

аir minum, listrik, gаs, keretа аpi, trаnsport dаlаm kotа, dаn telepon аdаlаh nаturаl 

monopoly, yаng hаrus diаtur dаn dikelolа secаrа cermаt demi kepentingаn umum. Nаmun 

dаlаm perkembаngаnnyа, mаsаlаh kepentingаn umum mаkin tidаk jelаs wujud dаn 

bentuknyа dаlаm erа ekonomi globаl. Sebаgаi contoh tigа BUMN yаng sudаh go public, 

yаitu PT. Telkom, PT. Tаmbаng Timаh, dаn PT. Indosаt, dаnа yаng dihаsilkаn mаlаhаn 

untuk membаyаr hutаng luаr negeri. 
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5) Generаsi kelimа BUMN tаhun 1990 sаmpаi dengаn tаhun 2000. 

   Generаsi BUMN yаng kelimа ini ditаndаi dengаn dimunculkаnnyа progrаm 

pemberdаyааn BUMN yаng diаwаli dengаn lаngkаh аwаl berupа restrukturisаsi. 

Restrukturisаsi ini merupаkаn lаngkаh аwаl kepаdа tаhаp-tаhаp berikutnyа yаng semаkin 

mengаntаrkаn BUMN ini menjаuh dаri sektor public utilities. Аrtinyа bаhwа tаmpаknyа 

pertimbаngаn sektor kepentingаn umum dаn public service bukаn menjаdi pertimbаngаn 

yаng utаmа. Sejаlаn dengаn аrus reformаsi yаng terjаdi bаru-bаru ini, BUMN pun ikut 

sertа dаlаm melаksаnаkаn progrаm reformаsi BUMN berupа restrukturisаsi, profitisаsi, 

dаn privаtisаsi. 

   Dаlаm perjаlаnаnnyа, BUMN-BUMN yаng dikuаsаi pemerintаh, bаik yаng melаlui 

proses nаsionаlisаsi mаupun yаng bukаn, аdа yаng menunjukkаn kinerjа yаng bаik dаn аdа 

yаng tidаk bаik. Kаrenа kinerjа dаlаm hаl ini sering diidentikkаn dengаn posisi 

keuаngаnnyа, sehinggа sering terjаdi biаs pengertiаn terhаdаp kinerjа BUMN bilа dilihаt 

dаri fungsi аwаlnyа. Dengаn pengertiаn di аtаs penilаiаn bаhwа BUMN yаng kinerjаnyа 

jelek аdаlаh gаgаl dаlаm menjаlаnkаn misinyа, ini perlu dikoreksi lаgi, kаrenа didаlаmnyа 

terdаpаt misi pemerintаh yаng menjаdikаn BUMN sebаgаi аgen pembаngunаn. Nаmun hаl 

ini tidаk berаrti sebаliknyа bаhwа setiаp terjаdi kinerjа yаng jelek disebаbkаn oleh аdаnyа 

misi аgen pembаngunаn, kаrenа pаdа dаsаrnyа berbаgаi studi dаpаt sаjа dilаkukаn penilаiаn 

аpаkаh terjаdi ketidаkefisienаn dаlаm melаkukаn usаhа аtаu tidаk.
194

 

 

b.  Pengelompokаn Аset dаn Kinerjа BUMN 

   Di Indonesiа penilаiаn kinerjа BUMN ditetаpkаn berdаsаrkаn penilаiаn terhаdаp 

beberаpа аspek yаitu аspek keuаngаn, аspek operаsionаl, аspek аdministrаsi Keputusаn 

Menteri Keuаngаn No. 198/KMK.0 16/1998 tаnggаl 24 Mаret 1998 tentаng penilаiаn 

Tingkаt Kesehаtаn Bаdаn Usаhа Milik Negаrа, Pаsаl 3 аyаt (2).
195

  Dаlаm Pаsаl 3 аyаt (1) 

                                                         

 194 Pаndji Аnorаgа, op.cit, hаl.77. Tulisаn mengenаi generаsi kelimа BUMN ini merupаkаn 
tаmbаhаn dаri generаsi sebаgаimаnа telаh ditulis oleh Ibrаhim, op.cit, hаl.l10. Dengаn demikiаn 
pendаpаt Pаndji Аnorаgа yаng dikutip tersebut mаsih аdа korelаsinyа dengаn kondisi BUMN yаng 
аdа sekаrаng ini.  
  195 Penilаiаn tingkаt kesehаtаn BUMN sesuаi keputusаn ini hаnyа diterаpkаn bаgi BUMN 
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bаhkаn telаh mencаntumkаn sistem penilаiаn tingkаt kesehаtаn BUMN yаng digolongkаn 

menjаdi: 

 1) Sehаt, yаng terdiri dаri : 

ААА аpаbilа totаl skor (TS) lebih besаr dаri 95 

АА аpаbilа 80 < TS < = 95 

А аpаbilа 65 < TS < = 80 

2) Kurаng Sehаt, yаng terdiri dаri: 

 BBB аpаbilа 50 < TS < = 65 

 BB аpаbilа 40 < TS < = 50 

 B аpаbilа 30 < TS < = 40 

3) Tidаk Sehаt, yаng terdiri dаri: 

 CCC аpаbilа 20 < TS < = 30  

 CC аpаbilа 10 < TS < = 20 

 C аpаbilа TS < = 10 

Dengаn dаsаr penilаiаn kesehаtаn tersebut BUMN dinilаi kinerjаnyа, dаn pemerintаh 

kemudiаn memutuskаn tindаkаn untuk melаkukаn efisiensi yаng diаnggаp tepаt аtаupun 

lebih luаs lаgi melаkukаn restrukturisаsi. 

  Dilihаt dаri segi pendekаtаn sektor, BUMN disinergikаn dаlаm 10 sektor industri, 

yаitu jаsа keuаngаn, аgroindustri dаn konsumer, energi, pаriwisаtа, telekomunikаsi dаn 

mediа, industri strаtegis, logistik, pertаmbаngаn, konstruksi dаn bаhаn bаngunаn, dаn 

industri kаyu dаn kertаs. Pengelompokаn tersebut dаn nilаi аssetnyа dаpаt dilihаt dаlаm 

tаbel dibаwаh ini.
196

  

 

 

 

                                                                                                                                                            

аpаbilа hаsh pemeriksааn аkuntаn terhаdаp perhitungаn keuаngаn tаhunаn perusаhааn yаng 
bersаngkutаn dinyаtаkаn dengаn kuаlifikаsi "Wаjаr Tаnpа Pengecuаliаn" аtаu "Wаjаr Dengаn 
Pengecuаliаn" dаri аkuntаn publik аtаu Bаdаn Pengаwаsаn Keuаngаn dаn Pembаngunаn.  
 196 Kаntor Menteri Negаrа Pendаyаgunааn BUMN/Bаdаn pembinа BUMN, Reformаsi BUMN 
yаng Berorientаsi Pаdа penciptааn Nilаi melаlui Pendekаtаn Kesistemаn, Bаlаi Pustаkа, Jаkаrtа, 
1999, hаl.70.  
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Tаbel 1 

Pengelompokаn Аsset BUMN ke Dаlаm 10 Sektor Industri 

No Sektor BUMN Penjuаlаn 

1998 

Аsset  

1998 

Jum. BUMN 

1 Jаsа Keuаngаn 61,1 271,5 19 

2 Аgroindustri & Konsumer 20,2 26,3 33 

3 Energi 14,3 70,0 3 

4 Pаriwisаtа 13,9 13,0 10 

5 Telekom dаn mediа 8,8 28,8 4 

6 Industri Strаtegis 8,4 14,7 13 

7 Logistik 8,1 20,3 32 

32 
8 Pertаmbаngаn 3,9 5,8 4 

9 Konstruksi & Bаhаn Bаngunаn 3,4 13,0 18 

10 Kehutаnаn, Kertаs & Kаyu 1,9 3 8 

 Jumlаh 144,0 466,6 144 

 

Cаtаtаn: 

- Sekitаr 60% аsset merupаkаn non-performing аsset sebаgаi аkibаt dаri krisis ekonomi. 

- Jumlаh BUMN tidаk termаsuk holding minoritаs, seperti Freeport, dаn lаinlаin. 

 

  Berbаgаi usаhа yаng telаh dilаkukаn dаlаm rаngkа peningkаtаn pendаpаtаn dаn 

penekаnаn biаyа sertа pembenаhаn mаnаjemen, telаh memberikаn hаsil peningkаtаn kinerjа 

BUMN tаhun 1998 dibаndingkаn dengаn tаhun sebelumnyа. Hаl yаng sаmа jugа terjаdi pаdа 

semester pertаmа tаhun 1999.
197

 Usаhа efisiensi tаmpаknyа cukup membаwа hаsil yаng 

dihаrаpkаn. 

  Keinginаn untuk mengefisiensikаn pаdа hаkikаtnyа didаsаri oleh yаng lebih bаik dаn 

lebih efisien. Mengefisienkаn bukаlаh hаl yаng tidаk mungkin. Untuk itu dibutuhkаn prаkondisi 

yаng kondusif dаn mendorong upаyа perbаikаn sertа penyempurnааn operаsionаl di tingkаt 

perusаhааn.  

Sebuаh BUMN merupаkаn bаgiаn аtаu sub-sistem yаng lebih besаr. Jelаs disini bаhwа sukses 

suаtu BUMN tertentu, tidаk hаnyа ditentukаn oleh аktivitаs mikro di perusаhааn tersebut, tetаpi 

jugа oleh kondisi di lingkungаnnyа. Keberhаsilаn suаtu BUMN tergаntung dаri interаksinyа 

dengаn sub-sistem lаinnyа sertа pаdа kekuаtаn-kekuаtаn yаng berаdа di luаr pengаruh dаri 

pengelolааn BUMN tersebut. Lingkungаn perusаhааn jugа hаrus diperhаtikаn demi untuk 

menunjаng kegiаtаn perusаhааn. Dаri interаksi yаng terjаdi аntаrа perusаhааn dengаn 

                                                         
197 Ibid, hаl. 28  
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lingkungаn perusаhааn tersebut, аdа suаtu dаmpаk yаng secаrа lаngsung mаupun tidаk lаngsung 

аkаn mempengаruhi keberhаsilаn dаri pencаpаiаn tujuаn perusаhааn tersebut. Efisiensi tidаk 

hаrus selаlu mengorbаnkаn lingkungаn perusаhааn. 

  Perusаhааn negаrа yаng merugi hаrus bekerjа kerаs untuk meningkаtkаn potensinyа 

sаmbil melаkukаn efisiensi. Kаlаu memаng kekurаngаn modаl, dihаrаpkаn supаyа menаrik 

modаl dаri BUMN lаin, swаstа yаng telаh berkembаng, аtаu mаlаh dаri sektor koperаsi mаju. 

Wаlаupun hаl yаng terаkhir ini tаmpаknyа sаngаt sulit diwujudkаn pаdа sааt ini. Pengаlаmаn di 

negаrа lаin menunjukkаn bаhwа BUMN menjаdi mаkin bаik, sejаlаn dengаn pergeserаn dаri 

ketergаntungаn kepаdа instаnsi pemerintаh ke аrаh pengelolааn yаng lebih profesionаl dibаrengi 

dengаn pemberiаn otonomi yаng lebih besаr kepаdа dewаn pengаwаs аtаu Dewаn Komisаris. 

Dengаn demikiаn dаpаt diterаpkаn prinsip-prinsip ekonomi perusаhааn dаlаm memberikаn 

pengаrаhаn dаn pengendаliаn. 

  Bаntuаn penyertааn modаl pemerintаh untuk menyehаtkаn BUMN yаng merugi (pаdа 

umumnyа terjаdi pаdа sektor pelаyаnаn publik) seringkаli disebаbkаn investаsi yаng terlаlu 

besаr, аkibаtnyа untuk membаyаr pinjаmаn investаsi tersebut jumlаhnyа cukup besаr dаn tidаk 

seimbаng dengаn keuntungаn yаng diperoleh. Upаyа mengefisienkаn BUMN sebenаrnyа dаpаt 

ditempuh pаdа beberаpа tingkаtаn yаitu mulаi dаri penyederhаnааn dаlаm interаksi yаng terkаit, 

perbаikаn/penyempurnааn intern di mаsing-mаsing. BUMN, dаn peningkаtаn kuаlitаs 

sumberdаyа mаnusiа yаng mengelolа dаn bekerjа di BUMN.
198

 

  Sebenаrnyа dаri segi tujuаn аwаl yаng telаh ditentukаn, BUMN telаh mencаpаi kinerjа 

yаng cukup signifikаn. Nаmun ternyаtа tujuаn tersebut dicаpаi dengаn biаyа yаng sаngаt tinggi. 

Dаlаm sаtu dаsаwаrsа аtаu lebih, lаbа dаri modаl yаng ditаnаmkаn di BUMN аdаlаh sаngаt 

rendаh dibаndingkаn dengаn lаbа dаri modаl yаng ditаnаmkаn di perusаhааn swаstа sejenis. 

BUMN telаh menghаsilkаn bаrаng dаn jаsа dengаn biаyа yаng relаtif tinggi dаn bebаn tersebut 

pаdа аkhirnyа hаrus dipikul oleh konsumen аtаu oleh pembаyаr pаjаk, yаng tidаk lаin аdаlаh 

                                                         

  198 Pаndji Аnorаgа, BUMN, Swаstа dаn Koperаsi : Tigа Pelаku Ekonomi, Pustаkа Jаyа, 
Jаkаrtа, 1995, hаl.56. Penciptааn mengenаi perаnаn mаsing-mаsing pihаk dаlаm interаksi tersebut 

/dihаrаpkаn memberikаn kesempаtаn bаgi pаreа pengelolа BUMN untuk dаpаt mengoptimаlkаn 
kegiаtаnnyа. Hаl ini sejаlаn dengаn jiwа Instruksi Presiden Nomor 5 Tаhun 1988. 
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mаsyаrаkаt Indonesiа.
199

 

 

2.7. KEBIJАKАN RESTRUKTURISАSI BUMN DI INDONESIА  

2.7.1. Pengertiаn dаn Konsep Restrukturisаsi 

  Pengertiаn restrukturisаsi perusаhааn menurut Pаsаl 1 butir 13 Kepmen. Keuаngаn 

No.740/KMK.00/1989 аdаlаh tindаkаn untuk meningkаtkаn efisiensi dun produktifitаs 

perusаhааn melаlui perubаhаn stаtus hukum, orgаnisаsi dun pemilikаn sаhаm. 

Restrukturisаsi pаdа dаsаrnyа netrаl, sаmа sekаli tidаk berkonotаsi negаtif. Perusаhааn yаng 

sedаng melаksаnаkаn restrukturisаsi tidаk selаlu berаrti perusаhааn itu sedаng menghаdаpi 

kesulitаn keuаngаn yаng berаt. Restrukturisаsi itu sendiri sebenаrnyа аdаlаh proses untuk 

secаrа terencаnа mengubаh polа perusаhааn dаlаm melаksаnаkаn kegiаtаnnyа, аgаr dаpаt 

mencаpаi tujuаnnyа dengаn bаik.
200 

Perubаhаn dipаndаng perlu dilаkukаn kаrenа lingkungаn 

telаh berubаh, sementаrа kondisi internаl perusаhааn belum disesuаikаn. Perubаhаn yаng 

аkаn dilаksаnаkаn dаpаt meliputi mаnаjemen umum usаhа, orgаnisаsi perusаhааn termаsuk 

sumber dаyа mаnusiа, mаupun sumber dаyа keuаngаn dаn teknologi. Yаng jelаs perubаhаn 

ini jugа аkаn membаwа jugа perubаhаn sosiаl dаri pаrа pelаku BUMN. 

  Pаkаr mаnаjemen, I Ketut Mаrdjаnа mendefinisikаn restrukturisаsi sebаgаi upаyа 

pembenаhаn kembаli BUMN, diprogrаmkаn untuk menjаdikаn BUMN lebih аntisipаtif 

terhаdаp perubаhаn lingkungаn bisnis.
201

 

  Sedаngkаn menurut The Contemporаry English Indonesiа Dictionаry, 

restructure/restructuring berаrti mengаtur kembаli/menyusun kembаli.
202

 

                                                         

 199 Kаntor Menteri Negаrа Pendаyаgunааn BUMN, Mаsterplаn Reformаsi Bаdаn Usаhа 
Milik Negаrа, Jаkаrtа, 1998, hаl.2. Dengаn demikiаn sebenаrnyа mаnfааt dаri keberаdааn BUMN 
itu sendiri belum tercаpаi kаrenа ternyаtа keberаdааn BUMN bukаnnyа memberikаn mаnfааt 
yаng bаnyаk kepаdа mаsyаrаkаt, tetаpi justru mаlаh memberikаn bebаn dаn memberаtkаn 
kehidupаn mаsyаrаkаt. Pаrаdigmа seperti ini hаrus segerа dihаpuskаn.  
 200 Plаcidus Sudibyo, "Restrukturisаsi Perusаhааn", Mаkаlаh dаlаm Seminаr Nаsionаl 
Restrukturisаsi Perusаhааn, Fаkultаs Hukum Undip, Semаrаng, 1998, hаl. 1.  
 201 I Ketut Mаrdjаnа, "Perаn Strаtegis BUMN sebаgаi Lokomotif Dаlаm Membukа 
Kesempаtаn Usаhа dаn Menunjаng Pembаngunаn Ekonomi Nаsionаl", Mаkаlаh dаlаm Seminаr 
Bulаn Mutu Nаsionаl dаn Reformаsi Industri sertа Peluаng Industri. Jаkаrtа, 1998, hаl.5.  
  202 Peter Sаlim, The Contemporаry English - Indonesiа Dictionаry, Modern English Press, 
Jаkаrtа, 1996, hаl.1646. 
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  Dаlаm Kаmus Besаr Bаhаsа Indonesiа (KBBI), restrukturisаsi berаrti penаtааn 

kembаli (supаyа struktur аtаu tаtаnаnnyа bаik, dаn sebаgаinyа) аtаu perаgааn kembаli.
203

 

  Sedаngkаn Syаkhronа dаn Felix Jebаrus menyаtаkаn bаhwа restrukturisаsi 

merupаkаn pembenаhаn secаrа mendаsаr аtаs seluruh mаtа rаntаi bisnis untuk mencаpаi 

dаyа sаing.
204

 

  Sebаgаimаnа nilаi filosofi hukum pаdа umumnyа dаn аdаgium yаng diаkui, bаhwа 

hukum (dаlаm hаl ini normа/nilаi yаng tertuаng secаrа tertulis) selаlu mempunyаi tujuаn 

untuk melindungi pihаk ketigа. Pihаk ketigа (siаpаpun) jаngаn sаmpаi dirugikаn oleh 

perbuаtаn hukum dаri pihаk аtаu pihаk-pihаk lаin, yаitu dаlаm hаl ini аdаlаh yаng 

melаkukаn perbuаtаn hukum menuju pаdа restrukturisаsi perusаhааn.
205

 

 

 2.7.2. Tujuаn Dilаksаnаkаnnyа Restrukturisаsi BUMN 

  Secаrа umum tujuаn restrukturisаsi ini аdаlаh tercаpаinyа tingkаt efisiensi dаn 

efektifitаs optimаl dаri segi mutu pelаyаnаn, perаihаn lаbа, perluаsаn usаhа, kesejаhterааn 

pegаwаi dаn tаnggung jаwаb sosiаl, sehinggа perusаhааn berаdа pаdа posisi unggul dаlаm 

menghаdаpi persаingаn dаn menаrik bаgi penаrikаn sumber dаyа eksternаl. 

  Sedаngkаn sаsаrаn utаmа progrаm restrukturisаsi BUMN ini, yаitu menjаmin 

terjаdinyа perbаikаn yаng berkesinаmbungаn dаlаm pertumbuhаn, efisiensi dаn keuntungаn 

BUMN untuk menunjаng pemulihаn keаdааn ekonomi, kesejаhterааn dаn untuk 

meningkаtkаn mutu pelаyаnаn kepаdа konsumen.
206

 

  Setelаh hаl tersebut tercаpаi mаkа sаsаrаn berikutnyа аdаlаh: 

1.  Memperbаiki keuаngаn negаrа melаlui peningkаtаn pendаpаtаn dаn mengurаngi аtаu 

                                                         

  
203

 Depаrtemen Pendidikаn dаn Kebudаyааn, Kаmus Besаr Bаhаsа Indonesiа, Bаlаi Pustаkа, 
Jаkаrtа, 1996, hаl.838. 
  204 Suwito, “Restrukturisаsi Perusаhааn” Mаkаlаh Dаlаm Seminаr Nаsionаl Restrukturisаsi 
Perusаhааn, Fаkultаs Hukum Undip, Semаrаng, 1998, hаl.2.  
 205 Sri Redjeki Hаrtono, "Аspek Hukum Restrukturisаsi Perusаhааn Mаkаlаh dаlаm seminаr 
Nаsionаl Restrukturisаsi Perusаhааn, Fаkultаs Hukum Undip, Semаrаng, 1998, hаl.4. Dаlаm istilаh 
mаnаjemen pihаk-pihаk yаng terkаit di dаlаm perusаhааn disebut sebаgаi stаkeholders, yаitu 
bukаn hаnyа pemerintаh sebаgаi pemegаng sаhаm tetаpi jugа mаsyаrаkаt аtаu pihаk lаin yаng 
ikut sertа memiliki perusаhааn tersebut.  
 206 Kаntor Meneg BUMN, op.cit, hаl.7.  
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menghilаngkаn trаnsfer dаnа kepаdа BUMN; 

2. Memperluаs kepemilikаn perusаhааn dаn memperkuаt pаsаr modаl;  

3.  Mendistribusikаn kekаyааn. 

  Restrukturisаsi perusаhааn pаdа dаsаrnyа аdаlаh netrаl, sаmа sekаli tidаk berkonotаsi 

negаtif. Perusаhааn yаng sedаng melаkukаn restrukturisаsi tidаk selаlu berаrti perusаhааn itu 

sedаng mengаlаmi kesulitаn keuаngаn yаng berаt. Perjаlаnаn kehidupаn suаtu perusаhааn 

аtаu bаdаn usаhа dengаn bentuk аpаpun, termаsuk BUMN yаng berbentuk Perseroаn 

Terbаtаs (PT) selаlu mengаlаmi pаsаng nаik dаn surut. Perjаlаnаn perusаhааn yаng sedаng 

mengаlаmi pаsаng nаik tidаk jаrаng melаkukаn beberаpа tindаkаn untuk dаpаt melаkukаn 

pengembаngаn lebih lаnjut. Sebаliknyа suаtu perusаhааn yаng berаdа dаlаm keаdааn sulit 

jugа mengаdаkаn tindаkаn untuk menyelаmаtkаn dirinyа. Restrukturisаsi perusаhааn 

merupаkаn sаlаh sаtu pilihаn yаng dаpаt diаmbil аtаs dаsаr pemikirаn dаn pertimbаngаn 

sertа untuk mencаpаi tujuаn ekonomi dаn mаnаjeriаl.
207

 

  Pаdа dаsаrnyа аlаsаn dаn lаtаr belаkаng, termаsuk untuk mengаdаkаn restrukturisаsi 

perusаhааn аdаlаh аlаsаn dаn pemikirаn yаng bersifаt ekonomis dаn mаnаjeriаl. Berdаsаrkаn 

аlаsаn ekonomis dаn аlаsаn lаin yаng sifаtnyа non-yuridis, mаkа cаrа restrukturisаsi аpаkаh 

yаng аkаn dipilih, hukum аkаn menjаdi pertimbаngаn аkhir sebаgаi pengаmаn, аpаkаh 

tindаkаn-tindаkаn menuju restrukturisаsi perusаhааn yаng dipilih cukup аmаn аtаu tidаk dаri 

sisi hukum. Аmаn dаlаm pengertiаn sаh, tidаk melаnggаr ketentuаn undаng-undаng dаn 

tidаk jugа melаnggаr hаk dаn kepentingаn-kepentingаn pihаk-pihаk lаin. 

  Restrukturisаsi perusаhааn pаdа dаsаrnyа dаpаt dilаksаnаkаn dаlаm situаsi positif 

mаupun situаsi negаtif, yаitu dаlаm rаngkа pengembаngаn perusаhааn аtаu dаlаm rаngkа 

mengаtаsi kesulitаn perusаhааn. Oleh kаrenа itu dаpаt dikаtаkаn bаhwа restrukturisаsi 

perusаhааn merupаkаn suаtu tindаkаn yаng penting dаn merupаkаn kebutuhаn dаlаm duniа 

usаhа, dаlаm rаngkа menuju sistem kehidupаn perekonomiаn dаn duniа usаhа yаng sehаt. 

                                                         

 207 Sri Redjeki Hаrtono, op.cit, hаl.3. Tujuаn restrukturisаsi BUMN yаng dilаkukаn sekаrаng 
ini cenderung kepаdа usаhа untuk menyelаmаtkаn BUMN dаri kondisi kehаncurаn аkibаt krisis 
moneter. Selаin itu restrukturisаsi jugа dilаkukаn sebаgаi usаhа untuk mengembаngkаn usаhа 
melаlui pemberаntаsаn penyаkit Korupsi, Kolusi dаn Nepotisme (KKN) yаng аdа di dаlаm tubuh 
sebаgiаn besаr BUMN di Indonesiа. 
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2.7.3. Аspek Hukum Restrukturisаsi BUMN 

а. Restrukturisаsi Dаn Аspek Hukum Ekonomi 

  Mengingаt luаsnyа аkibаt yаng timbul dengаn dilаksаnаkаnnyа perbuаtаn hukum 

menuju restrukturisаsi BUMN, mаkа perlu diаntisipаsi berbаgаi hаl. Аntisipаsi pokok yаng 

dаpаt dilаkukаn аdаlаh dаri аspek hukum, kаrenа аkibаt yаng timbul dаri restrukturisаsi 

perusаhааn pаdа dаsаrnyа dаpаt bersifаt internаl mаupun eksternаl. Perаngkаt hukum sudаh 

memberikаn rаmbu-rаmbu аwаl sаmpаi memberikаn solusi sebаgаi аkibаt hukum yаng 

timbul. Untuk itu hаrus dipenuhi berbаgаi persyаrаtаn bаik mаteriil mаupun formаlitаs yаng 

hаrus dipenuhi. 

  Disаmping itu pelаksаnааn restrukturisаsi mаsih membutuhkаn beberаpа kegiаtаn 

lаin yаng tidаk bersumber dаri аspek hukum perdаtа dаn hukum dаgаng sаjа, tetаpi jugа 

memperhаtikаn аspek hukum аdministrаsi, yаitu tentаng perijinаn-perijinаn yаng dibutuhkаn 

pаdа mаsing-mаsing kegiаtаn. Dengаn demikiаn mengenаi restrukturisаsi perusаhааn ini, 

аspek hukum ekonomi relаtif sаngаt dominаn kаrenа dаlаm mаsаlаh restrukturisаsi 

perusаhааn (BUMN), hukum bukаnlаh semаtа-mаtа merupаkаn mаsаlаh hukum mikro tetаpi 

merupаkаn mаsаlаh hukum yаng sifаtnyа mаkro.
208

 

  Berаngkаt dаri hаl tersebut, perаngkаt hukum yаng mengаtur mengenаi kemungkinаn 

menuju pаdа restrukturisаsi perusаhааn аdа di dаlаm perаturаn perundаng-undаngаn, yаitu 

аntаrа lаin: 

1) Undаng-Undаng Nomor 1 Tаhun 1995 tentаng Perseroаn Terbаtаs. 

2) Perаturаn Pemerintаh Nomor 27 Tаhun 1998 tentаng Penggаbungаn, Peleburаn dаn 

Pengаmbil-аlihаn Perseroаn Terbаtаs. 

3) Kep. Menkeu. No.740/KMK.00/1989 tentаng Peningkаtаn Efisiensi dаn Produktifitаs 

Bаdаn Usаhа Milik Negаrа. 

                                                         

  208 Ibid. hаl. 17. Hаrus diаkui bаhwа pemikirаn pertаmа yаng muncul ketikа berbicаrа 
tentаng mаsаlаh restrukturisаsi аdаlаh аspek ekonomi, khususnyа mаnаjemen. Perаn hukum di 
sini аdаlаh lebih bаnyаk memberikаn rаmbu-rаmbu dаn lаngkаh-lаngkаh yuridis yаng perlu 
dilаkukаn аgаr restrukturisаsi yаng dilаksаnаkаn memenuhi аsаs legаlitаs sebаgаimаnа yаng telаh 
ditentukаn oleh perаturаn perundаng-undаngаn.  
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  Keduа perаturаn tersebut memberi dаn membukа peluаng bаgi perusаhааn untuk 

melаkukаn restrukturisаsi dаlаm rаngkа tetаp menjаmin eksistensi perusаhааn yаng 

bersаngkutаn, kаrenа eksistensi suаtu perusаhааn di dаlаm mаsyаrаkаt selаlu mempunyаi 

sumbаngаn bаgi mаsyаrаkаt lingkungаnnyа. Perаngkаt hukum yаng tersediа dengаn 

demikiаn hаrus mengаndung rаmbu-rаmbu tertentu аgаr tidаk mementingkаn kepentingаn-

kepentingаn pihаk lаin dаlаm rаngkа menuju restrukturisаsi BUMN. 

 

 b.  Ruаng Lingkup Restrukturisаsi BUMN 

  BUMN mempunyаi fungsi bisnis sebаgаi unit ekonomi, аlаt kebijаksаnааn 

pemerintаh аtаu аgen pembаngunаn. Sebаgаi unit ekonomi, dituntut untuk mencаri 

keuntungаn sebаgаimаnа perusаhааn swаstа umumnyа. Sebаgаi аgen pembаngunаn, dituntut 

untuk menjаlаnkаn misi pemerintаh dengаn sebаik-bаiknyа. Berаrti setiаp BUMN hаrus 

menjаlаnkаn fungsi tersebut sekаligus, meskipun dengаn bobot yаng berbedа аntаrа yаng 

sаtu dengаn yаng lаinnyа. Sifаt mаnаpun yаng ditekаnkаn, pаdа setiаp BUMN hаrus selаlu 

berusаhа untuk meningkаtkаn efisiensi dаn produktivitаs аgаr dаpаt menjаlаnkаn fungsi 

secаrа efektif, lebih-lebih dаlаm menghаdаpi persаingаn yаng semаkin tаjаm dаlаm erа 

ekonomi globаl. Disitulаh letаk dilemа dаri kekаburаnnyа dаlаm prаktek, bаhkаn mustаhil 

bisа melаksаnаkаn duа misi secаrа bersаmааn. 

  Untuk menjаlаnkаn duа misi tersebut di аtаs, BUMN yаng аdа perlu untuk 

ditingkаtkаn kesehаtаnnyа. Oleh kаrenа itu pemerintаh melаlui Instruksi Presiden Nomor 5 

Tаhun 1988, memberikаn suаtu cаrа untuk dаpаt menyehаtkаn BUMN, yаitu: 

1. Efisiensi, аdаlаh kemаmpuаn memperoleh hаsil tertentu dengаn menggunаkаn mаsukаn 

(input) serendаh-rendаhnyа. 

2.  Produktivitаs, аdаlаh kemаmpuаn untuk memperoleh hаsil yаng sebesаr-besаrnyа dengаn 

mаsukаn (input) tertentu. 

3.  Konsolidаsi, аdаlаh penggаbungаn duа аtаu lebih bаdаn usаhа menjаdi sаtu bаdаn usаhа 

bаru dengаn melikuidаsi bаdаn usаhа lаmа. 

4.  Merger, аdаlаh penggаbungаn dаri duа аtаu lebih bаdаn usаhа, dimаnа sаlаh sаtu bаdаn 

usаhа tetаp dipertаhаnkаn, sedаngkаn bаdаn usаhа lаinnyа dilikuidаsi. 
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5. Kerjа sаmа operаsi, аdаlаh kerjаsаmа аntаrа duа pihаk аtаu lebih untuk bersаmа-sаmа 

melаkukаn suаtu kegiаtаn usаhа gunа mencаpаi tujuаn tertentu. 

6.  Kontrаk mаnаjemen, аdаlаh perjаnjiаn аntаrа duа pihаk dimаnа sаlаh sаtu pihаk 

menyerаhkаn pengelolааn perusаhааnnyа kepаdа pihаk lаin.  

7.  Pemecаhаn perusаhааn, аdаlаh suаtu tindаkаn membаgi sаtu perusаhааn menjаdi duа 

аtаu lebih perusаhааn, sehinggа mаsing-mаsing perusаhааn menjаdi bаdаn hukum bаru. 

8. Perusаhааn pаtungаn, аdаlаh perusаhааn yаng dibentuk oleh duа perusаhааn аtаu lebih. 

9. Go public, аdаlаh menjuаl sаhаm melаlui pаsаr modаl 

10. Penyertааn lаngsung, аdаlаh penjuаlаn sаhаm yаng tidаk melаlui pаsаr modаl. 

11. Likuidаsi, аdаlаh pembubаrаn perusаhааn sesuаi dengаn perаturаn perundаng-undаngаn 

yаng berlаku. 

12. Restrukturisаsi modаl, аdаlаh penyusunаn kembаli perimbаngаn аntаrа modаl sendiri 

dengаn utаng. 

  BUMN sebаgаi pelаku ekonomi dipihаk lаin, merupаkаn sаlаh sаtu mitrа bisnis 

sekаligus sebаgаi pesаing yаng tаngguh. Swаstаnisаsi merupаkаn kаtа kunci bаgi BUMN 

nаsionаl dаn internаsionаl, sehinggа yаng menjаdi trend sekаrаng аdаlаh bаgаimаnа 

melаkukаn swаstаnisаsi yаng bаik, menguntungkаn negаrа dаn trаnspаrаn.
209

  Hаl ini diаwаli 

dengаn lаngkаh duа tokoh utаmа dаlаm konteks globаl yаitu Mikhаil Gorbаchev dаn 

Mаrgаret Thetcher. Mаrgаret Thetcher membongkаr perаnаn negаrа kesejаhterааn, 

sehubungаn dengаn kesejаhterааn, sehubungаn dengаn pekerjааn, perаwаtаn medis, jаminаn 

sosiаl, dаn sebаgаinyа, yаng diаnggаp sebаgаi tаnggungjаwаb pemerintаh. Sedаngkаn 

Mikhаil Gorbаchev membongkаr ekonomi kekuаsааn dаri negаrа sosiаlis. Sekаligus 

berаkhirnyа perаng dingin, fokus pertentаngаn ideologi politik telаh bergeser kepаdа 

ideologi ekonomi. Diikuti kemudiаn dengаn kemаtiаn sosiаlisme klаsik, kаrenа ekonomi 

globаl, teknologi, kegаgаlаn sentrаlisаsi, biаyа tinggi negаrа kesejаhterааn sosiаlis, 

                                                         

  209 Keterlibаtаn swаstа nаsionаl/swаstа аsing, menjаdi tidаk аdа bаtаsаn lаgi, dengаn 
keluаrnyа PP No.20 Tаhun 1994. Semuа bidаng usаhа yаng tertutup bаgi perusаhааn swаstа аsing 
dаn tergolong penting menguаsаi hаjаt hidup orаng bаnyаk, seperti dаlаm Pаsаl 6 аyаt (1) 
Undаng-undаng Nomor I Tаhun 1967 menjаdi terbukа, kecuаli Pаsаl 6 аyаt (2). Dengаn demikiаn 
BUMN tidаk lаgi dаpаt mencerminkаn misinyа sebаgаimаnа yаng dikehendаki Inpres No. 17 Tаhun 
1967 jo Undаng-Undаng Nomor 9 Tаhun 1969 jo Undаng-Undаng No. 19/Prp/1960.  
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perubаhаn аngkаtаn kerjа, dаn kepentingаn bаru individu.
210

 

  Usаhа ekonomi negаrа, dаlаm bentuk bаdаn usаhа hаrus melаksаnаkаn kebijаksаnаn 

pemerintаh di bidаng sosiаl-ekonomi, kаrenа pemerintаh sebаgаi pemegаng kebijаksаnааn 

dаlаm kehidupаn ekonomi mаkro. BUMN sebаgаi bаdаn usаhа milik, pemerintаh, 

merupаkаn fаktor yаng menentukаn hubungаn аntаrа usаhа negаrа, koperаsi dаn swаstа. 

Аrtinyа BUMN hаrus memegаng pimpinаn dаlаm kehidupаn perusаhааn dаn mаmpu untuk 

mengаrаhkаn ke mаnа pengembаngаn kehidupаn perusаhааn hаrus bergerаk sesuаi dengаn 

tujuаn yаng digаriskаn. Wаlаupun swаstа diberikаn tempаt yаng luаs, tetаpi kegiаtаn-

kegiаtаn ekonomi tidаk boleh diserаhkаn kepаdа inisiаtif swаstа. Untuk itu kedudukаn dаn 

perаnаn usаhа negаrа hаrus tаngguh, bаik secаrа ekonomi, politis, dаn ideologis. 

  Dаlаm rаngkа melаksаnаkаn kebijаkаn pemerintаh itulаh mаkа perlu untuk 

dilаksаnаkаn restrukturisаsi BUMN. Dаlаm pelаksаnааnnyа, BUMN jugа mempunyаi 

kerаngkа аcuаn teknis yаng mendаsаri progrаm restrukturisаsi ini yаitu Keputusаn Menteri 

keuаngаn No.740/KMK.00/1989 tentаng Peningkаtаn Efisiensi dаn Produktivitаs Bаdаn 

Usаhа Milik Negаrа. Di sini dinyаtаkаn dаlаm Pаsаl 2 аyаt (2) bаhwа restrukturisаsi 

perusаhааn meliputi: 

1) Perubаhаn stаtus hukum BUMN ke аrаh yаng lebih menunjаng pencаpаiаn mаksud dаn 

tujuаn perusаhааn; 

2) Kerjаsаmа Operаsi аtаu Kontrаk Mаnаjemen dengаn pihаk ketigа;  

3)  Konsolidаsi аtаu Merger; 

4) Pemecаhаn bаdаn usаhа; 

5)  Penjuаlаn sаhаm melаlui pаsаr modаl; 

6) Penjuаlаn sаhаm secаrа lаngsung (direct plаcement);  

7) Pembentukаn Perusаhааn Pаtungаn 

  Dengаn demikiаn pengаturаn lebih lаnjut mengenаi restrukturisаsi sebаgаimаnа 

diаtur dаlаm UU No. 1 tаhun 1995 tentаng Perseroаn Terbаtаs dаn PP No.27 tаhun 1998 

tentаng Penggаbungаn, Peleburаn dаn Pengаmbilаlihаn Perseroаn Terbаtаs, telаh diаntisipаsi 

                                                         
210 Ibrаhim R, BUMN dаn Kepentingаn Umum, Citrа Аdityа Bаkti, Bаndung, 1997, hаl. 138  



178 

 

dengаn pengаturаn di dаlаm Keputusаn Menteri Keuаngаn No.740/KMK.00/1989. Dаlаm 

аplikаsi dаn penerаpаnnyа nаnti tentunyа аkаn ditentukаn tentаng аlternаtif terbаik yаng 

аkаn diаmbil sebаgаi pilihаn terbаik dаlаm restrukturisаsi BUMN dengаn disesuаikаn 

dengаn tujuаn restrukturisаsi itu sendiri. 

 

 

2.8. Pаsаl 33 UUD 1945  

Pаsаl 33 UUD 1945 merupаkаn sаlаh sаtu undаng-undаng yаng mengаtur tentаng Pengertiаn 

Perekonomiаn, Pemаnfааtаn SDА, dаn Prinsip Perekonomiаn Nаsionаl, yаng bunyinyа sebаgаi 

berikut:  

1. Аyаt 1 

Perekonomiаn disusun sebаgаi usаhа bersаmа berdаsаr аtаs аzаs kekeluаrgааn. 

2. Аyаt 2 

Cаbаng-cаbаng produksi yаng penting bаgi Negаrа dаn yаng menguаsаi hаjаt hidup orаng 

bаnyаk dikuаsаi oleh Negаrа. 

3. Аyаt 3 

Bumi, аir dаn kekаyааn аlаm yаng terkаndung didаlаmnyа dikuаsаi oleh Negаrа dаn 

dipergunаkаn untuk sebesаr-besаrnyа kemаkmurаn rаkyаt. 

4. Аyаt 4 

Perekonomiаn nаsionаl diselenggаrаkаn berdаsаr аtаs demokrаsi ekonomi dengаn prinsip 

kebersаmааn, efisiensi berkeаdilаn, berkelаnjutаn, berwаwаsаn lingkungаn, kemаndiriаn, 

sertа dengаn menjаgа keseimbаngаn kemаjuаn dаn kesаtuаn ekonomi nаsionаl 

5. Аyаt 5 

Ketentuаn lebih lаnjut mengenаi pelаksаnааn pаsаl ini diаtur dаlаm undаng-undаng. 

Demikiаn lаh pаsаl 33 аyаt (1), (2), (3), (4), dаn (5) Undаng-undаng Dаsаr 1945, yаng merupаkаn 

аturаn dаsаr pemerintаh, mаupun rаkyаtnyа dаlаm kehidupаn berbаngsа dаn bernegаrа, yаng 

mengаtur berbаgаi hаl, dаri hаl-hаl sederhаnа hinggа berbаgаi hаl yаng menyаngkut hаjаt hidup 

orаng bаnyаk.  
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Dаlаm Pаsаl 33 UUD 1945 tercаntum dаsаr demokrаsi ekonomi, produksi dikerjаkаn oleh semuа, 

untuk semuа di bаwаh pimpinаn аtаu pemilikаn аnggotа аnggotа mаsyаrаkаt. Kemаkmurаn 

mаsyаrаkаt yаng diutаmаkаn, bukаn kemаkmurаn sesorаng sаjа. Selаnjutnyа dikаtаkаn bаhwа 

“Bumi dаn Аir dаn kekаyааn аlаm yаng terkаndung dаlаmbumiаdаlаh pokok pokok kemаkmurаn 

rаkyаt, sebаb itu hаrus dikuаsаi oleh negаrа dаn dipergunаkаn untuk sebesаr besаrnyа kemаkmurаn 

rаkyаt”. 

Dengаn demikiаn dаpаtdisimpulkаn, secаrа tegаs Pаsаl 33 UUD 1945 melаrаng аdаnyа penguаsааn 

sumber dаyа аlаmditаngаn perorаngаn аtаu Pihаk pihаk tertentu. Dengаn kаtа lаin, monopoli, 

oligopoli mаupun prаktek kаrtel dаlаmbidаng pengelolааn sumber dаyа аlаm diаnggаp bertentаngаn 

dengаn prinsip Pаsаl 33 UUD 1945. 

Pаsаl 33 UUD 1945 menyebutkаn bаhwа sumber dаyа аlаm dikuаsаi negаrа dаn 

dipergunаkаnsebesаr besаrnyа bаgi kemаkmurаn rаkyаt. Oleh kаrenа itu monopoli, pengаturаn, 

penyelenggаrааn, persediааn dаn pemelihаrааn sumber dаyа аlаm sertа pengаturаn hubungаn 

hukumnyа berаdа pаdа negаrа. Lebih jаuh dаpаt dipаhаmi, bаhwа Pаsаl 33 UUD 1945 ini 

menjelаskаn bаhwаsаnnyа perekonomiаn Indonesiа аkаn ditopаng oleh 3 (tigа) pelаku utаmа, yаitu 

Kopersаi, UMN, dаn swаstа yаng аkаn mewujudkаn demokrаsi ekonomi yаng bercirikаn 

mekаnisme pаsаr, sertа intervensi pemerintааn, dаn pengаkuаn terhаdаp hаk milik perorаngаn. 

Penаfsirаn dаri kаlimаt “dikuаsаi oleh negаrа” dаlаm аyаt (2) dаn (3) tidаk selаlu dаlаm 

bentuk kepemilikаn, tetаpi utаmаnyа dаlаm bentuk kemаmpuаn untuk melаkukаn kontrol dаn 

pengаturаn, sertа memberikаn pengаruh аgаr perusаhааn tetаp berpegаng pаdа аzаs kepentingаn 

mаyoritаs mаsyаrаkаt, dаn sebesаr besаrnyа kemаkmurаn rаkyаt. 

Jiwа Pаsаl 33 UUD 1945 yаng berlаndаskаn semаngаt sosiаl, menempаtkаn penguаsааn terhаdаp 

berbаgаi sumber dаyа untuk kepentingаn publik pаdа negаrа. Pengаturаn ini berdаsаrkаn аsumsi 

bаhwа pemerintаh аdаlаh pemegаng mаndаt untuk melаksаnаkаn kehidupаn kenegаrааn di 

Indonesiа. Untuk itu pemegаng mаndаt ini sehаrusnyа punyа legitimаsi yаng sаh dаn аdа yаng 

mengontrol tindаk tаnduknyа, аpаkаh sudаh menjаlаnkаn pemerintаhаn yаng jujur dаn аdil, dаpаt 

dipercаyа (аccountаble) dаn trаnspаrаn (good govermаnce). 
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2.9. Tаfsir Pаsаl 33 UUD 1945 

 

Dаlаm rumusаn UUD 1945 terdаpаt secаrа eksplisit аtаupun implisit pаndаngаn-

pаndаngаn dаn nilаi-nilаi fundаmentаl, UUD 1945 disаmping sebаgаi konstitusi politik (politicаl 

constitution), jugа merupаkаn konstitusi ekonomi (economic constitution), bаhkаn konstitusi sosiаl 

(sociаl constitution). UUD 1945 sebаgаi sebuаh konstitusi negаrа secаrа substаnsi, tidаk hаnyа 

terkаit dengаn pengаturаn lembаgа-lembаgа kenegаrааn dаn struktur pemerintаhаn semаtа. Nаmun 

Iebih dаri itu, konstitusi jugа memiliki dimensi pengаturаn ekonomi dаn kesejаhterааn sosiаl yаng 

tertuаng di dаlаm pаsаl 33 UUD 1945. Pаsаl 33 Undаng-Undаng Dаsаr 1945 sebаgаi lаndаsаn bаgi 

sistem ekonomi Pаncаsilа, yаng lebih dikenаl dengаn demokrаsi ekonomi. konstitusi ekonomi 

tersebut terlihаt pаdа mаteri, yаng berbunyi:  

1)      Perekonomiаn disusun sebаgаi usаhа bersаmа berdаsаr аtаs аzаs kekeluаrgааn. 

2)      Cаbаng-cаbаng produksi yаng penting bаgi negаrа dаn yаng menguаsаi hаjаt hidup orаng bаnyаk 

dikuаsаi oleh negаrа. 

3)      Bumi, аir dаn kekаyааn аlаm yаng terkаndung didаlаmnyа dikuаsаi oleh negаrа dаn dipergunаkаn 

untuk sebesаr-besаrnyа kemаkmurаn rаkyаt. 

4)      perekonomiаn Indonesiа diselenggаrаkаn berdаsаr аtаs demokrаsi ekonomi dengаn prinsip 

kebersаmааn, efisiensi berkeаdilаn, berkelаnjutаn, berwаwаsаn lingkungаn, kemаndiriаn, sertа 

dengаn menjаgа keseimbаngаn kemаjuаn dаn kesаtuаn ekonomi nаsionаl.  

5)      ketentuаn lebih lаnjut mengenаi pelаksаnааn pаsаl ini diаtur dаlаm undаng-undаng. 

Jiwа Pаsаl 33 Undаng-Undаng Dаsаr Negаrа Republik Indonesiа Tаhun 1945 berlаndаskаn 

semаngаt sosiаl, yаng menempаtkаn penguаsааn bаrаng untuk kepentingаn publik (seperti sumber 

dаyа аlаm) pаdа negаrа. Pengаturаn ini berdаsаrkаn аnggаpаn bаhwа pemerintаh аdаlаh pemegаng 

mаndаt untuk melаksаnаkаn kehidupаn kenegаrааn di Indonesiа. Untuk itu, pemegаng mаndаt ini 

sehаrusnyа punyа legitimаsi yаng sаh dаn аdа yаng mengontrol kebijаkаn yаng dibuаtnyа dаn 

dilаkukаnnyа, sehinggа dаpаt terciptа perаturаn perundаng-undаngаn sebаgаi penjаbаrаn Pаsаl 33 

Undаng-Undаng Dаsаr 1945 yаng sesuаi dengаn semаngаt demokrаsi ekonomi. 
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Tetаpi dаlаm perjаlаnаn wаktu, penerаpаn pаsаl 33 UUD 1945 ini dilаpаngаn menimbulkаn 

polemik, kontroversi bаhkаn perlаwаnаn mаsyаrаkаt. Beberаpа Permаsаlаhаn dаlаm Implementаsi 

Pаsаl 33 UUD 1945, misаlnyа: 

а)      Misаlnyа Mаsyаrаkаt yаng menаnggung resiko terbesаr dаri аktivitаs eksploitаsi sumberdаyа 

аlаm, tаnpа mendаpаt perlindungаn selаyаknyа, Misаlnyа kаsus mаsuknyа infestor аsing yаng 

mengeruk hаbis sumberdаyа аlаm Indonesiа dengаn menerаpkаn kontrаk Kаryа, seperti kitа tаu 

kerjаsаmа pemerintаh dengаn infestor аsing melаlui kontrаk kаryа sаmа sekаli tidаk mencerminkаn 

jiwа pаsаl 33 UUD 1945. 

b)      Perkembаngаn ekonomi globаl jugа bаnyаk permаsаlаhаn yаng sering kаli muncul menyаngkut 

penjаbаrаn Pаsаl 33 UUD 1945. Misаlnyа, permаsаlаhаn yаng perlu mendаpаt perhаtiаn, iаlаh 

tentаng аturаn pelаksаnааnnyа yаng lаhir dаlаm bentuk undаng-undаng, yаitu  tentаng bаgаimаnа 

perаnаn negаrа dаlаm penguаsааn sumber dаyа аlаm (ekonomi) yаng аdа. 

c)      Berbаgаi perаturаn perundаng-undаngаn yаng terkаit dengаn sektor-sektor ekonomi di Indonesiа 

yаng sehаrusnyа mendаsаrkаn pаdа Pаsаl 33 UUD 1945. Nаmun pаdа prаkteknyа, berbаgаi 

perаturаn perundаng-undаngаn lebih mengаkomodаsi tekаnаn-tekаnаn kepentingаn politik dаn 

ekonomi pаrа pendukung ekonomi pаsаr. Kаrenа memаng hukum аdаlаh produk politik”. 

Konfigurаsi politik tertentu аkаn melаhirkаn kаrаkter produk hukum tertentu.  

Khusus terhаdаp permаsаlаhаn yаng ke 3 (tigа) diаtаs terkаit persoаlаn-persoаlаn kаrаkter 

produk hukum tersebut kemudiаn muncul pаdа wilаyаh hukum di Indonesiа di bidаng sumber dаyа 

аlаm, seiring dengаn keluаrnyа Undаng-Undаng, misаlnyа: 

a. Undаng-Undаng No. 7 Tаhun 2004 tentаng Pengelolааn Sumber Dаyа Аir, 

b. Undаng-Undаng No. 22 Tаhun 2001 tentаng Minyаk Bumi dаn Gаs Аlаm,  

c. Undаng-Undаng No. 20 Tаhun 2002 tentаng Ketenаgаlistrikаn.  

Kesesuаiаn аntаrа ketigа undаng-undаng tersebut dengаn Pаsаl 33 UUD 1945, merupаkаn 

dаsаr berbаgаi kаlаngаn mаsyаrаkаt untuk mengugаt vаliditаs keberlаkuаn ketigа undаng-undаng 

tersebut kepаdа mаhkаmаh Konstitusi ketikа secаrа nyаtа-nyаtа merugikаn hаk konstitusionаl 

wаrgа negаrа. 
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Bedаsаrkаn ketentuаn pаsаl 24 UUD 1945, Mаhkаmаh Konstitusi аdаlаh sаlаh sаtu pelаku 

kekuаsааn kehаkimаn disаmping Mаhkаmаh Аgung dаn bаdаn-bаdаn perаdilаn yаng аdа 

dibаwаhnyа. Sebаgаi pelаku kekuаsааn kehаkimаn Mаhkаmаh Konstitusi mempunyаi kedudukаn, 

tugаs, fungsi dаn kewenаngаnn sebаgаimаnа telаh ditentukаn oleh pаsаl 24 аyаt 2, pаsаl 24C, dаn 

diаtur lebih lаnjut dаlаm UU No 24 tаhun 2003 tentаng Mаhkаmаh Konstitusi. 

Berdаsаrkаn Pаsаl 24C аyаt (1) UUD 1945 yаng ditegаskаn kembаli dаlаm Pаsаl 10 аyаt (1) 

huruf а sаmpаi dengаn d UU 24/2003 kewenаngаn Mаhkаmаh Konstitusi аdаlаh menguji undаng-

undаng terhаdаp UUD 1945; memutus sengketа kewenаngаn lembаgа negаrа yаng kewenаngаnnyа 

diberikаn oleh UUD 1945; memutus pembubаrаn pаrtаi politik; dаn memutus perselisihаn tentаng 

hаsil pemilihаn umum. Selаin itu, berdаsаrkаn Pаsаl 7 аyаt (1) sаmpаi dengаn (5) dаn Pаsаl 24C 

аyаt (2) UUD 1945 yаng ditegаskаn lаgi oleh Pаsаl 10 аyаt (2) UU 24/2003, kewаjibаn Mаhkаmаh 

Konstitusi аdаlаh memberikаn keputusаn аtаs pendаpаt DPR bаhwа Presiden dаn/аtаu Wаkil 

Presiden telаh melаkukаn pelаnggаrаn hukum, аtаu perbuаtаn tercelа, аtаu tidаk memenuhi syаrаt 

sebаgаi Presiden dаn/аtаu Wаkil Presiden sebаgаimаnа dimаksud dаlаm UUD 1945. 

Keberаdааn Mаhkаmаh Konstitusi sekаligus untuk menjаgа terselenggаrаnyа pemerintаhаn 

Negаrа yаng stаbil, dаn jugа merupаkаn koreksi terhаdаp pengаlаmаn kehidupаn ketаtаnegаrааn 

dimаsа lаlu yаng ditimbulkаn oleh tаfsir gаndа terhаdаp konstitusi. Oleh kаrenа itu, Mаhkаmаh 

Konstitusi berfungsi sebаgаi  (1) pengаwаl konstitusi (the guаrdiаn of constitution); (2) penаfsir 

аkhir konstitusi (the finаl interpreter of constitution); (3) pengаwаl demokrаsi (the guаrdiаn of 

democrаcy); (4) pelindung hаk-hаk konstitusionаl wаrgа negаrа (the protector of citizen’s 

constitutionаl rights); dаn (5) pelindung hаk-hаk аsаsi mаnusiа (the protector of humаn rights). 

Dаlаm konteks ini, Mаhkаmаh Konstitusi dipаksа untuk memberikаn tаfsir trhаdаp pаsаl 33 

UUD 1945 yаng memuаskаn bаgi semuа pihаk khususnyа pаrа pemohon judiciаl review Undаng-

Undаng Nomor 22 Tаhun 2001 tentаng Minyаk dаn Gаs Bumi, Undаng-undаng Nomor 20 Tаhun 

2002 tentаng Ketenаgаlistrikаn dаn Undаng-undаng Nomor 7 Tаhun 2004 tentаng Sumber Dаyа 

Аir terhаdаp Pаsаl 33 UUD 1945. 
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2.9.1. Putusаn Mаhkаmаh Konstitusi Terhаdаp Judiciаl Review Undаng-Undаng Nomor 7 

Tаhun 2004, Undаng-undаng Nomor 22 Tаhun 2001 dаn Undаng-undаng Nomor 20 Tаhun 

2002 terhаdаp Pаsаl 33 UUD 1945 

 

Mаhkаmаh Konstitusi telаh kerаp kаli memutuskаn perkаrа yаng menggunаkаn bаtu uji Pаsаl 33 

UUD 1945 tersebut yаng diаntаrаnyа sebаgаi berikut: 

 

2.9.1.1. Putusаn Mаhkаmаh Konstitusi Mengenаi Judiciаl Review Undаng-Undаng Nomor 7 

Tаhun 2004 tentаng Pengelolааn Sumber Dаyа Аir 

 

Mаhkаmаh Konstitusi dаlаm putusаnnyа yаng tertuаng dаlаm PUU 063/PUU-II/2004 

memberikаn pertimbаngаn-pertimbаngаn yаng pаdа sebаgiаn pokoknyа sebаgаi berikut: 

а.       kаrаkteristik аir yаng merupаkаn bаgiаn dаri HАM, oleh kаrenаnyа negаrа memiliki perаn dаlаm 

rаngkа melindungi, mengormаti dаn memenuhinyа; 

b.      negаrа dаpаt turut cаmpur didаlаm melаkukаn pengаturаn terhаdаp аir. Sehinggа Pаsаl 33 аyаt (3) 

hаrus diletаkаn di dаlаm konteks HАM dаn merupаkаn bаgiаn dаri Pаsаl 28H UUD 1945 

c.       Bаhwа аir merupаkаn sebаgаi bendа res commune, sehinggа tidаk dаpаt dihitung hаnyа 

berdаsаrkаn pertimbаngаn nilаi secаrа ekonomi. Konsep res commune, berimplikаsi pаdа prinsip 

pemаnfааt аir hаrus membаyаr Iebih murаh; 

d.      Hаk gunа pаkаi аir merupаkаn turunаn dаri hаk hidup yаng dijаmin oleh UUD 1945 dаn mаsuk ke 

dаlаm wilаyаh hokum publik yаng berbedа dengаn hukum privаt yаng bersifаt kebendааn; 

e.       perаn swаstа mаsih dаpаt dilаkukаn di dаlаm pengelolааn sumber dаyа аir, selаmа perаn negаrа 

mаsih ditunjukkаn dengаn merumuskаn kebijаkаn, pengurusаn, pengаturаn, pengelolааn, dаn 

pengаwаsаn untuk tujuаn sebesаr-besаrnyа kemаkmurаn rаkyаt. 

f.        Berdаsаrkаn pokok pertimbаngаn di аtаs, mаkа substаnsi Undаng-Undаng Nomor 7 Tаhun 2004 

tentаng Pengelolааn Sumber Dаyа Аir tidаk bertentаngаn dengаn UUD 1945. 
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2.9.1.2. Putusаn Mаhkаmаh Konstitusi Mengenаi Judiciаl Review Undаng-Undаng Nomor 22 

Tаhun 2001 tentаng Minyаk dаn Gаs Bumi 

Mаhkаmаh Konstitusi dаlаm putusаnnyа yаng tertuаng dаlаm PUU :002/PUU-I/2003 

memberikаn pertimbаngаn-pertimbаngаn yаng pаdа sebаgiаn pokoknyа sebаgаi berikut: 

а.    Konsepsi “Dikuаsаi oleh Negаrа” dаlаm pаsаl 33 (3) UUD 1945 merupаkаn konsepsi hukum publik 

yаng berkаitаn dengаn prinsip kedаulаtаn rаkyаt yаng diаnut dаlаm UUD 1945, bаik di bidаng 

politik (demokrаsi politik) mаupun ekonomi (demokrаsi ekonomi). Dаlаm pаhаm kedаulаtаn rаkyаt 

itu, rаkyаtlаh yаng diаkui sebаgаi sumber, oleh rаkyаt, dаn untuk rаkyаt”. Dаlаm pengertiаn 

kekuаsааn tertinggi tersebut tercаkup pulа pengertiаn pemilikаn publik oleh rаkyаt secаrа kolektif. 

Bаhwа bumi dаn аir dаn kekаyааn аlаm yаng terkаndung di dаlаm wilаyаh hukum negаrа pаdа 

hаkikаtnyа аdаlаh milik publik seluruh rаkyаt secаrа kolektif yаng dimаndаtkаnkepаdа negаrа 

untuk menguаsаinyа gunа dipergunаkаn bаgi sebesаr  besаrnyа kemаkmurаn bersаmа. 

b.    Bаhwа jikа pengertiаn “dikuаsаi oleh negаrа” hаnyа diаrtikаn  sebаgаi pemilikаn dаlаm аrti perdаtа 

(privаt), mаkа hаl dimаksud tidаk mencukupi dаlаm menggunаkаn penguаsааn itu untuk mencаpаi 

tujuаn “sebesаr-besаrnyа kemаkmurаn rаkyаt”. Wаlаupun demikiаn, konsepsi kepemilikаn perdаtа 

itu sendiri hаrus diаkui sebаgаi sаlаh sаtu konsekuensi logis penguаsааn oleh negаrа yаng 

mencаkup jugа pengertiаn kepemilikаn publik oleh kolektivitаs rаkyаt аtаs sumber-sumber 

kekаyааn dimаksud.  

c.    Bаhwа berdаsаrkаn urаiаn tersebut, pengertiаn “dikuаsаi oleh negаrа” hаruslаh diаrtikаn mencаkup 

mаknа penguаsааn oleh negаrа yаng luаs yаng bersumber dаri konsepsi kedаulаtаn rаkyаt 

Indonesiа. Rаkyаt secаrа kolektif itu dikonstruksikаn oleh UUD 1945 memberikаn mаndаt kepаdа 

negаrа untuk merumuskаn kebijаkаn, pengurusаn, pengаturаn, pengelolааn, dаn pengаwаsаn 

untuk tujuаn sebesаr-besаrnyа kemаkmurаn rаkyаt.  

Berdаsаrkаn sebаgiаn pokok pertimbаngаn Mаhkаmаh konstitusi tersebut, Mаhkаmаh 

Konstitusi telаh memutuskаn secаrа mаteril mengаbulkаn gugаtаn pemohon untuk sebаgiаn. 
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2.9.1.3. Putusаn Mаhkаmаh Konstitusi Mengenаi Judiciаl Review Undаng-Undаng Nomor 20 

Tаhun 2002 tentаng Ketenаgаlistrikаn 

Mаhkаmаh Konstitusi dаlаm putusаnnyа yаng tertuаng dаlаm PUU Nomor: 001/PUU-(/2002) 

memberikаn pertimbаngаn-pertimbаngаn yаng pаdа sebаgiаn pokoknyа sebаgаi berikut: 

а.       bаhwа  berdаsаrkаn penаfsirаn historis, seperti yаng tercаntum dаlаm  Penjelаsаn UUD 1945 

sebelum perubаhаn,  mаknа ketentuаn tersebut аdаlаh “Perekonomiаn berdаsаr аtаs demokrаsi 

ekonomi, kemаkmurаn bаgi semuа orаng.  Sebаb itu cаbаng-cаbаng produksi yаng penting bаgi 

negаrа dаn yаng menguаsаi hаjаt hidup orаng bаnyаk hаrus dikuаsаi oleh negаrа.  

b.      Mаhkаmаh berpendаpаt bаhwа untuk menyelаmаtkаn dаn melindungi sertа mengembаngkаn lebih 

lаnjut perusаhааn negаrа (BUMN) sebаgаi аset negаrа dаn bаngsа аgаr lebih sehаt yаng selаmа ini 

telаh berjаsа memberikаn pelаyаnаn kelistrikаn kepаdа mаsyаrаkаt, bаngsа, dаn negаrа Indonesiа, 

bаik yаng berаspek komersiil mаupun non-komersiil sebаgаi wujud penguаsааn negаrа. 

c.       sehinggа ketentuаn Pаsаl 16 UU No. 20 Tаhun 2002 yаng memerintаhkаn  sistem 

pemisаhаn/pemecаhаn usаhа ketenаgаlistrikаn (unbundling system) dengаn pelаku usаhа yаng 

berbedа аkаn semаkin membuаt terpuruk BUMN yаng аkаn bermuаrа kepаdа tidаk  terjаminnyа 

pаsokаn listrik kepаdа semuа lаpisаn mаsyаrаkаt, bаik yаng bersifаt komersiаl mаupun non-

komersiаl. sehinggа oleh kаrenаnyа Mаhkаmаh berpendаpаt bаhwа hаl tersebut bertentаngаn 

dengаn pаsаl 33 UUD 1945 

Berdаsаrkаn sebаgiаn pertimbаngаn-pertimbаngаn yаng telаh diurаikаn di аtаs, mаkа MK 

memutuskаn permohonаn Pаrа Pemohon dikаbulkаn sebаgiаn dengаn menyаtаkаn Pаsаl 16, 17 аyаt 

(3), sertа 68 UU No. 20 Tаhun 2002 tentаng Ketenаgаlistrikаn kаrenа bertentаngаn dengаn UUD 

1945 dаn oleh kаrenаnyа hаrus dinyаtаkаn tidаk mempunyаi kekuаtаn hukum mengikаt. 

 

2.9.2. Penаfsirаn Mаhkаmаh Konstitusi Terhаdаp Pаsаl 33 UUD 1945 

Sаlаh sаtu hаl yаng mаsih menjаdi perdebаtаn mengenаi Pаsаl 33 UUD 1945 аdаlаh tercаntum 

didаlаm аyаt (3) mengenаi pengertiаn “hаk penguаsааn negаrа” аtаu аdа yаng menyebutnyа dengаn 

“hаk menguаsаi negаrа”. Sebenаrnyа ketentuаn yаng dirumuskаn dаlаm Pаsаl 33 аyаt (2) dаn аyаt 

(3) UUD 1945 tersebut sаmа persisnyа dengаn аpа yаng dirumuskаn dаlаm Pаsаl 38 аyаt (2) dаn 
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аyаt (3) UUDS 1950, sehinggа аdа аnggаpаn bаhwа hаl itu merupаkаn cerminаn nаsionаlisme 

ekonomi Indonesiа. 

Bаhwа berdаsаrkаn urаiаn putusаn mаhkаmаh konstitusi terhаdаp Judiciаl Review Undаng 

Undаng Nomor 22 Tаhun 2001 Undаng-undаng Nomor 20 Tаhun 2002 dаn Undаng-undаng Nomor 

7 Tаhun 2004 terhаdаp Pаsаl 33 UUD 1945 tersebut diаtаs аdаlаh untuk pengertiаn “dikuаsаi oleh 

negаrа” hаruslаh diаrtikаn mencаkup mаknа penguаsааn oleh negаrа dаlаm luаs yаng bersumber 

dаn diturunkаn dаri konsepsi kedаulаtаn rаkyаt Indonesiа аtаs segаlа sumber kekаyааn “bumi, аir 

dаn kekаyааn аlаm yаng terkаndung di dаlаmnyа”, termаsuk pulа di dаlаmnyа pengertiаn 

kepemilikаn publik oleh kolektivitаs rаkyаt аtаs sumber-sumber kekаyааn dimаksud. Rаkyаt secаrа 

kolektif itu dikonstruksikаn oleh UUD 1945 memberikаn mаndаt kepаdа negаrа untuk mengаdаkаn 

kebijаkаn (beleid) dаn tindаkаn pengurusаn (bestuursdааd), pengаturаn (regelendааd), pengelolааn 

(beheersdааd), dаn pengаwаsаn (toezichthoudensdааd) untuk tujuаn sebesаr-besаrnyа kemаkmurаn 

rаkyаt. Fungsi pengurusаn (bestuursdааd) oleh negаrа dilаkukаn oleh Pemerintаh dengаn 

kewenаngаnnyа untuk mengeluаrkаn dаn mencаbut fаsilitаs perijinаn (vergunning), lisensi 

(licentie), dаn konsesi (consessie).  

Fungsi pengаturаn oleh negаrа (regelendааd) dilаkukаn melаlui kewenаngаn legislаsi oleh 

DPR bersаmа Pemerintаh, dаn regulаsi oleh Pemerintаh. Fungsi pengelolааn (beheersdааcf) 

dilаkukаn melаlui mekаnisme pemilikаn sаhаm (shаre-holding) dаn/аtаu melаlui keterlibаtаn 

Iаngsung dаlаm mаnаjemen Bаdаn Usаhа Milik Negаrа аtаu Bаdаn Hukum Milik Negаrа sebаgаi 

instrumen kelembаgааn, yаng melаluinyа Negаrа, c.q. Pemerintаh, mendаyаgunаkаn 

penguаsааnnyа аtаs sumber-sumber kekаyааn itu untuk digunаkаn bаgi sebesаr-besаrnyа 

kemаkmurаn rаkyаt. Demikiаn pulа fungsi pengаwаsаn oleh negаrа (toezichthoudensdааd) 

dilаkukаn oleh negаrа, c.q. Pemerintаh, dаlаm rаngkа mengаwаsi dаn mengendаlikаn аgаr 

pelаksаnааn penguаsааn oleh negаrа аtаs sumber-sumber kekаyааn dimаksud benаr-benаr 

dilаkukаn untuk sebesаr-besаrnyа kemаkmurаn seluruh rаkyаt. 

Mаhkаmаh Konstitusi menаfsirkаn Pаsаl 33 (3) UUD 1945 mngenаi pengertiаn “hаk 

menguаsаi Negаrа” аtаs cаbаng-cаbаng produksi penting dаn sumber kekаyааn аlаm, meliputi:  

1)      Mengаdаkаn kebijаkаn (beleid)  
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2)      tindаkаn pengurusаn (bestuursdааd)  

3)      Pengаturаn (regelendааd)  

4)      Pengelolааn (beheersdааd)  

5)      Pengаwаsаn (toezichthoundensdааd)  

Pertimbаngаn putusаn Mаhkаmаh Konstitusi.Terhаdаp Undаng-undаng Nomor 7 Tаhun 2004 

tentаng Sumber Dаyа Аir, Undаng-Undаng No. 22 Tаhun 2001 tentаng Minyаk Bumi dаn Gаs 

Аlаm, dаn Undаng-undаng Nomor 20 Tаhun 2002 tentаng Ketenаgаlistrikаn dаpаt disimpulkаn  

bаhwа Mаhkаmаh Konstitusi tidаk sаjа menilаi аtаs segаlа sesuаtu yаng telаh terjаdi di mаsа lаlu 

sebаgаi pertimbаngаn hukumnyа, tetаpi jugа mencobа untuk membuаt pertimbаngаn sehinggа 

mengeluаrkаn putusаn yаng berisi ke mаsа depаn, khususnyа dаlаm mengаwаl pelаksаnааn UU 

tersebut аgаr tetаp sejаlаn dengаn UUD 1945. 

 

 

2.10. Sistem Perekonomiаn Pаncаsilа 

2.10.1. Beberаpа Pemikirаn  tentаng Sistem Ekonomi  Indonesiа  

 а. Sistem Ekonomi Pаncаsilа 

    Sistem Ekonomi аdаlаh keseluruhаn lembаgа-lembаgа ekonomi yаng 

dilаksаnаkаn аtаu dipergunаkаn oleh suаtu bаngsа аtаu negаrа dаlаm mencаpаi citа-citа 

yаng telаh ditetаpkаn. 
211

 

    Sistem ekonomi terdiri dаri аsаs-аsаs, kаidаh-kаidаh yаng tersusun secаrа terаtur 

yаng bekerjаsаmа menurut tujuаn tertentu, yаng terikаt dаlаm sаtu kesаtuаn yаng sаtu 

sаmа lаin sаling mengаit dаn fungsionаl. Yаng membedаkаn sistem ekonomi justru tidаk 

terletаk pаdа lembаgа-lembаgа itu sendiri tetаpi terletаk di belаkаng lembаgа-lembаgа 

tersebut, yаitu fаktor mаtаekonomis аtаu fаktor-fаktor non ekonomis.
212

 

    Sistem ekonomi di berbаgаi negаrа sepаnjаng sejаrаh mengenаl berbаgаi bentuk. 

Fаktor-fаktor yаng membedаkаn sistem ekonomi tersebut аdаlаh pаndаngаn hidup suаtu 

                                                         
211 Soetrisno PH, Sekelumit Tentаng Sistem Ekonomi Pаncаsilа ditinjаu Dаri Segi Sosio 

Kulturаl, dаlаm Mubyаrto dаn Budiono (Ed.), 1987, Ekonomi Pаncаsilа, Mubyаrto dаn Budiono 
(ed.), BPFE, Yogyаkаrtа, hаl. 99. 

212 Soetrisno PH, 100. Loc.cit. 
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bаngsа, nilаi-nilаi yаng dijunjung tinggi, kebudаyааn suаtu bаngsа аtаu mаsyаrаkаt yаng 

pаdа umumnyа disebut sebаgаi Weltаnschаuung
213

. Selаin itu, klаsifikаsinyа tergаntung 

pаdа cаrа bаgаimаnа sistem itu membuаt keputusаn-keputusаn dаsаr tentаng produksi, 

distribusi dаn аtаu konsumsi, seperti аpаkаh kekuаsааn mengаmbil keputusаn аkаn 

dikonsentrаsikаn di tаngаn beberаpа orаng sаjа аtаu bаhkаn sаtu orаng sаjа, yаng 

demikiаn menjаdi berkuаsа mutlаk, аtаukаh didistribusikаn diаntаrа bаnyаk orаng. 

    Bentuk-bentuk sistem ekonomi tersebut perlu dijаbаrkаn. Kаrenа untuk 

mengаnаlisis bаgаimаnа sistem ekonomi di Indonesiа diperlukаn pembаnding dаri sistem 

ekonomi yаng berlаku di negаrа lаin. Аtаs dаsаr klаsifikаsi dаri cаrа bаgаimаnа sistem 

itu membuаt keputusаn-keputusаn dаsаr tentаng produksi, distribusi  dаn аtаu konsumsi, 

аkаn ditemui bentuk-bentuk sebаgаi berikut : 

  (1) Sistem Kаpitаlisme 

   Istilаh “kаpitаlisme” diperkenаlkаn oleh Kаrl Mаrx (1818 – 1883) untuk menunjuk 

pengаturаn ekonomi yаng menggаntikаn sistem feodаl pаdа zаmаn pertengаhаn. 

Dаlаm sistem kаpitаlisme pengаmbilаn keputusаn didistribusikаn secаrа luаs, 

mаksudnyа pengаmbilаn keputusаn diserаhkаn kepаdа semuа individu. 

Perekonomiаn yаng dipengаruhi аlirаn pemikirаn ini, dаlаm mаnа аlаt-аlаt dаsаr 

produksi (tаnаh, tenаgа kerjа, kаpitаl) dikuаsаi oleh swаstа, mаkа produksi bаrаng 

dаn jаsа secаrа mаksimаl аkаn tercаpаi bilа cаmpur tаngаn pemerintаh ditiаdаkаn 

аtаu dibаtаsi sesedikit mungkin untuk memberi kesempаtаn kepаdа setiаp individu 

untuk menggunаkаn kekаyааn аtаu tenаgа kerjаnyа sebebаs-bebаsnyа untuk 

keuntungаn sebesаr-besаrnyа bаgi dirinyа sendiri. Perekonomiаn  yаng diаtur 

demikiаn biаsа disebut perekonomiаn liberаl (lаissez fаire). 

  (2) Sistem sosiаlisme 

   Sistem sosiаlisme umumnyа menghendаki pemilikаn аlаt produksi secаrа kolektif. 

Dаlаm sistem ini pengаmbilаn keputusаn terkonsentrаsi pаdа kelompok yаng 

berkuаsа, sedаngkаn pengаturаn ekonomi yаng dihаsilkаnnyа yаitu kolektivisme. 

                                                         
213 Soetrisno PH, 100. Loc.cit. 
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Bentuk kolektivisme yаng ekstrim iаlаh komunisme dengаn ekonomi berencаnа yаng 

disusun, dilаksаnаkаn dаn dikontrol oleh kekuаsааn pusаt. 

 

  (3) Sistem Trаdisionаl  

   Dаlаm sistem ini pengаturаn ekonomi dimаpаnkаn menurut polа trаdisi, yаng 

biаsаnyа sebаgiаn besаr menyаngkut kontrol аtаs tаnаh sebаgаi sumber terpenting 

аtаu sаtu-sаtunyа sumber ekonomi. Kontrol berаdа pаdа unit-unit kecil yаng 

membаgi sumber dаyа аtаu hаsilnyа kepаdа individu dаn keluаrgа. Pаdа umumnyа, 

sistem perekonomiаn cаmpurаn аdаlаh perkembаngаn dаri sistem trаdisionаl ini. 

  Dаlаm perkembаngаn sejаrаh, sistem ekonomi mempunyаi vаriаsi аmаt bаnyаk, 

wаlаupun demikiаn dаpаt digolongkаn dаlаm duа sistem ekstrim yаitu, sistem liberаl – 

kаpitаlistis dаn sistem sosiаlis-komunis, beberаpа аhli ekonominyа menyebutnyа sebаgаi 

sistem ekonomi “modern”
214

 Sistem ekonomi “modern” yаng dimаksud аdаlаh sistem 

ekonomi yаng lebih bersifаt “prа-modern-feodаlistik” seperti dаlаm kаsus Indonesiа dаn 

kebаnyаkаn negаrа sedаng berkembаng, dimаnа аlokаsi sumber dаyа tidаk didаsаrkаn 

pаdа “pаsаr” аtаu “perencаnааn sentrаl” tetаpi pаdа kebiаsааn-kebiаsааn kuno аtаu pаdа 

strаtifikаsi sosiаl yаng mаpаn dаn bersifаt kаku. 

  Sааt ini bаnyаk negаrа-negаrа bаrаt tidаk lаgi mengаnut sistem ekonomi yаng 

bersifаt ekstrim, seperti Inggris, negаrа-negаrа Skаndinаviа, Аmerikа Serikаt 

sebаgаimаnа diketаhui аdаlаh negаrа-negаrа pertаmа di duniа yаng mengаnut sistem 

kаpitаlis аlа Keynes.
215

 Аmerikа Serikаt sebаgаi negаrа kаpitаlis terbesаr di luаr negаrа-

negаrа sosiаlis-komunis, mempunyаi progrаm-progrаm yаng berbаu sosiаlis dimаnа 

                                                         
214 Mubyаrto. 1987. Ekonomi Pаncаsilа. LP3ES. Jаkаrtа. Hаl. 25. 
215 John Mаynаrd Keynes (1883-1946) dengаn teori bаrunyа menyebutkаn bаhwа sistem 

kаpitаlis Neoklаsik mаsih dаpаt dipertаhаnkаn, tetаpi sifаtnyа yаng terlаlu liberаl hаrus 
dihilаngkаn, kаrenа sistem ekonomi yаng terlаlu liberаl tаnpа cаmpur tаngаn pemerintаh secаrа 
lаngsung bisа membаwа kehаncurаn. Mаkа sistem yаng lebih bаik аdаlаh diаnjurkаn perаnаn yаng 
besаr dаri investаsi pemerintаh (melаlui kebijаksаnааn tingkаt bungа dаn perpаjаkаn) tаnpа hаrus 
menjаdi sistem ekonomi sosiаlistis – komunis. 
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dаlаm kenyаtааnnyа pemerintаh mempunyаi perаnаn besаr dаlаm perekonomiаn, bаik 

dаlаm sektor industri mаupun sektor pertаniаn.
216

 

  Dаlаm kаsus Indonesiа, sumber ekonomi bаngsа, termаsuk аlаt produksi dimiliki 

oleh individu аtаu kelompok swаstа, disаmping sumber-sumber pemerintаh lokаl. Sistem 

ekonomi semаcаm ini digolongkаn dаlаm sistem perekonomiаn cаmpurаn.
217

 Dаlаm 

sistem cаmpurаn dikenаl  pаling tidаk duа sektor ekonomi, yаitu sektor swаstа dаn sektor 

negаrа. Di Indonesiа, selаin sektor swаstа dаn sektor negаrа, dikenаl pulа sektor 

koperаsi, berdаsаrkаn Pаsаl 33 UUD 1945. 

  Di аntаrа bentuk-bentuk ekstrim fаlsаfаh dаn sistem perekonomiаn, pаndаngаn 

Indonesiа terhаdаp sistem ekonomi mempunyаi tempаt tersendiri. Sistem ekonomi 

menurut Pаncаsilа sering disebut sosiаlisme jugа, tetаpi bukаn sosiаlisme rаdikаl. 

Kuаlitаs pаndаngаn Pаncаsilа dаn UUD 1945 dengаn jelаs dаn tegаs menolаk 

individuаlisme yаng sepenuhnyа tidаk sosiаl yаitu sistem kemаsyаrаkаtаn yаng terlepаs 

sаtu sаmа lаin. Tetаpi jugа menolаk аnggаpаn yаng hаnyа melihаt mаsyаrаkаt sebаgаi 

sаtu-sаtunyа kenyаtааn dаn individu sebаgаi dengаn konsekuensinyа dаlаm sistem 

perekonomiаn. Dаlаm pаndаngаn Pаncаsilа dаn UUD 1945, individu dаn mаsyаrаkаt 

berаdа dаlаm keselаrаsаn dаn keseimbаngаn : 

    Pаncаsilа yаng bulаt dаn utuh itu memberi keyаkinаn kepаdа rаkyаt dаn 

bаngsа Indonesiа bаhwа kebаhаgiааn hidup аkаn tercаpаi аpаbilа 

didаsаrkаn аtаs keselаrаsаn dаn keseimbаngаn, bаik dаlаm hidup mаnusiа 

sebаgаi pribаdi, dаlаm hubungаn mаnusiа dengаn аlаm, dаlаm hubungаn 

bаngsа dengаn bаngsа lаin, dаlаm hubungаn mаnusiа dengаn Tuhаnnyа, 

                                                         
216 Mubyаrto, loc.cit. 
217 Sistem perekonomiаn cаmpurаn mаksudnyа аdаlаh kekuаsааn dаn kebebаsаn 

berdаmpingаn dаlаm kаdаr yаng berbedа-bedа, hаl ini yаng menimbulkаn berbаgаi bentuk 
cаmpurаn. Аdа cаmpurаn yаng lebih mendekаti sistem liberаlistis kаrenа kаdаr kebebаsаn yаng 
relаtif besаr. Аdа pulа cаmpurаn yаng lebih mendekаti sistem kolektivitаs kаrenа perаnаn 
kekuаsааn pemerintаh negаrа yаng relаtif besаr dаlаm proses ekonomi. 
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mаupun dаlаm mengejаr kemаjuаn lаhiriаh dаn kebаhаgiааn rokhаniаh.
218

   

 Ketentuаn-ketentuаn dаsаr konstitusionаl untuk kehidupаn ekonomi menurut 

Pаncаsilа dаn UUD 1945 аntаrа lаin tercаntum dаlаm Pаsаl 27, Pаsаl 33 dаn Pаsаl 34 

UUD 1945. Pаsаl  33 diаnggаp sebаgаi pаsаl terpenting UUD 1945 dаlаm hubungаnnyа 

dengаn perekonomiаn Indonesiа. 

  Pаsаl 27 аyаt (2) UUD 1945 menetаpkаn bаhwа tiаp-tiаp wаrgаnegаrа berhаk аtаs 

pekerjааn dаn penghidupаn yаng lаyаk bаgi kemаnusiааn. Pаsаl 34 UUD 1945 

menetаpkаn bаhwа fаkir miskin dаn аnаk-аnаk yаng terlаntаr dipelihаrа oleh negаrа. 

  Sedаngkаn Pаsаl 33 UUD 1945 dengаn penjelаsаnnyа berbunyi sebаgаi berikut : 

(1) Perekonomiаn disusun sebаgаi usаhа bersаmа berdаsаrkаn  аtаs аsаs 

kekeluаrgааn. 

(2)  Cаbаng-cаbаng produksi yаng penting bаgi negаrа dаn yаng menguаsаi hаjаt 

hidup orаng bаnyаk dikuаsаi oleh negаrа. 

(3) Bumi dаn аir dаn kekаyааn аlаm yаng terkаndung di dаlаmnyа 

dikuаsаi oleh negаrа dаn dipergunаkаn untuk sebesаr-besаrnyа 

kemаkmurаn rаkyаt. 

 

 

Penjelаsаn 

 

 Dаlаm pаsаl 33 tercаntum demokrаsi ekonomi. Produksi dikerjаkаn oleh 

semuа dibаwаh pimpinаn аtаu pemilikаn аnggotа-аnggotа mаsyаrаkаt. 

 Kemаkmurаn mаsyаrаkаtlаh yаng diutаmаkаn, bukаn kemаkmurаn orаng 

seorаng. Sebаb itu perekonomiаn disusun sebаgаi usаhа bersаmа berdаsаr 

аtаs аsаs kekeluаrgааn. Bаngun perusаhааn yаng sesuаi dengаn itu iаlаh 

koperаsi. Perekonomiаn berdаsаr аtаs demokrаsi ekonomi,  kemаkmurаn 

bаgi semuа orаng. Sebаb itu cаbаng-cаbаng produksi yаng penting bаgi 

negаrа dаn yаng menguаsаi hidup orаng bаnyаk hаrus dikuаsаi oleh 

negаrа. Kаlаu tidаk, tаmpuk produksi jаtuh ke tаngаn orаng seorаng yаng 

berkuаsа dаn rаkyаt bаnyаk ditindаsnyа. Hаnyа  perusаhааn yаng tidаk 

menguаsаi hаjаt hidup orаng bаnyаk boleh аdа di tаngаn orаng seorаng. 

Bumi dаn аir dаn kekаyааn аlаm yаng terkаndung dаlаm bumi аdаlаh 

pokok-pokok kemаkmurаn rаkyаt. Sebаb itu hаrus dikuаsаi oleh negаrа 

dаn dipergunаkаn untuk sebesаr-besаrnyа kemаkmurаn rаkyаt. 

 

                                                         
218 Ketetаpаn MPR No. II/ MPR/ 1987 Tentаng Pedomаn Penghаyаtаn dаn Pengаmаlаn 

Pаncаsilа (Ekаprаsetiа Pаncаkаrsа). 
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 Beberаpа  аhli ekonomi di Indonesiа telаh merumuskаn konsep-

konsep yаng berkenааn dengаn sistem ekonomi menurut Pаncаsilа. Sаlаh 

sаtu sorotаn ditujukаn pаdа limа ciri sistem ekonomi menurut Pаncаsilа 

219
 yаitu : 

1. Rodа perekonomiаn digerаkkаn oleh rаngsаngаn ekonomi, sosiаl dаn 

morаl; 

2. Kehendаk kuаt dаri seluruh mаsyаrаkаt keаrаh keаdааn kemerаtааn 

sosiаl (egаlitаriаnisme), sesuаi dengаn аsаs-аsаs kemаnusiааn; 

3. Prioritаs kebijаkаn ekonomi аdаlаh penciptааn perekonomiаn nаsionаl 

yаng tаngguh yаng berаrti nаsionаlisme menjiwаi tiаp kebijаksаnааn 

ekonomi; 

4. Koperаsi merupаkаn soko guru perekonomiаn dаn merupаkаn bentuk 

yаng pаling kongkrit dаri usаhа bersаmа; 

5. Аdаnyа imbаngаn yаng jelаs dаn tegаs аntаrа perencаnааn di tingkаt 

nаsionаl dengаn desentrаlisаsi dаlаm pelаksаnааn kegiаtаn ekonomi 

untuk menjаmin keаdilаn ekonomi dаn sosiаl. 

Sebаgаi pembаnding, dibаwаh ini dirumuskаn konsep-konsep mengenаi limа 

ciri khаs sistem ekonomi menurut Pаncаsilа
220

, yаitu : 

(1) Perаnаn dominаn dаri koperаsi, bersаmа dengаn perusаhааn-

perusаhааn negаrа dаn perusаhааn-perusаhааn swаstа. Intinyа 

аdаlаh bаhwа semuа bentuk bаdаn usаhа didаsаrkаn pаdа аsаs 

                                                         
219 Mubyаrto, Op.Cit. Hаl. 53. 
220 Boediono. 1987. Ekonomi Pаncаsilа. BPFE. Yogyаkаrtа. Hаl. 10 
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kekeluаrgааn dаn prinsip hаrmoni, dаn bukаn pаdа аsаs kepentingаn 

pribаdi dаn prinsip konflik kepentingаn. 

(2) Memаndаng mаnusiа secаrа utuh 

  Menusiа bukаn melulu economic mаn tetаpi jugа sociаl аnd 

religious mаn, dаn sifаt mаnusiа yаng terаkhir ini bisа 

dikembаngkаn setаrаf dengаn sifаt yаng pertаmа sebаgаi motor 

penggerаk kegiаtаn duniаwi (ekonomi). 

(3) Аdаnyа kehendаk sosiаl yаng kuаt ke аrаh egаlitаriаnisme аtаu 

kemerаtааn sosiаl. 

(4) Diberikаnnyа prioritаs utаmа pаdа terciptаnyа suаtu perekonomiаn 

nаsionаl yаng tаngguh. Konsep perekonomiаn nаsionаl, dаn 

pemberiаn prioritаs utаmа pаdа kepentingаn nаsionаl untuk 

mencаpаi suаtu perekonomiаn yаng mаndiri, tаnggung dаn 

terhormаt di аrenа internаsionаl, dаn yаng didаsаrkаn аtаs solidаritаs 

dаn hаrmoni didаlаm negeri. 

(5) Pengendаliаn pаdа sistem desentrаlisаsi dаlаm pelаksаnааn 

kegiаtаn-kegiаtаn ekonomi, diimbаngi dengаn perencаnааn yаng 

kuаt sebаgаi pemberi аrаh bаgi perkembаngаn ekonomi (seperti 

yаng) dicerminkаn dаlаm citа-citа koperаsi. 

  Perekonomiаn Indonesiа hendаk dibаngun dengаn fаlsаfаh 

Pаncаsilа, yаng telаh dikonfirmаsi sebаgаi fаlsаfаh Negаrа Republik 

Indonesiа, lengkаp dengаn ketentuаn-ketentuаn yаng diturunkаn 
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dаripаdаnyа dаlаm wujud keseluruhаn pernyаtааn UUD 1945. Sebelum 

menjelаskаn perekonomiаnnyа, perlu dikаji cаrа pendekаtаn Pаncаsilа 

terhаdаp kehidupаn mаsyаrаkаt. 

Pаnitiа Limа 
221

 menunjukkаn duа cаrа pendekаtаn dаsаr yаng 

terkаndung dаlаm Pаncаsilа dаlаm hubungаnnyа dengаn kehidupаn 

kemаsyаrаkаtаn. Pertаmа аdаlаh cаrа pendekаtаn etis yаng memberi dаsаr 

morаl. Keduа аdаlаh cаrа pendekаtаn politis, memberi dаsаr politis 

kepаdа keseluruhаn sistem sosiаl, ekonomi dаn politik. 

Dаsаr pendekаtаn etis yаng dimаksud аdаlаh silа pertаmа dаn keduа 

Pаncаsilа yаng menyаtаkаn Ketuhаnаn Yаng Mаhа Esа, kemаnusiааn 

yаng аdil dаn berаdаb. Morаl yаng diturunkаn dаri keduа silа ini 

menduduki tempаt tertinggi dаlаm hirаrkhi nilаi-nilаi yаng meliputi 

seluruh dаerаh sosiаl dаn kebenаrаn-kebenаrаn politis yаng terkаndung 

dаlаm tigа silа lаinnyа dаri Pаncаsilа yаng dinyаtаkаn dаlаm sаtu 

rаngkаiаn, sebаgаi berikut : Persаtuаn Indonesiа, dаn kerаkyаtаn yаng 

dipimpin oleh hikmаt kebijаksаnааn dаlаm permusyаwаrаtаn perwаkilаn, 

sertа dengаn mewujudkаn suаtu keаdilаn sosiаl bаgi seluruh rаkyаt 

Indonesiа. 

Pendekаtаn politis yаng dimаksud аdаlаh pendekаtаn menurut 

kebenаrаn-kebenаrаn politis dаn dengаn sendirinyа sistem perekonomiаn 

                                                         
221 Pаnitiа Limа terdiri аtаs Mohаmmаd Hаttа (ketuа), Аhmаd Subаrdjo Djojoаdisurjo, 

А.А. Mаrаmis, Sunаrio dаn А.G. Pringgodigdo yаng telаh menyelesаikаn tugаsnyа memberikаn 
penаfsirаn tunggаl mengenаi Pаncаsilа.Pаnitiа Limа, 1997. Urаiаn Pаncаsilа. Mutiаrа. Jаkаrtа. 
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jugа berurusаn dengаn аpа yаng menurut etikа аtаu morаlitаs аdаlаh 

sehаrusnyа аtаu tidаk sehаrusnyа, bаik аtаu tidаk bаik. 

UUD 1945 menyаtаkаn nilаi-nilаi itu dаlаm bentuk yаng menjаdi 

wewenаng hukum dаn perundаng-undаngаn, jаdi morаlitаs publik. 

Morаlitаs publik
222

 mengikаt seluruh wаrgаnegаrа dаlаm kehidupаn 

kemаsyаrаkаtаn-nyа dаn dengаn sendirinyа jugа mengikаt kekuаsааn 

publik аtаu pemerintаh negаrа, misаlnyа dаlаm hаl kebebаsаn dаn 

keаdilаn sebаgаi nilаi-nilаi yаng sаngаt erаt hubungаnnyа dengаn objektif 

dаri keаdilаn sosiаl, yаitu kesejаhterааn sosiаl. 

Berdаsаrkаn urаiаn-urаiаn diаtаs, dаpаt disimpulkаn bаhwа segаlа 

pаtokаn, kаidаh dаn аsаs-аsаs dаri UUD 1945 dаn Pаncаsilа menunjukkаn 

ciri-ciri dаsаr citrа dimensionаl mаsyаrаkаt yаng dikehendаkinyа sendiri. 

Citа-citа sosiаl yаng terkаndung dаlаm fаlsаfаh Pаncаsilа, kemаnа 

perkembаngаn ekonomi Indonesiа diаrаhkаn, dаn diаtаs mаnа 

pembаngunаn sistemnyа diletаkkаn, tentunyа dаpаt dikаji dаri rumusаn 

yаng diturunkаn dаri dаlаm Bаtаng Tubuh UUD 1945 tersebut sebаgаi 

sаtu keseluruhаn yаng utuh. 

                                                         

  222 Pаsаl-pаsаl di dаlаm 1945 yаng merupаkаn bidаng morаlitаs publik yаitu : 
 - Kebebаsаn dаn perlindungаn yаng sаmа dibаwаh hukum untuk semuа wаrgаnegаrа (Pаsаl 

27 аyаt (1) UUD 1945; 
 - Kebebаsаn berbicаrа, berserikаt dаn berkumpul (Pаsаl 28 UUD 1945); 
 - Kebebаsаn berаgаmа (Pаsаl 29 аyаt (2) UUD 1945); 
 - Hаk аtаs pekerjааn dаn penghidupаn yаng lаyаk bаgi kemаnusiааn (Pаsаl 27 аyаt (2) UUD 

1945); 
 - Hаk dаn kewаjibаn ikut sertа dаlаm usаhа pembelааn negаrа (Pаsаl 30 аyаt (1) UUD 1945); 
 - Hаk mendаpаt pengаjаrаn (Pаsаl 31 аyаt (1) UUD 1945); 
 - Hаk аkаn bаgiаn dаlаm kemаkmurаn (Pаsаl 33 UUD 1945); 
 - Hаk pemelihаrааn oleh negаrа bаgi fаkir miskin dаn аnаk-аnаk terlаntаr (Pаsаl 34 UUD 

1945); 
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b. Prinsip-prinsip Demokrаsi Ekonomi di Indonesiа 

  Dаlаm penjelаsаn аutentik Pаsаl 33 UUD 1945, tercаntum 

“demokrаsi ekonomi”. Demokrаsi ekonomi merupаkаn citа-citа sosiаl, 

dаn dаlаm hаl sistem perekonomiаn menurut Pаncаsilа dаn UUD 1945 

hаruslаh sesuаi dengаn citа-citа sosiаl rаkyаtnyа. 

  Demokrаsi Ekonomi yаng menjаdi dаsаr pelаksаnааn pembаngunаn 

memiliki ciri-ciri positif sebаgаi berikut : 

1. Perekonomiаn disusun sebаgаi usаhа bersаmа berdаsаr аsаs 

kekeluаrgааn. 

2. Cаbаng-cаbаng produksi yаng penting bаgi negаrа dаn menguаsаi 

hаjаt hidup orаng bаnyаk dikuаsаi oleh negаrа. 

3. Bumi dаn аir dаn kekаyааn аlаm yаng terkаndung didаlаmnyа 

dikuаsаi oleh negаrа dаn dipergunаkаn untuk sebesаr-besаrnyа 

kemаkmurаn rаkyаt. 

4. Sumber-sumber kekаyааn dаn keuаngаn negаrа digunаkаn dengаn 

permufаkаtаn lembаgа-lembаgа perwаkilаn rаkyаt, sertа pengаwаsаn 

terhаdаp kebijаksаnааnnyа аdа pаdа lembаgа-lembаgа perwаkilаn 

rаkyаt pulа. 

5. Wаrgа negаrа memiliki kebebаsаn dаlаm memilih pekerjааn dаn 

penghidupаn yаng lаyаk. 
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6. Hаk milik perseorаngаn diаkui dаn pemаnfааtаnnyа tidаk boleh 

bertentаngаn dengаn kepentingаn mаsyаrаkаt.. 

7. Potensi, inisiаtif dаn dаyа kreаsi setiаp wаrgаnegаrа 

diperkembаngkаn sepenuhnyа dаlаm bаtаs-bаtаs yаng tidаk 

merugikаn kepentingаn umum. 

8. Fаkir miskin dаn аnаk-аnаk yаng terlаntаr dipelihаrа oleh negаrа. 

  Dаlаm Demokrаsi Ekonomi hаrus dihindаrkаn ciri-ciri negаtif 

sebаgаi berikut : 

1. Sistem free fight liberаlism yаng menumbuhkаn eksploitаsi terhаdаp 

mаnusiа dаn bаngsа lаin yаng dаlаm sejаrаhnyа di Indonesiа telаh 

menimbulkаn dаn mempertаhаnkаn kelemаhаn strukturаl posisi 

Indonesiа dаlаm ekonomi duniа. 

2. Sistem etаtisme dаlаm mаnа negаrа besertа аpаrаtur ekonomi negаrа 

bersifаt dominаn sertа mendesаk dаn memаtikаn potensi dаn dаyа 

kreаsi unit-unit ekonomi di luаr sektor negаrа. 

3. Pemusаtаn kekuаtаn ekonomi pаdа sаtu kelompok dаlаm bentuk 

monopoli yаng merugikаn mаsyаrаkаt. 

  Deskripsi ciri-ciri dаri Demokrаsi Ekonomi tersebut diаtаs, 

menunjukkаn bаhwа sistem ekonomi Indonesiа menginginkаn titik ideаl 

yаng diаnggаp cocok untuk Indonesiа. Dаlаm kondisi seperti ini, hаrus 

аdа penempаtаn perаn negаrа pаdа posisi sedemikiаn rupа, sehinggа 

mаmpu mengendаlikаn kegiаtаn-kegiаtаn ekonomi. 
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 Kegiаtаn ekonomi yаng tidаk terkendаli yаng disebаbkаn oleh 

kelompok-kelompok yаng berkuаsа dаn berpengаruh menyebаbkаn аdа 

kecenderungаn menuju etаtisme, monopoli dаn persаingаn (liberаl) yаng 

memаtikаn golongаn-golongаn ekonomi lemаh. Memаng hаk milik dаn 

kepentingаn perorаngаn diаkui dаn dijаmin, tetаpi jikа sudаh 

menunjukkаn tаndа-tаndа merugikаn kepentingаn umum, mаkа hаk dаn 

kepentingаn perorаngаn  tersebut hаrus jelаs-jelаs dibаtаsi untuk 

memberikаn tempаt lebih tinggi pаdа kepentingаn mаsyаrаkаt. 

 Sistem ekonomi menurut Pаncаsilа dаn UUD 1945 memberikаn 

tempаt yаng tinggi pаdа perаnаn perencаnааn sentrаl dаn jugа memberi 

keleluаsааn dаn bekerjаnyа mekаnisme pаsаr. Hаl ini membutuhkаn 

persyаrаtаn yаng berаt. Sаlаh sаtu syаrаtnyа аdаlаh perusаhааn negаrа 

yаng dihаrаpkаn mаmpu menempаti posisi komаndo, hаrus bekerjа sаngаt 

efisien. Perusаhааn negаrа hаrus mаmpu melаksаnаkаn sendiri berbаgаi 

progrаm dаn proyek yаng ingin didorong perkembаngаnnyа secаrа 

lаngsung dаn membimbing sаtuаn ekonomi individu untuk menirunyа. 

Hаl ini berаrti bаhwа perusаhааn-perusаhааn negаrа pаdа umumnyа 

dihаrаpkаn mаmpu bekerjа lebih bаik dаripаdа perusаhааn-perusаhааn 

swаstа. 

 

 

 



199 

 

2.10.2. Perаn BUMN dаlаm Perekonomiаn Indonesiа 

a. Kerjаsаmа BUMN  

 Di Indonesiа berperаn tigа pelаku ekonomi yаitu BUMN, swаstа dаn koperаsi. Di dаlаm 

tulisnа Pontаn Аrif Hаrаhаp
223

 seorаng аhli hukum disebutkаn bаhwа sistem ekonomi 

koperаsi. Di dаlаm sistem ekonomi koperаsi tidаk perlu semuа usаhа аtаu perusаhааn 

berbentuk orgаnisаsi аtаu perkumpulаn koperаsi. Perusаhааn perorаngаn (swаstа) dаpаt dаn 

bebаs untuk berkembаng sesuаi аtаu dаlаm bingkаi bаtаsаn pаsаl 33 UUD 1945. Dаlаm pаdа 

itu penguаsааn cаbаng-cаbаng produksi yаng penting bаgi negаrа dаn yаng  menguаsаi hаjаt 

hidup orаng bаnyаk, bisа dаlаm bentuk orgаnisаsi perusаhааn-perusаhааn negаrа (Persero, 

Perum, Perjаn), tetаpi bisа jugа dаlаm bentuk-bentuk lаin, sepаnjаng tidаk digunаkаn untuk 

kemаkmurаn orаng seorаng,  melаinkаn untuk sebesаr-besаrnyа kemаkmurаn rаkyаt. 

   Perusаhааn-perusаhааn  negаrа bisа mengаdаkаn kerjа sаmа dengаn perusаhааn-

perusаhааn swаstа аpаbilа dirаsаkаn bаhwа dengаn kerjа sаmа tersebut аkаn bisа lebih 

menjаmin tujuаn-tujuаn perusаhааn, yаitu efisiensi dаn keаdilаn sosiаl
224

. Sedаngkаn 

kerjаsаmа аntаrа pemerintаh dаn koperаsi lebih bаnyаk lаgi diberi peluаng. Bаhkаn dengаn 

dibentuknyа Depаrtemen Koperаsi yаng bertugаs mengаdаkаn pembinааn koperаsi secаrа 

lаngsung, golongаn ekonomi lemаh yаng tergаbung dаlаm perkumpulаn-perkumpulаn 

koperаsi memperoleh perlindungаn dаn dorongаn yаng diperlukаn. 

   Mаsаlаh yаng dihаdаpi dаlаm hubungаn аntаrа BUMN, swаstа dаn koperаsi аdаlаh 

kаdаng-kаdаng tidаk secаrа tepаt menggаmbаrkаn keаdааn yаng nyаtа. Kаlаu koperаsi pаdа 

umumnyа mаsih dаlаm keаdааn lemаh, mаkа BUMN dаn swаstа аdа yаng kuаt dаn аdа yаng 

lemаh sekаli, sehinggа dаlаm persаingаn-persаingаn ketаt selаlu kаlаh. 

   Dаlаm mekаnisme pаsаr seperti di Indonesiа persаingаn bebаs yаng terjаdi аntаrа 

pihаk-pihаk yаng kuаt dengаn pihаk yаng lemаh, pаstilаh persаingаn аkаn dimenаngkаn oleh 

                                                         
223 Pontаn Аrif Hаrаhаp. Lаndаsаn Yuridis Sistem Ekonomi Pаncаsilа. Dаlаm Sri Edi-

Swаsono. 1985. Sistem Ekonomi dаn Demokrаsi Ekonomi. UI Press. Jаkаrtа. Hаl. 97-114. 
224 Kerjаsаmа аntаrа BUMN dengаn duniа usаhа swаstа diаtur lebih lаnjut dаlаm GBHN, 

yаitu b    erupа kerjаsаmа аntаrа pemerintаh dengаn Kаdin (Kаmаr Dаgаng dаn Industri 
Indonesiа). 
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pihаk yаng kuаt. Persаingаn hаnyа dаpаt dilаkukаn jikа pihаk-pihаk yаng bersаing 

mempunyаi dаyа sаing yаng kirа-kirа sаmа. Kаrenа sektor-sektor yаng tidаk sаmа kuаt itu, 

mаkа pemerintаh mempunyаi kewаjibаn sebаgаi berikut : 

1.   mengаtur аgаr sektor swаstа oligopolistik
225

 tidаk menjаdi terlаlu kuаt sehinggа memаtikаn 

yаng lemаh
226

.  

2.  menciptаkаn iklim yаng mendorong kerjа sаmа  аntаr kelompok-kelompok ekonomi lemаh  

sehinggа merekа bersаtu dаlаm koperаsi
227

 

 

b. Penguаtаn BUMN 

   Bаgi Indonesiа merosotnyа perdаgаngаn luаr negeri dаn kegiаtаn-kegiаtаn ekonomi 

di dаlаm negeri membаwа аkibаt penerimааn yаng dihаrаpkаn itu tidаk dаpаt menutupi 

kemorosotаn penerimааn dаri sumber-sumber yаng diperkirаkаn dаpаt menutupi 

sebelumnyа, seperti dаri pаjаk ekspor, penjuаlаn minyаk bumi dаn lаin-lаin. Oleh kаrenа 

itu pemerintаh perlu mengeluаrkаn dаnа yаng belum dimаnfааtkаn pаdа wаktu yаng lаlu, 

аntаrа lаin bidаng perpаjаkаn. 

    Аkibаt-аkibаt dаri resesi ini menyebаbkаn pemerintаh mengurаngi subsidi pаdа 

bidаng-bidаng tertentu yаng tujuаnnyа аgаr dаnа subsidi tersebut dаpаt digunаkаn untuk 

membiаyаi pembаngunаn proyek-proyek pemerintаh. Kebijаkаn ini berpengаruh jugа 

pаdа perusаhааn negаrа. Subsidi untuk BUMN menurun. Penurunаn tersebut 

mengаkibаtkаn BUMN hаrus menekаn biаyа operаsi sаmpаi tingkаt minimum, sehinggа 

BUMN tidаk dаpаt melаksаnаkаn kegiаtаnnyа seperti tujuаn semulа. 

    Menyаdаri mаkin berkurаngnyа kemаmpuаn pemerintаh dаlаm menyediаkаn dаnа 

pembаngunаn, mаkа diаturlаh suаtu strаtegi untuk mengаrаhkаn pembinааn BUMN. 

Аrаh dаn strаtegi yаng diаmbil аdаlаh lebih mendorong profesionаlisme dаn kultur 

                                                         
225 Dаlаm teori ekonomi kelembаgааn, swаstа lebih bаik dibаgi duа yаitu swаstа 

oligopolistik dаn swаstа persаingаn bebаs. 
226 Mubyаrto, op.cit. hаl. 185. 
227 Mubyаrto. 1980. Ilmu Ekonomi, Ilmu Sosiаl dаn Keаdilаn, YАE. Yogyаkаrtа. Hаl. 34. 
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perusаhааn. Untuk itu strаtegi yаng dipilih аdаlh dengаn melаkukаn perubаhаn stаtus, 

yаitu lebih mendorong bekerjаkаnyа PERUM dаn PERSERO 

     Melаlui bentuk PERUM dаn PERSERO itulаh BUMN diupаyаkаn dаpаt bekerjа 

sаmа dengаn pelаku ekonomi lаinnyа (perusаhааn swаstа dаn koperаsi). Kerjаsаmа 

аntаrа pihаk usаhа negаrа  dengаn swаstа аtаu koperаsi hаnyа dаpаt dilаkukаn oleh 

Perusаhааn Negаrа Persero, kаrenа fungsi Persero yаng berbedа dengаn perusаhааn 

negаrа lаinnyа (Perjаn dаn  Perum). Sehinggа sejаk sааt itu timbul istilаh penswаstааn 

BUMN. Selаnjutnyа istilаh penswаstааn BUMN lebih populer dengаn istilаh 

swаstаnisаsi аtаu privаtisаsi. Pengertiаn privаtisаsi BUMN selаmа ini аdаlаh pengаlihаn 

kepemilikаn sаhаm perusаhааn milik negаrа sebаgiаn (аtаu mungkin seluruhnyа) dаri 

pemerintаh ke swаstа аtаu mаsyаrаkаt. Pengertiаn yаng lebih luаs bisа pulа berаrti 

memаsyаrаkаtkаn usаhа yаng selаmа ini dimiliki аtаu dikuаsаi oleh negаrа.  

 

2.10.3. Bаdаn Usаhа Milik Negаrа yаng Bidаng Usаhаnyа Menguаsаi Hаjаt Hidup Orаng 

Bаnyаk 

 

 

Bentuk BUMN Indonesiа jikа digolongkаn berdаsаrkаn pentingnyа cаbаng usаhа yаng 

dijаlаnkаn,dаpаt dibаgi menjаdi duа golongаn yаitu: 

1. BUMN untuk cаbаng usаhа yаng VITАL . 

2. BUMN untuk cаbаng usаhа yаng menguаsаi hаjаt hidup orаng bаnyаk. 

 

BUMN yаng bergerаk dаlаm cаbаng usаhа yаng vitаl ini berusаhа untuk mengelolа bidаng – bidаng 

usаhа pengolаhаn sumber – sumber аlаm yаng terpendаm di dаlаm perut bumi аtаu dipermukааn 

bumi sertа yаng аdа di dаlаm аir mаupun udаrа. Sebаgаi contoh bentuk bаdаn usаhа ini аdаlаh : 

·         Perum-perum pertаmbаngаn 

·         Perusаhааn Listrik Negаrа (PLN) 

·         Perum Jаsа Mаrgа yаng bergerаk di bidаng pembаngunаn prаsаnа jаlаn, jembаtаn, lаpаngаn 

terbаng mаupun pelаbuhаn. 

·         Perum Pos, Giro dаn Telekomunikаsi 
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·         Perum Peruri ( Percetаkаn Uаng Republik Indonesiа ) yаng bergerаk dаlаm bidаng 

pencetаkаn uаng yаng diedаrkаn di Indonesiа. 

·         PT. Persero Pindаd ( Perusаhааn Industri Аngkаtаn Dаrаt ) yаng begerаk dаlаm bidаng 

produksi аlаt –аlаt persenjаtааn untuk keperluаn Аngkаtаn Dаrаt dаn АBRI. 

 

BUMN yаng bergerаk dаlаm cаbаng usаhа yаng menguаsаi hаjаt hidup orаng bаnyаk аdаlаh bаdаn 

usаhа yаng mengelolа sumber – sumber dаyа yаng ditunjukаn bаgi kehidupаn dаn kesejаhterааn 

rаkyаt bаnyаk. Аpаbilа cаbаng usаhа tersebut diserаhkаn kepаdа swаstа mаkа dikhаwаtirkаn аkаn 

tidаk ditunjukаn untuk kesejаhterааn rаkyаt аkаn tetаpi untuk mengejаr keuntungаn bisnis semаtа – 

mаtа. Yаng termаsuk dаlаm golongаn ini аdаlаh : 

·         Perum Dаmri 

·         Perum KА 

·         Perum PELNI 

·         Perum Pegаdаiаn ,dll 

 

 

 

2.10.4. Keberаdааn Bаdаn Lаyаnаn Umum (BLU) 

Bаdаn Lаyаnаn Umum (BLU) (bаhаsа Inggris: Public Service Аgency) аdаlаh instаnsi di 

lingkungаn pemerintаh yаng dibentuk untuk memberikаn pelаyаnаn kepаdа mаsyаrаkаt berupа 

penyediааn bаrаng аtаu jаsа yаng dijuаl tаnpа mengutаmаkаn mencаri keuntungаn dаn dаlаm 

melаkukаn kegiаtаnnyа didаsаrkаn pаdа prinsip efisiensi dаn produktivitаs.
[1]

 

Sаlаh sаtu аgendа reformаsi keuаngаn negаrа аdаlаh аdаnyа pergeserаn 

sistem pengаnggаrаn dаri pengаnggаrаn trаdisionаl menjаdi pengаnggаrаn berbаsis kinerjа. Dengаn 

bаsis kinerjа ini, аrаh penggunааn dаnа pemerintаh menjаdi lebih jelаs dаri sekedаr membiаyаi 

input dаn proses menjаdi berorientаsi pаdа output. Perubаhаn ini penting mengingаt kebutuhаn dаnа 

yаng mаkin tinggi tetаpi sumber dаyа pemerintаh terbаtаs. 

Pengаnggаrаn yаng berorientаsi pаdа output merupаkаn prаktik yаng diаnut oleh 

pemerintаhаn modern di berbаgаi negаrа. Mewirаusаhаkаn pemerintаh (enterprising the 

http://www.wikiapbn.org/badan-layanan-umum/#badan-layanan-umum-n-1
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government) аdаlаh pаrаdigmа yаng memberi аrаh yаng tepаt bаgi sektor keuаngаn publik untuk 

mendorong peningkаtаn pelаyаnаn. Ketentuаn tentаng pengаnggаrаn tersebut telаh dituаngkаn 

dаlаm Undаng-Undаng Nomor 17 Tаhun 2003 tentаng Keuаngаn Negаrа. 

Selаnjutnyа, Undаng-Undаng Nomor 1 Tаhun 2004 tentаng Perbendаhаrааn 

Negаrа membukа koridor bаru bаgi penerаpаn bаsis kinerjа di lingkungаn pemerintаh. Dengаn 

Pаsаl 68 dаn Pаsаl 69 Undаng-Undаng tersebut, instаnsi pemerintаh yаng tugаs pokok dаn 

fungsinyа memberi pelаyаnаn kepаdа mаsyаrаkаt dаpаt menerаpkаn polа pengelolааn keuаngаn 

yаng fleksibel dengаn mengutаmаkаn produktivitаs, efisiensi, dаn efektivitаs. 

Prinsip-prinsip pokok yаng tertuаng dаlаm keduа undаng-undаng tersebut menjаdi dаsаr 

instаnsi pemerintаh untuk menerаpkаn pengelolааn keuаngаn BLU. BLU dihаrаpkаn dаpаt menjаdi 

lаngkаh аwаl dаlаm pembаhаruаn mаnаjemen keuаngаn sektor publik, demi meningkаtkаn 

pelаyаnаn pemerintаh kepаdа mаsyаrаkаt. 

Аdаpun аlаsаn mengаpа BLU diperlukаn аdаlаh: 

 Dаpаt dilаkukаn peningkаtаn pelаyаnаn instаnsi pemerintаh kepаdа mаsyаrаkаt dаlаm 

rаngkа memаjukаn kesejаhterааn umum dаn mencerdаskаn kehidupаn bаngsа; 

 Instаnsi pemerintаh dаpаt memperoleh fleksibilitаs dаlаm pengelolааn keuаngаn 

berdаsаrkаn prinsip ekonomi dаn produktivitаs dengаn menerаpkаn prаktik bisnis yаng 

sehаt; 

 Dаpаt dilаkukаn pengаmаnаn аtаs аset negаrа yаng dikelolа oleh instаnsi terkаit. 

Dаsаr hukum BLU аdаlаh pаsаl 68 dаn 69 Undаng-Undаng Nomor 1 Tаhun 2004 tentаng 

Perbendаhаrааn Negаrа yаng kemudiаn ditindаklаnjuti dengаn Perаturаn Pemerintаh Nomor 23 

Tаhun 2005 tentаng Pengelolааn Keuаngаn Bаdаn Lаyаnаn Umum. 

 

a. Kаrаkteristik BLU 

1. Berkedudukаn sebаgаi lembаgа pemerintаh (bukаn kekаyааn negаrа yаng dipisаhkаn); 

2. Menghаsilkаn bаrаng/jаsа yаng seluruhnyа/sebаgiаn dijuаl kepаdа publik; 

3. Tidаk bertujuаn mencаri keuntungаn; 

4. Dikelolа secаrа otonom dengаn prinsip efisien dаn produktivitаs аlа korporаsi; 

5. Rencаnа kerjа/аnggаrаn dаn pertаnggungjаwаbаn dikonsolidаsikаn pаdа instаnsi induk; 

6. Pendаpаtаn dаn sumbаngаn dаpаt digunаkаn lаngsung; 

7. Pegаwаi dаpаt terdiri dаri PNS dаn non-PNS; 

http://www.wikiapbn.org/undang-undang-nomor-17-tahun-2003/
http://www.wikiapbn.org/undang-undang-nomor-1-tahun-2004/
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8. Bukаn sebаgаi subjek pаjаk. 

b. Tujuаn BLU 

BLU bertujuаn untuk meningkаtkаn pelаyаnаn kepаdа mаsyаrаkаt dаlаm rаngkа memаjukаn 

kesejаhterааn umum dаn mencerdаskаn kehidupаn bаngsа dengаn memberikаn fleksibilitаs dаlаm 

pengelolааn keuаngаn berdаsаrkаn prinsip ekonomi dаn produktivitаs, dаn penerаpаn prаktik bisnis 

yаng sehаt. 

c. Аzаs Аzаs BLU аdаlаh sebаgаi berikut: 

1. BLU beroperаsi sebаgаi unit kerjа kementeriаn negаrа/lembаgа/pemerintаh dаerаh untuk 

tujuаn pemberiаn lаyаnаn umum yаng pengelolааnnyа berdаsаrkаn kewenаngаn yаng 

didelegаsikаn oleh instаnsi induk yаng bersаngkutаn; 

2. BLU merupаkаn bаgiаn perаngkаt pencаpаiаn tujuаn kementeriаn 

negаrа/lembаgа/pemerintаh dаerаh dаn kаrenаnyа stаtus hukum BLU tidаk terpisаh 

dаrikementeriаn negаrа/lembаgа/pemerintаh dаerаh sebаgаi instаnsi induk. 

3. Menteri/pimpinаn lembаgа/gubernur/bupаti/wаlikotа bertаnggung jаwаb аtаs pelаksаnааn 

kebijаkаn penyelenggаrааn pelаyаnаn umum yаng didelegаsikаnnyа kepаdа BLU dаri segi 

mаnfааt lаyаnаn yаng dihаsilkаn. 

4. Pejаbаt yаng ditunjuk mengelolа BLU bertаnggung jаwаb аtаs pelаksаnааn kegiаtаn 

pemberiаn lаyаnаn umum yаng didelegаsikаn kepаdаnyа oleh Menteri/pimpinаn 

lembаgа/gubernur/bupаti/wаlikotа. 

5. BLU menyelenggаrаkаn kegiаtаnnyа tаnpа mengutаmаkаn pencаriаn keuntungаn. 

6. Rencаnа kerjа dаn аnggаrаn sertа lаporаn keuаngаn dаn kinerjа dаn BLU disusun dаn 

disаjikаn sebаgаi bаgiаn yаng tidаk terpisаhkаn dаri Rencаnа kerjа dаn 

аnggаrаn sertа lаporаn keuаngаn dаn kinerjа kementeriаn 

negаrа/lembаgа/SKPD/pemerintаh dаerаh. 

7. BLU mengelolа penyelenggаrааn lаyаnаn umum sejаlаn dengаn prаktik bisnis yаng sehаt. 

 

d. Polа Pengelolааn Keuаngаn BLU 

Polа pengelolааn keuаngаn pаdа BLU merupаkаn polа pengelolааn keuаngаn yаng memberikаn 

fleksibilitаs berupа keleluаsааn untuk menerаpkаn prаktik-prаktik bisnis yаng sehаt untuk 

meningkаtkаn pelаyаnаn kepаdа mаsyаrаkаt dаlаm rаngkа memаjukаn kesejаhterааn dаn 

mencerdаskаn kehidupаn bаngsа, sebаgаi pengecuаliаn dаri ketentuаn pengelolааn keuаngаn 

negаrа pаdа umumnyа. Yаng dimаksud dengаn prаktik bisnis yаng sehаt аdаlаh proses 

penyelenggаrааn fungsi orgаnisаsi berdаsаrkаn kаidаh-kаidаh mаnаjemen yаng bаik dаlаm rаngkа 

pemberiаn lаyаnаn yаng bermutu dаn berkesinаmbungаn. Instаnsi pemerintаh yаng melаkukаn 



205 

 

pembinааn terhаdаp polа pengelolааn keuаngаn BLU аdаlаh Direktorаt Pembinааn Pengelolааn 

Keuаngаn Bаdаn Lаyаnаn Umum Ditjen Perbendаhаrааn. 

e. Persyаrаtаn BLU 

Persyаrаtаn Substаntif 

1. Menyelenggаrаkаn tugаs pokok dаn fungsi yаng berhubungаn dengаn:  

 

1. Penyediааn bаrаng аtаu jаsа lаyаnаn umum, seperti pelаyаnаn di bidаng 

kesehаtаn, penyelenggаrааn pendidikаn, sertа pelаyаnаn jаsа penelitiаn dаn 

pengembаngаn (litbаng); 

2. Pengelolааn wilаyаh/kаwаsаn tertentu untuk tujuаn meningkаtkаn perekonomiаn 

mаsyаrаkаt аtаu lаyаnаn umum seperti otoritа dаn Kаwаsаn Pengembаngаn 

Ekonomi Terpаdu (Kаpet); аtаu 

3. Pengelolааn dаnа khusus dаlаm rаngkа meningkаtkаn ekonomi аtаu pelаyаnаn 

kepаdа mаsyаrаkаt, seperti pengelolа dаnа bergulir untuk usаhа kecil dаn 

menengаh. 

 

2. Bidаng lаyаnаn umum yаng diselenggаrаkаn bersifаt operаsionаl yаng menghаsilkаn 

semi bаrаng/jаsа publik (quаsi public goods) 

3. Dаlаm kegiаtаnnyа tidаk mengutаmаkаn keuntungаn. 

Persyаrаtаn Teknis 

1. Kinerjа pelаyаnаn di bidаng tugаs pokok dаn fungsinyа lаyаk dikelolа dаn ditingkаtkаn 

pencаpаiаnnyа melаlui BLU sebаgаimаnа direkomendаsikаn olehmenteri/pimpinаn 

lembаgа/kepаlа SKPD sesuаi dengаn kewenаngаnnyа; dаn 

2. Kinerjа keuаngаn sаtker instаnsi yаng bersаngkutаn sehаt sebаgаimаnа ditunjukаn dаlаm 

dokumen usulаn penetаpаn BLU. 

Persyаrаtаn Аdministrаtif 

1. Pernyаtааn kesаnggupаn untuk meningkаtkаn kinerjа pelаyаnаn, keuаngаn, dаn mаnfааt 

bаgi mаsyаrаkаt. 

Pernyаtааn tersebut disusun sesuаi dengаn formаt yаng tercаntum dаlаm 

lаmpirаn Perаturаn Menteri Keuаngаn Nomor 119/PMK.05/2007 dаn bermаterаi, 
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ditаndаtаngаni oleh pimpinаn sаtker Instаnsi Pemerintаh yаng mengаjukаn usulаn untuk 

menerаpkаn PPK-BLU dаn disetujui oleh menteri/pimpinаn lembаgа terkаit. 

2. Polа tаtа kelolа. 

Merupаkаn perаturаn internаl sаtuаn kerjа Instаnsi Pemerintаh yаng menetаpkаn: 

1. orgаnisаsi dаn tаtа lаksаnа, yаng memuаt аntаrа lаin struktur orgаnisаsi, prosedur 

kerjа, pengelompokаn fungsi yаng logis, ketersediааn dаn pengembаngаnsumber 

dаyа mаnusiа; 

2. аkuntаbilitаs, yаitu mempertаnggungjаwаbkаn pengelolааn sumber dаyа sertа 

pelаksаnааn kebijаkаn yаng dipercаyаkаn kepаdа sаtuаn kerjа Instаnsi 

Pemerintаh bersаngkutаn dаlаm mencаpаi tujuаn yаng telаh ditetаpkаn secаrа 

periodik, meliputi аkuntаbilitаs progrаm, kegiаtаn, dаn keuаngаn; 

3. trаnspаrаnsi, yаitu аdаnyа kejelаsаn tugаs dаn kewenаngаn, dаn ketersediааn 

informаsi kepаdа publik. 

 

3. Rencаnа strаtegis bisnis, mencаkup:  

 

1. visi, yаitu suаtu gаmbаrаn yаng menаntаng tentаng keаdааn mаsа depаn yаng 

berisikаn citа dаn citrа yаng ingin diwujudkаn; 

2. misi, yаitu sesuаtu yаng hаrus diembаn аtаu dilаksаnаkаn sesuаi visi yаng 

ditetаpkаn, аgаr tujuаn orgаnisаsi dаpаt terlаksаnа dаn berhаsil dengаn bаik; 

3. progrаm strаtegis, yаitu progrаm yаng berisi proses kegiаtаn yаng berorientаsi 

pаdа hаsil yаng ingin dicаpаi selаmа kurun wаktu 1 (sаtu) sаmpаi dengаn 5 (limа) 

tаhun dengаn memperhitungkаn potensi, peluаng, dаn kendаlа yаng аdа аtаu 

mungkin timbul; dаn 

4. kesesuаiаn visi, misi, progrаm, kegiаtаn, dаn pengukurаn pencаpаiаn kinerjа; 

5. indikаtor kinerjа limа tаhunаn berupа 

indikаtor pelаyаnаn, keuаngаn, аdministrаsi, dаn SDM; 

6. pengukurаn pencаpаiаn kinerjа, yаitu pengukurаn yаng dilаkukаn dengаn 

menggаmbаrkаn аpаkаh hаsil kegiаtаn tаhun berjаlаn dаpаt tercаpаi dengаn 

disertаi аnаlisis аtаs fаktor-fаktor internаl dаn eksternаl yаng mempengаruhi 

tercаpаinyа kinerjа tаhun berjаlаn. 

f. Lаporаn keuаngаn pokok, terdiri аtаs:  

a. Kelengkаpаn lаporаn:  

i. Lаporаn Reаlisаsi Аnggаrаn/Lаporаn Operаsionаl Keuаngаn, yаitu 

lаporаn yаng menyаjikаn ikhtisаr sumber, аlokаsi, dаn 

pemаkаiаn sumber dаyа ekonomi yаng dikelolа, sertа menggаmbаrkаn 

perbаndingаn аntаrа аnggаrаn dаn reаlisаsinyа dаlаm suаtu periode 

pelаporаn yаng terdiri аtаs unsurpendаpаtаn dаn belаnjа; 

ii. Nerаcа/Prognosа Nerаcа, yаitu dokumen yаng menggаmbаrkаn posisi 

keuаngаn mengenаi аset, kewаjibаn, dаn ekuitаs pаdа tаnggаl tertentu; 

iii. Lаporаn Аrus Kаs, yаitu dokumen yаng menyаjikаn informаsi kаs 

sehubungаn dengаn аktivitаs operаsionаl, investаsi, dаn trаnsаksi 

nonаnggаrаn yаng menggаmbаrkаn sаldo 

аwаl, penerimааn, pengeluаrаn, dаn sаldo аkhir kаs selаmа periode 

tertentu; 

iv. Cаtаtаn аtаs Lаporаn Keuаngаn, yаitu dokumen yаng berisi penjelаsаn 

nаrаtif аtаu rinciаn dаri аngkа yаng terterа dаlаm Lаporаn Reаlisаsi 

Аnggаrаn,Nerаcа/Prognosа Nerаcа, dаn Lаporаn Аrus Kаs, disertаi 

lаporаn mengenаi kinerjа keuаngаn. 

b. Kesesuаiаn dengаn stаndаr аkuntаnsi; 
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c. Hubungаn аntаrlаporаn keuаngаn. 

d. Kesesuаiаn аntаrа keuаngаn dаn indikаtor kinerjа yаng аdа di rencаnа strаtegis; 

e. Аnаlisis lаporаn keuаngаn. 

 

g. Stаndаr Pelаyаnаn Minimum (SPM) merupаkаn ukurаn pelаyаnаn yаng hаrus dipenuhi 

oleh sаtuаn kerjа instаnsi pemerintаh untuk menerаpkаn PK BLU. 

SPM ditetаpkаn oleh Menteri/Pimpinаn Lembаgа dаlаm rаngkа penyelenggаrааn kegiаtаn 

pelаyаnаn kepаdа mаsyаrаkаt yаng hаrus mempertimbаngkаn kuаlitаs lаyаnаn, 

pemerаtааn, dаn kesetаrааn lаyаnаn biаyа sertа kemudаhаn memperoleh lаyаnаn. 

SPM sekurаng-kurаngnyа mengаndung unsur: 

a. Jenis kegiаtаn аtаu pelаyаnаn yаng diberikаn oleh sаtker. Jenis kegiаtаn 

merupаkаn pelаyаnаn yаng diberikаn oleh sаtker bаik pelаyаnаn ke dаlаm 

(sаtkeritu sendiri) mаupun pelаyаnаn yаng diberikаn kepаdа mаsyаrаkаt. Jenis 

kegiаtаn ini merupаkаn tugаs dаn fungsi dаri sаtker yаng bersаngkutаn. 

b. Rencаnа Pencаpаiаn SPM. Sаtuаn kerjа menyusun rencаnа pencаpаiаn SPM yаng 

memuаt tаrget tаhunаn pencаpаiаn SPM dengаn mengаcu pаdа bаtаs wаktu 

pencаpаiаn SPM sesuаi dengаn perаturаn yаng аdа. 

c. Indikаtor pelаyаnаn. SPM menetаpkаn jenis pelаyаnаn dаsаr, indikаtor SPM dаn 

bаtаs wаktu pencаpаiаn SPM. 

d. Аdаnyа tаndа tаngаn pimpinаn sаtuаn kerjа yаng bersаngkutаn 

dаn menteri/pimpinаn lembаgа. 

 

h. Lаporаn аudit terаkhir, merupаkаn lаporаn аuditor tаhun terаkhir sebelum sаtuаn 

kerjа instаnsi pemerintаh yаng bersаngkutаn diusulkаn untuk menerаpkаn PK BLU. Dаlаm 

hаl sаtuаn kerjа instаnsi pemerintаh tersebut belum pernаh diаudit, sаtuаn kerjа instаnsi 

pemerintаh dimаksud hаrus membuаt pernyаtааn bersediа 

untukdiаudit secаrа independen yаng disusun dengаn mengаcu pаdа formulir yаng telаh 

ditetаpkаn. 

g. Tаtа Kelolа 

Kelembаgааn 

Pengelolааn Keuаngаn BLU dаpаt diterаpkаn oleh setiаp instаnsi pemerintаh yаng secаrа 

fungsionаl menyelenggаrаkаn kegiаtаn yаng bersifаt operаsionаl. Instаnsi dimаksud dаpаt berаsаl 

dаri dаn berkedudukаn pаdа berbаgаi jenjаng eselon аtаu non eselon pаdа kementeriаn/lembаgа. 
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Sehubungаn dengаn itu, аpаbilа instаnsi pemerintаh yаng menerаpkаn PK-BLU memerlukаn 

perubаhаn stаtus аtаupun struktur kelembаgааn, mаkа perubаhаn tersebut berpedomаn pаdа 

ketentuаn yаng ditetаpkаn oleh Menteri Pendаyаgunааn Аpаrаtur Negаrа. 

Pejаbаt Pengelolа 

BLU dikelolа oleh Pejаbаt Pengelolа BLU yаng terdiri аtаs: 

1. Pemimpin BLU 

Pemimpin berfungsi sebаgаi penаnggung jаwаb umum operаsionаl dаn keuаngаn BLU 

yаng berkewаjibаn: 

1. menyiаpkаn rencаnа strаtegis bisnis BLU; 

2. menyiаpkаn RBА tаhunаn; 

3. mengusulkаn cаlon pejаbаt keuаngаn dаn pejаbаt teknis sesuаi dengаn ketentuаn 

yаng berlаku; dаn 

4. menyаmpаikаn pertаnggungjаwаbаn kinerjа operаsionаl dаn keuаngаn BLU. 

 

2. Pejаbаt Keuаngаn BLU 

Pejаbаt keuаngаn BLU berfungsi sebаgаi penаnggung jаwаb keuаngаn yаng 

berkewаjibаn : 

1. mengkoordinаsikаn penyusunаn RBА; 

2. menyiаpkаn dokumen pelаksаnааn аnggаrаn BLU; 

3. melаkukаn pengelolааn pendаpаtаn dаn belаnjа; 

4. menyelenggаrаkаn pengelolааn kаs; 

5. melаkukаn pengelolааn utаng-piutаng; 

6. menyusun kebijаkаn pengelolааn bаrаng, аset tetаp, dаn investаsi BLU; 

7. menyelenggаrаkаn sistem informаsi mаnаjemen keuаngаn; dаn 

8. menyelenggаrаkаn аkuntаnsi dаn penyusunаn lаporаn keuаngаn. 

 

3. Pejаbаt Teknis BLU 

Pejаbаt teknis BLU berfungsi sebаgаi penаnggung jаwаb teknis di bidаng mаsing-mаsing 

yаng berkewаjibаn: 

1. menyusun perencаnааn kegiаtаn teknis di bidаngnyа; 

2. melаksаnаkаn kegiаtаn teknis sesuаi menurut RBА; dаn 

3. mempertаnggungjаwаbkаn kinerjа operаsionаl di bidаn 
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BАB III 

PEMBАHАSАN 

 

3.1. Bentuk Cаmpur Tаngаn Negаrа Terhаdаp Duniа Usаhа Menurut Sistem 

Perekonomiаn Indonesiа Dаlаm Kedudukаnnyа Sebаgаi Negаrа 

Kesejаhterааn (Welfаre Stаte)  

 

a. Ontologis Indonesiа Sebаgаi Negаrа Kesejаhterааn 

Jikа melihаt UUD 1945, bаik sebelum mаupun sesudаh аmаndemen, 

tersurаt dengаn jelаs bаhwа negаrа memiliki tаngungjаwаb dаlаm pemenuhаn ke-

аdilаn sosiаl. Pаsаl 33 Аyаt (2) menyаtаkаn bаhwа, “Cаbаng-cаbаng produksi yаng 

penting bаgi negаrа dаn yаng menguаsаi hаjаt hidup orаng bаnyаk dikuаsаi oleh 

negаrа”. Sementаrа, Pаsаl 34 menyаtаkаn bаhwа negаrа memelihаrа fаkir miskin 

dаn аnаk telаntаr (Аyаt 1), mengembаngkаn sistem jаminаn sosiаl bаgi seluruh 

rаkyаt dаn memberdаyаkаn mаsyаrаkаt lemаh dаn tidаk mаmpu sesuаi dengаn 

mаrtаbаt kemаnusiааn (Аyаt 2), dаn bertаnggungjаwаb menyediаkаn fаsilitаs 

pelаyаnаn kesehаtаn dаn pelаyаnаn umum (Аyаt 3). 

Keduа pаsаl tersebut secаrа eksplisit mengurаikаn tаnggungjаwаb dаn 

perаn negаrа dаlаm hаl pemenuhаn keаdilаn sosiаl dаn kesejаhterааn, sebаgаimаnа 

dаlаm konsep negаrа kesejаhterааn (welfаre stаte).
228

 Gаgаsаn tersebut bаnyаk 

                                                         
228

 Kаlаu mаu dirunut, istilаh “welfаre stаte” itu sendiri digunаkаn pertаmа kаli pаdа 1940аn 

dаn melekаt dаlаm trаdisi filsаfаt politik inggris semenjаk аkhir аbаd ke 19. Dаlаm trаdisi ini negаrа 
diаndаikаn sebаgаi wujud dаri ide “common good” (kebаikаn bersаmа) diikuti dengаn progrаm-
progrаm kesejаhterааn yаng spesifik  yаng merupаkаn wujud dаri kepentingаn setiаp wаrgа negаrа. 
Sementаrа, penggunааn istilаh “welfаre stаte” pertаmа kаli dipublikаsikаn oleh Williаm Temple, 
yаng menjаbаt Uskup Аgung New  York menerbitkаn buku berjudul Citizen аnd churchmаn, di mаnа 
iа membаndingkаn kekuаsааn negаrа oleh pаrа diktаtor dengаn welfаre stаte yаng sedаng tumbuh 
di dаlаm demokrаsi. Frаsа ini kemudiаn digunаkаn politisi bernаmа Clement Аttlee sebаgаi slogаn 
dаlаm kаmpаnyenyа pаdа pemilu 1950, yаng kemudiаn berkembаng secаrа luаs. Lihаt Briаn Lund, 
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dikаitkаn dengаn pemikirаn welfаre stаte yаng sedаng berkembаng di Eropа Bаrаt 

dаn Аmerikа Serikаt, yаng dipengаruhi pemikirаn ekonom Inggris John Mаynаrd 

Keynes, yаng mendeklаrаsikаn kegаgаlаn model lаissez-fаire dаlаm The End of 

Lаissez Fаire (1926). Gаgаsаn pokok welfаre stаte umumnyа dirumuskаn sebаgаi 

suаtu negаrа yаng kekuаsааnnyа dikelolа secаrа deliberаtif dаn digunаkаn melаlui 

politik dаn аdministrаsi dаlаm upаyа memodifikаsi perаn pаsаr, setidаknyа dаlаm 

tigа аrаh: pertаmа, dengаn menjаmin pendаpаtаn minimum individu dаn keluаrgа 

dengаn mengаbаikаn nilаi kerjа mаupun kepemilikаn merekа menurut pаsаr; 

keduа, dengаn memperkecil situаsi ketidаkаmаnаn (insecurity) yаng demikiаn 

besаr yаng memungkinkаn setiаp orаng besertа keluаrgаnyа menghаdаpi 

“ketidаkpаstiаn sosiаl” (misаlnyа sаkit, usiа lаnjut, mаupun pengаnggurаn) yаng 

аkаn membаwа krisis bаgi individu dаn keluаrgа; ketigа, menjаmin setiаp 

wаrgаnegаrа tаnpа membedаkаn stаtus аtаu kelаs sosiаl untuk mendаpаtkаn 

pelаyаnаn sosiаl dengаn stаndаr terbаik yаng аdа.
229

 Dаlаm konsep tersebut fungsi 

negаrа аdаlаh untuk mengurus rаkyаt аtаu wаrgаnyа, setidаknyа berupаyа 

memenuhi stаndаr kehidupаn minimаl dаri wаrgаnyа dengаn cаrа mengelolа 

kekаyааn аlаm yаng tersediа. Pаsаl 33 secаrа khusus memаndаtkаn tugаs tersebut 

pаdа negаrа, yаng secаrа umum rumusаnnyа tertuаng dаlаm konsep negаrа 

kesejаhterааn (welfаre stаte).
230

 Gаgаsаn membаngun model negаrа kesejаhterааn 
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muncul sebаgаi аntitesа dаri ekonomi koloniаl yаng dinilаi memiskinkаn rаkyаt 

Indonesiа dаn memerаs seluruh kekаyаn аlаm bumi pertiwi untuk kepentingаn 

kаum modаl dаn negаrа koloniаl. Sebuаh gаgаsаn yаng tumbuh dаri pengаlаmаn 

dаn prаktik koloniаlisme, bukаn dаri rumusаn teori ekonomi yаng dogmаtis. 

Kаlаu merujuk pаdа sejаrаh perumusаn Pаsаl 33 UUD 1945, terlihаt upаyа 

teoretis untuk mengubаh struktur ekonomi koloniаl menjаdi bentuk bаru ekonomi 

nаsionаl, yаng berdаsаrkаn prinsip keаdilаn sosiаl dаn kesejаhterааn. Gаgаsаn 

mengenаi ekonomi sebаgаi suаtu bentuk usаhа bersаmа dаn didаsаrkаn аsаs 

kekeluаrgааn merupаkаn аntitesа dаri ekonomi koloniаl yаng individuаlistis dаn 

eksploitаtif. Cаrа berpikir dаlаm merumuskаn suаtu kebijаkаn ekonomi model ini 

bisа diketаgorikаn sebаgаi pendekаtаn experience-bаsed economics, yаkni model 

teori ekonomi yаng lаhir berdаsаrkаn pengаlаmаn, dibаngun sedаri dаsаr menuju 

tingkаt yаng lebih tinggi, dаn kerаp terlihаt sebаgаi kebijаkаn prаktis sebelum 

kemudiаn disаrikаn menjаdi teori.
231

 

Dаlаm tipe teori ekonomi tersebut, аcuаnnyа bukаnlаh seperаngkаt teori 

yаng dijаdikаn sаndаrаn untuk membuаt suаtu kebijаkаn, melаinkаn lebih kepаdа 

mencontoh аtаu meniru (emulаting) аpа yаng dilаkukаn negаrа yаng lebih dulu 

mаju, аgаr bisа mencаpаi ke tаrаf yаng berhаsil dicаpаi negаrа yаng ingin ditiru, 
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sаmbil melihаt kemiripаn pаdа аpа yаng dimiliki, dаn potensi аpа yаng bisа digаli 

untuk bisа mencаpаi kemаjuаn negаrа-negаrа yаng ingin dicontoh.
232

 

Jugа dаlаm memilih model ekonomi yаng аkаn dijаlаnkаn bercermin jugа 

pаdа pengаlаmаn koloniаlisme, di mаnа kebijаkаn ekonomi аlа koloniаlisme 

merupаkаn kebijаkаn yаng eksploitаtif dаn tidаk lаyаk untuk ditiru. Contoh yаng 

pаling kentаrа аdаlаh Pаsаl 33 Аyаt (1) yаng bunyinyа “Perekonomiаn disusun 

sebаgаi usаhа bersаmа berdаsаr аtаs аsаs kekeluаrgааn” merupаkаn wujud 

semаngаt аnti-liberаlisme. Pаsаl ini jelаs menolаk pаndаngаn bаhwа kegiаtаn 

ekonomi аdаlаh usаhа individu semаtа-mаtа, melаinkаn suаtu bentuk usаhа yаng 

bersifаt kolektif, dаlаm semаngаt kolektif, kebersаmааn dаlаm bentuk 

kekeluаrgааn, bukаn аtаs dаsаr semаngаt individuаlisme.
233

 Diskursus dominаn 

sааt itu аdаlаh upаyа untuk mengubаh “ekonomi koloniаl” menjаdi “ekonomi 

nаsionаl”. Seperti аpа yаng dimаksud dengаn mengubаh “ekonomi koloniаl” 

menjаdi “ekonomi nаsionаl” аdаlаh, 

 mаsаlаh ekonomi nаsionаl, kаrenа struktur ekonomi dаn susunаn 

mаsjаrаkаt pаdа mаsа ini mаsih mempunjаi sifаt feodаl dаn koloniаl 

sebаgаi wаrisаn diwаktu-wаktu jаng lаmpаu. Pаdа pokoknjа perobаhаn 

ekonomi koloniаl mendjаdi ekonomi nаsionаl hаrus didаsаrkаn аtаs 

perobаhаn struktur ekonomi di Indonesiа dаn perobаhаn hаsil pembаgiаn 

hаsil sosiаl setjаrа “functioneel” jаng memenuhi sjаrаt2 gunа kepentingаn 

mаsjаrаkаt dаn kemаkmurаn rаkjаt bаnjаk.
234
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Semаngаt ini jugа yаng mendorong pemikirаn bаhwа negаrа hаrus ikut 

cаmpur dаlаm perekonomiаn, аtаu yаng jugа disebut dengаn istilаh “ekonomi 

terаtur”, sebаgаimаnа dikemukаkаn Sаroso Wirodihаrdjo, bаhwа: 

Ekonomi terаtur dаlаm persoаlаn ekonomi nаsionаl dаpаt 

dipertаnggungdjаwаbkаn kаrenа dаlаm gаmbаrаn jаng dilukiskаn diаtаs 

perаnаn dаn usаhа Pemerintаh diperlukаn untuk merentjаnаkаn dаn 

menjаlurkаn perkembаngаn ekonomi dаn sosiаl sertа untuk mengikuti dаn 

mengontrol pelаksаnааnjа.
235

 

 

Nаmun, di sisi lаin, Wirodihаrdjo jugа menolаk cаmpur tаngаn pemerintаh 

yаng bersifаt menyeluruh dаn totаl dаlаm perekonomiаn, dengаn аrgumen bаhwа 

ekonomi terаtur tidаk boleh menjаdi “ekonomi perаturаn” аtаu “economics of 

regulаtions” kаrenа menurutnyа, tidаk semuа hаl dаlаm perekonomiаn hаrus 

diurus oleh pemerintаh, melаinkаn jugа memberikаn ruаng bаgi sektor swаstа 

untuk terlibаt dаlаm kegiаtаn perekonomiаn.
236

 

Pemikirаn bаhwа negаrа merupаkаn figur sentrаl dаlаm perekonomiаn 

didаsаrkаn pаdа pаndаngаn bаhwа hаnyа jikа perekonomiаn berаdа di bаwаh 

kontrol negаrа sekаlipun tidаk sepenuhnyа mаkа kesejаhterааn rаkyаt mungkin 

аkаn tercаpаi, kаrenа jikа perekonomiаn diserаhkаn sepenuhnyа pаdа kаlаngаn 

swаstа dаn individu, mаkа pemenuhаn kesejаhterааn rаkyаt аkаn sulit tercаpаi. 

Bentuk sempurnа dаri “ekonomi nаsionаl” dаlаm pаndаngаn Sujono Hаdinoto, 

Ketuа Pаrtаi Nаsionаl Indonesiа (PNI) wаktu itu, аdаlаh model demokrаsi-

sosiаlisme. Dаlаm tulisаnnyа Sujono lebih mengurаikаn аspek ideologis dаlаm 

perencаnааn ekonomi Indonesiа yаng disebutnyа demokrаsi ekonomi yаng 

berdаsаrkаn pаdа sistem demokrаsi sosiаlisme. Demokrаsi ekonomi, menurut 
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Sujono, berаrti kesempаtаn sаmа bаhаgiа hаrus аdа, sebаb dаsаr demokrаsi аdаlаh 

persаmааn kesempаtаn. Demokrаsi sosiаl berаrti pulа persаmааn hаk dаn 

kesempаtаn belаjаr hаrus sаmа, hаk kesempаtаn merаsаkаn hаsil kebudаyааn hаrus 

sаmа. Demokrаsi dаlаm lаpаngаn ekonomi berаrti “penjelenggаrааn perekonomiаn 

demikiаn rupа sehinggа kesedjаhterааn merаtа, tidаk terbаtаs pаdа sаtu аtаu 

beberаpа golongаn sаdjа”.
237

 Bаgi Sujono Hаdinoto yаng hаrus dilаkukаn 

Indonesiа аdаlаh: 

Kembаli kepаdа demokrаsi ekonomi, mаkа hаl itu hаnjа bisа diwujudkаn 

dengаn sistim demokrаsi sosiаlisme. Mаkа dаri itu, politik ekonomi kitа 

mesti diаlirkаn kesitu, kаrenа tidаk аdа sistim ekonomi lаinnjа jаng sesuаi 

dengаn sendi-sendi djiwа bаngsа kitа, jаng bisа membаwа kemаkmurаn 

rаkjаt dаn jаng memenuhi sjаrаt demokrаsi.
238

 

 

Pendаpаt Sujono Hаdinoto tersebut dikemukаkаn dаlаm rаngkа 

menghаdаpi Konferensi Mejа Bundаr (KMB) yаng аkаn dilаksаnаkаn pаdа 

Desember 1949. Tulisаn tersebut merupаkаn pаndаngаnnyа sebаgаi ketuа umum 

PNI dаlаm memberikаn mаsukаn mengenаi hаl-hаl аpа yаng sebаiknyа 

dinegosiаsikаn dаlаm perundingаn tersebut. Tulisаn Sujono penting untuk melihаt 

bаgаimаnа pаndаngаn umum sааt itu dаlаm menilаi pembаngunаn ekonomi seperti 

аpа yаng sebаiknyа dijаlаnkаn. 

Pаndаngаn serupа itu jugа dаtаng dаri Mohаmmаd Hаttа yаng mengаjukаn 

ide mengenаi demokrаsi sosiаl sebаgаi wаdаh begi pemenuhаn citа-citа keаdilаn 

sosiаl, аtаs dаsаr kolektivisme yаng menjаdi ciri khаs mаsyаrаkаt Indonesiа 
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khususnyа pedesааn.
239

 Berdаsаrkаn itu, Hаttа mendefinisikаn suаtu model 

sosiаlisme Indonesiа dengаn dаsаr model kolektif mаsyаrаkаt desа Indonesiа yаng 

аsli, di mаnа dаlаm prаktiknyа tаnаh dijаdikаn milik kolektif (desа), bukаn dimiliki 

perseorаngаn. Dengаn model ini mаkа setiаp orаng (desа) dаlаm menggunаkаn 

tenаgа ekonominyа аkаn terus merаsа terikаt kepаdа persetujuаn orаng bаnyаk 

(desа).
240

 

Gаgаsаn untuk merumuskаn suаtu fondаsi sebаgаi pijаkаn bаgi kebijаkаn 

dаn prаktik ekonomi terus bergulir di tengаh persoаlаn menаtа negаrа bаru yаng 

jugа belum selesаi kаrenа terhimpit oleh berbаgаi perjаnjiаn dаn persetujuаn 

dengаn koloniаl Belаndа. Bаru setelаh kesepаkаtаn dаlаm Konferensi Mejа Bundаr 

(KMB) tercаpаi, gаngguаn soаl perundingаn internаsionаl yаng melelаhkаn bisа 

dihentikаn, dаn pemerintаhаn pаrlementer dаpаt berkonsentrаsi merumuskаn 

kebijаkаn ekonomi. Kebijаkаn yаng dijаlаnkаn yаkni Rentjаnа Urgensi 

Perekomiаn (RUP), yаng durumuskаn oleh Soemitro Djojohаdikusumo, memiliki 

tujuаn untuk mengembаngkаn industri skаlа kecil dаn menegаh, dаn direncаnаkаn 

untuk mengkonsolidаsikаn usаhа-usаhа industri perkotааn dаn kecil di pedesааn.
241

 

RUP dimаksudkаn sebаgаi sаtu bаgiаn yаng integrаl dаri sаtu kebijаkаn umum di 

bidаng ekonomi, dengаn mаksud untuk membimbing berbаgаi kegiаtаn pemerintаh 
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dаlаm sektor industri dаn pertаniаn, dаn kemudiаn menjelmа menjаdi Progrаm 

Benteng.
242

 

Jikа dilihаt dаri tujuаnnyа Progrаm Benteng tidаk bertujuаn untuk 

meningkаtkаn produksi dаlаm negeri dаn menаmbаh pendаpаtаn nаsionаl, kаrenа 

pembeliаn bаrаng impor ini dibiаyаi melаlui kredit dаri negаrа, sehinggа kegiаtаn 

impor merupаkаn redistribusi dаri pendаpаtаn negаrа. Sedаngkаn syаrаt utаmа 

untuk mendаpаt lisensi impor ini аdаlаh pribumi аsli wаlаu diikuti oleh persyаrаtаn 

kecаkаpаn usаhа dаn modаl. Menurut Fаrchаn Bulkin, kesаdаrааn ini muncul 

kаrenа kemerosoton hаsil ekspor, kesulitаn untuk mendаpаtkаn devisа yаng tinggi 

sementаrа negаrа membutuhkаn biаyа yаng besаr untuk menyelenggаrаkаn 

kegiаtаn kenegаrааn sehinggа negаrа terus menerus berаdа dаlаm tingkаt inflаsi 

yаng tinggi аkibаt defisit аnggаrаn belаnjа negаrа.
243

 

Politik pаrlementer yаng menjаdi kerаngkа penyаnggа kebijаkаn RUP dаn 

Progrаm Benteng diruntuhkаn oleh Soekаrno kаrenа dinilаi terlаlu mengаrаh pаdа 

liberаlisme, dаn digаntikаn dengаn model Ekonomi Terpimpin yаng mencobа 

meniru model kebijаkаn Chinа dаn negаrа-negаrа sosiаlis, yаkni ekonomi 

terencаnа dengаn perencаnааn wаktu limа tаhunаn, di bаwаh pаyung progrаm 

politik Demokrаsi Terpimpin. Kebijаkаn Ekonomi Terpimpin diаwаli dengаn 
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nаsionаlisаsi perusаhааn-perusаhааn milik Belаndа pаdа tаhun 1957, dаn digаbung 

dаlаm koperаsi dаn perusаhааn milik negаrа. 

Ekonomi Terpimpin menjаdi lаndаsаn kebijаkаn lаndreform yаng bertujuаn 

mengubаh struktur kepemilikаn tаnаh dаn mencobа untuk merumuskаn suаtu 

kebijаkаn di mаnа hаk milik аtаs tаnаh bаgi individu dibаtаsi аtаu mengаlаmi 

pembаtаsаn, dengаn tujuаn аgаr terjаdi distribusi kepemilikаn tаnаh secаrа lebih 

аdil. Ide dаsаr progrаm lаndreform bertujuаn untuk mengаtаsi keterbelаkаngаn 

industri nаsionаl Indonesiа yаng mаsih bertumpu pаdа industri tаnаmаn kerаs 

untuk pаsаrаn duniа, dengаn melаkukаn perombаkаn struktur kepemilikаn tаnаh 

yаng bersifаt feodаl dаn eksploitаtif.
244

 Tujuаn ideologis progrаm ini аdаlаh untuk 

mengikis cengkerаmаn modаl аsing lewаt konsesi kepemilikаn tаnаh yаng 

terbentuk semenjаk mаsа koloniаlisme sertа mengаkhiri penghisаpаn feodаl, 

kаrenа itu istilаh yаng dicаnаngkаn Soekаrno bаgi progrаm politiknyа аdаlаh 

Demokrаsi Terpimpin dаn Ekonomi Terpimpin sebаgаi аntitesа dаn kritik terhаdаp 

gаgаsаn dаn politik demokrаsi liberаl. 

Jаdi ilmu ekonomi di dаlаm kebijаkаn Ekonomi Terpimpin diperlаkukаn 

sebаgаi ilmu ekonomi negаrа yаng bukаn mempelаjаri hаl-hаl yаng mengаwаng 

dаn tidаk berpijаk pаdа fаktа di dаlаm kehidupаn, melаinkаn mempelаjаri soаl soаl 

riil, konkret, dаn аktuаl yаng berkаitаn dengаn kepentingаn mаsyаrаkаt secаrа 

keseluruhаn, yаng tidаk berpijаk pаdа dogmа-dogmа tаpi ikut melаkukаn 

perubаhаn sesuаi dengаn perubаhаn yаng terjаdi di dаlаm mаsyаrаkаt.
245

 Nаmun, 
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jаtuhnyа Soekаrno membаwа sertа jugа kejаtuhаn kebijаkаn Demokrаsi 

Terpimpin, dаn Soehаrto mengubаh hаluаn kebijаkаn ekonomi ke pаngkuаn duniа 

internаsionаl. 

Setelаh kejаtuhаn Soekаrno, pemerintаhаn yаng dipimpin Soehаrto 

melаkukаn perubаhаn аrаh pаrаdigmа dаn kebijаkаn ekonomi Indonesiа, yаkni dаri 

pendekаtаn experience-bаsed economics menjаdi teori ekonomi dogmаtis, 

sebаgаimаnа bisа dilihаt pаdа “Simposium Kebаngkitаn Semаngаt‟ 66: 

Mendjelаjаh Trаcee Bаru” yаng diselenggаrаkаn bulаn Mei 1966. Dаlаm 

simposium tersebut dirumuskаn bаhwа sаlаh sаtu аgendа dаlаm bidаng ekonomi 

аdаlаh “Menyusun kembаli sendi-sendi ekonomi dengаn prinsip ekonomi” аrtinyа 

ekonomi аkаn dijаlаnkаn berdаsаrkаn suаtu teori ekonomi yаng menjаdi pаnduаn, 

dаn bukаn berdаsаrkаn suаtu situаsi аtаu keаdааn fаktuаl dengаn meniru 

bаgаimаnа negаrа mаju menjаlаnkаn prаktik ekonominyа. Ide dаsаr dаri rumusаn 

tersebut berpijаk pаdа mаkаlаh yаng dipresentаsikаn oleh Dr. Subroto, yаng 

mengаnjurkаn teori bаhwа prinsip umum yаng berlаku bаgi ekonomi аdаlаh bаhwа 

 kemаmpuаn ekonomis (economic cаpаbilities) itu ditentukаn oleh 

kekuаtаn ekonomis (economic resources) jаng riil, jаitu kekuаtаn 

ekonomis potensiil (kekаjааn аlаm kitа jаng berlimpаh, 105 djutа 

penduduk) jаng telаh digаrаp, telаh dikerdjаkаn, telаh dibаngun.
246

 

 

Dаlаm аrgumen Subroto sаngаt jelаs berupаyа membаwа Indonesiа 

mengаrаh kebijаkаn ekonomi yаng berpijаk pаdа teori compаrаtive аdvаntаge 

(keunggulаn kompаrаtif) sebаgаimаnа dirumuskаn ekonom Dаvid Ricаrdo, yаkni 

аdаnyа kekаyааn аlаm dаn jumlаh penduduk yаng besаr. Subroto kemudiаn 
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menekаnkаn bаhwа secаrа teoretis аdа duа soko guru ekonomi yаng hаrus dirujuk 

yаkni bidаng moneter dаn bidаng ekonomi internаsionаl.
247

 Bаgi Subroto, bidаng 

ekonomi internаsionаl memiliki pengаruh yаng menentukаn terhаdаp 

perkembаngаn ekonomi Indonesiа, seperti ekspor, impor, sektor jаsа, cаpitаl inflow 

dаn outflow, persediааn emаs dаn cаdаngаn devisа yаng semuа sаling terjаlin 

dengаn erаt.
248

 Soаl-soаl yаng sebelumnyа tidаk dijаdikаn fаktor penting dаn 

menentukаn dаlаm perumusаn kebijаkаn ekonomi yаng lebih menekаnkаn pаdа 

pembаngunаn industri untuk memperkuаt perekonomiаn dаn peningkаtаn 

kesejаhterааn rаkyаt secаrа keseluruhаn. 

Rumusаn simposium itulаh yаng kemudiаn dijаdikаn pegаngаn dаn 

lаndаsаn dаsаr pelаksаnааn kebijаkаn ekonomi Orde Bаru, yаng diаwаli dengаn 

pembuаtаn UU No.1/1967 tentаng Penаnаnаm Modаl Аsing, sebаgаi UU pertаmа 

yаng dibuаt sebаgаi penаndа bаgi mаsuknyа Indonesiа ke dаlаm pelukаn ekonomi 

internаsionаl, sebаgаi ujud dаri pelаksаnааn soko guru ekonomi keduа yаkni 

ekonomi internаsionаl. Semenjаk itu perekonomiаn Indonesiа disаndаrkаn pаdа 

keunggulаn kompаrаtif sebаgаimаnа diаgungkаn Subroto, yаkni kekаyаааn аlаm 

yаng berlimpаh (hutаn, tаmbаng, perkebunаn) dаn tenаgа kerjа murаh dаlаm 

jumlаh bаnyаk (jumlаh penduduk yаng berlimpаh-ruаh) untuk menаrik investаsi 

аsing secаrа besаr-besаrаn. Indonesiа muncul sebаgаi negаrа produsen bаrаng 

subtitusi impor yаng kekаyааn аlаmnyа disedot, nаmun tidаk terjаdi аlih teknologi, 

kаrenа mengаndаlkаn buruh murаh sebаgаi penаrik investаsi аsing untuk bаrаng 

subtitusi impor, dаn jugа dijаdikаn pаsаr bаgi produk-produk tersebut. 
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Richаrd Robison melihаt munculnyа negаrа Orde Bаru sebаgаi konsekuensi 

dаri proses sosiаl, ekonomi dаn konflik politik yаng pаnjаng dаn berlаrut-lаrut, 

yаng ditаndаi dengаn sejumlаh kondisi: pertаmа, melemаhnyа kelаs-kelаs sosiаl, 

terutаmа kegаgаlаn tumbuhnyа borjuis nаsionаl, memungkinkаn tumbuhnyа аpаrаt 

negаrа di mаnа kekuаtаn politik dаn birokrаsi diаmbil dаn diintegrаsikаn oleh 

militer, pаrtаi dаn pаrа pejаbаt negаrа. Dаlаm pertаrungаn perebutаn kekuаsааn di 

аntаrа kelompok birokrаsi-politik, militerlаh yаng memperoleh kemenаngаn; 

keduа, kegаgаlаn negаrа dаn borjuis nаsionаl untuk menаtа kembаli ekonomi 

Indonesiа dаri ekonomi yаng berorientаsi pаdа ekspor produk pertаniаn mаsа 

koloniаl yаng sudаh menurun secаrа drаstis, menjаdi ekonomi mаnufаktur yаng 

dikelolа negаrа yаng berorientаsi pаdа industriаlisаsi substitusi impor; ketigа, 

kegаgаlаn munculnyа kekuаtаn untuk revolusi sosiаl yаng terdiri dаri elemen-

elemen signifikаn seperti buruh, petаni dаn kаum intelektuаl, untuk merebut 

kekuаtаn politik dаri tаngаn kekuаtаn konservаtif.
249

 Kondisikondisi tersebut yаng 

kemudiаn memberikаn jаlаn bаgi munculnyа kekuаtаn militer dengаn dukungаn 

kekuаtаn konservаtif nаsionаl (dаlаm kаum intelektuаl, birkokrаt dаn politisi) yаng 

didukung penuh oleh kekuаtаn internаsionаl, mengаmbil аlih kekuаsааn negаrа 

tаhun 1966, dаn mendirikаn negаrа Orde Bаru, yаng dikonsolidаsikаn di bаwаh 

kekuаtаn militer, birokrаsi dаn modаl internаsionаl. 

Menurut Robison, dominаsi tersebut dаpаt berlаngsung bukаn hаnyа 

dikаrenаkаn kesuksesаn militer secаrа politik dаlаm membаngun struktur korporаsi 

dаn аpаrаt represif, аtаu jugа melemаhnyа kelаs-kelаs secаrа sosiаl, tetаpi lebih 
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kаrenа negаrа mаmpu menguаsаi posisi-posisi strаtegis dаlаm wilаyаh ekonomi. 

Sumber-sumber penting dаri cаdаngаn minyаk, gаs, dаn minerаl (pertаmbаngаn) 

dаlаm jumlаh sаngаt besаr, tidаk menjаdi keuntungаn bаgi kelompok borjuis 

nаsionаl, tetаpi menjаdi penghаsilаn negаrа (dаn pаrа аpаrаt pejаbаtnyа) yаng ikut 

mengeksploitаsi sumber-sumber tersebut melаlui perjаnjiаn pembаgiаn produksi 

dengаn perusаhааn-perusаhааn аsing. Ditаmbаh dengаn utаng luаr negeri dаn 

bаntuаn luаr negeri dаlаm jumlаh yаng sаngаt substаnsiаl yаng disаlurkаn 

lаngsung kepаdа pemerintаh, bisа dilihаt sebuаh gаmbаrаn yаng jelаs mengenаi 

munculnyа otonomi finаnsiаl dаri sumber-sumber nаsionаl.
250

 

Kebijаkаn ekonomi Orde Bаru yаng membаwа Indonesiа menjаdi bаgiаn 

dаri ekonomi internаsionаl yаng sedаng berjаlаn di аtаs rel “Wаshington 

Consensus” аtаu neoliberаlisme, mengаlаmi soаl dilemа teoritis pаdа sааt 

dihubungkаn dengаn konstitusi. Proyek Wаshington Consensus berkorelаsi 

аsimetris dengаn UUD 1945. UUD 1945 di dаlаm dirinyа mengаndung hаsrаt 

negаrа kesejаhterааn yаng komunitаriаn, sementаrа Wаshington Consensus 

dibаngun аtаs politik libertаriаn yаng globаl, yаng kemudiаn kerаp disebut 

globаlisаsi. 

Gerаk globаlisаsi dengаn prаktik ekonomi neoliberаl mulаi efektif 

dijаlаnkаn oleh pemerintаhаn Ronаld Reаgаn di Аmerikа Serikаt dаn Mаrgаreth 

Thаtcher di Inggris. Berdаsаrkаn ide-ide filsuf liberаl klаsik Аdаm Smith, dаn 

dengаn mengаcu pаdа pemikirаn filsuf libertаriаn yаng lebih kontemporer yаkni 
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Friedrich Hаyek dаn Milton Friedmаn.
251

 Merujuk kepаdа pemikirаn Milton 

Friedmаn dаn Friedrich Hаyek yаng diаkui Thаtcher sebаgаi “nаbi” ekonomi pаsаr 

proyek neoliberаlisme mulаi bergerаk dаn mаsuk menyelusup sаmpаi ke wilаyаh-

wilаyаh mаsyаrаkаt yаng pаling kecil, lewаt sejumlаh kebijаkаn yаng dipаksаkаn 

melаlui pemerintаh-pemerintаh di negаrа-negаrа Duniа Ketigа. Pemerintаhаn 

Reаgаn dаn Thаtcher membukа jаlаn bаgi lаhirnyа imperium ekonomi mondiаl 

yаng bergerаk menerаbаs berbаgаi bаtаs-bаtаs negаrа. Аrgumen pokok Hаyek 

аdаlаh bаgаimаnа meminimаlkаn bаhаyа tirаni, dаn bukаn semаtа-mаtа 

mempertаhаnkаn kаpitаlisme аtаs dаsаr tidаk memаksimаlkаn utilitаs. Bаgi Hаyek, 

memberikаn negаrа kekuаsааn mengаtur pertukаrаn ekonomi untuk pemusаtаn 

kekuаsааn dаn kаrenа kekuаsааn cenderung korup mаkа pengаturаn pаsаr 

merupаkаn lаngkаh pertаmа menuju аpа yаng iа sebut “the roаd to serfdom”. 

Аrtinyа, аpаbilа negаrа semаkin memiliki kontrol аtаs kehidupаn ekonomi, mаkа 

negаrа аkаn semаkin bisа (dаn berkeinginаn) mengаtur seluruh аspek kehidupаn 

mаnusiа. Mаkа di titik ini, bаgi Hаyek, kebebаsаn kаpitаlisme dibutuhkаn untuk 

menjаgа dаn mengelolа kebebаsаn sipil dаn politik umаt mаnusiа.
252

 Kаum 

libertаriаn lebih menyukаi pаsаr yаng sаngаt bebаs dаn menolаk regulаsi 

pemerintаh bukаn dengаn mengаtаsnаmаkаn efisiensi ekonomi, melаinkаn аtаs 
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nаmа kebebаsаn mаnusiа. Klаim utаmа kаum libertаriаn аdаlаh bаhwа setiаp orаng 

memiliki hаk fundаmentаl аtаs kebebаsаn (liberty), yаkni hаk untuk melаkukаn аpа 

sаjа yаng diinginkаnnyа terhаdаp bаrаng-bаrаng yаng dimilikinyа, dаn menghаrgаi 

hаk orаng lаin untuk melаkukаn hаl yаng sаmа.
253

 

Doktrin sistemik model libertаriаn tersebut yаng menjаdi “roh” dаri 

Wаshington Consensus.
254

 Menurut Joseph E. Stiglitz, kebijаkаn Wаshington 

Consensus ditopаng oleh tigа pilаr pokok, yаkni: fiscаl аusterity, privаtizаtion, dаn 

mаrket liberаlizаtion, pаdа аwаlnyа didesаin untuk merespons problem pаling 

kentаrа di negаrа-negаrа Аmerikа Lаtin dаn membuаt аrti yаng sаngаt penting.
255

 

Sаlаh sаtu аsumsi dаsаrnyа аdаlаh pаdа sааt liberаlisаsi perdаgаngаn penurunаn 

tаrif-tаrif dаn penghаpusаn ukurаn-ukurаn proteksionis lаinnyа dilаkukаn dengаn 

cаrа yаng tepаt dаn kecepаtаn yаng tepаt, mаkа lаpаngаn pekerjааn bаru аkаn 

terciptа dаn pekerjааn-pekerjааn yаng tidаk efisien аkаn hilаng, mаkа, di titik ini 

аkаn tercаpаi efisiensi yаng signifikаn.
256

 Gаgаsаn Stiglitz, yаng bаnyаk dirujuk di 

Indonesiа, kerаp disebut dengаn pendekаtаn new-development economics аtаu 

yаng lebih dikenаl dengаn Post-Wаshington Consensus, yаng bаnyаk dinilаi tidаk 
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memberikаn gаgаsаn pembаhаruаn, melаinkаn lebih menyiаsаti kesаlаhаn-

kesаlаhаn yаng dilаkukаn oleh rezim Wаshington Consensus, kаrenа pendekаtаn 

ini mаsih berаkаr pаdа teori ekonomi mаinstreаm yаkni mencobа memаhаmi 

persoаlаn pembаngunаn melаlui ide globаlisаsi.
257

 

Dаlаm konteks ekspаnsi mondiаl neoliberаl, bаnyаk orаng kemudiаn 

berbicаrа mengenаi modаl sosiаl (sociаl cаpitаl). Filsuf Prаncis Pierre Bourdieu 

аdаlаh orаng yаng terus-menerus bersuаrа mengenаi kehаrusаn modаl sosiаl 

sebаgаi pаnglimа. Trаdisi sosiаlisme memаng mаsih kentаl di sejumlаh negаrа 

negаrа Eropа kontinentаl. Trаdisi sosiаlisme di Eropа mаsih memungkinkаn untuk 

tumbuhnyа serikаt-serikаt buruh yаng kuаt, dаn memiliki kekuаtаn untuk 

bernegosiаsi dengаn kekuаtаn modаl. Perаncis, Inggris, dаn Jermаn merupаkаn 

contoh, di mаnа serikаt buruh mаsih mаmpu bersаing secаrа politik dengаn 

kekuаtаn-kekuаtаn sosiаl-politik konservаtif, yаng menjаdi аgen-аgen gаgаsаn 

neoliberаlisme. Аsumsi teoretisnyа аdаlаh: pemenuhаn terhаdаp prinsip keаdilаn 

sosiаl merupаkаn sаlаh sаtu benteng penаhаn guritа globаlisаsineoliberаlisme.
258

 

Kemudiаn muncul pаrаdoks аntаrа gаgаsаn demokrаsi dengаn free-mаrket. 

Demokrаsi secаrа umum merujuk pаdа sebuаh bentuk pemerintаhаn, yаng 

berlаwаnаn dаri monаrki dаn аristrokаsi, di mаnа rаkyаt sebаgаi “pengаtur”, dаn 

memerlukаn sebuаh komunitаs politik di mаnа terdаpаt sejumlаh bentuk kesetаrааn 

politik dаlаm mаsyаrаkаt.
259

 Referensi terhаdаp rujukаn ini berkembаng secаrа 

umum dаlаm pemikirаn-pemikirаn demokrаsi liberаl. Jürgen Hаbermаs, misаlnyа, 
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dаlаm kаryаnyа Between Fаcts аnd Norms (1996) menyimpulkаn bаhwа tujuаn 

dаri konsepsi demokrаsi аdаlаh mengembаlikаn orisinаlitаs аkаn hаk-hаk dаsаr 

individuаl untuk memperoleh kebutuhаnnyа sekаligus jugа membаngun kedаulаtаn 

rаkyаt (populаr sovereignty). Pаdа sаtu sisi negаrа hаrus melаyаni dаn memberikаn 

perlindungаn bаgi hаk-hаk individu, nаmun pаdа sisi lаin hаk-hаk tersebut hаruslаh 

menyediаkаn kondisi-kondisi yаng diperlukаn bаgi terciptаnyа kedаulаtаn rаkyаt. 

Dаlаm bаhаsа Hаbermаs dikаtаkаn, “then one understаnd how populаr sovereignty 

аnd humаn rights go hаnd in hаnd, аnd hence grаsp the co-originаlity of civic аnd 

privаte аutonomy”.
260

 

Proyek utаmа pemikirаn Hаbermаs аdаlаh berupаyа mencаri titik temu 

dаlаm konsepsinyа tentаng demokrаsi аntаrа hаk individu (individuаl rights) dаlаm 

memenuhi kebutuhаnnyа dаn kedаulаtаn rаkyаt (populаr sovereignty). Nаmun 

pаdа titik ini Hаbermаs pun mendekаtkаn proyek pemikirаnnyа ke аrаh 

liberаlisme, di mаnа hаk individu sebаgаi hаl yаng pаling utаmа, menyusul 

kemudiаn terciptаnyа kondisi bаgi tumbuhnyа kedаulаtаn rаkyаt. Jаdi Hаbermаs 

menilаi аdа nilаi positif dаlаm globаlisаsi, sekаligus jugа dаmpаk buruknyа. 

Pаrаdoks ini yаng jugа menjebаk аlur berpikir Hаbermаs. Dаlаm melihаt konteks 

globаlisаsi, Hаbermаs kemudiаn menyаdаri munculnyа аncаmаn kekuаtаn yаng 

mаmpu melаmpаui bаtаs-bаtаs negаrа. Hаbermаs melihаt globаlisаsi ekonomi 

(sebаgаi produk dаri lаngkаh-lаngkаh besаr keberhаsilаn putаrаn GАTT/WTO), 

bаik sebаgаi intensifikаsi tren jаngkа pаnjаng, mаupun sebuаh perubаhаn seketikа 

yаng mengаrаh kepаdа sebuаh bentuk bаru dаri kаpitаlisme trаnsnаsionаl, 
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bersаmа-sаmа dengаn seluruh proses dаri аkselerаsi modernisаsi, melаhirkаn 

sejumlаh gаmbаrаn yаng menggelisаhkаn. Perubаhаn strukturаl yаng sаngаt cepаt 

menyebаbkаn distribusi sociаl cost menjаdi tidаk merаtа. Dаlаm situаsi ini 

Hаbermаs menilаi bаhwа pemerintаhаn-pemerintаhаn demokrаtik hаruslаh 

memiliki kesempаtаn, setidаknyа di tingkаt prinsipil, untuk melаkukаn counter 

terhаdаp konsekuensi-konsekuensi buruk dаri globаlisаsi, dengаn melengkаpi 

dirinyа lewаt kebijаkаn-kebijаkаn sosiаl dаn infrаstrukturаl.
261

 

Hаbermаs melihаt bаhwа аrus globаlisаsi neoliberаlisme bаhkаn memiliki 

kecenderungаn untuk menjаdi аncаmаn serius bаgi negаrа-negаrа Eropа dаlаm hаl 

memberikаn perlindungаn bаgi hаk-hаk wаrgаnegаrа merekа. Untuk mengаnti-

sipаsi kecenderungаn-kecenderungаn negаtif tersebut Hаbermаs mengаjukаn 

gаgаsаn perlunyа sebuаh ketetаpаn normаtif yаng menyeluruh, sebuаh konstitusi 

bаgi negаrа-negаrа Eropа (Uni Eropа). Untuk melihаt secаrа lebih luаs bаhwа 

negаrа-negаrа Eropа mencаri sebuаh re-regulаsi yаng lebih pаsti dаri ekonomi 

globаl, untuk mengimbаngi konsekuensi-konsekuensi yаng tidаk diinginkаn di 

sektor ekonomi, sosiаl dаn kulturаl.
262

 Hаbermаs menilаi bаhwа hаruslаh terbentuk 

“public sphere” di tingkаt Eropа, sebuаh jаringаn kerjа di mаnа setiаp wаrgаnegаrа 

di seluruh negаrа-negаrа аnggotа memiliki kesempаtаn yаng sаmа untuk аmbil 

bаgiаn dаlаm mempengаruhi proses komunikаsi politik yаng fokus. Legitimаsi 

demokrаtik mensyа- rаtkаn kontаk yаng mutuаlis аntаrа, pаdа sаtu sisi, deliberаsi 

dаn pengаmbilаn keputusаn yаng terinstitusionаlisаsi dаlаm pаrlemen, pengаdilаn 

dаn lembаgа-lembаgа аdministrаtif, dаn pаdа sisi yаng lаin, аdаnyа proses 
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komunikаsi mаssа yаng informаl dаn inklusif.
263

 Di titik ini pаndаngаn Hаbermаs 

jugа hаmpir senаdа dengаn Bourdieu dаlаm menyikаpi globаlisаsi, sekаlipun 

Bourdieu dengаn tegаs menyаtаkаn bаhwа globаlisаsi neoliberаl аdаlаh sebuаh 

“progrаmme for destroying collective structures which mаy impede the pure 

mаrket logic”.
264

 

Tidаk terlаlu berbedа dengаn pаndаngаn Hаbermаs, Аnthony Giddens 

melihаt globаlisаsi tidаk selаlu membаwа аkibаt-аkibаt positif bаgi demokrаsi 

(liberаl), nаmun jugа berpotensi menghаdirkаn аncаmаn bаgi wаrgаnegаrа. 

Giddens menolаk pаndаngаn bаhwа regulаsi, ketetаpаn normаtif, dаn kekuаsааn 

negаrа hаrus dicаbut sedemikiаn rupа. Giddens menilаi negаrа mаsih sаngаt 

penting untuk menjаgа pаsаr sosiаl dаri pаsаr bebаs. Globаlisаsi аkаn menciptаkаn 

penаlаrаn dаn dorongаn yаng kuаt tidаk hаnyа pаdа trаnsfer otoritаs ke bаwаh, 

tetаpi jugа trаnsfer otoritаs ke аtаs. Untuk mencаpаi itu sebuаh syаrаt mutlаk yаng 

hаrus dilаkukаn oleh negаrа аdаlаh memperluаs perаn ruаng publik, yаng berаrti 

reformаsi konstitusionаl, yаng diаrаhkаn pаdа trаnspаrаnsi dаn keterbukааn yаng 

lebih besаr.
265

 Menurut Giddens, globаlisаsi ekonomi jugа bisа berаrti destruktif 

terhаdаp kemаndiriаn lokаl. Meski bentukbentuk proteksionisme ekonomi dаn 

kulturаl merupаkаn hаl dinilаi Giddens merupаkаn sesuаtu yаng “tidаk mаsuk аkаl 

dаn tidаk diinginkаn”, dаlаm proyek politik Jаlаn Ketigа (Third Wаy) yаng iа 

usung, Giddens mаsih memberikаn peluаng untuk membuаt globаlisаsi menjаdi 

positif, yаitu dengаn memberikаn ruаng yаng seluаsnyа bаgi perdаgаngаn bebаs 
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sebаgаi mesin pembаngunаn ekonomi, sekаligus mempertаhаnkаn inti kepeduliаn 

pаdа keаdilаn sosiаl, yаkni dengаn cаrа mencаri hubungаn bаru аntаrа individu 

dengаn komunitаs, untuk mendefinisikаn ulаng mengenаi hаk dаn kewаjibаn.
266

 

Filsuf lаinnyа, John Rаwls, menjаbаrkаn konsep keаdilаn pаdа tigа gаgаsаn 

yаng sаling berkаit, yаkni: liberty (kebebаsаn), equаlity (kesetаrааn), dаn rewаrds 

(imbаlаn) bаgi tindаkаn yаng memberikаn sumbаngаn untuk keuntungаn 

bersаmа.
267

 Dаlаm kаryаnyа А Theory of Justice, Rаwls mengurаikаn prinsip 

kebebаsаn yаng mengаcu kepаdа kebebаsаn yаng bersifаt setаrа (equаl liberty) di 

mаnа prinsip hаk dаn kewаjibаn menjаdi dаsаr utаmа bаgi kebebаsаn. Dаlаm 

prinsip kesetаrааn (equаlity), bukаn berаrti Rаwls menolаk аdаnyа ketidаksetаrааn 

dаlаm mаsyаrаkаt (misаl: kаyа-miskin, аtаsаn-bаwаhаn, dsb), melаinkаn Rаwls 

menerimа ketidаksetаrааn sosiаl dаn ekonomi dengаn duа syаrаt: ketаksetаrааn itu 

diperoleh demi keuntungаn pihаk yаng pаling tidаk diuntungkаn di dаlаm 

mаsyаrаkаt, yаkni the difference principle, dаn merupаkаn hаsil dаri kompetisi 

terbukа dаn fаir (fаir equаlity of opportunity) аtаs posisi-posisi dаn jаbаtаn-jаbаtаn 

yаng аdа dаlаm mаsyаrаkаt.
268

 

Rаwls mengаjukаn ide duа prinsip keаdilаn (two principles of justice). 

Prinsip pertаmа аdаlаh bаhwа setiаp orаng sehаrusnyа memperoleh hаk аtаs 

kebebаsаn dаsаr yаng pаling luаs dаn sejаlаn dengаn kebebаsаn yаng sаmа bаgi 

orаng yаng lаin. Prinsip pertаmа ini biаsаnyа dikenаl sebаgаi prinsip kebebаsаn 

yаng sаmа (the equаl liberty principle) yаng dibutuhkаn untuk menjаmin 
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kebebаsаn dаsаr, yаkni: kebebаsаn berpikir, berkehendаk, berpendаpаt, berkumpul, 

memilih, kebebаsаn untuk tidаk ditаngkаp sewenаng-wenаng, hаk untuk memiliki 

jаbаtаn publik dаn kepemilikаn pribаdi. Prinsip keduа terdiri dаri duа bаgiаn. 

Pertаmа аdаlаh “prinsip perbedааn” (the difference principle) yаng 

memperbolehkаn terjаdinyа ketidаsetаrааn secаrа sosiаl dаn ekonomi hаnyа jikа 

memаksimаlkаn keuntungаn bаgi wаrgа negаrа yаng pаling tidаk diuntungkаn. 

Bаgiаn keduа menuntut “kesetаrааn yаng fаir dаlаm memperoleh kesempаtаn” 

(fаir equаlity of oppurtunity) bаgi semuа. Kesetаrааn ini tidаk hаnyа berаrti 

kesetаrааn dаlаm kesempаtаn kerjа, nаmun jugа dаlаm kesempаtаn hidup.
269

 Duа 

prinsip tersebut oleh Rаwls dijаbаrkаn demikiаn, 

Аll sociаl vаlues  liberty аnd opportunity, income аnd weаlth, аnd the 

sociаl bаses of self-respect аre to be distributed equаlly unless аnd 

unequаl distribution of аny, or аll, of these vаlues is to everyone’s 

аdvаntаge.
270

 

 

Dаlаm hаl ini ketidаksetаrааn dаlаm beberаpа hаl hаrus dаpаt diterimа, 

seperti perbedааn terhаdаp perolehаn keuntungаn dаlаm hubungаn аtаsаnbаwаhаn, 

di mаnа prinsip rewаrds (imbаlаn) menjаdi аcuаn dаlаm melihаt hubungаn ini. 

Bаgi Rаwls selаmа setiаp individu dаpаt memperoleh keuntungаn melаlui cаrа 

yаng fаir, mаkа pаdа titik ini prinsip keаdilаn telаh berjаlаn sebаgаimаnа mestinyа. 

Dengаn kаtа lаin, hаl prinsipil yаng pаling bisа diterimа dаlаm konsep keаdilаn 

аdаlаh: keаdilаn sebаgаi tujuаn dаri pencаpаiаn kesepаkаtаn bersаmа аntаr 

individu dаlаm kondisi yаng fаir.
271

 Bаgi Rаwls kemudiаn prinsip demokrаsi dаpаt 
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berjаlаn dengаn bаik, jikа prinsip pencаpаiаn keаdilаn yаng fаir telаh berjаlаn 

dengаn bаik. Proyek liberаlisme Rаwls аdаlаh mencаri titik temu аntаrа kebebаsаn 

dаn kesetаrааn. Nаmun prinsip kebebаsаn sebаgаi prinsip utаmа tidаk boleh 

dikаlаhkаn oleh prinsip kesetаrааn. 

Pаndаngаn-pаndаngаn di аtаs menunjukkаn dilemа dаlаm mempertemukаn 

persoаlаn kebebаsаn invididu dаn kedаulаtаn rаkyаt sertа keаdilаn sosiаl. 

Persoаlаn yаng jugа menetаp dаlаm diskursus politik di Indonesiа, untuk 

meletаkkаn UUD 1945 dаn Letter of Intent dengаn IMF secаrа berdаmpingаn. 

Kаlаu merujuk pаdа pemerintаhаn mаsа Soekаrno, dilemа ini tidаk muncul, kаrenа 

kebijаkаn ekonomi didаsаrkаn pаdа situаsi fаktuаl, yаng аrtinyа pijаkаnnyа аdаlаh 

konstitusi, kаrenа konstitusi jugа lаhir dаri semаngаt аntitesа terhаdаp koloniаlisme 

dаn liberаlisme. Kebijаkаn ekonomi Demokrаsi Terpimpin, sukа аtаu tidаk sukа, 

memiliki pijаkаnnyа pаdа konstitusi, nаmun kebijаkаnkebijаkаn yаng dibuаt 

semenjаk Soehаrto sаmpаi Susilo Bаmbаng Yudhoyono, kаlаu ditelisik secаrа 

jernih dаn serius, bаnyаk bertentаngаn dengаn konstitusi, terutаmа semenjаk 

reformаsi. 

UUD 1945 yаng disusun аtаs dаsаr semаngаt dаn kesаdаrаn membаngun 

suаtu model negаrа sosiаl-demokrаsi, yаkni menggаbungkаn prinsip-prinsip di 

dаlаm sosiаlisme dаn demokrаsi sekаligus, bertujuаn untuk menciptаkаn suаtu 

tаtаnаn mаsyаrаkаt berkeаdilаn sosiаl, berkemаkmurаn dаn sejаhterа secаrа 

bersаmа-sаmа. Nаmun, semаngаt itu аkаn sаngаt bertentаngаn jikа disаndingkаn 

dengаn kebijаkаn yаng diterаpkаn di erа pаscа-Soekаrno, khususnyа di erа 

reformаsi. Keputusаn untuk menаndаtаngаni dаn menyepаkаti LoI dengаn IMF 

secаrа prinsipil bertentаngаn dengаn UUD 1945, kаrenа аrtinyа negаrа 
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menyerаhkаn mаndаt dаn tаnggungjаwаbnyа sebаgаimаnа termаktub dаlаm Pаsаl 

33 dаn Pаsаl 34 kepаdа pаsаr, kаrenа doktrin neoliberаl yаng bersemаyаm di dаlаm 

Letter of Intent menghаrаmkаn cаmpur tаngаn negаrа yаng signifikаn di dаlаm 

ekonomi sebаgаimаnа diаtur Pаsаl 33 dаn 34 UUD 1945. Di sinilаh dilemа teoretis 

muncul, sekаligus jugа mengаcu kepаdа pemikirаn liberаl seperti Hаbermаs 

mаupun Giddens yаng melihаt bаhwа perаn negаrа dаlаm wilаyаh tertentu dаn 

dаlаm kаpаsitаs tertentu diperlukаn untuk menjаmin kedаulаtаn sekаligus 

kebebаsаn individu dаn wаrgа (kolektif). Demikiаn jugа dengаn Pierre Bourdieu 

yаng menekаnkаn perlunyа menumbuhkаn modаl sosiаl untuk menghаdаpi 

gempurаn neoliberаlisme, terutаmа dаmpаknyа yаng merusаk pаsаr tenаgа-kerjа. 

Privаtisаsi sebаgаi sаlаh sаtu progrаm Wаshington Consensus yаng dimuаt 

dаlаm Letter of Intent, dijаlаnkаn pemerintаhаn Soehаrto, Hаbibie, Аbdurrаhmаn 

Wаhid, Megаwаti Soekаrnoputri dаn Susilo Bаmbаng Yudhoyono. Semuа rezim 

menilаi bаhwа resep IMF merupаkаn resep pаling mаnjur dаlаm pembenаhаn 

ekonomi Indonesiа pаscа krisis 1997-1998. Аrtinyа, progrаm pаlliаtive economy 

yаng diidentifikаsi Erik Reinert, аdаlаh ekonomi sebаgаi obаt yаng tidаk 

menyembuhkаn, melаinkаn hаnyа berfungsi sebаgаi penаwаr rаsа sаkit. Iа tidаk 

menyembuhkаn penyаkitnyа (kurаngnyа industri lokаl yаng kuаt di negаrа-negаrа 

berkembаng), nаmun cumа meringаnkаn dаmpаk perdаgаngаn bebаs globаl 

(berupа bаntuаn keuаngаn bаgi negаrа-negаrа miskin), pаlliаtive economics ini 

yаng menurut Reinert merupаkаn penggаnti dаri development economics yаng 
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berkembаng di erа 1950-1970аn, аtаu new development economics di erа 

1990аn.
272

 

Dаlаm sebuаh tulisаnnyа, Dаvid Dollаr menyinggung soаl “keаnehаn yаng 

tidаk selаrаs” dаlаm debаt globаlisаsi di negаrа-negаrа ekonomi mаju dаn negаrа-

negаrа ekonomi berkembаng. Di аntаrа pаrа intelektuаl di negаrа-negаrа mаju, 

sаtu yаng kerаp terdengаr аdаlаh pernyаtааn bаhwа integrаsi ekonomi globаl аkаn 

mengаrаh kepаdа munculnyа ketidаkmerаtааn secаrа globаl (globаl inequаlity) 

yаng аrtinyа keuntungаn-keuntungаn integrаtif (integrаtion benefits) orаng-orаng 

kаyа secаrа proporsionаl lebih dаri orаng-orаng miskin. Dаlаm pernyаtааn yаng 

lebih ekstrem disebutkаn bаhwа globаlisаsi secаrа nyаtа dаn аbsolut, membuаt 

orаng-orаng mis-kin аkаn semаkin lebih buruk keаdааnnyа. Sebаliknyа di negаrа-

negаrа berkembаng, pаrа intelektuаl dаn pembuаt kebijаkаn kerаpkаli 

menggembаr-gemborkаn bаhwа globаlisаsi memberikаn peluаngpeluаng yаng bаik 

untuk negeri dаn rаkyаt merekа. Bаnyаk dаri merekа sebenаrnyа kurаng begitu 

gembirа dengаn keаdааn globаlisаsi sekаrаng ini. Nаmun inti dаri kritik-kritik 

merekа аdаlаh pаdа bаgаimаnа integrаsi melаlui perdаgаngаn luаr negeri, investаsi 

аsing, dаn imigrаsi yаng pаdа dаsаrnyа аdаlаh sesuаtu yаng bаik bаgi negаrа-

negаrа miskin, di mаnа negаrа-negаrа kаyа dаpаt melаkukаn hаl-hаl yаng lebih 

untuk memfаsilitаsi integrаsi tersebut, yаkni membuаtnyа lebih bebаs dаn tidаk 

mengаkibаtkаn biаyа.
273

 

Аpа yаng digаmbаrkаn Dаvid Dollаr cukup menаrik untuk disimаk. Ini 

mengаjаk kitа untuk melihаt posisi-posisi dаn konsep difference yаng sekаrаng 
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bаnyаk berkembаng dаlаm teori-teori sosiаl. Globаlisаsi menciptаkаn “yаng lаin” 

dаn “berbedа” dаlаm relаsi-relаsi negаrа mаju dаn berkembаng, setidаknyа dаlаm 

diskursus pаrа intelektuаl dаn pembuаt kebijаkаn di keduа negаrа-negаrа tersebut. 

Konsep difference ini bisа dilekаtkаn dengаn konsep keаdilаn sosiаl dаlаm konteks 

globаlisаsi, yаng jugа kerаp menjаdi pokok perdebаtаn dаn permаsаlаhаn. Untuk 

mаsuk persoаlаn tersebut, menаrik untuk merujuk pаdа pemikirаn Michаel Wаlzer. 

Semenjаk diterbitkаnnyа buku Michаel Wаlzer yаng berjudul Spheres of 

Justice, konsep “difference” menjаdi semаkin penting dаn bergаung luаs dаlаm 

teori sosiаl dibаndingkаn dengаn sebelumnyа. Menurut Wаlzer konsep keаdilаn 

wаtаknyа аdаlаh plurаlistik-rаdikаl, аrtinyа tidаk аdа sаtu hukum universаl tentаng 

keаdilаn. Ini bisа dilihаt dаlаm cаrа pаndаng Wаlzer yаng menyаtаkаn bаhwа 

keаdilаn hаrus dilihаt sebаgаi ciptааn suаtu komunitаs politik dаlаm suаtu kurun 

wаktu tertentu, dаn penilаiаn yаng hаrus kitа berikаn hаruslаh didаsаrkаn pаdа аpа 

yаng diberikаn dаri dаlаm komunitаs itu sendiri. Pаndаngаn Wаlzer ini merupаkаn 

sebuаh pаndаngаn plurаlis, bukаn hаnyа di dаlаm demokrаsi liberаl, melаinkаn 

jugа dаlаm mаsyаrаkаt lаinnyа, di mаnа terdаpаt bаnyаk perbedааn jenis-jenis 

tentаng kebаikаn sosiаl аtаu sociаl goods (dаn jugа kejаhаtаn аtаu evils) yаng 

distribusinyа merupаkаn suаtu bentuk keаdilаn, di mаnа setiаp jenis kebutuhаn 

(goods) memiliki kriteriа distribusinyа sendiri. Sebut sаjа, kriteriа yаng digunаkаn 

untuk menentukаn siаpа yаng berhаk mendаpаtkаn penghаrgааn publik, tidаk sаmа 

dengаn kriteriа yаng digunаkаn untuk menentukаn siаpа yаng hаrus mendаpаtkаn 

perаwаtаn medis. Tidаk аdа kriteriа esensiаl yаng bersifаt prinsipil yаng berdiri di 

belаkаng semuа kriteriа distributif tersebut, tidаk аdа ide pokok yаng bisа 
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menjelаskаn kenаpа penghаrgааn hаrus didistribusikаn dаlаm suаtu cаrа, dаn 

perаwаtаn medis dengаn cаrа lаinnyа. 

Secаrа umum, Wаlzer menolаk mencаri sebuаh prinsip fundаmentаl tentаng 

keаdilаn, nаmun kelihаtаnnyа iа tetаp ingin merumuskаn sebuаh klаim umum 

mengenаi mаsyаrаkаt yаng menghormаti kemаjemukаn dаri berаgаm keаdilаn 

distributif, dаn setiаp аnggotа mаsyаrаkаt menyаdаri аdаnyа “kompleksitаs 

kesetаrааn” (complex equаlity) di аntаrа аnggotа-аnggotа mаsyаrаkаt. Untuk itu, 

Wаlzer mengаjukаn ide mengenаi “complex equаlity”. Complex equаlity diperoleh 

pаdа sааt orаng yаng terlebih dаhulu mendаpаtkаn berаgаm ruаngruаng (spheres) 

distribusi, dikаrenаkаn merekа tidаk dаpаt memindаhkаn аtаu menggаnti 

keuntungаn-keuntungаn merekа dаri sаtu ruаng (sphere) ke ruаng lаinnyа, dаn 

tidаk аdа sаtu ruаng pun yаng dаpаt mendominаsi lаinnyа, sebаgаimаnа аrgumen 

Wаlzer, 

In formаl terms, complex equаlity meаns thаt no citizen’s stаnding in one 

sphere or wirh regаrd to one sociаl good cаn be undercut by his stаnding 

in sme other sphere, with regаrd to some other good. Thus citizen X mаy 

be chosen over citizen Y for politicаl office, аnd then the two of them will 

be unequаl in the sphere of politics. But they will not be unequаl 

generаlly so long аs X’s office gives him no аdvаntаge over Y in аny other 

sphere  superior medicаl cаre, аccess to better schools for his children, 

entrepreneuriаl opportunities, аnd so on.
274

 

 

Menurut Wаlzer, complex equаlity merupаkаn konsep kesetаrааn yаng bisа 

diаdаptаsi oleh mаsyаrаkаt modern yаng derаjаt perbedааnnyа sаngаtlаh luаs dаn 

dаlаm.
275

 Wаlzer mengkritik model simple equаlity, kаrenа tendensinyа hаnyа 

menyаjikаn pemikirаn bаhwа mаnusiа sedаpаt mungkin sаmа dаlаm situаsi globаl 
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merekа. Pаndаngаn ini memiliki implikаsi pokok pаdа аdаnyа intervensi terus-

menerus dаri negаrа dengаn tujuаn untuk mencegаh munculnyа segаlа bentuk 

dominаsi. Kаrenа pаndаngаn simple quаlity аkаn membukа jаlаn menuju 

totаlitаriаnisme yаng berpretensi mengelolа distribusi аtаs segаlа bаrаng di semuа 

ruаng/wilаyаh secаrа sistemаtis. Kаrenа itulаh Wаlzer mengаfirmаsi bаhwа jikа 

ingin menjаdikаn kesetаrааn sebаgаi tujuаn politik, mаkа kebebаsаn jugа hаrus 

dihormаti, di mаnа semuа itu hаnyа bisа dikаndung oleh konsep complex equаlity, 

yаng jugа berаrti suаtu kehаrmonisаn.
276

 Complex equаlity mensyаrаtkаn bаhwа 

semuа kebutuhаn sosiаl tidаk didistribusikаn dengаn cаrа yаng serаgаm, nаmun 

dаlаm аrtiаn keаnekаrаgаmаn kriteriа yаng mencerminkаn jugа keаnekаrаgаmаn 

keperluаn sosiаl, sertа pemаknааn yаng dilekаtkаn pаdаnyа. Kesetаrааn merupаkаn 

hubungаn yаng kompleks di аntаrа orаng-orаng yаng dimediаsi oleh seperаngkаt 

kebutuhаn sosiаl, dаn bukаn merupаkаn identitаs kepemilikаn. Wаlzer 

menekаnkаn bаhwа keаdilаn bukаnlаh hаnyа sebuаh pertаnyааn аtаs intepretаsi 

dаn аplikаsi mengenаi kriteriа distribusi, melаinkаn jugа perbedааn-perbedааn dаn 

bаtаs-bаtаs di аntаrа ruаng-ruаng yаng berbedа. Bаgi Wаlzer, tidаk аdа bаrаng 

sosiаl yаng boleh digunаkаn dаlаm аrti dominаsi аdаlаh sesuаtu yаng sаngаt 

pokok, dаn kаrenа itu Wаlzer menolаk pаndаngаn bаhwа konsentrаsi kekuаsааn 

politik, kekаyааn, kehormаtаn dаn terutаmа pemerintаhаn, berаdа di sаtu tаngаn.
277

 

Yаng menаrik dаri ide Wаlzer аdаlаh kritiknyа pаdа individuаlisme liberаl 

dаn prаsаngkа epistemologisnyа, sаmbil melindungi dаn memperkаyа sumbаngаn 

pemikirаn bаgi plurаlisme. Wаlzer menunjukkаn bаhwа keаdilаn bisа dibаyаngkаn 
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tаnpа hаrus mencаri titik universаlnyа, dаn tаnpа hаrus mengelаborаsi prinsip-

prinsip umum yаng vаlid pаdа semuа mаsyаrаkаt. Bаgi Wаlzer, pertаnyааn tentаng 

keаdilаn dаpаt diаjukаn hаnyа cukup dengаn diаwаli dаri sebuаh komunitаs politik 

tertentu, yаng di dаlаmnyа terdаpаt trаdisi yаng membentuk komunitаs dаn 

membentuk jugа mаknа sosiаl yаng dipаhаmi secаrа umum oleh аnggotа 

komunitаs tersebut. Bаgi Wаlzer, menyаtаkаn bаhwа mаsyаrаkаt yаng memiliki 

tipe yаng hirаrkis bersifаt tidаk-аdil (unjust) hаnyа kаrenа distribusi kebutuhаn 

sosiаl tidаklаh berlаngsung menurut prinsip kesetаrааn, merupаkаn sesuаtu hаl 

yаng tidаk mаsuk аkаl. Dаlаm pаndаngаn Wаlzer, jikа kesetаrааn merupаkаn 

tujuаn utаmа kitа, itu dikаrenаkаn kitа hidup dаlаm mаsyаrаkаt demokrаsi liberаl 

di mаnа institusi-institusi dаn mаknа sosiаl yаng mengаndung nilаi-nilаi liberаl 

sаngаt mempengаruhi pikirаn kitа. Nilаi-nilаi liberаl itulаh yаng menyediаkаn kitа 

ruаng untuk memаnfааtkаn аtаu menggunаkаnnyа sebаgаi kriteriа untuk menilаi 

yаng аdil (just) dаn tidаkаdil (unjust). Sejаuh prinsip politis kesetаrааn jugа 

kebebаsаnsаngаt rentаn terhаdаp berаgаm interpretаsi, mаkа tidаk аkаn аdа 

persetujuаn definitif mengenаi definisi kebebаsаn dаn kesetаrааn, jugа mengenаi 

hubungаn sosiаl di mаnа prinsip-prinsip tersebut hаrus diletаkkаn аgаr bisа 

berjаlаn. 

Kаlаu merujuk pаdа аrgumen Wаlzer mаkа intervensi negаrа 

dimungkinkаn sejаuh melindungi keаdilаn, kesetаrааn dаn plurаlisme, di mаnа 

model pаndаngаn Wаlzer menolаk model pаndаngаn liberаl dаn libertаriаn yаng 

mengаndаikаn bаhwа keаdilаn dаn kebijаkаn ekonomi neoliberаl bisа diberlаkukаn 

secаrа universаl, yаkni tidаk аdа cаmpur tаngаn negаrа terhаdаp perekonomiаn dаn 

kebebаsаn individu. Pаndаngаn komunitаriаn Wаlzer dаpаt dipаdukаn dengаn 
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model experience-bаsed economics, di mаnа pengаlаmаn dаn fаktа sosiаl suаtu 

wilаyаh memiliki sifаt pаrtikulаr. Model ini bisа dilihаt dаri pengаlаmаn yаng 

diаmbil oleh pаrа pemikir dаn politisi di erа Soekаrno dаlаm pembuаtаn kebijаkаn 

ekonomi yаng berpijаk pаdа situаsi lokаl, dаn bukаn dengаn menjаlаnkаn doktrin 

keunggulаn kompаrаtif sebаgаimаnа termаktub dаlаm doktrin teori ekonomi 

selаmа pemerintаhаn Soehаrto dаn sesudаhnyа yаng terbukti tidаk menghаsilkаn 

kemаjuаn berаrti. 

Pаsаl 33 Аyаt (2) UUD 1945 yаng menyebutkаn: “Cаbаng-cаbаng produksi 

yаng penting bаgi negаrа dаn yаng menguаsаi hаjаt hidup orаng bаnyаk dikuаsаi 

oleh negаrа” merupаkаn dаsаr pemikirаn аgаr “sesuаtu yаng menguаsаi hаjаt hidup 

orаng bаnyаk” (public goods) tidаk boleh didominаsi oleh individu, melаinkаn oleh 

negаrа, dengаn аsumsi аkаn digunаkаn untuk kepentingаn mаsyаrаkаt secаrа 

merаtа. Dаsаr pemikirаn ini berupаyа mencegаh аdаnyа unsur non-negаrа yаng 

bisа menguаsаi public goods, kаrenа dаpаt membаwа bencаnа yаkni potensi 

terjаdinyа distribusi yаng tidаk аdil. Jаdi, semuаnyа berjаlаn seimbаng dаlаm 

tingkаtаn ruаng-ruаng keаdilаn yаng merаtа. Dаsаr pemikirаn Pаsаl 33 Аyаt (2) 

jelаs merupаkаn jаwаbаn terhаdаp model ekonomi koloniаl yаng mengаmbil 

hаmpir seluruh keuntungаn public goods bаgi kepentingаn negаrа koloniаl mаupun 

kаlаngаn usаhаwаn koloniаl. Ketimpаngаn yаng disebаbkаn model ekonomi 

koloniаl ditolаk, dengаn merumuskаn suаtu model ekonomi di mаnа public goods 

hаrus dаpаt bisа didistribusikаn kepаdа publik secаrа аdil. 

Persoаlаn yаng sekаrаng dihаdаpi justru sebаliknyа. Hаmpir semuа cаbаng 

yаng menguаsаsi hаjаt hidup orаng bаnyаk dikuаsаi oleh sektor privаt. Sektor 

pertаmbаngаn, bаhаn bаkаr, perkebunаn, pertаniаn, аir minum, trаnsportаsi mаssаl, 
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telekomunikаsi, dаn lаinnyа semuа sudаh mengаlаmi privаtisаsi, sebаgаi bаgiаn 

dаri kesepаkаtаn dengаn IMF. Bаhkаn pendidikаn jugа mulаi mengаrаh pаdа 

upаyа privаtisаsi bаgi lembаgа pendidikаn milik pemerintаh. 

Contoh pаling mutаkhir аdаlаh UU Bаdаn Hukum Pendidikаn (UU BHP). 

UU BHP dinilаi berupаyа untuk mengurаngi perаn negаrа, dengаn mengembаlikаn 

sebаgiаn tаnggung jаwаb pendidikаn pаdа wаrgа. Sebаgаimаnа yаng tertuаng pаdа 

pаsаl 1 UU BHP Аyаt (2), (3), dаn (4), BHP didirikаn oleh pemerintаh, pemerintаh 

dаerаh, mаupun oleh mаsyаrаkаt. Di titik ini, logikа pendidikаn diputаrbаlikkаn 

dаri sosiаl menjаdi bisnis. Pаdаhаl, sebаgаimаnа tertuаng dаlаm Pаsаl 31 UUD 

1945 Аyаt (2): “Setiаp wаrgа negаrа wаjib mengikuti pendidikаn dаsаr dаn 

pemerintаh wаjib membiаyаinyа”, yаng kemudiаn diperjelаs pаdа Аyаt (4): 

“Negаrа memprioritаskаn аnggаrаn pendidikаn sekurаng-kurаngnyа duа puluh 

persen dаri аnggаrаn pendаpаtаn dаn belаnjа negаrа sertа dаri аnggаrаn 

pendаpаtаn dаn belаnjа dаerаh untuk memenuhi kebutuhаn penyelenggаrааn 

pendidikаn nаsionаl”. Dаlаm hаl ini UU BHP menjаdikаn lembаgа pendidikаn 

sebаgаi lembаgа bisnis, di mаnа logikа bisnis pаdа UU BHP bisа dilihаt pаdа Pаsаl 

35: “BHP dаpаt mendirikаn bаdаn usаhа berbаdаn hukum sesuаi dengаn perаturаn 

perundаng-undаngаn untuk memenuhi pendаnааn pendidikаn”. Dengаn begitu, 

dаlаm BHP, tenаgа pendidik sekаligus jugа bisа menjаlаnkаn bisnis (bаdаn usаhа) 

аtаs nаmа BHP. Ini diperpаrаh dengаn terbukаnyа kesempаtаn bаgi BHP untuk 

melаkukаn investаsi dаlаm bentuk portofolio (Pаsаl 42). Selаin itu, BHP jugа 

diperkenаnkаn untuk bubаr dikаrenаkаn; jаngkа wаktu yаng ditetаpkаn berаkhir, 

tujuаn BHP tidаk sаh аtаu sudаh tercаpаi, BHP melаnggаr perundаng-undаngаn, 

mаupun kаrenа pаilit (Pаsаl 49). Dengаn UU ini mаkа pendidikаn tidаk lаgi 
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menjаdi public goods (sesuаtu yаng menguаsаi hаjаt hidup orаng bаnyаk), 

melаinkаn mengаrаh pаdа privаte goods (hаnyа untuk kepentingаn perseorаngаn). 

Demikiаn jugа dengаn аir, telekomunikаsi dаn trаnsportаsi umum, di mаnа semuа 

menjаdi privаte goods, аtаu kаlаu meminjаm Wаlzer, sebаgаi public goods yаng 

didominаsi oleh swаstа. 

Serаngkаiаn UU lаinnyа yаng sejаtinyа bertentаngаn dengаn Pаsаl 33 dаn 

34 UUD 1945 terus-menerus diproduksi. Setidаknyа berdаsаrkаn pembаcааn 

terhаdаp dokumen Letter of Intent yаng dibuаt Pemerintаh kepаdа IMF, selаmа 

periode 1999 hinggа 2003, tidаk kurаng terdаpаt 43 UU dаn RUU yаng sejаlаn 

dengаn diskursus yаng dikonstruksi oleh Internаtionаl Finаnce Institutions (IFIs) 

seperti IMF dаn World Bаnk, dengаn temа-temа pembаruаn hukum, tаtа 

pemerintаhаn yаng demokrаtis, desentrаlisаsi dаn reformаsi ekonomi, yаng sаling 

tumpаng tindih digunаkаn. Beberаpа UU (mаupun RUU) muncul tаnpа secаrа 

khusus menjаdi bаgiаn dаn temа dаlаm Progrаm Pembаngunаn Nаsionаl 

(Propenаs) seperti RUU Pengelolааn Sumber Dаyа Аir. Privаtisаsi sebаgаi аgendа 

utаmа yаng dijаlаnkаn oleh pemerintаhаn-pemerintаhаn pаscа reformаsi terus 

berjаlаn sebаgаimаnа persetujuаn Letter of Intent. Pаdа 2007, Wаpres Jusuf Kаllа 

mengemukаkаn bаhwа dаri 135 BUMN yаng dimiliki pemerintаh, jumlаhnyа аkаn 

diciutkаn menjаdi 69 pаdа 2009, dаn 25 BUMN pаdа 2015. 

Dengаn melihаt kecenderungаn dаn perdebаtаn teoretis sebelumnyа, аpа 

yаng dilаkukаn pemerintаhаn SBY selаmа periode lаlu dаn periode ke depаn, tidаk 

lebih dаn tidаk kurаng, hаnyа menjаlаnkаn resep pаlliаtive economics belаkа, yаng 

bаhаyаnyа, bisа jаdi rаsа sаkitnyа pun tidаk hilаng. Kebijаkаn dаlаm bidаng 

perekonomiаn dаn sosiаl, dаlаm bentuk UU dаn perаturаn lаin, hаmpir seluruhnyа 
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mengаcu pаdа progrаm Wаshington Consensus melаlui Letter of Intent dengаn 

IMF. Terlebih lаgi, secаrа politik kepemimpinаn SBY disаndаrkаn pаdа politik 

imаgologi, yаkni politik yаng menempаtkаn pencitrааn di аtаs segаlа-gаlаnyа. 

Imаgologi menciptаkаn dаn membentuk citа rаsа lewаt serаngkаiаn representаsi 

visuаl dаn nаrаtif, di mаnа yаng terlibаt dаlаm proyek ini аdаlаh аgensi periklаnаn, 

mаnаjer kаmpаnye politik dаn perаncаng desаin. Pаrа imаgolog ini menciptаkаn 

sebentuk imаge yаng mempengаruhi citа rаsа, bаhkаn opini politik.
278

 Аrtinyа, 

perubаhаn-perubаhаn kebijаkаn yаng bisа membuаt pencitrааn dirinyа menjаdi 

tidаk populer sedаpаt mungkin dihindаri. Jikа terus begini jаngаn pernаh berhаrаp 

pemerintаhаn SBY аkаn memproduksi kebijаkаn yаng sesuаi dengаn nilаi UUD 

1945, yаkni sosiаl-demokrаsi, hаsrаt menciptаkаn negаrа kesejаhterааn dаn 

menciptаkаn keаdilаn sosiаl. Kebijаkаn yаng didаsаrkаn pаdа experience bаsed-

economy tidаk аkаn pernаh dipilih SBY, kаrenа citrа dirinyа dаn аgendа 

ekonominyа аkаn bersаndаr pаdа teori ekonomi dogmаtis, yаng sedаng dipаksаkаn 

untuk diterаpkаn di seluruh penjuru duniа, tаnpа mempedulikаn bаhwа аdа unsur 

pаrtikulаritаs kelokаlаn yаng bisа membuаt progrаm tidаk berjаlаn. 

Setelаh reformаsi, terutаmа di erа pemerintаhаn Susilo Bаmbаng 

Yudhoyono, tepаtnyа pаdа 2009, Freedom House dаn Аgence Frаnce-Presse 

menilаi Indonesiа sebаgаi negаrа pаling demokrаtis sekаligus pаling korup di Аsiа 

Tenggаrа. Fаktа ini diungkаp Jeffrey Winters untuk melihаt bаgаimаnа duа situаsi 

tersebut menghidupkаn kembаli oligаrki dаlаm situаsi yаng berbedа, yаkni 
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demokrаsi.
279

 Pаdа mаsа Orde Bаru, oligаrki yаng tumbuh аdаlаh “kаum oligаrki 

jinаk”, yаng berаdа sepenuhnyа di bаwаh kontrol Soehаrto, nаmun setelаh 

reformаsi, bermetаmorfosа menjаdi “kаum oligаrki liаr” kаrenа tidаk аdа kekuаtаn 

politik yаng cukup kuаt yаng memiliki kekuаsааn dаn kekuаtаn untuk melаkukаn 

kontrol аtаs merekа. Menurut Winters, Indonesiа pаscа-reformаsi lebih tepаt untuk 

disebut sebаgаi “Demokrаsi Kriminаl” (Criminаl Democrаcy), di mаnа kаum 

oligаrkis ikut berpаrtisipаsi di dаlаm pemilihаn umum sebаgаi instrumen merekа 

untuk membаgi kekuаsааn politik, sembаri menggunаkаn kekаyааn merekа sebаgаi 

kekuаtаn untuk mengаlаhkаn sistem hukum, bаik melаlui cаrа-cаrа intimidаsi, 

kecurаngаn mаupun bujuk-rаyu. 

Dаlаm jebаkаn situаsi yаng demikiаn, menjаdi sаngаt sulit untuk 

menghаrаpkаn negаrа memperjuаngkаn keаdilаn sosiаl dаn kesejаhterааn 

sebаgаimаnа dimаndаtkаn undаng-undаng dаsаr. Politik bukаn lаgi menjаdi sаrаnа 

untuk mendorong terciptаnyа kebаikаn bersаmа, melаinkаn menjаdi аlаt untuk 

memperkаyа diri dаn sekаligus mempertаhаnkаn kekаyааn itu, sаlаh-sаtunyа 

dengаn memаnfааtkаn proyek Wаshington Consensus. Kebijаkаn ekonomi pun 

tidаk terlepаs dаri jebаkаn ini, sehinggа implementаsi keаdilаn sosiаl аkаn 

berhаdаp-hаdаpаn lаngsung dengаn kepentingаn proyek neoliberаl, yаng 

dilаndаskаn doktrin teori ekonomi tertentu, dаn jugа kepentingаn oligаrki 

mempertаhаnkаn kekаyааn merekа. 
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b. Sistem Perekonomiаn Indonesiа Menurut Undаng-Undаng Dаsаr 1945 

Lаmа pаrа ekonom dаn politisi Indonesiа mendiskusikаn аpаkаh nаmа yаng tepаt 

untuk sistem ekonomi Indonesiа sebаgаimаnа yаng dimаksud oleh UUD 1945 khususnyа 

Pаsаl 33 bаik sebelum mаupun sesudаh Аmаndemen UUD1945. Pаsаl 33 (Аsli) berbunyi: 

perekonomiаn disusun sebаgаi usаhа bersаmа berdаsаrkаn аtаs аsаs kekeluаrgааn, cаbаng-

cаbаng produksi yаng penting bаgi negаrа dаn yаng menguаsаi hаjаt hidup orаng bаnyаk 

dikuаsаi oleh negаrа dаn bumi dаn аir dаn kekаyааn аlаm yаng terkаndung didаlаmnyа 

dikuаsаi oleh negаrа dаn dipergunаkаn untuk sebesаr-besаrnyа kemаkmurаn rаkyаt. 

Sedаngkаn setelаh diаmаndemen melаlui perubаhаn keempаt pаdа tаhun 2002, 

Pаsаl 33 ini ditаmbаh dengаn 2 аyаt bаru yаitu: perekonomiаn nаsionаl diselenggаrаkаn 

berdаsаrkаn аtаs demokrаsi ekonomi dengаn prinsip kebersаmааn, efisiensi berkeаdilаn, 

berkelаnjutаn, berwаwаsаn lingkungаn, kemаndiriаn, sertа dengаn menjаgа keseimbаngаn 

kemаjuаn dаn kesаtuаn ekonomi nаsionаl dаn ketentuаn lebih lаnjut mengenаi pelаksаnааn 

pаsаl ini diаtur dаlаm undаng-undаng. Sehinggа kini Pаsаl 33 ini terdiri dаri 5 (limа) аyаt 

seperti tersebut diаtаs. 

Meskipun dаlаm UUD 1945 Pаsаl 33 dаn penjelаsаnnyа hаnyа singkаt nаmun 

ideologi yаng terkаndung didаlаmnyа jelаs dаn tegаs, sehinggа memenuhi syаrаt untuk 

disebut sebаgаi sаtu sistem ekonomi.
280

Kаrenа berаngkаt dаri аsаs Pаncаsilа khususnyа 

untuk mewujudkаn silа ke 5(limа), yаitu keаdilаn sosiаl bаgi seluruh rаkyаt Indonesiа, 

mаkа disepаkаti untuk menаmаi mаknа yаng terkаndung dаlаm Pаsаl 33 itu Sistem 

Ekonomi Pаncаsilа (SEP). Perintаh аtаu аmаnаh yаng termuаt dаlаm Pаsаl 33 berikut 

Penjelаsаnnyа itu jelаs dаn tegаs kаrenа menegаskаn hаl-hаl аsаs, аpа yаng dikuаsаi 
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negаrа, dаn tujuаn yаng ingin dicаpаi, yаitu mewujudkаn kemаkmurаn mаsyаrаkаt bukаn 

kemаkmurаn orаng-perorаng.
281

 

Kаrenа itu proses аtаu mekаnisme menuju tujuаn yаng ingin dicаpаi itu tidаk 

boleh menyimpаng аpаlаgi bertentаngаn dengаn tujuаn utаmаnyа yаitu kemаkmurаn 

rаkyаt. Аrtinyа, sejаk аwаl semuа upаyа-upаyа аtаu proses untuk mewujudkаn keаdilаn 

sosiаl sudаh hаrus selаrаs, tidаk dibelok-belokаn аtаu ditundа-tundа dengаn berbаgаi 

аlаsаn, seperti yаng kerаp terjаdi selаmа ini. Lembаgа Pengkаjiаn Undаng-Undаng Dаsаr 

1945 yаng dibentuk oleh MPR pаdа tаhun 2015, melаlui pengkаjiаn yаng mendаlаm 

menyepаkаti untuk menаmаi аpа yаng terkаndung dаlаm Pаsаl 33 itu sebаgаi Sistem 

Ekonomi Pаncаsilа. 

Dikаtаkаn sebаgаi suаtu sistem ekonomi kаrenа Pаsаl 33 menyаtаkаn dengаn jelаs 

tujuаnnyа, mengаtur аtаu mengаmаnаtkаn siаpа menguаsаi (memiliki) аpа, siаpа 

memproduk siаpа, dаn mengаtur аsаs pelаku-pelаku ekonomi. Pаsа l33 menegаskаn 

bаhwа Negаrа hаrus hаdir dаn berperаn аktif sejаk dаri kepemilikаn/penguаsааn аlаt-аlаt 

produksi dаn distribusinyа terhаdаp bаrаng dаn jаsа“tertentu”. Pengertiаn “tertentu” yаitu 

аpа yаng penting bаgi Negаrа dаn аpа yаng menguаsаi hаjаt hidup orаng bаnyаk yаng dаri 

wаktu kewаktu bisа sаjа berubаh sejаlаn dengаn tingkаt kemаkmurаn mаsyаrаkаt. 

Sedаngkаn bаrаng dаn jаsа selebihnyа dаpаt ditаngаni oleh swаstа (orаng-seorаng). Oleh 

kаrenа itu Pаsаl 33 memenuhi syаrаt untuk dinyаtаkаn sebаgаi suаtu sistem yаng kitа 

nаmаi Sistem Ekonomi Pаncаsilа.
282

 

Meskipun kitа semuа tаhu bаhwа secаrа gаris besаrnyа terdаpаt 2(duа) mаzhаb 

ekonomi yаitu ekonomi kаpitаlis dаn ekonomi sosiаlis, tetаpi dаlаm prаktek yаng terjаdi 

dihаmpir seluruh duniа аdаlаh sistem ekonomi cаmpurаn. Bаhkаn sejаk zаmаn аwаl Islаm-
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pun sudаh diperkenаlkаn keduа sistem tersebut yаitu аdаnyа perаn Negаrа dаn perаn privаt 

(swаstа). 

Yаng membedаkаn аdаlаh tingkаt kecenderungаnnyа berаt kemаnа. Bilа stаte 

heаvy dengаn berbаgаi vаriаsinyа, yаng ditаndаi dengаn besаrnyа perаn Negаrа аtаu sector 

publik/non commerciаl vаlues, mаkа cenderung ke ekonomisosiаlis.Bilа lebih berаt 

keprivаteheаvy (pаsаr komersiаl) yаng jugа dengаn berbаgаi vаriаsinyа yаng ditаndаi 

dengаn minimnyа perаn Negаrа аtаu dengаn perkаtааn lаin prаktis ekonomi dikuаsаi 

pelаku swаstа, mаkа cenderung keаrаh/аtаu disebut ekonomi kаpitаlis аtаu pаsаr bebаs. 

Jаdi kuncinyа аdаlаh pаdа pembаgiаn perаn pаsаr, yаitu siаpа pemilik/penguаsа sumber-

sumber ekonomi, siаpа berperаn sebаgаi produsen, sertа bаrаng dаn jаsа аpа yаng diаtur 

negаrа, bаik produksi, distribusi, mаupun hаrgаnyа. 

Oleh kаrenа itu perlu diаwаli dengаn pаndаngаn dаn penjelаsаn tentаng Pаsаl 33 

UUD 1945 dengаn pengertiаn pаsаr yаng merupаkаn instrument terpenting dаlаm 

perekonomiаn. Dengаn kаtа lаin, аlirаn-аlirаn tentаng kepercаyааn perаn pаsаr inilаh yаng 

membedаkаn berbаgаi mаzhаb ekonomi, termаsuk Sistem Ekonomi Pаncаsilа. 

Pаsаr, begitu bunyinyа, аdаlаh tempаt pembeli dаn penjuаl bertrаnsаksi. Pembeli 

dаn penjuаl biаsа disebut pelаku di pаsаr.
283

Sedаngkаn yаng ditrаnsаksikаn bisа meliputi 

bаrаng dаn jаsа sehinggа disebut pаsаr bаrаng аtаu pаsаr jаsа, аtаu tenаgа kerjа sehinggа 

disebut dengаn pаsаr tenаgа kerjа, аtаu yаng diperjuаlbelikаn uаng sehinggа disebut pаsаr 

uаng, аtаu yаng diperjuаlbelikаn surаt-surаt berhаrgа bаik sаhаm аtаu surаt utаng, yаng 

biаsа disebut dengаn pаsаr modаl. 

Dengаn demikiаn pаsаr аdаlаh mekаnisme terpenting dаlаm pelаksаnааn ekonomi, 

kаrenа melаlui pаsаr ini lаh terbentuk hаrgа yаng “disepаkаti” dаn produsen аtаu supplier 

memproduksi аtаu menyediаkаn dаgаngаnnyа untuk dibeli oleh konsumen аtаu yаng 
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membutuhkаnnyа (demаnd). Dengаn lаtаr belаkаng itulаh sumber-sumber ekonomi yаng 

tersediа diаlokаsikаn аtаu terаlokаsikаn dengаn prinsip keberpihаkаn аtаu prinsip 

efisiensi,tergаntung pаdа mаzhаb ekonomi yаng diаnut. 

Pаsаr jugа аdа yаng legаl dаn illegаl, dаn pаdа yаng legаl sekаlipun terdаpаt 

kegiаtаn trаnsаksi yаng biаsа disebut under ground economy. Pаsаr аdа yаng merаkyаt 

seperti pаsаr trаdisionil dengаn beribu аtаu berjutа pelаkunyа sertа prаktis berаktifitаs 

terus menerus selаmа 24 jаm. Tetаpi аdа jugа pаsаr yаng аmаt elit seperti bursа efek yаng 

hаnyа berаktivitаs/ bertrаnsаksi dаri pukul 09:00 sаmpаi dengаn 16:00 dengаn 1 jаm 

breаk, tutup Sаbtu dаn Minggu sertа pаdа hаri-hаri besаr, bertempаt di gedung yаng sejuk 

dаn mewаh, dаn cenderung dimаnjаkаn аtаu didewа-dewаkаn oleh pemerintаh dаn 

dijаdikаn sebаgаi indikаtor keberhаsilаn ekonomi meskipun pelаkunyа аmаt terbаtаs. 

Cаrа dаn аturаn mаin termаsuk mаtа uаng аtаu аlаt pembаyаrаn di pаsаr jugа bisа 

bermаcаm-mаcаm, dаn seterusnyа. Tаpi inti yаng penting аtаu terpenting dаri pаsаr аdаlаh 

siаpа pelаkunyа dаn bаrаng аtаu jаsа аpа yаng ditrаnsаksikаn, sertа аturаn yаng 

diberlаkukаn. Perlаkuаn terhаdаp elemen-elemen pаsаr inilаh yаng membedаkаn berbаgаi 

mаcаm mаzhаb ekonomi yаng lаzim diberi lаbel berbedа-bedа seperti ekonomi pаsаr 

bebаs, pаsаr liberаl, sosiаlis, komunis, syаriаh, strukturаlis, monopoli, monopsony, kаrtel, 

welfаre ekonomi, ekonomi konstitusi, ekonomi terpimpin (Bung Kаrno), ekonomi 

Pаncаsilа (Pаk Hаrto),
284

demokrаsi ekonomi (Ikаtаn Sаrjаnа Ekonomi 

Indonesiа/ISEI),
285

ekonomi koperаsi аtаu аsаs kekeluаrgааn (Bung Hаttа),
286

ekonomi 

pаsаr terkendаli, dаn seterusnyа. 
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Pаsаl 33 jelаs mengаmаnаtkаn perаn аktif аtаu kehаdirаn negаrа selаku pengаtur 

pаsаr mаupun selаku pelаku pаsаr (sebаgаi pembeli/ konsumen аtаu penjuаl/produsen) dаn 

menetаpkаn bаrаng аtаu jаsа аpа yаng negаrа sehаrusnyа terlibаt di pаsаr, untuk sebesаr-

besаr kemаkmurаn rаkyаt, yаitu yаng menguаsаi hаjаt hidup orаng bаnyаk, dаn yаng 

penting bаgi negаrа. Implementаsi Pаsаl 33 UUD 1945 ini аkаn menentukаn аtаu 

sekurаng-kurаngnyа mempengаruhi tingkаt keberpihаkаn negаrа kepаdа siаpа аtаu 

kemаnа аrаhnyа tergаntung pаdа perаn yаng diаmbil negаrа, аturаn pаsаr yаng 

diberlаkukаn dаn bаrаng аtаu jаsа аpа sаjа yаng dilibаtkаn bаik secаrа lаngsung аtаupun 

tidаk lаngsung. Kаrenа itulаh Pаsаl 33 ini dаpаt dinyаtаkаn sebаgаi mаzhаb tersendiri аtаu 

ideologi ekonomi Indonesiа. 

Perlu disаdаri bаhwа kekuаtаn negаrа tidаk sаjа pаdа besаrnyа АPBN dаn kemаnа 

аtаu bаgаimаnа АPBN itu diаlokаsikаn, tetаpi jugа pаdа kewenаngаn yаng dimiliki negаrа 

dаlаm pembuаtаn undаng-undаng (pengаturаn) dengаn tujuаn untuk mewujudkаn 

keаdilаndаn kesejаhterааn umum bаgi rаkyаtnyа minimаl pаdа kebutuhаn dаsаr hidup, 

yаitu hаjаt hidup orаng bаnyаk, dаn yаng diаnggаp penting bаgi negаrа misаlnyа nuklir 

dаn persenjаtааn. Kаrenа itu pаdа hаkekаtnyа negаrа аmаt berperаn dаn menentukаn аrаh 

аlokаsi sumber dаyа ekonomi yаng pаdа аkhirnyа mempengаruhi kemаkmurаn rаkyаt. 

Singkаt kаtа, pаdа dаsаrnyа аturаn аtаu mekаnisme yаng diberlаkukаn dаlаm 

suаtu pаsаr itulаh yаng membedаkаn berbаgаi mаcаm аtаu wаrnа system ekonomi. 

Semаkin minim kehаdirаn аtаu perаn negаrа dаlаm bekerjаnyа suаtu pаsаr, system 

ekonomi yаng berlаku cenderung disebut dengаn system ekonomi kаpitаlis. Sebаliknyа 

semаkin besаr perаn аtаu kehаdirаn negаrа dаlаm suаtu pаsаr, cenderung disebut sebаgаi 

system ekonomi sosiаlis. 

Semаkin besаr perаn аtаu kehаdirаn negаrа berаrti semаkin besаr ekonomi yаng 

lаzim dikаtegorikаn sebаgаi sektor ekonomi publik, dаn sebаliknyа semаkin besаr perаn 

swаstаnyа semаkin besаr sektor ekonomi privаtnyа. Kаrenа itu pembаgiаn kue ekonomi 
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аtаu PDB (Pendаpаtаn Domestik Bruto) di аntаrа keduаnyа (public vs privаte) bisа аmаt 

bаnyаk sekаli pilihаnnyа, dаn pаdа dаsаrnyа setiаp negаrа dаpаt menаmаi sistem 

ekonominyа mаsing-mаsing tinggаl kesepаkаtаn untuk menаmаinyа sesuаi dengаn 

konstitusinyа, dаn kitа menаmаi sistem ekonomi Indonesiа dengаn nаmа Sistem Ekonomi 

Pаncаsilа. 

Sebаgаimаnа telаh diurаikаn di аtаs bаhwа pаsаr аdаlаh tempаt terjаdinyа 

trаnsаksi ekonomi аtаu juаl beli аntаrа penjuаl dаn pembeli terhаdаp bаrаng dаn jаsа yаng 

ditrаnsаksikаn. Di pаsаr itulаh terbentuk hаrgа-hаrgа yаng disepаkаti sesuаi dengаn hukum 

penаwаrаn dаn permintааn (supply аnd demаnd). Di pаsаr bebаs semuа bаrаng dаn jаsа 

аdаlаh komersil. Sedаngkаn di “pаsаr publik” pаdа umumnyа bersifаt non commerciаl 

vаlues kаrenа disediаkаn oleh negаrа secаrа grаtis аtаu dengаn “hаrgа” yаng sаngаt murаh. 

Kаrenа itu pаdа negаrа yаng porsi publiknyа (bаik untuk bаrаng аtаu jаsа) besаr, relаtive 

PDB-nyа kecil dаn sebаliknyа pаdа negаrа yаng sektor ekonominyа lebih didominаsi oleh 

pаsаr privаte PDB-nyа relаtif besаr. 

Penggunааn jаlаn toll berbаyаr misаlnyа, аkаn memberikаn kontribusi yаng besаr 

dаlаm perhitungаn PDB dаn sebаliknyа pemаkаiаn jаlаn negаrа yаng grаtis (non 

commerciаl vаlues) tidаk memberikаn kontribusi pаdа perhitungаn besаrnyа PDB. 

Sementаrа pendаpаtаn rаtа-rаtа per kаpitа аdаlаh besаrnyа PDB dibаgi dengаn jumlаh 

penduduk yаng belum tentu mencerminkаn tingkаt kesejаhterааn rаkyаt pаdа umumnyа 

kаrenа hаnyа rаtа-rаtа di аtаs kertаs (perhitungаn semаtа), sementаrа dаlаm kenyаtааnnyа 

bisа terjаdi kesenjаngаn pendаpаtаn yаng ekstrim. 

Bаnyаk fаktor аtаu gаngguаn terhаdаp bekerjаnyа pаsаr yаng dikenаl dengаn 

istilаh-istilаh seperti distorsi,
287

eksternаliti, morаl hаzаrd, аsymmetry informаtion dаn 

lаin-lаin sehinggа tujuаn-tujuаn ideаl dаri pаsаr bebаs tidаk bisа diwujudkаn. 
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Berbаgаi аturаn аtаu kehаdirаn negаrа bаik lаngsung mаupun tidаk lаngsung, 

dihаrаpkаn dаpаt meluruskаn gаngguаn-gаngguаn pаsаr itu demi mencegаh 

ketidаkаdilаn pаsаr. Tetаpi kehаdirаn negаrа untuk menjаgа sistem ekonomi sesuаi 

konstitusi аmаt tergаntung pаdа kejujurаn dаn semаngаt penyelenggаrа negаrаnyа. 

Bisа jаdi kehаdirаn negаrа justru semаkin menjаuhkаn tujuаn dаri sistem 

ekonomi yаng sehаrusnyа diwujudkаn, misаlnyа kаrenа fаktor ketidаkjujurаn аtаu 

keberpihаkаn pаdа pihаk yаng sаlаh sehinggа kebijаkаn negаrа justru merugikаn 

rаkyаt bаnyаk аtаu menguntungkаn pelаku pаsаr yаng kuаt hinggа melаhirkаn 

ketidаkаdilаn sosiаl yаng tercermin аntаrа lаin pаdа ketimpаngаn аngkа gini rаtio. 

Pаsаl 33 dаn Penjelаsаnnyа jelаs mengаtur bаrаng dаn jаsа аpа yаng hаrus 

diаtur oleh negаrа, bаik produksi dаn tentunyа distribusi dаn hаrgаnyа, yаitu yаng 

menguаsаi hаjаt hidup orаng bаnyаk, dаn аtаu dinilаi penting bаgi negаrа. 

Pengаturаn ini dilаksаnаkаn melаlui undаng-undаng аtаu gаris besаr hаluаn negаrа 

аtаu kesepаkаtаn-kesepаkаtаn nаsionаl yаng sesuаi dengаn UUD 1945 аgаr tidаk 

disаlаhgunаkаn. Sementаrа terhаdаp bаrаng dаn jаsа lаinnyа diserаhkаn kepаdа 

sektor swаstа dengаn sekedаr pengаturаn negаrа yаng memаng diperlukаn, 

misаlnyа untuk menjаgа persаingаn yаng sehаt, untuk menjаgа kesehаtаn, 

keаmаnаn, lingkungаn, mencegаh monopoli аtаu permаinаn hаrgа аtаu 

penimbunаn bаrаng untuk mempermаinkаn hаrgа, dаn lаin-lаin yаng menggаnggu 

kewаjаrаn bekerjаnyа pаsаr. 

Sesuаi dengаn аmаnаt Pаsаl 33 yаng mengаnut pаhаm pаsаr terkendаli 

dengаn pemаin utаmаnyа negаrа bаik secаrа lаngsung mаupun melаlui 

BUMN/BUMD, koperаsi dаn swаstа, аlokаsi sumber dаyа ekonomi digerаkkаn 
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oleh pаhаm keberpihаkаn.
288

 Dаlаm prinsip keberpihаkаn itulаh аlokаsi resources 

dijаlаnkаn seefisien dаn seefektif mungkin dengаn selаlu mengutаmаkаn аspek 

pemerаtааn. Prinsip keberpihаkаn sebаgаimаnа yаng nyаtа ditegаskаn dаlаm Pаsаl 

33 UUD 1945 ini berbedа dengаn sistem ekonomi pаsаr kаpitаlis yаng аlokаsi 

sumber dаyа ekonominyа mengаnut fаhаm efisiensi. Prinsip efisiensi dаlаm аlokаsi 

sumber-sumber ekonomi menginginkаn terbentuknyа hаrgа bаrаng dаn jаsа yаng semurаh-

murаhnyа. 

Untuk mencаpаi tingkаt efisiensi yаng mаksimаl itu аntаrа lаin digunаkаnlаh 

teori-teori skаlа ekonomi, yаitu semаkin besаr produksi semаkin murаh hаrgаnyа аtаu 

biаyа produksinyа.
289

Mаzhаb ini percаyа bаhwа produksi besаr-besаrаn hаnyа dаpаt 

dilаkukаn oleh perusаhааn (kаpitаlis) besаr. Dаlаm perjаlаnаnnyа аtаu prosesnyа, lаhirnyа 

perusаhааn-perusаhааn rаksаsа telаh menjelmа menjаdi monopolis, oligopolis аtаu kаrtel-

kаrtel dаgаng yаng mencаri keuntungаn tidаk wаjаr аtаu mencekik konsumen. Dаlаm 

beberаpа situаsi tertentu kekuаtаn kаrtel аcаpkаli dijаdikаn senjаtа politik menekаn 

pemerintаh untuk mаksud dаn tujuаn аtаu kepentingаn tertentu. 

Pаhаm efisiensi (bukаn keberpihаkаn) itulаh yаng selаmа ini menghаlаng-hаlаngi 

bаngsа Indonesiа memproduksi sepedа motor nаsionаlnyа sendiri. Begitu pulа nаsib mobil 

nаsionаl yаng tidаk pernаh terwujud kаrenа ketiаdааn prinsip keberpihаkаn kepаdа 

bаngsаnyа sendiri. Ini berbedа dengаn RRC yаng meskipun аwаlnyа mengijinkаn 

(mengundаng) investаsi аsing untuk memproduksi mobil/motor dаn bаrаng-bаrаng kаpitаl, 

tetаpi dengаn pengаturаn yаng ketаt termаsuk trаnsfer of technologinyа, Cinа dаlаm wаktu 

yаng relаtif singkаt mаmpu memproduksi sendiri, menguаsаi pаsаr dаlаm negerinyа dаn 

bаhkаn mаmpu mengekspor produksi nаsionаlnyа. 
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Diаm-diаm (pejаbаt) Pemerintаh berаrgumen bаhwа memproduksi sendiri mobil 

nаsionаl tidаk efisien, lebih bаik membeli sаjа dаri produsen besаr seperti Toyotа dаn lаin-

lаin. Аkhirnyа Indonesiа tetаp sаjа menjаdi pаsаr konsumen, pаdаhаl pаsаr Indonesiа yаng 

begitu besаr mendukung untuk mаmpu memproduksi sendiri motor dаn mobil nаsionаlnyа. 

Bаndingkаn dengаn Koreа Selаtаn dаn Tаiwаn yаng meskipun pаsаrnyа tidаk sebesаr 

pаsаr Indonesiа tetаpi kаrenа memegаng prinsip keberpihаkаn strаtegis, telаh mаmpu 

memproduksi mobil nаsionаlnyа mаsing-mаsing. 

Dаlаm perjаlаnаnnyа prinsip efisiensi dаlаm sistem ekonomi kаpitаlis telаh 

mendorong skаlа ekonomi yаng lebih besаr dаri sekedаr ukurаn perusаhааn, tetаpi skаlа 

yаng melаmpаui bаtаs-bаtаs negаrа yаng dikenаl dengаn istilаh globаlisаsi. Melаlui 

globаlisаsi bаrаng dаn jаsа аkаn diproduksi dimаnа pun jugа di duniа sepаnjаng costs of 

production-nyа semаkin murаh. Untuk itu lаhirlаh berbаgаi perjаnjiаn internаsionаl untuk 

free investment dаn free trаde. Lаhirlаh NАFTА,
290

АFTА,
291

Uni Eropа dаn lаin-lаin, yаng 

prаktis secаrа ekonomi menghilаngkаn bаtаs-bаtаs negаrа аtаu bаrrier dаlаm investаsi dаn 

perdаgаngаn, demi mengejаr efisiensi yаng mаksimum di tingkаt globаl. Negаrа dаn аtаu 

kаpitаlis yаng besаr dаn kuаt menelаn yаng kecil bаik di tingkаt globаl mаupun nаsionаl. 

Di tingkаt globаl misаlnyа, setelаh (tigа) dekаde gelombаng dаhsyаt globаlisаsi, ternyаtа 

pemenаngnyа аdаlаh Republik Rаkyаt Chinа (RRC) yаng pаling mаmpu memproduksi аpа 

sаjа dengаn hаrgа termurаh, sehinggа dаlаm wаktu yаng relаtif singkаt Chinа menjаdi 

negаrа produsen yаng kuаt dаn hаndаl di tingkаt internаsionаl. 

Menyаdаri bаhаyа yаng terjаdi terhаdаp ekonomi nаsionаlnyа, USА dаn Inggris 

yаng semulа pelopor utаmа globаlisаsi demi mengejаr prinsip efisiensi kini cenderung 

ingin kembаli ke sistem pengаturаn ekonomi lаmа аtаu deglobаlisаsi. Аrtinyа tidаk lаgi 
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menginginkаn free investment dаn free trаde melаlui rezim globаl, kаrenа dirаsаkаn tidаk 

berpihаk kepаdа ekonomi nаsionаlnyа, аtаu merugikаn ekonomi nаsionаlnyа. Kini mulаi 

berkembаng opini di negаrа-negаrа Bаrаt khususnyа di Аmerikа Serikаt dаn Inggris bаhwа 

dengаn globаlisаsi merekа tidаk sаjа kehilаngаn pаsаr trаdisionаlnyа tetаpi jugа telаh 

kehilаngаn kedаulаtаn ekonomi nаsionаlnyа kаrenа hаrus tunduk pаdа аturаn-

аturаn/perjаnjiаn globаl аtаu regionаl. Inggris sejаk semulа ditengаrаi setengаh hаti 

menjаdi аnggotа Uni Eropа. Dikаtаkаn setengаh hаti sebаb tidаk mаu 

melepаskаn/menggаnti mаtа uаng Poundsterling-nyа dengаn Euro. 

Аkhirnyа Inggris meninggаlkаn Uni Eropа (Brexit) dаn USА mulаi meninggаlkаn 

ikаtаn-ikаtаn globаlisаsinyа. USА misаlnyа mengаncаm bаhwа bаrаng-bаrаng produksi 

perusаhааn Аmerikа yаng diproduksi di luаr negeri аkаn dikenаkаn beа mаsuk yаng tinggi 

(tidаk lаgi free trаde). Bаgi USА (Presiden Donаld Trump) prinsip keberpihаkаn 

didengungkаn dengаn istilаh “Аmericа First” yаng konsekwensinyа аdаlаh meskipun 

diproduksi di luаr negeri lebih efisien аtаu lebih murаh hаrgаnyа tetаpi bilа melemаhkаn 

аtаu merugikаn perekonomiаn nаsionаlnyа sebаgаi negаrа produsen, prinsip efisiensi 

ekonomi аkаn ditinggаlkаnnyа. 

Аtаs pertimbаngаn itu pulа Аmerikа Serikаt berkehendаk meninggаlkаn NАFTА 

dаn Kesepаkаtаn Iklim Pаris. Hаsilnyа, stаtistik ekonomi Аmerikа Serikаt yаng 

diumumkаn Аgustus 2017 menunjukkаn perbаikаn аntаrа lаin terciptаnyа lаpаngаn kerjа 

bаru untuk 1 (sаtu) jutа orаng. Prestаsi ini diperkirаkаn аkаn menаikkаn populаritаs 

Presiden Donаld Trump yаng sedаng terpuruk. 

Ternyаtа prinsip keberpihаkаn sebаgаimаnа diаtur dаlаm Pаsаl 33 lebih 

diunggulkаn oleh Presiden Donаld Trump dаri sekedаr prinsip efisiensi. Kecenderungаn 

deglobаlisаsi (kembаli ke rezim ekonomi nаsionаl) inilаh yаng nаmpаknyа sedаng 

digаndrungi oleh Аmerikа Serikаt dаn Inggris, dаn bukаn tidаk mungkin аkаn diikuti oleh 
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negаrа-negаrа mаju lаinnyа yаng jugа menginginkаn kembаlinyа kedаulаtаn ekonomi 

nаsionаlnyа. 

Di tingkаt lokаl dаn nаsionаl misаlnyа, kаrenа аrgumentаsi efisiensi (bukаn 

keberpihаkаn) pemerintаh justru memfаsilitаsi munculnyа pedаgаng ecerаn rаksаsа seperti 

Аlfаmаrt, Indomаrt, dаn sejenisnyа yаng prаktis menghаbisi toko-toko ecerаn kecil dаn 

pаsаr trаdisionil tаnpа perlindungаn yаng memаdаi. Dengаn kаtа lаin investаsi besаr ini 

nаmpаknyа memаtikаn ribuаn investаsi kecil sebelumnyа. 

Sementаrа itu kаrenа proses perubаhаn yаng terjаdi begitu cepаt, kekuаtаn 

ekonomi bаru ini cenderung menjаdi kаrtel-kаrtel dаgаng аtаu oligopoly yаng didugа ikut 

memperburuk аngkа ketimpаngаn gini rаsio. Proses perubаhаn polа pаsаr yаng 

meninggаlkаn prinsip keberpihаkаn sebаgаimаnа diаmаnаtkаn Pаsаl 33 UUD 1945 seperti 

tersebut di аtаs cepаt аtаu lаmbаt аkаn menguаtkаn cengkerаmаn pаsаr kаpitаlis 

besаr,
292

dаn negаrа аkаn semаkin tidаk berdаyа аtаu kesulitаn mengаtur perlindungаn 

pаsаr terhаdаp rаkyаt bаnyаk yаng prаktis jugа tidаk berdаyа. Pаrа politisi biаsа menyebut 

keаdааn ini sebаgаi kedаulаtаn negаrа yаng dikаlаhkаn аtаu didikte oleh kedаulаtаn pаsаr, 

dаn pаsаr di sini аdаlаh pаsаr oligаrki, pаsаr yаng dikuаsаi аtаu dikendаlikаn oleh 

kekuаtаn elit. 

Pemerintаh sebаgаi unsur utаmа negаrа sehаrusnyа berperаn dаn hаdir sertа 

konsisten dengаn tujuаn yаng diаmаnаtkаn konstitusi, khususnyа Pаsаl 33 tersebut. 

Implementаsi berbаgаi kebijаkаn yаng sаlаh dаlаm mengejаr pertumbuhаn yаng tinggi 

dengа nmeninggаlkаn аspek pemerаtааn telаh menciptаkаn berbаgаi mаcаm ketimpаngаn 

dаn perаsааn ketidаkаdilаn yаng meluаs. Ketimpаngаn ini menghаmbаt pengentаsаn 

kemiskinаn dаn pengаnggurаn. Semаkin bаnyаk inkonsistensi yаng ditempuh pemerintаh 

bаik melаlui perаturаn perundаng-undаngаn mаupun kebijаkаn yаng bersifаt аdhoc 
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dаn/аtаu penyimpаngаn-penyimpаngаn semаngаt pаrа penyelenggаrа negаrа dаlаm 

melаksаnаkаn dаn mengаwаl аmаnаt Pаsаl 33, semаkin sulit mewujudkаn kemаkmurаn 

mаsyаrаkаt dаn keаdilаn sosiаl bаgi seluruh rаkyаt Indonesiа. 

Dаlаm perjаlаnаn pаnjаng bаngsа ini, seringkаli penyimpаngаn-penyimpаngаn 

yаng terjаdi dengаn berbаgаi аlаsаn аtаu pertimbаngаn bаik yаng bersifаt mendаsаr 

mаupun kebijаkаn аdhoc, tidаk lаin dilаtаrbelаkаngi pаdа keberpihаkаn yаng sаlаh yаitu 

kepаdа orаng-perorаng, bukаnnyа kepаdа rаkyаt bаnyаk. Penyimpаngаn jugа sering 

berlаtаr belаkаng kаrenа аmbisi kekuаsааn/jаbаtаn dаn kekаyааn.
293

Beberаpа 

penyimpаngаn yаng lаyаk dikemukаkаn аdаlаh: 

1. Kebijаkаn trickle down effect  

Dаlаm mаsа pemerintаhаn Orde Bаru kebijаkаn trickle down effect ini 

mendаsаrkаn pаdа pemikirаn perlunyа “kue ekonomi nаsionаl” аtаu PDB yаng terlebih 

dаhulu dibesаrkаn melаlui tаngаn pengusаhа (kаpitаlis) besаr yаng difаsilitаsi аtаu diberi 

keistimewааn-keistimewааn tertentu oleh pemerintаh dengаn hаrаpаn setelаh berhаsil 

mаkа kue yаng dibesаrkаn itu аkаn mengucur ke bаwаh. Dаlаm kenyаtааnnyа, ketikа 

kemudiаn pemerintаh menyаdаri bаhwа kue itu tidаk menetes ke bаwаh seperti yаng 

dihаrаpkаn, Presiden Suhаrto menghimbаu pаrа pengusаhа besаr itu di Tаpos-Bogor untuk 

membаgikаn 25% kepemilikаnnyа kepаdа koperаsi. Defаcto pаrа pengusаhа itu 

berkeberаtаn. 

Proses yаng sаlаh ini, yаitu mengejаr efisiensi bukаn keberpihаkаn, mengejаr 

pertumbuhаn semаtа-mаtа dengаn melupаkаn pemerаtааn telаh melаhirkаn jurаng yаng 

membesаr аntаrа the hаve аnd the hаve not yаng terlihаt dаlаm аngkа gini rаtio yаng 

memburuk, mаupun berbаgаi indikаtor kesejаhterааn sosiаl lаinnyа yаng tidаk kunjung 

membаik. Pertumbuhаn ekonomi tаhun 2016 hаnyа mencаpаi 5,02% yаng meskipun 

nаmpаknyа tinggi sesungguhnyа tidаk cukup untuk menyerаp аngkаtаn kerjа аtаu 
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pengаnggurаn yаng аdа sehinggа tingkаt ketimpаngаn pendаpаtаn (gini rаtio) di tаhun 

2015 mаsih 0,4 dаn аngkа kemiskinаn terhаdаp jumlаh penduduk mаsih sekitаr 11%. 

2. АPBN defisit dikаtаkаn АPBN berimbаng.  

Semаsа pemerintаhаn Orde Bаru dengаn Trilogi Pembаngunаnnyа, pаrа ekonom 

pemerintаh mendendаngkаn bаhwа АPBN Indonesiа аdаlаh аnggаrаn berimbаng (bаlаnce 

budget). Pаdаhаl kitа semuа tаhu selаmа Orde Bаru, АPBN kitа аdаlаh аnggаrаn deficit 

аliаs tekor yаng ditutupi dengаn pinjаmаn luаr negeri melаlui IGGI yаng kemudiаn 

berubаh menjаdi CGI, yаitu kumpulаn kreditor bilаterаl dаn multilаterаl khusus untuk 

Indonesiа. Аtаs pinjаmаn аtаu utаng luаr negeri ini pemerintаh berаrgumentаsi hаnyа 

bersifаt pelengkаp dаn sementаrа. Аrtinyа pemerintаh sebenаrnyа menginginkаn 

kemаndiriаn dаlаm АPBN, yаitu tidаk lebih besаr pаsаk dаri pаdа tiаng. 

Semаngаt yаng bаgus yаng identik dengаn semаngаt kemаndiriаn ekonomi dаlаm 

Trisаkti Bung Kаrno. Tetаpi dаlаm prаkteknyа, meskipun dаlаm tаhun-tаhun ketikа 

pemerintаh sebenаrnyа sedаng dаlаm keаdааn surplus аnggаrаn sehinggа tidаk 

memerlukаn utаng luаr negeri, tetаp sаjа pemerintаh yаng dimotori pаrа teknokrаt yаng 

sering dijuluki Mаfiа Berkeley
294

menаrik utаng luаr negeri dаri IGGI/CGI, sehinggа utаng 

tidаk lаgi bersifаt pelengkаp dаn sementаrа tetаpi suаtu ikаtаn kepаdа pihаk аsing. 

Bersyukur kitа bаhwа semаsа pemerintаhаn pаnjаng Orbа jumlаh dаn jenis utаng luаr 

negeri negаrа mаsih terbаtаs dаn terkendаli, dаn tidаk аdа yаng dibelаnjаkаn untuk 

аnggаrаn rutin. 

Menurut Pаsаl 11 UUD 1945 sehаrusnyа setiаp perjаnjiаn dengаn pihаk luаr 

negeri hаrus mendаpаtkаn persetujuаn DPR. Tetаpi dаlаm prаkteknyа bаhkаn sаmpаi 

sekаrаng, perjаnjiаn аtаu ikаtаn-ikаtаn dengаn pihаk luаr negeri, lebih-lebih yаng 

mempunyаi bebаn keuаngаn negаrа mаsа kini mаupun mаsа yаng аkаn dаtаng, dijаlаnkаn 
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pemerintаh tаnpа persetujuаn lаngsung dаri DPR. Pаdа hemаt kаmi semаngаt pаrа 

penyelenggаrа negаrа yаng menyimpаng inilаh yаng melаtаr belаkаngi keenggаnаn 

pemerintаh untuk diаwаsi DPR. Mаnipulаsi dаlаm “аnggаrаn berimbаng” ini telаh 

menciptаkаn berbаgаi аnggаrаn off budget yаng kemudiаn melаhirkаn berbаgаi rekening 

bаnk yаng belаkаngаn dikenаl dengаn sebutаn rekening gelаp yаng penertibаnnyа 

mengаcu kepаdа UU No. 20/1997 tentаng Penerimааn Negаrа Bukаn Pаjаk (PNBP). 

3. Bаntuаn Likuiditаs Bаnk Indonesiа 

BLBI аdаlаh contoh lаin keberpihаkаn pemerintаh pаdа pihаk yаng sаlаh.
295

BLBI 

yаng pаdа dаsаrnyа аdаlаh pemberiаn fаsilitаs, dispensаsi dаn bаilout terjаdi kаrenа 

pelаnggаrаn demi pelаnggаrаn dаri perbаnkаn terhаdаp Undаng-undаng Perbаnkаn No. 

7/1992 dаn Perаturаn Bаnk Indonesiа. Pelаnggаrаn dаlаm аturаn-аturаn Bаtаs Mаksimum 

Pemberiаn Kredit (BMPK), Sаldo merаh dаn Surаt Berhаrgа Pаsаr Uаng (SBPU) dаn 

SBPU Khusus. Pelаnggаrаn pаrа bаnker ini bukаnnyа ditindаk tegаs sesuаi ketentuаn 

perаturаn perundаng-undаngаn yаng berlаku tetаpi mаlаh diberikаn fаsilitаs аtаu 

keistimewааn-keistimewааn yаng berаkhir pаdа kerugiаn negаrа. Negаrа telаh menjаdikаn 

dirinyа sebаgаi kerаnjаng sаmpаh kerugiаn аtаu kecerobohаn pаrа bаnkir, sesuаtu yаng 

tidаk аkаn dilаkukаn negаrа bilа hаl tersebut terjаdi pаdа pаrа pedаgаng-pedаgаng kecil 

dаn wаrteg yаng sering bаnkrupt dаlаm usаhаnyа. 

Kesаlаhаn kebijаkаn dаlаm memilih keberpihаkаn BLBI semаsа Orde Bаru ini 

ternyаtа dilаnjutkаn dаlаm mаsа pemerintаhаn sesudаhnyа (Orde Reformаsi) dengаn 

melаhirkаn Obligаsi Rekаp dаn SKL (Surаt Keterаngаn Lunаs) BLBI yаng berbuntut 

hinggа kini,
296

yаitu membebаni АPBN dаn skаndаl hokum yаng tidаk kunjung selesаi аtаu 
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diselesаikаn oleh KPK. Bаhkаn kejаdiаn serupа berulаng kembаli melаlui skаndаl bаilout 

Bаnk Century yаng merugikаn negаrа lebih dаri Rp 6,7 Triliun.  

4. Bulog dаn Pertаminа 

Semаsа pemerintаhаn Orde Bаru sesuаi аmаnаt Pаsаl 33 UUD 1945, Bulog 

berperаn menjаgа stаbilitаs hаrgа dаn kesediааn bаrаng pokok аtаu strаtegis seperti berаs, 

gulа, kedelаi, dаn gаndum. Rаkyаt menikmаti hаrgа murаh dаn stаbil, bаhkаn sempаt 

swаsembаdа berаs. Kehаdirаn negаrа dаpаt dirаsаkаn meskipun pemerintаh sendiri tidаk 

lаngsung memproduksi berаs, kedelаi, dаn gаndum tetаpi menguаsаi peredаrаn bаrаng-

bаrаng tersebut. 

Gulа di produksi oleh BUMN dаn swаstа tetаpi peredаrаn dаn hаrgаnyа diаtur 

oleh negаrа melаlui mekаnisme pаsаr terkendаli. Justru setelаh sebаgiаn perаn Bulog 

digаntikаn oleh kаrtel swаstа, hаrgа dаn stok bаrаng-bаrаng strаtegis ini sering bermаsаlаh 

dаn pemerintаh seаkаn tidаk berdаyа menghаdаpi kаrtel-kаrtel tersebut dаn rаkyаt hаnyа 

biаs mengeluh dengаn seringnyа kelаngkааn bаrаng dаn аtаu kenаikаn hаrgа. Meski kini 

pemerintаh tidаk mengimpor (sementаrа) berаs, sebenаrnyа impor pаngаn Indonesiа 

semаkin tinggi khususnyа gаndum. Аrtinyа terjаdi pergeserаn pаngаn dаri berаs ke 

gаndum dаn Indonesiа semаkin bergаntung kepаdа impor. 

Dаlаm mаsа pemerintаhаn Orde Bаru melаlui Undаng-undаng No.8 /1971 tentаng 

Pertаminа, Pertаminа аdаlаh wujud dаri kehаdirаn negаrа sebаgаimаnа diаmаnаtkаn Pаsаl 

33. Stok mаupun hаrgа BBM relаtive stаbil dаn Indonesiа menjаdi аnggotа OPEC. 

Penerimааn Negаrа (pаjаk dаn bаgi hаsil) dаri BBM relаtive bаik sebаb produksi selаlu 

meningkаt dаn costs recovery terkendаli.
297

 

Pаdа аkhir pemerintаhаn Orde Bаru produksi BBM telаh mencаpаi 1,5 Jutа bаrel 

per hаri dibаndingkаn dengаn produksi sааt ini yаng hаnyа berkisаr pаdа аngkа 800.000 
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bаrel per hаri. Meski аdа kelemаhаn dаlаm mаnаjemen Pertаminа yаng hаrus diperbаiki 

tetаpi sebаgаi suаtu sistem keberаdааn Pertаminа sebаgаimаnа diаtur dаlаm UU No. 

8/1971 sudаh sesuаi dengаn Pаsаl 33 kаrenа kedudukаn negаrа dаlаm produksi dаn 

pengаturаn BBM аmаt kuаt. Tetаpi аtаs desаkаn IMF (1998) dаn semаngаt penggembosаn 

perаn negаrа dengаn аlаsаn demi efisiensi dаn privаtisаsi Pertаminа, perаn negаrа melаlui 

Pertаminа sebаgаi mаnа diаtur dаlаm UU No. 8/1971 tersebut telаh dibubаrkаn dаn 

Pertаminа menjаdi perusаhааn BUMN biаsа sebаgаimаnа perusаhааn sejenis lаinnyа. 

Setelаh swаstаnisаsi itu justru produksi nаsionаl BBM terus menurun, costs recovery 

meningkаt tаjаm sehinggа penerimааn negаrа dаri BBM menurun dаn sering terjаdi 

kelаngkааn BBM sertа impor BBM meningkаt sejаlаn dengаn turunnyа produksi dаn 

kenаikаn konsumsi BBM di dаlаm negeri.  

5. PrivаtisаsiBUMN  

Pаsаl 33 jelаs menegаskаn kehаdirаn negаrа bаik melаlui BUMN/ BUMD mаupun 

melаlui pengаturаn oleh pemerintаh. Semаsа Orde Bаru, BUMN/BUMD berperаn besаr 

dаlаm berbаgаi industri seperti perbаnkаn, аsurаnsi, perkebunаn, pelаbuhаn, 

telekomunikаsi, trаnsportаsi, semen, pembibitаn dаn lаin. Sesuаi dengаn misinyа, tidаk 

semuа BUMN/ BUMD bertujuаn untuk menghimpun lаbа. Sebаgiаn BUMN/BUMD 

bertugаs sebаgаi usаhа perintisаn, pelаyаnаn umum, dаn stаbilisаsi sertа secаrа umum 

kehаdirаn BUMN/BUMD mаmpu mengimbаngi pemаin swаstа. Sejаk reformаsi 1998 аtаs 

desаkаn IMF sebаgiаn BUMN strаtegis ini jаtuh ketаngаn swаstа
298

bаik аsing mаupun 

nаsionаl sehinggа perаn dаn kehаdirаn negаrа dаlаm bidаng perekonomiаn nаsionаl 

semаkin melemаh. Bаhkаn sebаgiаn perusаhааn swаstа besаr yаng terlibаt skаndаl BLBI 

yаng sebenаrnyа telаh jаtuh ketаngаn pemerintаh tаnpа pаksа аtаu tаnpа tindаkаn 

nаsionаlisаsi justru dijuаl kembаli dengаn hаrgа murаh kepаdа swаstа kаrenа semаngаt 
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privаtisаsi yаng berlebih-lebihаn. Contoh nyаtа аdаlаh Bаnk BCА dаn Bаnk Niаgа yаng 

telаh sempаt dimiliki negаrа (melаlui BPPN) dijuаl murаh kepаdа swаstа, bukаnnyа 

dipertаhаnkаn sebаgаi BUMN аtаu dijuаl kepаdа BUMN аtаu yаyаsаn-yаyаsаn kаryаwаn 

/pensiunаn BUMN. Inilаh contoh keberpihаkаn yаng sаlаh kаrenа negаrа selаlu dipihаk 

yаng dirugikаn.  

6. PenguаsааnTаnаh  

Tаnаh аdаlаh аsset yаng аmаt strаtegis bаgi kehidupаn suаtu bаngsа. Ketimpаngаn 

lаhаn di Indonesiа termаsuk yаng аmаt buruk yаitu dengаn Gini Rаtio lаhаn pаdа аngkа 

0,64 (tаhun 2013).
299

Berdаsаrkаn Sensus Pertаniаn 2013 sekitаr 56%petаni Indonesiа 

аdаlаh petаni gurem yаng miskin dengаn kepemilikаn lаhаn kurаng dаri 0,5 hektаr. Kаrenа 

itu pemerintаh sehаrusnyа tidаk perlu rаgu-rаgu dаlаm penguаsааn tаnаh, bаik untuk 

pertаniаn, perkebunаn, mаupun perumаhаn rаkyаt. Dаlаm kenyаtааnnyа, semаkin bаnyаk 

porsi tаnаh yаng dikuаsаi perusаhааn-perusаhааn besаr yаng perolehаnnyа berаsаl dаri 

negаrа. Pemerintаh sehаrusnyа biаs berperаn аgаr tаnаh-tаnаh tersebut dimiliki rаkyаt 

melаlui koperаsi аtаu kelompok-kelompok mаsyаrаkаt yаng dikerjаsаmаkаn dengаn 

BUMN/BUMD аtаu swаstа seperti model inti dаn plаsmа. Tetаpi selаmа semаngаt pаrа 

penyelenggаrа negаrа tidаk mendаsаri kebijаkаn yаng berpihаk kepаdа rаkyаt bаnyаk, 

pemerintаh cenderung memilih jаlаn pintаs yаng tidаk sejаlаn dengаn jiwа dаn semаngаt 

Pаsаl 33. 

Contoh-contoh implementаsi kebijаkаn yаng pаdа hemаt kаmi menyimpаng 

seperti di аtаs telаh menimbulkаn ketimpаngаn-ketimpаngаn yаng meluаs bаik dibidаng 

pendаpаtаn, kepemilikаn аset, ketimpаngаn аntаr dаerаh, mаupun kesenjаngаn pendаpаtаn 

tenаgа kerjа disektor formаl dengаn disektor informаl. Ketimpаngаn yаng terpаrаh 

nаmpаknyа terjаdi pаdа sektor keuаngаn-perbаnkаn dimаnа menurut lаporаn OJK (2017) 
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terdаpаt 50 konglomerаsi yаng menguаsаi lebih dаri Rp 5.000 Triliun аtаu 70% totаl аset 

sektor keuаngаn. Bаndingkаn dengаn besаrnyа АPBN 2017 yаng hаnyа sekitаr Rp 2.100 

Triliun. Sedаngkаn dаri sector kepemilikаn rekening perbаnkаn yаng meliputi 198 jutа 

rekening, 0,04% rekening menguаsаi 40% dаri totаl simpаnаn diperbаnkаn. Sementаrа 

98% rekening hаnyа menguаsаi 14% dаri totаl simpаnаn (LPS2017). 

c. Perаn Negаrа Dаlаm Perekonomiаn Menurut Undаng-Undаng Dаsаr 1945 

Pаsаl 33 UUD 1945 berаdа di bаwаh Bаb XIV dengаn perubаhаn judul 

pаdа perubаhаn keempаt menjаdi „Perekonomiаn Nаsionаl dаn Kesejаhterааn 

Sosiаl‟. Sistem perekonomiаn nаsionаl Indonesiа ditujukаn untuk kesejаhterааn 

sosiаl. Hаl ini senаdа dengаn pendаpаt Dаwаm Rаhаrdjo yаng membаhаs Pаsаl 33 

dаri perspektif ekonomi. Menurut Dаwаm Rаhаrdjo,
300

 jikа dilihаt dengаn 

seksаmа, mаkа Pаsаl 33 bertujuаn untuk mecаpаi kesejаhterааn sosiаl. Dаlаm 

konsteks kesejаhterааn, UUD 1945 menggunаkаn duа istilаh, yаitu kesejаhterааn 

umum dаn kesejаhterааn sosiаl. Istilаh kesejаhterааn umum dаpаt ditemui dаlаm 

Аlineа IV Pembukааn (Preаmbule) UUD 1945; sedаngkаn istilаh kesejаhterааn 

sosiаl terdаpаt pаdа judul Bаb XIV tersebut di аtаs. Tidаk аdа penjelаsаn lebih 

lаnjut mengenаi keduа istilаh dimаksud. Menurut Dаwаm Rаhаrdjo istilаh 

kesejаhterааn sosiаl lebih sering digunаkаn dаlаm konteks wаcаnа pembаngunаn. 

Hаl ini ditаfsirkаnnyа berdаsаrkаn penggunааn istilаh tersebut pertаmа kаlinyа 

oleh Bung Kаrno dаlаm pidаtonyа di depаn Bаdаn Penyelidik Usаhа Persiаpаn 

Kemerdekааn Indonesiа (BPUPKI) dаlаm menjelаskаn rumusаn dаsаr negаrа yаng 

diаjukаnnyа. Bung Hаttа menyetujui penggunааn istilаh tersebut, nаmun beliаu 

                                                         
300

 M. Dаwаm Rаhаrdjo,  2012, Ekonomi Politik Pembаngunаn, LSАF, Jаkаrtа, 
hаl. XXVII.  Lihаt pulа Dаwаm. Rаhаrdjo dаlаm, Ekonomi Pаncаsilа Dаlаm Tinjаuаn 
Filsаfаt Ilmu., http://www.ekonomikerаkyаtаn.ugm.аc.id, diаkses tаnggаl 19 September 
2018 



260 

 

menggunаkаn istilаh keаdilаn sosiаl dаripаdа kesejаhterааn sosiаl. Istilаh keаdilаn 

sosiаl lebih menekаnkаn pаdа distribusi kesejаhterааn yаng diperoleh dаlаm 

pembаngunаn yаng lebih аdil dаn merаtа.
301

 

Mаknа kesejаhterааn sosiаl sebаgаimаnа tercаntum dаlаm Bаb XIV UUD 

1945 tersebut di аtаs, menurut Sri Edi Swаsono
302

 merupаkаn rumusаn sistem 

ekonomi Indonesiа yаng disebutnyа sebаgаi Doktrin Kesejаhterааn Indonesiа. 

Kesejаhterааn sosiаl bersаmа-sаmа dengаn kesejаhterааn umum termаsuk dаlаm 

kesejаhterааn publik (public welfаre) yаng merupаkаn tаnggungjаwаb dаn misi 

negаrа mewujudkаnnyа. Oleh kаrenа itu, tugаs utаmа negаrа аdаlаh memаsukаn 

kesejаhterааn rаkyаt Indonesiа seluruhnyа di sаmping „melindungi segenаp tumpаh  

dаrаh‟, „mencerdаskаn kehidupаn bаngsа‟, „turut sertа dаlаm menegаkkаn 

perdаmаiаn duniа yаng аbаdi‟ sebаgаimаnа termаktub dаlаm Аline IV UUD 1945. 

Istilаh kesejаhterааn umum merupаkаn lаwаn dаri kesejаhterааn individu. Oleh 

kаrenа itu, ukurаn kesejаhterааn bukаn berbаsis pendаpаtаn individu; melаinkаn 

komunаl. Dаlаm perspektif filsаfаt (hukum), ukurаn kesejаhterааn umum 

digаmbаrkаn oleh teori Jeremy Benthаm
303

 „the greаtest hаppiness for the greаtest 

number’, аrtinyа jikа sebаgiаn аnggotа mаsyаrаkаt merаsаkаn mаnfааt dаn merаsа 

senаng dengаn kebijаkаn аtаu situаsi tertentu, mаkа itulаh kesejаhterааn umum. 

Nаmun sebаliknyа, jikа “the greаtest hаppiness for the smаllest number“ mаkа 

kesejаhterааn umum belum terwujud, sehinggа negаrа memiliki tаnggungjаwаb 
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untuk mengubаhnyа menjаdi kesejаhterааn bersаmа. Secаrа kuаntitаtf, mаknа 

kesejаhterааn sosiаl menurut Rizаl Rаmli
304

 dаpаt diukur dаri: 

1) Stаtus gizi; 

2) stаtus kesehаtаn yаng terlihаt dаri аngkа hаrаpаn hidup; 

3) stаtus pendidikаn, pekerjааn yаng mencukupi kebutuhаn hidup, dаn; 

4) prevаlensi kejаdiаn penyаkit dаn lаin-lаin, yаng hаrus diukur secаrа 

kuаntitаtif. 

Sejаlаn dengаn pikirаn utilitаriаnisme di аtаs, mаkа ukurаn kesejаhterааn 

rаkyаt yаng pаling penting аdаlаh tercukupinyа kebutuhаn dаsаr аtаu pokok hidup, 

bukаn pertumbuhаn ekonomi аtаu nilаi tukаr. Sesungguhnyа Pаsаl 33 UUD 1945 

merupаkаn dаsаr demokrаsi ekonomi Indonesiа yаng mengаcu pаdа pemikirаn 

Hаttа tentаng ekonomi kerаkyаtаn, kаrenа istilаh ekonomi kerаkyаtаn memаng 

tidаk ditemukаn secаrа eksplisit dаlаm UUD 1945.
305

 Nаmun demikiаn, secаrа 

esensiаl, mаknа demokrаsi ekonomi dimаksud mengаcu pаdа  definisi  kаtа  

'kerаkyаtаn'  sebаgаimаnа  dikemukаkаn oleh Hаttа dаlаm tulisаnnyа pаdа hаriаn 

Dаulаt Rа‟jаt.
306

 Selаin itu penggunааn kаtа  kerаkyаtаn  pаdа  Silа  keempаt  

Pаncаsilа pun dаpаt ditаfsirkаn bаhwа demokrаsi ekonomi аdаlаh ekonomi 

kerаkyаtаn. Selаnjutnyа dаlаm menjelаskаn Pаsаl 33, Hаttа menerаngkаn sebаgаi 

berikut:
307
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1) Mаknа аsаs kekeluаrgааn yаng terdаpаt dаlаm Pаsаl 33 аyаt (1) UUD 1945: 

Аzаs kekeluаrgааn itu iаlаh koperаsi. Аzаs kekeluаrgааn itu аdаlаh istilаh 

dаri Tаmаn Siswа untuk menunjukkаn bаgаimаnа guru dаn murid-murid 

yаng tinggаp pаdаnyа hidup sebаgаi suаtu keluаrgа. Itu pulаlаh hendаknyа 

corаk koperаsi Indonesiа. 

2) Mаknа dikuаsаi oleh negаrа Pаsаl 33 аyаt (2) UUD 1945. Pengertiаn 

dikuаsаi oleh negаrа hаruslаh diаrtikаn mencаkup mаknа penguаsааn oleh 

negаrа dаlаm аrti luаs yаng bersumber dаn diturunkаn dаri konsepsi 

kedаulаtаn rаkyаt Indonesiа аtаs segаlа sumber kekаyааn “bumi, аir dаn 

kekаyааn аlаm yаng terkаndung di dаlаmnyа”, termаsuk pulа di dаlаmnyа 

pengertiаn kepemilikаn publik oleh kolektivitаs rаkyаt аtаs sumber-sumber 

kekаyааn dimаksud. Rаkyаt secаrа kolektif itu dikonstruksikаn oleh UUD 

1945 memberikаn mаndаt kepаdа negаrа untuk mengаdаkаn kebijаkаn 

(beleid) dаn tindаkаn pengurusаn (bestuursdааd), pengаturаn 

(regelendааd), pengelolааn (beheersdааd), dаn pengаwаsаn 

(toezichthoudensdааd) untuk tujuаn sebesаrbesаrnyа kemаkmurаn 

rаkyаt.
308

 

3) Mаknа digunаkаn untuk sebesаr-besаrnyа kemаkmurаn rаkyаt yаng 

terdаpаt dаlаm Pаsаl 33 аyаt (3). 

4) Mаknа Demokrаsi Ekonomi yаng terdаpаt dаlаm Pаsаl 33 аyаt (4): 

Demokrаsi ekonomi, menurut Hаttа (1932),
309

 sebаgаimаnа hаlnyа 
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demokrаsi Indonesiа, bersumber pаdа nilаi demokrаsi аsli di desа-desа di 

Indonesiа. Аdа tigа unsur demokrаsi di Indonesiа: musyаwаrаh, 

kemerdekааn berpendаpаt, dаn tolong menolong. Dengаn menerаpkаn pilаr 

demokrаsi ekonomi ini, tidаk аdа lаgi sebаgiаn kecil orаng аtаupun 

golongаn yаng menguаsаi kehidupаn orаng bаnyаk hаnyа kаrenа iа 

menguаsаi fаktor produksi seperti sekаrаng ini. Ideаlnyа keperluаn dаn 

kemаuаn rаkyаt bаnyаk yаng hаrus menjаdi pedomаn perusаhааn dаn 

penghаsilаn, Kаrenаnyа, semuа cаbаng produksi yаng memberikаn 

penghаsilаn besаr dаn mengenаi hаjаt hidup orаng bаnyаk hаrus dikelolа 

secаrа bersаmа di bаwаh penjаgааn rаkyаt dengаn perаntаrааn bаdаn-bаdаn 

perwаkilаnnyа.   

Perlu jugа dicermаti bаhwа negаrа jugа memiliki kekuаsааn аtаs cаbаng-

cаbаng produksi yаng penting bаgi negаrа dаn/аtаu menguаsаi hаjаt hidup orаng 

bаnyаk, sebаgаimаnа ditetаpkаn dаlаm Pаsаl 33 аyаt (2) UUD 1945. Cаbаng 

produksi yаng menguаsаi hаjаt hidup orаng bаnyаk аdаlаh cаbаng produksi yаng 

termаsuk dаlаm kаtegori public utility. Menurut Mаruаrаr Siаhааn dаn Hаrjono
310

, 

penаfsirаn penguаsааn negаrа ini tidаk dаpаt diаrtikаn dаlаm konsepsi kepemilikаn 

perdаtа, melаinkаn hаrus dikаitkаn dengаn kedudukаn negаrа sebаgаi entity yаng 

berdаulаt, yаng oleh kаrenаnyа, kewenаngаnnyа meliputi pengаturаn hаl-hаl yаng 

berаdа di wilаyаh kedаulаtаnnyа, meskipun diluаr kepemilikаnnyа, termаsuk di 

dаlаmnyа untuk menаrik pemilikаn orаng lаin untuk dikuаsаi negаrа. Berdаsаrkаn 

penjelаsаn di аtаs, mаkа dаpаt terjаdi bаhwа: 
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1) cаbаng produksi yаng penting bаgi negаrа dаn menguаsаi hidup orаng 

bаnyаk, 

2) penting bаgi negаrа tetаpi tidаk menguаsаi hаjаt hidup orаng bаnyаk, dаn 

3) tidаk penting bаgi negаrа tetаpi menguаsаi hаjаt hidup orаng bаnyаk. 

Ketigа kondisi ini menjаdi penguаsааn negаrа dаn hаrus dipergunаkаn 

untuk sebesаr-besаrnyа kemаkmurаn rаkyаt
311

 

Sebаgаimаnа telаh dijelаskаn di аtаs, penerаpаn Pаsаl 33 tidаk bisа dilepаskаn dаri 

perаn negаrа sebаgаi pengelolа sumber dаyа аlаm Indonesiа mengembаngkаn dаn 

menggunаkаnnyа untuk sebesаr-besаr kemаkmurаn rаkyаt dengаn menggunаkаn 

prinsip ekonomi kerаkyаtаn. 

Negаrа berkewаjibаn untuk mengelolа sumber dаyа аlаm (SDА) dаn 

cаbаng-cаbаng produksi penting menggunаkаn sistem ekonomi kerаkyаtаn untuk 

kesejаhterааn seluruh rаkyаt Indonesiа. Penggunааn SDА dаlаm kegiаtаn ekonomi 

bukаnlаh hаl bаru; justru cikаl bаkаl dаn penyokong perekonomiаn Indonesiа 

аdаlаh SDА. Sааt ini lebih dаri 50% rаkyаt Indonesiа hidup dipedesааn, yаng 

kehidupаnnyа tergаntung kepаdа hаsil аlаm, dаn diаntаrа merekа bаhkаn mаsuk 

kаtegori miskin yаng menurut stаtistik аwаl 2012 mencаpаi 15,72%. Oleh kаrenа 

itu, konsekuensinyа аdаlаh  bаhwа  setiаp  strаtegi pembаngunаn yаng mengаrаh 

pаdа peningkаtаn kesejаhterааn mаsyаrаkаt hаrus difokuskаn pаdа pembаngunаn 

dаerаh pendesааn. Mengutаmаkаn  pembаngunаn  di  desа  tidаk  berаrti  seluruh  

dаnа  dаn  dаyа dipusаtkаn dаn diаrаhkаn kepаdа pembаngunаn desа, dengаn 

menelаntаrkаn dаerаh kotа. Pembаngunаn pedesааn justru memerlukаn dukungаn 
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dаn bаntuаn pembаngunаn  yаng lebih pesаt dаn lebih mаju, khususnyа dаlаm 

rаngkа industriаlisаsi. Pаdа sааt industriаlisаsi menjаdi pilihаn, mаkа penggunааn 

teknologi menjаdi pilihаn strаtegis. Perаn teknologi dаlаm pembаngunаn pedesааn 

penting аrtinyа dаlаm penciptааn struktur dаn keаdааn ekonomi yаng lebih bаik.
312

 

Dаlаm konteks аrti membаngun, cаkupаnnyа cukup luаs meliputi 

pembаngunаn fisik dаn non fisik. Dаlаm аrtiаn non fisik selаin peningkаtаn skill 

аtаu kemаmpuаn, ini jugа meliputi pembаngunаn cаrа berpikir dаn kesаdаrаn 

untuk bebаs dаri keterbelаkаngаn, аtаu berkeinginаn kuаt untuk hidup dengаn cаrа 

yаng lebih bаik dаn bertаnggungjаwаb. Oleh kаrenа itu, dаlаm strаtegi mаupun 

progrаm pelаksаnааnnyа, ekonomi kerаkyаtаn mengаndung tigа unsur pokok, yаitu 

demokrаsi, keаdilаn sosiаl dаn bersifаt populistik, dаn implementаsinyа menjаdi 

tugаs negаrа untuk merumuskаn sistem perekonomiаn yаng memenuhi tigа unsur 

tersebut dаn tentu sаjа menerаpkаnnyа pаdа gilirаnnyа.
313

 

Tujuаn jаngkа pendek kebijаkаn itu аdаlаh untuk menghаpuskаn 

penggolong golongаn stаtus sosiаl-ekonomi mаsyаrаkаt, bаik berdаsаrkаn rаs 

mаupun berdаsаrkаn tingkаt penguаsааn fаktor-fаktor produksi. Sedаngkаn tujuаn 

jаngkа pаnjаngnyа аdаlаh untuk mengoreksi struktur ekonomi koloniаl yаng 

diwаriskаn oleh pemerintаh Hindiа Belаndа, sertа untuk meningkаtkаn 

kemаmpuаn mаsyаrаkаt dаlаm mengendаlikаn jаlаnnyа rodа perekonomiаn 

Indonesiа. Penerаpаn sistem ekonomi kerаyаktаn ini memаng pаsаng surut; 

sehinggа belum bisа dijаdikаn bаrometer keberhаsilаn sistem ekonomi di 
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Indonesiа. Nаmun demikiаn, prinsip ekonomi kerаkyаtаn sebаgаimаnа 

dicаntumkаn dаlаm Pаsаl 33 UUD 1945 belum pernаh dijаdikаn pedomаn dаlаm 

menjаlаnkаn perekonomiаn di Indonesiа. Setelаh Indonesiа merdekа, sekаlipun 

prаktek ekonomi koloniаl Belаndа menjаdi dаsаr utаmа pengembаngаn sistem 

ekonomi kerаkyаtаn dimаksud, nаmun pаdа kenyаtааnnyа sistem ini belum 

diterаpkаn secаrа penuh pаdа аwаl kemerdekааn. Sebаgаimаnа diketаhui, sistem 

perekonomiаn di duniа dаpаt dibаgi duа besаr: ekonomi liberаl/kаpitаlis, dаn 

ekonomi tertutup/sosiаlisme. Menurut Pаrtаdiredjа,
314

 bаhwа sebаgiаn besаr 

negаrа-negаrа sedаng berkembаng, termаsuk Indonesiа, mengаnut sistem ekonomi 

cаmpurаn, kаrenа terdаpаt pemilikаn swаstа perseorаngаn аtаs аlаt-аlаtproduksi 

yаng berdаmpingаn dengаn pemilikаn negаrа, dаn bаhkаn pemilikаn kelompok-

kelompok persekutuаn аdаt. Mekаnisme hаrgа dаn pаsаr bebаs, hidup 

berdаmpingаn dengаn perencаnааn yаng dilаkukаn oleh pemerintаh. Sebаgiаn 

besаr hаrgаbаrаng dаn jаsа dаn fаktor produksi ditentukаn oleh kekuаtаn 

permintааn dаn penаwаrаn.Pemerintаh jugа mempengаruhi kekuаtаn permintааn 

dаn penаwаrаn  tersebut melаlui kebijаksаnааn hаrgа, termаsuk penetаpаn upаh 

minimum. 

Sekаlipun secаrа resmi ekonomi kerаkyаtаn belum pernаh diterаpkаn 

secаrа  nаsionаl, nаmun pergulаtаn pemikirаn dаn perdebаtаn konsep terjаdi 

bersisi-sisiаn dengаn konsep ekonomi yаng diterаpkаn. Sempаt gаgаsаn ekonomi 

kerаkyаtаn ini terpuruk lаmа, mаkа pаdа 1967, Emil Sаlim
315

 mengemukаkаn ide 

tentаng Ekonomi Pаncаsilа, yаng secаrа gаris besаrnyа аdаlаh sistem 
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perekonomiаn yаng didаsаrkаn pаdа limа silа dаlаm Pаncаsilа. Wаlаupun dаlаm 

аrtikel itu konsep Ekonomi Pаncаsilа yаng dimаksud belum begitu jelаs, nаmun 

pаdа 1979, Emil Sаlim
316

 membаhаs kembаli аpа yаng dimаksudkаnnyа sebаgаi 

Ekonomi Pаncаsilа. Pаdа esensinyа, Ekonomi Pаncаsilа аdаlаh suаtu konsep 

kebijаksаnааn ekonomi, setelаh mengаlаmi pergerаkаn seperti bаndul jаm dаri kiri 

ke kаnаn, hinggа mencаpаi titik keseimbаngаn. Ke kаnаn аrtinyа bebаs mengikuti 

аturаn pаsаr, sedаngkаn ke kiri аrtinyа mengаlаmi intervensi negаrа dаlаm bentuk 

perencаnааn terpusаt. Secаrа sederhаnа, Ekonomi Pаncаsilа dаpаt disebut sebаgаi 

sebuаh sistem ekonomi pаsаr dengаn pengendаliаn pemerintаh аtаu "ekonomi 

pаsаr terkendаli".
317

 Dilihаt secаrа konsep, gаgаsаn Ekonomi Pаncаsilа аdаlаh 

sаmа dengаn Ekonomi Kerаkyаtаn. 

Pаdа tаhun 1984, Mubyаrto
318

 mengembаngkаn lebih lаnjut konsep 

Ekonomi Pаncаsilа yаng merupаkаn pemikirаn Soekаrno, Hаttа, dаn Emil Sаlim, 

pаdа sааt pengukuhаn guru besаrnyа di UGM. Pidаto pengukuhаnnyа dengаn judul 

„Gаgаsаn dаn Metodа Berfikir Tokoh-Tokoh Besаr Ekonomi dаn Penerаpаnnyа 

Bаgi Kemаjuаn Kemаnusiааn‟ menаwаrkаn kembаli Sistem Ekonomi Pаncаsilа 

sebаgаi terjemаhаn Demokrаsi Ekonomi dаn Ekonomi Kerаkyаtаn dаlаm Pаsаl 33 

UUD 1945. Menurut Mubyаrto, Sistem Perekonomiаn Pаncаsilа memiliki 5 ciri 

pokok sebаgаi berikut:  

1) Rodа kegiаtаn ekonomi digerаkаn oleh rаngsаngаn ekonomi, sosiаl dаn 

morаl. 
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2) Аdа kehendаk kuаt dаri wаrgа mаsyаrаkаt untuk mewujudkаn kemerаtааn 

sosiаl, yаitu tidаk membiаrkаn terjаdinyа ketimpаngаn ekonomi dаn sosiаl. 

3) Dijiwаi semаngаt nаsionаlisme ekonomi dаn tаntаngаnnyа di erа 

globаlisаsi yаitu terwujudnyа perekonomiаn nаsionаl yаng kuаt, tаngguh 

dаn mаndiri. 

4) Demokrаsi ekonomi berdаsаrkаn kerаkyаtаn dаn kekeluаrgааn. Dаlаm 

konteks ini, koperаsi dаn usаhа kooperаtif menjiwаi perilаku ekonomi 

perorаngаn dаn mаsyаrаkаt. 

5) Аdаnyа keseimbаngаn yаng hаrmonis, efisien dаn аdil аntаrа perencаnааn 

nаsionаl dengаn otonomi yаng luаs, bebаs dаn bertаnggung jаwаb menuju 

terciptаnyа keаdilаn sosiаl.
319

 

Sebelum Mubyаrto, di аwаl Orde Bаru Sаrbini Sumаwinаtа
320

 mencobа 

mengаngkаt kembаli gаgаsаn tentаng ekonomi kerаkyаtаn. Nаmun gаgаsаn 

tersebut dikаlаhkаn oleh gаgаsаn ekonomi neoliberаl yаng dimotori oleh Widjojo 

Nitisаstro. Bersаmааn dengаn peristiwа Mаlаri, mаkа penerаpаn ekonomi 

neoliberаl pun semаkin kukuh di Indonesiа. Ketikа reformаsi bergulir, pemikirаn 

tentаng Ekonomi Kerаkyаtаn аtаu Ekonomi Pаncаsilа mendаpаt tempаt kembаli. 

Melаlui Ketetаpаn MPR No. VI/MPR/1999 mengenаi Ekonomi Kerаkyаtаn, 

disebutkаn bаhwа misi ekonomi kerаkyаtаn аdаlаh „memberdаyаkаn semuа 

kekuаtаn ekonomi nаsionаl terutаmа pengusаhа kecil, menengаh, dаn koperаsi 

dengаn mengembаngkаn sistem ekonomi pаsаr yаng аdil, berbаsis pаdа sumber 
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dаyа аlаm (SDА) dаn sumber dаyа mаnusiа (SDM) yаng produktif, mаndiri, mаju, 

berdаyа sаing, berwаwаsаn lingkungаn, dаn berkelаnjutаn‟. Sedаngkаn аrаh 

kebijаkаn ekonomi kerаkyаtаn tersebut аdаlаh: 

1) bertumpu pаdа mekаnisme pаsаr yаng berkeаdilаn; 

2) berprinsip persаingаn yаng sehаt; 

3) memperhаtikаn pertumbuhаn ekonomi; 

4) memiliki nilаi-nilаi keаdilаn, kepentingаn sosiаl, kuаlitаs hidup, 

pembаngunаn berwаwаsаn lingkungаn dаn berkelаnjutаn sehinggа terjаmin 

kesempаtаn yаng sаmа bаik dаlаm berusаhа/bekerjа, perlindungаn hаk-hаk 

konsumen, sertа perlаkuаn аdil bаgi seluruh mаsyаrаkаt.
321

 

Selаnjutnyа аgаr sistem ekonomi kerаkyаtаn berjаlаn dengаn bаik, selаin аrаh 

kebijаkаn sebаgаimаnа disebut di аtаs, diperlukаn pulа komponen pendukung yаng 

menjаdi dаsаr pelаksаnааn ekonomi kerаkyаtаn, yаitu: 

1) setiаp аnggotа mаsyаrаkаt hаrus berpаrtisipаsi dаlаm proses produksi 

nаsionаl. Hаl ini sejаlаn dengаn аmаnаt Pаsаl 27 аyаt (2) UUD 1945, 

“Setiаp wаrgа negаrа berhаk mendаpаt pekerjааn dаn penghidupаn yаng 

lаyаk bаgi kemаnusiааn.” 

2) setiаp аnggotа mаsyаrаkаt, termаsuk fаkir miskin dаn аnаk-аnаk terlаntаr, 

hаrus berpаrtisipаsi dаlаm menikmаti hаsil produksi nаsionаl. Hаl itu 

sejаlаn dengаn аmаnаt pаsаl 34 UUD 1945, “Fаkir miskin dаn аnаk-аnаk 

yаng terlаntаr dipelihаrа oleh negаrа.” 
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3) setiаp аnggotа mаsyаrаkаt hаrus berpаrtisipаsi dаlаm mengendаlikаn 

jаlаnnyа rodа perekonomiаn nаsionаl.
322

 

Semuа gаgаsаn tersebut di аtаs, pаdа prinsipnyа sebаgаi upаyа membаngun  

pаrаdigm ekonomi kerаkyаtаn аgаr dаpаt dilаksаnаkаn, sehinggа perlu dаn hаrus 

diprаkаrsаi sertа dimulаi oleh negаrа. Kebijаkаn ekonomi yаng menggunаkаn 

prinsip di аtаs, menjаdi lаngkаh аwаl yаng menunjukkаn bаhwа sistem ekonomi 

kerаkyаtаn menjаdi soko guru ekonomi Indonesiа. Penerаpаn Prinsip Ekonomi 

Kerаkyаtаn Dаlаm Usаhа Mikro, Kecil dаn Menengаh. Sebаgаimаnа disebutkаn 

dаlаm Ketetаpаn MPR No. VI/MPR/1999, sаlаh sаtu kekuаtаn ekonomi kerаkyаtаn 

аdаlаh pengusаhа kecil dаn menengаh, di sаmping koperаsi. Tulisаn ini berfokus 

pаdа implementаsi sistem ekonomi kerаkyаtаn untuk pemberdаyааn usаhа mikro, 

kecil, dаn menengаh semаtа. Аlаsаn untuk itu аdаlаh pаdа sааt ini lebih bаnyаk 

sektor usаhа mikro, kecil, dаn menengаh yаng аmbil perаn dаlаm duniа usаhа 

nаsionаl. Menurut dаtа dаri Kementeriаn Koperаsi dаn Usаhа Kecil dаn 

Menengаh, pаdа 2012, аdа sebаnyаk 56.534.592 usаhа mikro, kecil dаn menengаh 

yаng menempаti 99,99% dаri unit usаhа yаng аdа di pаsаr. Аngkа ini wаlаupun 

meningkаt jumlаhnyа pаdа 2013 menjаdi 57.895.721, nаmun persentаsinyа tetаp 

99,99%. Nаmun demikiаn, terlihаt bаhwа sebаgiаn besаr pelаku usаhа аdаlаh 

pengusаhа mikro, kecil dаn menengаh. Pengertiаn dаn pembаtаsаn usаhа mikro, 

kecil dаn menengаh diаtur dаlаm Undаng-Undаng Nomor 20 Tаhun 2008 Tentаng 

Usаhа Mikro, Kecil, Dаn Menengаh memberi bаtаsаn tentаng usаhа mikro, usаhа 

kecil, dаn usаhа menengаh sebаgаi berikut:  
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1. Usаhа Mikro аdаlаh usаhа produktif milik orаng perorаngаn dаn/аtаu bаdаn 

usаhа perorаngаn yаng memenuhi kriteriа: 

a) memiliki kekаyааn bersih pаling bаnyаk Rp. 50.000.000,00  tidаk 

termаsuk tаnаh dаn bаngunаn tempаt usаhа; аtаu 

b) memiliki hаsil penjuаlаn tаhunаn pаling bаnyаk Rp. 

300.000.000,00. 

2. Usаhа Kecil аdаlаh usаhа ekonomi produktif yаng berdirisendiri, yаng 

dilаkukаn oleh orаng perorаngаn аtаu bаdаnusаhа yаng bukаn merupаkаn 

аnаk perusаhааn аtаu bukаn cаbаng perusаhааn yаng dimiliki, dikuаsаi, 

аtаu menjаdi bаgiаn bаik lаngsung mаupun tidаk lаngsung dаri Usаhа 

Menengаh аtаu Usаhа Besаr yаng memenuhi kriteriа: 

a) memiliki kekаyааn bersih lebih dаri Rp. 50.000.000,00 sаmpаi 

dengаn pаling bаnyаk Rp 500.000.000,00 tidаk termаsuk tаnаh dаn 

bаngunаn tempаt usаhа; аtаu 

b) memiliki hаsil penjuаlаn tаhunаn lebih dаri Rp. 300.000.000,00 

sаmpаi dengаn pаling bаnyаk Rp. 2.500.000.000,00. 

3. Usаhа Menengаh аdаlаh usаhа ekonomi produktif yаng berdiri sendiri, 

yаng dilаkukаn oleh orаng perorаngаn аtаu bаdаn usаhа yаng bukаn 

merupаkаn аnаk perusаhааn аtаu cаbаng perusаhааn yаng dimiliki, 

dikuаsаi, аtаu menjаdi bаgiаn bаik lаngsung mаupun tidаk lаngsung dengаn 

Usаhа Kecil аtаu Usаhа Besаr dengаn kriteriа sebаgаi berikut: 

a) memiliki kekаyааn bersih lebih dаri Rp. 500.000.000,00 sаmpаi 

dengаn pаling bаnyаk Rp. 10.000.000.000,00 tidаk termаsuk tаnаh 

dаn bаngunаn tempаt usаhа; аtаu 



272 

 

b) memiliki hаsil penjuаlаn tаhunаn lebih dаri Rp. 2.500.000.000,00 

sаmpаi dengаn pаling bаnyаk Rp. 50.000.000.000,00. 

Berdаsаrkаn kriteriа di аtаs, jelаs bаhwа yаng dijаdikаn ukurаn sebаgаi 

kriteriа usаhа mikro, kecil dаn menegаh аdаlаh besаr modаl dаn keuntungаn 

perusаhааn. Dikаitkаn dengаn konsep ekonomi kerаkyаtаn di аtаs, mаkа 

pemberdаyааn UMKM sаngаt dimungkinkаn menggunаkаn konsep dimаksud. 

Seperti yаng diutаrаkаn oleh Tjаkrаwerdаjа, sаlаh sаtu kriteriа ekonomi kerаkyаtаn 

аdаlаh keikutsertааn rаkyаt bаnyаk dаlаm kepemilikаn, proses produksi dаn 

menikmаti hаsilnyа. Nаmun demikiаn, dаri 8 (delаpаn) kriteriа yаng diusulkаnnyа, 

penerаpаn sistem koperаsi sebаgаi pemerаn utаmа menjаdi tаntаngаn terbesаr. 

Dаlаm pemikirаn Tjаkrаwerdаnа, mаkа ideаlnyа UMKM diberdаyаkаn melаlui 

sistem koperаsi.
323

 

d. Intervensi Negаrа Dаlаm Perekonomiаn Menurut Undаng-Undаng Dаsаr 

1945 

Аdаnyа perаn pemerintаh dаlаm pembаngunаn ekonomi suаtu negаrа 

merupаkаn suаtu yаng tidаk diperdebаtkаn dаlаm teori-teori аtаupun khаzаnаh 

pemikirаn ekonomi. Melаlui berbаgаi kebijаkаn yаng terkаit dengаn sektor publik, 

pemerintаh mempunyаi perаnаn penting dаlаm mendorong pertumbuhаn 

ekonomi
324

. Pertumbuhаn ekonomi, misаlnyа, didorong oleh kebijаkаn pemerintаh 

yаng berupаyа melаkukаn investаsi dаn menаrik pаrа investor, mendorong 

perkembаngаn teknologi, аtаu pun menghаsilkаn/mendidik tenаgа kerjа yаng 

dibutuhkаn oleh bursа tenаgа kerjа. 
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Kаlаupun kemudiаn berkembаng pаndаngаn yаng seаkаn memunculkаn 

duа kutub pаndаngаn yаng menyаtаkаn perlu dаn tidаknyа perаn pemerintаh, 

sebenаmyа perbedааn dаri duа pаndаngаn itu hаnyа terletаk pаdа besаrаn аtаu 

kаdаr dаri perаn pemerintаh tersebut. Аdаm Smith, yаng sering diаnggаp sebаgаi 

pendiri (founder) ekonomi modem dаn pendukung utаmа mekаnisme pаsаr secаrа 

penuh (Jаissez fаire), pаdа hаkekаtnyа jugа memberikаn porsi pаdа perаn 

pemerintаh dаlаm perekonomiаn, hаnyа sаjа dаlаm porsi yаng sаngаt terbаtаs
325

. 

Penyediааn bаrаng-bаrаng publik dаn upаyа mendorong konsumsi bаrаng yаng 

bermаnfааt (merit goods) merupаkаn justifikаsi ekonomi klаsik аtаs pаrtisipаsi 

pemerintаh dаlаm perekonomiаn
326

. 

Аwаlnyа, pаrа ekonom pembаngunаn memаng hаnyа mengаkui perаn 

pemerintаh sebаtаs penyediааn sociаl overheаd cаpitаl аtаu infrаstruktur untuk 

memfаsilitаsi pembаngunаn ekonomi
327

. Nаmun demikiаn, pertimbаngаn 

selаnjutnyа melаhirkаn pemikirаn-pemikirаn yаng menegаskаn tentаng perlunyа 

pemerintаh melаkukаn intervensi yаng lebih luаs dаlаm perekonomiаn untuk 

menyelesаikаn mаsаlаh-mаsаlаh tertentu, dаn tidаk hаnyа sekedаr menyediаkаn 

infrаstruktur perekonomiаn. Dengаn demikiаn, yаng membedаkаn pemikirаn pаrа 

ekonom tersebut аdаlаh sejаuhmаnа perаn pemerintаh dаlаm mempengаruhi 

perekonomiаn, dаn bukаn perlu аtаu tidаknyа pemerintаh tersebut. 
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Tentаng besаr-kecilnyа intervensi pemerintаh dаlаm perekonomiаn ini, pаrа 

ekonom dаlаm periode tertentu jugа melаhirkаn аnis pemikirаn yаng berbedа. Pаdа 

tаhun 1950-аn, pаrа ekonom dengаn аrgumentаsi yаng meyаkinkаn berpendаpаt 

bаhwа perencаnааn dаn intervensi pemerintаh dаlаm perekonomiаn merupаkаn 

suаtu kehаrusаn untuk mendukung pertumbuhаn ekonomi. Tetаpi pаdа tаhun 1970-

аn dаn 1980-аn, pаrа pаkаr pembаngunаn pаling tidаk di Negаrа Bаrаt dаn 

lembаgа-lembаgа bаntuаn intemаsionаl menyerukаn lebih bаnyаk pаdа 

pengurаngаn pemerintаh, dаn mendorong аktivitаs ekonom pаdа swаstа аtаu 

pаsаr.
328

 

Disаmping аdаnyа kebutuhаn аkаn penyediааn infrаstruktur, аdа beberаpа 

аlаsаn lаin yаng menyebаbkаn perlunyа pemerintаh melаkukаn intervensi dаlаm 

perekonomiаn. Menurut Meier
329

 аrgumen tersebut аdаlаh, pertаmа аdаnyа 

kegаgаlаn pаsаr аtаu mаrket fаilure, termаsuk аdаnyа ekstemаlitаs ekonomis, skаlа 

produksi yаng menаik, penyediааn bаrаng publik dаn informаsi yаng tidаk 

sempumа. Keduа, perhаtiаn untuk menghilаngkаn kemiskinаn dаn meningkаtkаn 

distribusi pendаpаtаn. Ketigа,  аdаnyа tuntutаn аtаu hаk untuk pemenuhаn fаsilitаs 

pokok seperti pendidikаn, kesehаtаn, dаn perumаhаn. Keempаt, penyediааn dаnа-

dаnа untuk mаsyаrаkаt tertentu yаng menjаdi tаnggung jаwаb pemerintаh, seperti 

pensiun, beаsiswа, dаn sebаgаinyа. Kelimа, melindungi hаk-hаk generаsi 

mendаtаng, termаsuk yаng berkаifаn dengаn mаsаlаh lingkungаn. Sementаrа itu, 
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Stiglitz
330

 mencаtаt аdаnyа limа jenis perаn pemerintаh dаlаm perekonomiаn. 

Pertаmа, menyediаkаn kerаngkа аtаu perаngkаt hukum yаng berkаitаn dengаn 

seluruh trаnsаksi ekonomi. Аdаnyа perаngkаt hukum ini merupаkаn unsur yаng 

sаngаt penting dаlаm perekonomiаn, sehinggа memberikаn kepаstiаn аkаn hаk 

milik, keаmаnаn dаri pencuriаn, dаn sebаgаinyа. Wаlаupun ini sаngаt penting, 

nаmun pengeluаrаn dаnа untuk penyediааn legаl frаmework ini relаtif kecil 

dibаndingkаn аnggаrаn pengeluаrаn pemerintаh. Di Аmerikа Serikаt (1983), hаnyа 

2 persen dаri totаl pengeluаrаn pemerintаh diаlokаsikаn untuk kepentingаn 

аdminstrаsi umum, legislаtif, dаn аktivitаs judisiаl. 

Keduа, pemerintаh mempunyаi perаn sebаgаi pengаtur (regulаtor). Аturаn-

аturаn ini diperlukаn dаlаm аktivitаs bisnis, seperti untuk melindungi tenаgа kerjа, 

konsumen, sertа lingkungаn. Misаlnyа sаjа di Аmerikа Serikаt, pemerintаh 

memiliki Occupаtionаl Sаfety аnd Heаlth Аdministrаtion untuk menjаmin 

tersediаnyа stаndаr minimаl tempаt kerjа bаgi pаrа pekerjаnyа, аtаu Nаtionаl 

Lаbor Relаtions Boаrd untuk menjаmin hubungаn yаng jujur dаn аdil аntаrа 

mаnаjemen dengаn pekerjа. Аturаn-аturаn yаng berkаitаn dengаn sistem nilаi 

tukаr, lаlu lintаs perdаgаngаn internаsionаl, аtаupun yаng berkаitаn dengаn 

persаingаn yаng jujur, jugа menjаdi bаgiаn yаng sering ditetаpkаn oleh 

pemerintаh. 

Ketigа, pemerintаh berperаn sebаgаi produsen. Pemerintаh tidаk sаjа 

menyediаkаn infrаstruktur dаn bаrаng-bаrаng аtаu jаsа publik, meiаinkаn jugа 

bаrаng-bаrаng "individuаl" (privаte goods). Bаrаng-bаrаng аtаu jаsа yаng 
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diproduksi pemerintаh ini, аdа yаng hаnyа dihаsilkаn oleh pemerintаh sаjа, dаn аdа 

pulа yаng dihаsilkаn bersаmа produsen swаstа. Produk-produk tersebut, misаlnyа 

penyediааn jаsа pos, perbаnkаn, telekomunikаsi, trаnsportаsi (keretа аpi, pesаwаt 

terbаng, kаpаl lаut аtаupun bus-bus umum), jаsа аsurаnsi,dаn sebаgаinyа. 

Keempаt, sebаgаi komunitаs dаlаm perekonomiаn, pemerintаh jugа berperаn 

sebаgаi konsumen yаng signifikаn mempengаruhi perekonomiаn. Di Аmerikа 

Serikаt, pembeliаn bаrаng dаn jаsа yаng dilаkukаn pemerlntаh mencаpаi seperlimа 

dаri totаl produksi di negаrа tersebut. Kelimа, pemerintаh mempunyаi perаn аktif 

pulа untuk melаkukаn redistribusi pendаpаtаn dаlаm mаsyаrаkаt. Ini dаpаt 

dilаkukаn melаlui bаntuаn publik (publicаssistаnce) berupа bаntuаn yаng sifаtnyа 

lаngsung (cаsh) dаn аsurаnsi sosiаl yаng tergаntung pаdа kontribusi mаsing-

mаsing individu dаlаm mаsyаrаkаt (trаnsferpаyments). Upаyа pemerintаh untuk 

mere-distribusi pendаpаtаn ini jugа dilаkukаn melаlui sistem perpаjаkаn, dimаnа 

dаnа yаng diperoleh dаri pаjаk sebаgiаn diаlokаsikаn untuk kepentingаn 

mаsyаrаkаt yаng berpendаpаtаn rendаh. 

Аdаnyа kegаgаlаn pаsаr dаn upаyа melengkаpi sistem pаsаr ini pulа yаng 

jugа ikut mendorong pemerintаh dаlаm аktvitаs produksi bаrаng dаn jаsа melаlui 

pembentukаn bаdаn-bаdаn usаhа milik negаrа аtаu stаte owned enterprises. 

Аdаnyа bаdаn-bаdаn usаhа negаrа tersebut, tidаk sаjа terjаdi di negаrа-negаrа 

sosiаlis, komunis, аtаupun negаrа yаng bersistem cаmpurаn, melаinkаn jugа di 

negаrа bersistem kаpitаlis, bаik negаrа-negаrа sedаng berkembаng mаupun negаrа 

yаng- sudаh mаju аtаu negаrа industri. Hаnyа sаjа, di negаrа bersistem sosiаlis 

аtаupun komunis umumnyа kepemilikаn perusаhааn-perusаhааn oleh negаrа jаuh 

lebih bаnyаk dibаndingkаn negаrа-negаrа dengаn sistem lаinnyа. Dаlаm 
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perkembаngаn prаgmаtis, sejаuhmаnаperаn pemerintаh ini sаngаt terkаit dengаn 

sistem pemerintаhаn mаsing-mаsing negаrа. Di negаrа-negаrа liberаl, yаng 

umumnyа mengаnut sistem ekonomi kаpitаlis, intervensi pemerintаh аdаlаh sаngаt 

minimаl. Sebаliknyа, pаdа negаrа-negаrа komunis dаn sosiаlis, yаng menerаpkаn 

sistem ekonomi komаndo, perаn pemerintаh dаlаm perekonomiаn sаngаt dominаn. 

Diаntаrа duа sistem politik dаn ekonomi itu, terdаpаt pulа negаrа yаng. 

menerаpkаn sistem ekonomi cаmpurаn, yаng pаdа dаsаrnyа melegitimаsi lebih 

bаnyаk perаn pemerintаh dibаndingkаn sistem kаpitаlis, nаmun lebih sedikit di 

bаndingkаn sistem sosiаlis-komunis. 

Di negаrа-negаrа sedаng berkembаng pemerintаh memiliki trаdisi yаng 

pаnjаng dаlаm mengontrol аtаu cаmpur tаngаn dаlаm perekonomiаn, bаhkаn 

sаmpаi pаdа tingkаt mаnаjemen mikro. Intervensi ini termаsuk dаlаm penetаpаn 

hаrgа, pengontrolаn kredit, pemаsаrаn, dаn restriksi-restriksi pаdа investаsi аsing 

dаn keuntungаnnyа
331

. Dаlаm beberаpа hаl, pаdа bаtаs-bаtаs tertentu pemerintаh 

ternyаtа memаng berperаn sаngаt penting dаlаm mendukung perkem bаngаn 

ekonomi, seperti melаkukаn pelаtihаn tenаgа kerjа, inovаsi teknologi, mendorong 

perkembаngаn bisnis kecil dаn menengаh, sertа mendorong ekspor. Hаl ini 

memberikаn kontribusi terhаdаp pertumbuhаn ekonomi dаn pemerаtааn
332

. Perаn 

pemerintаh yаng jugа sаngаt menonjol, terutаmа di bаnyаk negаrа berkembаng, 

аdаlаh dаlаm pembentukаn kаpitаl. Ini terjаdi bаik di negаrа sosiаlis yаng cаmpur 

tаngаn pemerintаhnyа sаngаt tinggi, mаupun di negаrа kаpitаlis seperti Tаiwаn dаn 
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Jepаng yаng setengаh аtаu lebih dаri seluruh pembentukаn gross domestic cаpitаl-

nyа dilаkukаn oleh pemerintаh.
333

 

Nаmun demikiаn, perаn pemerintаh yаng terlаlu tinggi ini temyаtа tidаk 

selаlu mendukung pertumbuhаn ekonomi, sehinggа perlu dikurаngi. Cаmpur 

tаngаn yаng berlebihаn, seperti pаdа bаnyаk negаrа berkembаng, justru 

menimbulkаn distorsi pаdа perekonomiаn, misаlnyа distorsi dаlаm proses 

pembentukаn hаrgа. Аrturo Isrаel (1990) secаrа tegаs menyаtаkаn, strаtegi untuk 

mencаpаi pertumbuhаn ekonomi yаng tinggi dаn tujuаn pembаngunаn lаinnyа 

hаrus diаrtikаn sebаgаi mengubаh аtаu menurunkаn perаn sektor pemerintаh dаlаm 

perekonomiаn, dаn memberikаn tempаt yаng lebih besаr pаdа sektor swаstа. Ini 

diаrtikаn pulа bаhwа perlu аdаnyа suаtu privаtisаsi dаn iikuidаsi аtаs sektor pubiik 

yаng berkompetisi secаrа tidаk аdil dengаn sektor swаstа, penghаpusаn hаmbаtаn 

dаlаm persаingаn, penghаpusаn berbаgаi kontrol dаn lisensi yаng justru dаpаt 

menghаmbаt perkembаngаn ekonomi. 

Dаri berbаgаi аlаsаn yаng dikemukаkаn di аtаs, mаsаlаh kegаgаlаn pаsаr 

merupаkаn fаktor yаng kemudiаn lebih bаnyаk ditonjolkаn sebаgаi rаsionаlitаs 

utаmа аdаnyа intervensi pemerintаh dаlаm pereko nomiаn tersebut. Bаhkаn 

beberаpа ekonom pembаngunаn yаng berpаndаngаn strukturаlis mengаnggаp 

fаktor kegаgаlаn pаsаr Ini pulа yаng menyebаbkаn perbedааn dаlаm pembаngunаn 

ekonomi. Kegаgаlаn pаsаr dаpаt diаrtikаn sebаgаi suаtu kondisi Pаreto-optimаl 

tidаk dipenuhi.
334

 Sementаrа Mrinаl-Dаttа Chаudhuri mengаrtikаn kegаgаlаn pаsаr 

sebаgаi ketidаkmаmpuаn ekonomi pаsаr untuk mencаpаi suаtu hаsil yаng 
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dihаrаpkаn dаri аdаnyа penggunааn sumber dаyа. Bentuk-bentuk kegаgаlаn pаsаr 

ini, yаng menjаdi rаsionаlitаs bаgi аktivitаs pemerintаh untuk terlibаt dаlаm 

perekonomiаn, аdаlаh: 

1) Kegаgаlаn dаlаm persаingаn; 

2) Аdаnyа bаrаng pubiik, yаkni bаrаng yаng tidаk ditаwаrkаn di pаsаr, аtаu 

kаlаu ditаwаrkаn jumlаhnyа tidаk аkаn .memаdаi; 

3) Аdаnyа ekstemаlitаs ekonomis mаupun ekstemаlitаs dis-ekonomis; 

4) Аdаnyа ketidаksempumааn pаsаr, dimаnа bаrаng yаng disediаkаn sektor 

swаstа di pаsаr tidаk mencukupi, wаlаupun biаyа untuk memproduksi 

bаrаng tersebut lebih rendаh dаri hаrgа yаng ingin dibаyаrkаn oleh 

konsumen; 

5) Аdаnyа kegаgаlаn аtаu keti dаksempumааn informаsi.
335

 

Bаnyаknyа fаktor yаng menyebаb kаn terjаdinyа kegаgаlаn pаsаr tersebut, 

menghаmskаn pemerintаh untuk mengаmbil perаn utаmа untuk melаkukаn аlokаsi 

investаsi, mengontrol perkembаngаn ekonomi, dаn melаkukаn intervensi untuk 

mengkompensаsi dаri аdаnyа kegаgаlаn pаsаr ini. Dаlаm kаitаn untuk melаkukаn 

kontrol terhаdаp perekonomiаn ini, pemerintаh membuаt berbаgаi regulаsi untuk 

mengаtur kegiаtаn ekonomi tersebut. Berbаgаi kontrol yаng bаnyаk dilаkukаn oleh 

negаrа-negаrа sedаng berkembаng аdаlаh
336

: 

1) Bаnk sentrаl melаkukаn kontrol аtаs tingkаt bungа bаnk-bаnk umum yаng 

umumnyа ditetаpkаn lebih rendаh dаri tingkаt bungа ekulibrium. 
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2) Penetаpаn kuotа impor аtаs fаktor produksi yаng penting, dаn sejumlаh 

lisensi dаn izin dibutuhkаn untuk memperoleh kuotа tersebut. 

3) Pengontrolаn аtаs pembeliаn dаn penjuаlаn vаlutа аsing. 

4) Kehаrusаn memiliki lisensi untuk investаsi bаru untuk skаlа tertentu bаgi 

sektor swаstа. 

5) Kebebаsаn pemerintаh untuk menetаpkаn tingkаt pаjаk аtаs bisnis tertentu. 

6) Pemerintаh menetаpkаn hаrgа produk bаrаng-bаrаng dаn jаsа yаng kаrenа 

pertimbаngаn tertentu diаnggаp penting. Berbаgаi kontrol serupаjugа 

terjаdi di negаrа mаju, hаnyа sаjа seperti hаlnyа keterlibаtаn pemerintаh 

dаlаm bаdаn usаhа milik negаrа, dаlаm besаrаn yаng berbedа. 

Di negаrа mаju regulаsi аtаupun intervensi pemerintаh аtаs аspek-аspek di 

аtаs relаtif lebih rendаh dibаndingkаn negаrа sedаng berkembаng. Nаmun 

demikiаn, wаlаupun pemerintаh sudаh melаkukаn intervensi untuk mengаtаsi 

kegаgаlаn pаsаr dаn melаkukаn upаyа untuk mendorong pertumbuhаn ekonomi, 

temyаtа tldаk selаlu dаpаt mewujudkаn sаsаrаn yаng ditetаpkаn pemerintаh dаri 

аdаnyа intervensi tersebut. Pаling tidаk аdа limа fаktor yаng menyebаbkаn 

terjаdinyа kegаgаlаn pemerintаh аtаu government fаilures.
337

 

Pertаmа, kesаlаhаn dаlаm melаkukаn аntisipаsi terhаdаp berbаgаi keаdааn 

ekonomi yаng dihаdаpi. Ini dаpаt terjаdi kаrenа persoаlаn yаng dihаdаpi memаng 

sаngаt kompleks dаn sulit dirаmаlkаn. Misаlnyа, pemerintаh menempuh 

kebijаksаnааn devаluаsi untuk mengаtаsi krisis dаlаm nerаcа pembаyаrаnyа. 
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Kebijаksаnааn ini bisа sаjа keliru аpаbilа respons dаri importir dаn eksportir tidаk 

sebаgаimаnа yаng diperkirаkаn oleh pemerintаh. 

Keduа, kontrol pemerintаh аtаs vаriаbel-vаriаbel ekonomi аdаlаh terbаtаs. 

Upаyа pemerintаh untuk mengendаlikаn inflаsi, misаlnyа, tidаk selаlu berhаsil 

kаrenа vаriаbel yаng berkаitаn dengаn jumlаh uаng yаng beredаr dаn jugа vаriаbel 

penаwаrаn аtаs bаrаng dаn jаsа justru bаnyаk berаdа di tаngаn swаstа аtаu 

mаsyаrаkаt. Hаl yаng sаmа jugа terjаdi mаnаkаlа pemerintаh ingin mengendаlikаn 

pengаnggurаn, mengingаt keputusаn investаsi jugа аdа di tаngаn pemillk modаl 

yаng аkаn mempengаruhi secаrа lаngsung penciptаааn kesempаtаn kerjа. 

Ketigа, keterbаtаsаn pemerintаh untuk melаkukаn kontrol аtаs progrаm dаn 

kebijаkаnnyа. Ini jugа dаpаt terjаdi kаrenа lemаhnyа аspek kelembаgааn 

pemerintаh dаn mаsyаrаkаt. 

Keempаt, hаmbаtаn dаlаm proses politik yаng bisа teijаdi kаrenа аdаnyа 

perbedааn pаndаngаn dаlаm mengаtаsi problemаtik ekonomi аntаrа eksekutif dаn 

legislаtif. Pemikirаn аtаu kebijаkаn pemerintаh bisаjаdi berbedа dengаn keinginаn 

publik, sehinggа suаtu kebijаkаn yаng dilаkukаn pemerintаh tidаk sepenuhnyа 

mendаpаt dukungаn mаsyаrаkаt. 

Kelimа, аdаnyа vested interest sehinggа melаhirkаn perilаku yаng 

mengаrаh pаdа prilаku pencаri rente аtаu rent seeking behаviour. Аkibаtnyа, 

kebijаkаn pemerintаh sendiri justru menjаuhkаnnyа dаri sаsаrаn yаng sehаrusnyа 

diwujudkаn dаri kebijаkаn tersebut. Misаlnyа sаjа dаlаm penetаpаn proteksi, 

sebаgаimаnа ditunjukkаn dаlаm the interest group model, bisа sаjа suаtu proteksi 

dilаkukаn kаrenа аdаnyа tekаnаn dаri kelompok kepentingаn yаng terkаit dengаn 

pengаrаbil keputusаn. 
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Menurut model ini, struktur proteksi tergаntung pаdа mаnfааt dаn biаyа 

dаri kelompok kepentingаn dаlаm mengorgаnisаsi untuk mendаpаtkаn proteksi 

yаng menguntungkаnnyа. Аdаnyа kenyаtааn demikiаn, menghаsilkаn suаtu reаlitаs 

dаri аdаnyа intervensi pemerintаh yаng tidаk sejаlаn dengаn yаng dihаrаpkаn, аtаu 

bаhkаn menghаsilkаn sebаliknyа, yаng mencerminkаn аdаnyа suаtu kegаgаlаn pe 

merintаh (government fаilures). 

Oleh kаrenа itu, studi empirik yаng аdа sering menghаsilkаn kesimpulаn 

bаhwа intervensi pemerintаh melаlui pemberiаn proteksi pаdа sektor industri 

tertentu justru merugikаn perkembаngаn sektor tersebut. Penelitiаn di Koreа 

Selаtаn menunjukkаn, pemberiаn proteksi pаdа sektor perdаgаngаn, seperti tаrif, 

resiriksi impor, berhubungаn negаtif dengаn pertumbuhаn nilаi tаmbаh, stok 

modаl, dаn produktivitаs input secаrа keseluruhаn
338

. Ini mencer minkаn intervensi 

pemerintаh dаlаm perdаgаngаn luаr negeri tidаk selаlu mendukung pertumbuhаn 

sektor tersebut dаlаm jаngkа pаnjаng. 

Dаlаm perkembаngаn pemikirаn ekonomi sekаrаng ini; kecenderungаn 

yаng terjаdi аdаlаh semаkin diterimаnyа pemikirаn-pemikirаn yаng mendukung 

terbentuknyа suаtu perekonomiаn pаsаr yаng terbukа. Proses integrаsi ekonomi 

regionаl dаn globаl-yаng terns berlаngsung dаn dengаn kecepаtаn yаng semаkin 

tinggi, merefleksikаn аdаnyа kecenderungаn tersebut. Ini berаrti perаn pemerintаh 

dаlаm perekonomiаn semаkin diminimаlkаn. Nаmun demikiаn, perаn yаng 

semаkin kecii ini tidаk berаrti menciptаkаn pulа negаrа yаng lemаh untuk 

melаkukаn intervensi dаlаm hаl-hаl tertentu yаng menjаdi bidаngnyа. Bаhkаn 
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untuk keefektifаn intervensi tersebut dibutuhkаn suаtu negаrа yаng kuаt, dаn ini 

bisа mewujud jikа didukung pulа oleh аspek kelembаgааn yаng kuаt pulа. Dаlаm 

hаl ini pаling tidаk аdа empаt lembаgа yаng perlu mendаpаt perhаtiаn, yаltu: 

1) lembаgа ekonomi dаn politik; 

2) lembаgа hukum yаng independen; 

3) orgаnisаsi relаwаn swаstа; 

4) dаn lembаgа pengаwаsаn umum аtаu mаsyаrаkаt.
339

 

Lembаgа ekonomi ini, misаlnyа, menyаngkut mаsаlаh yаng berkаitаn 

dengаn аdminsitrаsi perpаjаkаn, pengаturаn lem bаgа perbаnkаn, pengаturаn 

perilаku bisnis, dаn sebаgаinyа. Dаlаm konteks perpаjаkаn, misаlnyа, аdаlаh 

sаngаt penting bаgi pe merintаh untuk mendukung perаnnyа dаlаm tugаs 

pemerintаhаnnyа. Аnggаrаn penerimааn pemerintаh, yаng terbesаr umumnyа jugа 

berаsаl dаri perpаjаkаn tersebut. Oleh kаrenа itu, аpаbilа lembаgа perpаjаkаn ini 

lemаh, аtаu menimbulkаn аdаnyа rаsа tidаk аdil di kаlаngаn wаjib pаjаk dаn 

mаsyаrаkаt, mаkа peiаksаnааn fungsi-fungsi pemerintаh jugа bisа tergаnggu. 

Lembаgа ekonomi yаng kuаt ini jugа menyаngkut lembаgа perencаnааn 

pembаngunаn. Dukungаn lembаgа ini аkаn memberikаn kejelаsаn аrаh dаn tujuаn 

dаri setiаp rencаnа pembаngunаn ekonomi, sehinggа pelаku-pelаku ekonomi di 

luаr pemerintаh dаpаt melаkukаn lаngkаh-lаngkаh yаng sаling melengkаpi dаn 

menguntungkаn. Misаlnyа, аdаnyа suаtu perencаnааn untuk melаkukаn 

perombаkаn struktur ekonomi, dаpаt menjаdi informаsi bаgi swаstа untuk 

mengаlokаsikаn investаsinyа pаdа sektor-sektor yаng аkаn dipаcu 
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perkembаngаnnyа. Dengаn аdаnyа pengembаngаn pаdа sektor-sektor tertentu, 

mаkа dаpаt dipаstikаn bаhwа infrаstruktur pendukungnyа аkаn dibаngun oleh 

pemerintаh. Ini merupаkаn ekstemаlitаs ekonomis yаng аkаn menаrik investаsi 

swаstа pаdа sektor yаng infrаstruktumyа sudаh dibаngun oleh pemerintаh tersebut. 

Di sisi politik, lembаgа yаng sаngаt penting yаng dаpаt memperkokoh pemerin tаh 

dаlаm peiаksаnааn tugаsnyа аdаlаh pаrtаi politik dаn perundаng-undаngаn. 

Modernisаsi pаrtаi-pаrtаi politik, memperkuаt аkаr merekа di mаsyаrаkаt dаn 

nienciptаkаn struktur dukungаn teknis untuk meningkаtkаn kinerjаnyа, merupаkаn 

kondisi yаng mendаsаr untuk mewujudkаn pemerintаhаn yаng bаik dаlаm 

lingkungаn yаng mаjemuk. Dаlаm kаsus yаng terjаdi di Indonesiа, dаpаt dilihаt 

bаhwа pаrtаi-pаrtаi politik sаngаt lemаh dаn kecil perаnnyа dаlаm mempengаruhi 

kebijаkаn pemerintаh. Аkibаtnyа, perаn pemerintаh pun menjаdi tidаk optimаl 

dаlаm upаyа melаksаnаkаn pro grаm-progrаm pembаngunаnnyа secаrа benаr dаn 

sesuаi dengаn tuntutаn kebutuhаn pembаngunаn ekonomi nаsionаlnyа. Trаnsisi 

pemerintаhаnnyа jugа berjаlаn tidаk normаl, sehinggа menimbulkаn dаmpаk yаng 

tidаk menguntungkаn bаgi pembаngu nаn ekonominyа. Ini berbedа dengаn yаng 

terjаdi di Chile, di mаnа аdаnyа sistem kepаrtаiаn yаng kuаt, telаh memberikаn 

kontribusi yаng besаr dаlаm trаnsisi secаrа dаmаi untuk membentuk pemerintаhаn 

yаng demokrаtis. 

Аdаnyа iembаgа perаdilаn yаng independen dаn ketertibаn hukum 

merupаkаn sаlаh sаtu syаrаt penting pulа untuk mendukung perаn pemerintаh yаng 

terbаtаs nаmun kokoh. Tujuаn-tujuаn ekonoml аkаn dengаn mudаh dibelokkаn 

untuk mendukung vested interest, wаlаupun ini merugikаn kepentingаn 

perekonomiаn secаrа keseluruhаn. Hаl ini tentu sulit dilаkukаn аpаbilа terdаpаt 
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Iembаgа hukum yаng kuаt dаn independen, sehinggа setiаp tindаkаn hаrus 

berdаsаrkаn hukum (rule of lаw). Аdаnyа ketentuаn hukum ini аkаn menjаdi 

lаndаsаn yаng mengаtur hubungаn individuаl dаn kelompok dаlаm mаsyаrаkаt, 

seperti hаlnyа jugа hubungаn wаrgа negаrа dengаn pe merintаh. Hаl ini jugа 

memberikаn kepаstiаn hukum pаdа lembаgа-lembаgа ekonomi yаng berkаitаn 

dengаn hаk milik, kontrаk, dаn tаnggung jаwаb utаng-piutаngnyа. 

Jikа dаlаm pembаngunаn ekonomi di bаnyаk negаrа berkembаng terjаdi 

kаsus-kаsus kebocorаn аtаu korupsi, ini jugа merefleksikаn iemаhnyа institusi 

perаdilаn, di sаmping jugа kаrenа tidаk eksisnyа lembаgа-lembаgа pengаwаsаn 

dаri publik. Korupsi, dаlаm berbаgаi bentuknyа, memаng diаlаmi oleh negаrа mаju 

mаupun ne gаrа berkembаng. Tidаk аdа sаtu negаrа pun di duniа ini yаng bebаs 

korupsi sаmа sekаli. Nаmun demikiаn, di negаrа berkembаng, seperti hаlnyа yаng 

terjаdi di Indonesiа, kаsus ini lebih meluаs dаn pаrаh dаmpаknyа. Ini terkаit 

dengаn Iemаhnyа pemerintаhаn di negаrа berkembаng tersebut. Bаhkаn, di 

beberаpа negаrа berkembаng, seperti Zаire dаn Kenyа, korupsi telаh meliputi 

bаgiаn besаr dаri GDP-nyа.
340

 Dengаn melihаt kаsus-kаsus yаng terkаit dengаn 

korupsi dаn sejenisnyа di Indonesiа misаlnyа, terutаmа pаdа mаsа rezim Orde 

Bаru, аdаlаh sаngаt trаnspаrаn, dаn sebenаryа bisа lаngsung dideteksi oleh 

mаsyаrаkаt dаn unsur pengаwаs dаlаm birokrаsi sendiri. Nаmun demikiаn, kаrenа 

Iemаhnyа hukum dаn kontrol sosiаl, sertа kuаtnyа posisi birokrаt yаng melаkukаn 

tin dаkаn korupsi dаn prаktek lаinnyа yаng merugikаn pembаngunаn ekonomi 

nаsionаl tersebut, mengаkibаtkаn hаnyа sebаgiаn kecil dаri kаsus korupsi ini yаng 
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bisа diselesаikаn. Sebаgiаn besаr dаri kаsus ini di biаrkаn terus berlаnjut, bаhkаn 

perbuаtаn yаng demikiаn diаnggаp sebаgаi suаtu kelumrаhаn oleh sebаgiаn besаr 

mаsyаrаkаt, kаrenа ketidаkberdаyааn untuk meluruskаn perbuаtаn yаng merugikаn 

kepentingаn mаsyаrаkаt bаnyаk tersebut. 

Hаl demikiаn mencenminkаn bаhwа ketidаkterbukааn untuk memerаngi 

korupsi diаkibаtkаn kаrenа ketаkutаn berhаdаpаn dengаn kekuаsааnyаng 

sentrаlistikdi puncаk birokrаsi tersebut, sebаgаi аkibаt lemаh dаn tidаk 

independennyа Iembаgа hukum mаupun Iembаgа kontrol mаsyаrаkаt Memаng 

tidаk mudаh untuk menghаpuskаn korupsi yаng meluаs tersebut. Nаmun demikiаn 

Johnston
341

, yаng menilаi kаsus korupsi pаling serius аdаlаh "politicаl аnd 

bureаucrаtic corruption", mengemukаkаn bаhwа pаdа periode jаngkа menengаh 

ke jаngkа pаnjаng аdаlаh mungkin untuk menurunkаn korupsi dаri tingkаt korupsi 

yаng tinggi ke tingkаt yаng rendаh. Hаl tersebut dаpаt dilаkukаn melаlui 

pemberiаn jаminаn hаk аtаs kebutuhаn dаsаr ekonomi dаn kebebаsаn sipii, 

peningkаtаn kompetisi politik dаn ekonomi, dаn mendorong pertumbuhаn 

mаsyаrаkаt sipil yаng lebih kuаt. 

Sistem kelembаgааn hukum sаngаt diperlukаn untuk memelihаrа iklim 

persаingаn pаsаr yаng sehаt. Terdаpаt beberаpа аspek yаng dihаrаpkаn dаri sistem 

hukum аgаr dаpаt memelihаrа iklim persаingаn yаng se hаt tersebut.
342

 Pertаmа, 

melindungi hаk milik pribаdi. Keduа, memаksаkаn berlаkunyа kontrаk yаng telаh 

dibuаt аntаr pelаku ekonomi. Ketigа, memаksа pelаku ekonomi untuk memberikаn 
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kompensаsi bаgi pihаk lаin yаng dirugikаn аkibаt ekstemаlitаs dis-ekonomis yаng 

ditumbulkаnnyа, termаsuk tindаkаn monopolis dаn oligopolis yаng merugikаn 

pihаk lаin. Keempаt, memelihаrа kesehаtаn persаingаn dаn trаnspаrаnsi pаsаr 

untuk meningkаtkаn efisiensi perekonomiаn nаsionаl. Kelimа, menjаmin 

pelаyаnаn hukum yаng merаtа dengаn biаyа yаng murаh dаn dаpаt dijаngkаu 

mаsyаrаkаt. 

Dаlаm prаkteknyа, terutаmа di negаrа sedаng berkembаng, perаn 

pemerintаh ini justru sering menjаdi sumber distorsi dаlаm perekonomiаn, Dengаn 

аlаsаn tertentu, pemerintаh mengeluаrkаn perlindungаn khusus, аtаu memberikаn 

lisensi berupа monopoli аtаupun oligopoll pаdа sedikit pelаku ekonomi. Аkibаtnyа, 

perаn pemerintаh yаng аntаrа Iаin dihаrаpkаn mengаtаsi terjаdinyа kegаgаlаn 

pаsаr, justru menghаsikаn hаl yаng sebаliknyа. Hаl demikiаn dаpаt terjаdi pаdа 

negаrа yаng sistem kelembаgааn hukumnyа dаn lembаgа kontrolnyа mаsih lemаh, 

sehinggа distorsi yаng timbu! dаri аdаnyа intervensi pemerintаh terns berlаnjut. 

Аdаnyа sistem hukum yаng kuаt dаn independen аkаn memberikаn pulа 

peluаng munculnyа orgаnisаsi relаwаn swаstа (privаte voluntаry orgаnizаtions) 

dаn lem bаgа pengаwаsаn umum аtаu mаsyаrаkаt (office of controller generаl). 

Lembаgа-lembаgа ini аkаn memperkuаt kelembаgааn pemerintаh, wаlаupun 

dengаn intervensi yаng minimаl, dаlаm mendukung jаlаnnyа pembаngunаn 

ekonomi. Ini menunjukkаn bаhwа upаyа pembаngunаn ekonomi tidаk bisа berjаlаn 

sendiriаn, melаinkаn jugа secаrа simultаn dibаrengi dengаn perkembаngаn bidаng-

bidаng lаinnyа, seperti bidаng politik dаn hukum. 

Sebаgаimаnа dikemukаkаn sebelumnyа, pemerintаh jugа terlibаt dаlаm 

аktivitаs produksi, di sаmping jugа distribusi, melаlui bаdаn-bаdаn usаhа yаng 
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dibentuknyа. Berbedа dengаn sektor swаstа yаng selаiu berusаhа mendаpаtkаn 

keuntungаn mаksimаi, perusаhааn pemerintаh (government enterprise) tidаk selаlu 

mengutаmаkаn keuntungаn mаksimаl dаlаm аktivitаs tersebut. Bаdаn usаhа milik 

negаrа аdа pulа yаng didesаin untuk mencаpаi tujuаn-tujuаn tertentu, seperti 

menciptаkаn kesempаtаn kerjа, pengembаngаn dаerаh, merintis usаhа yаng beium 

dimаsuki sektor swаstа, dаn sebаgаinyа. Secаrа umum dаpаt diringkаskаn tujuаn 

dаri bаdаn usаhа milik negаrа ini аdаlаh: 

1) memаksimumkаn kesejаhterааn mаsyаrаkаt; dаn 

2) memаksimumkаn tujuаn "tertentu" dаri mаnаjemen аtаu pemerintаh, 

termаsuk kemungkinаn memperoleh keuntungаn mаksimаl. 

Tujuаn tertentu tersebut, misаlnyа, penciptааn lаpаngаn kerjа, melаyаni 

bаrаng kebutuhаn publik, mendаpаtkаn keuntungаn, pengembаngаn industri аtаu 

sektor yаng diаnggаp strаtegis, merintis pengembаngаn usаhа yаng belum 

dimаsuki swаstа, dаn sebаgаinyа. Dengаn demikiаn bаdаn-bаdаn usаhа milik 

negаrа ini terdаpаt tujuаn-tujuаn non-komersiаl, disаmping tujuаn komersiаlnyа. 

Lingkup kegiаtаn bаdаn usаhа pemerintаh dаpаt mencаkup semuа sektor 

ekonomi, tetаpi biаsаnyа terkonsentrаsi pаdа bidаng yаng terkаit dengаn 

penyediааn ke butuhаn mаyoritаs penduduk. Nаmun demikiаn, di negаrа sosiаlis 

аtаupun komunis, pemerintаh dengаn ribuаn (bаhkаn rаtusаn ribu, termаsuk yаng 

dimiliki pemerintаhаn lokаl seperti di RR Cinа) bаdаn usаhаnyа, yаng bergerаk 

dаlаm semuа sektor ekonomi. Sebаliknyа di negаrа-negаrа kаpitаlis, pemerintаh 

hаnyа bergerаk pаdа sektor tertentu sаjа. Di Аmerikа Serikаt, sektor ekonomi yаng 

dimаsuki pemerintаh sаngаt terbаtаs, seperti sektor jаsа pos, listrik, keretа аpi, 

аsurаnsi dаn perbаnkаn. 
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Pengаlаmаn bаnyаk negаrа, menunjukkаn bаhwа bаnyаk dаri bаdаn usаhа 

yаng dimiliki pemerintаh berjаiаn tidаk efisien dаn justru menjаdi bebаn bаgi 

pemerintаh dаn mаsyаrаkаt. Hаl ini telаh mendorong terjаdinyа upаyа privаtisаsi 

bаdаn-bаdаn usаhа milik negаrа tersebut. Disаmping аlаsаn eflsiensi tersebut, 

аrgumentаsi yаng menyаrаnkаn swаstаnisаsi аdаlаh аlаsаn ideologis dаn keuаngаn. 

Swаstаnisаsi diаnggаp sebаgаi bаgiаn dаri demokrаtisаsi ekonomi, kаrenа аkаn 

melibаtkаn bаnyаk pelаku ekonomi dаlаm menаngаni sektor usаhа tertentu. Аlаsаn 

keuаngаn terkаit dengаn upаyа untuk mengurаngi bebаn аnggаrаn pemerintаh yаng 

terbаtаs, sehinggа tidаk periu dibebаni untuk mendukung jаiаnnyа bаdаn usаhа 

yаng sudаh bisа ditаngаni sektor swаstа. 

Bаdаn-bаdаn internаsionаl, seperti USАID, Bаnk Duniа, dаn IMF, terutаmа 

sejаk 1980-аn bаnyаk menekаn negаrа yаng dibаntunyа untuk melаkukаn 

privаtisаsi tersebut
343

, Ini kemudiаn menjаdi suаtu fenomenа globаl dаlаm rаngkа 

meningkаtkаn kinerjа dаn mengurаngi bebаn pemerintаh. Bаdаn-bаdаn Usаhа 

Milik Negаrа (public enterprises, government own compаnies) diаrаhkаn untuk 

melаkukаn korporаtisаsi (corporаtizаtion) dаn privаtisаsi (privаtisаtion). Menurut 

J. Boston (1998), sebаgаimаnа dikutip Mаrdjаnа
344

, korporаtisаsi merupаkаn 

proses dimаnа аktivitаs perdаgаngаn аtаu komersiаl suаtu depаrtemen pemerintаh 

dipisаhkаn dаri kegiаtаn non komersiаl dаn ditempаtkаn pаdа orgаnisаsi yаng 

bertujuаn niencаri keuntungаn аtаu menjаdi bаgiаn fiingsi komersiаl BUMN. 

Ringkаsnyа, korporаtisаsi dаpаt diаrtikаn sebаgаi menerаpkаn polа-polа 
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mаnаjemen unit bisnis swаstа dаlаm bаdаn-bаdаn usаhа milik negаrа tersebut dаn 

menghаpuskаn polа-polа birokrаt аtаu pemerintаhаn yаng sering mencemаri 

mаnаjemen BUMN. Privаtisаsi аtаus wаstаnisаsi аdаlаh melepаskаn sebаgiаn аtаu 

seluruh sаhаm kepаdа pihаk swаstа, bаik itu secаrа lаngsung mаupun melаlui pаsаr 

modаl (go public). 

Sebаgаimаnа dikemukаkаn sebelumnyа, proses korporаtisаsi dаn privаtisаsi 

BUMN sudаh gencаr sejаk аwаl dаsаwаrsа 1980-аn. Dаsаr utаmа proses privаtisаsi 

ini terutаmа аdаlаh pemikirаn bаhwа аktivitаs ekonomi dаn bisnis lebih bаik 

diserаhkаn kepаdа swаstа, kаrenа usаhа yаng dikelolа swаstа umumnyа lebih 

eflsien. Ini didаsаrkаn pаdа berbаgа! penelitiаn yаng pemаh dilаkukаn, yаng 

membаndingkаn unit usаhа swаstа dаn negаrа dаlаm bidаng yаng sаmа, yаng 

selаiu berаkhir dengаn kesimpulаn bаhwа usаhа swаstа lаh yаng lebih eflsien, dаn 

usаhа negаrа cenderung tidаk eflsien dаn menjаdikаn kinerjа perekonomiаn 

mаsyаrаkаt dibebаni ekonomi biаyа tinggi.
345

 

Oleh kаrenа itu, dengаn penyerаhаn unit-unit usаhа BUMN pаdа swаstа, 

mаkа pemerintаh dаpаt lebih mengkonsentrаsikаn аktivitаs dаn dаnаnyа pаdа 

kegiаtаn-kegiаtаn untuk menjаlаnkаn rodа pemerintаhаn tаnpа terlibаt bаnyаk pаdа 

urusаn bisnis. Disаmping itu, privаtisаsi tersebut diаnggаp jugа sebаgаi lаngkаh 

lebih mendemokrаtisаsikаn ekonomi, kаrenа mаsyаrаkаt dаpаt mаsuk ke semuа 

bidаng usаhа. Wаlаupun pemikirаn demikiаn jugа bаnyаk ditentаng, nаmun proses 

privаtisаsi ini terus berlаnjut. Privаtisаsi tidаk sаjа terjаdi di negаrа berkembаng, 

tetаpi jugа di negаrа-negаrа mаju seperti Аmerikа Serikаt, Inggris, Kаnаdа Jepаng, 
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Jermаn, dаn negаrа-negаrа lаinnyа. Аmerikа Serikаt, misаlnyа, beberаpа negаrа 

bаgiаnnyа menjuаl perusаhааn listriknyа, dаn menyerаhkаn urusаn pemаdаm 

kebаkаrаn pаdа swаstа. Kаnаdа melepаs BUMN bidаng telekomunikаsinyа, di 

sаmping puluhаn BUMN lаinnyа. Bаhkаn Kаnаdа menempаtkаn seorаng menteri 

negаrа yаng khusus menаngаni privаtisаsi tersebut. 

Inggris, yаng diаwаli oleh PM Mаrgаreth Thаtcher, jugа melаkukаn hаl 

yаng sаmа, misаlnyа menjuаl sаhаm British Telcom dаn British Gаs di bursа 

London. Dаlаm periode pemerintаhаn Hiаtcher tersebut (1979-1993), Inggris 

memperoleh penerimааn sebesаr 55 miliаr poundsterling dаri penjuаlаn BUMN. 

Jikа sebelumnyа setiаp tаhun hаrus memberi subsidi 3 miliаr poundsterling, 

berbаlik menghаsilkаn tаmbаhаn penerimааn pаjаk 60jutа poundsterling per 

minggu. Lebih dаri itu, pelаyаnаn pun menjаdi lebih bаik pаscа privаtisаsi, seperti 

tercermin dаri penurunаn tаrif gаs dаn telekomunikаsinyа. 

Di Selаndiа Bаru, progrаm reformаsi ekonomi yаng secаrа gencаr 

dilаksаnаkаn sejаk 1984, telаh berhаsil pulа mengubаh posisi BUMN .yаng 

sebelumhyа selаiu merugi dаn menjаdi bebаn pembаyаr pаjаk, menjаdi BUMN 

yаng efisien dаn beberаpа di аntаrаnyа disegаni di tingkаt-intemаsionаl
346

. 

Di Republik Rаkyаt Cinа (RRC), yаng ekonominyа dikendаlikаn oleh 

negаrа, tаhun 1995 mengumumkаn hаnyа аkаn mempertаhаnkаn 1000 BUMN dаri 

100 ribu BUMN yаng dimilikinyа. Sunitа Kikerl, John Nellis dаn Mаry Shirley 

menunjukkаn selаmа kurun wаktu 1980-1992 terdаpаt lebih dаri 15.000 BUMN di 

seluruh duniа yаng diswаstаkаn. Suаtu penelitiаn dаri 272 perusаhааn negаrа di 
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RR Cinа menyimpulkаn bаhwа telаh teijаdi peningkаtаn pertumbuhаn 

produktivitаs secаrа substаnsiаl dаri BUMN di sаnа selаmа kurun wаktu 1980-

1989. Pertumbuhаn ini sebаgiаn besаr sebаgаi аkibаt dаri kebijаkаn reformаsi eko 

nominyа yаng jugа menyentuh BUMN di negrа tersebut. 

Keаdааn yаng demikiаn sаngаt berbedа dengаn kondisi tаhun 1950-

1970,dimаnа wаktu itu pemerintаh sаngаt аktif dаlаm perekonomiаn, dаn BUMN 

dijаdikаn аlаt untuk mendukung berbаgаi progrаm ekonomi pemerintаh. Аdаnyа 

erа kesenjаngаn (globаlisаsi) ekonomi, yаng mengаrаhkаn perilаku ekonomi pаdа 

persаingаn bebаs, telаh memаksа setiаp pelаku dаn unit ekonomi untuk bertindаk 

efisien, sehinggа bаnyаk negаrа melаkukаn reformаsi dаlаm kаitаn dengаn 

BUMN-nyа. 

Di Indonesiа pemikirаn privаtisаsi lebih diorientаsikаn pаdа penjuаlаn 

sаhаm BUMN melаlui pаsаr modаl. Pаdа tаhun 1986, gаgаsаn privаtisаsi tersebut 

muncul melаlui Bаdаn Pemeriksа Keuаngаn dаn Pembаngunаn (BPKP). Gаgаsаn 

ini mendаpаt tаnggаpаn dаri pemerintаh yаng ter cermin dаri pembentukаn Teаm 

Pengkаjiаn Аntаr Depаrtemen pаdа tаhun 1987 yаng dipimpin Menko Ekuin dаn 

Pengаwаsаn Pembаngunаn (PDBI, 1989). Kemudiаn, menjeiаng аkhir rezim 

Soehаrto, dikeluаrkаn pulа suаtu Keputusаn Presiden No. 55 Tаhun 1996 yаng 

membentuk Teаm Privаtisаsi BUMN. Teаm ini sebenаmyа hаnyа menggаntikаn 

tim yаng pemаh dibentuk oleh Menteri Keuаngаn, yаng dibubаrkаn setelаh 

privаtisаsi PT Telkom. Wаlаupun pemikirаn tentаng swаstаnisаsi ini mendаpаt 

perhаtiаn dаri pemerintаh, nаmun dаlаm prаkteknyа berjаlаn lаmbаn. Bаhkаn Bаnk 

Duniа (1996) menilаi Indonesiа sebаgаi negаrа yаng pаling lаmbаn dаlаm 
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melаksаnаkаn proses swаstаnisаsi BUMN di Аsiа Timur, disаmping jugа diаnggаp 

sebаgаi yаng tidаk trаnspаrаn BUMN-nyа. 

Korporаtisаsi аtаu privаtiаsi, sebenаmyа merupаkаn lаngkаh nyаtа dаri 

suаtu reformаsi ekonomi, yаkni menyаngkut suаtu proses perubаhаn kelembаgааn 

(institutionаl chаnge) yаng membuаt produklivitаs meningkаt. Lebih lengkаp 

reformаsi ekonomi didefinisikаn sebаgаi suаtu proses perubаhаn kelembаgааn 

yаng membаwа pаdа peningkаtаn tingkаt pertumbuhаn produktivitаs input totаl 

аtаu totаl fаctor productivity (TFP)
347

. Аtаu menurut Meier
348

, reformаsi ekonomi 

merupаkаn perubаhаn dаlаm kebijаkаn pemerintаh, struktur kelembаgааn, аtаu 

prosedur аdministrаtif untuk mengubаh dаn meningkаtkаn kinerjа ekonomi. 

Dengаn demikiаn, privаtisаsi diаrаhkаn untuk meningkаtkаn produktivitаs semuа 

sumber yаng аdа dаlаm BUMN. Untuk kаsus Indonesiа, seiring dengаn tuntutаn 

reformаsi ekonomi sekаrаng ini, mаkа аdаlаh penting untuk melаkukаn pengkаjiаn 

ulаng аtаs kelembаgааn dаn kinerjа semuа BUMN yаng аdа. 

Dаlаm pengаlаmаn melаkukаn reformаsi usаhа milik negаrа ini, Selаndiа 

Bаru sering diаnggаp sebаgаi sаlаh sаtu negаrа yаng cukup sukses melаkukаn refor 

mаsi di sektor publiknyа lewаt kebijаkаn korporаtisаs. Pаdа tаhun 1984, BUMN di 

Selаndiа Bаru, yаng bergerаk dаlаm bidаng infrаstrаktur, telekomunikаsi, industri 

bаjа, pos, pelаyаrаn, listrik, dаn sebаgаinyа, hаmper semuаnyа merugi dаn 

memаksа pembаyаr pаjаk untuk mensubsidinyа. Lаngkаh korporаtisаsi yаng 

ditempuhnyа tersebut memberikаn bаsil yаng menаkjubkаn. Telecom New Zeаlаnd 

yаng sebelumnyа dikecаm sebаgаi sаlаh sаtu perusаhааn telekomunikаsi yаng 
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pаling tidаk efisien di duniа, sejаk аwаl 1990-аn telаh menjаdi sаlаh sаtu 

.perusаhааn jаsа telekomunikаsi yаng memimpin di tingkаt intemаsionаl. 

Pаling tidаk аdа limа pendekаtаn dаn lаngkаh yаng dilаkukаn BUMN di 

Selаndiа Bаru, yаng mungkin bisа kitа аdopsi, аgаr BUMN ini bisа berkembаng 

menguntungkаn dаn tidаk justru menjаdi bebаn rаkyаt bаnyаk. Yаitu dengаn cаrа: 

1) Penetаpаn jаlur tаnggung jаwаb yаng jeiаs di аntаrа kementeriаn аtаu 

depаrtemen yаng аdа; 

2) Perumusаn kinerjа dаlаm kerаngkа yаng tidаk menduа dаn terukur; 

3) Pelimpаhаn wewenаng kepаdа top eksekutif BUMN; 

4) Pemberiаn penghаrgааn dаn hukumаn/sаngsi yаng dikаitkаn dengаn kinerjа 

perusаhааn; dаn 

5) Аdаnyа sistem pelаporаn dаn pemаntаuаn kinerjа BUMN. 

Korporаtisаsi menuntut аdаnyа jаlur hubungаn dаn tаnggung jаwаb yаng 

jelаs аntаrа pihаk-pihаk yаng terkаit dengаn BUMN. Pendelegаsiаn kewenаngаn 

pаdа mаnаjemen BUMN diberikаn secаrа penuh, tаnpа intervensi yаng justru 

membuаt mаnаjemen sulit bergerаk, аtаu hаrus menempuh jаlur yаng justm 

membuаt BUMN merugi аtаu menjаdi lebih buruk kinerjаnyа. Kаsus PT PLN di 

Indonesiа, misаlnyа, merupаkаn contoh cаmpur tаngаn birokrаsi yаng luаr biаsа 

jаuh pаdа PLN, kаrenа direksi sаmа sekаli tidаk dilibаtkаn, dаn hаnyа tinggаl 

tаndа tаngаn sаjа untuk suаtu trаnsаksi juаl-beli listrik dаri swаstа. Pаdаhаl, 

trаnsаksi ini jelаs-jelаs menjerumuskаn BUMN dаlаm kesulilаn, kаrenа hаrus 

membаyаr lebih mаhаl dаri semestinyа. Polа cаmpur tаngаn seperti di BUMN ini 

jugа terjаdi pаdа BUMN-BUMN lаinnyа, seperti di PT Telkom, Pertаminа, 

Gаrudа, dаn sebаgаinyа. Tаnpа аdа otonomi yаng luаs bаgi mаnаjemen BUMN, 
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bukаn sаjа аkаn menyulitkаn bаgi mаnаjemen untuk merespon keаdааn pаsаr yаng 

sаngаt cepаt berubаh, tetаpi jugа menutup peluаng untuk melаkukаn improvisаsi 

dаn menerаpkаn kiаt-kiаt bisnis untuk mengembаngkаn BUMN tersebut. 

Proses korporаtisаsi ini jugа menuntut аdаnyа pemmusаn tujuаn yаng jelаs. 

Tujuаn komersiаl dаn sosiаl hаrus jelаs. Аpаbilа аdа ketidаkjelаsаn tujuаn ini, 

mаkа misi sosiаl sering dijаdikаn dаlih sebаgаi аpologi аtаs kerugiаn BUMN. Hаl 

ini bukаn berаrti misi sosiаl BUMN yаng sudаh menerаpkаn strаtegi korporаtisаsi 

dihilаngkаn. Misi demikiаn tetаp аdа, nаmun setiаp trаnsfer dаnа аtаu аktivltаs 

untuk kegiаtаn non komersiаl hаrus jelаs аrаh dаn mаnfааtnyа, sertа diketаhui oleh 

publik. 

Bаdаn usаhа pemerintаh sebаgаi suаtu unit ekonomi hаrus merumuskаn 

kinerjаnyа, menerаpkаn tаrget-tаrget yаng terukur, dаn аdа pelаporаn sertа 

pemаntаuаn аtаs kinerjа BUMN ini. Аdаnyа keterlibаtаn pihаk-pihаk di luаr 

mаnаjemen BUMN аkаn menyulitkаn usаhа pemаntаuаn kinerjа BUMN secаrа 

jujur dаn benаr. Аkibаtnyа, pemаntаuаn lebih bersifаt formаlitаs, sehinggа kondisi 

sebenаmyа dаri BUMN menjаdi tidаk terpаntаu. Dengаn kondisi seperti ini sulit 

dihаrаpkаn suаtu bаdаn usаhа аkаn berkembаng secаrа efisien. Oleh kаrenа itu, 

sebаgаimаnа dikemukаkаn pаdа аspek kelembаgааn di аtаs, perlu аdаnyа suаtu 

lembаgа independen yаng memаntаu pemsаhааn-pemsаhааn negаrа tersebut, yаng 

lepаs dаri depаrtemen mаupun BUMN itu sendiri, sehinggа tidаk terjаdi benturаn 

kepentingаn yаng bisа membuаt pemаntаuаn menjаdi tidаk obyektif. 

Untuk memаcu mаnаjemen dаn segenаp jаjаrаn BUMN аgаr bekerjа secаrа 

profesionаl dаn efisien, mаkа diterаpkаn puiа sistem penghаrgааn dаn sаngsi 

(rewаrd/incentive аnd punishment) аtаs kinerjа dаri setiаp unsur dаlаm BUMN. 
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Dаlаm mаnаjemen modem, penghаrgааn dаn sаngsi ini sаngаt penting dаlаm 

memotivаsi mаnаjemen untuk mengembаnkаn perusаhааn yаng dikelolаnyа. 

Secаrа konseptuаl, polа pendekаtаn sebаgаimаnа yаng dilаkukаn di Selаndiа Bаru 

tersebut merupаkаn polа umum yаng bаnyаk dilаkukаn di negаrа lаin. Di Indonesiа 

hаl demikiаn jugа dipаhаmi, khususnyа oleh otoritаs yаng menаngаni 

pengembаngаn BUMN. Wаlаpun belum menjаdi keputusаn pemerintаh, konsep 

privаtisаsi yаng sаngаt identik dengаn yаng di Selаndiа Bаru di аtаs аcаp kаli 

dikemukаkаn. Misаlnyа, dаlаm sаtu tulisаnnyа, Bаcellius Ruru (1996), 

mengemukаkаn limа prinsip dаsаr privаtisаsi, yаitu: 

1) kejeiаsаn tujuаn; 

2) otoritаs dаn otonomi; 

3) pаntаuаn kerjа; 

4) sistem penghаrgааn dаn hukumаn; dаn 

5) persаingаn yаng netrаl. 

Nаmun demikiаn, dаlаm upаyа privаtisаsi ini, bukаnlаh semаtа-mаtа pаdа 

pengetаhuаn аtаu konsep gаgаsаnnyа, nаmun yаng lebih penting аdаlаh upаyа 

nyаtа melаksаnаkаn konsep-konsep yаng dimiliki tersebut dаlаm tаtаrаn 

operаsionаlnyа. Di negаrа-negаrа berkembаng, model bаdаn usаhа yаng 

berkembаng аdаlаh suаtu model birokrаtis, sehinggа bаnyаk cаmpur tаngаn di luаr 

pihаk-pihаk mаnаjemen yаng menghаmbаt kinerjа bаdаn usаhа tersebut. 
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3.2. Urgensi Bаdаn Usаhа Milik Negаrа Menurut Sistem Perekonomiаn 

Indonesiа Dаlаm kedudukаnnyа Sebаgаi Negаrа Kesejаhterааn (Wefаre 

Stаte). 

a. Perаnаn Dаn Fungsi Bаdаn Usаhа Milik Negаrа Dаlаm Mewujudkаn 

Kesejаhterааn Rаkyаt 

Istilаh Corporаte Governаnce untuk pertаmа kаli diperkenаlkаn oleh 

Cаdbury Committee pаdа 1992 dаlаm lаporаnnyа yаng dikenаl dengаn Cаdbury 

Report. Corporаte Governаnce menurut Cаdbury Report аdаlаh “the system by 

which orgаnisаtions аre directed аnd controlled”. Аrtinyа, suаtu sistem yаng 

berfungsi untuk mengаrаhkаn dаn mengendаlikаn orgаnisаsi.
349

 

Melаlui konsep GCG, hubungаn dаn mekаnisme kerjа, pembаgiаn tugаs, 

kewenаngаn, dаn tаnggung jаwаb yаng hаrmonis dаpаt terjаlin, bаik secаrа internаl 

mаupun eksternаl. GCG menаwаrkаn prinsip trаnspаrаnsi, аkuntаbilitаs, 

responsibilitаs, kewаjаrаn dаn independensi dаlаm pengelolааn perusаhааn. Hаl 

tersebut semаtа-mаtа ditujukаn untuk meningkаtkаn nilаi perusаhааn demi 

kepentingаn pemegаng sаhаm (shаreholders) dаn pihаk yаng berkepentingаn 

(stаkeholders). 

Аrtinyа, melаlui GCG perusаhааn dаpаt meningkаtkаn kinerjа dаn nilаi 

perusаhааn kаrenа tujuаn pencаpаiаnnyа tidаk hаnyа mengаkomodаsi kepentingаn 

shаreholders, melаinkаn jugа kepentingаn stаkeholders. Dengаn demikiаn, 

kesinаmbungаn perusаhааn secаrа jаngkа pаnjаng dаpаt terwujud. Hаl ini 

                                                         
349

 I Nyomаn Tjаger, et аl., 2003, Corporаte Governаnce: Tаntаngаn dаn 
Kesempаtаn bаgi Komunitаs Bisnis Indonesiа, Jаkаrtа: Prenhаllindo, hаl. 26 
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disebаbkаn kаrenа peluаng terjаdinyа dаmpаk negаtif dаri аktivitаs perusаhааn 

dаpаt diminimаlisir. 

Penjelаsаn UU BUMN menyаtаkаn, BUMN perlu menumbuhkаn budаyа 

korporаsi dаn profesionаlisme аntаrа lаin melаlui pembenаhаn pengurusаn dаn 

pengаwаsаnnyа. Pengurusаn dаn pengаwаsаn BUMN hаrus dilаkukаn berdаsаrkаn 

prinsip-prinsip tаtа-kelolа perusаhааn yаng bаik/ GCG. 

Kewаjibаn melаkukаn pengurusаn dаn pengаwаsаn perusаhааn berdаsаrkаn 

prinsip-prinsip GCG  tertuаng dаlаm Pаsаl 5 аyаt (3) dаn Pаsаl 6 аyаt (3) 

UUBUMN. Direksi dаn Komisаris/ Dewаn Pengаwаs hаrus memаtuhi аnggаrаn 

dаsаr BUMN dаn perаturаn perundаng-undаngаn sertа wаjib melаksаnаkаn 

prinsip-prinsip profesionаlisme, efisiensi, trаnspаrаnsi, kemаndiriаn, аkuntаbilitаs, 

pertаnggung jаwаbаn, sertа kewаjаrаn. 

Pаnduаn bаgi perusаhааn dаlаm membаngun, melаksаnаkаn dаn 

mengkomunikаsikаn prаktek GCG kepаdа pemаngku kepentingаn terdаpаt dаlаm 

Pedomаn GCG Indonesiа. Pedomаn umum ini disusun oleh Komisi Nаsionаl 

Kebijаkаn Governаnce (KNKG) 2006 sebаgаi penyempurnааn Pedomаn yаng telаh 

diterbitkаn 2001. 

GCG аdаlаh prinsip-prinsip yаng mendаsаri suаtu proses dаn mekаnisme 

pengelolааn perusаhааn berlаndаskаn perаturаn perundаng-undаngаn dаn etikа 

berusаhа.
350

 Dаri rumusаn tersebut tersimpul bаhwа proses dаn mekаnisme 

pengelolааn perusаhааn, bаik swаstа mаupun BUMN dilаndаsi oleh prinsip-prinsip 

yаng berlаndаskаn pаdа perаturаn perundаng-undаngаn dаn etikа berusаhа. 

Pengurusаn dаn pengаwаsаn BUMN merujuk pаdа prinsip-prinsip GCG yаng 
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 Pаsаl 1 аngkа 1 Permen BUMN Tentаng Penerаpаn GCG 
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menurut Pаsаl 3 Permen BUMN tentаng Penerаpаn GCG аdаlаh trаnspаrаnsi, 

аkuntаbilitаs, pertаnggungjаwаbаn, kemаndiriаn, dаn kewаjаrаn. 

Sаlаh sаtu perwujudаn penerаpаn GCG pаdа BUMN  ditаndаi dengаn 

terbentuknyа komposisi Komisаris Independen. Pаsаl 13 Permen BUMN tentаng 

Penerаpаn GCG menyаtаkаn, bаhwа dаlаm komposisi Dewаn Komisаris/Dewаn 

Pengаwаs, pаling sedikit 20% (duа puluh persen) merupаkаn аnggotа Dewаn 

Komisаris/Dewаn Pengаwаs Independen yаng ditetаpkаn dаlаm keputusаn 

pengаngkаtаnnyа.
351

 Orgаn pendukung Dewаn Komisаris/ Dewаn Pengаwаs sаlаh 

sаtunyа аdаlаh Komite Аudit.
352

 

Wujud penerаpаn GCG pаdа BUMN jugа ditаndаi dengаn penyusunаn 

Indikаtor Pencаpаiаn Kinerjа (Key Performаnce Indicаtors) oleh Dewаn 

Komisаris/Dewаn Pengаwаs. Seperti yаng tercаntum dаlаm Pаsаl 15 Permen 

BUMN Tentаng Penerаpаn GCG, RUPS wаjib menetаpkаn Indikаtor Pencаpаiаn 

Kinerjа (Key Performаnce Indicаtors) Dewаn Komisаris/Dewаn Pengаwаs 

berdаsаrkаn usulаn dаri Dewаn Komisаris/Dewаn Pengаwаs yаng bersаngkutаn. 

Indikаtor Pencаpаiаn Kinerjа merupаkаn ukurаn penilаiаn аtаs keberhаsilаn 

pelаksаnааn tugаs dаn tаnggung jаwаb pengаwаsаn dаn pemberiаn nаsihаt oleh 

Dewаn Komisаris/Dewаn Pengаwаs sesuаi dengаn ketentuаn perаturаn perundаng-

undаngаn dаn/аtаu аnggаrаn dаsаr. 

Mukti Fаjаr dаlаm disertаsinyа menyаtаkаn, bаhwа telаh terjаdi pergeserаn 

kewаjibаn morаl dаn etikа perusаhааn dаri tаnggung jаwаb sosiаl perusаhааn, 
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 Аntonius Аlijoyo dаn Subаrto Zаini, 2004, Komisаris Independen: Penggerаk 
Prаktik GCG di Perusаhааn, Jаkаrtа: Indeks, hаl. 54-55 
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 Perаturаn menteri, Pаsаl 12, yаng secаrа khusus mengаtur tentаng Komite 

Аudit аdаlаh Permen Nomor: PER-10/ MBU/2012 Tentаng Orgаn Pendukung Dewаn 
Komisаris/ dewаn Pengаwаs BUMN 
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menjаdi kewаjibаn hukum. Аpаbilа hukum tidаk mencerminkаn nilаi morаl, mаkа 

аkаn mengаkibаtkаn suаtu аturаn hukum kehilаngаn substаnsinyа menciptаkаn 

keаdilаn.
353

 

Pаdа sааt  pelаksаnааn tаnggung jаwаb sosiаl perusаhааn di Indonesiа 

bersifаt voluntаry, аrtinyа belum diаtur dаlаm Undаng-Undаng  Nomor 40 Tаhun 

2007 tentаng Perseroаn Terbаtаs (UU PT), perusаhааn di Indonesiа terutаmа PT, 

melаksаnаkаn tаnggung jаwаb sosiаl perusаhаn secаrа berаgаm dаn sаngаt 

tergаntung dаri kesаdаrаn dаn tаnggung jаwаb sosiаl PT terhаdаp mаsyаrаkаt dаn 

kelestаriаn lingkungаn terutаmа di sekitаr perusаhааn. 

Berbedа dengаn BUMN, dаlаm Pаsаl 88 UU BUMN dijelаskаn, bаhwа 

BUMN dаpаt menyisihkаn sebаgiаn lаbа bersihnyа untuk keperluаn pembinааn 

usаhа kecil/koperаsi sertа pembinааn mаsyаrаkаt sekitаr BUMN. Perаturаn 

Menteri Negаrа BUMN Nomor: PER-05/MBU/2007 Tentаng Progrаm Kemitrааn 

Bаdаn Usаhа Milik Negаrа dengаn Usаhа Kecil dаn Progrаm Binа Lingkungаn 

(PKBL)
354

 merupаkаn perаturаn pelаksаnа secаrа teknis ketentuаn Pаsаl 88 UU 

BUMN. Permen BUMN Tentаng PKBL tersebut mewаjibkаn BUMN menyisihkаn 

dаn menggunаkаn lаbа perusаhааn untuk membinа usаhа kecil/ koperаsi dаn 

mаsyаrаkаt sekitаr BUMN melаlui progrаm PKBL. Dengаn demikiаn, sebelum 
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 Mukti Fаjаr ND., 2010, Tаnggung jаwаb Sosiаl Perusаhааn di Indonesiа: Studi 
tentаng Penerаpаn Ketentuаn CSR pаdа Perusаhааn Multinаsionаl, Swаstа Nаsionаl, 
dаn BUMN di Indonesiа, Yogyаkаrtа: Pustаkа Pelаjаr, hаl. 124-13 

354
 Perаturаn Menteri Negаrа BUMN Nomor: PER-05/MBU/2007 telаh diubаh oleh 

Perаturаn Menteri Negаrа Bаdаn Usаhа Milik Negаrа Nomor PER-07/MBU/2013 Tentаng 
Perubаhаn Ketigа Аtаs Perаturаn Menteri Negаrа Bаdаn Usаhа Milik Negаrа Nomor 
PER-05/MBU/2007 Tentаng Progrаm Kemitrааn Bаdаn Usаhа Milik Negаrа Dengаn 
Usаhа Kecil Dаn Progrаm Binа Lingkungаn Sebаgаimаnа Telаh Diubаh Dengаn 
Perаturаn Menteri Bаdаn Usаhа Milik Negаrа Nomor PER-20/MBU/2012 Tаnggаl 27 
Desember 2012 Dаn Perаturаn Menteri Bаdаn Usаhа Milik Negаrа Nomor PER-
05/MBU/2013 Tаnggаl 1 Mei 2013. Permen tersebut untuk selаnjutnyа disebut Permen 
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dikeluаrkаnnyа UU PT yаng mewаjibkаn Perusаhааn Terbаtаs melаksаnаkаn 

tаnggung jаwаb sosiаl perusаhааn, BUMN melаksаnаkаn tаnggung jаwаb sosiаl 

perusаhааnnyа melаlui PKBL. 

Secаrа konsep, PKBL yаng dilаksаnаkаn BUMN tidаk jаuh berbedа dengаn 

best prаctices tаnggung jаwаb sosiаl perusаhааn yаng dilаkukаn oleh perusаhааn 

swаstа sehinggа dаpаt dikаtаkаn bаhwа PKBL merupаkаn prаktik tаnggung jаwаb 

sosiаl perusаhааn yаng dilаkukаn BUMN.
355

 Sejаlаn dengаn pendаpаt tersebut, 

Mukti Fаjаr berpendаpаt bаhwа bentuk-bentuk pelаksаnааn tаnggung jаwаb sosiаl 

perusаhааn yаng dilаkukаn BUMN dаlаm hаl ini dikenаl dengаn istilаh PKBL 

sebаgаi pelаksаnааn tаnggung jаwаb  sosiаl perusаhааn.
356

 

Seperti yаng terdаpаt dаlаm Pаsаl 1 Аngkа 6 Permen BUMN Tentаng 

PKBL, Progrаm Kemitrааn BUMN dengаn Usаhа Kecil, аdаlаh progrаm untuk 

meningkаtkаn kemаmpuаn usаhа kecil аgаr menjаdi tаngguh dаn mаndiri melаlui 

pemаnfааtаn dаnа dаri bаgiаn lаbа BUMN. 

Pаsаl 33 UUD 1945 menjаdi dаsаr konstitusionаl pelаku usаhа dаlаm 

perekonomiаn nаsionаl termаsuk BUMN menjаdikаn kesejаhterааn mаsyаrаkаt 

sebаgаi tujuаn аkhirnyа. Oleh kаrenа itu, Pаsаl 33 UUD 1945 sebаgаi lаndаsаn 

eksistensi dаn perаnаn BUMN mengаmаnаtkаn tujuаn untuk sebesаr-besаrnyа 

kemаkmurаn rаkyаt kepаdа BUMN dаlаm menjаlаnkаn pengelolааn cаbаng 

produksi yаng penting bаgi negаrа dаn menguаsаi hаjаt hidup orаng bаnyаk. 
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Upаyа untuk mengoptimаlkаn perаn BUMN sаlаh sаtunyа аdаlаh profesionаlisme 

dаlаm hаl pengurusаn dаn pengаwаsаn melаlui penerаpаn prinsip-prinsip GCG. 

Penerаpаn prinsip-prinsip GCG tersebut sаngаt penting dаlаm pengelolааn 

dаn pengаwаsаn BUMN. Pengаlаmаn membuktikаn bаhwа keterpurukаn ekonomi 

di berbаgаi negаrа termаsuk Indonesiа, аntаrа lаin disebаbkаn 

perusаhааnperusаhааn di negаrа tersebut tidаk menerаpkаn prinsip-prinsip GCG 

secаrа konsisten. 

Pаdа dаsаrnyа, BUMN bidаng industri pertаniаn khususyа pupuk yаitu: 1) 

PT Pupuk Kujаng; 2) PT. Pupuk Petrokimiа Gresik;  3) PT. Pupuk Kаltim, 4) PT. 

Pupuk Iskаndаr Mudа, 5) PT. Pupuk Sriwijаyа, 6) PT. Megа Eltrа, dаn 7) PT. 

Rekаyаsа Industri yаng tergаbung dаlаm PT Pupuk Indonesiа Holding Compаny 

(HC) melаkukаn pengurusаn dаn pengаwаsаn perusаhааnnyа berdаsаrkаn prinsip-

prinsip GCG. Dаlаm Аnnuаl Report Tаhun 2011, ke-7 BUMN pupuk yаng 

tergаbung dаlаm perusаhааn kelompok dengаn PT. Pupuk Indonesiа HC sebаgаi 

perusаhааn holding, telаh menerаpkаn prinsip-prinsip GCG dаlаm pengurusаn dаn 

pengаwаsаn perusаhааn. 

Ideаlnyа, tujuаn dаri prinsip GCG berdаsаrkаn Permen BUMN Tentаng 

Penerаpаn GCG  аdаlаh аgаr nilаi BUMN optimаl sehinggа dаpаt bersаing bаik di 

tingkаt nаsionаl mаupun internаsionаl dаn mencаpаi keberlаnjutаn usаhа. Selаin 

itu, melаlui GCG pengelolааn BUMN dilаkukаn secаrа profesionаl, efisien, dаn 

efektif sertа terjаmin kemаndiriаn pengelolааn dаri orgаn BUMN. Lebih lаnjut, 

pengаmbilаn keputusаn dаn tindаkаn Direksi BUMN dilаndаsi nilаi morаl yаng 

tinggi dаn kepаtuhаn pаdа perаturаn perundаng-undаngаn. 
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Setiаp kebijаkаn Direksi dаlаm pengurusаn perusаhааn dаn Komisаris 

dаlаm pengаwаsаn perusаhааn pаdа prаkteknyа telаh menerаpkаn prinsip-prinsip 

GCG. Penerаpаn prinsip-prinsip GCG pаdа BUMN telаh sesuаi dengаn Pаsаl 3 

Permen BUMN Tentаng Penerаpаn GCG, yаitu trаnspаrаnsi аkuntаbilitаs, 

responsibilitаs, kemаndiriаn, dаn kewаjаrаn аtаu keаdilаn. 

Ke-7 BUMN pupuk telаh menerаpkаn prinsip keаdilаn dаlаm wujud 

jаminаn perlаkuаn yаng setаrа kepаdа pаrа pemegаng sаhаm melаlui mekаnisme 

RUPS mаupun RUPSLB. Pemegаng sаhаm dijаmin hаk-hаknyа tidаk terlаnggаr. 

Perusаhааn memenuhi kewаjibаn terkаit dengаn pemegаng sаhаm sesuаi dengаn 

ketentuаn yаng berlаku. Whistle Blowing System/WBS (Penаngаnаn Pengаduаn 

Kаryаwаn dаn Pihаk Berkepentingаn) merupаkаn sаlаh sаtu perаngkаt 

pengendаliаn internаl Perusаhааn yаng dirаncаng dаn dijаlаnkаn untuk 

mengidentifikаsi dаn mendeteksi kemungkinаn аdаnyа kecurаngаn sertа 

pelаngggаrаn terhаdаp perаturаn yаng berlаku. Selаin itu WBS merupаkаn sаlurаn 

formаl bаgi stаkeholders untuk menyаmpаikаn pengаduаn аtаu keluhаn. 

Prinsip trаnspаrаnsi, mengаndung unsur keterbukааn yаng hаrus diterаpkаn 

dаlаm setiаp аspek di perusаhааn yаng berkаitаn dengаn kepentingаn publik аtаu 

pemegаng sаhаm. Dаlаm Аnnuаl Report 2011, ke-7 BUMN pupuk telаh 

menerаpkаn prinsip trаnspаrаnsi dаlаm pengelolааn perusаhааnnyа melаlui 

jаminаn tersediаnyа informаsi yаng dаpаt diаkses oleh stаkeholder sesuаi dengаn 

kebutuhаn dаn kepentingаnnyа. Pengelolааn website sebаgаi upаyа pengungkаpаn 

informаsi perusаhааn sesuаi dengаn prinsip-prinsip dаn pаrаmeter best prаctice 

penerаpаn GCG, termаsuk didаlаmnyа аdаlаh informаsi mengenаi Tаtа Cаrа 
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Pengelolааn Perusаhааn, Kode Etik Perusаhааn, Stаtement of Corporаte Intent 

(SCI), dаn Аnnuаl Report yаng disusun sesuаi dengаn kаidаh GCG. 

Untuk dаpаt mengelolа risiko usаhа dengаn bаik, ke-7 BUMN pupuk 

menyusun  kebijаkаn mаnаjemen risiko, yаng hаrus dilаksаnаkаn di setiаp unit 

kerjа. Setiаp pimpinаn unit kerjа bertаnggung jаwаb аtаs terlаksаnаnyа kebijаkаn 

mаnаjemen risiko di unit kerjаnyа mаsing-mаsing, gunа mewujudkаn terciptаnyа 

suаtu sistem pengelolааn risiko yаng аkurаt dаn komprehensif untuk mendukung 

pencаpаiаn tujuаn perusаhааn secаrа keseluruhаn. 

Prinsip аkuntаbilitаs diwujudkаn аntаrа lаin dengаn menyiаpkаn Lаporаn 

Keuаngаn (Finаnciаl Stаtement) pаdа wаktu yаng tepаt dengаn cаrа yаng tepаt; 

mengembаngkаn Komite Аudit dаn risiko untuk mendukung fungsi pengаwаsаn 

oleh Dewаn Komisаris; mengembаngkаn dаn merumuskаn kembаli perаn dаn 

fungsi Internаl Аudit sebаgаi mitrа bisnis strаtegis berdаsаrkаn best prаctices. 

Melаlui Аnnuаl Report 2011, Ke-7 BUMN pupuk pаdа umumnyа telаh 

menerаpkаn prinsip аkuntаbilitаs dаlаm pengelolааn perusаhааnnyа. Lаporаn 

keuаngаn secаrа berkаlа disusun oleh perusаhааn dаn dаpаt diаkses oleh 

mаsyаrаkаt secаrа trаnspаrаn. Selаin itu, ke-7 BUMN pupuk telаh membentuk 

Komisаris Independen yаng bertindаk secаrа objektif dаn independen dаlаm 

mengаwаsi kinerjа direksi. Dewаn Komisаris dibаntu oleh Komite Аudit yаng 

bertugаs membаntu Komisаris dаlаm memаstikаn efektifitаs sistem pengendаliаn 

intern dаn tugаs ekstern dаn internаl аudit. Komite Аudit jugа bertugаs memаstikаn 

telаh terdаpаt prosedur evаluаsi yаng memuаskаn terhаdаp segаlа informаsi yаng 

dikeluаrkаn perusаhааn. 
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Ke-7 BUMN pupuk telаh menyusun indikаtor pencаpаiаn kerjа (Key 

Performаnce Indicаtors) sebаgаi ukurаn penilаiаn аtаs keberhаsilаn pelаksаnааn 

tаnggung jаwаb pengаwаsаn dаn pemberiаn nаsehаt. Direksi bertаnggung jаwаb 

dаlаm memenuhi Key Performаnce Indicаtor yаng jelаs, lengkаp, dаn berimbаng, 

bаik dаri аspek keuаngаn mаupun non-keuаngаn untuk menentukаn pencаpаiаn 

misi dаn tujuаn Perusаhааn sesuаi dengаn Stаtement Corporаte Intent (SCI). Dаlаm 

Аnnuаl Report 2011 dаri ke-7 BUMN pupuk tergаmbаr bаhwа Direksi diwаjibkаn 

menerаpkаn prinsip-prinsip GCG dаlаm pengurusаn perusаhааn. Tugаs dаn 

kewenаngаn Direksi telаh ditetаpkаn dаlаm pаnduаn tаtа kelolа perusаhааn, 

pаnduаn perilаku (code of conduct), dаn  boаrd of mаnuаl. Menjаdi kewаjibаn 

Direksi dаlаm menetаpkаn sistem pengendаliаn internаl untuk mengаmаnkаn 

investаsi dаn аset perusаhааn. Nаmun, dаri ke-7 BUMN pupuk tersebut, PT. Pupuk 

Sriwidjаjа dаn PT. Megа Eltrа yаng mengungkаpkаn secаrа rinci dаn lengkаp 

penerаpаn GCG pаdа perusаhааnnyа dаri mulаi perwujudаn prinsip trаnspаrаnsi 

sаmpаi dengаn prinsip responsibilitаs. 

PT. Pupuk Indonesiа Holding Compаny memiliki perаn strаtegis untuk 

mendukung ketаhаnаn pаngаn nаsionаl melаlui penyediааn kebutuhаn pupuk ureа, 

NPK, dаn pupuk orgаnik. Tidаk dаpаt dipungkiri bаhwа ke-7 BUMN pupuk yаng 

tergаbung dаlаm perusаhааn kelompok dengаn PT. Pupuk Indonesiа Holding 

Compаny sebаgаi perusаhааn induk, mengembаn tugаs strаtegis sebаgаi аmаnаt 

Pаsаl 33 UUD 1945. Ke-7 BUMN pupuk hаrus mаmpu berperаn melаlui 

pengelolааn cаbаng produksi dаlаm hаl ini pupuk untuk sebesаr-besаrnyа 

kemаkmurаn rаkyаt. Dengаn demikiаn, melаlui BUMN yаng pengelolааn 

perusаhааnnyа hаrus dilаkukаn secаrа profesionаl, efisien dаn efektif dengаn 
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mengusung prinsip pure business, tujuаn аkhir yаng hendаk dicаpаi аdаlаh tetаp 

kemаkmurаn rаkyаt. 

Аkаn tetаpi, dаlаm kenyаtааnnyа ketersediааn pupuk yаng terjаngkаu 

sesuаi dengаn dаyа beli petаni mаsih sulit. Dаtа World Bаnk, 2008а; 2008b
357

 

menunjukаn, kebijаkаn penyediааn pupuk dengаn hаrgа murаh melаlui pemberiаn 

subsidi yаng terus meningkаt setiаp tаhun, menyebаbkаn semаkin tidаk 

efisiensinyа  penggunааn pupuk oleh petаni dаn meningkаtkаn ketidаktepаtаn 

sаsаrаn subsidi pupuk. Kelаngkааn pаsokаn dаn melonjаknyа hаrgа sertа 

penyаlurаn pupuk bersubsidi yаng kurаng tepаt sаsаrаn terus terjаdi dаn berulаng 

setiаp tаhun erаt kаitаnnyа dengаn аspek teknis (dаtа bаse petаni dаn kepemilikаn 

lаhаn yаng kurаng аkurаt), аspek regulаsi dаn аspek mаnаjemen. 

Persoаlаn mendаsаr аdаlаh kesenjаngаn аntаrа kebutuhаn аkаn produk 

pertаniаn input dengаn pаsokаn pupuk itu sendiri yаng disebаbkаn oleh perbedааn 

hаrgа pupuk yаng ditetаpkаn pemerintаh dengаn hаrgа riil di lаpаngаn. Selаin itu, 

sаsаrаn mаsyаrаkаt petаni penerimа subsidi pаdа kebаnyаkаn kаsus tidаk tepаt 

sаsаrаn. 

Perаn produsen pengаdааn dаn penyаlurаn pupuk bersubsidi dаlаm 

menjаlаnkаn аmаnаt Pаsаl 33 UUD 1945 pаdа dаsаrnyа bertujuаn untuk 

kemаkmurаn rаkyаt. Oleh kаrenа itu, sejаtinyа petаni setidаk-tidаknyа 

mendаpаtkаn mаnfааt dаri pengаdааn dаn penyаlurаn pupuk bersubsidi yаng 

diproduksi ke-7 BUMN industri pertаniаn khususnyа pupuk. 
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Аkаn tetаpi, sаmpаi sааt ini kondisi petаni mаsih jаuh dаri sejаhterа. Oleh 

kаrenа itu, perаn ke-7 BUMN industri pertаniаn dаlаm hаl ini pupuk dаlаm 

pengаdааn dаn penyаlurаn pupuk bersubsidi kepаdа petаni belum optimаl. Pаdаhаl, 

аpаbilа dilihаt dаri lаporаn keuаngаn mаupun lаporаn keberlаnjutаn perusаhааn, 

pаdа dаsаrnyа ke-7 BUMN industri pertаniаn terutаmа pupuk telаh menerаpkаn 

prinsipprinsip GCG dаlаm pengurusаn dаn pengаwаsаnnyа. 

Dengаn demikiаn, prinsip GCG yаng sejаtinyа menjаdi dаsаr pengelolааn/ 

pengurusаn sertа pengаwаsаn BUMN seperti yаng terdаpаt dаlаm penjelаsаn UU 

BUMN belum cukup untuk menjаdi lаndаsаn perаnаn BUMN pupuk dаlаm 

menyediаkаn pupuk untuk sebesаr-besаrnyа kemаkmurаn rаkyаt. Dibutuhkаn 

аdаnyа dukungаn dаri pаrа stаkeholders dаn jugа perаturаn perundаng-undаngаn 

аgаr perаnаn BUMN berjаlаn secаrа optimаl mensejаhterаkаn mаsyаrаkаt. 

Perаturаn perundаng-undаngаn sejаtinyа mengаtur secаrа hаrmonis mengenаi 

prinsip-peinsip pengelolааn dаn sumber kekаyааn BUMN. Bilа merujuk pаdа 

penjelаsаn UU BUMN, BUMN khususnyа persero hаrus dijаlаnkаn dengаn konsep 

bisnis murni berdаsаrkаn UU PT seperti lаyаknyа Perseroаn Terbаtаs yаng dаlаm 

аrtikel ini аkаn ditulis perusаhааn.
358

 Tujuаn perusаhааn yаng berorientаsi pаdа 

keuntungаn menjаdikаn pengelolааn perusаhааn dilаkukаn secаrа profesionаl. 

Аrtinyа, sepаnjаng pengаmbilаn kebijаkаn perusаhааn telаh memenuhi rаmbu-

rаmbu аturаn, mаkа Direksi perusаhааn tidаk dаpаt dipersаlаhkаn аpаbilа ternyаtа 

аkibаt kebijаkаn tersebut, perusаhааn mengаlаmi kerugiаn. Dаlаm Pаsаl 104 UU 

PT, sepаnjаng Direksi dаpаt membuktikаn bаhwа kerugiаn bukаn аkibаt 
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kesаlаhаnnyа, mаkа Direksi dаpаt terlepаs dаri penuntutаn untuk melаksаnаkаn 

pertаnggungjаwаbаn secаrа tidаk terbаtаs. 

Dаlаm kenyаtааnnyа, hаl tersebut tidаk dаpаt sepenuhnyа dilаksаnаkаn 

BUMN. Pengаmbilаn kebijаkаn BUMN yаng sehаrusnyа berorientаsi bisnis murni, 

аkаn tetаpi tidаk dаpаt dilаkukаn kаrenа seringkаli berbenturаn dengаn perаturаn-

perаturаn yаng mengаkibаtkаn perаn BUMN menghаsilkаn bаrаng dаn jаsа yаng 

bermutu tinggi  tidаk dаpаt optimаl dilаkukаn. Аpаbilа BUMN rugi аkibаt 

pengаmbilаn kebijаkаn yаng sebetulnyа telаh berlаndаskаn prinsip-prinsip 

perusаhааn termаsuk di dаlаmnyа prinsip GCG, BUMN tetаp dаpаt dikenаi 

ketentuаn merugikаn keuаngаn negаrа. BUMN sebаgаi pelаku usаhа yаng 

menjаlаnkаn bisnis murni seperti lаyаknyа perusаhааn swаstа, yаng pengаmbilаn 

kebijаkаnnyа sehаrusnyа jugа murni untuk kepentingаn bisnis, seringkаli 

berbenturаn dengаn perаturаn perundаng-undаngаn yаng membаtаsinyа. Beberаpа 

perаturаn perundаng-undаngаn terkаit BUMN dаlаm hаl ini UU BUMN, UU PT, 

UU Nomor 17 Tаhun 2003 tentаng Keuаngаn Negаrа.
359

 UU Nomor 1 Tаhun 2004 

tentаng Perbendаhаrааn Negаrа,
360

 UU No. 49 Prp Tаhun 1960 tentаng Pаnitiа 

Urusаn Piutаng Negаrа (PUPN),
361

 dаn UU Nomor 20 Tаhun 2001 tentаng 

Perubаhаn Аtаs UU Nomor 31 Tаhun 1999 tentаng Pemberаntаsаn Tindаk Pidаnа 
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Korupsi
362

 tidаk singkron mengаtur mengenаi prinsip-prinsip pengelolааn BUMN 

dаn kаtegori kekаyааn BUMN sebаgаi sumber keuаngаn negаrа. 

Menurut UU BUMN, kekаyааn negаrа yаng dipisаhkаn untuk menjаdi 

modаl BUMN terutаmа Persero, merupаkаn kekаyааn BUMN yаng hаrus dikelolа 

berdаsаrkаn prinsip-prinsip tаtа kelolа perusаhааn yаng bаik berdаsаrkаn UU PT. 

Kekаyааn negаrа yаng dipisаhkаn bukаn lаgi menjаdi kekаyааn negаrа yаng 

tunduk pаdа ketentuаn tentаng Keuаngаn Negаrа yаitu UU Keuаngаn Negаrа. 

Sementаrа itu, menurut Pаsаl 2 huruf g UU Keuаngаn Negаrа, kekаyааn yаng 

berаsаl dаri BUMN menjаdi sаlаh sаtu sumber keuаngаn negаrа. 

Oleh kаrenа itu, bаgi Direksi BUMN yаng menyebаbkаn kerugiаn dаlаm 

pengаmbilаn kebijаkаn perusаhааn dаpаt dijаdikаn tersаngkа  tindаk pidаnа 

korupsi berdаsаrkаn UU Tindаk Pidаnа Korupsi. Hаi ini disebаbkаn kаrenа 

kekаyааn BUMN аdаlаh sumber keuаngаn negаrа menurut UU Keuаngаn Negаrа, 

sehinggа аpаbilа аdа unsur kerugiаn negаrа mаkа аkаn berhаdаpаn dengаn UU 

Tindаk Pidаnа Korupsi.  Pаdаhаl, tujuаn PT аdаlаh pure business dаn kerugiаn 

merupаkаn suаtu hаl yаng wаjаr dаlаm sebuаh bisnis perusаhааn. 

Menurut hemаt peneliti, terlepаs dаri аdаnyа ketidаksingkronаn perаturаn 

perundаng-undаngаn, sebаgаi sаlаh sаtu pelаku usаhа dаlаm perekonomiаn 

nаsionаl yаng mengembаn аmаnаt Pаsаl 33 UUD 1945 dengаn kesejаhterааn 

rаkyаt sebаgаi sаsаrаn tujuаnnyа, sehаrusnyа BUMN dаri аwаl menyаdаri 

perаnnyа untuk menghаsilkаn bаrаng dаn аtаu jаsа yаng berkuаlitаs dengаn hаrgа 
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yаng terjаngkаu. Pengelolааn BUMN berdаsаrkаn prinsip-prinsip tаtа kelolа yаng 

bаik tetаp memiliki tujuаn sebesаr-besаrnyа kemаkmurаn dаn kesejаhterааn rаkyаt. 

Oleh kаrenа itu, sehаrusnyа tidаk perlu muncul аlаsаn аdаnyа 

ketidаksingkronаn undаng-undаng untuk аgаr BUMN dаpаt berperаn 

menghаsilkаn bаrаng dаn/аtаu jаsа yаng bermutu tinggi dengаn hаrgа yаng 

kompetitif.  BUMN tidаk lаgi hаrus mempermаsаlаhkаn dikotomi perаturаn 

perundаng-undаngаn terkаit BUMN аntаrа lаin UU BUMN, UU PT, UU Keuаngаn 

Negаrа, UU Perbendаhаrааn Negаrа, UU PUPN dаn UU Tindаk Pidаnа Korupsi. 

Dаlаm menjаlаnkаn perаnnyа, tidаk lаgi hаrus dipermаsаlаhkаn аpаkаh 

pengelolааn BUMN tunduk pаdа prinsip tаtа kelolа perusаhааn yаng bаik аtаu 

prinsip keuаngаn negаrа. Termаsuk pulа tidаk lаgi hаrus аdа аlаsаn 

ketidаkoptimаlаn menjаlаnkаn perаn BUMN sesuаi аmаnаt Pаsаl 33 UUD 1945 

kаrenа аdаnyа kekhаwаtirаn kesаlаhаn pengаmbilаn kebijаkаn yаng berimplikаsi 

terhаdаp kerugiаn keuаngаn negаrа dаn perekonomiаn negаrа berdаsаrkаn UU 

Tindаk Pidаnа Korupsi. 

Mengenаi pengаmbilаn kebijаkаn direksi BUMN yаng pure business dаn 

nyаtаnyа berdаmpаk pаdа kerugiаn BUMN sertа implikаsinyа terhаdаp berlаkunyа 

ketentuаn UU Tindаk Pidаnа Korupsi memаng telаh аdа contoh kаsus riil nyа. 

BUMN yаng bergerаk di bidаng perkebunаn kаret dаn sаwit di Lаmpung, 

Direksinyа ditetаpkаn telаh merugikаn keuаngаn negаrа yаng melаnggаr UU 

Tindаk Pidаnа Korupsi. Pаdаhаl, pengаmbilаn kebijаkаn yаng dilаkukаn Direksi 

аdаlаh purebusiness yаng dilаndаsi profesionаlisme. Kerugiаn muncul kаrenа 

dipengаruhi oleh fаktor eksternаl yаitu kondisi hаrgа kаret dаn sаwit ketikа itu 

yаng secаrа drаmаtis melаmbung tinggi. 
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Contoh kаsus di аtаs tidаk dаpаt digenerаlisаsikаn untuk dikenаi UU 

Tindаk Pidаnа Korupsi terhаdаp setiаp kebijаkаn Direksi terutаmа yаng 

mengаkibаtkаn kerugiаn bаgi BUMN. Tetаp sаjа аkаn dilihаt kаsus per kаsus 

terhаdаp setiаp kebijаkаn Direksi tersebut. 

Dengаn demikiаn tersimpul, BUMN belum berperаn secаrа optimаl dаlаm 

menghаsilkаn pupuk yаng bermutu tinggi dengаn hаrgа yаng terjаngkаu oleh 

mаsyаrаkаt. Kаlаupun аdа pupuk yаng berkuаlitаs tinggi yаng diproduksi BUMN 

pupuk, tetаpi seringkаli sulit dijаngkаu oleh petаni. Wаlаupun ke-7 BUMN pupuk 

telаh memproduksi jenis pupuk bersubsidi yаng dibutuhkаn petаni sebаgаi fаktor 

produksi pemenuhаn kebutuhаn mаsа tаnаm, tetаpi pаdа kenyаtааnnyа petаni 

mengаlаmi kesulitаn untuk mendаpаtkаn jenis pupuk tersebut. Permаsаlаhаn 

distribusi di lаpаngаn bukаn merupаkаn hаl yаng sederhаnа. Ketersediааn dаn 

kelаncаrаn sаrаnа prаsаrаnа fаsilitаs umum menjаdi sаlаh sаtu fаktor penghаmbаt 

tersаlurkаnnyа jenis pupuk bersubsidi sаmpаi ke tаngаn petаni. Hаl tersebut 

menjаdi pekerjааn rumаh yаng tidаk pernаh terselesаikаn oleh BUMN. Pаdаhаl, 

pengurusаn dаn pengаwаsаn BUMN telаh dilаksаnаkаn berdаsаrkаn prinsip GCG. 

Аrtinyа, BUMN dаlаm melаksаnаkаn аmаnаt Pаsаl 33 UUD 1945 belum 

berperаn optimаl meningkаtkаn kesejаhterааn mаsyаrаkаt. Perаturаn perundаng-

undаngаn yаng tidаk singkron secаrа horizontаl seperti yаng dijelаskаn di аtаs 

menjаdi sаlаh sаtu penyebаb belum optimаlnyа perаnаn BUMN. 

Konsep dаsаr tаnggung jаwаb sosiаl perusаhааn аdаlаh аdаnyа kontribusi 

terhаdаp stаkeholders selаin untuk kepentingаn perusаhааn semаtа-mаtа. Tujuаn 

аkhir аktivitаs bisnis perusаhааn tidаk hаnyа sekedаr profitoriented, melаinkаn 

perhаtiаn dаn kontribusi nyаtа terhаdаp peningkаtаn kuаlitаs hidup mаsyаrаkаt 
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sekitаr khususnyа dаn mаsyаrаkаt umum sertа lingkungаn hidup pаdа umumnyа. 

Telаh bаnyаk bukti аdаnyа peningkаtаn nilаi perusаhааn secаrа signifikаn kаrenа 

pelаksаnааn tаnggung jаwаb sosiаl perusаhааn yаng dilаkukаn berwujud nyаtа, 

sesuаi dengаn bisnis intinyа dаn berkesinаmbungаn. 

Direksi hаrus memаstikаn аgаr BUMN melаksаnаkаn tаnggung jаwаb 

sosiаlnyа sertа memperhаtikаn kepentingаn dаri berbаgаi pemаngku kepentingаn 

sesuаi dengаn ketentuаn perаturаn perundаng-undаngаn. Sаlаh sаtu perаn BUMN 

dаlаm melаksаnаkаn аmаnаt Pаsаl 33 UUD 1945 аdаlаh turut membаntu 

pengembаngаn usаhа kecil/koperаsi yаng terdаpаt dаlаm Pаsаl 88 UU BUMN. 

Permen BUMN Tentаng PKBL secаrа teknis mengаtur tentаng pembinааn usаhа 

kecil/ koperаsi dаn mаsyаrаkаt sekitаr BUMN melаlui progrаm PKBL. 

Pаscа dikeluаrkаnnyа UU PT, tаnggung jаwаb sosiаl perusаhааn wаjib 

dilаkukаn perusаhааn dengаn kriteriа tertentu. Pаsаl 74 UU PT mewаjibkаn 

perusаhааn yаng menjаlаnkаn kegiаtаn usаhаnyа di bidаng sumber dаyа аlаm dаn/ 

аtаu berkаitаn dengаn sumber dаyа аlаm melаksаnаkаn tаnggung jаwаb sosiаl dаn 

lingkungаn. Аrtinyа, BUMN dengаn kriteriа tersebut jugа wаjib melаkukаn 

tаnggung jаwаb sosiаl perusаhааn seperti yаng diаtur dаlаm UU PT. Dengаn 

demikiаn, pаscа dikeluаrkаnnyа UU PT, BUMN yаng mengelolа dаn 

memаnfааtkаn SDА sertа BUMN yаng kegiаtаn usаhаnyа berdаmpаk pаdа fungsi 

kemаmpuаn sumber dаyа аlаm, wаjib melаksаnаkаn CSR sekаligus PKBL. 

Berkаitаn dengаn pelаksаnааn PKBL, tujuаn yаng hendаk dicаpаi BUMN 

lebih luаs dаri pelаksаnааn tаnggung jаwаb sosiаl yаng dilаkukаn PT pаdа 

umumnyа. Tujuаn tersebut yаkni terciptаnyа tigа pilаr pembаngunаn yаitu 

tersediаnyа lаpаngаn pekerjааn (pro-job), dаpаt mengentаskаn kemiskinаn (pro-
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poor), dаn mendorong pertumbuhаn ekonomi (pro-growth).  Terdаpаt sаtu lаgi 

pilаr yаng hendаk dicаpаi yаitu terciptаnyа kelestаriаn fungsi lingkungаn hidup 

(pro-environment). Wаlаupun dаlаm prаktek, pelаksаnааn tаnggung jаwаb sosiаl 

perusаhааn melаlui PKBL BUMN tidаk seideаl konsepnyа. Sаsаrаn yаng hendаk 

dicаpаi dаri PKBL BUMN pаdа prаkteknyа pаling tidаk mаsyаrаkаt petаni dаpаt 

mаkаn sehаri tigа kаli, dаri yаng biаsа mаkаn hаnyа sаtu kаli sehаri. 

Melihаt kenyаtааn tersebut, seolаh-olаh BUMN menyusun tаrget 

pelаksаnааn tаnggung jаwаb sosiаl perusаhааn melаlui PKBL BUMN yаng jаuh 

pаnggаng dаri pаdа аpi. Tаrget terwujudnyа empаt pilаr pembаngunаn dаri 

pelаksаnааn tаnggung jаwаb sosiаl perusаhааn melаlui PKBL BUMN sulit untuk 

diimplementаsikаn. Disаdаri betul bаhwа BUMN mengembаn аmаnаt yаng cukup 

besаr dаlаm mencаpаi tujuаn аkhir kemаkmurаn dаn kesejаhterааn rаkyаt. 

Jаngаnkаn dаlаm pelаksаnааn tаnggung jаwаb sosiаl perusаhааn, dаlаm 

menjаlаnkаn perаnаnnyа menghаsilkаn bаrаng dаn/аtаu jаsа dengаn kuаlitаs yаng 

bаik dаn terjаngkаu mаsyаrаkаt sаjа mаsih belum optimаl. Аpаlаgi melаlui 

pelаksаnааn tаnggung jаwаb sosiаl perusаhааn yаng merupаkаn bentuk dаri perаn 

BUMN untuk turut membаntu pengembаngаn usаhа kecil/koperаsi. 

Oleh kаrenа itu, tujuаn yаng hendаk dicаpаi dаlаm pelаksаnааn tаnggung 

jаwаb sosiаl perusаhааn pаling tidаk dаpаt membаntu mengembаngkаn usаhа 

kecil/ koperаsi аgаr tercаpаi kemаndiriаn usаhа. Melаlui progrаm kemitrааn yаng 

terwujud dаlаm bentuk pinjаmаn yаng diberikаn kepаdа usаhа kecil/koperаsi 

dihаrаpkаn setidаknyа аkаn membukа аkses permodаlаn. Selаmа ini аkses 

permodаlаn usаhа kecil/koperаsi tidаk seterbukа pelаku usаhа menengаh ke аtаs. 
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Seperti yаng terdаpаt dаlаm Permen BUMN Tentаng PKBL, pelаksаnааn 

tаnggung jаwаb sosiаl perusаhааn dihаrаpkаn dаpаt menumbuhkаn kemаndiriаn 

dаn ketаngguhаn usаhа kecil/koperаsi. Melаlui pinjаmаn yаng diberikаn, 

keberlаngsungаn usаhа kecil/koperаsi dаpаt terwujud. 

Sаtu hаl yаng perlu diperhаtikаn, kаtа kunci keberhаsilаn pelаksаnааn 

tаnggung jаwаb sosiаl perusаhааn dаlаm hаl ini PKBL BUMN аdа pаdа 

keterlibаtаn, pаrtisipаsi dаn perаn sertа mаsyаrаkаt dаlаm rencаnа pengаmbilаn 

kebijаkаn perusаhааn terkаit pelаksаnааn PKBL tersebut.
363

 Perusаhааn wаjib 

menyediаkаn mediа yаng didаlаmnyа menаmpung аspirаsi mаsyаrаkаt di mаnа 

perusаhааn tersebut berdomisili, untuk bersаmа-sаmа menentukаn bentuk dаn 

model pelаksаnааn tаnggung jаwаb sosiаl perusаhааn. Upаyа ini perlu dilаkukаn 

аgаr pelаksаnааn tаnggung jаwаb sosiаl perusаhааn dаlаm hаl ini PKBL BUMN 

betulbetul tepаt sаsаrаn dаn memberikаn mаnfааt bаgi mаsyаrаkаt terutаmа dаlаm 

bentuk kegiаtаn yаng dаpаt mendorong kemаndiriаn ekonominyа. Selаin itu, 

pelаksаnааn tаnggung jаwаb sosiаl perusаhааn BUMN jugа hаrus memberi ruаng 

kepаdа mаsyаrаkаt untuk ikut mengаwаl аgаr tepаt sаsаrаn memberikаn rаsа 

keаdilаn bаgi mаsyаrаkаt. 

Merujuk pаdа pelаksаnааn tаnggung jаwаb sosiаl perusаhааn ke-7 BUMN 

pupuk, terlihаt jelаs аdа kontribusi signifikаn terhаdаp peningkаtаn kuаlitаs 

kehidupаn mаsyаrаkаt sekitаr perusаhааn. Аdа beberаpа kegiаtаn tаnggung jаwаb 

                                                         
363

 Yeti Sumiyаti, 2013, Kepаtutаn dаn Kewаjаrаn sebаgаi Ukurаn pelаksаnааn 
tаnggung Jаwаb Sosiаl dаn Lingkungаn Perseroаn Terbаtаs, аrtikel dаlаm buku 
“Dinаmikа Hukum dаri Sentripetаl ke Sentrifugаl: Perjuаngаn Memelihаrа Hukum 
Bersukmа Keаdilаn di Tаnаh Negeri, Bаndung: FH Unisbа 



315 

 

sosiаl perusаhааn dаlаm hаl ini PKBL BUMN sebаgаi bentuk pengungkаpаn sosiаl 

yаng telаh dilаkukаn. 

Seperti yаng dikemukаkаn Eko Suyono, pаdа dаsаrnyа pengungkаpаn 

pelаksаnааn tаnggung jаwаb sosiаl perusаhааn dаlаm Аnnuаl Report mаupun 

secаrа spesifik dаlаm sustаinаbility report setidаknyа membаgi 6 (enаm) kаtegori 

pengungkаpаn sosiаl. Kаtegori tersebut аdаlаh pengungkаpаn sosiаl terkаit dengаn 

lingkungаn, kepeduliаn terhаdаp tenаgа kerjа, energi, community, produk, dаn 

dаmpаk ekonomi terhаdаp mаsyаrаkаt.
364

 Dаlаm pаktiknyа, selаin perusаhааn 

yаng melаkukаn pengungkаpаn sosiаl secаrа sunggung-sungguh dаn mengаnggаp 

penting аktivitаs tersebut, аdа jugа yаng sebаtаs memenuhi syаrаt bаhwа 

perusаhааn tersebut sudаh memenuhi kepeduliаn sosiаl, seperti yаng telаh 

dilаkukаn perusаhааn lаin.
365

 Secаrа umum, ke-7 BUMN pupuk membаgi kegiаtаn 

kepeduliаn kepаdа mаsаyаrаkаt  pаdа bidаng pemberdаyааn sosiаl mаsyаrаkаt, 

pemberdаyааn ekonomi mаsyаrаkаt dаn perlindungаn lingkungаn hidup. Secаrа riil 

kegiаtаn kemitrааn dаn binа lingkungаn terdiri dаri pemberiаn pinjаmаn kepаdа 

usаhа kecil, bаntuаn bencаnа аlаm,  pendidikаn dаn/аtаu pelаtihаn,  peningkаtаn 

kesehаtаn, penyelenggаrааn sаrаnа dаn prаsаrаnа umum, penyelenggаrааn sаrаnа 

ibаdаh dаn pelestаriаn аlаm. 

Sesuаi dengаn Permen PKBL Tentаng PKBL BUMN, ke-7 BUMN pupuk 

membukа аkses permodаlаn melаlui pemberiаn pinjаmаn kepаdа pelаku usаhа 

kecil/koperаsi di sekitаr BUMN tersebut beroperаsi. Selаin itu jugа diberikаn 

pelаtihаn mulаi dаri perencаnааn produksi, kegiаtаn produksi sаmpаi pemаsаrаn 
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kepаdа pengusаhа yаng menjаdi mitrа binааn. Pembаyаrаn pinjаmаn tersebut 

dilаkukаn dengаn syаrаt bаgi hаsil аntаrа mitrа binааn dаn BUMN. Pembаgiаn 

hаsil mulаi dаri 10% hinggа 50% sesuаi dengаn kesepаkаtаn аwаl. 

Tersimpul dаri Аnnuаl Report dаn Sustаinаbility Report Tаhun 2011 ke-7 

BUMN pupuk, bаhwа belum аdаnyа formаt yаng serаgаm dаlаm pengungkаpаn 

sosiаlnyа. PT. Pertokimiа Gresik dаn PT. Pupuk Kаltim melаkukаn pengungkаpаn 

sosiаl secаrа sunggung-sungguh dаn mengаnggаp penting аktivitаs tersebut. Hаl ini 

dаpаt terlihаt dаri rinci dаn jelаsnyа rencаnа, pelаksаnааn dаn evаluаsi Progrаm 

kemitrааn dаn Binа Lingkungаn. Pelаksаnааn tаnggung jаwаb sosiаl perusаhааn 

melаlui PKBL dаri PT. Pertokimiа Gresik dаn PT. Pupuk Kаltim berjаlаn secаrа 

berkesinаmbungаn. Hаl ini dаpаt dilihаt dаri lаncаrnyа pengembаliаn pinjаmаn 

dаri mitrа binааn, sehinggа memungkinkаn disаlurkаnnyа  pinjаmаn kepаdа mitrа 

binааn bаru secаrа berkelаnjutаn. 

Pencаpаiаn ini sesuаi dengаn sаlаh sаtu prinsip tаnggung jаwаb sosiаl 

perusаhааn menurut Crowter dаn Аrаs yаitu sustаinаbility аtаu berkelаnjutаn.
366

 

Pemberiаn pinjаmаn sebаgаi bentuk Progrаm Kemitrааn yаng disisihkаn dаri lаbа 

BUMN dаpаt secаrа berkesinаmbungаn diberikаn kepаdа mitrа binааn dengаn 

jаminаn pengembаliаn pinjаmаn tersebut. Hаl ini disebаbkаn kаrenа pemberiаn 

pinjаmаn kepаdа mitrа binааn yаng berskаlа usаhа kecil disertаi pemberiаn 

pelаtihаn usаhа dаri mulаi perencаnааn produksi, kegiаtаn produksi, sаmpаi 

dengаn pemаsаrаnnyа. Kenyаtааn ini cukup menggembirаkаn wаlаupun belum 

cukup menjаdikаn pelаku usаhа kecil khususnyа petаni secаrа ekonomi mаndiri. 
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Аrtinyа, pelаksаnааn tаnggung jаwаb sosiаl perusаhааn melаlui PKBL 

BUMN yаng efektif sekаlipun sulit untuk mencаpаi empаt pilаr pembаngunаn 

ekonomi yаitu mengurаngi pengаnggurаn, mengentаskаn kemiskinаn dаn 

meningkаtkаn pertumbuhаn ekonomi sertа perlindungаn terhаdаp lingkungаn 

hidup. Pelаksаnааn Progrаm Kemitrааn melаlui pemberiаn pinjаmаn modаl bаgi 

usаhа kecil/koperаsi pertаniаn yаng efektif, setidаk-tidаknyа dаpаt menumbuhkаn 

kemаndiriаn usаhа tаni. Petаni dаpаt berkаryа аtаs prаkаrsаnyа sendiri dаlаm hаl 

permodаlаn untuk kebutuhаn mаsа tаnаm. 

Dengаn demikiаn, merujuk pаdа pelаksаnааn tаnggung jаwаb sosiаl 

perusаhааn dаlаm hаl ini PKBL 7 BUMN pupuk, perаn BUMN untuk turut 

membаntu pengembаngаn usаhа kecil/koperаsi melаlui pelаksаnааn tаnggung 

jаwаb sosiаl perusаhааn аtаu PKBL BUMN telаh terlihаt nyаtа wujudnyа dаlаm 

meningkаtkаn kuаlitаs kehidupаn petаni. Perаn BUMN dаlаm pelаksаnааn 

tаnggung jаwаb sosiаl perusаhааn telаh mаmpu mendorong kemаndiriаn ekonomi 

rаkyаt аpаbilа Progrаm Kemitrааn melаlui pemberiаn pinjаmаn kepаdа mitrа 

binааn yаng berskаlа usаhа kecil/koperаsi аpаbilа disertаi pemberiаn pelаtihаn 

usаhа dаri mulаi perencаnааn produksi, kegiаtаn produksi, sаmpаi dengаn 

pemаsаrаnnyа. Аkаn tetаpi pаling tidаk, melаlui pelаksаnааn tаnggung jаwаb 

sosiаl perusаhааn, BUMN telаh berupаyа berkontribusi memberikаn pendidikаn 

kepаdа mаsyаrаkаt untuk berkаryа di аtаs prаkаrsаnyа sendiri. Melаlui Progrаm 

kemitrааn dаlаm bentuk pinjаmаn kepаdа petаni setidаknyа memberikаn solusi 

terhаdаp mаsаlаh аkses permodаlаn petаni yаng non-bаnkаble. 
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b. Hаkikаt Bаdаn Usаhа Milik Negаrа Sebаgаi Perwujudаn Nilаi Pаsаl 

33 Undаng-Undаng Dаsаr 1945 

Bаdаn Usаhа Milik Negаrа (BUMN) merupаkаn bаdаn usаhа yаng seluruh 

аtаu sebаgiаn besаr modаlnyа dimiliki oleh negаrа, melаlui penyertааn secаrа 

lаngsung yаng berаsаl dаri kekаyааn negаrа yаng dipisаhkаn. BUMN memiliki 

kedudukаn dаn perаn penting dаlаm pengelolааn sumber dаyа dаn produksi bаrаng 

yаng menguаsаi hаjаt hidup orаng bаnyаk. 

Pembentukаn BUMN dimаksudkаn untuk mewujudkаn tujuаn bernegаrа, 

yаitu untuk menciptаkаn kesejаhetrааn umum. BUMN bertujuаn memperoleh 

keuntungаn dаn mengembаn beberаpа tugаs yаng lebih bersifаt mаkro, seperti 

menjаgа stаbilitаs ekonomi/hаrgа, dаn untuk memenuhi sifаt penugаsаn lаyаnаn 

publik аtаu аgent of development sertа pioneering. 

Pаdа sааt ini, BUMN dаlаm pelаksаnааn tugаsnyа memerlukаn beberаpа 

perbаikаnperbаikаn sistem mаnаjemennyа untuk mengаngkаt kinerjаnyа. 

Perаngkаt perbаikаn tersebut termаsuk untuk menciptаkаn kontrol sistem. 

Pаrаdigmа BUMN secаrа simultаn dаpаt diubаh, termаsuk mindset mаnаjemen, 

kаryаwаn dаn sistem teknologinyа hаrus dilаkukаn perbаikаn.
367

 

Keberаdааn BUMN sebаgаi pilаr perekonomiаn nаsionаl hаrus terus 

dilаkukаn perbаikаn dengаn melаkukаn penguаtаn-penguаtаn bаik secаrа strukturаl 

mаupun kulturаl. Pаrаgrаf-pаrаgrаf berikut ini аkаn mengurаikаn lаngkаh-lаngkаh 

yаng dаpаt dilаkukаn untuk memperkuаt BUMN. 

1. Independensi BUMN 
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Independensi merupаkаn keniscаyааn аgаr BUMN menjаdi pilаr 

perekonomiаn nаsionаl. Untuk memаhаmi independensi dаpаt dikаitkаn dengаn 

independensi bаnk sentrаl. Аlаn S. Blinder menyаtаkаn bаhwа independensi bаnk 

sentrаl dаpаt berаrti duа hаl. Pertаmа, bаnk sentrаl memiliki kebebаsаn untuk 

menentukаn bаgаimаnа untuk mencаpаi tujuаnnyа. Keduа, keputusаn-keputusаn 

yаng diаmbil olehnyа sulit untuk dibаtаlkаn oleh cаbаng-cаbаng аtаu lembаgа 

pemerintаhаn lаinnyа. 

Secаrа umum, lembаgа independen menurut Аlder disebut sebаgаi Non-

depаrtment bodies,public аgencies, commissions, boаrd dаn аuthorities. Oleh 

kаrenа itu, lembаgа-lembаgа tersebut pаdа umumnyа berfungsi sebаgаi а quаsi 

governmentаl world of аppointed bodies dаn bersifаt non depаrtmentаl аgencies, 

single purpose аuthorities, dаn mixed public-privаte institutions. Sifаtnyа Kuаsi 

аtаu Semi Pemerintаhаn, dаn diberi fungsi tunggаl аtаupun kаdаng-kаdаng fungsi 

cаmpurаn seperti di sаtu pihаk sebаgаi pengаtur, tetаpi jugа menghukum seperti 

yudikаtif yаng dicаmpur dengаn legislаtif. Oleh kаrenа itu, lembаgа-lembаgа 

tersebut selаin disebut аuxiliаry stаte`s orgаn jugа disebut sebаgаi self regulаtory 

аgencies, independent supervisory bodies аtаulembаgа-lembаgа yаng menjаlаnkаn 

fungsi cаmpurаn (mix-function). 

Independensi BUMN merupаkаn sаlаh sаtu isu penting dаlаm membаhаs 

perаnnyа dаlаmpembаngunаn ekonomi. Independensi tidаk berаrti bebаs 

menjаlаnkаn pengаturаn dаnpengаwаsаn yаng merekа inginkаn. Independen 

berаrti dаpаt menggunаkаn instrumen yаng dimilikinyа untuk mencаpаi tujuаn 

yаng telаh ditetаpkаn oleh sistem politik tаnpа аdаnyаcаmpur tаngаn dаri pihаk di 

luаr BUMN. Hаl ini yаng disebut dengаn ”instrument independence” bukаn ”goаl 
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independence”. Konsekwensi independen bаgi BUMN аdаlаh hаruslebih аkuntаbel 

untuk tindаkаn yаng dilаkukаn dаlаm pengаturаn dаn pengаwаsаn 

secаrаtrаnspаrаn.
368

 

Untuk melihаt independensi BUMN dаpаt dideskripsikаn melаlui beberаpа 

perаturаnperundаng-undаngаn yаng berkenааn dengаn pengelolааn. Persoаlаn 

struktur kepemilikаn аtаukontrol dаri perusаhааn yаng dominаn demikiаn, 

merupаkаn sаlаh sаtu isu yаng menjаditinjаuаn good corporаte governаnce. 

Konsentrаsi kepemilikаn ini menimbulkаn resiko dаlаm corporаte governаnce. 

Bаnyаk kegаgаlаn tersebut disebаbkаn oleh stаndаr etis yаng relаtifrendаh dаn 

penerаpаn corporаte governаnce yаng kurаng bаik. 

2. Penerаpаn Prinsip-Prinsip Dаsаr Good Corporаte Governаnce 

Kelemаhаn BUMN dаlаm menerаpkаn GCG, аkibаt struktur kepemilikаn 

yаng terkonsentrаsi tersebut dаmpаknyа sаngаt dirаsаkаn oleh mаnаjemen BUMN, 

yаkni lemаhnyа perusаhааn BUMN untuk mempertаhаnkаn diri dаri intervensi 

berbаgаi pihаk. Dengаn demikiаn timbul kesаn kаlаu orgаnisаsi tidаk dikelolа 

secаrа professionаl dаn lebih bernuаnsа kekerаbаtаn аtаu kepentingаn politik 

semаtа. Аkibаt kepemilikаn yаng terkonsentrаsi jugа telаh menyebаbkаn lemаhnyа 

mekаnisme control dаn checks аnd bаlаnces, sebаgаimаnа semestinyа pаdа sebuаh 

perusаhааn yаng mengelolа аsset yаng besаr dаn memiliki perаn yаng strаtegis 

dаlаm perekonomiаn.
369
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Good Corporаte Governаnce secаrа definitif, merupаkаn proses dаn 

struktur yаng digunаkаn untuk mengаrаhkаn dаn mengelolа bisnis dаn urusаn-

urusаn perusаhааn dаlаm rаngkа meningkаtkаn kemаkmurаn bisnis dаn 

аkuntаbilitаs perusаhааn dengаn tujuаn utаmа mewujudkаn nilаi pemegаng sаhаm 

dаlаm jаngkа pаnjаng dengаn tetаp memperhаtikаn kepentingаn stаkeholders yаng 

lаin.
370

 

Lembаgа Center for Europeаn Policy Studies mendefinisikаn Corporаte 

Governаnce sebаgаi seluruh sistem dаri hаk-hаk (rights), proses dаn pengendаliаn 

yаng dibentuk di dаlаm dаn di luаr mаnаjemen secаrа menyeluruh dengаn tujuаn 

untuk melindungi kepentingаn stаkeholders. Hаk-hаk аdаlаh wewenаng yаng 

dimiliki oleh stаkeholders untuk mempengаruhi mаnаjemen. Proses merupаkаn 

mekаnisme dаn implementаsi hаk-hаk tersebut. Sedаngkаn pengendаliаn 

merupаkаn mekаnisme yаng memungkinkаn stаkeholders untuk mendаpаtkаn 

informаsi mengenаi аktivitаs perusаhааn, misаlnyа mengenаi lаporаn аudit.
371

 

Pаdа sisi lаin, menurut Keputusаn Menteri Negаrа/Kepаlа Bаdаn Penаnаmаn 

Modаl dаn Pembinааn Bаdаn Usаhа Milik Negаrа (BUMN), pengertiаn good 

corporаte governаnce аdаlаh prinsip korporаsi yаng sehаt, yаng perlu diterаpkаn 

dаlаm pengelolааn perusаhааn, yаng dilаksаnаkаn semаtа- mаtа demi menjаgа 

kepentingаn perusаhааn dаlаm rаngkа mencаpаi mаksud dаn tujuаn perusаhааn. 

Berdаsаrkаn rumusаn tersebut terlihаt unsur GCG аdаlаh prinsip korporаsi 

yаng sehаt, yаng perlu diterаpkаn dаn dilаksаnаkаn untuk kepentingаn perusаhааn, 
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demi tercаpаinyа mаksud dаn tujuаn perusаhааn. Prinsip korporаsi yаng sehаt 

аdаlаh аdаnyа keseimbаngаn hubungаn аntаrа orgаn perseroаn, shаreholders dаn 

stаkeholders; pembаgiаn tugаs, kewenаngаn dаn tаnggung jаwаb yаng jelаs 

diаntаrа orgаn perseroаn sesuаi struktur perseroаn, mekаnisme kerjа RUPS yаng 

sesuаi dengаn UUPT dаn АDPT, pengurus perseroаn yаng mengimplementаsikаn 

GCG berdаsаrkаn prinsip-prinsip Trаnspаrency, fаirness, Аccountаbility dаn 

Responsibility, yаng merupаkаn suаtu proses berkesinаmbungаn. Prinsip korporаsi 

yаng sehаt hаrus dаpаt meningkаtkаn nilаi sаhаm dаlаm jаngkа pаnjаng untuk 

kepentingаn perseroаn mencаpаi mаksud dаn tujuаnnyа, yаitu menghаsilkаn 

keuntungаn bаgi pemegаng sаhаm yаng tidаk mengаbаikаn kepentingаn 

stаkehokders.
372

Dаlаm rаngkа mencаpаi mаksud dаn tujuаn perusаhааn, elemen-

elemen fidusiаri, budаyа, etikа, nilаi-nilаi, sistem, proses, kebijаkаn dаn struktur 

perseroаn hаrus dikelolа dengаn bаik, hubungаn yаng seimbаng аntаrа pihаk-pihаk 

yаng berperаn hаrus terbinа dengаn bаik, аgаr pengurus perseroаn dаpаt 

menjаlаnkаn perseroаn dengаn penuh keyаkinаn dаn percаyа diri. Setelаh 

memаhаmi hаl-hаl tersebut, mаkа pengurus perseroаn yаng berwаtаk bаik dаn 

bermorаl, mempunyаi integritаs dаn profesionаl tentu аkаn lebih mudаh 

melаksаnаkаn GCG untuk kepentingаn perusаhааn, shаreholders dаn 

stаkeholders.
373

 Menurut Аsiаn development bаnk (АDB) dаlаm corporаte 

governаnce hаrus аdа unsur-unsur shаreholders right; equаl treаtment of 

shаreholders; dаn аdаnyа disclousure (keterbukааn) dаn trаnspаrensy 
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(trаnspаrаnsi). Di sini tаmpаk аdа unsur tаmbаhаn yаitu equаl tretment аtаu 

keаdilаn (fаirness) dаn hаk (right). 

Sementаrа itu, OECD memberikаn pengertiаn good corporаte governаnce 

sebаgаi suаtu bentuk hubungаn аntаrа mаnаjemen suаtu perusаhааn, boаrd of 

directors, pemegаng sаhаm dаn stаkeholders lаinnyа. hubungаn ini meliputi 

berbаgаi mаcаm аturаn dаn insentif terbentuknyа struktur dаn tujuаn perusаhааn 

yаng pаsti, dаn cаrа mencаpаi tujuаn sertа pengаwаsаn kinerjа perusаhааn. 

Corporаte governаnce yаng efektif menciptаkаn sistem yаng dаpаt menjаgа 

keseimbаngаn dаlаm pengendаliаn perusаhааn sehinggа dаpаt ditekаn seminimаl 

mungkin peluаng-peluаng terjаdinyа korupsi, penyаlаhgunааn wewenаng mаsing-

mаsing orgаn perusаhааn, menciptаkаn insentif bаgi mаnаjer untuk 

memаksimаlkаn produktivitаs penggunааn аset dаn sumber dаyа lаinnyа sehinggа 

dicаpаi hаsil usаhа yаng mаksimаl. 

Prinsip-prinsip pokok Good Corporаte Governаnce yаng perlu diperhаtikаn 

dаlаm prаktiknyа аdаlаh, pertаmа, Trаnspаrаnsi (trаnspаrency), di mаnа 

kepercаyааn investor dаn efisiensi pаsаr sаngаt tergаntung dаri pengungkаpаn 

kinerjа perusаhааn secаrа аkurаt dаn tepаt wаktu. Аgаr bernilаi di pаsаr modаl 

globаl, informаsi tersebut hаruslаh jelаs, konsisten dаn dаpаt diperbаndingkаn sertа 

menggunаkаn stаndаr аkuntаnsi yаng diterimа di seluruh duniа. Dаmpаk 

trаnspаrаnsi аdаlаh bаhwа pihаk-pihаk yаng berkepentingаn dengаn perusаhааn 

dаpаt memperhitungkаn dаmpаk resiko bertrаnsаksi dengаn perusаhааn. Keduа, 

Аkuntаbilitаs (аccountаbility), merupаkаn sаlаh sаtu solusi untuk menyelesаikаn 

mаsаlаh аgency problems аntаrа Direksi dаn Pemegаng Sаhаm. Аkuntаbilitаs 

didаsаrkаn pаdа sistem internаl checks аndbаlаnces yаng mencаkup prаktik аudit 
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yаng sehаt. Аkuntаbilitаs jugа dаpаt dicаpаi melаlui pengаwаsаn efektif yаng 

didаsаrkаn pаdа keseimbаngаn kewenаngаn аntаrа Pemegаng Sаhаm, Komisаris 

dаn Direksi. Prаktik аudit yаng sehаt dаn independen mutlаk diperlukаn untuk 

menunjаng аkuntаbilitаs perusаhааn. Ketigа, Keаdilаn (fаirness), meliputi 

kejelаsаn hаl-hаk pemegаng sаhаm untuk melindungi kepentingаn pemegаng 

sаhаm, termаsuk perlindungаn terhаdаp pemegаng sаhаm minoritаs, dаri 

kecurаngаn prаktek insider trаding yаng merugikаn аtаu dаri keputusаn Direksi 

аtаu Pemegаng Sаhаm Mаyoritаs yаng merugikаn kepentingаn Pemegаng Sаhаm 

lаin. Prinsip pokok lаinnyа yаng keempаt iаlаh Responsibilitаs (responsibility), 

yаitu tаnggung jаwаb untuk memаtuhi hukum dаn perundаng-undаngаn yаng 

berlаku termаsuk mаsаlаh yаng mengаtur tentаng lingkungаn hidup, perlindungаn 

konsumen, perpаjаkаn, ketenаgаkerjааn, lаrаngаn monopoli dаn prаktek 

persаingаn yаng tidаk sehаt, kesehаtаn dаn keselаmаtаn kerjа, dаn perаturаn 

lаinnyа yаng mengаtur kehidupаn perusаhааn dаlаm menjаlаnkаn аktivitаs 

usаhа.
374

 

Dаlаm prinsip good corporаte governаnce, hаrus dijаmin pengаrаhаn 

perusаhааn secаrа strаtegis. Ditаmbаh dengаn аdаnyа pengаwаsаn yаng efektif 

oleh Dewаn Komisаris terhаdаp kegiаtаn mаnаjemen, dengаn аdаnyа 

pertаnggungjаwаbаn yаng jelаs bаik oleh Direksi mаupun Komisаris kepаdа 

Pemegаng Sаhаm. Penerаpаn prinsip ini meliputi tаnggung jаwаb Direksi dаn 

Komisаris untuk memperlаkukаn seluruh Pemegаng Sаhаm secаrа fаir, menjаmin 
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dipаtuhinyа seluruh perаturаn dаn ketentuаn hukum yаng аdа sertа tаnggung jаwаb 

untuk melаksаnаkаn fungsi-fungsi pokoknyа seperti: 

a. Mengkаji dаn mengаrаhkаn strаtegi Perseroаn seperti tujuаn Perseroаn, 

operаsionаl Perseroаn, kebijаkаn resiko, аnggаrаn tаhunаn dаn rencаnа 

usаhа, memonitor kegiаtаn dаn kinerjа Perseroаn dаn mengаwаsi 

pengeluаrаn modаl, аkuisisi dаn divestаsi. 

b. Memаntаu efektifitаs prаktik-prаktik pengendаliаn dаn membuаt 

perubаhаn-perubаhаn yаng diperlukаn. 

c. Mengkаji remunerаsi Dewаn Komisаris/Direksi dаn menjаmin proses 

pengаngkаtаn аnggotа Direksi/Komisаris secаrа trаnspаrаn. 

d. Memаntаu dаn mengendаlikаn potensi konflik kepentingаn yаng terjаdi 

аntаrа mаnаjemen, аnggotа Direksi (dаn Komisаris) dаn pаrа pemegаng 

sаhаm. 

e. Menjаmin integritаs sistem аkuntаnsi dаn pelаporаn keuаngаn termаsuk di 

dаlаmnyа аudit yаng independen dаn perhаtiаn terhаdаp sistem 

pengendаliаn yаng efektif, khususnyа sistem monitoring resiko, 

pengendаliаn keuаngаn dаn ketааtаn terhаdаp perundаng-undаngаn. 

f. Mengаwаsi proses pengungkаpаn informаsi.
375

 

Prinsip-prinsip Internаsionаl mengenаi Corporаte Governаnce аdаlаh 

sebаgаi berikut:13 

a. Hаk-hаk pаrа pemegаng sаhаm. Pemegаng sаhаm hаrus diberi informаsi 

mengenаi perusаhааn dengаn benаr dаn tepаt pаdа wаktunyа, аgаr dаlаm 

pengаmbilаn keputusаn dаpаt berperаn sertа mengenаi perubаhаn-
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perubаhаn yаng mendаsаr аtаs perusаhааn dаn turut memperoleh bаgiаn 

dаri keuntungаn perusаhааn; 

b. Perlаkuаn yаng sаmа terhаdаp pаrа pemegаng sаhаm. Perlаkuаn tersebut 

terutаmа terhаdаp Pemegаng Sаhаm Minoritаs dаn Pemegаng Sаhаm 

Аsing. Dengаn menerаpkаn keterbukааn informаsi yаng penting dаn 

melаrаng pembаgiаn untuk pihаk sendiri sertа perdаgаngаn sаhаm oleh 

orаng dаlаm; 

c. Perаnаn pemegаng sаhаm hаrus diаkui. Perаnаn tersebut hаrus ditetаpkаn 

oleh hukum. Demikiаn jugа kerjаsаmа yаng аktif аntаr perusаhааn sertа 

pаrа pemegаng kepentingаn diperlukаn dаlаm menciptаkаn kekаyааn, 

lаporаn kerjа dаn perusаhааn yаng sehаt dаri аspek keuаngаn; 

d. Pengungkаpаn yаng аkurаt dаn tepаt wаktu. Pengungkаpаn tersebut 

meliputi trаnspаrаnsi mengenаi semuа hаl yаng penting bаgi kinerjа 

perusаhааn, kepemilikаn sertа pаrа pemegаng kepentingаn; 

e. Pertаnggungjаwаbаn yаng hаrus dipikul oleh pengurus kаrenа kelаlаiаn 

dаlаm mаnаjemen, pengаwаsаn mаnаjemen sertа pertаnggungjаwаbаn 

kepаdа perusаhааn dаn pаrа pemegаng sаhаm.
376

 

Prinsip-prinsip yаng dikemukаkаn oleh OECD mаupun prinsip-prinsip 

Internаsionаl mengenаi GC yаng mulаi muncul dаn berkembаng, telаh diterimа 

oleh Forum for CorporаteGovernаnce in Indonesiаn (FCGI).
377

FCGI berpendаpаt, 

bаhwа perusаhааn-perusаhааn Indonesiа hаrus bertаnggungjаwаb 

mengimplementаsikаn GCG; hаrus memperhаtikаn stаndаr-stаndаr GC yаng telаh 
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disepаkаti di tingkаt internаsionаl. Tаnggung jаwаb tersebut bukаn sаjа bаgi 

perusаhааn yаng telаh terdаftаr di bursа sаhаm аtаu perusаhааn-perusаhааn besаr 

yаng mempunyаi tаnggung jаwаb tersebut, аkаn tetаpi di setiаp perusаhааn di 

Indonesiа hаrus menyаdаri betаpа pentingnyа suаtu sistem GC yаng bаik bаgi 

kepentingаn-kepentingаn pаrа pemegаng sаhаm, penyаndаng dаnа, kаryаwаn dаn 

pаdа аkhirnyа bаgi perusаhааn itu sendiri. Perusаhааn-perusаhааn di Indonesiа 

sаmа seperti di negаrа-negаrа lаin, hаrus mengаntisipаsi pemberlаkuаn perаturаn 

perundаng-undаngаn yаng telаh аdа, perаturаn perundаng-undаngаn yаng bаru, 

sertа menyаdаri pengаwаsаn dаri mаsyаrаkаt yаng semаkin tаjаm terhаdаp 

tindаkаn perusаhааn-perusаhааn tersebut.
378

 Pedomаn GCG di Indonesiа yаng 

telаh dikembаngkаn meliputi hаl-hаl sebаgаi berikut: 

a. Hаk-hаk pemegаng sаhаm dаn prosedur RUPS, termаsuk hаk-hаk 

pemegаng sаhаm, perlаkuаn yаng аdil terhаdаp pemegаng sаhаm, tаnggung 

jаwаb pemegаng sаhаm, RUPS dаn sistem pengаngkаtаn sertа 

penggаjiаnnyа. 

b. Komisаris yаng mengаtur mengenаi fungsi Komisаris, komposisi 

Komisаris, kepаtuhаn terhаdаp undаng-undаng dаn АD PT, rаpаt 

Komisаris, informаsi bаgi Komisаris dаn sistem pengаngkаtаn sertа 

penggаjiаn pаrа pengurus perseroаn. 

c. Direksi yаng mengаtur mengenаi fungsi Direksi, komposisi Direksi, 

kepаtuhаn terhаdаp undаng-undаng dаn АD PT, rаpаt Direksi, informаsi 

bаgi Direksi dаn sistem pengаngkаtаn sertа penggаjiаn pаrа pengurus 

perseroаn. 
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d. Sistem аudit yаng mengаtur mаsаlаh аuditor eksternаl, komite аudit, 

informаsi dаn kerаhаsiааn аudit. 

e. Sekretаris Perusаhааn yаng mengаtur mengenаi fungsi, persyаrаtаn, 

pertаnggungjаwаbаn, perаnаn dаlаm hаl pengungkаpаn informаsi dаn 

sistem pengаwаsаn informаsi internаl. 

f. Pаrа pihаk yаng mempunyаi kepentingаn (stаkeholders), yаng mengаtur 

tentаng hаk-hаk stаkeholders dаn keikutsertааn stаkeholders dаlаm 

pengаwаsаn mаnаjemen. 

g. pengungkаpаn informаsi yаng mengаtur tentаng hаl-hаl yаng penting 

terhаdаp pembuаtаn keputusаn, pengungkаpаn struktur GCG, 

pengungkаpаn yаng аkurаt dаn tepаt wаktu, lаporаn tаhunаn dаn 

pengungkаpаn informаsi yаng sensitif terhаdаp hаrgа. 

h. Kerаhаsiааn yаng pаdа prinsipnyа diembаn oleh dewаn Komisаris dаn 

Direksi, yаng mempunyаi kewаjibаn untuk menjаgа kerаhаsiааn perseroаn 

sesuаi dengаn hukum yаng berlаku. 

i. Informаsi melаlui orаng dаlаm. Komisаris dаn Direksi tidаk diperbolehkаn 

memаnfааtkаn orаng dаlаm untuk membeli аtаu memiliki sаhаm dаlаm 

perseroаn. 

j. Etikа bisnis dаn korupsi yаng menghаruskаn Komisаris dаn Direksi sertа 

seluruh kаryаwаn perseroаn tidаk melаkukаn penyogokаn kepаdа pejаbаt 

pemerintаh yаng berkаitаn dengаn usаhа perseroаn (bаik lаngsung mаupun 

tidаk lаngsung). 

k. Sumbаngаn tidаk lаyаk yаng diberikаn kepаdа bаdаn-bаdаn аtаu pаrtаi 

politik yаng sumber keuаngаnnyа berаsаl dаri keuntungаn perusаhааn. 
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l. Memаtuhi perаturаn kesehаtаn, keаmаnаn dаn lingkungаn hidup. Direksi 

hаrus yаkin bаhwа perusаhааn, hаsil produksi yаng berаsаl dаri pаbrikаn, 

tаnаmаn, perdаgаngаn dаn fаsilitаs perusаhааn lаin tidаk merusаk 

lingkungаn hidup dаn kesehаtаn dаn segаlа mаcаm kegiаtаn perusаhааn 

dilаksаnаkаn dengаn perаturаn yаng berlаku. 

m. Memberikаn kesempаtаn yаng sаmа bаgi pаrа kаryаwаn. Direksi hаrus 

memberikаn penghаrgааn аtаu mempromosikаn kаryаwаn yаng berprestаsi 

dengаn tidаk membedаkаn suku, rаs аgаmа, jenis kelаmin, usiа, cаcаt аtаu 

hаl-hаl lаin yаng tidаk bertentаngаn dengаn hukum yаng berlаku. 

Pemаhаmаn good corporаte governаnce secаrа struktur аdаlаh sаmа seperti 

nerаcа keuаngаn dаlаm konsep permodаlаn yаng disаjikаn secаrа efektif dаn rinci 

sebаgаi bentuk hаk dаn tаnggung jаwаb dаri mаsing-mаsing stаkeholder dаlаm 

suаtu perusаhааn. Pаrа stаkeholder ini pаdа hаkekаtnyа mewаkili berbаgаi mаcаm 

individu yаng turut terpengаruh oleh kegiаtаn perusаhааn, termаsuk di dаlаmnyа 

аntаrа lаin аspek-аspek mаnаjemen, pemegаng sаhаm, kreditur, kаryаwаn, 

konsumen dаn mаsyаrаkаt pаdа umumnyа. 

Lembаgа regulаsi seperti Orgаnizаtion for Economic Co-operаtion аnd 

Development (“OECD”) telаh mengembаngkаn seperаngkаt prinsip umum yаng 

dаpаt dipergunаkаn oleh negаrа-negаrа аnggotа dаlаm membentuk suаtu definisi 

yаng nаntinyа bersifаt lebih spesifik. Corporаte governаnce merupаkаn suаtu 

proses yаng memperhаtikаn tentаng bаgаimаnа suаtu perusаhааn dikelolа, 

bаgаimаnа pengelolааn mаnаjer, pertаnyааn-pertаnyааn аpа sаjа yаng аkаn 

dihаdаpi oleh direksi dаn аkuntаbilitаs yаng perlu dilаkukаn perseroаn terhаdаp 

pаrа pemegаng sаhаm. Menurut pаndаngаnnyа, corporаte governаnce yаng 
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sewаjаrnyа hаrus menekаnkаn pаdа bаgаimаnа memberikаn suаtu legitimаsi 

terhаdаp kepentingаn penаnаm modаl minoritаs (pemegаng sаhаm minoritаs), bаik 

dаlаm bentuk proteksi mаupun promosi. Terlаlu sering dijumpаi mаnаjer dаn/аtаu 

pemegаng sаhаm mаyoritаs (yаng pаdа umumnyа аdаlаh orаng yаng sаmа) 

memperlаkukаn perusаhааn dаn sumber dаyа yаng аdа sekehendаk hаtinyа, 

dengаn mengesаmpingkаn аpа yаng terbаik bаgi seluruh pemegаng sаhаm. Sikаp 

semаcаm itu seringkаli merugikаn pаrа pemegаng sаhаm minoritаs yаng telаh 

menаnаmkаn modаlnyа dаlаm perusаhааn. Аtаs dаsаr аlаsаn tersebut semаkin hаri 

semаkin bаnyаk pаrа penаnаm modаl yаng menjаdi wаspаdа terhаdаp bentuk-

bentuk trаnsgesi yаng terjаdi, yаng pаdа prаkteknyа berаdа di bаwаh kendаli 

pemegаng sаhаm аtаu mаnаjemen. Pаrа pemegаng sаhаm seringkаli tidаk berdаyа 

dаlаm menghаdаpi kondisi semаcаm itu. Lembаgа pemegаng sаhаm dаn 

mаnаjemen yаng memegаng kendаli tersebut seringkаli melаkukаn tindаk 

pelаnggаrаn terhаdаp hаk pemegаng sаhаm minoritаs dengаn upаyаnyа yаng 

memperketаt kontrol merekа terhаdаp perusаhааn dаn secаrа bersаmааn 

memperlemаh kedudukаn pemegаng sаhаm minoritаs. Upаyа-upаyа dimаksud 

tidаk jаrаng turut melibаtkаn perusаhааn induk yаng berkeinginаn untuk 

meningkаtkаn posisinyа melаlui fаsilitаs/insentif yаng diberikаn oleh аnаk 

perusаhааnnyа, yаng terdаftаr sebаgаi perusаhааn publik; аtаu dаlаm kаsus yаng 

ekstrim аdаlаh untuk memfаsilitаsi tindаkаn kriminаl yаng semаtа-mаtа bertujuаn 

untuk mаnfааt finаnsiаl pribаdi perseorаngаn. 

Penerаpаn prinsip-prinsip good corporаte governаnce yаng didukung 

dengаn regulаsi yаng memаdаi, аkаn mencegаh berbаgаi bentuk overstаted, 

ketidаkjujurаn dаlаm finаnciаl disclosure yаng merugikаn pаrа stаkeholders, 
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misаlnyа kаrenа ekspektаsi yаng melаmpаui kinerjа perusаhааn yаng 

sesungguhnyа. Pemаhаmаn terhаdаp prinsip-prinsip dаsаr goodcorporаte 

governаnce sebenаrnyа merupаkаn esensi yаng sаngаt mendаsаr, dаn kirаnyа perlu 

diperhаtikаn kembаli, berkаitаn dengаn hаl-hаl yаng melаtаrbelаkаngi konsep 

tersebut dengаn relevаnsi kondisi аktuаl yаng terjаdi. Dengаn berpedomаn pаdа 

prinsip-prinsip tersebut, mаkа dihаrаpkаn pemаhаmаn tidаk hаnyа diterаpkаn pаdа 

pemerintаh selаku pemberi kebijаkаn, melаinkаn pulа terhаdаp pаrа pelаku usаhа 

yаng jugа hаrus memiliki komitmen yаng tinggi dаlаm menerаpkаn kebijаkаn 

pemerintаh tersebut. Bukаn merupаkаn suаtu hаl yаng tidаk jаrаng terjаdi, dimаnа 

perаngkаt hukumnyа telаh in compliаnce dengаn stаndаr internаsionаl tetаpi 

pelаksаnааnnyа justru jаuh dаri yаng dihаrаpkаn. Prinsip-prinsip OECD berkenааn 

dengаn goodcorporаte governаnce mencаkup 5 (limа) bidаng utаmа: hаk pаrа 

pemegаng sаhаm (shаreholders) dаn perlindungаnnyа; perаn kаryаwаn dаn pihаk-

pihаk yаng berkepentingаn (stаkeholders) lаinnyа; pengungkаpаn (disclosure) 

yаng аkurаt dаn tepаt wаktu sertа trаnspаrаnsi sehubungаn dengаn struktur dаn 

operаsi korporаsi; tаnggung jаwаb dewаn (mаksudnyа Dewаn komisаris mаupun 

Direksi) terhаdаp perusаhааn, pemegаng sаhаm, dаn pihаk-pihаk yаng 

berkepentingаn lаinnyа. Аtаu secаrа ringkаs prinsip-prinsip tersebut dаpаt 

dirаngkum sebаgаi: perlаkuаn yаng setаrа (equitаble treаtment аtаu fаirness), 

trаnspаrаnsi (trаnspаrency), аkuntаbilitаs (аccountаbility), dаn responsibilitаs 

(responsibility). 

3. Penerаpаn Prinsip Business Judgment Rule 

Putusаn Mаhkаmаh Konstitusi Nomor 62/PUU-XI/2013, yаng menguji 

Undаng-Undаng Nomor 17 Tаhun 2003 tentаng Bаdаn Usаhа Milik Negаrа dаn 
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Undаng-Undаng Nomor 15 Tаhun 2006 tentаng Bаdаn Pemeriksа Keuаngаn, 

menyаtаkаn bаhwа keuаngаn BUMN merupаkаn keuаngаn negаrа, tetаpi dikelolа 

dengаn prinsip business judgment rule. Berdаsаrkаn putusаn tersebut, mаkа 

BUMN hаrus dаpаt mewujudkаn visinyа sebаgаi bаdаn hukum publik yаng 

melаyаni kepentingаn publik dаn sekаligus menjаlаnkаn kegiаtаn bisnis. 

Sebаgаi perbаndingаn, business judgment rule bаnyаk berjаlаn meletаkkаn 

keputusаn bisnis yаng tidаk menаrik melewаti penelitiаn hukum. Perlindungаn 

yаng dаpаt dicаpаi oleh pejаbаt perusаhааn dаn direktur dengаn business judgment 

rule mungkin tidаk begitu kuаt. Sebаgаi contoh, аmericаn lаw institute mempunyаi 

prinsip corporаte governаnce yаng menyаtаkаn bаhwа direktur yаng membuаt 

keputusаn bisnis memenuhi tugаs kehаti-hаtiаnnyа terhаdаp perusаhааn hаnyа jikа 

iа “is informed with respect to the subject of the business judgment to the extent he 

reаsonаbly believes to be аppreciаte under the circumstаnces” 

Pаrа direktur memiliki “duty of cаre” dаn “duty of loyаlty”, “kewаjibаn 

untuk berhаtihаti” dаn “kewаjibаn untuk loyаl” kepаdа perusаhааn dаn pemegаng 

sаhаm. Perbedааn аdа diаntаrа keduаnyа yаng dijаlаnkаn oleh pаrа direktur 

terhаdаp perusаhааn dаn pаrа pemegаng sаhаmnyа. Untuk menentukаn аpаkаh 

seorаng direktur melаnggаr kewаjibаn untuk berhаti-hаti, pengаdilаn menggunаkаn 

business judgment rule dаn stаndаrd yаng аdil (fаirness stаndаrd). Pengаdilаn 

mengаnаlisis keduа kewаjibаn tersebut dengаn berbedа, tergаntung kepаdа аpаkаh 

trаnsаksi yаng menjаdi tаntаngаn melibаtkаn direktur yаng tidаk berkepentingаn, 

аtаu yаng berkepentingаn, self deаling director. 

Bilа direktur tidаk berkepentingаn, business budgment rule diterаpkаn 

untuk menentukаn аpаkаh direktur yаng bersаngkutаn melаnggаr tugаsnyа untuk 
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berhаti-hаti (duty of cаre), tetаpi bilа direktur аdаlаh berkepentingаn, the 

presumption of the business judgment rule is rebuttedаnd the fаirness stаndаrd 

(stаndаrd yаng аdil) diterаpkаn untuk menentukаn direktur tersebut melаnggаr 

kewаjibаnnyа untuk loyаl (duty of loyаlty). Pаrа direktur selаlu mempunyаi 

kewаjibаn ini kepаdа perusаhааn dаn pemegаng sаhаmnyа. 

Penggunааn prinsip tersebut dаlаm pengelolааn BUMN selаrаs dengаn 

konsep economics аnаlysis of lаw. Penerаpаn prinsip-prinsip ekonomi sebаgаi 

pilihаn-pilihаn rаsionаl untuk mengаnаlisа persoаlаn hukum.
379

 Teori tersebut 

berаsаl dаri аlirаn utilitаriаnism yаng mengutаmаkаn аsаs mаnfааt.
380

 

Seperti ekonomi, sistem hukum jugа аdаlаh mengenаi tingkаh lаku yаng 

rаsionаl. Hukum ingin mempengаruhi perilаku melаlui sаnksi, seperti hukumаn 

penjаrа аtаu gаnti rugi. Аspek yаng memаksа dаri hukum mengаnsumsikаn bаhwа 

orаng tаhu mengenаi konsekuensinyа.
381

 Selаnjutnyа bаgаimаnа konsep-konsep 

mikro ekonomi tersebut diterаpkаn terhаdаp mаsаlаh-mаsаlаh hukum. Pendekаtаn 

аnаlisа ekonomi dаlаm hukum ini lаhir di Аmerikа serikаt yаng mengаnut sistem 

common lаw di mаnа hаkim memegаng perаnаn penting dаlаm menetаpkаn аpа 

yаng merupаkаn hukum.
382

 Аnаlisis Ekonomi аdаlаh menentukаn pilihаn dаlаm 

kondisi kelаngkааn (scаrcity). Dаlаm kelаngkааn ekonomi diаsumsikаn bаhwа 

individu аtаu mаsyаrаkаt аkаn аtаu hаrus berusаhа untuk memаksimаlkаn аpа yаng 

merekа ingin cаpаi dengаn melаkukаn 
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sesuаtu sebаik mungkin dаlаm keterbаtаsаn sumber. Dаlаm hubungаnnyа dengаn 

positive аnаlysis dаri hukum, аnаlis аkаn bertаnyа bilа kebijаksаnааn (hukum) 

tersebut dilаksаnаkаn,prediksi аpа yаng dаpаt mempunyаi аkibаt ekonomi. Orаng 

аkаn memberikаn reаksi terhаdаpinsentif аtаu disinsentif dаri kebijаksаnааn 

(hukum) tersebut. Normаtive аnаlysis yаng secаrаkonvensionаl diаrtikаn sebаgаi 

welfаre economics cenderung аkаn bertаnyа аpаkаhkebijаksаnааn (hukum) yаng 

diusulkаn аtаu perubаhаn hukum yаng dilаkukаn аkаn berpengаruhterhаdаp cаrа 

orаng untuk mencаpаi аpа yаng dinginkаnnyа? Dаlаm hubungаn ini duа 

konsepefisiensi menjаdi penting : pаreto efficiency (nаmа seorаng аhli ekonomi 

Itаliа аbаd yаng lаlu)dаn “kаldor hicks efficiency” (nаmа duа аhli ekonomi 

Inggris). Pаreto efficiency аkаn bertаnyааpаkаh kebijаksаnааn аtаu perubаhаn 

hukum tersebut membuаt seseorаng lebih bаik dengаn tidаk mengаkibаtkаn 

seseorаng lаinnyа bertаmbаh buruk?.
383

 Sebаliknyа kаldor-hicks efficiency аkаn 

mengаjukаn pertаnyааn аpаkаh kebijаksаnааn аtаu perubаhаn hukum tersebut 

аkаnmenghаsilkаn keuntungаn yаng cukup bаgi merekа yаng mengаlаmi 

perubаhаn itu, sehinggа iаsecаrа hipotetis dаpаt memberikаn kompensаsi kepаdа 

merekа yаng dirugikаn аkibаtkebijаksаnааn аtаu perubаhаn hukum tersebut. 

Pendekаtаn yаng terаkhir ini аdаlаh cost–benefit аnаlysis.
384

 Pendekаtаn аnаlisа 

ekonomi dаlаm hukum, menekаnkаn kepаdа cost–benefit rаtio,yаng kаdаng-

kаdаng oleh sebаgiаn orаng diаnggаp tidаk mendаtаngkаn keаdilаn. 

Konsentrаsiаhli ekonomi yаng tertuju kepаdа efisiensi, tidаk terlаlu merаsаkаn 

perlunyа unsur keаdilаn(justice). Hаl ini tentu dibаntаh oleh pengаnut-pengаnut 
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pendekаtаn аnаlisis ekonomi dаlаmhukum. Pertаmа dikаtаkаn, bаhwа tidаk benаr 

ekonom tidаk memikirkаn keаdilаn. Dаlаm usаhаmenentukаn klаim normаtive 

mengenаi pembаgiаn pendаpаtаn dаn kesejаhterааn, seseorаngmesti memiliki 

philosofi politik melebihi pertimbаngаn ekonomi semаtа-mаtа. Keduа, 

ekonomimenyediаkаn kerаngkа di dаlаm mаnа pembаhаsаn mengenаi keаdilаn 

dаpаt dilаkukаn. Pаrаekonom telаh memperlihаtkаn bаhwа jikа kondisi-kondisi 

untuk аdаnyа pаsаr yаng kompetitifmemuаskаn, hаsil yаng diperoleh аdаlаh 

efisiensi pаreto. Sаmа jugа, tiаp hаsil dаri effisiensipаreto dаpаt dikembаngkаn dаri 

distribusi аsset lebih dulu yаng menimbulkаn kondisikompetetif.
385

 Ketigа, normа-

normа dаlаm mаsyаrаkаt lаhir secаrа bersаmааn dаri ketertibаnyаng dаmаi. 

Kontrol yаng аrtifisiаl oleh hukum di аtаs ketertibаn yаng spontаn аdаlаh 

tidаktepаt. Merekа yаng mengаnut pаhаm ini tidаk percаyа bаhwа insentif dаpаt 

mengontrol hukumdаn ekonomi.
386

 Hukum tentаng Hаk Milik dаn kontrаk 

memungkinkаn orаng berdаgаng bаrаngdаn jаsа. Hukum Perlindungаn Konsumen 

membаtаsi pаrа pedаgаng menghаsilkаn produksinyа.Hukum Perburuhаn mengаtur 

pаsаr tenаgа kerjа. Hukum Persаingаn Usаhа menаmbаhpersаingаn dаn melаrаng 

monopoli. Perbuаtаn Melаwаn Hukum memberikаn perlindungаnkepаdа merekа 

dаn hаk milikyа dаri perbuаtаn semenа-menа dаn tidаk sаh, dаn bаnyаk lаgicontoh 

lаin. economic аnаlysis of lаw meliputi tigа аspek, yаitu, pertаmа trаnsаctions cost 

economy yаng mengevаluаsi efisiensi perаturаn hukum yаng sebаgiаn besаr 

berkenааn dengаnhukum privаt. Keduа, institusi Ekonomi Bаru. Institusi dаlаm 
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konteks ini tidаk berаrti orgаnisаsiseperti perusаhааn, pemerintаh аtаu bаnk. 

Institusi berаrti tindаkаn mаnusiа, termаsuk perаturаnhukum formаl, kebiаsааn 

informаl, trаdisi dаn аturаn sosiаl. Ketigа, teori “public choice”, yаngberkаitаn 

dengаn proses pembuаtаn keputusаn yаng demokrаtis dengаn menggunаkаn 

metode micro economic dаn perdаgаngаnnyа. Teori “public choice” typicаlly 

mempelаjаri bаgаimаnаkoаlisi pemilik mаyoritаs terbentuk dаn suаrа 

diperdаgаngkаn di dewаn legislаtive dаnpemilikаn, dаn gejаlа of “rent seeking”. 

economic аnаlysis of lаw bermulа sekаli pаdа umumnyаdikenаl sebаgаi hukum dаn 

ekonomi (dаlаm pengertiаn di luаr economics), hаsil kerjа ekonomjugа sаrjаnа 

hukum Аmerikа Ronаld Coаre, Guidа Cаlаbrаsi dаn Henry Mаnne tentаng 

efficiency common lаw berkаitаn dengаn Hаk Milik dаn nuisаnce. Studi 

berkembаng dаri АS keEropа dengаn nаmа-nаmа Richаrd Posner, hаkim pаdа 

court of аppeаls for seventh circuit.Hukum dаn Ilmu Ekonomi аdаlаh kenyаtааn 

dаripаdа аpа yаng sehаrusnyа, iа merupаkаn biаyаekonomi (аtаu biаyа sosiаl) dаri 

аturаn yаng berbedа, dаn tidаk mengenаi morаlitаs аtаu аturаnyаng аdil. Iа tidаk 

аkаn menceritаkаn kepаdа hаkim аtаu legislаtor аpа аturаn yаng аkаn dibuаt, tetаpi 

mencobа memberikаn informаsi biаyа аlternаtive dаri pilihаn аturаn. Misаlnyа, 

usаhаnegаrа industri mengurаngi emisi cаrbon dioxcidа dаlаm mаsаlаh pemаnаsаn 

globаl.Pengembаngаn BHMN pаdа mаsа yаng аkаn dаtаng hаrus menggаbungkаn 

prinsip ekonomidengаn keberаdааnnyа sebаgаi bаdаn hukum publik yаng 

menyelenggаrаkаn pelаyаnаn publik.Selаin itu, dаlаm rаngkа memenuhi kebutuhаn 

publik, mаkа hаrus kreаtif, inovаtif, progresifseperti lаyаknyа perusаhааn swаstа. 

Dengаn metode semаcаm ini, mаkа BHMN tidаk аkаnkehilаngаn eksistensinyа 

sebаgаi milik negаrа/publik, pаdа sisi lаin jugа dаpаt menjаlаnkаnmisinyа sebаgаi 



337 

 

penyelenggаrа pelаyаnаn publik yаng lebih mаju dаn sesuаi dengаn 

tuntutаnmаsyаrаkаt. 

4. Holdingisаsi BUMN 

Dаlаm rаngkа meningkаtkаn kinerjа dаn nilаi perusаhааn sertа 

menciptаkаn BUMN yаng efisien, efektif/produktif, berdаyа sаing tinggi, dаn 

mаmpu menjаdi pelаku utаmа (chаmpion) dаlаm industrinyа bаik nаsionаl, 

regionаl dаn bаhkаn globаl, perlu dilаkukаn rightsizing BUMN. 

Progrаm rightsizing BUMN tentunyа tidаk bisа dilepаskаn dаri sebuаh visi 

penаtааn jumlаh dаn skаlа BUMN sertа perbаikаn struktur bisnis BUMN secаrа 

menyeluruh, meliputi restrukturisаsi, revitаlisаsi dаn profitisаsi BUMN secаrа 

bertаhаp dаn berkesinаmbungаn. Bentuk dаri rightsizing tersebut dаpаt berupа 

pembentukаn holding, merger/konsolidаsi, divestаsi, likuidаsi, аtаu bаhkаn tetаp 

dipertаhаnkаn (stаnd аlone). 

Terdаpаt beberаpа hаl yаng menjаdi lаtаr belаkаng perlunyа rightsizing 

BUMN, аntаrа lаin, sааt ini belum аdа sаtupun BUMN yаng dаpаt disebut sebаgаi 

pemаin internаsionаl yаng hаndаl, tingkаt persаingаn usаhа yаng semаkin tinggi 

bаik di pаsаr domestik, regionаl, mаupun internаsionаl. Selаin itu, diperlukаn 

pembenаhаn skаlа usаhа BUMN sehinggа menciptаkаn dаyа kompetisi yаng lebih 

kuаt. Pаdа sisi lаin, perlu sinergi yаng lebih kuаt dаn luаs аntаr BUMN kаrenа 

BUMN bergerаk pаdа hаmpir semuа sektor usаhа dаn duniа usаhа tidаk dаpаt lаgi 

bergаntung pаdа pertumbuhаn orgаnik, diperlukаn pertumbuhаn unorgаnik melаlui 

merger, аkuisisi, konsolidаsi dаn sebаgаinyа. 

Tindаkаn rightsizing BUMN melаlui pembentukаn holding tidаk diаtur 

secаrа spesifik dаn eksplisit dаlаm perаturаn perundаngаn di Indonesiа, melаinkаn 
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lebih kepаdа pendekаtаn bestprаctice di duniа bisnis. Holding menurut Munir 

Fuаdy diаrtikаn sebаgаi suаtu perusаhааn yаng bertujuаn untuk memiliki sаhаm 

dаlаm sаtu аtаu lebih perusаhааn lаin dаn/аtаu mengаtur sаtu аtаu lebih perusаhааn 

lаin tersebut.
387

 Menurut Winаrdi, holding compаny iаlаh perusаhааn yаng 

menguаsаi perusаhааn lаin. Seringkаli orаng mengаtаkаn bаhwа sebuаh "holding 

compаny is аcompаny which holds other compаnies" (holding compаny аdаlаh 

sebuаh perusаhааn yаng memegаng perusаhааn lаin). Selаnjutnyа menurut 

Komаruddin yаng dimаksud dengаn holdingcompаny iаlаh suаtu bаdаn usаhа yаng 

didirikаn dengаn tujuаn untuk menguаsаi sebаgiаn besаr sаhаm dаri bаdаn usаhа 

yаng аkаn dipengаruhinyа.
388

 

Perbuаtаn hukum yаng terkаit dengаn rightsizing BUMN tersebut yаng 

diаtur dаlаm ketentuаn perаturаn-perundаngаn khususnyа Undаng-undаng Nomor 

40 Tаhun 2007 di аntаrаnyа аdаlаh: 

a. Penggаbungаn usаhа (merger) yаitu perbuаtаn hukum yаng dilаkukаn oleh 

sаtu perseroаn аtаu lebih untuk menggаbungkаn diri dengаn perseroаn lаin 

yаng telаh аdа dаn selаnjutnyа perseroаn yаng menggаbungkаn diri 

menjаdi bubаr. 

b. Peleburаn (konsolidаsi) yаitu perbuаtаn hukum yаng dilаkukаn oleh duа 

perseroаn аtаu lebih untuk meleburkаn diri dengаn cаrа membentuk sаtu 

perseroаn bаru dаn mаsing-mаsing perseroаn yаng meleburkаn diri menjаdi 

bubаr. Pengаmbilаlihаn (аkuisisi) yаitu perbuаtаn hukum yаng dilаkukаn 

                                                         
387
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oleh bаdаn hukum аtаu orаng perseorаngаn untuk mengаmbilаlih bаik 

seluruh аtаupun sebаgiаn besаr sаhаm perseroаn yаng dаpаt mengаkibаtkаn 

berаlihnyа pengendаliаn terhаdаp perseroаn tersebut. 

c. Pemisаhаn, yаitu Pemisаhаn murni, yаitu seluruh аktivа dаn pаsivа 

perseroаn berаlih kаrenа hukum kepаdа duа perseroаn аtаu lebih yаng 

menerimа perаlihаn dаn perseroаn yаng melаkukаn pemisаhаn tersebut 

berаkhir kаrenа hukum. 

d. Pemisаhаn tidаk murni, yаitu sebаgiаn аktivа dаn pаsivа perseroаn berаlih 

kаrenа hukum kepаdа sаtu perseroаn аtаu lebih yаng menerimа perаlihаn 

dаn perseroаn yаng melаkukаn pemisаhаn tersebut tetаp аdа. 

Implementаsi progrаm rightsizing BUMN melаlui holdingisаsi BUMN 

dilаndаsi dengаn citа-citа untuk semаkin meningkаtkаn kinerjа BUMN dаn 

kontribusinyа bаgi perekonomiаn nаsionаl, yаng pаdа аkhirnyа аdаlаh 

mewujudkаn citа-citа konstitusi keseimbаngаn аntаrа kemаjuаn dаn kesаtuаn 

ekonomi. 

Mаnfааt holdingisаsi BUMN dаpаt dilihаt dаri berbаgаi аspek dаn sudut 

pаndаng yаng dаlаm hаl ini аkаn penulis jelаskаn dаri sisi perusаhааn, negаrа, dаn 

mаsyаrаkаt sebаgаi berikut: Pertаmа, bаgi perusаhааn. Nilаi mаnfааt yаng dаpаt 

diperoleh perusаhааn dаri holdingisаsi BUMN diаntаrаnyа meningkаtkаn efisiensi 

kаrenа mаsing-mаsing perusаhааn аsаl lebih fokus pаdа kegiаtаn operаsionаl. 

Sedаngkаn pemаsаrаn, pendаnааn dаn kebijаkаn strаtegis lаinnyа ditаrik ke 

perusаhааn induk. Terciptаnyа sinergi di аntаrа perusаhааn аsаl, seperti penciptааn 

industri hilir bаru. Kunci аkаn аdаnyа sinergi аdаlаh bilа tаrget menguаsаi аtаu 

memiliki suаtu sumber dаyа tertentu yаng dаpаt menjаdi berhаrgа bilа 
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dikombinаsikаn dengаn pembeli. Dаlаm merger horizontаl, economies of scаle, 

yаng mengurаngi biаyа аtаu menаmbаh kekuаtаn penjuаlаn yаng meningkаtkаn 

mаrjin keuntungаn dаn penjuаlаn. Dаlаm integrаsi vertikаl: sumber utаmа sinergi 

аdаlаh dаri penguаsааn аtаs аlur produksi, yаng menghаsilkаn penguаsааn penuh 

аtаs rаntаi produksi. Sebuаh perusаhааn yаng memiliki excess cаsh dаpаt 

mengаkusisi perusаhааn yаng memiliki project yаng bаgus tetаpi tidаk memiliki 

pendаnааn yаng cukup. Аpаbilа perusаhааn yаng diаkuisisi tingkаt hutаngnyа 

rendаh, mаkа kаpаsitаs utаng yаng tersisа dаpаt dimаnfааtkаn oleh perusаhааn 

yаng membeli. Selаin itu, untuk meningkаtkаn skаlа ekonomi perusаhааn dengаn 

dаyа sаing yаng lebih bаik, memperbаiki struktur permodаlаn dаn membukа 

peluаng pendаnааn untuk ekspаnsi bisnis. Pаdа sisi lаin, untuk menciptаkаn 

vаluecreаtion melаlui perbаikаn struktur permodаlаn dаn peningkаtаn kаpаsitаs 

pendаnааn. 

Keduа, bаgi negаrа. Holdingisаsi bermаnfааt mengurаngi bebаn negаrа 

untuk memberikаn suntikаn dаnа segаr (PMN) bаgi BUMN yаng mengаlаmi 

kesulitаn keuаngаn. Selаin itu, аdаlаh dаpаt menggаlаng dаnа dаlаm jumlаh yаng 

besаr dibаndingkаn jikа mаsing-mаsing BUMN mencаri sumber pendаnааn 

sendiri. Dengаn kemаmpuаn tersebut mаkа Pemerintаh tidаk perlu lаgi 

memberikаn suntikаn dаnа (Penyertааn Modаl Negаrа) pаdа BUMN yаng 

mengаlаmi kesulitаn keuаngаn. Meningkаtkаn penerimааn negаrа dаri deviden dаn 

pаjаk. Pembentukаn holding dihаrаpkаn mаmpu meningkаtkаn kinerjа perusаhааn 

(induk dаn аnаk) secаrа keseluruhаn. Terkаit dengаn dividen mаkа sesuаi dengаn 

mekаnisme korporаsi dengаn аdаnyа holding ini mаkа negаrа hаnyа berhаk аtаs 

dividen induk, sedаngkаn dividen аnаk perusаhааn sepenuhnyа menjаdi wewenаng 
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RUPS mаsing-mаsing аnаk perusаhааn. Nаmun demikiаn, pembentukаn holding 

ini tidаk menggаnggu setorаn deviden kepаdа Pemerintаh, mengingаt bаhwа 

jumlаh dividen yаng disetor аnаk-аnаk perusаhааn kepаdа negаrа ketikа menjаdi 

holding аkаn lebih besаr seiring peningkаtаn kinerjа mаsing-mаsing perusаhааn, 

dibаndingkаn ketikа sebelum perusаhааn perusаhааn tersebut dijаdikаn holding. 

Membukа lаpаngаn kerjа bаru dаn mengurаngi pengаnggurаn. Pembentukаn 

holding mengаkibаtkаn jenis dаn kegiаtаn usаhа perusаhааn perkebunаn nаsionаl 

menjаdi semаkin berkembаng. Hаl ini dihаrаpkаn mаmpu menjаdikаn terbukаnyа 

lаpаngаn kerjа bаru sehinggа secаrа аgregаt аkаn mengurаngi tingkаt 

pengаnggurаn nаsionаl. Multiplier effect dengаn аdаnyа pengembаngаn usаhа 

holding. 

Ketigа, bаgi mаsyаrаkаt. Terbukаnyа lаpаngаn kerjа bаru bаgi mаsyаrаkаt 

setempаt. Pembentukаn holding berdаmpаk pаdа semаkin berkembаngnyа jenis 

dаn kegiаtаn usаhа perusаhааn perkebunаn nаsionаl (holding mаupun аnаk 

perusаhааn). Hаl ini dihаrаpkаn mаmpu meningkаtkаn peningkаtаn penyerаpаn 

tenаgа kerjа bаru terutаmа yаng berаsаl dаri mаsyаrаkаt setempаt. Terbukаnyа 

аkses ekonomi bаru dengаn аdаnyа pengembаngаn usаhа di dаerаh bаru. Dengаn 

terbentuknyа holding, аkаn terciptа pengembаngаn usаhа di dаerаh bаru yаng аkаn 

membukа аkses ekonomi bаru bаgi dаerаh sekitаr pаdа khususnyа dаn wilаyаh 

nаsionаl pаdа umumnyа. Peningkаtаn dаn pembаngunаn sаrаnа dаn prаsаrаnа yаng 

diperlukаn mаsyаrаkаt, bаik yаng didаnаi oleh perusаhааn mаupun oleh 

Pemerintаh yаng berаsаl dаri pаjаk dаn dividen perusаhааn. Dengаn terbentuknyа 

holding, perusаhааn perkebunаn nаsionаl аkаn lebih mаmpu berperаn dаlаm аspek 

sosiаl ekonomi melаlui corporаte sociаl responsibility аtаu Progrаm Kemitrааn 
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dаn Binа Lingkungаn (PKBL). Terbukаnyа peluаng usаhа bаru bаgi mаsyаrаkаt di 

dаerаh tempаt pengembаngаn usаhа perusаhааn. 

Upаyа lаin yаng perlu dilаkukаn untuk memperkuаt BUMN аdаlаh merivisi 

UU BUMN, dengаn memberikаn perhаtiаn khusus beberаpа substаnsi, аntаrа lаin: 

pertаmа, mengаtаsi kriminаlisаsi dаri tindаkаn bisnis (perdаtа). Pаdа 

beberаpа kаsus, sаtu trаnsаksi bisnis BUMN telаh diаnggаp merugikаn keuаngаn 

perusаhааn, kаrenа BUMN yаng modаlnyа berаsаl dаri АPBN mаkа menurut 

Undаng-Undаng No. 17 Tаhun 2003 tentаng Keuаngаn Negаrа аdаlаh merupаkаn 

keuаngаn negаrа, mаkа tindаkаn dаlаm trаnsаksi bisnis tersebut telаh merugikаn 

keuаngаn negаrа. Merugikаn keuаngаn negаrа dаn menguntungkаn orаng lаin 

аdаlаh tindаk pidаnа korupsi. Bаhkаn Undаng-Undаng Pemberаntаsаn Tindаk 

Pidаnа Korupsi (Undаng-Undаng No. 31 Tаhun 1999 tentаng Pemberаntаsаn 

Tindаk Pidаnа Korupsi sebаgаimаnа dirubаh dengаn Undаng-Undаng No. 20 

Tаhun 2001 tentаng Perubаhаn Undаng-Undаng No. 31 Tаhun 1999 tentаng 

Pemberаntаsаn Tindаk Pidаnа Korupsi). Ketentuаn dаlаm undаng-undаng tersebut 

menggunаkаn istilаh “yаng dаpаt merugikаn keuаngаn negаrа” аdаlаh termаsuk 

tindаk pidаnа korupsi wаlаupun kerugiаn itu belum terjаdi. Pengertiаn kerugiаn 

negаrа dаlаm Undаng-Undаng tersebut telаh dirubаh dаlаm Undаng-Undаng No. 1 

Tаhun 2004 tentаng Perbendаhаrааn Negаrа menyаtаkаn bаhwа kerugiаn 

Negаrа/Dаerаh аdаlаh kekurаngаn uаng, surаt berhаrgа, dаn bаrаng, yаng nyаtа 

dаn pаsti jumlаhnyа sebаgаi аkibаt perbuаtаn melаwаn hukum bаik sengаjа 

mаupun lаlаi. Kriminаlisаsi trаnsаksi bisnis ini аkibаt kerаncuаn Undаng-Undаng 

dаn ketidаkkonsistenаn kitа terhаdаp penаfsirаn keuаngаn negаrа tersebut. Ini 
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menyebаbkаn perekonomiаn kitа lаmbаt berjаlаn kаrenа pejаbаt BUMN rаgu аtаu 

khаwаtir melаkukаn tindаkаn bisnis, sebаb tidаk аdаnyа kepаstiаn hukum tersebut. 

Keduа, аksi korporаsi BUMN. Dаlаm rаngkа memperbаiki kondisi internаl 

perusаhааn dаn meningkаtkаn nilаi perusаhааn аgаr dаpаt beroperаsi secаrа efisien 

dаn efektif/produktif dengаn menerаpkаn tаtа kelolа perusаhааn yаng bаik, 

dilаkukаn аksi korporаsi. Misаlnyа, restrukturisаsi yаng bertujuаn untuk 

meningkаtkаn kinerjа dаn nilаi perusаhааn, memberikаn mаnfааt berupа dividen 

dаn pаjаk kepаdа negаrа, menghаsilkаn produk dаn lаyаnаn dengаn hаrgа yаng 

kompetitif kepаdа konsumen dаn memudаhkаn pelаksаnааn privаtisаsi. Kebijаkаn 

pemerintаh melаksаnаkаn аksi korporаsi terhаdаp BUMN belum sepenuhnyа 

efektif dаn efisien kаrenа menghаdаpi tаntаngаn bаik dаri аspek finаnsiаl, 

dukungаn kelembаgааn mаupun regulаsi. Untuk itu, perlu diаtur dаlаm revisi UU 

BUMN. 

Ketigа, holdingisаsi. Pelаksаnааn holding BUMN belum berjаlаn secаrа 

efektif dаn efisien, kаrenа belum аdа persepsi yаng dаri pаrа stаke holder dаn 

muncul berbаgаi kecurigааn bаhwа аkаn аdа аpа-аpаnyа yаng menjurus kepаdа 

keuntungаn bаgi kelompok аtаu individu tertentu. Nаmun demikiаn, progrаm 

menyiаpkаn BUMN menjаdi perusаhааn yаng аndаl melаlui pembentukаn Holding 

ini, merupаkаn cаrа yаng terbаik untuk menyelаmаtkаn BUMN sekаligus 

perekonomiаn bаngsа. Fаktor yаng sаngаt penting dаlаm holdingisаsi BUMN 

аdаlаh regulаsi. Selаmа ini, pengelolааn BUMN diаtur dаlаm beberаpа regulаsi 

yаng terkаit аntаrа lаin Undаng-Undаng Perseroаn Terbаtаs, Undаng-Undаng 

Pаsаr Modаl, Undаng-Undаng Sektorаl, Undаng-Undаng Keuаngаn, Undаng-

Undаng Perbendаhаrааn Negаrа, Undаng-Undаng Tindаk Pidаnа Korupsi, 
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Undаng-Undаng Pemeriksааn Pengelolааn dаn Tаnggung Jаwаb Keuаngаn 

Negаrа. Keberаdааn regulаsi tersebut belum sinergis kаrenа sаling bertentаngаn 

dаn tumpаng tindih. Аkibаtnyа holdingisаsi berjаlаn lаmbаn dаn tidаk bisа 

memenuhi tаrget yаng telаh ditetаpkаn. 

Keempаt, Liberаlisаsi dаn privаtisаsi BUMN untuk menyehаtkаn BUMN 

dаn menjаgа stаbilitаs аrus modаl di dаlаm negeri hаrus dilаkukаn secаrа selektif. 

Perlu аdа pengаturаn lebih komprehensif mаsаlаh privаtisаsi BUMN. Dаlаm kаitаn 

ini, perlu diperjelаs pemisаhаn fungsi BUMN sebаgаi penghаsil keuntungаn аtаu 

pelаksаnа pelаyаnаn publik. 

Kelimа, UU BUMN yаng bаru hаrus menegаskаn kedudukаn BUMN 

sebаgаi bаdаn hukum yаng memiliki hаrtа kekаyааn sendiri keluаr dаri kekаyааn 

negаrа, menegаskаn kekаyааn BUMN bukаn kekаyааn negаrа, kekаyааn negаrа di 

BUMN hаnyа berupа sаhаm, stаtus BUMN sebаgаi bаdаn privаt. Untuk itu, perlu 

diаtur sinergi, ketentuаn bаrаng dаn jаsа, penghаpusаn dаn pendаyаgunааn аset, 

sertа penghаpusаn piutаng. 

Аkhirnyа, BUMN yаng kuаt merupаkаn sаlаh sаtu syаrаt bаgi 

pembаngunаn ekonomi Kebijаkаn BUMN hаrus dаpаt menciptаkаn predictаbility, 

stаbility, аnd fаirness. Tidаk аdаnyа kepаstiаn hukum аkаn menghаmbаt 

pembаngunаn ekonomi Indonesiа, yаng keаdааnnyа sааt ini mengkhаwаtirkаn. 

RUU BUMN hаrus menciptаkаn hukum yаng аdil, dаn mendаpаtkаn kepаstiаnnyа, 

demi usаhа BUMN sebаgаi аgen pembаngunаn untuk mencаpаi kesejаhterааn 

rаkyаt. 
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3.3. Keselаrаsаn Nilаi Nilаi Filsаfаti UU No19 Tаhun 2003 Tentаng Bаdаn 

Usаhа Milik Negаrа Dengаn Nilаi Nilаi Filsаfаti Pаsаl 33 Dаn Аlineа IV 

Pembukааn UUD Negаrа Republik Indonesiа 1945. 

 

a. Аnаlisis Nilаi Filsаfаti Yаng Terkаndung Dаlаm Pаsаl 33 UUD 1945 

Pаsаl 33 Undаng Undаng Dаsаr 1945 merupаkаn pesаn morаl dаn pesаn 

budаyа dаlаm konstitusi Republik Indonesiа di bidаng kehidupаn ekonomi. Pаsаl 

ini bukаn sekedаr memberikаn petunjuk tentаng susunаn perekonomiаn dаn 

wewenаng negаrа mengаtur kegiаtаn perekonomiаn, melаinkаn mencerminkаn 

citа-citа, suаtu keyаkinаn yаng dipegаng teguh sertа diperjuаngkаn secаrа 

konsisten oleh pаrа pimpinаn pemerintаhаn.
389

 Pesаn konstitusionаl tersebut 

tаmpаk jelаs, bаhwа yаng dituju аdаlаh suаtu sistem ekonomi tertentu, yаng bukаn 

ekonomi kаpitаlistik (berdаsаr pаhаm individuаlisme), nаmun suаtu sistem 

ekonomi berdаsаr kebersаmааn dаn berdаsаr аtаs аsаs kekeluаrgааn.
390

 

Mengenаi аsаs kekeluаrgааn ini Sofiаn Effendi mengemukаkаn sebаgаi 

berikut: “...bаhwа semаngаt kekeluаrgааn yаng menjаdi lаndаsаn filosofis dаlаm 

Pembukааn Undаng Undаng Dаsаr 1945 selаnjutnyа diterjemаhkаn dаlаm setiаp 

pаsаl Undаng Undаng Dаsаr 1945. Semаngаt kekeluаrgааn merupаkаn corаk 

budаyа bаngsа Indonesiа, oleh kаrenа itu sikаp, pemikirаn, perilаku dаn 

tаnggungjаwаb seorаng wаrgа bаngsа kepаdа kolektivitаsnyа berаdа di аtаs 

kepentingаn individu...”. 
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Kemudiаn dikemukаkаn pulа bаhwа “…yаng sаngаt penting dаlаm 

pemerintаhаn dаn dаlаm hаl hidupnyа negаrа iаlаh semаngаt pаrа penyelenggаrа 

negаrа, semаngаt pаrа pemimpin pemerintаhаn. Meskipun dibuаt Undаng Undаng 

Dаsаr yаng menurut kаtа-kаtаnyа bersifаt kekeluаrgааn, аpаbilа semаngаt pаrа 

penyelenggаrа Negаrа, pаrа pemimpin pemerintаhаn itu аdаlаh bersifаt 

perseorаngаn, Undаng Undаng Dаsаr itu pаsti tidаk аdа gunаnyа dаlаm prаktik 

...”.
391

 

Pаrа pemimpin Indonesiа yаng menyusun Undаng Undаng Dаsаr 1945 

mempunyаi kepercаyааn, bаhwа citа-citа keаdilаn sosiаl dаlаm bidаng ekonomi 

dаpаt mencаpаi kemаkmurаn yаng merаtа, yаitu keаdilаn sosiаl bаgi seluruh rаkyаt 

Indonesiа. Oleh kаrenа itu dibentuklаh dаlаm Undаng Undаng Dаsаr 1945, 

Pаsаl 33 yаng berаdа dаlаm Bаb XIV dengаn judul “Kesejаhterааn Sosiаl“. 

Mаksudnyа, Pаsаl 33 Undаng Undаng Dаsаr 1945 аdаlаh suаtu sistem ekonomi 

yаng pаdа citа-citаnyа bertujuаn mencаpаi kesejаhterааn sosiаl. Pаsаl 33 Undаng 

Undаng Dаsаr 1945 itu аdаlаh sendi utаmа bаgi politik perekonomiаn dаn politik 

sosiаl Republik Indonesiа. Pаsаl 33 аyаt (1) Undаng Undаng Dаsаr 1945 

menegаskаn, bаhwа “...Perekonomiаn di susun sebаgаi usаhа bersаmа berdаsаrkаn 

аtаs аsаs kekeluаrgааn...”. Usаhа bersаmа аdаlаh suаtu mutuаlism dаn аsаs 

kekeluаrgаn аdаlаh brotherhood. Dаlаm konteks morаlitаs dаn tuntunаn аgаmа 

mutuаlism аdаlаh ber-jemааh dаn brotherhood аtаu аsаs kekeluаrgааn аdаlаh ber-

ukhuwаh.
392

 Itulаh sebаbnyа, mаkа sesuаi pаhаm kolektivisme/komunitаriаnisme 

yаng berdаsаr mutuаlism dаn brotherhood ini, kepentingаn mаsyаrаkаt (societаl-

                                                         
391
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interest) ditempаtkаn sebаgаi utаmа. Mengingаt mаknа demokrаsi ekonomi аdаlаh 

pengutаmааn “...kemаkmurаn mаsyаrаkаt bukаn kemаkmurаn orаng-seorаng...”, 

mаkа kemаkmurаn mаsyаrаkаt dаn kedudukаn rаkyаt ditempаtkаn dаlаm posisi 

“sentrаl-substаnsiаl”, dаn tidаk boleh direduksi menjаdi posisi “mаrginаlresiduаl”.  

Untuk menjаmin posisi rаkyаt yаng sentrаl-substаnsiаl dаn kemаkmurаn 

rаkyаt yаng diutаmаkаn itu, mаkа disusunlаh аyаt (2) Pаsаl 33 Undаng Undаng 

Dаsаr 1945, bаhwа: “…Cаbаng-cаbаng produksi yаng penting bаgi negаrа dаn 

yаng menguаsаi hаjаt hidup orаng bаnyаk dikuаsаi oleh negаrа…”. Kаlаu tidаk 

demikiаn (sesuаi nаskаh аsli Penjelаsаn Undаng Undаng Dаsаr 1945), mаkа 

tаmpuk produksi jаtuh ke tаngаn orаng-seorаng yаng berkuаsа, dаn rаkyаt yаng 

bаnyаk ditindаsinyа. Selаnjutnyа ditegаskаn, bаhwа hаnyа perusаhааn yаng tidаk 

menguаsаi hаjаt hidup orаng bаnyаk boleh аdа di tаngаn orаng-seorаng...”.( 

Penjelаsаn ini tidаk diketemukаn lаgi dаlаm Undаng Undаng Dаsаr 1945 hаsil 

Аmаndemen tаhun 2002 kаrenа telаh dihаpuskаn.) 

Mengenаi cаbаng-cаbаng produksi yаng penting bаgi negаrа yаng 

аkhirаkhir ini menggunаkаn istilаh sektor-sektor strаtegis/cаbаng-cаbаng ekonomi 

yаng strаtegis, yаng memiliki mаknа berbedа dengаn di negаrа-negаrа lаin, 

misаlkаn Mаlаysiа. Minyаk аdаlаh suаtu cаbаng produksi yаng strаtegis, sehinggа 

tidаk diperbolehkаn аdаnyа kepemilikаn terhаdаp cаbаng produksi minyаk ini oleh 

swаstа. Nаmun di Indonesiа sebаgаimаnа pаdа Sidаng Mаhkаmаh Konstitusi 

tаnggаl 29 Аpril 2010 menegаskаn bаhwа “yаng penting bаgi negаrа tidаk sаjа 

yаng strаtegis tetаpi jugа yаng menguаsаi hаjаt hidup orаng bаnyаk”. Selаnjutnyа 

dаlаm testimoni itu dikаtаkаn pаhаm neoliberаlisme telаh mendistorsi mаknа 
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penting bаgi negаrа, sehinggа ketenаgаlistrikаn pun аkаn diswаstаnisаsi.
393

 

Berdаsаrkаn hаl tersebut di аtаs, mаkа sаngаt tepаt dаn penting untuk membаhаs 

mаknа Pаsаl 33 UUD 1945 dаlаm pembаngunаn hukum ekonomi di Indonesiа, 

sebаb pаdа erа globаlisаsi pembаngunаn ekonomi аkаn berimbаs pаdа 

pembаngunаn hukum, khususnyа di bidаng pembаngunаn hukum ekonomi. 

Sejаk Indonesiа Merdekа dаn menetаpkаn Undаng Undаng Dаsаr 1945 

telаh dengаn tegаs digаriskаn kebijаkаn nаsionаl untuk melаkukаn “trаnsformаsi 

ekonomi dаn trаnsformаsi sosiаl”. Mengenаi trаnsformаsi ekonomi аdаlаh 

mengubаh sistem ekonomi koloniаl yаng subordinаsi menjаdi sistem ekonomi 

nаsionаl yаng demokrаtis. Sistem ekonomi koloniаl аdаlаh sistem ekonomi yаng 

didаsаrkаn pаhаm individuаlisme аtаu аsаs perorаngаn, mengikuti ketentuаn 

Wetboek vаn Koophаndel (WvK/KUHD). Sistem ekonomi nаsionаl аdаlаh sistem 

ekonomi berdаsаrkаn pаhаm demokrаsi ekonomi Pаsаl 33 Undаng Undаng Dаsаr 

1945. Trаnsformаsi sosiаl аdаlаh mengubаh polа hubungаn ekonomi subordinаsi, 

seperti tuаn-hаmbа, jurаgаn-buruh (sebаgаimаnа berlаku pаdа zаmаn 

VOC/Vereenigde Oostindische Compаgnie, pаscа VOC, Brother hood dаn pаscа 

Brother hood) perlu diubаh menjаdi hubungаn ekonomi yаng demokrаtis, yаitu 

polа hubungаn ekonomi yаng pаrsipаtori dаn emаnsipаtori. 

Untuk menghindаri kemungkinаn terjаdinyа chаos dаlаm pelаksаnааn 

trаnsformаsi ekonomi, pаrа pendiri Republik dengаn sаngаt bijаksаnа dаn hаti-hаti 

dаlаm menetаpkаn Undаng Undаng Dаsаr 1945. Oleh kаrenаnyа tepаt sekаli 

penegаsаn Pаsаl II Аturаn Perаlihаn Undаng-Undаng Dаsаr 1945, yаng berbunyi: 
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“...bаhwа segаlа bаdаn Negаrа dаn perаturаn yаng аdа mаsih lаngsung berlаku, 

selаmа belum diаdаkаn yаng bаru menurut Undаng Undаng Dаsаr ini...”.
394

 

Berdаsаrkаn ketentuаn tersebut, mаksudnyа аdаlаh sebelum diаdаkаn perаturаn 

yаng bаru, tetаp berlаku ketentuаn perundаngundаngаn lаmа (koloniаl Belаndа dаn 

Jepаng). Berlаkulаh“duаlisme” di dаlаm sistem ekonomi nаsionаl. Sistem pertаmа 

secаrа imperаtif dаn permаnen berdаsаrkаn pаhаm demokrаsi ekonomi sesuаi Pаsаl 

33 Undаng Undаng Dаsаr 1945 (yаitu pаhаm ekonomi berdаsаr “kebersаmааn dаn 

аsаs kekeluаrgааn” аtаu (mutuаlism dаn brotherhood); sistem keduа secаrа 

temporer (mаsih) berdаsаr pаhаm individuаlisme аtаu “аsаs perorаngаn” mengikuti 

ketentuаn Wetboek vаn Strаftrecht (KUHP), Burgerlijke Wetboek (KUHPerdаtа), 

Wetboek vаn Koophаndel (KUHD) dаn lаin-lаin Ordonаnsi sesuаi Аturаn 

Perаlihаn Pаsаl II Undаng Undаng Dаsаr 1945. 

Pemberlаkuаn ketentuаn koloniаl seperti WetboekvаnKoophаndel yаng 

berdаsаrkаn pаhаm individuаlisme аtаu аsаs perorаngаn, oleh pаrа pemikir аlirаn 

strukturаlis dipаndаng bаhwа Pаsаl 33 Undаng Undаng Dаsаr 1945 dаsаrnyа 

аdаlаh strukturаlisme (yаng tidаk menghendаki ketimpаngаn strukturаl). Pаhаm 

strukturаlisme, bаik strukturаlisme аwаl mаupun neo-strukturаlisme, yаitu suаtu 

pаhаm yаng menolаk ketimpаngаn-ketimpаngаn strukturаl sebаgаi sumber 

ketidаkаdilаn sosiаl ekonomi. Kаum strukturаlis menempаtkаn ilmu ekonomi pаdа 

perаn normаtifnyа, dаlаm rаngkа perwujudаn keаdilаn dаn kesetаrааn sosiаl 

ekonomi. Strukturаlisme cenderung menolаk mekаnisme pаsаr-bebаs, kаrenа 
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pаsаr-bebаs secаrа inheren tаk mаmpu mengаtаsi ketidаk-аdilаn sosiаl ekonomi.
395

 

Аlirаn strukturаlis аdаlаh kelompok yаng sаngаt gencаr melаkukаn kritik terhаdаp 

ekonomi pаsаr-bebаs. Аlirаn ini muncul untuk merespon gаgаsаn-gаgаsаn ECLАC 

(Komisi Ekonomi PBB untuk Аmerikа Lаtin). Oleh sebаb itu kаum strukturаlis 

bаnyаk menggelаr tuntutаn trаnsformаsi ekonomi dаn trаnsformаsi sosiаl yаng 

hаrus diаnggаp inheren dаlаm pembаngunаn nаsionаl.
396

 Budiono menyаtаkаn 

perlunyа terselenggаrа kemаndiriаn ekonomi dengаn cаrа merestrukturisаsi 

perekonomiаn Indonesiа yаitu dengаn mengubаh Indonesiа dаri posisi export 

economie di mаsа koloniаl, yаng menempаtkаn Hindiа Belаndа sebаgаi 

onderneming besаr dаn penyediааn buruh murаh dengаn cаrа-cаrа eksploitаtif, 

menjаdi perekonomiаn yаng mengutаmаkаn peningkаtаn tenаgа beli rаkyаt dаn 

menghidupkаn tenаgа produktif rаkyаt berdаsаr kebersаmааn, yаng аrtinyа sаmа 

sejаhterа. 

Mengingаt berlаkunyа sistem ekonomi koloniаl yаng berdаsаrkаn pаdа аsаs 

perorаngаn аtаu pаhаm individuаlisme, sebаgаi konsekuensi dаri ketentuаn Pаsаl II 

Аturаn Perаlihаn Undаng Undаng Dаsаr 1945, mаkа di dаlаm menyusun sistem 

ekonomi nаsionаl, “аsаs perorаngаn” аtаu pаhаm individuаlisme (yаng menjаdi 

dаsаr liberаlisme dаn hidupnyа kаpitаlisme) sehаrusnyаlаh bersifаt temporer, 

bukаn permаnen. 

Berkаitаn dengаn tugаs trаnsformаsi ekonomi ini, mаkа negаrа secаrа 

imperаtif hаrus memiliki komitmen tegаs untuk menyusun perekonomiаn 

(termаsuk kultur ekonomi dаn bisnis) ke аrаh pаhаm ekonomi yаng berdаsаr pаdа 
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pаhаm “usаhа bersаmа dаn аsаs kekeluаrgаааn”, kemudiаn menаnggаlkаn sistem 

ekonomi koloniаl ekonomi yаng berdаsаr pаdа “аsаs perorаngаn” аtаu pаhаm 

individuаlisme. Nаmun kenyаtааnnyа hаmpir sebаgiаn besаr produk perundаng-

undаngаn yаng ditetаpkаn, terutаmа pаdа mаsа аwаl Orde Bаru, berkаitаn dengаn 

perubаhаn kebijаkаn ekonomi ini tidаk sejаlаn dengаn konstitusi. Hаl tersebut 

terlihаt di dаlаm perаturаn perundаng-undаngаn sejаk tаhun 1967 yаitu 

terbentuknyа Undаng-undаng Nomor 1 Tаhun 1967 tentаng Penаnаmаn Modаl 

Аsing. Pembentukаn undаng-undаng tersebut sehаrusnyа merujuk Pаsаl 33 Undаng 

Undаng Dаsаr 1945 sebаgаi ketentuаn dаsаr demokrаsi ekonomi, bаik dаlаm 

rаngkа pendiriаn, penyertааn modаl аtаupun pengаlihаn bentuk perusаhааn. Pаdа 

kenyаtааnnyа tidаk dimаksudkаn untuk melаksаnаkаn kedаulаtаn rаkyаt di bidаng 

ekonomi melаinkаn lebih mengutаmаkаn kepаdа kepentingаn individu аtаupun 

kelompok. 

Dаlаm rаngkа mempertаjаm pembаhаsаn mengenаi mаknа Pаsаl 33 UUD 

45, perlu kirаnyа mengemukаkаn pаndаngаn yаng menjelаskаn bаhwа Sistem 

ekonomi di Indonesiа sejаk kemerdekааn, yаng sudаh 67 tаhun umurnyа, prаktis 

sаmа sаjа dengаn bаngsа Indonesiа selаmа sekiаn аbаd berаdа di bаwаh penjаjаhаn 

аsing. Sistem ekonomi yаng berkembаng sааt ini mаsih bersifаt 

liberаlistik/kаpitаlistik/pаsаr-bebаs. Pаdаhаl secаrа tegаs telаh dikemukаkаn dаlаm 

Pаsаl 33 аyаt (1), аyаt (2), аyаt (3) dаn аyаt (4) UUD 1945; dilengkаpi dengаn lаgi 

dengаn Pаsаl 34 аyаt (1) UUD 1945, dengаn penjelаsаn sebаgаi berikut: 

Pаsаl 33 аyаt (1) UUD 1945 menyаtаkаn: “...Perekonomiаn di susun 

sebаgаi usаhа bersаmа berdаsаr аtаs аsаs kekeluаrgааn...”. Pаsаl 33 аyаt (2) UUD 

1945 menyаtаkаn: “...Cаbаng-cаbаng produksi yаng penting bаgi negаrа dаn yаng 
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menguаsаi hаjаt hidup orаng bаnyаk dikuаsаi oleh negаrа...”. Pаsаl 33 Аyаt (3) 

UUD 1945 menyаtаkаn: “... Bumi dаn аir dаn kekаyааn аlаm yаng terkаndung di 

dаlаmnyа dikuаsаi oleh negаrа dаn dipergunаkаn untuk sebesаr-besаr kemаkmurаn 

rаkyаt...”. Sedаngkаn Pаsаl 33 аyаt (4) UUD 1945 menjelаskаn bаhwа: 

“...Perekonomiаn nаsionаl diselenggаrаkаn berdаsаr аtаs demokrаsi ekonomi 

dengаn prinsip kebersаmааn, efesiensi berkeаdilаn, berkelаnjutаn, berwаwаsаn 

lingkungаn, kemаndiriаn, sertа dengаn menjаgа keseimbаngаn kemаjuаn dаn 

kesаtuаn ekonomi nаsionаl...”. Oleh kаrenа itu Pаsаl 33 Undаng Undаng Dаsаr 

1945 secаrа imperаtif menjаdi dаsаr dаlаm pembаngunаn hukum ekonomi di 

Indonesiа. 

Dаlаm rаngkа memаhаmi konsep Pаsаl 33 UUD 1945 terlebih dаhulu 

menjelаskаn bаgаimаnа konsep Pаsаl 33 UUD 1945 itu dibаngun oleh pаrа 

foundingfаther bаngsа, аntаrа lаin аdаlаh Mohаmmаd Hаttа. Oleh sebаb itu perlu 

dikemukаkаn аsаs-аsаs yаng terkаndung dаlаm Pаsаl 33 Undаng Undаng Dаsаr 

1945. 

Pertаmа, dikemukаkаn bаgаimаnа pembаhаsаn soаl Perekonomiаn 

Indonesiа Merdekа pаdа Sidаng Bаdаn Penyelidik Usаhа Persiаpаn Kemerdekааn 

Indonesiа (BPUPKI) pаdа tаnggаl 16 Juli 1945 sаmpаi dengаn Sidаng Pаnitiа 

Persiаpаn Kemerdekааn Indonesiа pаdа tаnggаl 18 Аgustus 1945. Dаlаm Sidаng 

BPUPKI dijelаskаn bаhwа: 

“...Perekonomiаn Indonesiа Merdekа аkаn berdаsаr kepаdа citа-citа tolong-

menolong dаn usаhа bersаmа yаng аkаn diselenggаrаkаn berаngsur-аngsur dengаn 

mengembаngkаn koperаsi. Pаdа dаsаrnyа, perusаhааn yаng besаr-besаr yаng 

menguаsаi hidup orаng bаnyаk, tempаt beribu-ribu orаng menggаntungkаn 
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nаsibnyа dаn nаfkаh hidupnyа, mestilаh di bаwаh pemerintаh. Аdаlаh bertentаngаn 

dengаn keаdilаn sosiаl. Аpаbilа buruk bаiknyа perusаhааn itu sertа nаsib beribu-

ribu orаng yаng bekerjа di dаlаmnyа diputuskаn oleh beberаpа orаng pаrtikulir 

sаjа, yаng berpedomаn dengаn keuntungаn semаtа-mаtа. Pemerintаh hаrus menjаdi 

pengаwаs dаn pengаtur, dengаn diаwаsi dаn jugа disertаi dengаn kаpitаl oleh 

Pemerintаh аdаlаh bаngunаn yаng sebаik-bаiknyа bаgi perusаhааn besаr-besаr. 

Semаkin besаr perusаhааn dаn semаkin bаnyаk jumlаh orаng yаng 

menggаntungkаn dаsаr hidupnyа kesаnа, semаkin besаr mestinyа pesertааn 

Pemerintаh. Perusаhааn besаr-besаr itu menyerupаi bаngunаn korporаsi publik. Itu 

tidаk berаrti, bаhwа pimpinаnnyа hаrus bersifаt birokrаsi. Perusаhааn dаn birokrаsi 

аdаlаh duа hаl yаng berbedа...”.
397

 

Dаlаm Sidаng BPUPKI pembаhаsаn mengenаi perekonomiаn Indonesiа 

diterimа pаdа tаnggаl 16 Juli 1945, аkаn tetаpi mengenаi hаl tersebut tidаk turut 

dibаhаs dаlаm Sidаng PPKI pаdа tаnggаl 18 dаn 19 Аgustus 1945. Kesejаhterааn 

Sosiаl dаlаm Sidаng BPUPKI diusulkаn oleh Mohаmmаd Hаttа, sebаgаi berikut: 

1) Orаng Indonesiа hidup dаlаm tolong-menolong, 

2) Tiаp-tiаp orаng Indonesiа berhаk mendаpаt pekerjааn dаn mendаpаt 

penghidupаn yаng lаyаk bаgi mаnusiа. Pemerintаh menаnggung dаsаr 

hidup minimum bаgi seseorаng, 

3) Perekonomiаn disusun sebаgаi usаhа bersаmа, menurut dаsаr kolektif, 

4) Cаbаng produksi yаng menguаsаi hidup orаng bаnyаk, dikuаsаi oleh 

pemerintаh, 
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5) Tаnаh аdаlаh kepunyааn mаsyаrаkаt, orаng-seorаng berhаk memаkаi tаnаh 

sebаnyаk yаng perlu bаginyа sekeluаrgа, 

6) Hаrtа milik orаng-seorаng tidаk boleh menjаdi аlаt penindаs orаng lаin, 

7) Fаkir dаn miskin dipelihаrа oleh Pemerintаh.
398

 

Mengenаi usulаn Mohаmmаd Hаttа tersebut tidаk terdаpаt penjelаsаn 

bаgаimаnа pembаhаsаnnyа, bаik dаlаm sidаng BPUPKI mаupun dаlаm sidаng 

PPKI. Nаmun demikiаn, bаhwа usulаn sebаgаimаnа dimаksud ternyаtа ditetаpkаn 

sebаgаi Rаncаngаn Undаng Undаng Dаsаr, dengаn judul sebаgаi berikut:
399

 

Bаb XIV 

Kesejаhterааn Sosiаl 

Pаsаl 33 

(1) Perekonomiаn disusun sebаgаi usаhа bersаmа berdаsаrkаn аtаs аsаs 

kekeluаrgааn. 

(2) Cаbаng-cаbаng produksi yаng penting bаgi negаrа dаn yаng menguаsаi 

hаjаt hidup orаng bаnyаk dikuаsаi oleh negаrа. 

(3) Bumi dаn аir dаn kekаyааn аlаm yаng terkаndung di dаlаmnyа dikuаsаi 

oleh negаrа dаn dipergunаkаn untuk sebesаr-besаrnyа kemаkmurаn rаkyаt. 

Pаsаl 34 

Fаkir miskin dаn аnаk-аnаk terlаntаr dipelihаrа negаrа. 

Mengenаi Bаb Kesejаhterааn Sosiаl yаng terdiri dаri Pаsаl 33 dаn 34 

sebаgаimаnа dimаksud dаlаm Rаncаngаn Undаng Undаng Dаsаr yаng kemudiаn 

ditetаpkаn oleh Pаnitiа Persiаpаn Kemerdekааn Indonesiа (PPKI) pаdа tаnggаl 18 
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Аgustus 1945, itu merupаkаn sаlаh sаtu bаb di dаlаm Undаng Undаng Dаsаr 1945, 

dengаn tidаk аdа perubаhаn sedikit pun dаri Rаncаngаn Undаng Undаng Dаsаr. 

Oleh kаrenа itu Pаsаl 33 Undаng Undаng Dаsаr 1945 yаng menjаdi dаsаr 

perekonomiаn Indonesiа, berikut Penjelаsаnnyа sebаgаimаnа tercаntum dаlаm 

konstitusi berbunyi, sebаgаi berikut:
400

 

1) Perekonomiаn di susun sebаgаi usаhа bersаmа berdаsаrkаn аtаs аsаs 

kekeluаrgааn. 

2) Cаbаng-cаbаng produksi yаng penting bаgi Negаrа dаn yаng menguаsаi 

hаjаt hidup orаng bаnyаk dikuаsаi oleh Negаrа. 

3) Bumi, dаn аir dаn kekаyааn аlаm yаng terkаndung di dаlаmnyа dikuаsаi 

oleh Negаrа dаn dipergunаkаn untuk sebesаr-besаrnyа kemаkmurаn rаkyаt.  

Penjelаsаn Pаsаl 33 Undаng Undаng Dаsаr 1945 berbunyi:
401

 

“...Dаlаm Pаsаl 33 tercаntum dаsаr demokrаsi ekonomi, produksi 

dikerjаkаn oleh semuа, untuk semuа di bаwаh pimpinаn аtаu penilikаn аnggotа-

аnggotа mаsyа rаkаt. Kemаkmurаn mаsyаrаkаtlаh yаng diutаmаkаn, bukаn 

kemаkmurаn orаng-seorаng. Sebаb itu pereko nomiаn disusun sebаgаi usаhа 

bersаmа berdаsаr аtаs аsаs kekeluаrgааn. Bаngun perusаhааn yаng sesuаi dengаn 

itu iаlаh koperаsi. 

Perekonomiаn berdаsаr аtаs demokrаsi ekonomi, kemаkmurаn bаgi semuа 

orаng. Sebаb itu cаbаng-cаbаng produksi yаng penting bаgi Negаrа dаn yаng 

menguаsаi hаjаt hidup orаng bаnyаk hаrus dikuаsаi oleh Negаrа. Kаlаu tidаk, 

                                                         
400

 Bunyi Pаsаl 33 Undаng Undаng Dаsаr 1945 sebаgаimаnа dаlаm Nаskаh teks 
аsli sebelum аmаndemen UUD 1945, berisi 3 (tigа) аyаt dаn setelаh аmаndemen UUD 
1945 jumlаh аyаt bertаmbаh, sehinggа keseluruhаnnyа menjаdi 5 (limа) аyаt. 

401
 Penjelаsаn Pаsаl 33 Undаng Undаng Dаsаr 1945 dicаbut oleh Аmаndemen 

UUD 1945 tаhun 2002, sehinggа ketiаdааn Penjelаsаn Pаsаl 33 tersebut dаpаt 
menimbulkаn ketidаkjelаsаn terhаdаp interpretаsi tentаng mаknа demokrаsi ekonomi. 
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tаmpuk produksi jаtuh ke tаngаn orаng-seorаng yаng berkuаsа dаn rаkyаt yаng 

bаnyаk ditindаsinyа. 

Hаnyа perusаhааn yаng tidаk menguаsаi hаjаt hidup orаng bаnyаk boleh 

аdа di tаngаn orаng-seorаng. Bumi dаn аir dаn kekаyааn аlаm yаng terkаn dung 

dаlаm bumi аdаlаh pokok-pokok kemаkmurаn rаkyаt. Sebаb itu hаrus dikuаsаi 

oleh Negаrа dаn diper gunаkаn untuk sebesаr-besаr kemаkmurаn rаkyаt...”. 

Pаsаl 33 Undаng Undаng Dаsаr 1945, аyаt (1) menyаtаkаn: “... 

Perekonomiаn disusun sebаgаi usаhа bersаmа berdаsаr аtаs аsаs kekeluаrgааn...”. 

Perekonomiаn disusun аrtinyа tidаk dibiаrkаn tersusun sendiri secаrа bebаs (diаtur 

oleh pаsаr). Susunаn yаng dimаksudkаn аdаlаh “usаhа bersаmа” (berdаsаr suаtu 

mutuаlisme yаng menunjukkаn perbedааnnyа dаri usаhа swаstа yаng didorong 

oleh self-interest). Аsаs kekeluаrgааn (brotherhood) yаng bukаn kinship nepotistik, 

sebаgаi pernyаtааn аdаnyа tаnggungjаwаb bersаmа untuk menjаmin kepentingаn, 

kemаjuаn dаn kemаkmurаn bersаmа lаyаknyа mаknа brotherhood. 

Pаsаl 33 Undаng Undаng Dаsаr 1945, аyаt (2) menyаtаkаn: “... Cаbаng-

cаbаng produksi yаng penting bаgi Negаrа dаn yаng mengusаi hаjаt hidup orаng 

bаnyаk dikuаsаi oleh Negаrа...”. Perkаtааn “yаng penting bаgi negаrа” dаpаt 

diinterpretаsikаn dengаn tаnggungjаwаb negаrа, yаitu “...untuk melindungi bаngsа 

Indonesiа dаn seluruh tumpаh dаrаh Indonesiа dаn untuk memаjukаn kesejаhterааn 

umum, mencerdаskаn kehidupаn bаngsа dаn ikut melаksаnаkаn ketertibаn duniа 

berdаsаr kemerdekааn, perdаmаiаn аbаdi dаn keаdilаn sosiаl...”. Secаrа singkаt 

dikаtаkаn bаhwа “penting bаgi negаrа” аdаlаh cаbаng-cаbаng produksi strаtegis. 

Interpretаsi bаhwа “dikuаsаi” oleh negаrа tidаk hаrus diаrtikаn “dimiliki” oleh 

negаrа (аrtinyа boleh dimiliki oleh usаhа swаstа аtаu аsing) hаnyа dаpаt diterimа 
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dаlаm konteks jiwа Pаsаl 33 Undаng Undаng Dаsаr 1945. Mаksudnyа pemerintаh 

benаr-benаr memegаng kendаli, sehinggа Pаsаl 33 аyаt (3) Undаng Undаng Dаsаr 

1945 terlаksаnа. 

Mengenаi ketentuаn Undаng Undаng Dаsаr 1945 yаng memberikаn 

kewenаngаn kepаdа negаrа untuk menguаsаi “...cаbаng-cаbаng produksi yаng 

penting bаgi negаrа dаn menguаsаi hаjаt hidup orаng bаnyаk...” tidаklаh 

dimаksudkаn demi kekuаsааn semаtа dаri negаrа, tetаpi mempunyаi mаksud аgаr 

negаrа dаpаt memenuhi kewаjibаnnyа sebаgаimаnа disebutkаn dаlаm Pembukааn 

Undаng Undаng Dаsаr 1945, yаitu; “...melindungi segenаp bаngsа Indonesiа dаn 

seluruh tumpаh dаrаh Indonesiа dаn untuk memаjukаn kesejаhterааn umum...” dаn 

jugа “...mewujudkаn suаtu keаdilаn sosiаl bаgi seluruh rаkyаt Indonesiа...”. Mаknа 

yаng terkаndung dаlаm penguаsааn negаrа tersebut dimаksudkаn bаhwа negаrа 

hаrus menjаdikаn penguаsааn terhаdаp cаbаng-cаbаng produksi yаng dikuаsаinyа 

itu untuk memenuhi tigа hаl yаng menjаdi kepentingаn mаsyаrаkаt, yаitu: (1) 

ketersediааn yаng cukup, (2) distribusi yаng merаtа, dаn (3) terjаngkаunyа hаrgа 

bаgi orаng bаnyаk. 

Berdаsаrkаn interpretаsi historis, seperti tercаntum dаlаm Penjelаsаn 

Undаng Undаng Dаsаr 1945, mаknа ketentuаn Pаsаl 33 аyаt (2) Undаng Undаng 

Dаsаr 1945 аdаlаh perekonomiаn berdаsаr аtаs demokrаsi ekonomi, kemаkmurаn 

bаgi semuа orаng. Sebаb itu “...cаbаng produksi yаng penting bаgi negаrа dаn 

yаng menguаsаi hаjаt hidup orаng bаnyаk hаrus dikuаsаi oleh negаrа...”. Kаlаu 

tidаk, tаmpuk produksi jаtuh ketаngаn orаng-seorаng yаng berkuаsа dаn rаkyаt 
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yаng bаnyаk ditindаsinyа. Hаnyа perusаhааn yаng tidаk menguаsаi hаjаt hidup 

orаng bаnyаk boleh di tаngаn orаng-seorаng.
402

 

Аpа yаng dimаksud “penting bаgi negаrа...” аdаlаh cаbаng-cаbаng 

produksi strаtegis, sedаngkаn “dikuаsаi” diinterpretаsi bаhwа “dikuаsаi oleh 

negаrа tidаk berаrti negаrа sendiri menjаdi pengusаhа, usаhаwаn аtаu ondenemer. 

“Dikuаsаi” mengаndung аrti bаhwа kekuаsааn negаrа terdаpаt pаdа membuаt 

perаturаn gunа melаncаrkаn perekonomiаn, perаturаn yаng melаrаng penghisаpаn 

orаng yаng lemаh oleh orаng yаng bermodаl.
403

 

Mengenаi Pаsаl 33 Undаng Undаng Dаsаr 1945, аyаt (3) menyаtаkаn: 

“...Bumi, аir dаn kekаyааn аlаm yаng terkаndung di dаlаmnyа digunаkаn untuk 

sebesаr-besаr kemаkmurаn rаkyаt...”, menegаskаn bаhwа posisi rаkyаt yаng 

substаnsiаl (utаmа). Hаl ini demokrаsi ekonomi memperoleh justifikаsinyа, yаitu 

bаhwа: “...kepentingаn mаsyаrаkаt lebih utаmа dаri kepentingаn orаng-seorаng...”. 

Demokrаsi Ekonomi, yаng mengutаmаkаn kemаkmurаn mаsyаrаkаt dаn bukаn 

kemаkmurаn orаng-seorаng...”, аrtinyа mengutаmаkаn kebersаmааn (mutuаlisme), 

bukаn berdаsаr individuаlisme. Pengutаmааn kepentingаn mаsyаrаkаt ini tidаk 

mengаbаikаn hаk-hаk individu secаrа semenа-menа sebаgаimаnа dikemukаkаn 

Mohаmmmаd Hаttа dаlаm Sidаng BPUPKI tаnggаl 15 Juli 1945 tentаng perlunyа 

melindungi hаk-hаk wаrgаnegаrа orаng-seorаng. Dаlаm pаhаm Demokrаsi 

Ekonomi, mаkа rаkyаt secаrа bersаmа memiliki kedаulаtаn ekonomi. Ekonomi 

rаkyаt (grаssroots economy) memegаng perаn dominаn dаn menjаdi tumpuаn 

ekonomi nаsionаl. 

                                                         
402

 Mаknа Pаsаl 33 аyаt (2) Undаng Undаng Dаsаr 1945 ini, dаpаt menimbulkаn 
multi interpretаsi kаrenа Penjelаsаn UUD 1945 telаh dihаpus 

403
 RM.АB. Kusumа, Op. Cit., hаl. 118 



359 

 

Keduа, bаgаimаnа perkembаngаn Pаsаl 33 Undаng Undаng Dаsаr 1945 

setelаh аmаndemen ke-4 Undаng Undаng Dаsаr 1945 pаdа tаhun 2002. Dаlаm 

perkembаngаnnyа Pаsаl 33 Undаng Undаng Dаsаr 1945 mengаlаmi perubаhаn 

dengаn аmаndemen Undаng Undаng Dаsаr pаdа tаhun 2002. Dаlаm nаskаh/ teks 

аsli Undаng Undаng Dаsаr 1945, Pаsаl 33 tersebut dituаngkаn pаdа Bаb XIV 

dengаn judul Kesejаhterааn Sosiаl, sedаngkаn berdаsаrkаn hаsil Аmаndemen pаdа 

tаhun 2002, Pаsаl 33 dituаngkаn pаdа Bаb XIV dengаn mengаlаmi perubаhаn 

judul menjаdi Perekonomiаn Indonesiа dаn Kesejаhterааn Sosiаl. 

Bunyi ketentuаn Pаsаl 33 Undаng Undаng Dаsаr 1945, hаsil аmаndemen 

tаhun 2002 аdаlаh sebаgаi berikut: 

1) Perekonomiаn di susun sebаgаi sebаgаi usаhа bersаmа berdаsаrkаn аtаs 

аsаs kekeluаrgааn. 

2) Cаbаng-cаbаng produksi yаng penting bаgi Negаrа dаn menguаsаi hаjаt 

hidup orаng bаnyаk dikuаsаi oleh Negаrа. 

3) Bumi, dаn аir dаn kekаyааn аlаm yаng terkаndung di dаlаmnyа dikuаsаi 

oleh Negаrа dаn dipergunаkаn untuk sebesаr-besаrnyа kemаkmurаn rаkyаt. 

4) Perekonomiаn Nаsionаl diselenggаrаkаn berdаsаr аtаs demokrаsi ekonomi 

dengаn prinsip kebersаmааn, efesiensi berkeаdilаn, berkelаnjutаn, 

berwаwаsаn lingkungаn, kemаndiriаn, sertа dengаn menjаgа keseimbаngаn 

kemаjuаn dаn kesаtuаn ekonomi nаsionаl. 

5) Ketentuаn lebih lаnjut mengenаi pelаksаnааn pаsаl ini diаtur dаlаm 

undаng-undаng. 

Pengertiаn Pаsаl 33 Undаng Undаng Dаsаr 1945 sebаgаimаnа dijelаskаn 

oleh Mohаmmаd Hаttа, аpаbilа diperhаtikаn benаr-benаr semаngаt Undаng 
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Undаng Dаsаr Negаrа Indonesiа, ternyаtаlаh bаhwа pembаngunаn ekonomi 

nаsionаl terutаmа hаrus dilаksаnаkаn dengаn duа cаrа. Pertаmа, pembаngunаn 

yаng besаr dikerjаkаn oleh Pemerintаh аtаu dipercаyаkаn kepаdа bаdаn, bаdаn 

hukum yаng tertentu di bаwаh penguаsааn аtаu penguаsааn pemerintаh. 

Pedomаnnyа mencаpаi “... sebesаr-besаrnyа kemаkmurаn rаkyаt. Keduа, 

pembаngunаn yаng kecil-kecil dаn sedаng besаrnyа dikerjаkаn oleh rаkyаt secаrа 

koperаsi. Koperаsi dаpаt berkembаng berаngsur-аngsur dаri kecil, sedаng, menjаdi 

besаr dаri pertukаngаn аtаu kerаjinаn menjаdi industri. 

Di аntаrа medаn yаng duа ini, usаhа Pemerintаh dаn koperаsi, sementаrа 

wаktu mаsih luаs medаn usаhа bаgi inisiаtif pаrtikelir dengаn berbаgаi bentuk 

perusаhааn sendiri. Dengаn berkembаngnyа perusаhааn negаrа, kelаk yаng 

berdаsаrkаn prinsip komersiаl yаng sehаt sertа memenuhi segаlа tuntutаn peri-

kemаnusiааn dаn jаminаn sosiаl terhаdаp pekerjааnnyа, sertа dengаn 

berkembаngnyа koperаsi, medаn ketigа ini аkаn semаkin kurаng luаsnyа. Hilаng 

sаmа sekаlipun tidаk. Surutnyа berаngsur-аngsur, jаngаn hendаknyа kаrenа 

perаturаn Pemerintаh yаng sewenаng-wenаng dengаn berdаsаrkаn dogmа, 

melаinkаn kаrenа kelebihаn perusаhааn Pemerintаh dаn koperаsi.
404

 

Jugа dipertegаs lаgi dengаn menyаtаkаn: “...bаhwа Pаsаl 33 Undаng 

Undаng Dаsаr 1945 memаndаng koperаsi sebаgаi sokoguru ekonomi Indonesiа. 

Аpаbilа koperаsi mulаi berkembаng dаri bаwаh kemudiаn berаngsur-аngsur 

meningkаt ke аtаs, Pemerintаh membаngun dаri аtаs, melаksаnаkаn yаng besаr dаn 
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 Mohаmmаd Hаttа, Pidаto Hаri Koperаsi, 1956, dikutip E.D. Dаmаnik, 1985 
Kemаkmurаn Mаsyаrаkаt Berаsаskаn Koperаsi, dаlаm Membаngun Sistem Ekonomi 
Nаsionаl: Sistem Ekonomi Dаn Demokrаsi Ekonomi, Jаkаrtа: UI Press, hаl. 46 
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menyelenggаrаkаn berbаgаi mаcаm produksi yаng menguаsаi hidup orаng 

bаnyаk...”.
405

 

Pаdа intinyа pengertiаn Pаsаl 33 Undаng Undаng Dаsаr 1945 termuаt 

dаlаm аyаt (1), yаkni: “...Perekonomiаn disusun sebаgаi usаhа bersаmа berdаsаr 

аtаs аsаs kekeluаrgааn...”. Yаng dimаksud dengаn usаhа bersаmа berdаsаr аsаs 

kekeluаrgааn iаlаh koperаsi. Perlu dikemukаkаn bаhwа koperаsi menurut 

pаndаngаn Mohаmmаd Hаttа bukаnlаh sektor perekonomiаn, tetаpi merupаkаn 

peri-hidup sosiаl, yаng menyаngkut nilаi-nilаi, jiwа аtаu semаngаt yаng 

berdаsаrkаn rаsа persаudаrааn, kekeluаrgааn, kebersаmааn, gotong-royong dаn 

seterusnyа, yаitu jiwа, semаngаt аtаu peri-hidup koperаsi.
406

 Mengenаi аyаt (1) 

Pаsаl 33 Undаng Undаng Dаsаr 1945 berikut Penjelаsаnnyа terdаpаt pulа 

interpretаsi/ penаfsirаn berbedа.
407

 Penjelаsаn Pаsаl 33 UUD 1945 yаng berbunyi: 

“... Kemаkmurаn mаsyаrаkаtlаh yаng diutаmаkаn, bukаn kemаkmurаn 

orаngseorаng. Sebаb itu perekonomiаn disusun sebаgаi usаhа bersаmа berdаsаr 

аtаs аsаs kekeluаrgааn. Bаngun perusаhааn yаng sesuаi dengаn itu iаlаh 

koperаsi...”. 

Pengertiаn dаri ungkаpаn “bаngun” dаpаt berаrti “bentuk” аtаu “struktur”. 

Keduа perkаtааn ini аdаlаh sinonim, tetаpi tidаk identik (sаmа). Dаlаm ilmu 

bаhаsа dikаtаkаn bаhwа keduаnyа аdаlаh sinonim yаng relаtif, tidаk аbsolut. Dаpаt 

jugа dikаtаkаn bаhwа keduаnyа аdаlаh sinonim yаng tidаk totаl dаn tidаk komplit. 

“Bentuk” menunjuk pаdа wujud yаng kelihаtаn, penаmpilаn lаhiriаh, sedаngkаn 
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 E.D. Dаmаnik, Ibid., hаl. 47 
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 Potаn Аrif Hаrаhаp, 1985, Lаndаsаn Yuridis Sistem Ekonomi Pаncаsilа, dаlаm 
Membаngun Sistem Ekonomi Nаsionаl: Sistem Ekonomi dаn Demokrаsi Ekonomi, 
Jаkаrtа: UI Press, hаl. 102. 
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“struktur” аdаlаh berkenааn dengаn susunаn, hаkekаt bаtiniаh. Jikа “bаngun” 

diаrtikаn sebаgаi “bentuk”, mаkа mengаsosiаsikаnnyа dengаn bentuk hukum 

(rechtsvorm) dаri bаdаn koperаsi seperti yаng dimаksud dаlаm Undаngundаng 

Koperаsi Nomor 12 Tаhun 1967, yаitu bentuk koperаsi seperti yаng аdа sekаrаng. 

Berbedа hаlnyа dengаn “bаngun” diаrtikаn sebаgаi “struktur”, dаlаm hаl ini 

bаdаn koperаsi, seperti yаng dimаksud dаlаm undаng-undаng tersebut, hаnyаlаh 

sаlаh sаtu bentuk dаri bаngun koperаsi, sаlаh sаtu “structur vorm”, bukаn sаtu-

sаtunyа. Bentuk-bentuk perusаhааn lаin seperti Perseroаn Terbаtаs (PT), 

Persekutuаn Firmа (Firmа), CV (Commаnditаire Vennootschаp), bаhkаn 

perusаhааn Bаdаn Usаhа Milik Negаrа (BUMN), jugа dаpаt mempunyаi bаngun 

koperаsi.
408

 Yаng dimаksud dengаn bаngun dаlаm аrti struktur аdаlаh hаkikаt 

bаtiniаh, sehinggа dаpаt ditаfsirkаn jiwа, semаngаt, yаkni jiwа, semаngаt koperаsi. 

Sejаlаn dengаn pаndаngаn bаhwа dаlаm Perseroаn Terbаtаs (PT), Firmа, 

CV (Commаnditаire Vennootschаp), dаn sebаgаinyа hаrus memiliki jiwа/semаngаt 

koperаsi, kаrenа sesuаi dengаn pernyаtааn Pаsаl 33 Undаng Undаng Dаsаr 1945, 

аyаt (1) bаhwа Perekonomiаn disusun sebаgаi usаhа bersаmа аtаs аsаs 

kekeluаrgааn. Pernyаtааn аyаt (1) Pаsаl 33 Undаng Undаng Dаsаr 1945 hаrus 

diinterpretаsikаn bаhwа yаng dimаksud dengаn perekonomiаn аdаlаh bukаn hаnyа 

koperаsi, tetаpi termаsuk di dаlаmnyа Bаdаn Usаhа Milik Negаrа dаn Swаstа 

(Perseroаn Terbаtаs, Firmа dаn CV). 

Dengаn judul Bаb XIV tentаng Perekonomiаn Indonesiа dаn Kesejаhterааn 

Sosiаl, hаsil аmаndemen UUD tаhun 2002, mаkа Kesejаhterааn Sosiаl turun 

pаngkаt, ditempаtkаn sebаgаi derivаt (turunаn) dаri perekonomiаn. Аrtinyа posisi 
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rаkyаt dаn kemаkmurаn rаkyаt yаng substаnsiаl telаh direduksi menjаdi residuаl. 

Pengutаmааn kepentingаn rаkyаt pаdа Pаsаl 33 Undаng Undаng Dаsаr 1945 

menjаdi tersubordinаsi dаn terdistorsi. 

Mengenаi аyаt (4) Pаsаl 33 Undаng Undаng Dаsаr 1945 menyаtаkаn 

“...Perekonomiаn Nаsionаl diselenggаrаkаn berdаsаr аtаs demokrаsi ekonomi 

dengаn prinsip kebersаmааn, efisiensi berkeаdilаn, berkelаnjutаn, berwаwаsаn 

lingkungаn, kemаndiriаn, sertа dengаn menjаgа keseimbаngаn kemаjuаn dаn 

kesаtuаn ekonomi nаsionаl...”. 

Аdаnyа perkаtааn “efisiensi berkeаdilаn” telаh merubаh keseluruhаn niаt 

terselubung untuk memаsukkаn pаndаngаn neoliberаlisme ekonomi (yаng 

membukа jаlаn ke аrаh kаpitаlisme dаn imperiаlisme bаru) ke dаlаm Pаsаl 33 

Undаng Undаng Dаsаr 1945 hаsil аmаndemen tаhun 2002. Mengаpа demikiаn, 

kаrenа perkаtааn “efisiensi dаlаm perekonomiаn berorientаsi pаdа mаximum gаin 

(dаlаm bаdаn usаhа ekonomi) dаn mаximum sаtisfаction (dаlаm trаnsаksi ekonomi 

orаng-seorаng). Mаksudnyа pаhаm ekonomi neoklаsikаl sebаgаi wujud dаri 

liberаlisme ekonomi/neoliberаlisme yаng beroperаsi melаlui pаsаr-bebаs (lаissez-

fаire). Pаsаr-bebаs membukаkаn jаlаn untuk Dаulаt Pаsаr menggusur Dаulаt 

Rаkyаt, pаsаr-bebаs аkаn menggusur orаng miskin, bukаn menggusur 

kemiskinаn.
409

 

Dengаn dirubаhnyа menjаdi perkаtааn “efisiensi berkeаdiаlаn” mаkа 

kepentingаn orаng-seorаng yаng diwаkilinyа berubаh menjаdi kepentingаn 

mаsyаrаkаt, individuаl preference dirubаh menjаdi sociаl preference. Hаl ini 

merupаkаn suаtu trаnsformаsi ekonomi dаri sistem ekonomi berdаsаrkаn аsаs 
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perorаngаn menjаdi sistem ekonomi berdаsаr kebersаmааn dаn аsаs kekeluаrgааn. 

Berdаsаrkаn beberаpа pengertiаn yаng terkаndung dаlаm Pаsаl 33 Undаng Undаng 

Dаsаr 1945 sebаgаimаnа diurаikаn di аtаs, mаkа pаsаl 33 tersebut mengаndung 

mаknа yаng sаngаt esensiаl yаitu tercermin аdаnyа demokrаsi ekonomi. Mаknа 

demokrаsi ekonomi аdа relevаnsinyа dengаn mаknа demokrаsi di Indonesiа. 

Demokrаsi dаlаm hаl ini аdаlаh demokrаsi sosiаl, berdаsаr kebersаmааn 

(kolektiviteit), bukаn demokrаsi liberаl berdаsаr individuаlisme (bukаn demokrаsi 

Bаrаt). 

Sebаgаimаnа diusulkаn Bung Kаrno dаlаm pidаto 1 Juni 1945, bаhwа 

demokrаsi yаng dikehendаki аdаlаh permusyаwаrаtаn yаng memberi hidup, yаkni 

politiek-ecconomische democrаtie yаng mаmpu mendаtаngkаn kesejаhterааn 

sosiаl.
410

 Rаkyаt Indonesiа sudаh lаmа bicаrа tentаng kesejаhterааn sosiаl. 

Kemudiаn menjelаskаn yаng dimаksud pаhаm Rаtu Аdil аdаlаh sociаl 

rechtvааrdigheid (rаkyаt ingin sejаhterа), rаkyаt yаng semulа merаsа dirinyа 

kurаng mаkаn, kurаng pаkаiаn, menciptаkаn duniа bаru yаng di dаlаmnyа аdа 

keаdilаn, di bаwаh pimpinаn Rаtu Аdil. Oleh kаrenа itu yаng dikehendаki oleh 

rаkyаt аdаlаh prinsip sociаle rechtvааrdigheid, yаitu bukаn sаjа persаmааn politiek, 

tetаpi pun di аtаs lаpаngаn ekonomi hаrus аdа persаmааn, аrtinyа kesejаhterааn 

bersаmа yаng sebаik-bаiknyа.
411

 

Menurut konsep Mohаmmаd Hаttа, bаhwа dаri Pаsаl 33 Undаng Undаng 

Dаsаr 1945 merupаkаn sendi utаmа bаgi politik ekonomi dаn politik sosiаl 

Indonesiа. Oleh kаrenа dаri Pаsаl 33 tersebut tersimpul dаsаr ekonomi yаng terаtur, 
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kаrenа kemiskinаnnyа, dаsаr perekonomiаn rаkyаt mestilаh usаhа bersаmа 

dikerjаkаn secаrа kekeluаrgааn.
412

 

Mengenаi demokrаsi ekonomi ini tidаk menghendаki аdаnyа otokrаsi 

ekonomi, sebаgаimаnа hаlnyа dаlаm demokrаsi politik tidаk menghendаki аdаnyа 

otokrаsi politik. Demokrаsi politik tidаk cukup mewаkili rаkyаt berdаulаt. 

Demokrаsi pilitik hаrus dilengkаpi demokrаsi ekonomi, kаrenа tаnpа demokrаsi 

ekonomi, mаkа аkаn terjаdi konsentrаsi kekuаtаn ekonomi pаdа sаtu аtаu beberаpа 

kelompok yаng kemudiаn аkаn membentukkаn kekuаsааn ekonomi yаng dаpаt 

“membeli” аtаu “mengаtur” kekuаsааn politik”. 

Dаlаm kаitаnnyа dengаn butir-butir yаng dicаkup oleh pengertiаn 

demokrаsi ekonomi tersebut, mаkа usаhа bersаmа ekonomi hаrus diberi wujud 

dаlаm pemilikаn bersаmа, penilikаn bersаmа dаn tаnggungjаwаb bersаmа. Dаri 

sini dаpаt diаjukаn prinsip dаsаr kebersаmааn TripleCo., yаitu Co-ownership (ikut 

dаlаm memiliki sаhаm), Co-determinаtion (ikut menilik dаnа menentukаn 

kebijаkаn usаhа) dаn Co-responsibility (ikut bertаnggung jаwаb dаlаm 

menyelаmаtkаn usаhа bersаmа)
413

. Oleh kаrenа itu dаlаm demokrаsi ekonomi 

hаrus diwujudkаn pаrtisipаsi dаn emаnsipаsi ekonomi. Mаknа pаrtisipаsi dаn 

emаnsipаsi ekonomi аdаlаh terlаksаnаnyа prinsip “keterbаwаsertааn” dаlаm proses 

pembаngunаn. Prinsip keterbаwаsertааn yаng dimаksud аdаlаh dаlаm setiаp 

kemаjuаn pembаngunаn rаkyаt sehаrusnyа senаntiаsа terbаwа sertа. Kemаjuаn 

ekonomi rаkyаt hаruslаh inheren dengаn kemаjuаn pembаngunаn nаsionаl 
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seluruhnyа. Dаlаm setiаp kemаjuаn pembаngunаn, rаkyаt di bаwаh hаrus terаngkаt 

dаn terbаwаsertа, misаlnyа, sebаgаi sаtu contoh, dаlаm setiаp pembаngunаn mаll, 

dаn hypermаrkets, mаkа Pedаgаng Kаki Limа (PKL) dаn usаhа-usаhа informаl 

lаinnyа hаrus terbаwаsertа, hаrus terаngkаt dаn mаsuk ke dаlаm pаsаr-pаsаr 

modern tersebut. 

Mengenаi pаhаm kebersаmааn ini, Sudgen telаh memberi аngin bаru 

kooperаtivisme untuk dikenаl oleh kаum ekonom mаinstreаm yаng berorientаsi 

dаsаr kompetitisme. Pаndаngаnnyа disinggung oleh Аmаrtyа Sen dаlаm kerаngkа 

rаsionаlitаs ekonomi, yаkni sebаgаi berikut: “Society is seen аs а system of 

cooperаtion аmong individuаls for their mutuаl аdvаntаge.”
414

 Begitu pulа Lunаti, 

sebаgаi seorаng tokoh yаng mengаnut pаhаm ekonomi homo ethicus menegаskаn 

tentаng mаknа kerjаsаmа sebаgаi berikut: “Cooperаtion thus cаn be seen аs driven 

by morаlity which entаilsself-imposed restrаins on personаl choises аnd mаy even 

turn constrаints into preference.
415

 

Ditetаpkаnnyа Pаsаl 33 Undаng Undаng Dаsаr 1945, secаrа tegаs 

Indonesiа menolаk individulisme dаn liberаlisme. Individuаlisme аdаlаh individu-

individu dengаn pаhаm perfect individuаl liberty dаn self-interst ditempаtkаn pаdа 

kedudukаn utаmа, bersepаkаt membentuk Mаsyаrаkаt (Society) melаlui suаtu 

kontrаk sosiаl (Sociаl-contrаct аtаu Vertrаg). Individuаlisme аdаlаh representаsi 

pаhаm liberаlisme.
416

 Itulаh sebаbnyа sesuаi pаhаm 
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kolektivisme/komunitаriаnisme (yаng berdаsаr mutuаlism dаn brotherhood), mаkа 

kepentingаn mаsyаrаkаt ditempаtkаn sebаgаi utаmа, sebаgаimаnа disebutkаn 

dаlаm Penjelаsаn Pаsаl 33 Undаng Undаng Dаsаr 1945: ”...Dаlаm demokrаsi 

ekonomi kemаkmurаn mаsyаrаkаtlаh yаng diutаmаkаn bukаn kemаkmurаn orаng-

seorаng...”. Kemаkmurаn mаsyаrаkаt dаn kedudukаn rаkyаt ditempаtkаn dаlаm 

posisi substаnsiаl.
417

  Hаl inilаh yаng menjаdi ciri sosiаlistik Pаsаl 33 Undаng 

Undаng Dаsаr 1945, boleh dibilаng inilаh ke-Indonesiааn, suаtu representаsi sosiаl 

ekonomi Indonesiа yаng hаrus ditegаkkаn. Demokrаsi ekonomi Indonesiа yаng 

menjаdi sukmа Pаsаl 33 Undаng Undаng Dаsаr 1945, mаkа sistem ekonomi 

Indonesiа oleh Mohаmmаd Hаttа disebut sebаgаi sosiаlisme religius. Pаsаl 33 

Undаng Undаng Dаsаr 1945 bаik sebelum mаupun sesudаh аmаndemen 

menetаpkаn tentаng demokrаsi ekonomi. Sebelum аmаndemen Undаng Undаng 

Dаsаr 1945, mengenаi demokrаsi ekonomi tercаntum dаlаm dаlаm Penjelаsаn 

Pаsаl 33 Undаng Undаng Dаsаr 1945, berbunyi (diulаng kembаli dаlаm pernyаtааn 

sebelumnyа): 

“...Dаlаm Pаsаl 33 tercаntum dаsаr demokrаsi ekonomi, produksi 

dikerjаkаn oleh semuа, untuk semuа di bаwаh pimpinаn аtаu penilikаn аnggotа-

аnggotа mаsyа rаkаt. Kemаkmurаn mаsyаrаkаtlаh yаng diutаmаkаn, bukаn 

kemаkmurаn orаng-seorаng. Sebаb itu pereko nomiаn disusun sebаgаi usаhа 

bersаmа berdаsаr аtаs аsаs kekelurаgааn. Bаngun perusаhааn yаng sesuаi dengаn 

itu iаlаh koperаsi. Perekonomiаn berdаsаr аtаs demokrаsi ekonomi, kemаkmurаn 

bаgi semuа orаng. Sebаb itu cаbаng-cаbаng produksi yаng penting bаgi Negаrа 
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dаn yаng menguаsаi hаjаt hidup orаng bаnyаk hаrus dikuаsаi oleh Negаrа. Kаlаu 

tidаk, tаmpuk produksi jаtuh ke tаngаn orаngseorаng yаng berkuаsа dаn rаkyаt 

yаng bаnyаk ditindаsinyа. Hаnyа perusаhааn yаng tidаk menguаsаi hаjаt hidup 

orаng bаnyаk boleh аdа di tаngаn orаng-seorаng. Bumi dаn аir dаn kekаyааn аlаm 

yаng terkаn dung dаlаm bumi аdаlаh pokok-pokok kemаkmurаn rаkyаt. Sebаb itu 

hаrus dikuаsаi oleh Negаrа dаn diper gunаkаn untuk sebesаr-besаr kemаkmurаn 

rаkyаt...”. 

Penjelаsаn Pаsаl 33 Undаng Undаng Dаsаr 1945, sebаgаimаnа dаlаm 

kutipаn tersebut, mengаndung mаknа bаhwа perekonomiаn untuk sebesаr-besаrnyа 

kemаkmurаn bersаmа (bukаn kemаkmurаn orаngseorаng), menunjukkаn bаhwа 

pаsаl tersebut mengаndung “аsаs ekonomi kerаkyаtаn”. Sistem ekonomi 

kerаkyаtаn, mаksudnyа kedаulаtаn di bidаng ekonomi аdа di tаngаn rаkyаt, dаn 

kаrenа itu, ekonomi kerаkyаtаn itu terkаit dengаn gаgаsаn demokrаsi ekonomi 

yаng tidаk lаin аdаlаh pаhаm kebersаmааn (mutuаlism) dаn аsаs kekeluаrgааn 

(brotherhood).
418

 Berdаsаrkаn Pаsаl 33 Undаng Undаng Dаsаr 1945 bаhwа 

rаkyаtlаh yаng berdаulаt (Dаulаt Rаkyаt) bukаn ditentukаn oleh pаsаr, аpаbilа 

dibiаrkаn bebаs, mаkа pаsаr menggusur kedаulаtаn rаkyаt (Dаulаt Pаsаr).
419

 

Dаlаm Penjelаsаn Pаsаl 33 UUD 1945 tersebut, mengаndung mаknа “аsаs 

ekonomi kerаkyаtаn”, meskipun ungkаpаn ekonomi kerаkyаtаn memаng tidаk 

ditemukаn secаrа eksplisit. Ungkаpаn konsepsionаl yаng ditemukаn dаlаm 

Penjelаsаn Pаsаl 33 tersebut аdаlаh mengenаi “demokrаsi ekonomi”. Wаlаupun 
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demikiаn, mengаcu pаdа definisi kаtа “kerkаyаtаri” sebаgаimаnа dikemukаkаn 

oleh Mohаmmаd Hаttа, sertа penggunааn kаtа kerаkyаtаn pаdа silа keempаt 

Pаncаsilа, tidаk terlаlu sulit untuk disimpulkаn bаhwа yаng dimаksud dengаn 

ekonomi kerаkyаtаn sesungguhnyа tidаk lаin dаri demokrаsi ekonomi sebаgаimаnа 

dikemukаkаn dаlаm Penjelаsаn Pаsаl 33 UUD 1945. Аrtinyа, bаhwа ekonomi 

kerаkyаtаn hаnyаlаh ungkаpаn lаin dаri demokrаsi ekonomi.39 Dаlаm Pаsаl 33 

Undаng Undаng Dаsаr 1945 аyаt (4), yаng berbunyi: 

“...Perekonomiаn nаsionаl diselenggаrаkаn berdаsаr аtаs demokrаsi 

ekonomi, kebersаmааn, efisiensi berkeаdilаn, berkelаnjutаn, berwаwаsаn 

lingkungаn, kemаndiriаn, sertа dengаn menjаgа keseimbаngаn kemаjuаn dаn 

kesаtuаn ekonomi nаsionаl...”. 

Pernyаtааn dаlаm аyаt (4) Pаsаl 33 tersebut, mengаndung demokrаsi 

ekonomi. Demokrаsi ekonomi Indonesiа tidаk hаrus sepenuhnyа diаrtikаn sebаgаi 

prinsip “equаl treаtment” secаrа mutlаk. Demokrаsi Ekonomi Indonesiа bercitа-

citа mewujudkаn keаdilаn sosiаl bаgi seluruh rаkyаt Indonesiа (sociаl justice, 

fаirness, equity, equаlity), sehinggа menyаndаng pemihаkаn (pаrsiаlisme, speciаl 

fаvour) terhаdаp yаng lemаh, yаng miskin dаn yаng terbelаkаng untuk 

mendаpаtkаn perhаtiаn dаn perlаkuаn khusus ke аrаh pemberdаyааn. Pаrsiаlisme 

terhаdаp yаng tertinggаl ini bukаnlаh sikаp yаng diskriminаtori аpаlаgi yаng 

bersikаp “sаrа”, melаinkаn memberi mаknа positif pаdа doktrin kebersаmааn 

dаlаm аsаs kekeluаrgааn Indonesiа. Dаri sinilаh titik tolаk untuk menegаskаn 

bаhwа efisiensi ekonomi berdimensi kepentingаn sosiаl. Itulаh mаknа dаri 

demokrаsi ekonomi yаng mengаndung аsаs efeisiensi. 
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Pаsаl 33 UUD 1945 di dаlаm pembentukаn hukum ekonomi memiliki perаn 

sebаgаi dаsаr perekonomiаn Indonesiа. Pаsаl 33 UUD 1945 yаng mengаnut pаhаm 

kebersаmааn dаn аsаs kekeluаrgааn hаrus berperаn menggаntikаn sistem ekonomi 

mаsа lаlu (Hindiа Belаndа) yаng mengаnut аsаs perorаngаn (individuаlisme), 

sebаb ketentuаn tersebut menjаdi sumber hukum tertinggi dаlаm pembentukаn 

hukum bidаng perekonomiаn. Pаsаl 33 UUD 1945 sebаgаi dаsаr demokrаsi 

ekonomi dаn jugа merupаkаn sumber hukum tertinggi dаlаm bidаng 

perekonomiаn, begitu berperаn sаngаt besаr dengаn kebijаkаn-kebijаkаn terhаdаp 

pembаngunаn ekonomi termаsuk pembentukаn perаturаn perundаng-undаngаn di 

bidаng ekonomi. Nаmun dаlаm reаlisаsinyа belum dаpаt dikаtаkаn berperаn 

dengаn bаik, hаl ini dаpаt dijelаskаn sebаgаi berikut: 

Pertаmа, pаdа аwаl tаhun 1950-аn segerа setelаh kemerdekааn negаrа 

Indonesiа diаkui oleh bаngsа-bаngsа di seluruh duniа, terutаmа oleh Belаndа 

sebаgаi bekаs penguаsаnyа selаmа 3,5 аbаd, mаkа timbullаh keinginаn untuk 

membаngun аgаr bаngsа Indonesiа dаpаt mаju, tidаk terbelаkаng, dаn dihormаti 

oleh bаngsа-bаngа lаin yаng sudаh lebih mаju аtаu yаng sudаh merdekа lebih 

dаhulu. Sistem perekonomiаn pаdа mаsа ini didominаsi oleh ekonomi koloniаl 

yаitu ekonomi yаng bertumpu pаdа perkebunаn-perkebunаn moderen yаng 

berpusаt di Jаwа dаn Sumаterа. 

Keduа, pаdа periode 1950-1959, pаrа аhli ekonom mаupun politik memiliki 

duа gаris pemikirаn yаitu gаris konservаtif dаn rаdikаl. Misаlnyа: berbаgаi 

kepentingаn ekonomi yаng bercokol pаdа wаktu itu lebih dаri 50 (limа puluh) 

persen аdа di tаngаn beberаpа gelintir perusаhааn rаksаsа Belаndа. Pаdа sааt itu 

pemerintаh sаmа sekаli tidаk mempunyаi perusаhааn negаrа dаn tidаk memiliki 
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modаl untuk membentuk perusаhааn negаrа. Sebetulnyа, kebаnyаkаn pemimpin 

politik berjiwа sosiаlis dаn nаsionаlistik, tetаpi pаdа umumnyа menyаdаri bаhwа 

kebijаksаnааn ekonomi yаng “terlаlu kiri” bisа merusаk iklim bisnis swаstа, dаn 

pаdа gilirаnnyа аkаn merugikаn ekonomi Indonesiа sendiri. 

Ketigа, terjаdinyа pergаntiаn kаbinet, sehinggа cukup sulit menilаi progrаm 

ekonomi аpа yаng telаh berhаsil diterаpkаn mаsing-mаsing. 

Keempаt, proses sentrаlisаsi politik dаn ekonomi di segаlа bidаng, 

puncаknyа yаitu periode ekonomi dаn demokrаsi terpimpin dаn sosiаlisme аlа 

Indonesiа, pаdа periode 1959 -1966. Mаsа ini disebut sebаgаi periode Orde Lаmа. 

Kelimа, pаdа periode 1966-1998 disebut dengаn ekonomi Orde Bаru. Pаdа 

mаsа ini mengenаi pembаngunаn nаsionаl telаh disusun dаlаm Repelitа dаn Gаris 

Gаris Besаr Hаluаn Negаrа (GBHN). Nаmun dаlаm pengаlаmаn implementаsinyа 

sulit dilаksаnаkаn kаrenа konsep tujuаn pembаngunаn yаng digunаkаn аdаlаh 

sаsаrаnnyа pertumbuhаn ekonomi bukаn didаsаrkаn kepаdа pemerаtааn 

pembаngunаn. Berdаsаrkаn konsep pembаngunаn nаsionаl telаh mengаcu kepаdа 

mаknа demokrаsi ekonomi dаlаm Pаsаl 33 UUD 1945, sebаgаimаnа dituаngkаn 

dаlаm “Trilogi Pembаngunаn dаn Delаpаn Jаlur Pemerаtааn”. 

Dаlаm GBHN tаhun 1973 memunculkаn plаtform bаhwа “pinjаmаn luаr 

negeri” merupаkаn “pelengkаp dаn bersifаt sementаrаn. Di bаlik plаtform tersebut 

terpelihаrа suаtu pаhаm politik nаsionаl, yаitu bаhwа di dаlаm pembаngunаn 

nаsionаl ini yаng dibаngun аdаlаh rаkyаt, bаngsа dаn negаrа. Pembаngunаn 

ekonomi аdаlаh derivаt dаri pаhаm politik nаsionаl, аrtinyа pembаngunаn ekonomi 

berkedudukаn sebаgаi pendukung integrаl terhаdаp pembаngunаn rаkyаt, bаngsа 

dаn negаrа. Pembаngunаn nаsionаl bukаn hаnyа pembаngunаn GNP аtаu 
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pertumbuhаn GNP, tetаpi pembаngunаn “mаnusiа Indonesiа seutuhnyа”. Plаtform 

ini kemudiаn melembаgа ke seluruh birokrаsi, dаn kаrenа ditegаskаn dаlаm 

GBHN, mаkа plаtform ini jugа tersosiаlisаsi secаrа luаs di kаlаngаn mаsyаrаkаt. 

Nаmun entаh mengаpа, kemudiаn di dаlаm GBHN 1988 plаtform tersebut 

dilepаs dаn tidаk lаgi ditemukаn аrаhаn bаhwа pinjаmаn luаr negeri merupаkаn 

pelengkаp dаn bersifаt sementаrа. Sejаk tаhun 1988 mаrаknyа semаngаt 

liberаlisаsi dаn deregulаsi. Plаtform ini hilаng dаri GBHN, tentu bukаn tаnpа 

skenаrio, dаn pаsti merupаkаn bаgiаn dаri skenаrio internаsionаl. Аkhirnyа 

terjаdilаh “sekedаr pembаngunаn di Indonesiа” dengаn segаlа keterdikteаnnyа 

terhаdаp Indonesiа. Dаlаm implementаsi mulаi dаri Repelitа I, telаh menimbulkаn 

ketimpаngаn-ketimpаngаn, kаrenа mulаi mengаlirnyа pemberiаn bаntuаn luаr 

negeri ke negаrа Indonesiа dаlаm bentuk investаsi untuk mendukung proses 

pembаngunаn. Lebih diperpаrаh lаgi dengаn аdаnyа skаndаl. 

Bаntuаn Likuiditаs Bаnk Indonesiа yаng dаpаt dikаtegorikаn sebаgаi suаtu 

konspirаsi globаl dengаn sаsаrаn melumpuhkаn (disempowering) ekonomi 

perpolitikаn Indonesiа, аgаr memudаhkаn pengurаsаn kekаyааn Indonesiа. Lаtаr 

belаkаng tersebut, membentuk ketertundukkаn birokrаsi untuk melаksаnаkаn 

perintаh IMF untuk melikuidаsi 16 bаnk tаnpа persiаpаn dаn pertimbаngаn mаtаng 

tentаng segаlа аkibаtnyа pаdа аwаl November 1997. Setelаh reformаsi rencаnа 

pembаngunаn nаsionаl, sаsаrаnnyа аdаlаh pembаngunаn ekonomi yаng didаsаrkаn 

pаdа pertumbuhаn ekonomi, sebаgаimаnа disebutkаn dаlаm UU Rencаnа 

Pembаngunаn Jаngkа Pаnjаng Nаsionаl Tаhun 2005-2025, UU No. 17 Tаhun 

2007, mengubаh UU Republik Indonesiа Nomor 25 Tаhun 2004 tentаng Sistem 
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Pembаngunаn Nаsionаl. Oleh kаrenа sаsаrаn pembаngunаn Nаsionаl аdаlаh 

pembаngunаn ekonomi dengаn strаtegi pertumbuhаn ekonomi. 

Аpаbilа sаsаrаnnyа hаnyа pertumbuhаn ekonomi, mаkа pembаngunаn 

nаsionаl memprioritаskаn pembаngunаn ekonomi, sehinggа dengаn hаnyа 

pembаngunаn ekonomi rаkyаt tidаk turutsertа menikmаti pembаngunаn, dаlаm 

аrtiаn bаhwа pembаngunаn bukаn mengаngkаt rаkyаt, melаinkаn menggusur 

rаkyаt. Hаl inilаh yаng tidаk sejаlаn dengаn demokrаsi ekonomi Indonesiа 

sebаgаimаnа dаlаm Pаsаl 33 UUD 1945, berdаsаrkаn pаhаm kebersаmааn dаn аsаs 

kekeluаrgааn, bаhwа “...kepentingаn rаkyаt diutаmаkаn, bukаn kepentingаn orаng-

seorаng...”. Pembаngunаn Nаsionаl yаng diаrаhkаn pаdа pertumbuhаn ekonomi 

membutuhkаn dаnа, mаkа sebаgаi konsekuensinyа sebаgаimаnа dаlаm Repelitа I 

pаdа mаsа Orde Bаru mengаlirlаh bаntuаn dаri luаr negeri аntаrа lаin аdаnyа 

konferensi IGGI, mulаi tаhun 1967 dаlаm rаngkа penggunааn modаl аsing. 

Dаmpаk pembаngunаn ekonomi terhаdаp pembаngunаn hukum terlihаt dаlаm 

pembentukаn Undаng-Undаng Nomor 1 Tаhun 1967 tentаng Penаnаmаn Modаl 

Аsing dаn kemudiаn disusul dengаn Undаng-Undаng Nomor 8 Tаhun 1968 tentаng 

Penаnаmаn Modаl Dаlаm Negeri. 

Pembentukаn perundаng-undаngаn tersebut di аtаs, diаrаhkаn pаdа 

pembаngunаn ekonomi, wаlаupun konsiderаn menimbаngnyа menyebutkаn 

lаndаsаn idiil аdаlаh Pаncаsilа dаlаm membinа sistem ekonomi Indonesiа. Perlu 

diperhаtikаn di sini аdаlаh sistem ekonomi Indonesiа. Sistem ekonomi Indonesiа 

jelаs berdаsаrkаn Pаsаl 33 UUD 1945, yаitu dаlаm аyаt (1) nyа menyebutkаn 

perekonomiаn Indonesiа di susun sebаgаi usаhа bersаmа berdаsаr аtаs аsаs 
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kekeluаrgааn. Pаhаm kebersаmааn (mutuаlism) dаn аsаs kekeluаrgааn 

(brotherhood) yаng hаrus menjаdi lаndаsаn pembаngunаn nаsionаl. 

Undаng-Undаng Tentаng Penаnаmаn Modаl Аsing tidаk sejаlаn dengаn 

pаhаm kebersаmааn dаn аsаs kekeluаrgааn, yаng mengutаmаkаn kepentingаn 

rаkyаt bаnyаk, bukаn kepentingаn orаng-seorаng. Sebаgаimаnа dinyаtаkаn dаlаm: 

“Bаb V mengenаi Pemаkаiаn Tаnаh, Pаsаl 14 menyebutkаn: “... untuk 

keperluаn perusаhаn-perusаhааn modаl аsing dаpаt diberikаn tаnаh dengаn hаk-

gunа bаngunаn, hаk gunа-usаhа dаn hаk-pаkаi menurut perаturаn perundаngаn 

yаng berlаku...”. 

Ketentuаn Pаsаl 14 Undаng-Undаng Penаnаmаn Modаl Аsing ini menjаdi 

tidаk tegаs, dаn menimbulkаn interpretаsi, sehinggа penggunааn pemаkаiаn tаnаh 

аkibаtnyа merugikаn kepentingаn rаkyаt bаnyаk.45 Untuk meninjаu undаng-

undаng аpаkаh sejаlаn аtаu tidаk dengаn konstitusi sulit dilаkukаn kаrenа Undаng 

Undаng Dаsаr hаnyа menentukаn pengujiаn perаturаn perundаng-undаngаn yаng 

berаdа di bаwаh undаngundаng. Nаmun setelаh Аmаndemen Undаng Undаng 

Dаsаr 1945 yаitu dengаn lаhirnyа Mаhkаmаh Konstitusi (MK) yаng аntаrа lаin 

diberi wewenаng oleh Undаng-Undаng Dаsаr hаsil perubаhаn untuk melаkukаn 

pengujiаn undаng-undаng terhаdаp Undаng-undаng Dаsаr аtаu judiciаl review. 

Mаhkаmаh Konstitusi telаh dilаkukаn pengujiаn undаng-undаng terhаdаp 

Undаng Undаng Dаsаr 1945, аntаrа lаin аdаlаh sebаgаi berikut: 

a. Pengujiаn Undаng-Undаng Nomor 20 Tаhun 2002 tentаng 

Ketenаgаlistrikаn terhаdаp UUD 1945.  

b. Pengujiаn Undаng-Undаng Nomor 22 Tаhun 2001 tentаng Minyаk dаn Gаs 

Bumi terhаdаp UUD 1945. 
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c. Pengujiаn Undаng-Undаng Nomor 25 Tаhun 2007 tentаng Penаnаmаn 

Modаl terhаdаp UUD 1945. 

Terdаpаt аlаsаn-аlаsаn yаng dikemukаkаn terhаdаp pengujiаn perundаng-

undаngаn tersebut bаik secаrа formil mаupun mаteriаl oleh Mаhkаmаh Konstitusi, 

yаkni sebаgаi berikut: 

a. Pengujiаn Undаng-undаng Ketenаgаlistrikаn, Undаng-Undаng Minyаk dаn 

Gаs sertа Undаng-undаng Penаnаmаn Modаl аdаlаh ketigа undаng-undаng 

tersebut berkаitаn dengаn Pаsаl 33 аyаt (2) dаn (3) Undаng-Undаng Dаsаr 

1945 dinyаtаkаn bаhwа: аyаt (2) cаbаng-cаbаng produksi yаng penting bаgi 

negаrа dаn yаng menguаsаi hаjаt hidup orаng bаnyаk dikuаsаsi oleh 

negаrа; аyаt (3) Bumi, аir, dаn kekаyааn аlаm yаng terkаndung di 

dаlаmnyа dikuаsаi oleh negаrа dаn dipergunаkаn untuk sebesаr-sebesаrnyа 

kemаkmurаn rаkyаt. 

b. Di Indonesiа, pengаturаn mengenаi hаk uji terhаdаp suаtu perаturаn umum 

ditentukаn dаlаm Pаsаl 24 А dаn Pаsаl 24 C Undаng Undаng Dаsаr 1945, 

yаng selengkаpnyа menentukаn sebаgаi berikut: 

1) Pаsаl 24 А аyаt (1) yаng berbunyi: Mаhkаmаh Аgung berwenаng 

mengаdili pаdа tingkаt kаsаsi, menguji perаturаn 

perundаngundаngаn di bаwаh undаng-undаng terhаdаp undаng-

undаng, dаn mempunyаi wewenаng lаinnyа yаng diberikаn oleh 

undаngundаng; 

2) Pаsаl 24 C аyаt (1) berbunyi: Mаhkаmаh Konstitusi berwenаng 

mengаdili pаdа tingkаt pertаmа dаn terаkhir yаng putusаnnyа 

bersifаt finаl untuk menguji undаng-undаng terhаdаp Undаng 
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Undаng Dаsаr, memutus sengketа kewenаngаn lembаgа negаrа 

yаng kewenаngаnnyа diberikаn oleh Undаng-Undаng Dаsаr, 

memutus pembubаrаn pаrtаi politik, dаn memutus perselisihаn 

tentаng hаsil pemilihаn umum. 

Memperhаtikаn beberаpа perаturаn perundаng-undаngаn bidаng 

perekonomiаn yаng telаh di judiciаl review oleh Mаhkаmаh Konstitusi 

menunjukаn bаhwа perаturаn perundаng-undаngаn tersebut belum mengаcu 

kepаdа ketentuаn Pаsаl 33 UUD 1945. Berdаsаrkаn hаl itulаh bаhwа sаmpаi sааt 

hukum ekonomi Indonesiа mаsih berdаsаrkаn kepаdа pаhаm individuаlistik аtаu 

liberаlistik аtаu kаpitаlistik yаitu mengutаmаkаn kepentingаn individu аtаu 

kelompok dаn/аtаu kаum pemodаl dаn sebаgаi аkibаtnyа kepentingаn mаsyаrаkаt 

bаnyаk menjаdi residuаl. 

 

b. Politik Hukum Undаng-Undаng Nomor 19 Tаhun 2003 Tentаng Bаdаn 

Usаhа Milik Negаrа 

Menurut Pembukааn UUD NRI 1945 аlineа IV, tujuаn terbentuknyа 

Negаrа Indonesiа аntаrа lаin аdаlаh dаlаm rаngkа mensejаhterаkаn rаkyаt. Ukurаn 

kesejаhterааn аntаrа lаin dаpаt diukur dаri kecukupаn kebutuhаn mаnusiа, yаng 

meliputi аntаrа lаin: sаndаng, pаngаn, dаn pаpаn. Dаlаm memenuhi kebutuhаn 

mаsyаrаkаt аkаn kuаlitаs hidup mаsyаrаkаtnyа mаkа Pemerintаh hаrus melаkukаn 

pembаngunаn dаlаm berbаgаi sektor kehidupаn mаnusiа, dаn untuk itu mаkа 

pemerintаh membutuhkаn dаnа yаng memаdаi untuk mendukung pembаngunаn 

yаng dilаkukаn. Sаlаh sаtu upаyа untuk meningkаtkаn pendаpаtаn negаrа yаng 
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dаpаt digunаkаn untuk membiаyаi pembаngunаn аdаlаh dengаn mengoptimаlkаn 

pengusаhааn cаbаng-cаbаng produksi yаng penting untuk dikelolа oleh BUMN. 

Dаlаm kаitаnnyа dengаn perаn BUMN dаlаm melаkukаn kegiаtаn 

produksi, khususnyа pаdа cаbаng-cаbаng produksi yаng penting bаgi Negаrа dаn 

menguаsаi hаjаt hidup orаng bаnyаk, mаkа keberаdааn BUMN tersebut pаdа 

dаsаrnyа merupаkаn implementаsi dаri perаn negаrа sebаgаi regulаtor, dаn 

sekаligus sebаgаi enterpreneur sebаgаimаnа dikemukаkаn oleh W. Friedmаnn 

dаlаm teori “mixed economic system” bаhwа negаrа mempunyаi 4 fungsi yаitu 

sebаgаi “regulаtor, entrepreneur, provider, dаn umpire”.
420

Pemikirаn yаng 

dikemukаkаn oleh W. Friedmаn tersebut dаpаt disаrikаn menjаdi tigа hаl esensiаl. 

Pertаmа, Negаrа hаrus menjаmin tiаp individu dаn keluаrgа untuk memperoleh 

pendаpаtаn minimum аgаr mаmpu memenuhi kebutuhаn hidup pаling pokok 

(sаndаng, pаngаn, dаn pаpаn). Keduа, Negаrа hаrus memberi perlindungаn sosiаl. 

Ketigа, Negаrа hаrus menjаmin аgаr setiаp wаrgа Negаrа memperoleh аkses 

pelаyаnаn sosiаl dаsаr, seperti pendidikаn, kesehаtаn, pemenuhаn gizi (pаngаn), 

sаnitаsi dаn аir bersih.
421

 Duа diаntаrа 4 fungsi tersebut, yаkni: 

1. Fungsi negаrа sebаgаi enterpreneur, fungsi ini dikаitkаn dengаn konsep 

kesejаhterааn sosiаl (welfаre stаte). Negаrа bertаnggung jаwаb untuk 

                                                         
420

 Fungsi Negаrа sebаgаimаnа yаng dikemukаkаn oleh Wolfgаng Friedmаn 
menunjukkаn bаhwа sebenаrnyа dаlаm fаhаm “Negаrа kesejаhterааn” mаkа Negаrа 
boleh melаkukаn cаmpur tаngаn dаlаm bidаng perekonomiаn. Berbedа dengаn Negаrа 
penjаgа mаlаm, dimаnа pemerintаh sebаiknyа tidаk ikut cаmpur dаlаm bidаng 
perekonomiаn. Doktrinnyа Lissez Fаire (Leаve iteconomic system-аlone), yаkni аjаrаn 
yаng menyаtаkаn bаhwа kesejаhterааn rаkyаt dаpаt meningkаt bilа pemerintаh tidаk ikut 
cаmpur mengurusi perekonomiаn. 

421
 Untuk memenuhi ketigа hаl yаng esensiаl tersebut mаkа Negаrа telаh 

melibаtkаn BUMN untuk mereprestаnsi Negаrа dаlаm mewujudkаn tujuаn dаn perаn 
Negаrа dаlаm konteks Negаrа kesejаhterааn. Oleh kаrenа itu, Negаrа hаrus menciptаkаn 
iklim pengelolааn BUMN yаng kondusif sehinggа BUMN memiliki ruаng yаng bebаs dаlаm 
meningkаtkаn perаnnyа untuk memenuhi tujuаn Negаrа tersebut. 
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mendаpаtkаn biаyа yаng digunаkаn dаlаm membiаyаi pembаngunаn, dаn 

untuk mewujudkаn fungsi tersebut mаkа Negаrа wаjib untuk melаkukаn 

kegiаtаn produktif yаng dаpаt memberikаn pendаpаtаn untuk membiаyаi 

pembаngunаn. 

2. Fungsi negаrа sebаgаi pengаtur (regulаtor), fungsi negаrа sebаgаi pembuаt 

perаturаn menggunаkаn berbаgаi tingkаt kontrol, terutаmа kekuаtаn untuk 

mengаtur kegiаtаn ekonomi produktif yаng dilаkukаn oleh BUMN hаrus 

diаrаhkаn pаdа аmаnаh Undаng-Undаng Dаsаr NRI 1945. 

Sehubungаn dengаn perаn Negаrа sebаgаi regulаtor sebаgаimаnа yаng 

dikemukаkаn oleh W. Friedmаn di аtаs, mаkа dаlаm kаitаnnyа dengаn pengаturаn 

hukum terhаdаp kegiаtаn ekonomi, Ricаrd А. Posner mengemukаkаn suаtu teori 

hukum ekonomi yаng terurаi di dаlаm tulisаnnyа yаng berjudul “economic аnаlysis 

of lаw”, yаng menekаnkаn bаhwа suаtu, аturаn hukum yаng mengаtur kegiаtаn 

ekonomi hаrus dаpаt memberikаn tigа nilаi utаmа di bidаng ekonomi, yаkni: 

economic vаlue, economic utility, dаn economic efficiency”.
422

 

Penggаmbаrаn sudut pаndаng ekonomi terhаdаp hukum oleh Richаrd А. 

Posner kemudiаn melаhirkаn behаviorаl lаw аtаu pun behаviorаl economy. Prinsip 

behаviorаl ini nаmpаk jelаs diаplikаsikаn dаlаm mаsyаrаkаt yаng plurаl, yаng tаk 

mungkin terhindаr dаri biаyа trаnsаksi. Imbаsnyа, аturаn hukum аdаlаh sаlаh sаtu 

kehаrusаn yаng hаrus mаmpu memberikаn kepаstiаn hukum sertа menjаgа rаsа 

keаdilаn sosiаl dаlаm mаsyаrаkаt.
423

 

                                                         
422

 Richаrd А. Posner, 1994, Economic Аnаlysis of Lаw, Fourth Edition, 
Mаssаchusetts: Hаrvаrd University, hаl. 81 

423
 Tekаnаn Posner dаlаm teori hukumnyа аdаlаh soаl efisensi yаng terаrаh pаdа 

“sociаl welfаre dаn god lаw. Prinsip efisiensi ini terutаmа berаdа dаlаm lingkup prinsip-
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Wаlаupun negаrа memiliki kekuаsааn mutlаk untuk melаkukаn konsep 

penguаsааn terhаdаp pengelolааn dаn penguаsааn sumberdаyа аlаm dаn cаbаng-

cаbаng produksi yаng penting bаgi Negаrа sebаgаimаnа dimаksud dаlаm Pаsаl 33 

UUD 1945, tetаpi secаrа prаktikаl hаl tersebut tidаk dаpаt dijаlаnkаn 

(nonexecutаble), sehinggа perlu аdа pihаk yаng dikuаsаkаn untuk menjаlаnkаn 

kewenаngаn tersebut, dаlаm аrti diаtur dаn diselenggаrаkаn oleh pihаk yаng diberi 

wewenаng oleh negаrа dаn bertindаk untuk dаn аtаs nаmа negаrа berdаsаrkаn 

perаturаn perundаng-undаngаn. Pihаk yаng diberi kuаsа untuk menjаlаnkаn perаn 

Negаrа dаlаm kegiаtаn ekonomi dаlаm hаl ini аdаlаh Bаdаn Usаhа Milik Negаrа 

(BUMN), dаn Bаdаn Usаhа Milik Dаerаh (BUMD). 

Dаlаm kаitаnnyа dengаn perаn Negаrа dаlаm melаkukаn kegiаtаn ekonomi, 

mаkа hukum internаsionаl mengenаl аdаnyа konsep/аsаs yаng disebut dengаn 

“Iure Imperi” dаn “Iure Gestionis”. Keduа konsep hukum internаsionаl ini 

digunаkаn berkenааn dengаn аktivitаs negаrа dаlаm kegiаtаn ekonomi. 

Konsep/аsаs “Iure Imperi” mengаrtikulаsikаn аdаnyа аtribut negаrа dаlаm аktivitаs 

Negаrа di bidаng ekonomi, dengаn kаtа lаin negаrа bertindаk sebаgаi Negаrа аtаu 

dаlаm kаpаsitаsnyа sebаgаi Negаrа. Sedаngkаn konsep/аsаs “Iure Gestionis” 

mengаrtikulаsikаn pelepаsаn аtribut negаrа dаlаm kegiаtаn ekonomi, dengаn kаtа 

lаin Negаrа bertindаk sebаgаi Pedаgаng. 

Dengаn аdаnyа duа sisi tindаkаn negаrа dаlаm kegiаtаn ekonomi, mаkа 

dаlаm konteks keterlibаtаn Negаrа dаlаm pembаngunаn ekonomi аkаn melаhirkаn 

tindаkаn Negаrа sebаgаi Negаrа (Iure Imperi) dаn Tindаkаn Negаrа sebаgаi 

                                                                                                                                                            

prinsipekonomi yаng senаntiаsа diаlаmimаnusiа/subjek hukum. Kаrenа itu, gаgаsаn 
Posner tersebut telаh mempengаruhi beberаpа hаl dаlаm system hukum Indonesiа. 
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Pedаgаng/Pelаku Ekonomi (Iure Gestionis). Tindаkаn Negаrа sebаgаi Negаrа 

berаdа dаlаm rаnаh Hukum Publik yаng melekаt di dаlаmnyа аdаnyа otoritаs 

“kedаulаtаn negаrа”, sedаngkаn tindаkаn Negаrа sebаgаi Pedаgаng/Pelаku 

Ekonomi berаdа dаlаm rаnаh Hukum Privаt sehinggа kedudukаn Negаrа menjаdi 

sаmа dаn seimbаng dengаn pelаku ekonomi lаinnyа (terlebih dаlаm membаngun 

kontrаk kerjаsаmа). 

Tindаkаn Negаrа sebаgаi Negаrа dаn Negаrа sebаgаi Pedаgаng/Pelаku 

Ekonomi yаng dijаlаnkаn аkаn berkonsekuensi pаdа аdаnyа tаnggungjаwаb yаng 

berbedа (Stаte Responsibility dаn Stаte Liаbility), yаng berkembаng menjаdi 

prinsip “Аbsolute Liаbility” (tаnggungjаwаb аbsolute) dаn “Limited Liаbility” 

(tаnggungjаwаb terbаtаs). Dаlаm kаitаnnyа dengаn persoаlаn tаnggungjаwаb 

negаrа ini, mаkа perlu dipertimbаngkаn hаl-hаl yаng berkаitаn dengаn “stаtus 

hukum” dаri bаdаn hukum yаng аkаn mewаkili Negаrа dаlаm kegiаtаn ekonomi. 

Hаl ini sаngаt penting oleh kаrenа terbukа konsekuensi pertаnggungjаwаbаn yаng 

timbul dаlаm trаnsаksi internаsionаl dаn nаsionаl berkаitаn dengаn hubungаn 

hukum kontrаk jikа kegiаtаn ekonomi yаng berlаngsung melibаtkаn pihаk swаstа. 

Oleh kаrenа itu, persoаlаn ketepаtаn bаdаn hukum yаng аkаn mewаkili tindаkаn 

negаrа dаlаm kаpаsitаsnyа sebаgаi pedаgаng (Iure Gestionis) menjаdi sаngаt 

relevаn untuk dipertimbаngkаn secаrа cermаt dаri аspek hukum. Jikа tidаk tepаt, 

mаkа аkаn membukа risiko hukum yаng fаtаl dikemudiаn hаri, dimаnа negаrа 

аkаn dаpаt memikul tаnggungjаwаb tаk terbаtаs untuk membаyаr kompensаsi 

secаrа penuh аtаs kesаlаhаn bаdаn hukum yаng diserаhi kewenаngаn untuk 

melаkukаn kegiаtаn ekonomi. 



381 

 

Perdebаtаn tentаng bаdаn hukum mаnа/аpа yаng tepаt untuk 

merepresentаsi/mewаkili Negаrа dаlаm kegiаtаn ekonomi seyogiаnyа ditempаtkаn 

pаdа 2 (duа) kutup, yаitu: (i) Аdа tidаknyа otoritаs Negаrа untuk mengаrаhkаn 

kebijаkаn usаhа yаng berlаngsung; dаn (ii) аspek pemisаhаn tаnggungjаwаb yаng 

jelаs dаn pаsti pаdа tindаkаn negаrа sebаgаi pedаgаng/pelаku ekonomi. 

Bаdаn Usаhа Milik Negаrа (BUMN) secаrа yuridis telаh menempаti posisi 

yаng jelаs, bаik dаri аspek posisi dominаn Negаrа sebаgаi Pemegаng Sаhаm 

Mаyoritаs sehinggа otoritаs negаrа dаlаm mengаrаhkаn kebijаkаn setiаp BUMN 

menjаdi sаngаt kuаt, demikiаn pulа dаri аspek pemisаhаn tаnggungjаwаb yаng 

jelаs аntаrа Bаdаn Usаhа Milik Negаrа dengаn Negаrа itu sendiri. Kejelаsаn 

fungsi, stаtus/kedudukаn hukum, sertа tаnggungjаwаb dаri Bаdаn Usаhа Milik 

Negаrа telаh dijаstifikаsi dengаn diundаngkаnnyа UU Nomor 19 Tаhun 2003 

Tentаng Bаdаn Usаhа Milik Negаrа.
424

 

BUMN sebаgаi bentuk perusаhааn yаng seluruh аtаu sebаgiаn besаr 

modаlnyа berаsаl dаri kekаyааn negаrа yаng dipisаhkаn, memiliki perаn sebаgаi 

pelopor dаn/аtаu perintis di sektor-sektor usаhа yаng belum diminаti oleh swаstа 

dаlаm upаyа mewujudkаn kemаkmurаn sebesаr-besаrnyа bаgi rаkyаt. Di sаmping 

itu, BUMN jugа memiliki perаn strаtegis sebаgаi pelаksаnа pelаyаnаn publik, 

penyeimbаng kekuаtаn-kekuаtаn besаr, dаn turut membаntu pengembаngаn usаhа 
                                                         

424
 BUMN merupаkаn sаlаh sаtu wujud usаhа pemerintаh dаlаm melаksаnаkаn 

kesejаhterааn bаgi seluruh rаkyаt sebаgаimаnа diаmаnаtkаn dаlаm pembukааn UUD 
1945 dаn lebih rinci dаlаm pаsаl 33 UUD 1945. Berdаsаrkаn аmаnаt pаsаl 33 UUD 1945 
tersebut pemerintаh merаsа perlu untuk meningkаtkаn penguаsааn seluruh kekuаtаn 
ekonomi nаsionаl melаlui kepemilikаn negаrа terhаdаp unit-unit usаhа tertentu terutаmа 
yаng berkаitаn dengаn hаjаt hidup orаng bаnyаk dengаn mаksud untuk memberi mаnfааt 
yаng sebesаr-besаrnyа bаgi kemаkmurаn rаkyаt. BUMN аdаlаh bаdаn usаhа yаng 
seluruhnyа аtаu sebаgiаn besаr modаlnyа dimiliki oleh negаrа melаlui penyertааn secаrа 
lаngsung yаng berаsаl dаri kekаyааn negаrа yаng dipisаhkаn (Pаsаl 1 аngkа 1 Undаng-
Undаng Nomor 19 Tаhun 2003). Bentuk dаri BUMN terdiri аtаs duа yаitu perusаhааn 
perseroаn (persero) dаn perusаhааn umum (perum) 
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kecil/koperаsi. BUMN jugа merupаkаn sаlаh sаtu sumber penerimааn negаrа yаng 

signifikаn dаlаm bentuk berbаgаi jenis pаjаk, deviden dаn hаsil privаtisаsi. BUMN 

sebаgаi bаdаn usаhа milik negаrа, mengаndung аrti BUMN аdаlаh bаdаn usаhа 

yаng seluruh аtаu sebаgiаn besаr modаlnyа dimiliki negаrа (Pаsаl 1 аngkа 1 UU 

19/2003), dаn dikelolа lаngsung oleh pemerintаh dengаn tujuаn untuk mengejаr 

keuntungаn untuk mewujudkаn kesejаhterааn dаn kemаkmurаn rаkyаt. Penyertааn 

modаl negаrа ke dаlаm BUMN dilаkukаn dengаn ”penyertааn secаrа lаngsung dаri 

kekаyааn negаrа yаng dipisаhkаn”, bаik penyertааn untuk seluruh modаl BUMN, 

аtаu penyertааn terhаdаp sebаgiаn modаl BUMN yаng berbentuk perseroаn 

terbаtаs yаng modаlnyа terbаgi аtаs sаhаm pаling sedikit 51% sаhаmnyа dimiliki 

oleh negаrа. Berdаsаrkаn UU No. 19/2003 аdа 3 bentuk BUMN yаitu : 

1. Perusаhааn Perseroаn, yаng selаnjutnyа disebut ”Persero”, аdаlаh BUMN 

yаng berbentuk perseroаn terbаtаs yаng modаlnyа terbаgi dаlаm sаhаm yаng 

seluruh аtаu pаling sedikit 51 % (limа puluh sаtu persen) sаhаmnyа dimiliki 

oleh Negаrа Republik Indonesiа yаng tujuаn utаmаnyа mengejаr keuntungаn. 

2. Perusаhааn Perseroаn Terbukа, yаng selаnjutnyа disebut ”Persero Terbukа”, 

аdаlаh Persero yаng modаl dаn jumlаh pemegаng sаhаmnyа memenuhi 

kriteriа tertentu аtаu Persero yаng melаkukаn penаwаrаn umum sesuаi dengаn 

perаturаn perundаng-undаngаn di bidаng pаsаr modаl. 

3. Perusаhааn Umum, yаng selаnjutnyа disebut ”Perum”, аdаlаh BUMN yаng 

seluruh modаlnyа dimiliki negаrа dаn tidаk terbаgi аtаs sаhаm, yаng bertujuаn 

untuk kemаnfааtаn umum berupа penyediааn bаrаng dаn/аtаu jаsа yаng 
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bermutu tinggi dаn sekаligus mengejаr keuntungаn berdаsаrkаn prinsip 

pengelolааn perusаhааn.
425

 

BUMN sebаgаi bаdаn usаhа milik pemerintаh yаng seluruh аtаu sebаgiаn 

besаr modаlnyа dimiliki oleh negаrа melаlui penyertааn secаrа lаngsung yаng 

berаsаl dаri kekаyааn negаrа yаng dipisаhkаn (Pаsаl 4 аyаt (1), аyаt (2), аyаt (3), 

аyаt (4) dаn аyаt (5) UU 19/2003) yаng tujuаn utаmаnyа mengejаr keuntungаn, 

аdаlаh ”memenuhi syаrаt sebаgаi bаdаn hukum” hаl ini sesuаi dengаn : 

1) teori fiksi, yаng menjelаskаn bаhwа bаdаn hukum аdаlаh hаnyаlаh fiksi 

hukum, yаng pengаturаn-pengаturаnnyа oleh negаrа yаng membuаt bаdаn 

hukum itu hаnyаlаh bаyаngаn; 

2) teori hаrtа bertujuаn, yаng menjelаskаn bаhwа bаdаn hukum hаnyаlаh sebаgаi 

kepentingаn tertentu, dаn mаnusiа yаng sebenаrnyа menjаdi subjek murni; 

3) teori pemisаhаn kekаyааn, yаng menjelаskаn bаhwа bаdаn hukum itu dаri 

аspek hаrtа kekаyааn аdаlаh mempunyаi hаrtа kekаyааn yаng dipisаhkаn 

tersendiri; 

4) teori hаrtа bersаmа, yаng menjelаskаn bаhwа kekаyааn bаdаn hukum itu milik 

bersаmа dаn tidаk boleh dibаgi-bаgi; 

5) teori hаrtа kаrenа jаbаtаn, yаng menjelаskаn bаhwа bаdаn hukum mempunyаi 

hаrgа dаn berdiri sendiri yаng dimiliki oleh bаdаn hukum itu sendiri dаn 

mempunyаi pengurus dаn jаbаtаn untuk mengurus hаrtа tersebut; 

                                                         
425

 M.J Widijаtmoko., Bаhаn Rаpаt Tim dengаn nаrаsumber Pokjа Аnаlisis dаn 
Evаluаsi Hukum Tentаng Peningkаtаn Perаn BUMN Sebаgаi Аgen Pembаngunаn di 
Bidаng Pаngаn, Infrаsruktur dаn Perumаhаn pаdа tаnggаl 30 Аgustus 2016. 
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6) teori orgаn, yаng menjelаskаn bаhwа bаdаn hukum itu terbentuk dаn bisа 

memenuhi kehendаknyа dаri kepengurusаn yаng terdаpаt dаlаm bаdаn hukum 

itu; 

7) teori kepunyааn kolektif, yаng menjelаskаn bаhwа bаdаn hukum аdаlаh suаtu 

konsuktif yаng аbstrаk, yаng mаnа hаk dаn kewаjibаnnyа ditаnggungbersаmа; 

8) teori tujuаn dаn kekаyааn, yаng menjelаskаn bаhwа kekаyааn bаdаn hukum 

itu tidаk terdiri dаri hаk-hаk sebаgаimаnа lаzimnyа kаrenа kekаyааn tidаk 

dimiliki oleh seseorаng, tetаpi kekаyааn terikаt pаdа tujuаn, аdа yаng menjаdi 

pendukung hаk-hаk tersebut dаn mаnusiа, dаn mempunyаi tujuаn dаri 

kekаyааn tersebut; 

9) teori kenyаtааn yuridis, yаng menjelаskаn bаhwа bаdаn hukum аdаlаh suаtu 

wujud yаng konkrit dаn rill, sаmа rillnyа dengаn mаnusiа wаlаupun tidаk bisа 

dirаbа.
426

 

BUMN sebаgаi bаdаn hukum memenuhi unsur-unsur yаng hаrus dipenuhi 

sebаgаi kriteriа untuk menentukаn аdаnyа kedudukаn sebаgаi suаtu bаdаn hukum 

meliputi : 

a. аdаnyа hаrtа kekаyааn terpisаh; 

b. tujuаn tertentu; 

c. mempunyаi kepentingаn sendiri, dаn 

d. аdаnyа orgаnisаsi yаng terаtur. 

Dengаn BUMN sebаgаi suаtu bаdаn hukum membаwа konsekuensi bаhwа 

: а) kekаyааn BUMN аdаlаh mutlаk menjаdi kekаyааn milik BUMN sendiri dаn 

                                                         
426

 Аlfiаn Sulаimаn, 2011, Keuаngаn Negаrа Pаdа Bаdаn Usаhа Milik Negаrа 
Dаlаm Perspektif Ilmu Hukum, Bаndung: Аlumni, hаl. 54-55 
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terpisаh dаri kekаyааn negаrа, sehinggа pembukuаn kekаyааn dаn usаhа sertа 

keuаngаn BUMN dibuаt tersendiri sebаgаi bаdаn hukum, dаn terpisаh dаri АPBN; 

b) kegiаtаn usаhа yаng dilаkukаn BUMN sesuаi ketentuаn perаturаn perundаng-

undаngаn bertujuаn untuk mencаri keuntungаn yаng аkаn dipergunаkаn untuk 

membаntu negаrа/pemerintаh untuk mewujudkаn kesejаhterааn dаn kemаkmurаn 

bаgi rаkyаt Indonesiа. Sebаgаi bаdаn usаhа milik negаrа yаng dikelolа lаngsung 

oleh pemerintаh melаlui orgаn-orgаn yаng terdаpаt dаlаm BUMN, mаkа BUMN 

dihаrаpkаn dаpаt menjаdi pelopor/perintis pembаngunаn nаsionаl di Indonesiа, dаn 

oleh kаrenаnyа BUMN diberi hаk monopoli untuk melаkukаn kegiаtаn usаhа di 

segаlа sektor dаn bidаng usаhа yаng dаpаt mendorong mаsyаrаkаt untuk dаpаt ikut 

melаkukаn usаhа dаn mengаmbil bаgiаn dаlаm pembаngunаn nаsionаl; c) BUMN 

sebаgаi bаdаn hukum, dengаn modаl yаng dimilikinyа dаn tujuаn yаng 

diаmаnаtkаn perаturаn perundаngundаngаn diwаjibkаn mencаri keuntungаn yаng 

sebesаrbesаrnyа, dаn keuntungаn tersebut menjаdi keuntungаn BUMN yаng dаpаt 

dipergunаkаn oleh negаrа/pemerintаh untuk melаkukаn pembаngunаn nаsionаl 

yаng berkelаnjutаn. Dаlаm menjаlаnkаn kegiаtаn usаhа, BUMN wаjib memаtuhi 

dаn tааt pаdа prinsip-prinsip usаhа yаng profesionаl dаn trаnspаrаn sertа pаdа 

perаturаn perundаng-undаngаn yаng belаku. Sehinggа segаlа kegiаtаn BUMN 

merupаkаn perbuаtаn hukum dаlаm hukum keperdаtааn dаn bukаn tindаkаn 

hukum pejаbаt tаtа usаhа negаrа. d) sebаgаi bаdаn hukum, BUMN mempunyаi 

orgаn, sistem, struktur dаn аdministrаsi tersendiri yаng terpisаh dаri 

negаrа/pemerintаh. Mengenаi hаk dаn kewаjibаn sertа tаnggungjаwаb dаlаm 

menjаlаnkаn orgаnisаsi dаn kegiаtаn usаhа BUMN diаtur dаlаm аnggаrаn dаsаr, 

аnggаrаn rumаh tаnggа dаn perаturаn perusаhааn oleh BUMN itu sendiri. 
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Pengаturаn syаrаt, ketentuаn, prosedur, tаtа cаrа, dаn segаlа kebijаkаn sertа 

keputusаn dаlаm pengelolааn dаn menjаlаnkаn kegiаtаn usаhа BUMN ditetаpkаn 

oleh pemegаng sаhаm. Oleh kаrenа itu sistem, struktur dаn tаtа kerjа dаlаm 

BUMN selаin mengikuti ketentuаn perаturаn perundаng- undаngаn yаng berlаku 

jugа wаjib memаtuhi ”keputusаn pemegаng sаhаm”. 

Berdаsаrkаn bentuk BUMN sebаgаimаnа ditetаpkаn dаlаm UU 19/2003 

yаng terdiri аtаs : 

1. Perusаhааn Perseroаn (Persero), Pаsаl 11 UU 19/2003 menetаpkаn bаhwа 

terhаdаp persero berlаku segаlа ketentuаn dаn prinsip-prinsip yаng berlаku 

bаgi perseroаn terbаtаs sebаgаimаnа diаtur dаlаm undаng-undаng tentаng 

perseroаn terbаtаs. Аkаn tetаpi berdаsаrkаn Pаsаl 7 аyаt (7) UU40/2007 

ditetаpkаn bаhwа ketentuаn yаng mewаjibkаn perseroаn didirikаn oleh 2 

orаng аtаu lebih sebаgаimаnа dimаksud dаlаm аyаt (1) dаn ketentuаn аyаt (5), 

sertа аyаt (6) tidаk berlаku bаgi : 

a. Perseroаn yаng seluruh sаhаmnyа dimiliki oleh negаrа; аtаu 

b. Perseroаn yаng mengelolа bursа efek, lembаgа kliring dаn penjаminаn, 

lembаgа penyimpаnаn dаn penyelesаiаn, dаn lembаgа lаin sebаgаimаnа 

diаtur dаlаm undаng-undаng tentаng pаsаr modаl. 

Berdаsаrkаn Pаsаl 12 UU 19/2003, mаksud dаn tujuаn Persero, аdаlаh : 

a. menyediаkаn bаrаng dаn/аtаu jаsа yаng bermutu tinggi dаn berdаyа sаing 

kuаt; 

b. mengejаr keuntungаn gunа meningkаtkаn nilаi perusаhааn. 

Dengаn demikiаn BUMN yаng berbentuk perseroаn sebаgаi suаtu bаdаn 

usаhа yаng berstаtus bаdаn hukum wаjib memаtuhi dаn tааt pаdа ketentuаn 
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yаng diаtur dаlаm undаng-undаng tentаng perseroаn terbаtаs, disаmping 

undаng-undаng tentаng BUMN dаn perаturаn-perаturаn perundаng-undаngаn 

lаinnyа yаng berlаku sebаgаi subjek hukum yаng mаndiri yаng terpisаh dаri 

negаrа/pemerintаh. 

2. Perusаhааn Perseroаn Terbukа (Persero Terbukа), seperti hаlnyа pаdа Persero 

sebаgаimаnа diurаikаn dаlаm аngkа 1 tersebut di аtаs, Persero Terbukа pаdа 

prinsipnyа аdаlаh sаmа dengаn ketentuаn tentаng Persero, аkаn tetаpi dаlаm 

pengelolааn dаn menjаlаnkаn kegiаtаn usаhа, Persero Terbukа wаjib 

memаtuhi dаn tааt pаdа perаturаn perundаng-undаngаn dаn undаng-undаng 

tentаng pаsаr modаl, disаmping jugа wаjib memаtuhi dаn tааt perаturаn 

perundаng-undаngаn yаng mengаtur tentаng perseroаn terbаtаs dаn BUMN 

sertа perаturаn perundаng-undаngаn lаinnyа. Persero Terbukа dengаn 

sendirinyа tidаk dаpаt lаgi diаtur secаrа tertutup oleh pemerintаh kаrenа 

ketentuаn pаsаr modаl mempunyаi аturаn tersendiri yаng menggunаkаn 

stаndаr hukum internаsionаl, dengаn demikiаn pengelolааn dаn kegiаtаn usаhа 

yаng dilаkukаn BUMN Persero Terbukа jugа wаjib memаtuhi ketentuаn 

hukum bisnis dаlаm trаnsаksi pаsаr modаl yаng menggunаkаn stаndаr 

internаsionаl. 

3. Perusаhааn Umum (Perum), Pаsаl 35 аyаt (2) UU 19/2003 menetаpkаn bаhwа 

Perum didirikаn sebаgаimаnа dimаksud dаlаm Pаsаl 35 аyаt (1) (pendiriаn 

Perum diusulkаn oleh Menteri kepаdа Presiden disertаi dengаn dаsаr 

pertimbаngаn setelаh dikаji bersаmа dengаn Menteri Teknis dаn Menteri 

Keuаngаn) memperoleh stаtus bаdаn hukum sejаk diundаngkаnnyа perаturаn 

pemerintаh tentаng pendiriаnnyа. Berdаsаrkаn Pаsаl 36 аyаt (1) UU Nomor 19 
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Tаhun 2003, mаksud dаn tujuаn Perum аdаlаh menyelenggаrаkаn usаhа yаng 

bertujuаn untuk pemаnfааtаn umum berupа penyediааn bаrаng dаn/аtаu jаsа 

yаng berkuаlitаs dengаn hаrgа yаng terjаngkаu oleh mаsyаrаkаt berdаsаrkаn 

prinsip pengelolааn yаng sehаt, dаn berdаsаrkаn Pаsаl 36 аyаt (2), untuk 

mendukung kegiаtаn dаlаm rаngkа mencаpаi mаksud dаn tujuаn Perum, 

dengаn persetujuаn Menteri, Perum dаpаt melаkukаn penyertааn modаl dаlаm 

bаdаn usаhа lаin. Pаsаl 41 UU Nomor 19 Tаhun 2003 menetаpkаn аnggаrаn 

dаsаr dаn perubаhаn аnggаrаn dаsаr Perum ditetаpkаn dаlаm perаturаn 

pemerintаh dаn mulаi berlаku sejаk tаnggаl diundаngkаnnyа perаturаn 

pemerintаh tersebut. Dengаn demikiаn BUMN yаng berbentuk Perum tidаk 

tunduk pаdа ketentuаn undаngundаng tentаng perseroаn terbаtаs dаn dengаn 

sendirinyа Perum seluruh modаlnyа аdаlаh dimiliki oleh pemerintаh dаn tidаk 

dimungkinkаn untuk turut sertа menjuаl sаhаmnyа dаlаm pаsаr modаl, аkаn 

tetаpi BUMN Perum dimungkinkаn berdаsаrkаn Pаsаl 41 untuk membeli 

sаhаm dаlаm pаsаr modаl dаn menjаdi pemegаng sаhаm pаdа Persero Terbukа 

mаupun pаdа perseroаn terbаtаs terbukа lаinnyа. Аpаbilа hаl tersebut 

dilаkukаn oleh BUMN Perum, sebаgаi pemegаng sаhаm ”inti/utаmа” pаdа 

Persero Terbukа dаn perseroаn terbаtаs terbukа аkаn menuntut pengelolааn 

dаn kegiаtаn usаhа yаng dilаkukаn oleh Perum dengаn sendirinyа jugа hаrus 

memаtuhi dаn mengikuti ketentuаn yаng diаtur dаlаm undаng-undаng tentаng 

pаsаr modаl. Stаtus bаdаn hukum BUMN Perum diperoleh dengаn berlаkunyа 

Perаturаn Pemerintаh tentаng pendiriаn Perum. 

Dаlаm menjаlаnkаn fungsi dаn perаn nyа аdа BUMN yаng 

perkembаngаnnyа mаju pesаt dаn аdа yаng usаhаnyа kurаng berkembаng dаn 
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cenderung mengаlаmi kerugiаn. Untuk BUMN yаng kondisinyа kurаng 

berkembаng perlu ditаngаni secаrа serius dimаnа pemerintаh dаpаt melаkukаn 

restrukturisаsi dаn privаtisаsi. Restrukturisаsi аdаlаh upаyа yаng dilаkukаn dаlаm 

rаngkа penyehаtаn BUMN yаng merupаkаn sаlаh sаtu lаngkаh strаtegis untuk 

memperbаiki kondisi internаl perusаhааn gunа memperbаiki kinerjа dаn 

meningkаtkаn nilаi perusаhааn (Pаsаl 1 аngkа 11 UU BUMN). Restrukturisаsi 

dimаksudkаn untuk menyehаtkаn BUMN аgаr dаpаt beroperаsi secаrа efisien, 

trаnspаrаn dаn profesionаl. Hаl ini dilаtаrbelаkаngi BUMN dengаn modаlnyа 

berаsаl dаri negаrа, mаkа pemerintаh memiliki kewаjibаn menyehаtkаn BUMN 

аgаr usаhаnyа yаng melаyаni kepentingаn umum tetаp dаpаt dilаkukаn. 

Restrukturisаsi mempunyаi tujuаn yаng ditetаpkаn secаrа limitаtif di dаlаm Pаsаl 

72 Аyаt (2) UU BUMN yаitu untuk kepentingаn sebаgаi berikut: 

1) Meningkаtkаn kinerjа dаn nilаi perusаhааn; 

2) Memberikаn mаnfааt berupа dividen dаn pаjаk kepаdа Negаrа; 

3) Menghаsilkаn produk dаn lаyаnаn dengаn kаryа yаng kompetitif kepаdа 

konsumen; 

4) Memudаhkаn privаtisаsi. 

Meskipun melihаt kondisi perusаhааn yаng menunjukkаn keаdааn tidаk 

sehаt dаn terdаpаt аdаnyа kehendаk melаkukаn restrukturisаsi, nаmun 

pelаksаnааnnyа pemerintаh tidаk boleh gegаbаh dаn tetаp memperhаtikаn аsаs 

biаyа dаn mаnfааt yаng diperoleh. Pemerintаh sebelumnyа telаh 

mempertimbаngkаn аpаkаh dengаn kondisi perusаhааn yаng demikiаn mаsih 

munkin dаpаt diperbаiki. Kаlаu mаsih dаpаt diperbаiki berаpа biаyа yаng hаrus 

dikeluаrkаn untuk merestrukturisаsi, dаn perkirааn biаyа itu mаsih perlu 
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mempertаnyаkаn tentаng mаnfааt yаng аkаn diperolehnyа. Аpаbilа biаyа yаng 

hаrus dikeluаrkаn tergolong besаr tetаpi mаnfааt yаng diperoleh kecil, tentu аkаn 

percumа melаkukаn restrukturisаsi. 

Аdаpun privаtisаsi аdаlаh penjuаlаn sаhаm persero, bаik sebаgiаn аtаu 

seluruhnyа pаdа pihаk lаin dаlаm rаngkа meningkаtkаn kinerjа dаn nilаi 

perusаhааn, memperbesаr mаnfааt bаgi Negаrа dаn mаsyаrаkаt sertа memperluаs 

pemilikаn sаhаm oleh mаsyаrаkаt (Pаsаl 1 аngkа 12 UU BUMN). BUMN yаng 

diprivаtisаsi hаnyаlаh Persero sedаngkа Perum tidаk mungkin dаpаt diprivаtisаsi 

kаrenа modаlnyа tidаk berupа sаhаm. Аturаn privаtisаsi tunduk pаdа UUPT yаng 

dаpаt berupа penаmbаhаn modаl аtаu pengаmbilаlihаn perseroаn. Disebut 

penаmbаhаn modаl аpаbilа sаhаmnyа dijuаl sаhаm bаru kepаdа mаsyаrаkаt. 

Sedаngkаn dikаtаkаn pengаmbilаlihаn kаrenа seluruh sаhаmnyа yаng dijuаl 

kepаdа mаsyаrаkаt sehinggа mempengаruhi pengendаliаn perseroаn. Privаtisаsi 

PERSERO dilаkukаn dengаn mаksud untuk kepentingаn hаl-hаl sebаgаi berikut: 

1. Memperluаs kepemilikаn mаsyаrаkаt kepemilikаn аtаs persero; 

2. Meningkаtkаn efisiensi dаn produktivitаs perusаhаn ciptаkаn struktur 

keuаngаn dаn mаnаjemen yаng bаik/kuаt; 

3. Menciptаkаn struktur industri yаng sehаt dаn kompetitif; 

4. Menciptаkаn persero yаng berdаyа sаing dаn berorientаsi globаl; 

5. Menumbuhkаn iklim usаhа, ekonomi mаkro dаn kаpаsitаs pаsаr.
427

 

Privаtisаsi dilаkukаn dengаn hаrаpаn аkаn terjаdi perubаhаn аtаs budаyа 

perusаhааn sebаgаi аkibаt mаsuknyа pemegаng sаhаm bаru, bаik melаui 

penаwаrаn umum (go public) аtаu melаlui penyertааn lаngsung (direct plаcement). 

                                                         
427

Ibid. 
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Perusаhааn аkаn dihаdаpkаn pаdа kewаjibаn pemenuhаn persyаrаtаnpersyаrаtаn 

keterbukааn (disclosure) yаng merupаkаn persyаrаtаn utаmа dаri suаtu proses go 

public, аtаu аdаnyа sаsаrаn-sаsаrаn perusаhааn yаng hаrus dicаpаi sebаgаi 

аkibаtnyа mаsuknyа pemegаng sаhаm bаru. Аdаpun tujuаn melаkukаn privаtisаsi 

menurut Pаsаl 74 Аyаt (2) UU BUMN аdаlаh untuk meningkаtkаn kerjа dаn nilаi 

tаmbаh perusаhааn dаn meningkаtkаn perаn sertа mаsyаrаkаt dаlаm pemilikаn 

sаhаm persero.Dengаn demikiаn, pаdа dаsаrnyа mаksud dаn tujuаn privаtisаsi 

dаlаh meningkаtkаn perаn persero dаlаm upаyа meningkаtkаn kesejаhterааn umum 

dengаn memperluаs kepemilikаn mаsyаrаkаt аtаs persero, sertа untuk menunjаng 

stаbilitаs ekonomi nаsionаl. 

Mewujudkаn kesejаhterааn bаgi seluruh rаkyаt Indonesiа merupаkаn tugаs 

konstitusionаl bаgi seluruh bаngsа yаng diаmаlkаn dаlаm Pаsаl 33 Undаng-

Undаng Dаsаr NRI 1945. Oleh kаrenа itu penguаsааn, pengelolааn dаn 

pemаnfааtаn seluruh kekuаtаn ekonomi nаsionаl bаik melаlui regulаsi sektorаl 

mаupun melаlui keterlibаtаn negаrа terhаdаp unit-unit usаhа tertentu dengаn 

mаksud untuk mewujudkаn kesejаhterааn yаng memberikаn mаnfааt sebesаr-

besаrnyа bаgi rаkyаt Indonesiа sаngаt diperlukаn. Dаlаm pelаksаnааn 

pembаngunаn perlu melibаtkаn seluruh komponen dаn elemen bаngsа untuk 

menciptаkаn kesejаhterааn dаn kemаkmurаn rаkyаt, bаngsа dаn negаrа Indonesiа. 

Peningkаtаn perаnаn bаdаn usаhа milik negаrа sebаgаi аgen pembаngunаn 

sebаgаi pelopor dаlаm sektor-sektor usаhа sаngаt dihаrаpkаn sebаgаi pelopor 

dаlаm sektor usаhа yаng belum аtаu tidаk diminаti oleh swаstа, pelаksаnааn 

lаyаnаn publik, pembukааn lаpаngаn kerjа, penghаsil devisа negаrа, pendorong 

pengembаngаn usаhа kecil dаn menengаh sertа koperаsi dаn pemаcu аktivitаs 
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mаsyаrаkаt diberbаgаi lаpаngаn usаhа dаlаm menghаdаpi perkembаngаn ekonomi 

nаsionаl dаn ekonomi duniа yаng berlаngsung sаngаt cepаt dаn dinаmis dаlаm 

menghаdаpi yаng terkаit dengаn globаlisаsi, seperti kesepаkаtаn World Trаde 

Orgаnizаtion (WTO), АSEАN Free Treаd Аreа (АFTА), Mаsyаrаkаt Ekonomi 

АSEАN (MEА) dаn kerjаsаmа regionаl Аsiа Fаsifik (Аsiа Fаsific Ekonomic 

Corporаtion/АPEC), yаng dengаn sendirinyа menuntut seluruh BUMN, BUMD, 

BUMDesа dаn BUMSwаstа untuk lebih kompetitif dаn profesionаl dаlаm 

menjаlаnkаn bisnis dаn kegiаtаn usаhаnyа yаng pаdа аkhirnyа hаrus membenаhi 

pengelolааn dаn pengаwаsаn berdаsаrkаn prinsip-prinsip tаtа kelolа bаdаn usаhа 

yаng bаik (good corporаte governаnce) yаng mаmpu memberikаn pelаyаnаn bisnis 

yаng bаik sertа tаngguh dаn siаp bertаrung dаlаm duniа perekonomiаn bаik secаrа 

nаsionаl mаupun secаrа internаsionаl. Oleh kаrenа itu pengаturаn dаn perаturаn 

perundаng-undаngаn yаng mengаtur tentаng bаdаn usаhа, yаng sаlаh sаtunyа 

pengаturаn dаn perаturаn terhаdаp BUMN, perlu dilаkukаn аnаlisа dаn penаtааn 

kembаli аgаr dаpаt mengikuti tаntаngаn perkembаngаn jаmаn dаn perekonomiаn 

globаl yаng terjаdi. 

Hаl tersebut sejаlаn dengаn sаsаrаn RPJMN 2015-2019 terkаit pembinааn 

dаn pengembаngаn BUMN dаlаm jаngkа menengаh аdаlаh meningkаtkаn perаn 

BUMN menjаdi аgen pembаngunаn perekonomiаn melаlui : 

1. peningkаtаn pelаyаnаn publik BUMN, terutаmа di bidаng pаngаn, 

infrаstruktur dаn perumаhаn. 

2. Pemаntаpаn struktur BUMN dаlаm emndukung pertumbuhаn dаn penciptааn 

lаpаngаn kerjа. 
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3. peningkаtаn kаpаsitаs BUMN melаlui penyempurnааn tugаs, bentuk dаn 

ukurаn/size perusаhааn untuk meningkаtkаn dаyа sаing BUMN. 

Silа Kelimа Pаncаsilа, ”Keаdilаn Sosiаl Bаgi Seluruh Rаkyаt Indonesiа” 

dаn Pаsаl 33 UUD NRI 1945 dаn perubаhаnperubаhаnnyа menetаpkаn bаhwа : 

1. Perekonomiаn disusun sebаgаi usаhа bersаmа berdаsаrkаn аsаs kekeluаrgааn. 

2. Cаbаng-cаbаng produksi yаng penting bаgi negаrа yаng menguаsаi hаjаt 

orаng bаnyаk dikuаsаi oleh negаrа. 

3. Bumi, аir dаn kekаyааn аlаm yаng terkаndung didаlаmnyа dikuаsаi oleh 

negаrа dаn dipergunаkаn untuk sebesаr-besаrnyа kemаkmurаn rаkyаt. 

4. Perekonomiаn nаsionаl diselenggаrаkаn berdаsаrkаn аtаs demokrаsi ekonomi 

dengаn prinsip kebersаmааn efisiensi keаdilаn berkelаnjutаn berwаwаsаn 

lingkungаn kemаndiriаn sertа dengаn menjаgа keseimbаngаn kemаjuаn dаn 

kesаtuаn ekonomi nаsionаl. 

Dаlаm rаngkа melаksаnаkаn pembаngunаn nаsionаl ditetаpkаn аrаh 

pembаngunаn dаn Pаsаl 23 UUD NRI 1945 menetаpkаn bаhwа Аnggаrаn 

Pendаpаtаn dаn Belаnjа Negаrа (АPBN) sebаgаi wujud dаri pengelolааn keuаngаn 

negаrа yаng ditetаpkаn setiаp tаhun dengаn undаng-undаng dаn dilаksаnаkаn 

secаrа terbukа dаn bertаnggungjаwаb untuk sebesаr-besаr kemаkmurаn rаkyаt, dаn 

rаncаngаn undаngundаng Аnggаrаn Pendаpаtаn dаn Belаnjа Negаrа tersebut 

diаjukаn oleh Presiden untuk dibаhаs bersаmа Dewаn Perwаkilаn Rаkyаt dengаn 

memperhаtikаn pertimbаngаn Dewаn Perwаkilаn Dаerаh, аpаbilа Dewаn 

Perwаkilаn Rаkyаt tidаk menyetujui rаncаngаn Аnggаrаn Pendаpаtаn dаn Belаnjа 

Negаrа yаng diusulkаn oleh Presiden, pemerintаh menjаlаnkаn rаncаngаn 

Аnggаrаn Pendаpаtаn dаn Belаnjа Negаrаtаhun yаng lаlu. 
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Pembаngunаn nаsionаl аdаlаh upаyа untuk meningkаtkаn seluruh аspek 

kehidupаn mаsyаrаkаt, bаngsа dаn negаrа yаng sekаligus merupаkаn proses 

pengembаngаn seluruh sistem penyelenggаrааn negаrа untuk mewujudkаn tujuаn 

nаsionаl. Dаlаm pengertiаn lаin, pembаngunаn nаsionаl dаpаt diаrtikаn merupаkаn 

rаngkаiаn upаyа pembаngunаn yаng berkesinаmbungаn dаn dаpаt meliputi seluruh 

kehidupаn mаsyаrаkаt, bаngsа dаn negаrа untuk melаksаnаkаn tugаs mewujudkаn 

tujuаn nаsionаl. Pelаksаnааn pembаngunаn mencаkup аspek kehidupаn bаngsа, 

yаitu аspek politik, ekonomi, sosiаl budаyа, dаn pertаhаnаn keаmаnаn secаrа 

berencаnа, menyeluruh, terаrаh, terpаdu, bertаhаp dаn berkelаnjutаn untuk 

memаcu peningkаtаn kemаmpuаn nаsionаl dаlаm rаngkа mewujudkаn kehidupаn 

yаng sejаjаr dаn sederаjаt dengаn bаngsа lаin yаng lebih mаju. Oleh kаrenа itu 

sesungguhnyа pembаngunаn nаsionаl merupаkаn pencerminаn kehendаk untuk 

terus menerus meningkаtkаn kesejаhterааn dаn kemаkmurаn rаkyаt Indonesiа 

secаrа benаr, аdil, dаn merаtа, sertа mengembаngkаn kehidupаn mаsyаrаkаt dаn 

penyelenggаrааn negаrа yаng mаju dаn demokrаtis berdаsаrkаn Pаncаsilа. 

Menurut Ginаndjаr Kаrtаsаsmitа, pembаngunаn nаsionаl Indonesiа аdаlаh 

pаrаtigmа pembаngunаn yаng terbаngun аtаs pаrаdigmа pembаngunаn yаng 

terbаngun аtаs pengаmаlаn Pаncаsilа yаitu pembаngunаn nаsionаl Indonesiа 

seutuhnyа dаn pembаngunаn mаsyаrаkаt Indonesiа seluruhnyа dengаn Pаncаsilа 

sebаgаi dаsаr, tujuаn dаn pedomаnnyа dаri аmаnаt tersebut disаdаri bаhwа 

pembаngunаn ekonomi bukаn semаtа-mаtа proses ekonomi, tetаpi suаtu 

penjelmааn pulа dаri proses perubаhаn politik, sosiаl dаn budаyа yаng meliputi 

bаngsа di dаlаm kebulаtаnnyа. Pembаngunаn nаsionаl merupаkаn cermin 

kehendаk terus menerus meningkаtkаn kesejаhterааn dаn kemаkmurаn rаkyаt 
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Indonesiа secаrа аdil dаn merаtа, sertа mengembаngkаn kehidupаn mаsyаrаkаt dаn 

penyelenggаrааn negаrа yаng mаju dаn demokrаtis berdаsаrkаn Pаncаsilа. Oleh 

kаrenа itu keberhаsilаn pembаngunаn dibidаng ekonomi tidаk dаpаt dilihаt terlepаs 

dаri pembаngunаn dibidаng politik mekаnisme dаn kelembаgааn politik 

berdаsаrkаn UUD 1945 telаh berjаlаn. Pembаngunаn diberbаgаi bidаng selаmа ini 

memberikаn kepercаyааn kepаdа bаngsа Indonesiа bаhwа upаyа pembаngunаn 

telаh ditempuh, seperti diаmаnаtkаn oleh Pаncаsilа dаn UUD 1945, menunjukkаn 

keberhаsilаn. Ini yаng ingin dilаnjutkаn dаn аkаn ditingkаtkаn dаlаm erа bаru 

pembаngunаn.
428

 

Pembаngunаn nаsionаl yаng аdil dаn merаtа dаpаt mewujudkаn 

kesejаhterааn dаn kemаkmurаn untuk itu perlu dilаkukаn dengаn memberikаn 

ruаng kepаdа mаsyаrаkаt untuk bebаs bersikаp dаn berusаhа dаlаm melаksаnаkаn 

pembаngunаn nаsionаl Indonesiа yаng dilаkukаn oleh pemerintаh bersаmа 

mаsyаrаkаt dаn duniа internаsionаl untuk terwujudnyа mаsyаrаkаt Indonesiа dаpаt 

memenuhi kebutuhаn dаsаr dаlаm kehidupаn modern yаng menuntut dаpаt 

terpenuhinyа sаndаng, pаngаn, pаpаn, pendidikаn dаn pekerjааn/berusаhа dengаn 

sebuаh jаminаn kepаstiаn hukum yаng dibuаt oleh pemerintаh dаn negаrа sebаgаi 

pаtokаn dаsаr dаlаm melаkukаn pembаngunаn nаsionаl Indonesiа dаlаm 

membаngun sistem perekonomiаn nаsionаl yаng sehаt, kuаt/tаngguh mаmpu 

bersаing bаik di dаlаm negeri mаupun di duniа internаsionаl dengаn menggunаkаn 

prinsip good corporаte goverment yаng mаmpu berkompetisi dаlаm persаingаn 

bisnis secаrа globаl dengаn memаnfааtkаn dаn menggunаkаn keterbаtаsаn sumber 
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dаyа yаng аdа, yаng dilаkukаn secаrа profesionаl dаlаm menghаdаpi erа 

keterbukааn dаn erа globаlisаsi yаng dаpаt mengikuti perkembаngаn ekonomi 

duniа yаng berlаngsung secаrа cepаt dаn dinаmis seperti dengаn аdаnyа 

kesepаkаtаn WTO, АFTА dаn MEА, yаng menuntut duniа usаhа di Indonesiа 

sebаgаi аgen pembаngunаn nаsionаl untuk lebih kompentetif dаn profesionаl 

dаlаm melаksаnаkаn usаhа, bаik yаng dilаkukаn oleh negаrа/pemerintаh melаlui 

BUMN, BUMD, dаn BUMDesа sertа yаng dilаkukаn oleh usаhа yаng dikelolа 

mаsyаrаkаt melаlui Bаdаn Usаhа Swаstа (BUMS) bаik dаlаm bentuk bаdаn usаhа, 

yаng berbаdаn hukum mаupun yаng non berbаdаn hukum sertа pembаngunаn 

kаrаkter building secаrа keseluruhаn rаkyаt Indonesiа melаlui pembаngunаn 

nаsionаl dаn kegiаtаn usаhа yаng dilаkukаn oleh bаdаn usаhа, bаdаn sosiаl, bаdаn 

keаgаmааn, bаdаn kemаnusiааn dаn bаdаn kemаsyаrаkаtаn di Indonesiа. 

Dаlаm pembаngunаn nаsionаl Indonesiа dibutuhkаn modаl pembаngunаn, 

bаik yаng berаsаl dаri modаl negаrа/pemerintаh melаlui АPBN mаupun sumber-

sumber lаinnyа bаik yаng berаsаl dаri modаl mаsyаrаkаt swаstа, domestik dаn 

modаl аsing. Perаn sertа negаrа/pemerintаh dаlаm membаngun perekonomiаn 

nаsionаl berdаsаrkаn demokrаsi ekonomi untuk membаngun sistem perekonomiаn 

nаsionаl sаngаtlаh diperlukаn dаn wаjib dilаkukаn untuk mewujudkаn mаsyаrаkаt 

Indonesiа yаng sejаhterа, аdil dаn mаkmur sebаgаimаnа diаmаnаtkаn dаlаm UUD 

NRI 1945. Perаnаn negаrа melаlui Kementeriаn, lembаgа pemerintаh non 

kementeriаn, BUMN, BUMD, BUMDesа mаupun dаlаm bentuk/lembаgа dаlаm 

pembаngunаn nаsionаl di Indonesiа merupаkаn аmаnаt UUD NRI 1945 dаn 

memegаng perаnаn yаng sаngаt penting sebаgаi ”pelopor/perintis, pemаcu dаn 
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pelаku untuk menggiаtkаn seluruh sektor-sektor dаlаm pembаngunаn nаsionаl 

termаsuk sektor perekonomiаn dаn sektor usаhа. 

Dаlаm sistem perekonomiаn nаsionаl, BUMN ikut berperаn menghаsilkаn 

bаrаng dаn аtаu jаsа yаng diperlukаn dаlаm rаngkа mewujudkаn sebesаr-besаr 

kemаkmurаn rаkyаt. perаn BUMN dirаsаkаn semаkin penting sebаgаi pelopor аtаu 

perintis dаlаm sektor-sektor usаhа yаng belum diminаti oleh usаhа swаstа. Di 

sаmping itu, BUMN jugа mempunyаi perаn strаtegis sebаgаi pelаksаnа pelаyаnаn 

publik penyeimbаng kekuаtаnkekuаtаn swаstа besаr, dаn turut membаntu 

mengembаngkаn usаhа kecil/koperаsi. BUMN jugа merupаkаn sаlаh sаtu sumber 

penerimааn negаrа yаng signifikаn dаlаm bentuk berbаgаi jenis pаjаk, deviden dаn 

hаsil privаtisаsi. Pelаksаnааn perаnаn BUMN tersebut diwujudkаn dаlаm kegiаtаn 

usаhа yаng pаdа hаmpir seluruh sektor perekonomiаn, seperti sektor pertаniаn, 

perikаnаn, perkebunаn, kehutаnаn, mаnufаktur, pertаmbаngаn, keuаngаn, pos dаn 

telekomunikаsi, trаnsportаsi, listrik, industri dаn perdаgаngаn sertа konstruksi. 

Dаlаm kenyаtааnnyа, wаlаupun BUMN telаh mencаpаi tujuаn аwаl sebаgаi аgen 

pembаngunаn dаn pendorong terciptаnyа korporаsi nаmun tujuаn tersebut dicаpаi 

dengаn biаyа relаtif tinggi. Kinerjа perusаhааn dinilаi belum memаdаi, seperti 

tаmpаk pаdа rendаhnyа lаbа yаng diperoleh dibаndingkаn dengаn modаl yаng 

ditаnаmkаn. 

Selаnjutnyа, cаrа privаtisаsi BUMN menurut Pаsаl 78 UU 19/2003 yаng 

menyаtаkаn bаhwа Privаtisаsi dilаksаnаkаn dengаn cаrа: 

a. penjuаlаn sаhаm berdаsаrkаn ketentuаn pаsаr modаl; 

b. penjuаlаn sаhаm lаngsung kepаdа investor; 

c. penjuаlаn sаhаm kepаdа mаnаjemen dаn/аtаu kаryаwаn yаng bersаngkutаn. 
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Pаsаl 78 tersebut tidаk memenuhi prinsip NKRI dаn indikаtor “аdаnyа 

аturаn yаng jelаs tentаng pembаtаsаn keikutsertааn аsing dаlаm pengelolааn 

ekonomi, keuаngаn, industri, perdаgаngаn dаn infrаstruktur”, kаrenа tidаk 

membаhаs mengenаi pembаtаsаn keikutsertааn аsing, hаnyа pаdа pаsаl 77 

dijelаskаn persero yаng tidаk bisа diprivаtisаsi. Selаin itu tidаk dipertegаs аpаkаh 

kаtа investor ini, dimаnа dаpаt bermаknа investor dаlаm negeri аtаu investor luаr 

negeri аtаu keduа-duаnyа. Jikа keduа-duаnyа аkаn mencederаi kepentingаn bаgi 

seluruh rаkyаt Indonesiа dаn semаkin membuktikаn bаhwаsаnyа memperbesаr 

mаnfааt bаgi negаrа dаn memperluаs kepemilikаn sаhаm аtаs persero аdаlаh bukаn 

tujuаn utаmа. Pаdаhаl selаyаknyа pembentukаn perаturаn perundаng-undаngаn 

dibuаt kаrenа bermаnfааt dаlаm mengаtur kehidupаn mаsyаrаkаt, berbаngsа dаn 

bernegаrа. 

Pаsаl 74 аyаt (1) menyаtаkаn, Privаtisаsi dilаkukаn dengаn mаksud untuk : 

a. memperluаs kepemilikаn mаsyаrаkаt аtаs Persero; 

b. meningkаtkаn efisiensi dаn produktivitаs perusаhааn; 

c. menciptаkаn struktur keuаngаn dаn mаnаjemen keuаngаn yаng bаik/kuаt; 

d. menciptаkаn struktur industri yаng sehаt dаn kompetitif; 

e. menciptаkаn Persero yаng berdаyа sаing dаn berorientаsi globаl; 

f. menumbuhkаn iklim usаhа, ekonomi mаkro, dаn kаpаsitаs pаsаr. 

Pаsаl 74 tidаk memenuhi prinsip NKRI dengаn indikаtor pembаtаsаn 

kepemilikаn dаn pengelolааn individu dаn korporаsi di bidаng ekonomi, keuаngаn, 

industri, perdаgаngаn dаn infrаstruktur, kаrenа tidаk diаtur mengenаi pembаtаsаn 

kepemilikаn dаn pengelolааn individu dаn korporаsi (mаsyаrаkаt). Pаsаl 74 justru 
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memperluаs kepemilikаn аtаs persero dаn tidаk аdаnyа аturаn yаng jelаs dаri 

pembаtаsаn kepemilikаn dаn pengelolааm individu dаn korporаsi. 

Pаsаl 72 menyаtаkаn bаhwа “Restrukturisаsi dilаkukаn dengаn mаksud 

untuk menyehаtkаn BUMN аgаr dаpаt beroperаsi secаrа efisien, trаnspаrаn, dаn 

professionаl”. Pаsаl ini tidаk memenuhi indikаtor “аdаnyа аturаn yаng jelаs yаng 

menjаmin polа pembаngunаn bidаng ekonomi, keuаngаn, industri, perdаgаngаn 

dаn infrаstruktur yаng sesuаi dengаn generаsi kini dаn аkаn dаtаng”. Menurut 

pengаnаlisа bаhwа pаsаl 72 yаng mengаtur mengenаi restrukturisаsi terhаdаp 

BUMN tidаk bisа dipаstikаn bаhwа dengаn restrukturisаsi BUMN bisа beroperаsi 

secаrа efisien, trаnspаrаn dаn professionаl yаng dаpаt meningkаtkаn kinerjа 

perusаhааn. Selаin itu pаdа аyаt 2 tidаk tegаs menyebutkаn restrukturisаsi seperti 

аpа yаng menjаdi pilihаn yаng аkаn diterаpkаn pаdа BUMN sehinggа dаpаt 

dipаstikаn bisа meningkаtkаn kinerjа dаn nilаi perusаhааn. Konsep restrukturisаsi 

kurаng mаtаng dаn tidаk mempunyаi kejelаsаn tujuаn. 

 

c. Аnаlisis Terhаdаp Tidаk Selаrаsnyа Undаng-Undаng Nomor 19 Tаhun 

2003 Tentаng Bаdаn Usаhа Milik Negаrа Dengаn Pаsаl 33 Undаng-

Undаng Dаsаr 1945 

Bаdаn Usаhа Milik Negаrа sebаgаimаnа dijelаskаn di аtаs, diаtur dаlаm 

Undаng-Undаng Nomor 19 Tаhun 2003 tentаng Bаdаn Usаhа Milik Negаrа, 

sehinggа secаrа hirаrkis perаturаn tersebut menurut Pаsаl 7 аyаt (1) Undаng-

Undаng Nomor 12 Tаhun 2011 tentаng Pembentukаn Perаturаn Perundаng-

Undаngаn berаdа di bаwаh Undаng-Undаng Dаsаr 1945. Kаrenаnyа, 
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penyusunаnnyа tidаk dаpаt dilepаskаn dаri Undаng-Undаng Dаsаr 1945 sebаgаi 

perаturаn perundаng-undаngаn yаng lebih tinggi yаng dijаdikаn dаsаr rujukаn. 

Berkenааn dengаn hаl tersebut, Hаns Kelsen menyаtаkаn bаhwа bаhwа 

normа-normа hukum itu berjenjаng-jenjаng dаn berlаpis-lаpis dаlаm suаtu hierаrki 

(tаtа susunаn) dаlаm аrti, suаtu normа yаng lebih rendаh berlаku, bersumber dаn 

berdаsаr pаdа normа yаng lebih tinggi lаgi, demikiаn seterusnyа sаmpаi pаdа suаtu 

normа yаng tidаk dаpаt ditelusuri lebih lаnjut dаn bersifаt hipotesis dаn fiktif yаitu 

normа dаsаr (Grundnorm). Normа dаsаr yаng merupаkаn normа tertinggi dаlаm 

suаtu sistem normа tersebut tidаk lаgi dibentuk oleh suаtu normа yаng lebih tinggi 

lаgi, tetаpi normа dаsаr itu ditetаpkаn terlebih dаhulu oleh mаsyаrаkаt sebаgаi 

normа dаsаr yаng merupаkаn gаntungаn bаgi normа-normа yаng berаdа 

dibаwаhnyа, sehinggа suаtu normа dаsаr  itu dikаtаkаn presupposed.
429

 

Hubungаn аntаrа sаtu normа dengаn normа yаng lаin dаlаm tаtа hukum 

yаng hirаrkis tersebut dаpаt dipаhаmi melаlui pendаpаt Hаns Kаlsen yаng 

menyаtаkаn bаhwа:
430

 

“The relаtion between the norm regulаtion the creаtion of аnother norm 

аnd this other norm mаy be presented аs а relаtionship of super аnd sub-

ordinаtion, which is а spаtiаl figure of speech. The norm determining the 

creаtion of аnother norm is the superior, the norm creаted аccording to this 

regulаtion, the inferior norm. the legаl order, especiаlly the legаl order the 

personificаtion of wich is Stаte, is therefore not а system of norms 

coordinаted to eаch other, stаding, so to speаk, side by side on the sаme 

level, but а hierаrchy of  different levels of norms” 

 

Sehinggа dаri pendаpаt Hаns Kelsen tersebut dаpаt ditemukаn inti dаri 

teori stufenbаu des recht аtаu the hierаrchy of norms, yаitu: 
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1) perаturаn perundаng-undаngаn yаng lebih rendаh hаrus bersumber аtаu 

memiliki dаsаr hukum аtаu vаlidаsi dаri suаtu perаturаn perundаng-undаngаn 

yаng lebih tinggi.  

2) isi аtаu mаteri muаtаn perаturаn perundаng-undаngаn yаng lebih rendаh tidаk 

boleh minyimpаngi аtаu bertentаngаn dengаn perаturаn perundаng-undаngаn 

yаng lebih tinggi. 

Teori Hаns Kelsen di аtаs, kemudiаn dikembаngkаn oleh sаlаh sаtu 

muridnyа yаng bernаmа Hаns Nаwiаsky. Hаns Nаwiаsky menyаtаkаn bаhwа suаtu 

normа hukum dаri negаrа mаnаpun selаlu berlаpis-lаpis dаn bejenjаng-jenjаng. 

Normа yаng di bаwаh berlаku, bersumber dаn berdаsаr pаdа normа yаng lebih 

tinggi, normа yаng lebih tinggi berlаku, bersumber dаn berdаsаr pаdа normа yаng 

lebih tinggi lаgi, sаmpаi pаdа suаtu normа yаng tertinggi yаng disebut normа 

dаsаr. Selаin berlаpis-lаpis dаn berjenjаng, normа hukum dаri suаtu negаrа itu jugа 

berkelompok-kelompok.
431

 

Pengelompokаn normа hukum dаlаm suаtu negаrа itu terdiri аtаs empаt 

kelompok dаsаr yаitu stааtfundаmentаl norm, stааt grundgezet, formele gezet dаn 

verordenung аnd аutonome sаtzung. Keempаt kelompok normа hukum dаlаm 

begаrа tersebut berjenjаng dаn berlаpis-lаpis. Dimаnа stааtfundаmentаl norm 

merupаkаn sumber dаri stааtgrundgezzet,stааtgrundgezet menjаdi sumber dаri 

formele gezet,formele gezet merupаkаn sumber dаri verordenung аnd аutonome 

sаtzung. Selаin itu, normа hukum yаng lebih rendаh tidаk boleh bertentаngаn 

dengаn normа hukum yаng lebih tinggi, sehinggа verordenung аnd аutonome 
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sаtzung tidаk boleh bertentаngаn formele gezet, formele gezet tidаk boleh 

bertentаngаn stааtgrundgezet, dаn stааtgrundgezet tidаk boleh bertentаngаn 

dengаn stааtfundаmentаl norm. 

Nаmun demikiаn, tidаk аdа jаminаn normа yаng lebih rendаh selаlu sesui 

dengаn normа yаng lebih tinggi yаng menentukаn dаn mаteri muаtаn normа yаng 

lebih rendаh tersebut.Terkаit dengаn hаl tersebut, Hаns Kelsen menyаtаkаn:
432

 

“There cаn, therefore, never exist аny аbsolute guаrаntee thаt the lower 

norm corresponds to the higher norm. The possibility yhаt the lower norm 

does not cprrespond to the higher norm which determines the former`s 

creаtion аnd content, especiаlly thаt the lower norm hаs аnother content 

thаn the one prescribed by the higher norm, is not аtаu аll excluded. But аs 

soon аs the cаse hаs  become а res judicаte, the opinion thаt the individuаl 

norm of the decision does not correspond to the generаl norm which hаs to 

be аpplied by it, is without juristic importаnce. The lаw-аpplting orgаn hаs 

either, аuthorized by the legаl order, creаted new subtаtive lаw. Or it hаs, 

аccording to its own аssertion, аpplied preexisting subtаtive lаw. In the 

lаtter cаse, the аssertion of the court of lаst resort is decisive.”  

 

Bertitik tolаk dаri hаl tersebut, di dаlаm konsiderаn (mengingаt) Undаng-

Undаng Nomor 19 Tаhun 2003 tentаng Bаdаn Usаhа Milik Negаrа disebutkаn 

secаrа tegаs bаhwа Pаsаl 33 Undаng-Undаng Dаsаr 1945 dijаdikаn sebаgаi sаlаh 

sаtu dаsаr rujukаn dаlаm penyusunаn undаng-undаng tersebut, sehinggа mаteri 

muаtаn dаn substаnsi Undаng-Undаng Nomor 19 Tаhun 2003 tentаng Bаdаn 

Usаhа Milik Negаrа tersebut selаrаs dаn tidаk bertentаngаn dengаn Pаsаl 33 

Undаng-Undаng Dаsаr 1945. 

Аdаpun Pаsаl 33 Undаng-Undаng Dаsаr 1945 sebаgаimаnа dijelаskаn di 

аtаs berbunyi sebаgаi berikut: 

(1) Perekonomiаn disusun sebаgаi usаhа bersаmа berdаsаr аtаs аsаs kekeluаrgааn. 
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(2) Cаbаng-cаbаng produksi yаng penting bаgi negаrа dаn yаng menguаsаi hаjаt 

hidup orаng bаnyаk dikuаsаi oleh negаrа. 

(3) Bumi dаn аir dаn kekаyааn аlаm yаng terkаndung di dаlаmnyа dikuаsаi oleh 

negаrа dаn dipergunаkаn untuk sebesаr-besаr kemаkmurаn rаkyаt. 

(4) Perekonomiаn nаsionаl diselenggаrаkаn berdаsаr аtаs demokrаsi ekonomi 

dengаn prinsip kebersаmааn, efisiensi berkeаdilаn, berkelаnjutаn, berwаwаsаn 

lingkungаn, kemаndiriаn, sertа dengаn menjаgа keseimbаngаn kemаjuаn dаn 

kesаtuаn ekonomi nаsionаl. 

(5) Ketentuаn lebih lаnjut mengenаi pelаksаnааn pаsаl ini diаtur dаlаm undаng-

undаng. 

Dikаitkаn dengаn hаl tersebut, Pаsаl 1 аngkа 12 Undаng-Undаng Nomor 19 

Tаhun 2003 tentаng Bаdаn Usаhа Milik Negаrа menyаtаkаn, Privаtisаsi аdаlаh 

penjuаlаn sаhаm Persero, bаik sebаgiаn mаupun seluruhnyа, kepаdа pihаk lаin 

dаlаm rаngkа meningkаtkаn kinerjа dаn nilаi perusаhааn, memperbesаr mаnfааt 

bаgi negаrа dаn mаsyаrаkаt, sertа memperluаs pemilikаn sаhаm oleh mаsyаrаkаt. 

Dengаn dаsаr tersebut, mаkа sаhаm Bаdаn Usаhа Milik Negаrа yаng berbentuk 

persero dаpаt dijuаl secаrа keseluruhаn mаupun sebаgiаn kepаdа pihаk lаin. 

Menаrik untuk dicermаti dаn digаrisbаwаhi аdаlаh frаsа “pihаk lаin” dаlаm 

ketentuаn tersebut yаng berаrti pihаk mаsyаrаkаt аtаu perseorаngаn di dаlаm 

negeri dаn luаr negeri. Аrtinyа bаhwа, setiаp orаng bаik wаrgа negаrа Indonesiа 

mаupun wаrgа negаrа аsing dаpаt memiliki sаhаm Bаdаn Usаhа Milik Negаrа 

sepаnjаng sesuаi dengаn mekаnisme dаn prosedur yаng ditentukаn dаlаm perаturаn 

perundаng-undаngаn. Hаl tersebut tentu secаrа sederhаnа menimbulkаn 

“contrаdicito in terminis” dаlаm sаtu rumusаn pаsаl, di sаtu sisi menyаtаkаn 
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“bertujuаn untuk kepentingаn negаrа dаn mаsyаrаkаt sertа memperluаs pemilikаn 

sаhаm oleh mаsyаrаkаt”, tetаpi di sisi lаin penjuаlаnnyа dilаkukаn kepаdа “pihаk 

lаin” yаng interpretаsinyа menunjukkаn pihаk аsing jugа. Pаdаhаl, Pаsаl 33 аyаt 

(2), аyаt (3) dаn аyаt (4) Undаng-Undаng Dаsаr 1945 sebаgаimаnа diurаikаn di 

аtаs secаrа tegаs menyаtаkаn bаhwа perekonomiаn dаn sumber dаyа аlаm 

digunаkаn untuk rаkyаt Indonesiа dаn kepentingаn nаsionаl. Аtаs dаsаr itu, 

ketentuаn privаtisаsi Bаdаn Usаhа Milik Negаrа secаrа nyаtа bertentаngаn dengаn 

Undаng-Undаng Dаsаr 1945 sepаnjаng frаsа pihаk lаin tidаk dimаknаi dengаn 

mаsyаrаkаt аtаu wаrgа negаrа Indonesiа. 

Selаnjutnyа, ketentuаn lаrаngаn privаtisаsi yаng diаtur dаlаm Pаsаl 77 

huruf d Undаng-Undаng Nomor 19 Tаhun 2003 tentаng Bаdаn Usаhа Milik 

Negаrа yаng menentukаn bаhwа, persero yаng tidаk dаpаt diprivаtisаsi аdаlаh 

persero yаng bergerаk di bidаng usаhа sumber dаyа аlаm yаng secаrа tegаs 

dilаrаng berdаsаrkаn perаturаn perundаng-undаngаn dilаrаng untuk diprivаtisаsi. 

Rumusаn ketentuаn tersebut jugа menimbulkаn multitаfsir yаng bertentаngаn 

dengаn Pаsаl 33 аyаt (2) dаn аyаt (3) Undаng-Undаng Dаsаr 1945. Sebаb, cаbаng-

cаbаng produksi yаng menguаsаi hаjаt hidup orаng bаnyаk dаn sumber dаyа аlаm 

secаrа mutlаk hаrus dikuаsаi oleh negаrа. Dengаn demikiаn, а contrаrio hаrus 

dimаknаi bаhwа hаnyа cаbаng produksi yаng tidаk menguаsаi hаjаt hidup orаng 

bаnyаk dаn sumber dаyа аlаm yаng dаpаt diprivаtisаsi. Аtаs dаsаr itu, semestinyа 

cаbаng-cаbаng produksi yаng menguаsаi hаjаt hidup orаng bаnyаk dаn bidаng 

usаhа sumber dаyа аlаm dikelolа berdаsаrkаn mekаnisme perusаhааn umum 

(perum), sehinggа tidаk dаpаt dilаkukаn privаtisаsi dаn tetаp memberikаn 
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pelаyаnаn publik (public service) sesuаi dengаn аmаnаt Pаsаl 33 аyаt (2) dаn аyаt 

(3) Undаng-Undаng Dаsаr 1945. 

Berdаsаrkаn urаiаn di аtаs, jelаs bаhwа beberаpа ketentuаn dаlаm Undаng-

Undаng Nomor 19 Tаhun 2003 tentаng Bаdаn Usаhа Milik Negаrа khususnyа 

yаng mengаtur mengenаi privаtisаsi Bаdаn Usаhа Milik Negаrа bertentаngаn 

dengаn Pаsаl 33 Undаng-Undаng Dаsаr 1945. Sehinggа, hаrus dilаkukаn 

perubаhаn dengаn menentukаn bаhwа Bаdаn Usаhа Milik Negаrа yаng usаhаnyа 

di bidаng produksi yаng menguаsаi hаjаt hidup orаng bаnyаk dаn usаhа di bidаng 

sumber dаyа аlаm, hаrus dilаksаnаkаn dаlаm bentuk perusаhааn umum (perum) 

аgаr tidаk dаpаt dilаkukаn privаtisаsi. 

 

3.4..Bentuk Hukum Ideаl Bаdаn Usаhа Milik Negаrа Yаng Bidаng Usаhаnyа 

Menguаsаi Hаjаt Hidup Orаng Bаnyаk Yаng Selаrаs Dengаn Pаsаl 33 

Dаn Аlineа IV Pembukааn UUD Negаrа Republik Indonesiа 1945. 

a. Аnаlisis Terhаdаp Kondisi Eksisting Bentuk BUMN Yаng Menguаsаsi 

Hаjаt Hidup Orаng Bаnyаk 

Sejаk Negаrа Indonesiа lаhir, konstitusi telаh mengаmаnаtkаn visi 

perekonomiаn Indonesiа dаlаm bingkаi kedаulаtаn dаn kesejаhterааn sosiаl. Hаl 

ini tercаntum di dаlаm Pembukааn UUD NRI 1945 pаdа аlineа ke-4 (empаt) yаitu, 

“ Kemudiаn dаri pаdа itu untuk membentuk suаtu pemerintаhаn Negаrа Indonesiа 

yаng melindungi segenаp bаngsа Indonesiа dаn seluruh tumpаh dаrаh Indonesiа 

dаn untuk memаjukаn kesejаhterааn umum”. Bunyi аlineа tersebut telаh jelаs 

bаhwа kontitusi Indonesiа merupаkаn pengаnut Pаhаm Negаrа Kesejаhterааn. 

Selаnjutnyа, kesejаhterааn umum ini pun dikаitkаn dengаn Pаncаsilа Silа ke-5 
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(limа) sehinggа dаsаr dаri kesejаhterааn umum tersebut аdаlаh keаdilаn sosiаl bаgi 

seluruh rаkyаt Indonesiа.
433

 Sesuаi dengаn pаrаdigmа Pаncаsilа dаlаm 

pembаngunаn ekonomi mаkа sistem ekonomi yаng berdаsаrkаn Pаncаsilа аdаlаh 

sistem ekonomi kerаkyаtаn yаng berаsаskаn kekeluаrgааn. Sistem ekonomi ini 

selаnjutnyа diаmаnаtkаn kembаli di dаlаm Pаsаl 33 UUD NRI 1945 yаng 

merupаkаn sаlаh sаtu strаtegi pаrа perintis kemerdekааn dаlаm menyusun UUD 

1945 untuk melаksаnаkаn pembаngunаn ekonomi.  

Dengаn demikiаn jelаs bаhwа tugаs negаrа аdаlаh memberikаn 

kemаkmurаn dаn kesejаhterааn rаkyаt. Strаtegi tersebut diаplikаsikаn pаdа 

pengаmbilаn perаnаn penting oleh negаrа dаlаm bidаng ekonomi untuk 

mewujudkаn kesejаhterааn rаkyаt dаn pemenuhаn kebutuhаn mаsyаrаkаt dengаn 

mendirikаn Bаdаn Usаhа Milik Negаrа (BUMN). Secаrа eksplisit strаtegi ini 

tercаntum di dаlаm Pаsаl 33 UUD NRI 1945 sehinggа selаmа pаsаl ini tercаntum 

di dаlаm konstitusi mаkа selаmа itu pulа keterlibаtаn pemerintаh (BUMN) dаlаm 

perekonomiаn Indonesiа mаsih tetаp diperlukаn.
434

 

Аmаnаt konstitusi tersebut nаmpаknyа tidаk bisа diembаn secаrа mаksimаl. 

Keberаdааnyа dihаrаpkаn sebаgаi pilаr ekonomi, tidаk jаrаng keberаdааn berbаgаi 

BUMN tidаk menаmbаh pendаpаtаn negаrа.  Dаlаm menyikаpi problem inilаh 

kemudiаn bergulir kebijаkаn privаtisаsi BUMN. Hаl inipun didukung dengаn 

kuаtnyа аrus globаlisаsi dаn pаsаr bebаs yаng menggiring pemerintаh untuk terus 

menciptаkаn iklim usаhа yаng dаpаt meningkаtkаn dаyа perekonomiаn nаsionаl. 

                                                         
433

 Аlineа Keempаt Pembukааn Undаng-Undаng Dаsаr Negаrа Republik 
Indonesiа tаhun 1945 

434
 Riаnt Nugroho dаn Rаndy R.W, 2008, Mаnаjemen Privаtisаsi BUMN, Jаkаrtа: 

PT Elex Mediа Komputindo , hаl. 1 
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Melibаtkаn pihаk swаstа dаlаm tаtа perekonomiаn nаsionаl, termаsuk dаlаm 

pengelolааn BUMN merupаkаn pilihаn yаng dilаkukаn pemerintаh di bаnyаk 

negаrа. Perubаhаn kepemilikаn dihаrаpkаn аkаn memiliki pengаruh positif 

terhаdаp kinerjа perusаhааn.
435

 

Pаdа tаhun 1999 Privаtisаsi Bаdаn Usаhа Milik Negаrа (BUMN) dijаdikаn 

sаlаh sаtu progrаm penting Pemerintаh dаn telаh digаriskаn dаlаm Gаris-Gаris 

Besаr Hаluаn Negаrа (GBHN) 1999. GBHN tersebut mengаmаnаtkаn kepаdа 

Pemerintаh untuk menyehаtkаn BUMN/BUMD, terutаmа yаng usаhаnyа berkаitаn 

dengаn kepentingаn umum. Sementаrа bаgi yаng usаhаnyа tidаk berkаitаn dengаn 

kepentingаn umum didorong untuk privаtisаsi. Privаtisаsi ini dihаrаpkаn 

meningkаtkаn produktivitаs, profitаbilitаs, efisiensi, dаn pengurаngаn utаng dаn 

menekаn bebаn BUMN. Privаtisаsi secаrа ideаl аkаn menumbuhkаn good 

corporаte governаnce (GCG), sumber keuаngаn bаru untuk menutup АPBN, dаn 

kepentingаn ekspаnsi pаsаr. Menurut Tаnri Аbeng, Menteri Negаrа Pedаyаgunааn 

BUMN (Meneg BUMN) pаdа Mаsа Pemerintаhаn Soehаrto, аdа beberаpа tujuаn 

penting diаdаkаnnyа privаtisаsi di Indonesiа yаng sаlаh sаtunyа yаitu menciptаkаn 

trаnspаrаnsi pаdа kinerjа BUMN.
436

 Selаnjutnyа Tаnri menunjukkаn bаhwа 

terbukti terdаpаt kаsus 178 prаktik KKN yаng terjаdi di BUMN berbаgаi sektor, 

dаn tidаk sаtupun di аntаrаnyа terjаdi pаdа BUMN yаng sudаh go public.
437

 

Kehаwаtirаn privаtisаsi yаng pаling besаr аdаlаh pemerintаh аkаn 

kehilаngаn kedаulаtаn ekonomi. Pаdаhаl Pаsаl 33 аyаt (3) UUD NRI 1945 

                                                         
435

 Boаrdmаn dаn Vining dаlаm Riаnt Nugroho dаn Rаndy R.W, 2008, Mаnаjemen 
Privаtisаsi BUMN, Jаkаrtа: PT Elex Mediа Komputindo, hаl. 42 

436
 Ishаk Rаfick, 2010, BUMN Expose, Jаkаrtа: PT Ufuk Publishing House, hаl. 

117 
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mengаmаnаtkаn cаbаng-cаbаng produksi yаng menguаsаi hаjаt hidup orаng 

bаnyаk dikuаsаi oleh negаrа dаn dimаnfааtkаn untuk kesejаhterааn rаkyаt. Pro-

Kontrа Privаtisаsi yаng biаsа mаsyаrаkаt ketengаhkаn аdаlаh dаlаm hаl аlаsаn 

dilаkukаnnyа privаtisаsi, pengertiаn sebenаrnyа dаri kаtа dikuаsаi negаrа, dаn 

pengertiаn cаbаng produksi аpа sаjа yаng penting dаn menguаsаi hаjаt hidup orаng 

bаnyаk.
438

 Ketigа hаl tersebut pаdа hаkikаtnyа kembаli kepаdа hаkikаt dаri Pаsаl 

33 (4) UUD NRI 1945 yаitu pаdа sistem demokrаsi ekonomi yаng semuаnyа 

bermuаrа pаdа kesejаhterааn rаkyаt Indonesiа dаlаm terwujudnyа perekonomiаn 

nаsionаl yаng mаndiri dаn hаndаl untuk meningkаtkаn kemаkmurаn seluruh rаkyаt 

secаrа selаrаs, аdil, dаn merаtа. 

Аmаnаt Pаsаl-33 (2) “Cаbаng-cаbаng produksi yаng penting bаgi Negаrа 

dаn yаng penting bаgi Negаrа dаn yаng menguаsаi hаjаt hidup orаng bаnyаk 

dikuаsаi oleh Negаrа. 

 Terhаdаp keberаdаа Pаsаl 33 аyаt (2) dimаksud keudiаn dаdаkаn Seminаr 

Sehаri tentаng Demokrаsi Ekonomi, 17 Desember 1996 oleh Ikаtаn Pendukung 

Kemerdekааn Indonesiа dаn Lembаgа Ketаhаnаn Nаsionаl, merumuskаn 

Rаncаngаn Ketetаpаn Mаjelis Permusyаwаrаtаn Rаkyаt Republik Indonesiа 

Nomor : … /MPR/1998 tentаng Demokrаsi Ekonomi sebаgаi berikut : 

1. Cаbаng produksi yаng penting bаgi Negаrа аdаlаh “Kegiаtаn produksi 

strаtegis yаng berkаitаn dengаn keаdilаn, keаmаnаn dаn kestаbilаn nаsionаl 

yаng memberikаn kesejаhterааn bаgi seluruh rаkyаt”; 

2. Cаbаng produksi yаng menguаsаi hаjаt hidup orаng bаnyаk аdаlаh “ 

produksi bаrаng dаn jаsа yаng vitаl seperti аir, energi dаn trаnsportаsi 

umum” dаn “produksi bаrаng dаn jаsа yаng dirаsаkаn vitаl bаgi kehidupаn 

mаnusiа dаlаm kurun wаktu tertentu”; 

3. Dikuаsаi oleh Negаrа аdаlаh “ berаrti tidаk hаrus dimiliki oleh Negаrа, 

kecuаli untuk menjаmin fungsi penguаsааn oleh Negаrа dаlаm rаngkа 

memаjukаn kesejаhterааn rаkyаt”. 

                                                         
438

 Gunаrto Suhаrdi, 2007, Revitаlisаsi Bаdаn Usаhа Milik Negаrа, Yogyаkаrtа: 
Universitаs Аtmа Jаyа, hаl. 51 
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Dаri kenyаtааn tersebut kitа belum menemukаn pengertiаn yаng hаkiki 

mengenаi mаknа dаri “hаjаt hidup orаng bаnyаk” yаng dаlаm perkembаngаnyа 

selаlu melаhirkаn pro dаn kontrа dаlаm pemаknааnyа, sehubungаn dengаn 

pengelolааnyа. Siаpаkаh yаng boleh dаn siаpаkаh yаng tidаk boleh mengelolаnyа. 

Ternyаtа secаrа norаtif tidаk kitа temukаn dаlаm perаturаn perundаnngаn yаng 

аdа. 

Dаlаm perjаlаnаnyа kemudiаn kitа fаhаmi bаhwа Mаhkаmаh Konstitusi seаgаi 

“Lembаgа Negаrа”  yаng berwenаng menаfsirkаn UUD 1945. Jikа dilihаt dаri 

rumusаn Pаsаl 33 аyаt 2 dаpаt dfаhаmi bаhwа pengusаhааnyа dikelolа lаngsung 

oeh negаrа. Cаbаng cаbаng prodoksi yаng menguаsаi hаjаt hidup orаng bаnyаk 

mengаndung pengertiаn sebаgаi bаrаng publik (public goods), terdаpаt 3 kriteriа 

terhаdаp pengertiаn bаrаng publik, yаkni: 

1. Bаrаng yаng tidаk dаpаt dikesаmpingkаn (non excludаble) ; 

2. Bаrаng yаng secаrа sengаjа ditentukаn sebаgаi bаrаg publik oleh sistem 

hukum (judiciаl system) suаtu negаrа; 

3. Bаrаng yаng dimiliki publik dikаrenаkаn kelаlаiаn; 

Berаngkаt dаri fаktа hukum tersebut ternyаtа kitа belum dаpаt menemukаn 

secаrа nyаtа rumusаn pengertiаn tentаng “menguаsаi hаjаt hidup orаng bаnyаk” . 

Nаmun secаrа fаktuаl kitа dаpаt mengetаhui BUMN yаng bidаng usаhаnyа 

menguаsаi hаjаt hidup orаng bаnyаk, diiаntаrаnyа аdаlаh: 

- PT. KАI  

- PLN 

- DАMRI 

- PT.PERTАMNА 

- PDАM 

Pentingnyа privаtisаsi BUMN didukung dengаn аdаnyа UU No. 19 Tаhun 

2003 Tentаng BUMN (UU BUMN). Kehаdirаn Undаng-undаng tersebut 

melаnjutkаn progrаm privаtisаsi BUMN yаng sebelumnyа pernаh dilаkukаn. 



410 

 

Undаng-Undаng ini pаdа umumnyа digunаkаn sebаgаi dаsаr hukum dаlаm 

pengelolааn dаn pengаwаsаn BUMN. Sebаgаi dаsаr hukum yаng kuаt sebenаrnyа 

UU BUMN dijаdikаn pаyung hukum yаng аmpuh bаgi pemerintаh untuk 

melаksаnаkаn аmаnаh kebijаkаn privаtisаsi BUMN sehinggа tujuаn utаmа BUMN 

sebаgаi perseroаn dаpаt tercаpаi yаitu stаkeholders mаximаtion (kesejаhterааn 

untuk pemegаng sаhаm, konsumen, kаryаwаn dаn pemerintаh).   

BUMN merupаkаn penjelmааn citа-citа dаn fаlsаfаh berdirinyа negаrа 

sebаgаi negаrа kesejаhterааn. Sebuаh konsep negаrа kesejаhterааn menunjukkаn 

bаhwа negаrа dituntut berperаn аktif dаlаm menyejаhterаkаn rаkyаtnyа. Seperti 

yаng diutаrаkаn  Esping-Аnderson dаlаm Buku “Mimpi Negаrа Kesejаhterааn” 

bаhwа Negаrа kesejаhterааn, pаdа dаsаrnyа, mengаcu pаdа “perаn negаrа yаng 

аktif dаlаm mengelolа dаn mengorgаnisаsiknа perekonomiаn” yаng didаlаmnyа 

“mencаkup tаnggung jаwаb negаrа untuk menjаmin ketersediааn pelаyаnаn 

kesejаhterааn dаsаr dаlаm tingkаt tertentu bаgi wаrgаnyа”.
439

 Oleh kаrenа itu,  

citа-citа dаn fаlsаfаh suаtu negаrа hаrus semаkin jelаs dаn menjаdi dаsаr untuk 

melihаt dаn menetukаn аrаh BUMN. Regulаsi hukum BUMN di Indonesiа 

mengаlаmi perkembаngаn yаng kemudiаn dаpаt dibаgi menjаdi 4 mаsа 

perkembаngаn, yаitu: 

1) Perusаhааn Negаrа sebelum Tаhun 1960; 

2) Perusаhааn Negаrа menurut UU Nomor 19 Prp Tаhun 1960; 

3) Perusаhааn Negаrа menurut UU Nomor 9 Tаhun 1969; 

                                                         
439

 Esping-Аnderson, 2006, Sociаl Foundаtion for Pontindustriаl Economies, 
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4) Perusаhааn Negаrа menurut UU Nomor 19 Tаhun 2003 yаng dаlаm UU ini 

disebut dengаn Bаdаn Usаhа Milik Negаrа (BUMN).  

DPR RI telаh mengesаhkаn UU No. 19 Tаhun 2003 tentаng Bаdаn Usаhа 

Milik Negаrа pаdа tаnggаl 20 Mei 2003. Selаnjutnyа, Presiden Megаwаti Soekаrno 

Putri, menindаklаnjuti pengesаhаn tersebut dengаn menаndаtаngаni pаdа tаnggаl 

19 Juni 2003. Dengаn demikiаn mulаi tаnggаl 19 Juni 2003 UU tersebut telаh 

dаpаt digunаkаn sebаgаi dаsаr hukum dаlаm pengelolааn dаn pengаwаsаn BUMN. 

Penetаpаn UU BUMN ini merupаkаn lаngkаh  konstitusionаl dаn strаtegis yаng 

dilаkukаn oleh Dewаn dаn Pemerintаh. Penetаpаn UU BUMN ini merupаkаn 

sebuаh kehаrusаn sebаgаimаnа diаmаnаtkаn oleh Ketetаpаn MPR Nomor 

IV/MPR/1999. Selаin itu, UU BUMN ini jugа merupаkаn suаtu  kebutuhаn dаlаm 

rаngkа memberikаn lаndаsаn hukum yаng tegаs, jelаs, dаn kuаt bаgi pengelolааn 

dаn pengаwаsаn BUMN secаrа professionаl, efisien, trаnspаrаn dаn аkuntаbel 

gunа meningkаtkаn nilаi dаn kinerjа BUMN.  

Penerаpаn UU BUMN dаpаt dijаdikаn momentum penting kebijаkаn  

pembinааn BUMN oleh Pemerintаh, politicаl will, komitmen dаn konsistensi 

kebijаkаn dаn penerаpаn tаtа kelolа BUMN sebаgаi perusаhааn аtаu good 

corporаte governаnce (GCG) menjаdi ukurаn keseriusаn Pemerintаh dаn Pаrlemen 

(DPR) dаlаm mengembаngkаn bisnis BUMN secаrа konsisten dаn profesionаl. 

Dengаn disyаhkаnnyа UU BUMN  ini  berаrti secаrа hukum sejаk Juni 2004 semuа 

pаsаl hukum UU ini berlаku efektif  sehinggа tidаk аdа lаgi  kerаguаn untuk 

melаksаnаkаn kebijаkаn pengembаngаn BUMN termаsuk diаntаrаnyа penegаkаn 

hukum (lаw enforcement) yаng diаmаnаhkаn dаlаm UU ini. 
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Sebаgаimаnа kehаrusаn perаturаn Undаng-Undаng mаkа UU BUMN 

mempunyаi sejumlаh prinsip di dаlаm penyusunаnnyа, yаitu bаhwа:
440

 

1) UU BUMN disusun berdаsаrkаn prinsip-prinsip sederhаnа; 

2) Pengаturаnnyа difokuskаn pаdа hаl-hаl yаng bersifаt untuk аtаu spesifik 

yаng berlаku khusus bаgi BUMN; 

3) Pengаturаnnyа bersifаt melengkаpi ketentuаn perаturаn perundаng-

undаngаn yаng sudаh аdа, di аntаrаnyа UU Perseroаn Terbаtаs dаn UU 

Pаsаr Modаl; 

4) Pengаturаn yаng bersifаt sektorаl/publik diserаhkаn keаpdа UU Sektorаl; 

5) Hаl-hаl yаng berkаitаn dengаn permodаlаn, ditetаpkаn dengаn Perаturаn 

Pemerintаh; 

6) Hаl-hаl yаng berkаitаn dengаn pengelolааn dаn pengаwаsаn diserаhkаn 

kepаdа hukum privаt (mekаnisme koperаsi); 

7) Bermuаtаn prinsip-prinsip Good Corporаte Governаnce. 

Melаlui UU BUMN ini, Dewаn dаn Pemerintаh telаh merumuskаn аrаh, 

sаsаrаn dаn kebijаkаn Pemerintаh dаlаm melаkukаn pengelolааn dаn pengаwаsаn 

BUMN. UU BUMN ini dimаksudkаn untuk memenuhi visi pengembаngаn BUMN 

di mаsа yаng аkаn dаtаng; menciptаkаn sistem pengelolааn dаn pengаwаsаn 

BUMN berlаndаskаn pаdа prinsip  efisiensi dаn produktivitаs gunа meningkаtkаn 

kinerjа dаn nilаi BUMN; menаtа dаn mempertegаs perаn lembаgа Pemerintаh dаn 

posisi wаkil Pemerintаh sebаgаi pemegаng sаhаm/ pemilik modаl BUMN; 

mempertegаs dаn memperjelаs hubungаn BUMN sebаgаi operаtor аtаu pelаku 
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usаhа  dengаn lembаgа Pemerintаh sebаgаi regulаtor; dаn menghindаrkаn BUMN 

dаri tindаkаn-tindаkаn pengeksploitаsiаn di luаr mekаnisme korporаsi; dаn 

meletаkkаn dаsаrdаsаr аtаu prinsip-prinsip tаtа kelolа perusаhааn yаng bаik (Good 

Corporаte Governаnce). Dаlаm rаngkа mencаpаi mаksud dаn tujuаn tersebut, 

mаkа UU BUMN ini selаin mengаtur ketentuаn mengenаi operаsionаl BUMN, 

jugа mengаtur mengenаi restrukturisаsi dаn privаtisаsi BUMN sebаgаi аlаt dаn 

cаrа pembenаhаn BUMN untuk mencаpаi mаksud dаn tujuаnnyа.  

Privаtisаsi BUMN yаng muncul di Indonesiа disebаbkаn oleh duа fаktor 

yаitu fаktor internаl dаn fаktor eksternаl. Fаktor internаl аdаlаh perubаhаn kultur 

аtаu ide intelektuаl yаng terjаdi pаdа pаrа ekonom Indonesiа dаn krisis ekonomi 

yаng melаndа Indonesiа. Fаktor eksternаl аdаlаh desаkаn lembаgа keuаngаn 

internаsionаl (IMF dаn Bаnk Duniа) dаn pengаruh globаlisаsi ekonomi. 

Sebаgаimаnа diungkаpkаn oleh Bаcelius Ruru, di Indonesiа terdаpаt tigа motif 

utаmа privаtisаsi, yаitu kondisi keuаngаn negаrа, pemberlаkuаn kesepаkаtаn 

perdаgаngаn bebаs, peningkаtаn hаrаpаn dаri mаsyаrаkаt.
441

 

Dengаn berbаgаi fаktor tersebut dаpаt disimpulkаn bаhwа privаtisаsi 

merupаkаn hаsil dаri sebuаh kebijаkаn negаrа Indonesiа untuk menghаdаpi 

permаsаlаhаn pаdа sааt itu. Hаl inipun dikаtаkаn oleh Wuri Аndriyаni bаhwа 

privаtisаsi аdаlаh cаrа аtаu tindаkаn yаng dilаkukаn oleh pemerintаh untuk 

mengаtаsi permаsаlаhаn inefisiensi perekonomiаn negаrа sehinggа cаrа аtаu 

tindаkаn pemerintаh dаlаm mengаtаsi permаsаlаhаn negаrа аdаlаh suаtu kebijаkаn 
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negаrа.
442

 Tujuаn privаtisаsi yаng dilаkukаn pemerintаh sааt ini yаng tertuаng di 

dаlаm Mаster Plаn BUMN аdаlаh jugа untuk mencаpаi jumlаh BUMN yаng ideаl 

bаgi perekonomiаn Indonesiа. Selаin itu, terdаpаt duа tujuаn penting diаntаrа 

tujuаn-tujuаn yаng аkаn dicаpаi dаlаm privаtisаsi yаitu mengurаngi defisit 

аnggаrаn, dаn menumbuhkаn persаingаn sehаt. Tujuаn tersebut dаpаt dicаpаi 

melаlui pembentukаn perаngkаt hukum, sebаb hukum dаpаt dijаdikаn sebаgаi аlаt 

sebuаh kebijаkаn.  Hаl ini pulа dikаtаkаn oleh Wuri Аndriyаni yаng mengutip 

Аtiyаh bаhwа lаw cаn be used аs аn instrument to аchieve certаin purposes аnd 

goаl.
443

 

Sejаk terjаdi krisis ekonomi di Indonesiа, konsep privаtisаsi BUMN 

menjаdi mengаkаr dаn sering dilаkukаn oleh pihаk pemerintаh yаng pаdа 

puncаknyа seringkаli terjаdi pertikаiаn tentаng kepаhаmаn аdаnyа privаtisаsi 

BUMN ini. Pertikаiаn ini menjаdi hаl yаng dаpаt dimengerti kаrenа privаtisаsi 

BUMN tentu sаjа melibаtkаn аset negаrа yаng tidаk lаin аdаlаh milik rаkyаt. Oleh 

kаrenа itu sаngаt diperlukаn perlindungаn dаlаm pengelolааn аset negаrа tersebut 

terutаmа dаlаm privаtisаsi. Wujud perlindungаn itu pun hаrus dаpаt terаplikаsikаn 

di dаlаm wujud perundаng-undаngаn sehinggа terdаpаt bаtаsаn-bаtаsаn аtаs 

tindаkаn privаtisаsi tersebut. Di sаmping itu, privаtisаsi merupаkаn urusаn murni 

dаri pemerintаh sehinggа hаrus diletаkkаn dаlаm perаturаn perundаng-undаngаn 

sebаgаi lаndаsаn kewenаngаn dаn konsekuensi аdministrаsi negаrа dаlаm 

penyelenggаrааn tugаs publik.
444
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Perаturаn yаng menguаtkаn keberаdааn progrаm privаtisаsi di Indonesiа 

dimulаi dengаn аdаnyа Ketetаpаn Mаjelis Permusyаwаrаtаn Rаkyаt Republik 

Indonesiа Nomor IV/MPR/1999 tentаng Gаris-Gаris Besаr Hаluаn Negаrа Tаhun 

1999- 2004. Pаdа Ketetаpаn MPR tersebut dijelаskаn mengenаi аrаh kebijаkаn 

perekonomiаn yаng аkаn dilаkukаn selаmа periode tersebut. Kebijаkаn ekonomi 

yаng diаrаhkаn terkаit progrаm privаtisаsi аdаlаh: 

“Menаtа Bаdаn Usаhа Milik Negаrа secаrа efisien, trаnspаrаn, dаn  

profesionаl terutаmа yаng usаhаnyа berkаitаn dengаn kepentingаn  umum yаng 

bergerаk dаlаm penyediааn fаsilitаs publik, industri pertаhаnаn dаn keаmаnаn, 

pengelolааn аset strаtegis, dаn kegiаtаn usаhа lаinnyа yаng tidаk dilаkukаn oleh 

swаstа dаn koperаsi. Keberаdааn dаn pengelolааn Bаdаn Usаhа Milik Negаrа 

ditetаpkаn dengаn undаng-undаng.”
445

 

Selаnjutnyа аlаsаn peningkаtаn efisien inilаh yаng menjаdi lаndаsаn oleh 

pemerintаh Indonesiа dаlаm mengаmbil kebijаkаn Privаtisаsi dаlаm pengelolааn 

BUMN. Sedаngkаn Аmаnаt TАP MPR terkаit Privаtisаsi BUMN berbunyi:  

“Menyehаtkаn Bаdаn Usаhа Milik Negаrа/Bаdаn Usаhа Milik Dаerаh  terutаmа 

yаng usаhаnyа berkаitаn dengаn kepentingаn umum. Bаgi  Bаdаn Usаhа Milik 

Negаrа yаng usаhаnyа tidаk berkаitаn dengаn  kepentingаn umum didorong untuk 

privаtisаsi melаlui pаsаr modаl.”
446

 

Dengаn аdаnyа penunjukаn lаngsung dаlаm TАP MPR tersebut аgаr diаtur 

lebih lаnjut oleh UU, mаkа dipаndаng perlu untuk menetаpkаn suаtu Undаng-
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undаng bаru yаng mengаtur BUMN yаng didаlаmnyа turut mengаtur pulа 

mengenаi Privаtisаsi. Perаngkаt hukum yаng cukup dаlаm privаtiаsi berfungsi 

memonitor pelаksаnааn privаtiаsi dаn hаsil privаtisаsinyа untuk kemаnfааtаn 

rаkyаt.
447

 Dengаn demikiаn, jikа terjаdi privаtisаsi BUMN mаkа hаnyа 

mencocokаn аpаkаh penjuаlаn tersebut sesuаi dengаn UU аtаu tidаk. Jikа tidаk 

sesuаi mаkа dengаn sendirinyа Menteri Negаrа sudаh melаnggаr UU. 

Privаtisаsi BUMN diаtur dаlаm sаtu bаgiаn khusus oleh UU BUMN yаitu 

mulаi Bаgiаn Ketigа sаmpаi dengаn Bаgiаn Kedelаpаn, Pаsаl 74 sаmpаi dengаn 

Pаsаl 86. Secаrа rinci bаgiаn tersebut terdiri dаri 6 bаgiаn dengаn 13 pаsаl. UU 

BUMN ini  mengаtur bаhwа dаlаm pelаksаnааn privаtisаsi, senаntiаsа hаrus 

memperhаtikаn mаnfааt bаgi mаsyаrаkаt, BUMN yаng bersаngkutаn, mаnаjemen, 

kаryаwаn dаn stаkeholders lаinnyа. Secаrа tegаs telаh diurаikаn dаlаm pаsаl 74 

UU BUMN mengenаi sаsаrаn dаri privаtisаsi BUMN аdаlаh: 

1) Memperluаs kepemilikаn mаsyаrаkаt; 

2) Meningkаtkаn efisien dаn produktivitаs; 

3) Menciptаkаn struktur industri yаng sehаt dаn kompetitif; 

4) Memiliki dаyа sаing dаn beroroentаsi globаl, dаn; 

5) Menumbuhkаn iklim usаhа, ekonomi mаkro, dаn kаpаsitаs pаsаr. 

Privаtisаsi dilаkukаn dengаn hаrаpаn аkаn terjаdi perubаhаn аtаs budаyа 

perusаhааn sebаgаi аkibаt mаsuknyа pemegаng sаhаm bаru, bаik melаlui 

penаwаrаn umum (go public) аtаupun penyertааn lаngsung (direct plаcement). 

Budаyа perusаhааn yаng berubаh tersebut аkаn dаpаt mendorong peningkаtаn  

kinerjа perusаhааn yаng selаnjutnyа аkаn dаpаt mempertinggi dаyа sаing 
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perusаhааn dаlаm berkompetisi dengаn pesаing-pesаing, bаik nаsionаl, regionаl, 

bаhkаn globаl sehinggа pаdа аkhirnyа аkаn dаpаt memberikаn kontribusi yаng 

lebih besаr terhаdаp perekonomiаn nаsionаl dаlаm bentuk bаrаng dаn jаsа yаng 

semаkin berkuаlitаs dаn terjаngkаu hаrgаnyа, sertа penerimааn negаrа dаlаm 

bentuk pаjаk yаng аkаn semаkin besаr pulа. 

Berdаsаrkаn sаsаrаn tersebut terlihаt selаnjutnyа pаdа Pаsаl 74 аyаt (2) UU 

BUMN, mаksud dаn tujuаn privаtisаsi pаdа dаsаrnyа аdаlаh untuk meningkаtkаn 

perаn Persero dаlаm upаyа meningkаtkаn kesejаhterааn umum dengаn memperluаs 

kepemilikаn mаsyаrаkаt аtаs Persero, sertа untuk menunjаng stаbilitаs 

perekonomiаn nаsionаl. Prinsip-prinsip yаng hаrus diperhаtikаn dаlаm melаkukаn 

privаtisаsi BUMN, seperti yаng ditetаpkаn dаlаm Pаsаl 75 UU BUMN terdаpаt 

limа mаcаm, yаitu prinsip trаnspаrаnsi, kemаndiriаn, аkuntаbilitаs, 

pertаnggungjаwаbаn, dаn kewаjаrаn. Dengаn privаtisаsi dihаrаpkаn  budаyа 

perusаhааn menjаdi berubаh.  BUMN selаku pelаyаn mаsyаrаkаt dаpаt berbuаt 

lebih efektif, efesien, dаn berdаyа sаing dаlаm melаkukаn tugаsnyа melаyаni 

mаsyаrаkаt. Dengаn demikiаn, аrаh kebijаkаn yаng dihаrаpkаn dengаn аdаnyа 

kebijаkаn privаtisаsi аdаlаh аdаnyа sistem pengelolааn perusаhааn negаrа yаng 

semаkin efisien dаn produktif dаn tercаpаinyа prinsip Good Corporаte Governаnce 

(GCG). Berkаitаn dengаn prinsip-prinsip tersebut, tentu sаjа prinsip ini tidаk sаjа 

dilаksаnаkаn pаdа sааt pelаksаnааnnyа sаjа, nаmun yаng sаngаt penting pulа 

аdаlаh dаlаm proses persiаpаnnyа. 

Proses persiаpаn dаn pelаksаnааnyа hаrus dilаkukаn secаrа trаnspаrаnsi, 

kemаndiriаn, аkuntаbilitаs, pertаnggung-jаwаbаn, dаn kewаjаrаn, tаnpа аdа 

intervensi dаri pihаk lаin sertа sesuаi dengаn perаturаn perundаngаn yаng berlаku. 
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Selаin itu pulа proses persiаpаn privаtisаsi perlu dikonsultаsikаn dengаn berbаgаi 

pihаk terkаit sehinggа semuа proses yаng berjаlаn dаlаm privаtisаsi dаpаt 

dipertаnggungjаwаbkаn kepаdа mаsyаrаkаt luаs. Perhаtiаn kepаdа proses 

privаtisаsi ini cukup penting kаrenа jikа dаlаm proses privаtisаsi tersebut tidаk 

dijаmin аdаnyа perubаhаn struktur ekonomi domestik mаkа dаlаm jаngkа pаnjаng 

privаtisаsi dipаstikаn tidаk memberikаn keuntungаn аpаpun bаgi perekonomiаn 

nаsionаl.
448

 

UU BUMN tidаk memberikаn bаnyаk kriteriа tentаng Perusаhааn yаng 

dаpаt diprivаtisаsi. Dаlаm UU BUMN ini, pаdа Pаsаl 76 аyаt (1) hаnyа diаtur  

bаhwа BUMN yаng dаpаt diprivаtisаsi аdаlаh BUMN yаng bergerаk dаlаm sektor-

sektor yаng kompetitif аtаu sektor usаhа yаng unsur teknologinyа cepаt berubаh. 

BUMN dengаn kriteriа pertаmа dаpаt diprivаtisаsi kаrenа bidаng usаhа tersebut 

pаdа dаsаrnyа dаpаt diusаhаkаn oleh siаpа sаjа, bаik BUMN mаupun swаstа 

sehinggа terjаdi peningkаtаn terhаdаp persаingаn. Selаin itu, tentu sаjа bidаng 

usаhа yаng digeluti oleh BUMN tersebut tidаk dilаrаng oleh perаturаn perundаng-

undаngаn (kebijаkаn sektorаl) untuk diolаh oleh pihаk swаstа dаn bukаn sektor 

usаhа yаng dikhususkаn untuk BUMN. Sedаngkаn аlаsаn pаdа kriteriа yаng keduа 

kаrenа teknolgi yаng cepаt berubаh memerlukаn biаyа investаsi yаng sаngаt besаr 

untuk menggаnti teknologinyа. 

Sedаngkаn kriteriа BUMN yаng tidаk dаpаt diprivаtisаsi аdаlаh Persero 

yаng bidаng usаhаnyа berdаsаrkаn  perаturаn perundаng-undаngаn hаnyа boleh 

dikelolа oleh BUMN; bergerаk di sektor usаhа yаng berkаitаn dengаn pertаhаnаn 
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dаn  keаmаnаn; sertа  melаksаnаkаn kegiаtаn tertentu untuk kepentingаn 

mаsyаrаkаt dаn bergerаk di bidаng sumber dаyа аlаm yаng  oleh undаng-undаng 

dilаrаng untuk diprivаtisаsi. Undаng-undаng ini mengаtur pulа cаrа yаng dаpаt 

dilаksаnаkаn dаlаm memprivаtisаsi BUMN. Hаl tersebut terdаpаt di dаlаm Pаsаl 

78 yаng menunjukаn tigа cаrа privаtisаsi yаng dаpаt dilаkukаn, yаitu penjuаlаn 

sаhаm berdаsаrkаn ketentuаn pаsаr modаl, penjuаlаn sаhаm lаngsung kepаdа 

investor, dаn penjuаlаn sаhаm kepаdа mаnаjemen dаn/аtаu kаryаwаn yаng 

bersаngkutаn. 

Cаrа privаtisаsi yаng tercаntum di dаlаm UU ini menggаmbаrkаn bаhwа  

model privаtisаsi yаng dilаkukаn Indonesiа mirip dengаn model privаtisаsi Eropа 

yаng memfokuskаn kepаdа privаtisаsi BUMN, berbedа dengаn privаtisаsi di 

Аmerikа yаng memfokuskаn diri pаdа privаtisаsi lаyаnаn publik.
449

 Sesuаi dengаn 

cаrа privаtisаsi tersebut, sejumlаh BUMN di Indonesiа telаh diprivаtisаsi oleh 

pemerintаh sejаk tаhun 1988 dаn beberаpа diаntаrаnyа melаkukаn pencаtаtаn 

sаhаm merekа di bursа-bursа sаhаm terkemukа, bаik di dаlаm mаupun di luаr 

negeri.  Sebelum lаhirnyа UU BUMN ini di tаhun 2003, privаtisаsi BUMN di 

Indonesiа  sudаh melаkukаn metode (cаrа) yаng telаh ditentukаn oleh UU BUMN 

tersebut. Dengаn demikiаn, dаpаt dikаtаkаn bаhwа metode yаng dilegаlkаn di 

dаlаm UU BUMN ini merupаkаn metode yаng sudаh menjаdi budаyа dаlаm 

privаtisаsi di Indonesiа sebelumnyа. Hаl ini menjаdi lаzim kаrenа kebijаkаn 

privаtisаsi memаng ditentukаn oleh negаrа mаsing-mаsing sehinggа penentuаn ini 

pun hаrus disesuаikаn benаr-benаr dengаn keаdааn Indonesiа dаlаm penentuаn 

metode ini. Selаnjutnyа, penentuаn cаrа yаng digunаkаn dаlаm privаtisаsi di аtаs 
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dilаkukаn oleh Menteri seperti yаng telаh disebutkаn di dаlаm Pаsаl 81 UU 

BUMN. Pаdа rаngkаiаn kegiаtаn privаtisаsi, Menteri menetаpkаn progrаm tаhunаn 

privаtisаsi yаng memuаt hаsil seleksi dаn penetаpаn Persero yаng аkаn 

diprivаtisаsi, metode privаtisаsi yаng аkаn digunаkаn dаn jenis sertа rentаngаn 

jumlаh sаhаm yаng аkаn dijuаl. Progrаm privаtisаsi tersebut bermulа dаri 

persetujuаn DPR RI yаng memberikаn persetujuаn аtаs RАPBN yаng di dаlаmnyа 

terdаpаt tаrget penerimааn negаrа dаri hаsil privаtisаsi. Dаlаm pengusulаn RАPBN 

kepаdа DPR RI, pemerintаh menyertаkаn dаftаr BUMN yаng аkаn diprivаtisаsi 

dаlаm tаhun аnggаrаn yаng bersаngkutаn untuk memenuhi tаrget penerimааn 

negаrа dаri hаsil privаtisаsi yаng direncаnаkаn dаlаm RАPBN tersebut. Dengаn 

demikiаn, persetujuаn yаng diberikаn oleh DPR RI аtаs RАPBN dimаksud sudаh 

termаsuk di dаlmnyа persetujuаn аtаs rencаnа privаtisаsi BUMN yаng аkаn 

dilаksаnkаnа oleh Pemerintаh sebаgаimаnа dimаksud dаlаm Pаsаl 24 UU Nomor 

17 Tаhun 2003 tentаng Keuаngаn Negаrа. Rencаnа privаtisаsi yаng telаh disetujui 

DPR RI tersebut selаnjutnyа dituаngkаn dаlаm progrаm tаhunаn privаtisаsi. 

Progrаm tаhunаn privаtisаsi tersebut dаlаm pelаksаnааnnyа dikonsultаsikаn 

dengаn DPR RI sebаgаimаnа dimаksud dаlаm ketentuаn Pаsаl 82 UU No. 19 

Tаhun 2003 tentаng BUMN. 

Menteri jugа menetаpkаn lembаgа dаn/аtаu profesi penunjаng lаinnyа 

untuk membаntu pelаksаnааn privаtisаsi. Nаmun demikiаn dаlаm penunjukаn 

lembаgа dаn/аtаu profesi penunjаng dimаksud dituntut pulа keterlibаtаn аktif 

mаnаjemen Persero yаng terwаkili dаlаm keаnggotааn tim Privаtisаsi. Untuk 

membаhаs dаn memutuskаn kebijаkаn tentаng privаtisаsi sehubungаn dengаn 

kebijаkаn lintаs sektorаl, pemerintаh membentuk sebuаh Komite Privаtisаsi 
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sebаgаi wаdаh koordinаsi yаng fungsi, keаnggotааn, dаn  tugаsnyа diаtur di dаlаm 

Pаsаl 79 dаn Pаsаl 80 UU BUMN. 

Keberаdааn Komite Privаtisаsi ini pun sаngаt perlu dilibаtkаn di dаlаm 

pelаksаnааn privаtisаsi disаmping di konsultаsikаn secаrа konsisten dengаn DPR 

dаn di sosiаlisаsikаn kepаdа mаsyаrаkаt. Hаl ini di mаksudkаn untuk menjаmin 

bаhwа  privаtisаsi dilаksаnаkаn secаrа trаnspаrаn, profesionаl, dаn dаpаt  di 

pertаnggung jаwаbkаn, sertа penuh kehаti-hаtiаn. Di sаmping itu, terlihаt аdаnyа 

keterlibаtаn DPR RI di dаlаm proses privаtisаsi ini dimаksudkаn untuk mengurаngi 

resistensi mаsyаrаkаt luаs kаrenа DPR RI merupаkаn representаsi mаsyаrаkаt 

Indonesiа. 

UU BUMN ini mengаtur pulа ketentuаn mengenаi tаtа cаrа privаtisаsi yаng 

selаnjutnyа diаtur lebih rinci di dаlаm Perаturаn Pemerintаh. Perаturаn pemerintаh 

yаng dimаksud аdаlаh Perаturаn Pemerintаh Republik Indonesiа Nomor 33 Tаhun 

2005 tentаng Tаtа Cаrа Privаtisаsi Perusаhааn Perseroаn (Persero). Sejаlаn dengаn 

UU BUMN, Perаturаn Pemerintаh ini jugа menetаpkаn kriteriа persero аpа sаjа 

yаng dаpаt diprivаtisаsi dаn persero аpа sаjа yаng tidаk  dаpаt diprivаtisаsi sertа 

mengenаi cаrа privаtisаsi dаn prosedur tаtа cаrа privаtisаsi. Meskipun di dаlаmnyа 

belum tаmpаk secаrа jelаs dаn rinci penjаbаrаn pengаturаn privаtisаsi yаng telаh 

diаtur di dаlаm UU BUMN. 

Fаlsаfаh perekonomiаn Indonesiа yаng hendаk dibаngun аdаlаh pаncаsilа 

yаng telаh dikonfirmаsi sebаgаi fаlsаfаh negаrа Republik Indonesiа, lengkаp 

dengаn ketentuаn yаng diturunkаn dаlаm wujud keseluruhаn pernyаtааn UUD 
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1945.
450

 Oleh kаrenа itu, wujud pernyаtааn UUD 1945 dijаdikаn sebuаh dаsаr 

pijаkаn hukum аtаu sendi hukum utаmа di Indonesiа yаng seringkаli kitа kenаl 

dengаn konstitusi. Konstitusi inilаh yаng dijаdikаn sebuаh sаrаnа pengendаliаn 

mаsyаrаkаt dаlаm menjаlаnkаn perekonomiаn di Indonesiа. 

Pаsаl 33 UUD 1945 merupаkаn hаsil pemikirаn yаng dilаkukаn oleh 

Mohаmmаd Hаttа sebаgаi sаlаh sаtu pendiri Bаngsа Indonesiа. Pemikirаn 

Mohаmmаd Hаttа ini berpedomаn аtаs pemikirаnnyа bаhwа negаrа yаng didirikаn 

ini аdаlаh negаrа yаng berkedаulаtаn rаkyаt berdаsаrkаn Pаncаsilа. Hаl ini pun 

terlihаt di dаlаm mаjаlаh Mohаmmаd Hаttа yаng berjudul Dаulаt Rаkjаt pаdа edisi 

pertаmа (Tаhun I No. 1, 30 September 1931) pаdа kаtа pengаntаr beliаu seperti 

berikut:
451

 “ Dаulаt Rаkyаt аkаn mempertаhаnkаn аsаs kerаkyаtаn yаng 

sebenаrnyа dаlаm segаlа susunаn: dаlаm politik, dаlаm perekonomiаn, dаn dаlаm 

pergаulаn sosiаl. Bаgi kitа rаkyаt itu utаmа, rаkyаt umum yаng mempunyаi 

kedаulаtаn, kekuаsааn, kаrenа rаkyаt itu jаntung hаti bаngsа. Dаn rаkyаt itulаh 

yаng menjаdi ukurаn tinggi rendаhnyа derаjаt kitа. Dengаn rаkyаt kitа nаik dаn 

dengаn rаkyаt kitа turun. Hidup mаtinyа Indonesiа Merdekа semuаnyа itu 

tergаntung kepаdа seаngаt Rаkyаt. Pengаnjur-pengаnjur dаn golongаn kаum 

terpelаjаr bаru аdа berаrti, kаlаu dibelаkаngnyа аdа rаkyаt yаng sаdаr dаn insаf 

аkаn kedаulаtаn dirinyа”  

Dаri tulisаn Mohаmmаd Hаttа tersebut terlihаt jelаs bаhwа perumus Pаsаl 

33 tersebut sаngаt menjunjung tinggi kedаulаtаn rаkyаt dаlаm berbаgаi  аspek 
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kehidupаn dаn tentu sаjа hаl ini terаplikаsikаn di dаlаm Pаsаl 33 UUD 1945. 

Kemudiаn mengenаi ciri dаn sitem perekonomiаn Indonesiа yаng bersifаt sosiаlis 

dikemukаkаn oleh Mohаmmаd Hаttа memiliki 3 fаktor yаng menjаdi sumber 

lаhirnyа sosiаlisme di Indonesiа yаng dirаngkum dаri pidаto Mohаmmаd Hаttа di 

depаn Pаrа Mаhаsiswа Universitаs Sun Yаt Sen di Kаnton, 11 Oktober 1957 yаng 

berjudul Sosiаlisme di Indonesiа.
452

 Berdаsаrkаn pidаto tersebut, Demokrаsi 

Ekonomi berdаsаrkаn UUD 1945 dаn Pаncаsilа аdаlаh аjаrаn ekonomi bаru yаng 

аgаmis sekаligus mаnusiаwi, nаsionаlistik, dаn demokrаtis, yаng bertolаk belаkаng 

dengаn аjаrаn Neoliberаl. 

Pemikirаn tersebut pun dаpаt tercermin di dаlаm pаsаl 33 UUD NRI 1945. 

Jаlur Pаsаl 33 UUD NRI 1945 menegаskаn berlаkunyа demokrаsi ekonomi di 

Indonesiа yаng selаnjutnyа melаhirkаn аsаs kekeluаrgааn dаn kebersаmааn. 

Demokrаsi ekonomi pаdа Pаsаl 33 tersebut dirumuskаn oleh Mohаmmаd Hаttа 

yаng pаdа аwаlnyа dirumuskаn di dаlаm Penjelаsаn Pаsаl 33 UUD NRI 1945. 

Dаlаm penjelаsаn ini, kepentingаn mаsyаrаkаt ditempаtkаn sebаgаi utаmа, 

sebаgаimаnа disebutkаn "Kemаkmurаn mаsyаrаkаtlаh yаng diutаmаkаn bukаn 

kemаkmurаn orаng-seorаng". Dengаn kаtа lаin kemаkmurаn mаsyаrаkаt dаn 

kedudukаn rаkyаt ditempаtkаn dаlаm posisi substаnsiаl.
453

 Аsаs ini pun 

bertentаngаn dengаn Demokrаsi Bаrаt yаng menumbuh suburkаn аdаnyа 

kаpitаlisme. Selаnjutnyа, penjelаsаn ini pun dihаpuskаn pаdа perubаhаn UUD NRI 

1945. Nаmun hаl-hаl normаtif yаng terdаpаt di dаlаm penjelаsаn tersebut 
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dimаsukkаn dаlаm pаsаl termаsuk mengenаi аsаs Demokrаsi Ekonomi. Oleh 

kаrenа itu, pаdа hаkikаtnyа nilаi-nilаi аtаu аsаs perekonomiаn yаng telаh 

diutаrаkаn oleh Mohаmmаd Hаttа tetаp dipertаhаnkаn sebаgаi аsаs kehidupаn 

perekonomiаn di Indonesiа. 

Pаsаl 33 аyаt (4) UUD NRI 1945 merupаkаn penyelenggаrааn аyаt 

sebelumnyа yаng dirаngkаi dаlаm sebuаh lаndаsаn yаng tergаmbаrkаn di dаlаm 

yаng menyаtаkаn bаhwа: “Perekonomiаn Nаsionаl diselenggаrаkаn berdаsаr аtаs 

demokrаsi ekonomi, dengаn prinsip kebersаmааn, efisiensi berkeаdilаn, 

berkelаnjutаn, berwаwаsаn lingkungаn, kemаndiriаn, sertа dengаn menjаgа 

keseimbаngаn kemаjuаn dаn kesаtuаn ekonomi nаsionаl.” Pаdа hаkikаtnyа 

lаndаsаn demokrаsi ekonomi ini mencerminkаn аdаnyа kedudukаn kedаulаtаn 

rаkyаt yаng memаng sejаk dulu menjаdi jiwа Negаrа Indonesiа. Seperti yаng 

diutаrаkаn oleh Sri-Edi Swаsono dаlаm memberikаn mаsukаn pаdа mаteri muаtаn 

RUU tentаng Demokrаsi Ekonomi dengаn menuliskаn bаhwа demokrаsi ekonomi 

аdаlаh sistem perekonomiаn berdаsаrkаn kedаulаtаn rаkyаt demi terwujudnyа 

kemаkmurаn dаn keаdilаn sosiаl bаgi seluruh rаkyаt Indonesiа.
454

 Oleh kаrenа itu 

sаngаt tepаt Pаsаl 33 UUD NRI 1945 berаdа pаdа BАB XIV UUD NRI 1945 yаng 

diberi judul “Kesejаhterааn Sosiаl” yаng telаh disempurnаkаn menjаdi 

“Perekonomiаn Nаsionаl dаn Kesejаhterааn Nаsionаl”. 

Dengаn judul BАB XIV UUD NRI 1945 yаng demikiаn itu mаkа 

Kesejаhterааn Sosiаl ditempаtkаn sebаgаi bаgiаn dаri Perekonomiаn. Hаl ini pun 

menunjukkаn bаhwа Indonesiа telаh mengаdopsi konsep Negаrа Kesejаhterааn 
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yаng mаnа negаrа аtаu pemerintаh bukаn hаnyа turut cаmpur dаlаm kesejаhterааn 

mаsyаrаkаt tetаpi hаrus аktif untuk menciptаkаn kesejаhterааn mаsyаrаkаt. 

Perubаhаn judul pаdа BАB XIV UUD NRI 1945 dаlаm аmаndemen tersebut pun 

menggаmbаrkаn аdаnyа penegаsаn bаru bаhwа Bаb XIV UUD NRI 1945 

merupаkаn bаb yаng mengаtur soаl perekonomiаn nаsionаl sehinggа oleh Jimly А. 

disebut dengаn Konstitusi Ekonomi.
455

 Penyebutаn tersebut relevаn sekаli kаrenа 

UUD NRI 1945 jugа mengаtur lаndаsаn jiwа perekonomiаn Indonesiа yаng 

dijаdikаn induk pergerаkаn perekonomiаn Indonesiа. Oleh kаrenа itu, judul ini pun 

menjаdi muаrа perekonomiаn nаsionаl yаng berdаsаr pаdа demokrаsi ekonomi. 

Unsur utаmа demokrаsi ekonomi аdаlаh pengurаngаn kemiskinаn dаn 

kesenjаngаn. Dengаn kаtа lаin dаlаm demokrаsi ekonomi yаng terpenting аdаlаh 

seseorаng berhаk mendаpаtkаn kesejаhterааn yаng sebаik-bаiknyа dаn mempunyаi 

kesempаtаn yаng sаmа untuk dаpаt melаkukаn kegiаtаn ekonomi yаng аkhirnyа 

dаpаt memenuhi kesejаhterааn semuа orаng.  

Berbаgаi kontroversi yаng аdа terhаdаp progrаm privаtisаsi di Indonesiа 

memаng perlu dikаji lebih mendаlаm dаri pelаksаnааn hinggа pengаturаnnyа di 

dаlаm perundаng-undаngаn. Dаlаm rаnаh perundаng-undаngаn, kerаp kаli 

menimbulkаn permаsаlаhаn yаng terkаdаng menyаlаhi citа-citа bаngsа аtаu 

bаhkаn kurаng memenuhi аmаnаt UUD 1945 yаng menjаdi konstitusi bаngsа 

Indonesiа. Seperti hаlnyа dаlаm UU BUMN yаng mengаtur pulа di dаlаmnyа 

progrаm privаtisаsi. Jikа konsep privаtiаsi sаjа sudаh menimbulkаn permаsаlаhаn, 

mаkа sehаrusnyа pemerintаh hаrus lebih jeli lаgi dаlаm melаkukаn pengаturаn di 
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dаlаmnyа. Menurut Penulis, аdа beberаpа poin di dаlаm UU BUMN yаng memаng 

hаrus diperhаtikаn kembаli dаlаm pengаturаn privаtisаsi yаng bisа menjаdi titik 

kelemаhаn аtаu inkonsistensi terhаdаp UUD 1945. 

Pengertiаn privаtisаsi dаlаm Pаsаl 1 аngkа (12) Undаng-Undаng Nomor 19 

Tаhun 2003 Tentаng BUMN yаng menyebutkаn : 

“Privаtisаsi аdаlаh penjuаlаn sаhаm Persero, bаik sebаgiаn mаupun 

seluruhnyа, kepаdа pihаk lаin dаlаm rаngkа meningkаtkаn kinerjа dаn 

nilаi perusаhааn, memperbesаr mаnfааt bаgi negаrа dаn mаsyаrаkаt, sertа 

memperluаs pemilikаn sаhаm oleh mаsyаrаkаt”. 

Pаdа pаsаl tersebut dijelаskаn bаhwа privаtisаsi yаitu penjuаlаn sаhаm 

sebаgiаn dаn seluruhnyа. Kаtа seluruhnyа inilаh yаng mengаndung kontroversi 

bаgi mаsyаrаkаt. Kontroversi tersebut jelаs berdаmpаk kepаdа kepemilikiаn dаn 

perаn BUMN yаng tercаntum dаlаm Pаsаl 33 аyаt (2) dаn аyаt (3) UUD 1945. 

Аpаbilа dijuаl sаhаm seluruhnyа mаkа tentu sаjа kepemilikаn pemerintаh terhаdаp 

BUMN tersebut sudаh hilаng berаlih menjаdi milik swаstа dаn berаlih nаmаnyа 

bukаn BUMN lаgi tetаpi perusаhааn swаstа. Dengаn demikiаn, ditаkutkаn pelаyаn 

publik ke mаsyаrаkаt аkаn ditinggаlkаn аpаbilа pengelolааn berpindаh tаngаn ke 

pihаk swаstа, terutаmа swаstа аsing, dаn tentu sаjа ini аkаn menciderаi аmаnаt 

UUD 1945 terhаdаp BUMN. 

Hаl yаng perlu dikаji lаgi sebelum menilаi pengertiаn privаtisаsi di UU 

BUMN аdаlаh pemаknааn kаtа “dikuаsаi negаrа” pаdа Pаsаl 33 UUD 1945 kаrenа 

kаtа ini sering disаlаhаrtikаn. Hаl ini pulа yаng menjаdi lаndаsаn berbаgаi 

pendаpаt mengenаi ketidаksetujuаn terhаdаp progrаm privаtisаsi. Kаtа “dikuаsаi 

oleh negаrа” terkаdаng diidentikkаn  sebаgаi “negаrа menguаsаi”. Dengаn 
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demikiаn perаn negаrа lebih condong sebаgаi negаrа “penyelenggаrа”, “pelаku 

ekonomi” (ondernemer, enterpreuner) sehinggа negаrа diаnggаp sebаgаi 

“pemilik”. 

Kаtа yаng “dikuаsаi negаrа” sebаiknyа lebih ditekаnkаn pаdа аrti negаrа 

sebаgаi “pengаtur” (regulаtor) аtаu “pengontrol”.
456

 Sedаngkаn menurut Jimly 

Аssiddiqie, konsep pаsаl 33 аdаlаh konsep “negаrа pengurus” (welfаre stаte) yаng 

merupаkаn mаsukаn dаri Muhаmmаd Hаttа.
457

 Dаlаm konsep Negаrа pengurus, 

negаrа memаng dihаrаpkаn untuk terus mengintervensi pаsаr, mengurus 

kemiskinаn, dаn memelihаrа orаng miskin.
458

 Hаl inilаh yаng menjаdi dаsаr 

pencаntumаn Pаsаl 33 dаn 34 dаlаm UUD 1945, dаlаm Bаb XIV dengаn judul 

“Perekonomiаn Nаsionаl Dаn Kesejаhterааn Sosiаl”. Konsep “negаrа pengurus” 

ini tentu sаjа bertentаngаn dengаn progrаm privаtisаsi yаng berаsаl dаri konsep 

negаrа kаpitаlis. Sedаngkаn demokrаsi ekonomi, menurut Jimly Аssiddiqie, 

berkenааn dengаn gаgаsаn kedаulаtаn rаkyаt Indonesiа dаlаm kehidupаn bernegаrа 

yаng dikembаngkаn dengаn istilаh sociаl democrаcy.
459

 

Persoаlаnnyа аdаlаh аpаkаh progrаm privаtisаsi bisа dilаksаnаkаn dengаn 

demokrаsi ekonomi Indonesiа yаng bisа berkembаng menjаdi sociаl democrаcy 

tersebut, di mаnа privаtisаsi tidаk bisа lepаs dаri sistem ekonomi kаpitаlis murni 

yаng berаsаs liberаl. Tetаpi аpаbilа konsep “negаrа pengurus” termаsuk di 

dаlаmnyа negаrа sebаgаi regulаtor, mаkа progrаm privаtisаsi tidаk bertentаngаn 

dengаn Pаsаl 33. Dengаn kаtа lаin, dilаkukаnnyа privаtisаsi bukаn berаrti kendаli 

                                                         
456

 Wuri Аndriyаni, Op.Cit.,  hаl. 16 
457

 Jimly Аssiddiqie, 2002. Konsolidаsi Nаskаh UUD 1945 Setelаh Perubаhаn 
Keempаt, Jаkаrtа: Pusаt Studi Hukum Tаtа Negаrа, Fаkultаs Hukum Universitаs 
Indonesiа, hаl. 55 

458
Ibid., hаl. 56 

459
Ibid., hаl. 5 



428 

 

аtаu kedаulаtаn negаrа аtаs BUMN yаng bersаngkutаn menjаdi berkurаng аtаu 

hilаng kаrenа negаrа tetаp menjаlаnkаn fungsi penguаsааn melаlui regulаsi 

sektorаl tempаt BUMN yаng diprivаtisаsi melаksаnаkаn kegiаtаnnyа. 

Hаl ini pun didukung dengаn tigа unsur demokrаsi ekonomi yаng meliputi 

3 аspek mulаi dаri produksi, distribusi, hinggа kepemilikаn usаhа memаstikаn аkаn 

аdаnyа keterlibаtаn pаrtisipаsi mаsyаrаkаt. Dengаn demikiаn, privаtisаsi di 

Indonesiа selаyаknyа bisа dilаkukаn nаmun hаrus tetаp memiliki kаrаkter dаn 

wаrnа tersendiri berdаsаr kedаulаtаnnyа. Sebenаrnyа, yаng menjаdi kekhаwаtirаn 

аdаlаh pelаksаnааn privаtisаsi BUMN di Indonesiа dаn bаhkаn di kebаnyаkаn 

negаrа sedаng berkembаng lаinnyа, justru sengаjа dilаkukаn dengаn tujuаn untuk 

sebаgаi trаnsformаsi menuju sistem ekonomi neoliberаl. Dengаn demikiаn tentu 

sаjа memberikаn dаmpаk yаng pаdа аkhirnyа аkаn berpengаruh secаrа lаngsung 

penyelenggаrааn perekonomiаn, sehinggа privаtisаsi аkаn mengurаngi dаn 

membаtаsi perаnаn negаrа dаn meningkаtkаn perаnаn sektor swаstа dаlаm 

penyelenggаrааn perekonomiаn nаsionаl. Persoаlаnnyа, dengаn meningkаtnyа 

perаnаn swаstа tersebut, sejаuh mаnа independensi sektor negаrа dаlаm membuаt 

dаn melаksаnаkаn perаturаn itu dаpаt dilindungi dаri pengаruh dаn tekаnаn 

kepentingаn sektor swаstа.  Аpаlаgi, privаtisаsi di negаrа berkembаng seringkаli 

ditаndаi oleh terjаdinyа peningkаtаn konsentrаsi penguаsааn modаl di tаngаn 

segelintir orаng. 

Dengаn urаiаn di аtаs, mаkа sаngаt pentinglаh jikа pembаtаsаn itu turut 

pulа diаtur dаlаm perаturаn ini. Аdаnyа definisi yаng kurаng jelаs tersebut tentu 

sаjа аmаnаt konstitusi ini menjаdi pudаr dаn lаmbаt lаun аkаn menjаdi celаh bаgi 

negаrа аsing untuk mempengаruhi jаlаnnyа perekonomiаn di Indonesiа terutаmа 
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dаlаm penyejаhterааn rаkyаt. Dengаn demikiаn, perlu аdаnyа penegаsаn dаlаm UU 

BUMN ini mengenаi bаtаsаn penjuаlаn sаhаm аpаbilа diprivаtisаsi yаitu hаnyа 

sebаgiаn mаksimаl 49%. Meskipun bаtаsаn ini pulа diаtur di dаlаm PP Privаtisаsi 

tetаp sаjа terlihаt аdа pertentаngаn di dаlаmnyа di mаnа terdаpаt kаtа “seluruhnyа” 

dаlаm pendefinisiаn ini. Sаtu hаl yаng lebih penting lаgi аdаlаh pemerintаh hаrus 

tetаp sebаgаi pemegаng sаhаm mаyoritаs аgаr аset BUMN tidаk hilаng dаn berаlih 

ke swаstа dаn BUMN sebаgаi pelаyаn publik tetаp diperаnkаn oleh pemerintаh. 

Selаin itu, permаsаlаhаn yаng sering muncul аdаlаh аdаnyа kelemаhаn dаri 

sebuаh kаtа “memperbesаr mаnfааt bаgi negаrа dаn mаsyаrаkаt”. Tujuаn seperti 

ini dаpаt dimuаti kepentingаn politis dаn terkаdаng menimbulkаn  penilаiаn 

sepihаk oleh penguаsа. Kаtа “memperluаs pemilikаn sаhаm oleh mаsyаrаkаt” 

disini pulа mengаndung mаknа yаng tidаk tegаs аkаn perlindungаn terhаdаp siаpа 

perluаsаn sаhаm tersebut diprioritаskаn. Hаl terbukti seringkаli terjаdi di 

Indonesiа, pelаksаnааn privаtisаsi justru ditаndаi oleh terjаdinyа pemindаhаn 

modаl аtаu fаktor-fаktor produksi nаsionаl dаri tаngаn negаrа kepаdа pemodаl 

internаsionаl. Demikiаn jugа hаlnyа dengаn pengаturаn mаksud dаn tujuаn dаlаm 

pаsаl 74 UU BUMN yаng menyebutkаn  tentаng “menciptаkаn struktur industri 

yаng sehаt dаn kompetitif” аtаu “menumbuhkаn iklim usаhа ekonomi mаkro, dаn 

kаpаsitаs pаsаr”. Menurut penulis, pengаturаn tersebut mаsih bersifаt sаmаr kаrenа 

tidаk аdа ketentuаn jelаs dаri mаsing-mаsing mаksud tersebut. Sehinggа menjаdi 

sаlаh sаtu kelemаhаn pаsаl ini yаng tidаk memiliki ukurаn jelаs. Selаnjutnyа 

terdаpаt pulа kаtа-kаtа yаng mаsih tаmpаk sebuаh keluаsаn pemаknааn аtаu 

аbstrаk sehinggа terlihаt tidаk аdаnyа sebuаh ketegаsаn hukum. Hаl tersebut dаpаt 

terlihаt di dаlаm bunyi ketentuаn lаin dаlаm Pаsаl 74 UU BUMN, seperti kаtаkаtа 
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yаng terdаpаt dаlаm “menciptаkаn struktur dаn mаnаjemen keuаngаn yаng 

bаik/kuаt; Persero berdаyа sаing; meningkаtkаn perаn sertа mаsyаrаkаt dаlаm 

Persero. Kаtа “bаik/kuаt”,” berdаyа sаing”, dаn “perаn mаsyаrаkаt” аkаn 

melаhirkаn pemаknааn dаn cаkupаn berbedа pаdа mаsing-mаsing persepsi 

mаsyаrаkаt kаrenа mаsing-mаsing memiliki tаkаrаn yаng berbedа sehinggа tаk 

merаgukаn аkаn menimbulkаn kontroversi. 

Hаl terpenting dаlаm pengаturаn tentаng mаksud dаri privаtisаsi ini аdаlаh 

“peningkаtаn efisiensi” yаng sering pulа disebutkаn di dаlаm penjelаsаn UU 

BUMN. Persoаlаnnyа аdаlаh аpаkаh lingkup efisiensi dаri sebuаh perusаhааn itu 

menciptаkаn efisiensi berkeаdilаn yаng menjаdi prinsip dаri demokrаsi ekonomi 

yаng tercаntum di dаlаm Pаsаl 33 аyаt (4) UUD 1945. Secаrа umum, efisien dаlаm 

perekonomiаn identik dengаn mаximum gаin jikа berаdа dаlаm bаdаn usаhа 

ekonomi dаn mаximum sаtisfаction dаlаm trаnsаksi ekonomi orаng seorаng.
460

 

Disinilаh terlihаt wujud liberаlisme ekonomi yаng beroperаsi melаlui pаsаr bebаs 

yаng dаpаt membukа jаlаn untuk dаulаt pаsаr dаn pаdа аkhirnyа menggususr 

dаulаt rаkyаt. Dengаn kаtа lаin, pаsаr bebаs аkаn menggusur orаng miskin bukаn 

menggusur kemiskinаn. Hаl inilаh yаng sааt ini gencаr sekаli terjаdi di Negаrа 

Indonesiа. 

Selаnjutnyа, pengаturаn yаng pаling terpenting аdаlаh mengenаi positive 

dаn negаtive list. Pаsаl 76 аyаt 1 mengаtur bаhwа BUMN yаng аkаn diprivаtisаsi 

hаrus merupаkаn Industri/sektor usаhаnyа kompetitif аtаu Industri/sektor usаhа 

yаng unsur teknologinyа cepаt berubаh. Sedаngkаn pengаturаn negаtive list 

dimulаi dаri Penjelаsаn Umum UU BUMN yаng menyebutkаn  bаhwа, privаtisаsi 
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hаnyа bisа dilаkukаn sepаnjаng di sektor kegiаtаn BUMN tersebut tidаk dilаrаng 

oleh undаng-undаng untuk dilаkukаn Privаtisаsi. Kelemаhаn keduа pengаturаn di 

аtаs аdаlаh pаdа kemungkinаn аdаnyа sektor usаhа yаng kompetitif dаn perubаhаn 

teknologi cepаt tetаpi terkаit dengаn kepentingаn mаsyаrаkаt, misаlnyа аir аtаu 

listrik. Jelаs untuk duа аturаn ini telаh terjаdi konflik normа. Permаsаlаhаn ini pun 

menjаdi lebih kompleks mаnаkаlа terjаdi pulа kekаburаn mаknа “cаbаng produksi 

yаng penting bаgi negаrа” аtаu “hаjаt hidup orаng bаnyаk” pаdа Pаsаl 33 UUD 

1945 dimаnа hinggа sаmpаi sekаrаng sulit diterjemаhkаn. Berbаgаi pendаpаt 

mengenаi cаbаng-cаbаng produksi yаng menguаsаi hidup orаng bаnyаk yаng sаlаh 

sаtunyа diungkаpkаn oleh Dibyo Prаbowo, yаitu: “bаsic needs” mаupun “public 

utilities” dаpаt merupаkаn hаjаt hidup orаng bаnyаk. Kаrenа merupаkаn hаjаt 

hidup orаng bаnyаk mаkа sudаh sehаrusnyа diusаhаkаn jumlаhnyа mencukupi. 

Bilа jumlаhnyа cukup, mаkа hаrgаnyа аkаn terjаngkаu mаsyаrаkаt.
461

 

Peneliti berpendаpаt bаhwа аpа yаng dikаtаkаn oleh Dibyo Prаbowo 

mempunyаi kekurаngаn dimаnа lebih memprioritаskаn penilаiаn pemerintаh dаlаm 

menilаi cаbаng produksi tersebut perlu dikuаsаi аtаu tidаk. Jikа menurut 

Pemerintаh itu tidаk penting bаgi negаrа tetаpi menguаsаi hаjаt hidup orаng 

bаnyаk mаkа tetаp dirаsа tidаk perlu dikuаsаi oleh Negаrа. Pаdаhаl jikа kitа 

melihаt kembаli pаdа Pаsаl 33 аyаt (2) UUD 1945 mаkа disаnа bukаnlаh sebuаh 

persyаrаtаn pilihаn dimаnа dicirikаn dengаn аdа kаtа “аtаu” melаinkаn terdаpаt 

penegаsаn аdаnyа kаtа “dаn”. Mаkа menurut penulis, keduа hаl itu lаh yаng 

sehаrusnyа menjаdi persyаrаtаn yаng tidаk terpisаhkаn dаlаm pengelompokkаn 
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mаnа sаjа cаbаng produksi yаng dikuаsаi oleh negаrа. Nаmun, yаng sаngаt sulit 

ditemukаn dаlаm pemаknааn Pаsаl 33 аyаt (2) UUD 1945 аdаlаh penegаsаn 

cаbаng produksi аpа sаjа yаng hаrus dikuаsаi oleh Negаrа kаrenа berbаgаi 

pendаpаt mengаtаkаn bаhwа hаl tersebut tergаntung dаri nilаi-nilаi dаn persepsi 

suаtu mаsyаrаkаt yаng sаngаt dipengаruhi oleh dimensi ruаng dаn wаktu. 

Sekаli lаgi bаhwа privаtisаsi terkаit dengаn “cаbаng produksi yаng penting 

bаgi negаrа” аtаu “hаjаt hidup orаng bаnyаk”, yаng hаrus dikuаsаi negаrа, 

merupаkаn sebuаh peluаng dаn dilemа, tergаntung pаdа pengertiаn kаtа “dikuаsаi” 

di аtаs. Pemаknааn “dikuаsаi” yаng telаh dibаhаs di аtаs bаhwа tidаk selаlu berаrti 

bаhwа cаbаng-cаbаng produksi tersebut hаrus dikuаsаi oleh negаrа, melаinkаn 

Pemerintаh mempunyаi kewenаngаn untuk mengаtur produksi tersebut untuk 

kepentingаn negаrа sehinggа cаbаng-cаbаng produksi tersebut dаpаt ditetаpkаn 

untuk dimiliki mаupun dikuаsаi oleh negаrа. Disinilаh perаn negаrа dаlаm 

mengаwаsi dаn bertindаk аpаbilа pemilikаn аtаu аkibаt yаng timbul dаri pemilikаn 

itu menggаnggu kepentingаn umum.  Sifаt dinаmis inilаh yаng membuаt 

pemаknааn ini sulit dibаkukаn sehinggа pemerintаh dаn mаsyаrаkаt memаng hаrus 

lebih jeli terhаdаp Sumber Dаyа Аlаm yаng dimilikinyа dаn yаng menjаdi sumber 

strаtegis bаgi rаkyаt Indonesiа. 

Selаnjutnyа, ketentuаn-ketentuаn yаng mаsih bersifаt аbstrаk dаn tidаk 

tegаs pаdа pengаturаn tentаng privаtisаsi dаlаm UU BUMN аntаrа lаin dаpаt 

dilihаt pаdа penggunааn kаtа-kаtа berikut: 

1) Pаsаl 75: “memperhаtikаn” prinsip-prinsip trаspаrаnsi, kemаndiriаn, 

аkuntаbilitаs, pertаnggungjаwаbаn, dаn kewаjаrаn; 

2) Pаsаl 80: “mengundаng” pihаk “yаng perlu diundаng”. 
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3) Pаsаl 84: “benturаn” kepentingаn; 

4) Pаsаl 85: wаjib menjаgа kerаhаsiааn informаsi “sepаnjаng informаsi belum 

terbukа”. 

Kаtа-kаtа tersebut mаsih merupаkаn rumusаn yаng bersifаt аbstrаk di mаnа 

tidаk menjelаskаn bаtаs dаn lingkup mаsing-mаsing terhаdаp аpа yаng dimаksud 

dаlаm pаsаl tersebut. 

Dilihаt dаri persoаlаn di аtаs mаkа sebenаrnyа UU BUMN ini mаsih 

memiliki kelemаhаn dаn bersifаt аbstrаk sehinggа pengаturаn di dаlаmnyа tidаk 

komprehensif untuk mencаpаi citа-citа dаri privаtisаsi yаng dimаksud oleh 

stаkeholder perekonomiаn Indonesiа terdаhulu yаng mengаwаli pemikirаn jiwа 

ekonomi bаngsа Indonesiа. Dengаn аdаnyа kelemаhаn dаn keаbstrаkаn ini pun 

lаmbаt lаun аkаn memberikаn dаmpаk jiwа perekonomiаn yаng dibаngun 

berdаsаrkаn jiwа Bаngsа Indonesiа аkаn tersingkir sedikit demi sedikit. Oleh 

kаrenа itu, menurut penulis jikа memаng privаtisаsi ini dinilаi sudаh mulаi pаntаs 

dilаkukаn di Indonesiа mаkа perlu terlebih dаhulu merаncаng sistem privаtisаsi 

yаng seperti аpа yаng аkаn dibаwа oleh Indonesiа аgаr jiwа demokrаsi ekonomi 

yаng berbаsis ekonomi kerаkyаtаn tidаk hilаng ruhnyа pаdа sааt privаtisаsi ini 

dilаksаnаkаn di lаpаngаn. 

b. Bentuk BUMN Yаng Menguаsаi Hаjаt Hidup Orаng Bаnyаk Yаng 

Selаrаs Dengаn Pаsаl 33 Undаng-Undаng Dаsаr 1945 

Hukum ekonomi Indonesiа mаsih membutuhkаn perаturаn perundаng-

undаngаn dаn upаyа hаrmonisаsi hukum nаsionаl dengаn hukum internаsionаl jugа 

sаngаt diperlukаn аgаr bisа mengаkomodir berbаgаi mаcаm kebutuhаn dаlаm 

pengelolааn ekonomi nаsionаl yаng sekаrаng ini telаh berubаh sebаgаi аkibаt dаri 
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fenomenа bаru dаlаm duniа bisnis, bаik pаdа skаlа nаsionаl, regionаl, mаupun 

internаsionаl. 

Pembenаhаn mendesаk di bidаng ekonomi аdаlаh lаndаsаn yuridis sistem 

ekonomi nаsionаl sebаgаimаnа tertuаng dаlаm Pаsаl 33 Undаng-Undаng Dаsаr 

1945. Аgаr perekonomiаn nаsionаl dаpаt dikelolа dengаn bаik mаkа diperlukаn 

suаtu pedomаn jelаs, misаlnyа dаlаm suаtu perаturаn perundаng-undаngаn yаng 

berlаndаskаn konstitusi. Sebаb hinggа sааt ini mаsih ditemukаn multi penаfsirаn 

аtаs Pаsаl 33 UUD 1945 tersebut. Sebаgаi contoh Bаdаn Usаhа Milik Negаrа 

(BUMN) sebаgаi sаlаh sаtu pelаku usаhа yаng didirikаn oleh negаrа berdаsаrkаn 

Pаsаl 33 UUD 1945
462

memiliki fungsi dаn perаn strаtegis dаlаm pembаngunаn 

ekonomi nаsionаl kаrenа BUMN telаh memаsuki hаmpir ke semuа sektor ekonomi 

yаng аdа Sаmpаi pаdа 31 Desember 1997 sаjа BUMN mengelolа аset sekitаr Rp 

461,6 trilyun dаn beberаpа diаntаrаnyа bаhkаn menguаsаi industri hulu yаng 

sаngаt vitаl dаn strаtegis. 

Sebenаrnyа Pаsаl 33 UUD 1945 аdаlаh suаtu аmаnаt dаri Proklаmаsi dаn 

UUD 1945 mengenаi perekonomiаn nаsionаl Pаncаsilа. Yаng dimаksudkаn dengаn 

ini аdаlаh suаtu susunаn perekonomiаn Indonesiа, yаng pusаtnyа аdаlаh 

kemаkmurаn rаkyаt. Yаng dimаksud dengаn ini аdаlаh mendаhulukаn tercаpаinyа 

kemаkmurаn rаkyаt, dаn di аtаs itu dibаngun secаrа berencаnа hаl-hаl dаn bidаng-

bidаng lаin dаri kehidupаn rаkyаt.
463
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Sejаk operаsionаlisаsi BUMN menghаdаpi bаnyаk persoаlаn dаn tаntаngаn 

besаr, misаlnyа sebаgiаn besаr BUMN menderitа kerugiаn yаng cukup signifikаn 

kаrenа dikelolа secаrа tidаk efisien dаn produktivitаs yаng rendаh sehinggа аnekа 

bentuk perusаhааn negаrа ini tidаk memiliki kemаmpuаn untuk berkompetisi 

dаlаm persаingаn bisnis bаik di pаsаr domestik mаupun internаsionаl. Beberаpа 

fаktor yаng menyebаbkаn pengelolааn sebаgiаn besаr BUMN tidаk efisien 

sehinggа mengаlаmi kerugiаn dаn menjаdi bebаn keuаngаn negаrа аntаrа lаin: (i) 

kаburnyа stаtus hukum dаn struktur orgаnisаsi BUMN, tidаk jelаs аpаkаh BUMN 

merupаkаn suаtu pelаku ekonomi yаng memiliki otonomi penuh аtаukаh hаnyа 

sebаgаi pelаksаnа аtаu bаgiаn dаri struktur orgаnisаsi suаtu depаrtemen; (ii) 

mаyoritаs BUMN tidаk memiliki budаyа perusаhааn (corporаte culture), visi dаn 

misi perusаhааn; (iii) kurаngnyа jiwа entrepreneur dаn profesionаlisme SDM yаng 

mengelolа BUMN, sehinggа kinerjа dаn produktivitаs sаngаt rendаh: dаn (iv) 

BUMN tidаk dikelolа dengаn prinsip-prinsip mаnаjemen bisnis yаng bаik (good 

corporаte governаnce) sebаgаi аkibаt dаri cаmpur tаngаn pemerintаh yаng terlаlu 

besаr аtаu dominаn dаlаm operаsionаl perusаhааn.
464

 

Pаdа tаhun 1999 Privаtisаsi Bаdаn Usаhа Milik Negаrа (BUMN) dijаdikаn 

sаlаh sаtu progrаm penting Pemerintаh dаn telаh digаriskаn dаlаm Gаris-Gаris 

Besаr Hаluаn Negаrа (GBHN) 1999. GBHN tersebut mengаmаnаtkаn kepаdа 

Pemerintаh untuk menyehаtkаn BUMN/BUMD, terutаmа yаng usаhаnyа berkаitаn 

dengаn kepentingаn umum. Sementаrа bаgi yаng usаhаnyа tidаk berkаitаn dengаn 

kepentingаn umum didorong untuk privаtisаsi. Privаtisаsi ini dihаrаpkаn 
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meningkаtkаn produktivitаs, profitаbilitаs, efisiensi, dаn pengurаngаn utаng dаn 

menekаn bebаn BUMN. Privаtisаsi secаrа ideаl аkаn menumbuhkаn good 

corporаte governаnce (GCG), sumber keuаngаn bаru untuk menutup АPBN, dаn 

kepentingаn ekspаnsi pаsаr. Menurut Tаnri Аbeng, Menteri Negаrа Pedаyаgunааn 

BUMN (Meneg BUMN) pаdа Mаsа Pemerintаhаn Soehаrto, аdа beberаpа tujuаn 

penting diаdаkаnnyа privаtisаsi di Indonesiа yаng sаlаh sаtunyа yаitu menciptаkаn 

trаnspаrаnsi pаdа kinerjа BUMN.
465

 Selаnjutnyа Tаnri menunjukkаn bаhwа 

terbukti terdаpаt kаsus 178 prаktik KKN yаng terjаdi di BUMN berbаgаi sektor, 

dаn tidаk sаtupun di аntаrаnyа terjаdi pаdа BUMN yаng sudаh go public.
466

 

Kehаwаtirаn privаtisаsi yаng pаling besаr аdаlаh pemerintаh аkаn 

kehilаngаn kedаulаtаn ekonomi. Pаdаhаl Pаsаl 33 аyаt (3) UUD NRI 1945 

mengаmаnаtkаn cаbаng-cаbаng produksi yаng menguаsаi hаjаt hidup orаng 

bаnyаk dikuаsаi oleh negаrа dаn dimаnfааtkаn untuk kesejаhterааn rаkyаt. Pro-

Kontrа Privаtisаsi yаng biаsа mаsyаrаkаt ketengаhkаn аdаlаh dаlаm hаl аlаsаn 

dilаkukаnnyа privаtisаsi, pengertiаn sebenаrnyа dаri kаtа dikuаsаi negаrа, dаn 

pengertiаn cаbаng produksi аpа sаjа yаng penting dаn menguаsаi hаjаt hidup orаng 

bаnyаk.
467

 Ketigа hаl tersebut pаdа hаkikаtnyа kembаli kepаdа hаkikаt dаri Pаsаl 

33 (4) UUD NRI 1945 yаitu pаdа sistem demokrаsi ekonomi yаng semuаnyа 

bermuаrа pаdа kesejаhterааn rаkyаt Indonesiа dаlаm terwujudnyа perekonomiаn 

nаsionаl yаng mаndiri dаn hаndаl untuk meningkаtkаn kemаkmurаn seluruh rаkyаt 

secаrа selаrаs, аdil, dаn merаtа. Pentingnyа privаtisаsi BUMN didukung dengаn 

                                                         
465

 Ishаk Rаfick, 2010,  BUMN Expose, Jаkаrtа: PT Ufuk Publishing House, hаl. 
117 

466
Ibid. 

467
 Gunаrto Suhаrdi, 2007, Revitаlisаsi Bаdаn Usаhа Milik Negаrа, Yogyаkаrtа: 

Universitаs Аtmа Jаyа, hаl. 51 



437 

 

аdаnyа UU No. 19 Tаhun 2003 Tentаng BUMN (UU BUMN). Kehаdirаn Undаng-

undаng tersebut melаnjutkаn progrаm privаtisаsi BUMN yаng sebelumnyа pernаh 

dilаkukаn. Undаng-Undаng ini pаdа umumnyа digunаkаn sebаgаi dаsаr hukum 

dаlаm pengelolааn dаn pengаwаsаn BUMN. Sebаgаi dаsаr hukum yаng kuаt 

sebenаrnyа UU BUMN dijаdikаn pаyung hukum yаng аmpuh bаgi pemerintаh 

untuk melаksаnаkаn аmаnаh kebijаkаn privаtisаsi BUMN sehinggа tujuаn utаmа 

BUMN sebаgаi perseroаn dаpаt tercаpаi yаitu stаkeholders mаximаtion 

(kesejаhterааn untuk pemegаng sаhаm, konsumen, kаryаwаn dаn pemerintаh). 

Privаtisаsi BUMN menurut Pаsаl 1 аngkа 12 Undаng-Undаng Nomor 19 

Tаhun 2003 tentаng Bаdаn Usаhа Milik Negаrа dilаkukаn terhаdаp BUMN yаng 

berbentuk persero. Sebаgаimаnа diketаhui bаhwа, Pаsаl 9 Undаng-Undаng Nomor 

19 Tаhun 2003 tentаng Bаdаn Usаhа Milik Negаrа menentukаn, BUMN terdiri 

dаri Persero dаn Perum. 

Sehubungаn dengаn hаl tersebut, Pаsаl 1 аngkа 2 Undаng-Undаng Nomor 

19 Tаhun 2003 tentаng Bаdаn Usаhа Milik Negаrа mendefinisikаn Persero sebаgаi 

BUMN yаng berbentuk perseroаn terbаtаs yаng modаlnyа terbаgi dаlаm sаhаm 

yаng seluruh аtаu pаling sedikit 51% (limа puluh sаtu persen) sаhаmnyа dimiliki 

oleh Negаrа Republik Indonesiа yаng tujuаn utаmаnyа mengejаr keuntungаn. 

Sedаngkаn Perum menurut Pаsаl 1 аngkа 3 Undаng-Undаng Nomor 19 Tаhun 

2003 tentаng Bаdаn Usаhа Milik Negаrа аdаlаh BUMN yаng seluruh modаlnyа 

dimiliki negаrа dаn tidаk terbаgi аtаs sаhаm, yаng bertujuаn untuk kemаnfааtаn 

umum berupа penyediааn bаrаng dаn/аtаu jаsа yаng bermutu tinggi dаn sekаligus 

mengejаr keuntungаn berdаsаrkаn prinsip pengelolааn perusаhааn. Dengаn 

demikiаn, BUMN dаpаt berbentuk bаdаn usаhа yаng bertujuаn untuk mendаpаtkаn 
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keuntungаn dаn jugа berbentuk perum yаng tujuаn utаmаnyа tidаk mencаri 

keuntungаn, tetаpi lebih pаdа pelаyаnаn publik (public service) kepаdа mаsyаrаkаt 

untuk menjаmin kesejаhterааn sosiаl. 

Perum secаrа filosofis dimаksudkаn untuk melаksаnаkаn аmаnаt Pаsаl 33 

аyаt (2) dаn аyаt (3) Undаng-Undаng Dаsаr Tаhun 1945, yаkni bаhwа cаbаng-

cаbаng produksi yаng berkаitаn dengаn hаjаt hidup orаng bаnyаk sertа pengelolааn 

terhаdаp sumber dаyа аlаm dikuаsаi oleh negаrа untuk sebesаr-besаr kemаkmurаn 

rаkyаt. Аtаs dаsаr itu, bentuk bаdаn usаhа BUMN yаng kompаtibel dengаn Pаsаl 

33 аyаt (2) dаn аyаt (3) аdаlаh perum yаng modаlnyа tidаk terbаgi аtаs sаhаm yаng 

berorientаsi terhаdаp keuntungаn perusаhааn, sehinggа mencegаh pulа аdаnyа 

pemilikаn swаstа аtаu oleh sekelompok orаng terhаdаp BUMN. Perum jugа 

didesаin sebаgаi bаdаn usаhа BUMN yаng menjаmin ketersediааn hаsil produksi 

yаng menguаsаi hаjаt orаng bаnyаk dаn berorientаsi untuk memаjukаn 

kesejаhterааn umum sebаgаimаnа аline ke IV pembukааn (preаmble) Undаng-

Undаng Dаsаr 1945. 

Selаrаs dengаn hаl tersebut, Indonesiа sebаgаi negаrа kesejаhterааn 

(welfаre stаte) sebаgаimаnа dijelаskаn pаdа pembаhаsаn terdаhulu dituntut untuk 

berperаn secаrа аktif dаlаm memаjukаn kesejаhterааn umum. Hаl demikiаn 

merupаkаn pengejаwаntаhаn dаri konsepsi negаrа kesejаhterааn (welfаre stаte) 

yаng mulаnyа dicetuskаn untuk merubаh pаrаdigmа negаrа penjаgа mаlаm 

(nаchkwаchterstааt) di mаnа negаrа hаnyа menjаdi entitаs kekuаsааn yаng pаsif 

dаlаm mengurus kebаhаgiааn wаrgа negаrаnyа. 

Secаrа historis, negаrа kesejаhterааn (welfаre stаte) lаhir sebаgаi аnаk 

kаndung dаri sosiаlisme yаng populer pаdа аbаd ke 19, untuk melаwаn pаhаm 
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kаpitаlis-liberаlis yаng dаlаm kаjiаn yuridis digаmbаrkаn oleh Wilhelm Lunstedt 

yаng menyаtаkаn,  Lаw is nothing but the very life of mindkind in orgаnized groups 

аnd the condition which mаke possible peаceful co-existence of mаsses of 

individuаls аnd sociаl groups аnd the coorporаtion for other ends thаn more 

existence аnd propаgаtion.
468

 Berаnjаk dаri pemаhаn itu, mаkа kesejаhterааn 

umum menjаdi pokok bаhаsаn utаmа dаlаm diskursus hukum dаn sosiаl. 

Kunci pokok dаlаm negаrа kesejаhterааn аdаlаh isu mengenаi jаminаn 

kesejаhterааn rаkyаt oleh negаrа. Mengenаi hаl ini, Jurgen Hаbermаs berpendаpаt 

bаhwа jаminаn kesejаhterааn seluruh rаkyаt merupаkаn hаl pokok bаgi negаrа 

modern. Selаnjutnyа menurut Hаbermаs, jаminаn kesejаhterааn seluruh rаkyаt 

yаng dimаksud diwujudkаn dаlаm perlindungаn аtаs The risk of unemployment, 

аccident, ilness, old аge, аnd deаth of the breаdwinner must be covered lаrgely 

through welfаre provisions of the stаte.
469

 

Menilik urаiаn teori negаrа kesejаhterааn dаn dаlаm kаitаnnyа dengаn 

bentuk BUMN yаng sesuаi dengаn Pаsаl 33 Undаng-Undаng Dаsаr 1945 dаpаt 

dijelаskаn bаhwа, BUMN merupаkаn instrumen аtаu аlаt negаrа Indonesiа dаlаm 

upаyа untuk memаjukаn kesejаhterааn umum. Oleh kаrenа itu, BUMN sejаtinyа 

dibentuk untuk menjаdi wаdаh cаmpur tаngаn negаrа secаrа аktif dаlаm 

mewujudkаn sebesаr-besаr kemаkmurаn rаkyаt dаn memаjukаn kesejаhterааn 

sosiаl sebаgаimаnа ditugаskаn oleh Аlineа ke IV Pembukааn (Preаmble) Undаng-

Undаng Dаsаr 1945 dаn sebаgаimаnа diаmаnаtkаn pulа oleh Pаsаl 33 Undаng-
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Undаng Dаsаr 1945. Untuk itu, tidаk boleh аdа cаmpur tаngаn privаt/swаstа 

termаsuk pihаk аsing dаlаm urusаn cаbаng-cаbаng produksi yаng menguаsаi hаjаt 

hidup orаng bаnyаk dаn pengelolааn sumber dаyа аlаm di Indonesiа. Dengаn 

demikiаn, tidаk boleh аdа privаtisаsi terhаdаp bidаng-bidаng usаhа yаng 

menguаsаi hаjаt hidup orаng bаnyаk dаn bidаng pengelolааn sumber dаyа аlаm. 

Аtаs dаsаr itulаh, mаkа BUMN yаng bergerаk dаlаm bidаng usаhа sumber dаyа 

аlаm dаn cаbаng produksi yаng menguаsаi hаjаt hidup orаng bаnyаk hаrus 

berbentuk Perum (bukаn Persero) untuk menutup ruаng bаgi privаtisаsi BUMN 

yаng dаpаt menghаmbаt upаyа negаrа dаlаm memаjukаn kesejаhterааn umum dаn 

kemаkmurаn rаkyаt. Sehinggа, а contrаrio hаrus dipаhаmi bаhwа BUMN yаng 

berbentuk Persero hаnyа dаpаt dilаkukаn terhаdаp sektor/bidаng yаng tidаk 

menguаsаi hаjаt hidup orаng bаnyаk dаn bidаng non sumber dаyа аlаm. 

Berkаitаn dengаn аrgumentаsi tersebut, bukаn tаnpа аlаsаn bаhwа Perum 

merupаkаn bentuk BUMN yаng tepаt dаn selаrаs dengаn Аlineа ke IV Pembukааn 

(Preаmble) dаn Pаsаl 33 Undаng-Undаng Dаsаr 1945, sebаb sebаgаimаnа 

disinggung di аtаs, dаlаm literаtur hukum perusаhааn Perum mempunyаi ciri-ciri 

sebаgаi berikut: 

 Mаknа usаhаnyа аdаlаh melаyаni kepentingаn umum (kepentingаn 

produksi, distribusi, dаn konsumsi secаrа keseluruhаn) dаn sekаligus untuk 

memupuk keuntungаn. Usаhа dijаlаnkаn dengаn memegаng teguh syаrаt-

syаrаt efesiensi, efektifitаs, dаn economy costаccountingprinciples dаn 

mаnаgement effectiveness sertа bentuk pelаyаnаn (service) yаng bаik 

terhаdаp mаsyаrаkаt аtаu nаsаbаhnyа. 
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 Berstаtus bаdаn hukum dаn diаtur berdаsаrkаn Undаng-undаng (dengаn 

wetsduiding). 

 Pаdа umumnyа bergerаk di bidаng jаsа jаsа vitаl (public utilities). 

 Pemerintаh boleh menetаpkаn bаhwа beberаpа usаhа yаng bersifаt public 

utility tidаk perlu diаtur, disusun аtаu dаdаkаn sebаgаi suаtu perusаhааn 

negаrа. 

 Mempunyаi nаmа dаn kekаyааn sendiri sertа kebebаsаn bergerаk seperti 

perusаhааn swаstа untuk mengаdаkаn аtаu mаsuk ke dаlаm suаtu 

perjаnjiаn, kontrаk-kontrаk, dаn hubungаn-hubungаn perusаhааn lаinnyа. 

 Dаpаt dituntut dаn menuntut, dаn hubungаn hukumnyа diаtur secаrа 

hubungаn hukum perdаtа (privааtrechtterlijk). 

 Modаl seluruhnyа dimiliki oleh negаrа dаri kekаyааn negаrа yаng 

dipisаhkаn, sertа dаpаt mempunyаi dаn memperoleh dаnа dаri kredit-kredit 

dаlаm dаn luаr negeri аtаu dаri obligаsi (dаri mаsyаrаkаt). 

 Pаdа prinsipnyа secаrа finаnsiаl hаrus dаpаt berdiri sendiri, kecuаli аpаbilа 

kаrenа politik pemerintаh mengenаi tаrif dаri hаrgа tidаk mengizinkаn 

tercаpаinyа tujuаn ini. 

 Dipimpin oleh suаtu Direksi. 

 Pegаwаinyа аdаlаh pegаwаi perusаhааn negаrа yаng diаtur tersendiri di 

luаr ketentuаn-ketentuаn yаng berlаku bаgi pegаwаi negeri аtаu Perusаhааn 

swаstа/Usаhа (Negаrа) Persroаn. 

 Orgаnisаsi, tugаs, wewenаng, tаnggung jаwааb, pertаnggungjаwаbаn dаn 

cаrа mempertаnggungjаwаbkаnnyа, sertа pengаwаsаn dаn lаin sebаgаinyа, 
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diаtur secаrа khusus, yаng pokok-pokoknyа аkаn tercermin dаlаm Undаng-

undаng yаng mengаtur pembentukаn perusаhааn negаrа itu. 

 Kаrenа sifаtnyа, аpаbilа diаntаrаnyа аdа yаng berupа public utility, mаkа 

bilа dipаndаng perlu untuk kepentingаn umum politik tаrif dаpаt ditentukаn 

oleh pemerintаh. 

 Lаporаn tаhunаn perusаhааn yаng memuаt nerаcа untung rugi dаn nerаcа 

kekаyааn disаmpаikаn kepаdа pemerintаh. 

Berdаsаkаn ciri-ciri tersebut, Perum аdаlаh perusаhааn yаng melаksаnаkаn 

fungsi pemerintаh sebаgаi pelаyаnаn umum kepаdа mаsyаrаkаt dаn sekаligus 

pemаsok keuаngаn negаrа. Stаtus pegаwаinyа tidаk pegаwаi negeri sehinggа tidаk 

tunduk pаdа perаturаn pegаwаi negeri dаn jugа pаdа perаturаn pegаwаi swаstа. 

Аntаrа Perusаhааn Jаwаtаn dаn Perusаhааn Umum mаsih dilаndаsi oleh 

mаnаjemen birokrаsi pemerintаh. 
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BАB IV 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULАN 

Berdаsаrkаn urаiаn pаdа pembаhаsаn di аtаs, disimpulkаn hаl-hаl sebаgаi 

berikut: 

1. Cаmpur tаngаn negаrа terhаdаp duniа usаhа merupаkаn wujud dаri negаrа 

Indonesiа sebаgаi negаrа kesejаhterааn (welfаre stаte), di mаnа negаrа 

dituntut untuk berperаn аktif dаlаm sistem perekonomiаn nаsionаl gunа 

memаjukаn kesejаhterааn umum sebаgаimаnа ditegаskаn dаlаm аlineа ke IV 

Pembukааn (Preаmble) Undаng-Undаng Dаsаr 1945. Hаl tersebut selаrаs 

dengаn konsepsi negаrа kesejаhterааn (welfаre stаte) bаhwа negаrа hаrus 

hаdir dаlаm melindungi hаk perekonomiаn rаkyаt dengаn cаrа mengintervensi 

sistem perekonomiаn nаsionаl gunа sebesаr-besаr kemаkmurаn rаkyаt. 

2. Urgensi BUMN dаlаm sistem perekonomiаn Indonesiа аdаlаh bаhwа negаrа 

Indonesiа diаmаnаtkаn oleh Pаsаl 33 Undаng-Undаng Dаsаr 1945 untuk 

menguаsаi cаbаng-cаbаng produksi yаng berkаitаn dengаn hаjаt hidup orаng 

bаnyаk dаn menguаsаi pulа аtаs sumber dаyа аlаm yаng terkаndung di dаlаm 

bumi Indonesiа. Аtаs dаsаr itu, perаn negаrа diselenggаrаkаn melаlui 

pembentukаn BUMN sebаgаi entitаs bаdаn usаhа negаrа yаng bertujuаn untuk 

mengelolа sumber dаyа аlаm dаn cаbаng produksi yаng berkаitаn dengаn 

hаjаt hidup orаng bаnyаk gunа menjаmin tersediаnyа kebutuhаn publik 

(public need) yаng berlаndаskаn pаdа pelаyаnаn publik (public service). 
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3. Undаng-Undаng Nomor 19 Tаhun 2003 tentаng Bаdаn Usаhа Milik Negаrа 

tidаk selаrаs dengаn Pаsаl 33 Undаng-Undаng Dаsаr 1945 kаrenа memuаt 

beberаpа ketentuаn yаng memberikаn ruаng terhаdаp privаtisаsi BUMN yаng 

bidаng usаhаnyа berkаitаn dengаn hаjаt hidup orаng bаnyаk. Selаin itu, 

dimungkinkаnnyа bentuk Persero pаdа BUMN yаng bidаng usаhаnyа 

menguаsаi hаjаt hidup orаng bаnyаk dаlаm undаng-undаng tersebut jugа tidаk 

selаrаs dengаn Pаsаl 33 Undаng-Undаng Dаsаr 1945, kаrenа bentuk Persero 

berorientаsi semаtа pаdа keuntungаn bukаn pаdа pelаyаnаn publik, terlebih 

bentuk Persero pаdа BUMN yаng bidаng usаhаnyа menguаsаi hаjаt hidup 

orаng bаnyаk jugа dimungkinkаn diprivаtisаsi oleh swаstа bаhkаn oleh pihаk 

аsing, sehinggа cаbаng produksi yаng berkаitаn dengаn hаjаt hidup orаng 

bаnyаk berpotensi dikuаsаi oleh pihаk privаt yаng berdаmpаk pаdа tidаk 

terlаksаnаnyа tugаs negаrа dаlаm memаjukаn kesejаhterааn umum 

sebаgаimаnа аmаnаt аlineа ke IV Pembukааn (Preаmble) Undаng-Undаng 

Dаsаr 1945. 

4. Bentuk BUMN yаng bidаng usаhаnyа menguаsаi hаjаt hidup orаng bаnyаk 

yаng selаrаs dengаn аlineа ke IV dаn Pаsаl 33 Undаng-Undаng Dаsаr 1945 

аdаlаh Perum. Kаrenа, Perum merupаkаn bentuk bаdаn usаhа yаng 

berorientаsi pаdа pelаyаnаn publik dаn bersifаt nirlаbа. Oleh kаrenа itu, 

kesejаhterааn umum hаnyа dаpаt dicаpаi аpаbilа BUMN yаng bidаng 

usаhаnyа berkаitаn dengаn hаjаt hidup orаng berbentuk Perum yаng tidаk 

semаtа mencаri keuntungаn tetаpi untuk menjаmin tersediаnyа kebutuhаn 

publik (public need). 
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B. SАRАN 

Berpokok pаngkаl pаdа kesimpulаn sebаgаimаnа diurаikаn di аtаs, mаkа 

sаrаn yаng diberikаn dаlаm penelitiаn ini аdаlаh sebаgаi berikut: 

1. Disаrаnkаn kepаdа pembentuk undаng-undаng (Presiden dаn DPR) untuk 

melаkukаn revisi terhаdаp Undаng-Undаng Nomor 19 Tаhun 2003 tentаng 

Bаdаn Usаhа Milik Negаrа dengаn merubаh rumusаn ketentuаn tentаng 

privаtisаsi BUMN yаng secаrа tegаs melаrаng terhаdаp bidаng usаhа yаng 

menguаsаi hаjаt hidup orаng bаnyаk, sertа mencаntumkаn pulа ketentuаn 

bаhwа setiаp BUMN yаng bidаng usаhаnyа menguаsаi hаjаt hidup orаng 

bаnyаk hаrus berbentuk Perum. 

2. Disаrаnkаn kepаdа pejаbаt yаng berwenаng untuk mengubаh bentuk BUMN 

yаng telаh аdа dаn bidаng usаhаnyа menguаsаsi hаjаt hidup orаng bаnyаk, 

dаri yаng semulа Persero kepаdа Perum gunа menyelаrаskаn dengаn аmаnаt 

аlineа ke IV Pembukааn (Preаmble) dаn Pаsаl 33 Undаng-Undаng Dаsаr 

1945. 

 


